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ABSTRAK 
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Penelitian ini berusaha menjawab dua masalah utama penegakan hukum 
tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum, 
dan hakim. Pertama, mengapa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak 
merefleksikan kultur hukum pencegahan tindak pidana suap ? Kedua, bagaimana 
konsep dan strategi pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi ilmu hukum dan 
moral. Latar belakang permasalahan munculnya fenomena paradoks penegakan 
hukum tindak pidana korupsi. Sebagian fungsi penegakan hukum tindap pidana 
korupsi telah digunakan aparat untuk mencari keuntungan materil dengan melakukan 
praktik suap. Penelitian yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang ini dalam proses penelitiannya dipandu oleh paradigma 
konstruktivisme, dengan tipe penelitian sosio legal dan metode hermeneutik untuk 
menemukan dan menjawab permasalahan.   
Hasil penelitian, di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
berkembang Subkultur prosedural dan subkultur suap yang ditandai dengan cara-cara 
berpikir dan bertindak semata berdasarkan asas legalitas dan ketaatan prosedural, 
fungsionalisasi keahlian teknis penuntutan dan rutinitas prosedural dalam 
pemeriksaan perkara. Kekuasaan pimpinan yang sentralistik, berorientasi kepada 
jabatan, prestise, dan mengumpulkan materi, dan sikap tidak berani menentang arus. 
Beberapa aspek sosio legal yang mendorong subkultur tersebut antara lain: (1) moral 
dan spiritual aparat penegak hukum, (2) kultur hukum masyarakat, (3) keteladanan, 
(4) mentalitas penegak hukum. 
subkultur prosedural dan subkultur suap dalam penegakan hukum melahirkan 
konstruksi mental (1) menggampangkan hukum, (2) tebang pilih, (3) membatasi 
jangkauan hukum, (4) mempersempit pemaknaan hukum, dan (5) memanfaatkan  
ketentuan berat ringannya ancaman pidana. Untuk merekonstruksi mentalitas hukum 
tersebut,  diperlukan konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral yang  
merepresentasikan keterpaduan antara keduanya dengan asumsi secara ontologis, 
epistemologis dan metodologis memberikan watak ilmiah dan relegius ilmu hukum 
pidana Indonesia. Strategi pencegahan tindak pidana suap membutuhkan integrasi 
ilmu hukum pidana moral untuk merevisi sistem penegakan hukum tindak pidana 
korupsi yang mampu mereinterpretasi makna tindak pidana suap, serta 
mengembangkan model kognitif pencegahan suap yang didasarkan kepada kontrol 
intelektual dan kontrol diri yang memperkuat  independensi dalam mewujudkan 
keadilan.   
 
Kata kunci : Ilmu Hukum Pidana & Moral, Kultur Hukum, Tindak Pidana Suap,  
                     Aparat Penegak Hukum 
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THE INTEGRATION OF CRIMINAL  LAW SCIENCE AND MORAL   
A LEGAL CULTUR STUDY ON THE PREVENTION OF  BRIBERY 
INVOLVING  LAW ENFORCEMENT OFFICERS WITHIN THE 
JURISDICTION OF TANJUNGKARANG ANTI-CORRUPTION COURT 
IN LAMPUNG 
   
 
ABSTRACT 
By : Slamet Haryadi 
NIM : 11010111500018 
 
This research was tried to respond main problem law enforcement of 
corruption implemented by police, public prosecutor and judge. First, why law 
enforcement of corruption wasn't reflect legal culture of bribe crime prevention ? 
Second, how both concept and strategy of bribery prevention within the 
integration of criminal law science and moral construction. Background of 
problem presence paradox phenomena on law enforcement of corruption. Several 
law enforcement function of corruption already used to found material benefit by 
take bribery practice. Research implemented in Tanjungkarang Anti Corruption 
Court Jurisdiction within research process was guided by paradigm 
constructivism, socio legal type and hermeneutic method reserarch to found and 
respond the problem. 
Research result in Tanjungkarang Anti Corruption Court  Jurisdiction was 
develop both procedural and bribery subculture principle, and attitude wasn't 
brave to against the  flow. Several aspect which support that socio legal aspect 
was : (1) both moral and spiritual of legal officers, (2) society legal culture, (3) 
best practice, (4) law enforcement officers mentality. 
Both procedural and bribe subcultures within law enforcement was 
produce mental construction (1) legal simplify, (2) fell chose (3) restricting of 
legal scope, (4) restricting legal interpretation, and (5) using both weight and light 
criminal law sanction. In order to reconstructing that law mentality, needed 
integration concept of moral and criminal law science which presented 
cohesiveness of both by assumption ontologically, epistomology and 
metodologically was giving scientific and religious characteristic of Indonesian 
criminal law science. Prevention strategy of bribery was needed integration of 
moral and criminal law science to revise corruption crime law enforcement which 
able to integrate bribery interpretation, and increasing bribery prevention 
cognitive construction which based on both intellectual and self controls to 
reinforce independence in create the justice. 
 
Keywords:  Criminal Law Science and Moral, Legal Culture, Bribery, law 
enforcement officers 
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RINGKASAN 
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, survei Transparansi Internasional (TI) 
tahun 2014 menempatkan Indonesia pada posisi di bawah peringkat rata-rata 
negara Asean dan Asia Pasifik. Lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, 
antara  lain disebabkan para koruptor berusaha menghindari penegakan hukum 
dengan cara memberi suap (bribery) kepada aparat penegak hukum. Tinginya 
peringkat korupsi  oleh TI Indonesia disebabkan oleh lemahnya pemberantasan 
korupsi dan dominannya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin dan 
pejabat tinggi disemua level jabatan dan tingkatan. Termasuk penyalahgunaan 
wewenang oleh aparat penegak hukum. Sehingga wajar bila banyak kritik 
terhadap penegakan hukum pidana, terutama  terkait efektivitas penjatuhan pidana 
tidak berdampak pada efek jera (deterence efect) terhadap koruptor. 
Penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, baik dalam 
proses  penyidikan, penuntutan hingga di pengadilan telah melahirkan fenomena 
paradoks. Aparat tidak lagi menempatkan sistem peradilan pidana sebagai sarana 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sebagian fungsi peradilan pidana 
telah digunakan aparat untuk mencari keuntungan materil dengan melakukan 
praktik suap.  
Beragam istilah diberikan masyarakat, untuk menggambarkan perilaku 
suap, seperti mafia peradilan, mafia hukum, dan lain sebagainya. Aparat penegak 
hukum tidak menyadari, koruptor menggunakan uang yang dikorupsi  sebagai 
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ongkos melindungi diri untuk melemahkan penegakan hukum dan melumpuhkan 
pemberantasan korupsi dengan melakukan penyuapan. 
Suap sebagai perbuatan aparat penegak hukum merupakan obyek studi 
ilmu hukum pidana, dalam arti luas penegakan hukum pidana yang mencakup 
substansi, struktur dan kultur hukumnya. Sebagai objek ilmu hukum pidana, maka 
fokus penelitian ini adalah: (1) tindakan hukum aparat, penyidik polisi, jaksa 
penuntut umum, dan hakim dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di 
wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, (2) perilaku suap aparat 
dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (3) dampak suap terhadap 
tindakan hukum aparat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang, berdasarkan fokus penelitian, permasalahan yang hendak di jawab 
dalam penelitian ini adalah  (a) mengapa penegakan hukum tindak pidana korupsi 
oleh aparat tidak merefleksikan makna pencegahan suap (b) bagaimana konsep 
dan strategi pencegahan suap dalam konstruksi ilmu hukum pidana dan moral 
integral yang memperkuat kultur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana 
korupsi 
Mengacu pada paradigma konstruktivisme, penelitian ini menempatkan 
studi sosio legal dengan metode hermeneutik untuk mendekati permasalahan 
dengan melakukan interpretasi (penafsiran) dan  reflektif. Keduanya digunakan 
untuk memahami dunia penegakan hukum yang dilaksanakan penyidik polisi, 
jaksa penuntut umum, hakim dalam penanganan tindak pidana korupsi. pertama, 
pendekatan  interpretasi untuk dapat melihat dari dekat permasalahan yang akan 
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diteliti dengan cara menjelaskan proses-proses  pembentukan makna dan 
menerangkan ihwal serta bagaimana makna-makna tersebut terkandung  dalam 
bahasa dan tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana.  
Kedua, dengan pemahaman reflektif, berusaha terhadap temuan yang diperoleh 
dipertemukan kembali dengan subjek penelitian dalam hubungan yang interaktif 
tetapi relatif akrab, dialogis untuk mendapat kesesuaian. Dengan kata lain Tujuan 
keseluruhan pendekatan di atas adalah untuk merekontekstualisasi makna dari 
ungkapan-ungkapan pengetahuan subjek penelitian. 
Objek penelitian mencakup (a) perilaku nyata  aparat penegak hukum 
dalam menangani tindak pidana korupsi dan dalam kaitannya dengan perbuatan 
suap yang dilakukannya dalam menegakkan hukum, (b) hasil dari tindakan hukum 
aparat dalam menegakkan hukum, berupa bahan hukum primer seperti  surat 
penangguhan penahanan, surat dakwaan, surat tuntutan, surat putusan hakim 
menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini, kedua obyek penyelidikan 
tersebut menjadi pintu masuk untuk mengungkap dan menemukan realitas sosial 
kultural yang terjadi dari fenomena paradoks penegakan hukum tindak pidana 
korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.  
Analisis temuan penelitian permasalahan pertama, menggambarkan proses 
penegakan hukum tindak pidana korupsi cenderung mengabaikan nilai-nilai utama 
kultur hukum yang telah dicanangkan institusi. Institusi memiliki nilai-nilai utama 
kultur hukum tetapi tidak terinternalisasi dalam kehidupan aparat penegak hukum. 
Sebaliknya aparat penegak hukum merefleksikan masalah, situasi dan 
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pengalamannya sendiri di dalam kultur hukum tersebut, dengan memunculkan  
subkultur-subkultur.  
Subkultur-subkultur tersebut kenyataannya tidak memperkuat kultur 
hukum, tetapi  justru melemahkan kultur hukum yang dicanangkan institusi. 
Analisis mengenai keberadaan subkultur ini, lebih disebabkan  oleh ketidak 
jelasan kultur hukum yang ada, meskipun nilai-nilai utama kultur hukum telah 
dicanangkan, akan tetapi aparat penegak hukum tidak merasa memiliki makna dan 
menjadi bagian kultur hukum institusi. Adapun subkultur yang melemahkan 
kultur hukum itu adalah  subkultur prosedural dan subkultur suap. 
Kedua subkultur itu, tidak berdiri sendiri-sendiri, keduanya saling 
berinteraksi dan saling melengkapi dan menutupi. Di lingkungan penyidik polisi 
subkultur prosedural berkembang tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah 
penerimaan asas legalitas KUHP dan KUHAP yang dianut secara absolut dalam 
praktik peradilan pidana. Implikasi penerapan prinsip asas legalitas tersebut, 
secara institusional telah melahirkan bentuk ketaatan prosedural anggota penyidik 
polisi kepada aktor senior dan pimpinan institusi. Perilaku ini dapat ditemui dalam 
aktivitas sehari-hari aparat penyidik polisi terutama dalam interaksinya antara 
senior dan yunior, atasan dan bawahan, sebagai bentuk praktik kepatuhan, dan 
ketaatan prosedural, yang secara formal diungkapkan dengan kata “siap, dan 
(komandan)”. Kata “siap, dan”, sebagai respon atau jawaban atas ucapan atasan 
atau senior mewajibkan bawahan sekalipun Kasatreskrim yang secara struktural di 
bawah Kapolres menerima perintah berkewajiban melaksanakan, meskipun 
bertentangan dengan moral, atau tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan lebih 
x 
 
dari itu dalam bentuknya sebagai agenda tersembunyi agar ada kans untuk bisa 
“pat gulipat” dalam proses penyidikan. skenario strategi perintah yang dikenal 
dengan istilah“dikondisikan” yang biasanya dijawab dengan kata “siap”. 
Dalam kasus konkrit ketaatan prosedural praktik penegakan hukum secara 
lokal dan sepesifik, dapat ditemui pada kasus penangguhan penahanan tersangka 
korupsi proyek pemeliharaan jalan kabupaten Lampung Timur tahun 2012. DM 
selaku Plt Kepala Dinas PU, oleh penyidik Polres Lampung Timur telah 
ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan karena diduga telah 
merugikan keuangan negara sebesar Rp1.558.498.420,00,- (satu milyar lima ratus 
lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua 
puluh rupiah).  
Baru dua minggu menjalani masa penahanan, pada tanggal 25 Maret 2013, 
karena secara prosedural,  DM mengajukan permohonan penangguhan penahanan  
berdasarkan alasan,  kooperatif, tidak akan melarikan diri, dan tidak akan 
menghilangkan barang bukti. Berdasarkan alasan-alasan prosedural yang diajukan 
DM, dan dengan alasan dan pertimbangan prosedural pula, penyidik atas perintah 
Kapolres mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan 
memerintahkan Penyidik, melakukan penangguhan penahan kepada Tersangka 
DM (Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung Timur). Subkultur prosedural 
dalam praktik tindakan penyidik polisi dapat bermakna menjalankan perintah 
atasan terlepas benar atau salah yang pokok telah ditata sesuai prosedur. 
Perbedaan subkultur prosedural penyidik polisi dan jaksa penuntut umum 
terletak pada parktik rasional penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. 
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Jaksa penuntut umum yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum dengan 
pengalamannya, lebih cepat dan mudah menguasai, dibandingkan dengan 
penyidik polisi dalam mendeteksi dan mendapatkan informasi dugaan tindak 
pidana korupsi.   
Realitas empirik subkultur prosedural dilingkungan jaksa penuntut umum 
ini  memberi peluang besar pada perilaku personal maupun peer group (kelompok 
sejawat) menonjol. Kenyataan itu dapat ditemui dari aktivitas melakukan 
komunikasi dengan berbagai pihak, baik personal maupun institusional terutama 
dengan pihak eksekutif. Perilaku Jaksa penuntut umum ini secara tidak langsung 
telah membentuk pandangan masyarakat terhadap Jaksa Penuntut Umum. 
Setidaknya pandangan yang menduga dirinya terkait dengan tindak pidana yang 
sedang diselidiki Jaksa Penuntut Umum.  
Temuan yang diperoleh dari penanganan perkara tindak pidana korupsi 
dalam proses mengadili, hakim tidak optimal mengungkap kebenaran dan 
keadilan. Nilai-nilai atau prinsip hukum dan keadilanan, pertimbangan hukum 
yang mendasar dan mencerminkan, sikap, ilmu hukum, moralitas, penalaran dan 
lain sebagainya sebagai karakter hakim yang responsif terhadap tuntutan keadilan, 
sangat sulit dilaksanakan. Tuntutan dunia persidangan dengan jumlah perkara 
yang banyak membutuhkan hakim yang memiliki kompetensi  ilmu hukum dan 
integritas moral yang tinggi mudah terabaikan.  
Banyaknya perkara, dan dinamika non hukum dalam penanganan perkara 
telah menyebabkan, fungsi mengadili hakim terjebak oleh situasi prosedural, 
mengikuti rutinitas pekerjaann. Kondisi ini disebabkan ilmu hukum hakim  yang 
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tidak aplikatif, integritas yang inkonsisten oleh tekanan ekonomi, telah membuat 
hakim ad hoc kehilangan nalar kritis dalam fungsinya sebagai hakim.  
Seperti halnya dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi hakim tipikor 
pada akhirnya lebih sangat bergantung pada usaha jaksa penuntut umum untuk 
menghadirkan atau tidak saksi yang akan diajukan. Bilamana menurut Jaksa saksi 
yang diajukan sudah cukup, maka hakim cenderung menerima dan mengiyakan, 
meskipun secara substansial terdapat saksi penting yang perlu dihadirkan untuk 
membuat terang tanggungjawab pidana para pelaku, terutama bila dikaitkan 
dengan pidana tambahan pengembalian kerugian negara yang seharusnya telah 
dapat dikualifikasikan secara spesifik perbedaan pasal 2 dan pasal 3 mengenai 
terdakwa yang dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam pemeriksaan saksi tidak 
tampak sasaran pembuktian kerugian negara disebabkan oleh apa dan digunakan 
untuk apa.  
Begitu juga halnya dalam hal diajukannya penuntutan, sebagai tahapan 
agenda persidangan, hakim lebih mendasarkan kepada tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum tidak berdasarkan hasil pertimbangannya memeriksa fakta dan hukum 
yang seharusnya didapati dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa. Hal itu 
tampaknya lebih disebabkan Hakim juga sudah terjebak dalam mekanisme 
prosedural yang memang dibuat untuk memudahkan pemeriksaan dipersidangan.  
Subkultur prosedural sebagai bentuk refleksi masalah atau pengalaman 
aparat  dalam kultur hukum, kenyataannya juga berinterelasi dengan subkultur 
lain, yakni subkultur suap. Dalam subkultur ini, kognisi aparat mengelaborasi 
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pengertian dari tugas kewajibannya menegakkan hukum terhadap subjek yang 
akan atau sudah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana 
korupsi.  
Pada intinya aparat menghendaki dampak yang  mengarah pada 
diperolehnya keuntungan atas tindakan hukum yang diputuskan. Efek tindakan 
hukum yang diputuskan terhadap perilaku korupsi adalah diperolehnya uang atau 
barang yang dapat meningkatkan pendapatan aparat, kelompok atau atasannya 
untuk kepentingan pribadi. 
Temuan mengenai subkultur suap yang berkembang dalam praktik 
penegakan hukum pada penyidik polisi, jaksa dan hakim, dapat dikelompokkan 
dalam tipe korupsi peradilan. Meneliti subkultur suap di lingkungan institusi 
dengan kultur hukum prosedural bukanlah sebagai sesuatu yang bersifat tangible 
(dapat dilihat dan dipegang secara kasat mata). Oleh karena itu dengan melakukan 
pemahaman dan pemaknaan tidak sekedar dari yang diucapkan (say belief), 
melainkan juga dari apa yang mereka kerjakan dan hasilkan (do belief) dan 
simbol-simbol yang dipakai, diantara sesama anggota subkultur dilingkungan 
penyidikan, penuntutan dan hakim.  
Analisis temuan penelitian mengenai subkultur suap di wilayah hukum 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dapat diuraikan sebagai berikut ini. Penyidik 
polisi melakukan korupsi suap sesungguhnya bukan hal yang baru, sudah sejak 
lama terjadi di Indonesia dan khususnya di wilayah hukum pengadilan tipikor 
Tanjungkarang.  
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Sekurangnya terdapat tiga subkultur suap dilingkungan polda ataupun di 
polres Lampung Utara. Subkultur suap yang pertama dipengaruhi oleh 
dominannya orientasi dan tujuan pimpinan pada sumber-sumber keuangan 
internal.  Subkultur suap kedua, disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah, 
akibat dari pola ini melahirkan subkultur suap di unit-unitnya yang tidak 
terkendali. Subkultur ketiga, banyak sikap dan pandangan yang beragam. 
 Berdasarkan temuan kasus yang dikemukakan informan dilingkungan 
penyidikan, selain ada subkultur korupsi, terdapat subkultur lain, seperti aparat 
yang mudah setor muka, aparat yang tidak peduli dan kurang disiplin. man 
maupun yang ditemui dari wawancara dengan responden/penyidik sebagaimana 
telah diuraikan di atas, meskipun tidak terungkap apakah suap yang dilakukan itu 
merupakan bagian kolegial dari pimpinan yang operasionalnya dilaksanakan oleh 
penyidik, atau memang realitas subkultur korupsi dominan tumbuh dan 
berkembang dilingkungan unit penyidikan tipikor polda lampung, pada dasarnnya 
realitas subkultur suap menggambarkan tidak adanya nilai-nilai dan   serta contoh-
contoh baik yang transformatif dari atasan kepada bawahan.  
Temuan mengenai subkultur suap dilingkungan jaksa penuntut umum, 
berbeda, dengan pola subkultur suap di polda. Pola-pola perilaku yang agresif,  
dikembangkan melalui melalui komuniksi dan interaksi dengan wartawan atau 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), difungsikan untuk menjadi penghubung 
atau kurir  dalam melakukan komunikasi, interaksi seputar kegiatan yang 
dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah yang tercium baik oleh  Jaksa 
penuntut umum atau Wartawan/LSM indikasi adanya penyimpangan dan 
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penyalahgunaan wewenang.  Jaksa penuntut umum baik personal maupun 
terkordinasi dengan Kasi Intelijen, lebih mudah mengidentifikasi pegawai atau  
pejabat pemerintahan daerah setempat. Menindaklanjuti dengan melakukan 
hubungan dengan berkomunikasi langsung atau sebagai bagian tindakan 
prosedural dalam mengkonstruksi sebuah kasus tindak pidana korupsi.  
Mendalami temuan subkultur ini, agar informasi yang tergali validitasnya 
terjamin, peneliti mengambil temuan dari informan yang mempunyai pengalaman 
berurusan dengan kasus korupsi yaitu, yaitu Murdoko, Femiyati dan Hartono. 
Ketiganya pernah berinteraksi dan mempunyai pengalaman dengan jaksa penuntut 
dalam kasus korupsi. Pengalaman informan mengenai praktik suap dilingkungan 
jaksa penuntut umum sudah lazim dilakukan dengan berbagai modus dalam 
menangani kasus tindak pidana korupsi itu sendiri, sebagai berikut: 
Kasus 1, Murdoko yang bekerja sebagai PNS di sekretariat dinas pertanian 
dan perkebunan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan laporan LSM kepada 
kejaksaan negeri Kotabumi pada tahun 2013, terdapat penyimpangan dan 
kerugian negara dalam proyek propinsi tersebut. Oleh Jaksa penuntut umum 
laporan/pengaduan itu ditindaklanjuti dengan memeriksa saksi (informan), 
mengambil berkas-berkas yang ada diruangan informan, kemudian melakukan 
pemeriksaan terhadap informan tersebut, tetapi tidak hanya diperiksa melainkan 
dimintai dana juga, sehingga kasusnya tidak berlanjut. Pada tahun 2014 
Pergantian kasi pidsus, kasus proyek propinsi pengadaan traktor kepada petani 
tersebut muncul kembali, dan informan dipanggil kembali, yang pada pokoknya 
kalau kasusnya tidak ingin dilanjutkan menyerahkan dana yang jumlahnya sangat 
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besar. Terhadap permintaan tersebut informan tidak dapat memenuhi karena tidak 
mungkin, dan informan juga tidak melakukan penyimpangan atau korupsi karena 
bukan pengelola kegiatan dari proyek tersebut. 
Kasus 2 dialami oleh Femi, yang mendampingi keluarganya tersangkut 
kasus korupsi, secara meyakinkan jaksa penuntut umum mempertanyakan 
kasusnya akan dipercayakan olehnya, atau penasehat hukum, kalau olehnya maka 
dari soal urusan berat ringannya penuntutan, dapat dikordinasikan dan diaturnya 
hingga berat dan ringannya putusan dapat dipastikan. Bagi informan penjelasan 
tersebut lebih menjamin daripada keluarganya didampingi oleh Penasehat Hukum, 
yang tidak pasti gambaran tuntutan dan hukumannya. Maka mendekati acara 
penuntutan Jaksa sudah meminta uang kepada keluarga informan untuk 
memastikan tuntutan yang akan diberikan dan putusan yang akan dijatuhkan.  
Berbeda subkultur suap di lingkungan penyidik polisi dan jaksa penuntut 
umum, berbeda pula dilingkungan hakim.  Meneliti subkultur suap dilingkungan 
hakim, dari keterangan responden, membenarkan adanya subkultur suap yang 
berlangsung sejak dahulu, dan jauh sebelum lahirnya pengadilan tipikor di 
Tanjungkarang ini, setidaknya sudah berlangsung sejak sebelum dan sesudah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain apabila ditelusuri hakim melakukan 
suap bahkan berpihak kepada eksekutif sejak jaman orde baru sudah ada dan terus 
berlangsung.  
Pola perilaku subkultur suap dipengadilan, secara umum mempunyai 
sifatnya pasif dan menunggu. Hal ini berbeda dengan subkultur suap dilingkungan 
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jaksa penuntut umum yang bersifat aktif. Dilingkungan hakim, justru kebanyakan 
hakim ditemui oleh jaksa penuntut umum atau pengacara terdakwa, atau 
keluarganya untuk meminta agar memperoleh keringanan atau 
dibebaskan/dilepaskan dari hukuman yang akan dijatuhkan.  
Dalam praktiknya subkultur suap di lingkungan hakim Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang sebagaimana diutarakan oleh responden sangat tergantung dengan 
sifat dan karakter  dari hakim ketua majelis yang memeriksa dan mengadili 
perkara korupsi tersebut. Seperti kebiasaan yang terjadi, apabila, ada  salah satu 
anggota yang dihubungi oleh pihak  terdakwa baik pengacara maupun 
keluarganya mengenai kasus yang dihadapi kemungkinan memperoleh bantuan 
hakim untuk keringanannya, biasanya hakim anggota tersebut mengarahkan untuk 
berhubungan langsung kepada hakim ketua majelis. Hakim anggota tidak berani 
mendahului memberi komentar untuk menyanggupi atau menolaknya. Kecuali 
diantara hakim anggota sudah lama dalam satu tim majelis, maka hakim anggota 
tersebut yang langsung menginformasikan kepada hakim ketua.  
Subkultur suap dilingkungan hakim, dalam dinamika  dan prosesnya telah 
mempengaruhi dan merubah sebagian pandangan dan pola sikap hakim ad hoc 
dari keinginan dan tujuan untuk berbuat jujur, adil, cakap, berintegritas moral 
yang tinggi serta reputasi yang baik, kepada sikap dan pandangan serta perilaku 
tidak jujur, tidak adil, tidak cakap, dan integritas yang rendah serta reputasi yang 
kurang baik. Hal ini disebabkan luarbiasanya kejahatan korupsi (extra ordinary 
crime) bukan saja pada proses dan akibat yang ditimbulkan tetapi juga sebab-
sebab timbulnya kejahatan yang bisa berasal dari  banyak arah, dari luar seperti 
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dari pengacara, pihak terdakwa, teman dan sahabat yang berusaha melemahkan 
kejujuran, keadilan, integritas moral dan reputasi yang baik melalui usaha-usaha 
penyuapan. Suap itu sendiri dalam pola pikir hakim meskipun diketahui tidak 
boleh dilakukan,  hakim secara sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan 
tersebut, karena cara ini paling cepat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  
Keadaan seperti itu dalam suatu majelis secara psikologis telah menjadi 
pergulatan batin yang menguras energi hakim ad hoc dalam menjalankan 
tugasnya. Antara usaha menegakkan hukum dan keadilan dengan mendengarkan 
putusan hati nuraninya, atau mendengarkan kepentingan mendapatkan 
keuntungan.  
Pengaruh subkultur suap menyebabkan pergeseran nilai dan pandangan 
dari sebagian hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dalam 
menentukan tujuannya sebagai hakim non provit (tidak mencari keuntungan 
(konsisten, jujur dan berusaha mendekati keadilan) dan hakim profit (mencari 
keuntungan) (pragmatis, situasional, dan mengedepankan keuntungan).  
Hukum negara (undang-undang) secara tegas melarang perbuatan suap. 
Apalagi yang melakukan aparat penegak hukum. Kenyataan,  kognisi tentang suap 
di  masyarakat berbeda.  Banyak aparat penegak hukum yang mempraktikkan 
suap secara diam-diam. Beberapa aspek di bawah ini dianggap menyumbang 
kegagalan sistem peradilan tindak pidana korupsi dalam mencegah tindak pidana 
suap antara lain sebagai berikut: (1) moral dan spiritual aparat penegak hukum, (2) 
kultur nasionalisme, (3) keteladanan, (4) mentalitas aparat penegak hukum.  
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Aparat yang mempunyai moral dan spiritualnya baik, tentu akan 
melakukan tugas dan kewenangannya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya 
aparat penegak hukum yang tidak memiliki moral dan spiritual yang baik, maka 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, cenderung akan tidak sungguh-
sungguh, tidak jujur dan bahkan  tidak bertanggung jawab. Moral dan spiritual 
aparat dalam pencegahan suap sangat penting dalam penanganan tindak pidana 
korupsi.  
Menelusuri praktik prosedural dan praktik suap aparat penegak hukum, 
tidak lepas dari praktik hukum modern yang selama ini dijalankan, yakni 
merasionalkan segalanya untuk kepastian undang-undang. Hukum modern yang 
dirujuk, bukan berasal dari hukum yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat Indonesia, melainkan dari kehidupan sosio kultur Barat. Hukum 
modern sebagai hukum liberal kemudian menjadi pasca liberal, bukanlah sejarah 
masyarakat Indonesia. 
Sifat-sifat hukum modern yang liberal, formalistik  materialistik, 
menceraikan hukum dan moral/agama, hedonis dan konsumtif (mengutamakan 
kebutuhan jasmani)  telah memunculkan fragmentasi kehidupan masyarakat 
Indonesia. mengasingkan nilai-nilai sosio kultur dan hukum manusia Indonesia. 
Praktek prosedural hukum dan praktik suap dalam dunia penegakan hukum, hanya 
menguntungkan sebagian kecil orang, sebaliknya menimbulkan penderitaan 
banyak orang. Oleh karena itu  nilai-nilai kultur hukum nasional yang bersumber 
dari nilai-nilai luhur budaya masyarakat Indonesia Pancasila, tidak boleh luntur 
karena pengaruh sikap-sikap yang merasionalkan segala cara. 
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Mentransformasikan ilmu hukum dan moral secara benar, objektif dan 
konstruktif dalam penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, merupakan 
contoh positif yang harus ditunjukkan aparat penegak hukum, karena masyarakat 
melihat dan menyaksikan  menjadi kunci sukses perbaikan kultur hukum 
institusional. Selama ini terjadi proses asimilasi dan akomodasi antar anggota, dan 
antar pimpinan dengan anggota pada hal-hal yang negatif, seperti berlangsung 
selama ini,  model praktik suap dengan berbagai modusnya. 
Memberikan contoh yang baik dalam aktivitas penegakan hukum dalam 
kehidupan sehari-hari merupakan hal penting dalam institusi. Aspek keteladanan 
ini  penting untuk mengubah aparat mengambil dan menirukan hal-hal yang 
positif yang dilakukan pemimpinnya. Pemimpin atau aparat penegak hukum yang 
baik, dapat memberikan teladan yang baik antara lain: (1) dengan memberikan 
contoh cara, (2) menginspirasikan visi bersama, (3) menantang proses, (4) 
memungkinkan orang lain bertindak, (5) menyemangati jiwa. 
Kenyataan hukum berbeda dalam penerapan dan perlakuannya. Untuk 
penguasa, dan pejabat sulit diterapkan, sebaliknya untuk rakyat kecil gampang 
diterapkan. Semua itu tidak terlepas dari penegakan hukum yang tidak adil dan 
memihak kepada kepentingan yang mengagungkan materi. Akibatnya banyak 
kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan tidak memuaskan banyak pihak, 
atau merugikan pihak lain.  
Penegakan hukum yang tidak adil dan memihak tersebut berasal dari 
mentalitas manusia Indonesia yang menghambat kemajuan dan relevan dengan 
situasi kini adalah ; mentalitas suka menerabas/mengambil jalan pintas 
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(instan/tidak mau bersusah payah), mentalitas meremehkan mutu (mengutamakan 
formalitas), mentalitas tidak percaya pada diri sendiri (meniru,reaktif), dan 
mentalitas mengabaikan tanggungjawab (maunya sendiri). 
Istilah yang tepat untuk kondisi mental manusia indonesia ini adalah 
mental inlander, yakni mental peninggalan penjajah Belanda. Suatu kondisi jiwa, 
sikap dan prilaku, yang selalu menganggap barat itu baik, maju, modern, pantas. 
Kultur, negara, bangsanya itu selalu buruk, kolot, primitif, ketinggalan zaman, 
terbelakang, dan tidak pantas. Dengan kata lain, mental inlander adalah perasaan 
rendah hati sebagai bangsa Indonesia. 
Model mentalitas di atas, seperti terjadi dalam praktik penegakan hukum 
tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum ketika memandang adanya tindak 
pidana korupsi, pikirannya menerawang, membayangkan kemungkinan 
mendapatkan keuntungan dari uang yang dikorupsi pelaku. Pikirannya tidak 
sampai pada kerugian negara yang dapat menyengsarakan rakyat dengan 
hilangnya hak-hak ekonomi dan pembangunan. Tidak peduli nasib orang banyak, 
kepentingannya hanya mendapatkan keuntungan materi sesaat. 
Hasil analisis menjawab permasalah kedua, mengenai bagaimana konsep 
dan strategi pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi integrasi ilmu 
hukum dan moral yang memperkuat kultur hukum. Berpijak pada hasil analisis 
permasalahan pertama, Peneliti bersama subjek penelitian secara menyepakati 
terdapat dampak tidak baik dari tindakan hukum aparat dalam  penegakan tindak 
pidana korupsi dalam subkultur prosedural dan subkultur suap, 1) aparat 
menggampangkan hukum, 2) aparat melakukan tebang pilih dalam menegakkan 
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hukum, 3) aparat melakukan membatasi jangkauan hukum terhadap orang yang 
disangka/diduga pelaku disebabkan karena kepentingan keuntungan materi, 4) 
aparat mempersempit pemaknaan hukum untuk kepentingan mendapatkan 
keuntungan, 5) aparat memanfaatkan ketentuan berat ringannya hukuman untuk 
memperoleh keuntungan materi dari tersangka/terdakwa. 
Berdasarkan karakter pola tindakan hukum  di atas, revisi terhadap 
pemikiran hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi kepada 
konsep ilmu hukum pidana dan moral integral yang memiliki landasan filosofis 
pada cita hukum dan Pandangan hidup Pancasila sebagaimana rambu-rambu 
sistem hukum nasional, dan landasan relegius ilmu hukum dan moral  
Dengan latar filsafat dan relegius konsep integrasi ilmu hukum dan moral   
memperjelas perbedaan dengan hukum positif Barat  dengan karakternya yang 
sekuler, individual dan kapitalisme.  Integrasi ilmu hukum dan moral, sebagai 
konsep integral, berusaha melawan tantangan paling besar  dalam kehidupan 
berhukum di Indonesia, khususnya di wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang,  
dalam mencegah lemahnya kultur hukum oleh tekanan subkultur prosedural dan 
subkultur suap.  
Hukum pidana positif sebagai dianggap sebagai hukum modern dengan 
metodenya yang yuridis formal, saat ini sudah tidak dapat diandalkan untuk 
memperbaiki subkultur prosedural dan subkultur suap. Hukum pidana positif 
sebagaimana diklaim sebagai hukum modern ini, dengan pengaturan seperti itu, 
dalam operasionalnya selalu akan berbalik menjadi alat menyalurkan kepentingan 
pribadi yang aman menurut hukum 
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Untuk merekonstruksi mentalitas berhukum seperti terjadi di wilayah 
hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, maka integrasi ilmu hukum pidana 
dan moral merupakan  konsep yang dianggap merepresentasikan keterpaduan 
antara keduanya.  
Pentingnya konsep integral ilmu hukum pidana dan moral sebagai 
paradigma berpikir hukum di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang, maka cara berpikir hukum pidana diletakkan dalam 
asumsi ontologis, epistemologis dan aksiologis sebagai berikut: 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai konsep berpikir hukum 
merupakan way of looking (cara melihat) atau sebagai seperangkat keyakinan 
dasar (basic bielives) yang dapat diyakini mampu merevisi ketegangan yang 
terdapat pada ilmu hukum dan moral yang memang dilatar belakangi oleh 
pandangan modern dari ilmu hukum pidana yang ilmiah legal formal dan 
pandangan pramodern atau posmodern, yang subyektif dan  (moral relegius).  
Oleh karena itu dalam pembahasan ini worldview konstruktivisme 
memperantarai nilai-nilai kebenaran moral yang menjadi pandangan aliran hukum 
alam dan mengkoneksikannya dengan nilai-nilai kebenaran-kebenaran ilmu dalam 
pandangan dunia modern. David Ray Griffin menyebut sebagai a return farward 
(mundur ke depan).Gerak maju lebih jauh dari sains modern. Bukan gerak mundur 
membongkar yang telah ada. 
Konsep keterpaduan ilmu hukum pidana dan moral hakekatnya 
mengandung makna dan tipologi. Pertama, bahwa keterpaduan mengandung 
makna implisit reintegrasi,  yaitu menyatukan kembali ilmu dan agama setelah 
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keduanya terpisah. Kedua, integrasi mengandung makna unity, yaitu bahwa ilmu 
dan agama merupakan kesatuan primordial. Makna yang pertama populer di Barat 
karena kenyataan sejarah menunjukan keterpisahan itu. Adapun makna kedua 
lebih banyak berkembang di dunia Islam karena secara ontologis di yakini bahwa 
kebenaran ilmu dan agama secara spesifik moral adalah satu, perbedaannya pada 
ruang lingkup pembahasan, yang satu pengkajian dimulai dari pembacaan kitab, 
yang satu dimulai dari pembacaan alam. Kebenaran keduanya saling mendukung 
dan tidak saling bertentangan.  
Dalam konteks integrasi ilmu hukum pidana dan moral, maka faktor 
hukum pidana Indonesia sangat menentukan pembentukan konsep reintegrasi 
maupun integrasi ilmu hukum pidana dan moral. Merujuk pada pengertian 
pertama bahwa integrasi bermakna implisit juga reintegrasi tidak lepas dari 
kolonisasi Belanda di Indonesia yang memberlakukan hukum pidana positif di 
Indonesia, menggantikan atau menceraikannya dengan hukum yang telah ada 
melalui ketentuan Pasal 163 jo 131 Indische Staatregeling hukum dibedakan ke 
dalam tiga subsistem hukum, a. sistem hukum barat, b. sistem hukum adat dan c. 
sistem hukum Islam, meskipun paska proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 
tahun 1945 berlaku ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menjadi 
landasan  struktur hukum Indonesia mentransformasi ketiga sistem hukum di atas, 
akan tetapi latar belakang filsafat hukum, karakter sosio kultural bangsa dan  
metode ilmiah dari positivisme hukum yang memberlakukan Code Napoleon, 
yang terdiri dari Code du Penal, Code du Civil dan Code du Comerce, dengan 
sendirinya mengandung ciri  hukum modern, yang selanjutnya dirasakan begitu 
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kuat mengendap dalam ide dan pemikiran praktik berhukum di Indonesia, maka, 
makna integrasi mencakup konsep menyatukan kembali hukum Indonesia yang 
telah lama terpisahkan itu. 
Sedangkan makna integrasi sebagaiman makna integrasi tipe kedua, maka 
konsep integrasi merujuk kepada wahyu Allah, banyak terdapat ayat-ayat yang 
memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya untuk berpikir tentang 
bagaimana keagungan dan kebesaran dan untuk selalu mengingat-Nya. Salah 
satunya sebagaimana dalam Q.S. Ali Imron (3) ayat 190-191. Artinya 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,  (yaitu) orang-
orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”. 
Secara konkrit konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral mempunyai 
makna yang sejalan pada pribadi manusia yang mempunyai keseimbangan 
berpikir (tentang ilmu hukum) dengan moral (akhlak mulia refleksi ketaatan 
kepada Allah).  Asumsi filosofis, hakekat integrasi ilmu hukum dan moral secara 
ontologis adalah menyatu (integrated). Dengan kata lain pencegahan suap dalam 
penegakan hukum tindak pidana korupsi  dengan asumsi filosofis di atas, secara 
konsepsional membutuhkan integrasi ilmu hukum pidana dan moral.  
Asumsi Epistemologi integrasi ilmu hukum dan moral berkaitan dengan 
bagaimana integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai pengetahuan diperoleh 
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dan bagaimana validitasnya. Sumber pengetahuan diperoleh berasal dari (1). 
Indera mencakup indera lahir dan indra batin. Indra lahir adalah penglihatan, 
pendengaran, perasa tubuh, perasa lidah, penciuman dan lain-lain. Sedangkan 
indera batin mencakup:  nalar, representasi, estimasi, pengingatan, dan imajinasi. 
(2) Akal, terdiri dua daya yaitu rasio dan intuisi, (3) berita yang benar terdiri dari, 
otoritas mutlak (AlQuran dan Hadist) dan otoritas relatif konsensus para ulama.  
Pada hakekatnya pengetahuan berasal dari Tuhan yang kemudian 
diberikan melalui saluran indera, akal dan kabar yang benar. Indera merupakan 
penerima (penangkap)  awal  pengetahuan yang diproses lebih lanjut oleh indera 
batin . Semua data yang ditangkap oleh indera batin masuk ke common sense 
(penalaran) dan diabstraksikan menjadi rupa (form)  sebagai citra dari objek-objek 
lahiriah , lalu daya representasi memyimpan hasil ekspresi tersebut.  Data yang 
tersimpan tersebut diterima estimasi  dan dipersepsi maknanya.  Hasil kerja 
estimasi  dalam bentuk makna  tersebut disimpan oleh ingatan membentuk 
pengetahuan. 
Hukum sebagai ilmu berangkat dari pemikiran kefilsafatan ilmu dalam 
lingkungan pengembangan epistemologi mengalirkan kegiatan intelektual  yang 
dapat dikualifikasi sebagai ilmu atau bersifat ilmiah. Beberapa  aliran pemikiran 
yang sangat berpengaruh diantaranya memberikan penjelasan: Pertama,  sumber 
pengetahuan haruslah bersifat empiris. Kedua, sumber pengetahuan lainnya 
adalah rasional, Ketiga, sumber pengetahuan ini adalah dengan mengerti atau 
memahami (verstehen).  
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Pendapat Achmed Golshani bahwa akal terdiri dari rasio dan intuisi. 
Instuisi bersumber dari hati nurani yang tidak terkotori oleh sifat-sifat buruk, 
bersumber dari wahyu. Intuisi atau hati nurani (kalbu) berwujud moral, etika atau 
akhlak. Dalam bahasa Indonesia ketiga istilah atau kata itu mempunyai  makna 
yang serupa, yakni sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia 
ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Akan tetapi dalam aplikasinya 
etika lebih bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, 
sedang moral bersifat praktis sebagai tolok ukur untuk menilai perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang.  
Mengacu pada sistem moralitas, maka  terdapat dua hal, pertama, sistem 
moral yang berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah 
mati. Kedua, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari 
sumber-sumber sekuler. Sistem moral yang berdasar pada gagasan keimanan pada 
Tuhan dan akhirat dapat ditemukan pada sistem moral agama (Islam) sebagai 
akhlak. Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam yang 
juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang 
dihasilkan dari proses menerapkan aqidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak 
merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan 
bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri 
seseorang jika dia tidak memiliki aqidah dan syariah yang baik.  
Berdasarkan konsep tersebut disusun strategi pencegahan suap oleh aparat 
sebagai berikut; pertama, merekonstruksi kembali nalar hukum aparat, dari nalar 
hukum prosedural dan suap kepada konstruksi nalar ilmu hukum dan moral 
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integral. Rekonstruksi ini  menuntut kesadaran dan keiklasan dalam hal,  
kesanggupan melakukan pengamatan yang cermat, menuntut kesanggupan 
melihat hubungan-hubungan, kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan yang 
terselubung, waspada terhadap pembenaran diri (rasionalisasi)  yang dicari-cari 
terhadap segalanya yang tidak relevan, terhadap prasangka-prasangka, terhadap 
pembutaan oleh rasa perasaan pribadi atau kelompok/golongan.  
Rekonstruksi nalar aparat berangkat kesadaran moral menegakkan 
kebenaran dan keadilan membutuhkan metode ilmiah, sikap kritis dan Objektif 
yang berpangkal pada kebenaran sebagai acuannya, untuk menyingkap kasus 
tindak pidana korupsi berdasarkan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, 
selanjutnya. Melakukan interpetasi (pemahaman), mengkonstruksi dan 
sistematisasi secara dialektis, kasus tindak pidana korupsi, mencakup perbuatan, 
kesalahan dan pertanggungjawabannya agar menjadi konkrit, dilakukan secara 
jujur, terbuka dan konsisten untuk mendapatkan keputusan dan tindakan hukum 
yang adil, pasti dan bermanfaat bagi semua pihak.  
Langkah kedua, selain membebaskan nalar dari cara pandang praktik 
berhukum yang prosedural, adalah upaya membebaskan nalar dari pola pikir dari 
keterikatan dengan kepentingan mendapatkan keuntungan pribadi dalam bentuk 
suap yang  sudah meluas dalam praktik penegakan hukum.  
Menafsirkan kembali (reinterpretasi) suap, merupakan jalan mencegah dan 
mengurangi bahkan menghentikan praktik suap yang telah menjadi budaya hukum 
internal aparat penegak hukum.  Aparat penegak hukum dalam mengemban 
profesi hukum menghendaki kebajikan dalam melaksanakan tugasnya, 
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menjauhkan diri dari keinginan melakukan praktik suap, karena dengan keyakinan 
dan konsisten seperti itu, selain akan mendapat kepercayaan dan simpati 
masyarakat, maka perbuatan baik itu akan mendorong perubahan pada kultur 
hukum internal para aparat, teman sejawat dan koleganya untuk  melakukan hal 
yang sama mencegah suap.  
Langkah ketiga, adalah merevisi pemahaman yang ada. Cara berpikir 
prosedural yakni, memisahkan kepastian hukum formal dan kepastian hukum 
material dan berpikir untung rugi, untuk melakukan suap, keduanya mengabaikan 
ilmu hukum dan moral relegius, sebab itu memerlukan pemikiran sungguh-
sungguh untuk dapat memperjuangkan konsep  integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral sebagai hasil pemahaman yang baru. Disamping perlu juga mendorong  
tempat kerja dengan berkolaborasi dengan teman sejawat (peer group) untuk 
menata lingkungan kerjanya agar mengarah pada suasana dan pemikiran yang 
sejalan dengan konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral.  
Model kognitif pencegahan suap, bisa diartikan sebagai strategi baru 
pencegahan yang menempatkan mindset (pola pikir) sebagai subjek perubahan 
dalam proses pengetahuan dan pemahaman baru. Dimulai dari aktivitas mental 
aparat untuk mengarahkan dan mengendalikan pikirannya kepada pemahaman 
baru  agar tidak kembali mengulangi kebiasaan buruk yang sudah terpola dalam 
benak kognitifnya dengan mengembangkan konsep ilmu hukum dan moral 
berusaha melakukan pencegahan suap dengan menggunakan metode 
pengembangan kognitif (pengetahuan), dengan mengimplementasikan ilmu 
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hukum dan moral dalam tindakan hukum aparat. Metode struktur hukum tiga level 
(hukum resmi, hukum tidak resmi dan postulat-postulat hukum) Masaji Chiba . 
Aparat penegak hukum dari usia 25 sampai 55 dengan pengalaman-
pengalamannya menangani tindak pidana korupsi dan dalam menegakkan hukum 
dianggap mampu mengkonstruksi dunia kognitifnya sendiri. Informasi tidak 
hanya tercurah ke dalam benak mereka dari lingkungan, tetapi aparat sebagai 
manusia dewasa yang berpengalaman dalam memahami tugas dan 
kewenangannya, dapat dikatakan tidak diragukan lagi pemikirannya. Terutama 
dalam hal memisahkan  hal-hal yang penting dari yang kurang penting. 
Mengkaitkan hal-hal satu dengan yang lainnya, dan bukan hanya 
mengorganisasikan pengamatan dan pengalamannya, tetapi juga menyesuaikan 
cara pikir untuk menyertakan gagasan-gagasan baru.  
Dengan asumsi pengalaman dan problem yang pernah dihadapi dalam 
menangani kasus tindak pidana korupsi seperti tersebut di atas, aparat mempunyai 
pemikiran, logika dan optimisme yang lebih baik. Hal itu menggambarkan kriteria 
kematangan kognitif aparat penegak hukum. Seperti dikatakan Gisela 
Labouvievief, pemahaman orang dewasa mengenai batasan realitas 
mencerminkan kematangan, bukan ketidak matangan. 
 Pemikiran aparat penegak hukum dari usianya tersebut ditambah 
pengalaman dan pemikirannya tidak saja menggambarkan kecerdasan 
intelektualitasnya yang  jauh lebih tinggi tingkatan dari tahap operasional formal 
yang digambarkan Jean Piaget, tetapi pada tahap itu aparat penegak hukum 
seharusnya mempunyai kearifan (wisdom). Kearifan adalah pengetahuan pakar 
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mengenai aspek praktis dalam kehidupan. Pengetahuan praktis ini melibatkan 
pemahaman yang amat baik mengenai perkembangan sebagai diri (self)/ manusia, 
dan masalah kehidupan. Pertimbangan yang baik dan pemahaman mengenai cara 
mengatasi  masalah kehidupan yang sulit, jadi kearifan atau kebijaksanaan lebih 
dari kecerdasan biasa, memusatkan perhatian pada masalah pragmatis kehidupan 
dan kondisi manusia. 
Selain itu implementasi konsep integtratif  ilmu hukum dan moral secara 
efektif  membutuhkan  figur pemimpin dan anggota institusi yang mempunyai 
etos mengabdi kepada Tuhan YME, mencintai ilmu pengetahuan hukum pidana 
dengan  berperilaku akhlakul karimah, yakni setiap individu di dalam lingkungan 
institusi dengan menunjukkan keteladanan yang terus menerus dalam berpikir, 
berkata dan bertindak  sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan 
moral agama yang menjadi tuntunannya. 
Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dipaparkan,  dapat ditarik  kesimpulan, subkultur prosedural  dan subkultur suap 
dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang muncul disebabkan oleh ketidak jelasan kultur hukum yang ada 
pada institusi, sehingga aparat penegak hukum tidak merefleksikan kultur hukum, 
justru dalam kultur hukum terdapat subkulur prosedural dan subkultur suap. 
Berkembangnya subkultur prosedural dan suap memiliki latar belakang (1) moral 
dan spiritual aparat penegak hukum, (2) kultur nasionalisme, (3) keteladanan, (4) 
mentalitas aparat penegak hukum. Refleksi dari subkultur prosedural dan 
subkultur suap dalam tindakan hukum aparat dalam bentuk menggampangkan 
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hukum, tebang pilih, membatasi jangkauan hukum, mempersempit pemaknaan 
hukum dan memanfaatkan ketentuan maksimal dan minimal ancaman hukuman.  
Upaya melakukan pencegahan tindak pidana suap oleh aparat  dengan  
merevisi berpikir hukum kepada konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral  
yang kontekstual dengan sistem hukum nasional, mengembangkan strategi 
merekonstruksi nalar kritis, dan melakukan reinterpretasi pemaknaan suap oleh 
aparat. Mengembangkan model kognitif pencegahan tindak pidana suap melalui 
pemahaman baru konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dengan 
mengakomodasi pengalaman dan kecerdasan, serta kearifannya yang secara 
eksperensial dapat menjadi best prakctice  (teladan) bagi teman sejawat. 
Merekomendasikan penyemaian nilai-nilai utama kultur hukum dalam kehidupan 
aparat, teman sejawat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
Memperjuangkan nilai-nilai utama kultur hukum sebagai piranti mental 
membangun kehidupan institusi yang mendukung konsep ilmu hukum dan moral 
integral. Perlunya figur pemimpin dan panutan yang beretos mengabdi kepada 
Tuhan YME dan berdedikasi untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan 
tidak memihak. 
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SUMMARY 
 Index of Indonesian Corruption Perception, survey of Transparency 
International (TI) 2014 was placed Indonesia on lower level from Association of 
South East Asian Notions and Asia Pacific. The weakness of corruption 
eradication in Indonesia, could occured because corruptor tried to avoid law 
enforcement by giving bribery to law enforcement officers. High of corruption 
level by TI Indonesia was caused by corruption eradication weakness and power 
misapplication domination by leader and official in all position level. Including 
abuse of authority by law enforcement officers. Therefore, proper if much 
criticism concerning criminal law enforcement, especially related to punishment 
effectivity wasn't have deterence effect to corruptor. 
 Corruption handling by law enforcement officers, whether within 
investigation, prosecution and justice already presence paradox phenomena. 
Apparatus wasn't placed criminal justice system anymore as prevention and crime 
solution tools. Several function of criminal justice system already used by 
apparatus to found meterial profit by doing bribery corruption practice. 
Various words was given by society, to describe bribe behavior, such as 
judicial corruption, judicial mafia, legal mafia and other. Law enforcement 
officers wasn't realize, corruptor using the money they corrupt as a charges to 
protect self to diluting corruption eradication by doing bribery. 
Bribe as a deed carried out by law enforcement officers was such object of 
criminal law science stucy, within wine meaning was criminal law enforcement 
which include substance, it's structure and legal culture. As  object of criminal law 
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science, therefore focus of this research was: (1) apparatus legal action, police 
investigating officer, public prosecutor and judge within corruption justice system 
in Tanjungkarang Corruption Court Jurisdiction, (2) bribery in the law 
enforcement (3) effect bribery again with apparatus legal action within corruption 
law enforcement. 
 This research was implemented in Tanjungkarang Corruption Court 
Jurisdiction, based on this research, problem which will replied in this research 
was (a) why corruption law enforcement by apparatus wasn't reflect bribe 
prevention meaning (b) how the concept and strategy of bribe prevention within 
criminal law science construction that sthrengtened legal culture in corruption law 
enforcement. 
 Refer to constructivism paradigm, this research was place study of socio 
legal by hermeneutical method to approach the problem by doing interpretation 
and reflective. Both were used to understanding law enforcement world 
implemented by police investigator, public prosecutor, judge in handling 
corruption, interpretation approach to be seen of problem will be researched by 
explaining meaning formation process and describe how initially that meaning 
was include within language and law enforcement officer behavior in 
implementing criminal law. Second, by reflective understanding, tried to 
invention obtained were refind by research subject within interactive and 
relatively intimate relationship, dialogis to get the conformity. 
 Research object including (a) real behavior of law enforcement afficer in 
handling corruption and related to bribe behavior in law enforcement, (b) result 
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from apparatus legal action within law enforcement, such as primary legal 
materials item such as suspension of the arrest warrant, prosecution letter, judge 
sentence decision was became the research object. In this research, both 
investigation objects was became one main point to revealed and found reality of 
social culture occured from paradox phenomena of law enforcement about 
corruption in Tanjungkarang Corruption Court. 
 First founding analysis, describe law enforcement process of corruption  
was tend to ignored main values of legal culture state by institution. Institution 
was have main value of legal culture wasn't internalization within law 
enforcement officer. On the contrary, apparatus of law enforcement officer was 
reflect the problem, situation and self experience within that legal culture, by 
presenting subcultures. 
Those subcultures, in fact wasn't sthrengetened legal culture, but diluting 
legal culture provide by institution. Analysis about presence this subculture, was 
caused by uncertainty legal culture existed, although main value of legal culture 
was already stated, but law enforcement officers wasn't felt possessed of meaning 
and became a part of institution legal culture. There were diluting subculture of 
that legal culture was prpocedural and bribe subcultures. 
Both subcultures wasn't standing alone, both were interacting and 
completing each other. Within police area, procedural subculture was develop and 
couldn't separated from histotis context of KUHP and KUHAP legality acceptance 
include absolutely within criminal justice practice. Implication of that legality 
principle, institutionally already presence procedural loyalty type of police 
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investigator member to senior actor and institution leader. This behavior could be 
found within daily activity of police investigator, especially in interaction between 
senior and junior, as loyalty and pursuance procedural, that formally revealed by 
word “siap, ndan (komandan),” as response or answers from senior was 
compulsory subordinate although Kasatreskrim who structurally under Kapolres 
was received order and must implemented, although in conflict with moral or not 
due to the rightness. Even more of that, within hiden agenda type, therefore kand 
to be able “pat gulipat” within investigation process, order stragety scenario 
known by word “dikondisikan” that usually answered by said “siap”. 
Within concrete case of procedural loyalty within legal enforcement 
practice locally and specifically, could be found within case punishment 
postponement of corruption suspect of land enforcement, East Lampung regency 
on 2012. DM as Plt Head of PU Department, by investigator of East Lampung 
Resort Police already determined as defendant and implemented punishment 
because expected have loss state financial about Rp. 1.558.498.420;  
Just two week undergo detention period, on March 25, 2013, because 
procedurally, DM propose detention postponement petition based on the reason, 
cooperative, will not escape, and will not breaking of the evident. Based on 
procedural reason proposed by DM, and with a reason and procedural 
consideration also, investigator based on Kapolres order were granting aresting 
postponement appeal by ask investigator, to take arresting postponement to 
suspect DM (Plt. Head of PU Department of East Lampung Regency). Procedural 
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subculture within police investigator action was could interpret implementing 
senior order, out of right or wrong the main already arrange due to procedure. 
The difference of police investigator procedural subculture and public 
prosecutor was on rational practices of corruption criminal case handling. Public 
prosecutor who have master of law education with their experience, faster and 
easier to dominate, than police investigator in detecting and obtain information of 
corruption criminal case notion. 
Empirical reality of procedural subculture in thin public prosecutor area 
was give the big chance to both personal or peer group actors were prominent. 
That's reality could be meet from activity in doing communication with all parties, 
both personal or institutional, especially with executive party. This public 
prosecutor behavior indirectly have formed society's perspective about Public 
Prosecutor. At least perspective that presume theirself related to criminal action 
still investigated by public prosecutor. 
Invention obtain from case handling of corruption within administer justice 
process, judge wasn't optimal in uncover both rightness and justice. Values and 
legal principle and justice, basic legal consideration and describe behavior, 
criminal law science, morality, intellectual activity and other as responsive judge 
behavior concerning justice claim, was difficult to implemented. Session world 
indictment with a lot of case number was needed judge who have criminal law 
science competence and high moral integrity was ignore easier. 
Much case, and dinamics of non law in handling case was made, 
administer justice of judge was trapped by situational procedural, followed work 
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routinity. This condition was caused of judge criminal law science who wasn't 
applicative, inconsistent integrity by economic pressure, have made ad hoc jusge 
were lose their critical sense as a judge. 
Shuch as in doing witness investigation, tipikor judge finally was really 
depending on public prosecutor to present or not submitted witnesses. If according 
to public prosecutor, witness submitted was already enough, therefore judge was 
tended to accept, although substantially include important witness who needed to 
present to made actors responsibility clear, especially when related to addition 
punishment of state compensation reversion that must be could qualified 
specifically the differentiation of Article 2 and 3 about defendant who called 
enrich theirsel or other people or personal benefited or other people, within 
witness investigation wasn't seen state loss evident target caused by what and used 
what for. 
Also in case the prosecution submission, as session agenda stage, judge 
was more focused on Public prosecutor demanding wasn't based on their 
consideration to investigate reality and that must be found within investigate and 
bring the defendant in to the justice. That case was caused that Judge also already 
trapped within procedural mechanism that made to ease investigation in the 
session. 
Subculture procedural as case reflection type or apparatus experience 
within legal culture, in fact also interrelated with other subsulture, it was bribe 
subculture. In this subculture, apparatus cognition was elaborating the 
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understanding from their obligation to maintain law concerning subject which will 
or already determined as suspect/defendant of corruption criminal action. 
Basically, apparatus expected effect that refer to the benefit obtain 
concerning legal action decided. Legal action effect decide about corruption actor 
was by money they gey or good which could increasing apparatus income, group 
or their superior for personal interest. 
Invention about subculture of bribe which develop in legal enforcement 
practice of police investigating officer, public prosecutor and judge, could 
grouped within justice corruption type. Research bribe subculture in institution 
area with procedural legal culture wasn't as such tangible characteristic. 
Therefore, by doing understanding and interpretation wasn't only what say belief, 
but also they do belief and symbols used, among subculture members within 
investigation area, demanding and judge. 
Analysis of research founding about bribe subculture in jurisdiction of 
Corruption Court Tanjungkarang was could explain as follow. Police officer 
implemented corruption wasn't new things, it's already occured for a long time in 
Indonesia and especially within Tanjungkarang corruption criminal jurisdiction. 
At least include three bribe subcultures within local police and resort 
police area or North Lampung. First bribe Subculture was influence by 
domination orientation and purpose of leader on internal financial resources. 
Second corruption subcultures, was influence by weak leadership, as a 
consequence of this type was presence bribe subcultures within uncontrol units. 
Third subculture, much behavior and various perspectives. 
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Based on case finding said by informant in investigation area, besides 
corruption subculture, include other subculture, such as apparatus who didn't care 
and less discipline. Also who meet from interview with respondent/investigator as 
already describe above, although wasn't revealed if bribery implemented was such 
colleagual part from the leader that it's operationality carried out by investigator, 
or reality of corruption subculture reality that grew dominantly and develop within 
investigation unit of Lampung local police corruption jurisdiction, basically, 
reality of bribe subculture was describe unpresence values and good example 
transformed from superior to subordinate. 
Invention about bribe subculture within public prosecutor area, was 
different with bribe within local police area. Agressive behavior type, was develop 
through communication and interaction with reporter or LSM, functioned to be 
communicator or courier in doing communication, interaction about activities 
implemented by local administration official known by public prosecutor or 
reporter/LSM about indication presence deviation and authority misapplication.  
Public prosecutor both personal or coordinated with Section Head of 
Intelligent, was easier to indentified officer or local goverment official. Followed 
up by doing relation and direct communication or as procedural section in 
reconstructing such corruption case. 
Studied this subculture finding, therefore information obtain the validity 
was assured, researcher take the invention from informant who have experience 
with corruption case, it was Murdoko, Femiyati and Hartono. Three of them ever 
interacting and have experience with public prosecutor within corruption. 
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Informant experience about bribe practice in public prosecutor sector was 
commonly implemented by various modus in handling corruption case itself, as 
follow: 
Case 1, Murdoko who work as PNS in agriculture and plantage department 
of Nort Lampung regency, based on LSM report to Public Judicial of Kotabumi 
on 2013, include deviation and state loss within that province project. By public 
prosecutor, that report was followed up by investigate witness (informant), take 
bundle in informant room, then carried out inevstigation to that informant,  but not 
only investigate also asked money to, therefore the case wasn't continue. On 2014, 
replacement of kasi pisdus, province project case of tractor supplying to that 
farner was presence again, and informant was call again, that basically, if the case 
will not reprocess again, must give much money. Concerning that request, 
informant couldn't meet because imposible, and informant also didn't take 
deviation or corruption because wasn't organizer of that project. 
Case 2 was faced by Femi, who accompanied her family related corruption 
case, convincely, public prosecutor asking the case that will trusted to her, or legal 
advisor, if by her, therefore concerning low and big demanding case was could 
coordinate and regulation of light and weight verdict could determined. For 
informant, that explanation was more assured than his family accompanied by 
Legal Advisor, whereas the demanding and punishment description was uncertain. 
Therefore, closing to demanding agenda, public prosecutor already asked the 
money to informant family to make sure the claim which will give and verdict 
determined. 
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Different bribe subculture within police investigating officer and public 
prosecutor area, also different within judge area. Research bribe subculture in 
judge environment, from respondent explanation, correcting presence bribe 
subculture that occured since long time ago, before and after prevailing Act 
Number 3, 1971 about Eradication of corruption criminal case. With other word, 
if investigate, judge was did  bribe even sided to executive since orde baru era was 
already exist and keep implemented. 
Type of bribe subculture in the justice, generally have pasive and wait 
characteristic. This case different with bribe subculture in public prosecutor area 
that have active characteristic. Within judge area, precisely most judge found by 
public prosecutor or defendant's lawyer, or their family to ask to get dispensation 
or release from punishment. 
In practice, bribe subculture in jurisdicition of  Corruption Court  judge as 
stated by respondent was very depending on characteristic from commitee head of 
judge who investigate and try that corruption case. As usual, if, one of member 
was called by defendant party both lawyer or their family about case they face, 
probably get assistance from judge for the compenzation, usually that member's 
judge directed to direch communication to committe head of judge. 
Judge's member couldn't precede to give the comment to accept or reject it. 
Except among member's judge already long within one commitee, therefore, that 
member judge who directly inform to the head of judge. 
Bribe subculture within judge area, within dynamics and the process was 
already influence and change several perspective and ad hoc judge behavior from 
xliii 
 
desirability and purpose to be honest, fair and capable, have high moral 
integration also good reputation, to behavior and perspective also unfair, unhonest 
and incapable also less integrity perspective. This case was cause of extra ordinary 
crime, not only on process and consequence from crime which could be from 
much direction, from outside such lawyer, defendant party, friend who try to 
diluting honesty, justice, moral integrity and good reputation through bribery 
efforts. Bribe itself within thinking way of judge, although known wasn't allowed, 
judge hidely carried out that deed, because this way was most quick to get 
personal benefit. 
That condition, within such committee, psicologically have became 
internal struggling that depleting ad hoc judge energy in doing their task. Between 
effort to maintain law and justice by hearing their inner sense and hearing interest 
to get the benefit. Bribe cubculture influence was made value alteration and 
perspective from several ad hoc judges in Tipikor Tanjungkarang Jurisdiction in 
determining the purpose as non provit judge and profit judge. 
State law (Act) certainly prohibit bribe deed. Moreover law enforcement 
officer. In fact, cognition about bribe in society was different. Much law 
enforcement officers who take bribe quaitely. Several aspects below was called 
contribute juducature failure system of corruption in prevent bribe, for example as 
follow: (1) moral and spiritual of law enforcement officer apparatus, (2) 
nationalism culture, (3) good example, (4) mentality of law enforcement officer 
apparatus. 
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Apparatus who have good moral and spiritual, of course will carried out 
their task and power trully. On the contrary, law enforcement officer who have not 
good moral and spiritual, therefore in implementing their task and authority will 
not honest and even not responsible. Both moral and spiritual of aparatus in 
preventing bribe was very important in handling corruption criminal action. 
Investigate procedural practice and bribe by law enforcement officer, 
wasn't separated from modern legal practice that implemented so far, it was 
rationalize all fot act certainty. Reference legal practice, wasn't came from law 
which grow and develop within Indonesian prpeople, but from west socio culture 
live. Modern law as liberal law, then became the pasca liberal, not history of 
Indonesian people.  
Liberal, formalism, materialistical of modern law characteristic was 
divorcing law and moral/religion, hedonic and consumtive already presence 
fragmentation of Indonesian people living which alienating socio culture values 
and Indonesian people law. Legal and bribe practice procedural within legal 
enforcement sector, just benefited severap people only, on the contrary will 
presence sufferings for much people. Therefore, national legal culture from 
valuable historical values of Indonesian peopla, Pancasila, do not faded because 
effect behavior of rationalize all of ways. 
Transforming criminal law science and moral properly, objective and 
constructive within fair legal enforcement and not sided, was such positive 
example which must showed by law enforcement officer apparatus, because 
society seen and witnessing became success key to increasing institutional legal 
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culture. During this time, assimilation process and accomodation among member 
and leader with member in case negative things, that implemented so far, bribe 
practice model with it's various motives. 
Best practice example within legal enforcement activity in daily live was 
such important thing within institution. This good example was important to 
change apparatus in take and imitate positive things implemented by their leader. 
Leader or good law enforcement officer, could give good example as follow: (1) 
by giving manner example, (2) inspiring collective feeling, (3) against the process, 
(4) enable other people to act, (5) inspiring the soul. 
 Law reality was different in application and the treatment. For arbiter and 
official was difficult to applied, on the contrary for small people was easy to 
epplied. All of that was related to unfair law and sided to interest that glorify 
material. As a consequence, much case of corruption criminal action solved wasn't 
satisfy much parties, or dameged other party. 
Those tended and unfair legal enforcement was came from Indonesian 
people mentality who impede advancement and relevant with recent situation was; 
mentality who likes break through, mentality who under estimate the quality 
(prioritising formality), not belief with theirself (imitate, reactive) and mentality 
ignoring responsibility. 
Appropriate word for this Indonesian people mental condition was inlander 
mental, it was inheritance mental from Dutch. Such soul condition, behavior and 
attitude, who always perceived west was good, advance, modern, appropriate. 
State culture, that state always bad, conservative, primitive, old-fashion and 
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inappropriate. With other word, inlander mental was less self confidence feeling 
as Indonesian country. 
Mentality model above, such occured within corruption law enforcement. 
Law enforcement officer, when seen presence corruption action, their thinking 
was muse, imagine the possibility to get the profit from money that corrupted by 
doer. Their mind wasn't reached to state loss which could suffering people by lose 
their economy rights and development. Didn't care much people destiny, their 
interest just to get profit a moment only. 
Analysis result replied the second problem, about how both concept and 
prevention of bribe within criminal law science construction and integral moral 
that sthrengtened legal culture. Sidet to analysis result of first problem, Researcher 
with subject were agreed that there were include bad influence from legal action 
of apparatus within maintain corruption case within procedural subculture and 
bribe subculture, 1) apparatus was legal simplify, 2) apparatus was take playing 
favor in the enforcement law, 3) apparatus take restriction of legal scope to 
suspect people, cause of material profit interest, 4) apparatus was restricting legal 
interpretation to get profit interest, 5) apparatus utilizing mazimum and minimum 
penal sanction to get material profit from suspect/defendant. 
Based on legal action type above, revision concerning criminal law science 
sense within criminal law enforcement of corruption to integration of criminal law 
science and moral concept that have philosophy basis on legal idea and Pancasila 
perspective as national law system signs and criminal law science religious 
principle and moral. With philosophy basis and concept religious of integration of 
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criminal law science and moral was clarify the difference with West positive law 
with its secular character, individual and capitalism. 
Positive criminal law which called as modern law with it's formal judicial 
method, recently couldn't rely to increase procedural and bribe subculture. 
Positive criminal law as claimed by this modern law, with that regulation, in it's 
operational always will turn back became a tool to distribute save personal interest 
due to the law. 
To reconstruct legal mentality likes occured in jurisdiction of Corruption 
Court Tanjungkarang, therefore criminal law science and moral integration was 
such concept which called representing unity both of them. 
The importance concep of criminal law science and moral as legal thought 
paradigm in Indonesia, especiallyin jurisdiction of Corruption Court 
Tanjungkarang, therefore legal thinking way was placed within ontology 
assumption, epistemology and aksiology as follow: 
Integration of criminal law science and moral as legal thinking concept 
was such way of looking or as basic believes which could believe to revise the 
tension include within criminal law science and moral that must based on modern 
view from formal science legal ecience and pramodern view or postmodern, 
which subjective. 
Therefore, in this worldview discussion of constructivism was mediate 
moral rightness values which became the natural law flow view and connected 
with science validity values within modern world view. David Ray Griffin called 
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as a return forward. More forward movement from modern science. Not backward 
move to revealed that already existed. 
Cohesiveness concept of criminal law science and moral basically 
including meaning and tipology. First, that cohesiveness was content reintegration 
implicit meaning, it was re-integrate both science and religion after both of them 
separated. Second, integration was content unity concept, it was, that science and 
religion was such primordial unity. Therefore, the first popular in West because 
historical reality was showed that separation. The second meaning was more 
develop in Islam world, because ontologically believe that the validity of both 
science and religion specifically moral was one, the differencer was on discussion 
scope, the one studied was began from holy book reading, the other one was 
began from natural reading. Both validities was supported each other and not in 
conflict. 
Within context of criminal law science and moral integrations, therefore 
criminal law factor in Indonesia was very determine reintegration concept 
formation or integration of criminal law science and moral. Refer to the first 
understanding, that integration have implicit meaing also reintegration coudln't 
separated from Belanda colonial in Indonesia that prevailing positive law in 
Indonesia, replace and separating with law that already exist through definition of 
Article 163 jo 131 Indische Staatregeling of law was differentiate into three legal 
subsystem, a. West legal system, b. tradition law system and islam legal system, 
although pasca proclamation of Independence RI, August 17, 1945 was prevailed 
definition of Article II of change regulation of UUD 1945 that became the basic of 
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Indonesia law structure which trasformed third legal system above, but legal 
philosophy principle, state socio cultural character and science method from 
positivism law which prevailing Code Napoleon, including Code Penal, Code 
Civil and Code Comerce, individually content modern law characteristic, and then 
felt so strong included within idea and legal practice in Indonesia, therefore, 
integration meaning was including concept reintegrate Indonesia law that already 
separated for long time. 
Whereas, integration meaing as second type meaing, therefore integration 
concept was refer to God's divine, iclude a lot of verse that ordering people to use 
their idea to think about how the greatness and the bigness also always to 
remember of God. One of them was such within Q.S Ali Imron (3) verse 190-191. 
It's meant "In the creation of the heavens and the earth, and in difference of night 
and day are Sign. Sign for men of  reason. Those who celebrate, the praises of 
Allah while standing up, sitting down or lying on their sides and they contemplate 
the creation of the heaven and the earth. They say: “Our lord, you have not created 
all of this for no purposed !, glory be to you !,save us from the punishment of the 
Hell-Fire !”. 
Actually, concept integration of criminal law science and moral was have 
meaning that in line with human personality who have thinking balance (about 
law science) with moral (relegious). Philosophy assumption, crimanal law science 
principle and moral onlologically was integrated. With other word, bribe 
prevention within corruption law enforcement with philosophy assumption above, 
conceptionally was needed criminal law science and moral integrally. 
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Epistomology assumption of both integration of criminal law science and 
moral was related to how integration of criminal law science and moral as 
knowledge obtained and how the validity. Knowledge resource was came from (1) 
five senses including spiritual and physical. Physical was eyesight, hearing, body 
sense, tongue sense, nouse and other. Whereas spiritual sense including; logical 
reasoning, representation, estimation, remembering and imagination. (2) Mind, 
including two power, were ratio and intuition, (3) correct news, including absolute 
authority (Al’Quran and Hadist) and authority of ulama consensus. 
Actually, knowledge was came from God that then through five sense, 
mind and correct news. Five senses was as first receiver of knowledge which 
further process by spiritual senses. All of data catch by spiritual sense was include 
to common sense and abstracted became form as image from physical objects, 
then reprentation power was storage of that expression result. 
That stored data was received and the meaing was being percepting. 
Estimation work result within that meaning type was stored by memory to form 
the knowledge. 
Law as science was move from science philosophy within epistemology 
development distributing intellectual activity which could qualified or have 
science characteristic. Several ideology that very influence was in giving 
explanation; First, science resource mush have empirical characteristic. Second, 
other knowledge was rational, Third, this knowledge resource was by 
understanding and comprehend (verstehen). 
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Achmed Golshani opinion that mind was include of ratio and intuition. 
Intiution was came from inner sense that not soiled by bad habbits, came from 
divine revelation. Intuition or mind was have moral type, ethich or character. 
Within Indonesian language, those third words was have same meaning, it was 
equally talking about deed and behavior of people seen from bad and good values. 
But, within it's application ethics was have more philosophycal theoritical 
characteristic as reference to studied value system, and moral was have practice 
characteristic as measurement of attitute implemented by people. 
Refer to morality system, therefore include two things, first, moral system 
which based on reliance of God and live after die. Second, moral system that not 
belief of God and rise from secular resources. Moral system which based on Gog 
belief and akhirat was could be found on religious moral system (Islam) as 
character/morals. Character was item which resulted from applicating process of 
faith and syariah. Likes building, faith was such signification from that building 
after foundation and it's building was strong. Therefore, impossible if this faith 
will created on someone when she or he have no both good faith and aqidah. 
Based on that concept was arranged prevention strategy of bribe by 
apparatus as follow: first, reconstructing apparatus law sense, from procedural law 
and bribe to criminal law scientif and integral moral construction. This 
reconstruction due to awareness and sincere in case, ability to do accurate 
observation, wary concerning self justification (rationalization) founding about all 
of irrelevant cases, concerning prejudice, behavior by both personal or group 
feeling. 
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Apparatus sense reconstruction that move from moral awareness was 
maintain the rightness and justice was needed sciencee method, based on criminal 
law science, legal theory and legal philosophy. Then, doing interpretation, 
reconstructing and systematization dialectically, corruption criminal case, 
including deed, fault and responsibility to be concrete, was implemented honestly, 
open and consistent to get the decision and fair legal action, definite and useful for 
all parties. 
Second step, besides absolve sense from thinking way of procedural legal 
practice, was effort to absolve mind from thinking way of dependence by interest 
to get personal profit within bribe type that extending already within legal 
enforcement practice. 
Reinterpretation bribe, was such a way to prevent and reduce even end the 
bribe practice that been internal legal culture of law enforcement officer. Law 
enforcement officer in take the law profession was expected the goodness in 
implementing their task, stay away from desirability to do bribe practice, because 
by conviction and cocsistent, besides will get reliance and society sympathy, 
therefore that good deed will support alteration within internal legal culture of 
apparatus, peer and their coalegues to do the same things to prevent the 
corruption. 
Third way, was revise existed interpretation. Procedural thinking way was, 
separating formal law certainty and material law certainty also thiking of profit 
and loss, both were ignoring criminal law science and religious moral, therefore 
needed trully thinking to struggling integral concept of criminal law science and 
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moral as new interpretation result. Besides also need to support work place by 
colaborating with peer group to arrange their work environment, therefore refer to 
environment and thinking that in line with criminal law science and integral 
moral. 
Cognitive model of bribe prevention, could be interpret as new prevention 
strategy  which place mindset as alteration subject within new knowledge and 
interpretation. Began from apparatus mental activity to directing and controlling 
their mind to new interpretation, therefore not repeat the bad habit that already 
formed in it's cognitive sense by developing concept of criminal law science and 
moral to take bribe prevention by using cognitive development, by implementing 
criminal law science and moral within apparatus legal action. Three level law 
structure method (formal law, informal law, postulat of laws) Masaji Chiba. 
Legal apparatus from 25 to 55 years old by their experiences in handling 
corruption crime and in maintain law was called capable to reconstructing their 
own cognitive world. Information wasn't only goes to their sense from 
environment, but apparatus as experienced adult people in comprehend work and 
their authority, could be said that their thinking was'n hesitant. Especially in case 
separating important case from the less important. Relating one and another case, 
and not only organizing their view and experience, but also adjust thinking way to 
include the new ideas. 
By assumption of both experience and problem they face before in 
handling corruption case above, apparatus was have the idea, logical and better 
optimism. That case was describing cognitive maturing of legal apparatus. As 
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stated by Gisela Labouvievief, interpretation of adult people about reality 
restriction was describe maturity, and immaturity. 
Law enforcement officers thinking from that age and add by experience 
wasn't only describe their intellectual intellegency that have higher level from 
formal operatioanl stage describe by Jean Piaget, but on that stage, Law 
enforcement officers, must be have the wisdom. Wisdom was expert knowledge 
about practical aspect in live. This practical knowledge was involving very good 
interpretation about human self development, and living problem. Good 
consideration and interpretation about manner to solve difficult live, therefore 
wisdom and prudence was more than common perspicacity, focuced attention on 
pragmatical problem of live and human condition. 
Besides that, implementation of criminal law science integrative concept 
and moral effectively needed leader figure and institution member who have serve 
ethos to God, loving criminal law science with best practices behavior, it was 
every individual within institution area by showing contnual good example in 
thinking, said and act were in line with development of both criminal law science 
and moral that benn their direction. 
Based on research result and discussion above, could conclude that 
procedural subculture and bribe subculture in law  enforcement in jrisdiction of 
Corruption Court Tanjungkarang was rise cause of uncertainty legal culture within 
inctitution, therefore legal apparatus wasn't reflecting legal culture, precisely 
within legal culture include procedural and bribe subcultures. Increasingly 
procedural and bribe subcultures was have background of (1) moral and spirutual 
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of law enforcement officer, (2) nationalism culture, (3) best practices, (4) 
mentality of law enforcement officer. Reflection from procedural and bribe 
subcultures in apparatus law action at first, legal simplify,restricting of legal 
scope, restricting of legal interpretation and, utilizing masimum and minimum 
penal sanction . 
Effort to do bribe prevention from apparatus by revise the legal thinking to 
concept integration of criminal law science and moral context with national law 
system, develop strategy to reconstructing critical sense, and doing bribe 
interpretation by apparatus. Develop cognitive model of bribe prevention through 
new interpretation of criminal law science and moral integral concept by 
accomodate experience and apparatus intelligency to be wise in develop criminal 
law concept and moral integral wisely. Recommended main value process 
seedling of legal culture as mental medium to develop institution live that support 
criminal law science and moral integral concept. Needed leader figure and ethos 
guide who serve God and dedicate to create fair legal enforcement and not sided. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur bagi Allah yang telah mengabulkan doa, yang membimbing 
dan memberi kemudahan dalam mencari jalan ilmu pengetahuan, sehingga 
tersusun disertasi dengan judul: “Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral Suatu 
Telaah Kultur Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Suap yang Melibatkan 
Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Tanjungkarang Lampung”.  
Penyusunan disertasi ini merupakan bagian dari  keseluruhan proses 
pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 
Semarang. Sejak diterima sebagai mahasiswa pada tahun akademik 2011/2012, 
mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori Selama 1 tahun 6 bulan, dan 
setelah itu bersama teman-teman yang lainnya mengikuti tahapan-tahapan untuk 
menyelesaiakan studi, dimulai dari pra penelitian/penulisan atau kualifikasi tahun 
2013, kemudian melaksanakan seminar usulan penelitian, tanggal 30 Agustus 
2013, penelitian dan seminar hasil penelitian tanggal 13 November 2014.  Ujian 
Kelayakan tanggal 2 November 2015, Ujian Tertutup tanggal 04 Mei 2016, Insya 
Allah, Allah SWT memberikan kesehatan dan kelancaran kepada Promovendus 
dan Promotor dan Co Promotor, serta Para Penguji semua sehingga tahap 
berikutnya Ujian Terbuka  dapat dilalui dengan baik dan lancar.  
Disertasi dengan judul di atas, merupakan pemikiran peneliti atas 
fenomena paradoks yang terjadi dalam dunia penegakan hukum, khususnya di 
wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Lampung. Aparat penyidik polisi, 
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jaksa penuntut umum dan hakim yang mempunyai tugas mulia mengemban 
profesi hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk tercapainya 
kebaikan hidup mansia, tampaknya telah terkikis oleh tuntutan kehidupan modern 
dengan fragmentasi, telah merubah pemikiran, orientasi dan perilakunya tidak lagi 
menjadi kehormatan diri dan kemuliaan tugas menjadi taruhannya menegakkan 
kebenaran dan keadilan. 
Nilai-nlai utama kebaikan,  norma, etika, peraturan perundang-undangan, 
adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang dianggap berharga untuk 
memperoleh makna kehidupan, telah kehilangan kontekstualitasnya dalam sistem 
hukum Indonesia. Sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi sebagai sarana 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,  telah direduksi sebagian 
fungsinya sebagai kepentingan mencari keuntungan materi di bawah jaminan 
prosedur yang memadai dan tidak tampak penyimpangan kewenangan.  
Keadaan ini menyebabkan penegakan hukum kehilangan ruhnya, untuk 
mewujudkan kebenaran dan keadilan, karena aparat penegak hukum kehilangan 
nilai-nilai yang memperkuat martabatnya, keilmuannya, dan kemuliaan 
melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum kehilangan kemandirian, 
kebebasan dan tanggungjawabnya oleh kekuasaan dan  kepentingan rasional 
mendapatkan keuntungan material sesaat, telah menciptakan  subkultur prosedural 
dan subkultur suap dilingkungan penyidik polri, jaksa penuntut umum dan hakim 
dengan keragamannya.    
Temuan-temuan penelitian ini berupaya menyingkap makna dan 
memahami pemikiran hukum aparat yang melemahkan penegakan hukum 
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tersebut. Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam disertasi ini 
merupakan pemahaman baru, sebagai cara berpikir, menafsir dan menjauhkan diri 
dari keinginan melakukan praktik suap, karena dengan keyakinan dan konsisten 
seperti itu, selain akan mendapat kepercayaan dan simpati masyarakat, maka 
perbuatan baik itu akan mendorong perubahan pada kultur hukum aparat, teman 
sejawat dan koleganya untuk  melakukan hal yang sama mencegah suap.  
Perubahan berpikir aparat, pada tataran praksis membutuhkan strategi 
implementatif, agar pemahaman baru konsep integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral  tidak berhenti sebatas diskursus paradigma, melainkan memantul dalam 
praktikal kehidupan sehari-hari (lifeworld) terinternalisasi dalam aktivitas 
menegakkan hukum   membutuhkan strategi pencegahan suap, sekaligus sebagai 
upaya memperkuat kultur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
Disertasi ini masih sangat memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh 
karena itu pantas dikritik agar lebih menjadi berkualitas dan berbobot. 
Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak, terutama kepada 
(1) Prof.Dr. Barda Nawawi Arief  selaku Promotor, sejak dari awal penulisan 
telah banyak memberikan jalan pengetahuan untuk menemukan esensi dan arah 
pemikiran hukum sehingga tersusun disertasi ini. (2) Prof. Dr. B. Arief 
Sidharta,SH, (Alm.) selaku Co Promotor yang telah mengantarkan disertasi ini 
hingga lulus kelayakan. Semoga apa yang telah diberikan beliau menjadi 
pengetahuan yang terus mengalir untuk kebaikan sesama. (3) Kepada co promotor 
Prof.Erlyn Indarti,SH.,MA,P.hD, meskipun menjadi co promotor baru ditetapkan 
memasuki tahap ujian tertutup, tetapi kesediaan beliau terlibat sejak awal  
lix 
 
mencurahkan pikiran untuk disertasi ini, maka tidak ada hadiah yang pantas untuk 
beliau bertiga selain kata terimakasih yang tidak terhingga, dan serangkaian do’a 
sepatutnya seorang murid kepada guru, “semoga amaliah ilmiah yang diberikan 
menjadi penerang yang tidak pernah padam bagi pencerahan manusia. Semoga 
tetap diberi kesehatan, agar tetap mencerahkan anak bangsa”. 
Ucapan terimakasih juga kepada penguji, (1) Prof.Dr. Esmi 
Warassih,SH,MS,  yang sejak awal penulisan terlibat memberikan masukan-
masukan dan perbaikan pada disertasi ini. (2) Prof. Erlyn Indarti,SH.MA,Ph.D 
yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara intensif, membagikan 
ilmunya dengan kesabaran  dalam memperjelas arah dan tujuan penelian serta 
mempertajam penulisan. (3) Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya,SH.MH. Penguji 
yang telah memberikan saran dan masukan yang membantu penulis memperjelas 
aspek hukum penulisan disertasi ini, (4) Dr.Sularto,SH.,M.Hum, penguji yang 
juga sejak awal dengan saran dan masukannya yang sejuk melengkapi perbaikan 
dan penyempurnaan disertasi ini. (5) Dr.Kuat Puji Prayitno,SH.,M.Hum. Penguji 
yang telah memberikan saran dan masukan yang dirasakan semakin memperjelas 
substansi penulisan disertasi ini. Kepada beliau berempat, tidak ada kata yang 
pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga semua amal 
kebaikannya sejak kualifikasi hingga kelayakan ini dicatat sebagai amal sholeh  
yang tidak dikurangi kebaikannya oleh Allah Swt. 
Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Rektor Universitas Diponegoro Prof.Dr.Yos Johan Utama, SH.,M.Hum 
beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
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menempuh dan mengikuti pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu 
Hukum Universitas Diponegoro; 
2. Dekan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan jajarannya yang telah 
memberikan kesempatan, bantuan dan kemudahan untuk menempuh dan 
melaksanakan studi strata 3 pada program doktor ilmu hukum Universitas 
Diponegor Semarang; 
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof.Dr.H.R. Beny 
Riyanto,SH.,M.Hum.,CN. Beserrta jajarannya yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan mengikuti pendidikan Strata 
3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 
4. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof.Dr.FX. 
Adji Samekto,SH.,M.Hum, Sekretaris I Prof.Dr.Rahayu,SH.,M.Hum., 
Sekretaris II Dr. RB.Sularto,SH.,M.Hum., yang telah memfasilitasi penulis 
menimba ilmu hukum secara luas di kampus Imam Bardjo. 
5. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga juga kepada para guru besar dosen  
pengajar S3 Undip yang tidak mungkin dilupakan yang telah banyak mengisi 
ruang berpikir penulis dengan pencerahan, antara lain, alm. Prof. Sutandyo 
wignyosoebroto, Prof.Dr. Machfud MD,SH.,MH. Prof.Dr.Arief 
Hidayat,SH,MS., Prof.Dr. Esmi Warasih,SH.,MS., Prof. Dr. Prof, Nyoman 
Serikat Jaya,SH.,MH. Prof.Dr.Yusriadi,SH,M,Hum, Prof. Hikmahanto, 
SH.LLM,Ph.D., Prof.Dr.Adji Samekto,SH,M.Hum.  Terimakasih juga kepada 
dosen fakultas hukum Universitas Lampung Prof.Dr.Sunarto,SH,MH. Dr.Edy 
Rifai, Dr. Yuswanto,SH,MH. Dr.M.Akib,SH,MH. Dr.Tisnanta,SH.,MH. dan 
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Dekan Fak.Hukum Unila Prof.Dr. Heryandi,SH,M.Hum, ikut mendorong dan 
mengingatkan penulis menyelesaikan disertasi ini. 
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua STIH M Kotabumi 
(2009-2012) Kus Permadi,SH,MH yang telah mendorong dan membantu  
penulis baik moril dan materil untuk melanjutkan studi S3, dan Ketua STIH M 
Kotabumi (2013-1016) Salis M.Abduh.,SH,,MH, yang telah banyak 
membantu penulis baik moril dan materiel dalam memperlancar penelitian dan 
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GLOSARI (GLOSARRY) 
 
Aksiologi integrasi ilmu 
hukum pidana  dan moral  
 
pengembangan dan revitatalisasi kebenaran serta 
kesadaran kritis yang berguna untuk melindungi 
nilai-nilai kemanusiaan dan kemajuan ilmu hukum 
pidana dan penegakan hukum pidana. 
 
Akhlakul karimah  Keluhuran cara berpikir, berkata dan bertindak  
aparat penegak hukum yang sejalan dengan ilmu 
hukum pidana dan moral agama yang dicontohkan 
dalam aktivitas penegakan hukum sehari-harinya.. 
 
Akomodasi Porses penyesuaian diri aparat penegak hukum 
dilingkungan institusinya dalam melaksanakan tugas 
dan kewenangannya dengan pengetahuan dan 
pemahaman baru (konsep integrasi ilmu hukum 
pidana dan moral)  yang diperolehnya. 
 
Asimilasi Proses penggabungan pengetahuan baru (integrasi 
ilmu hukum pidana dan moral) ke dalam 
pengetahuan yang sudah dimiliki aparat (hukum 
pidana positif)  dalam aktivitas penegakan hukum. 
 
Diskresi Keputusan yang berdasarkan pertimbangan 
pemikiran dalam bentuk tindakan hukum yang 
dilakukan aparat penegak hukum (penyidik polisi, 
jaksa penuntut umum, hakim)  untuk mengatasi 
persoalan konkret yang dihadapi dalam penegakan 
hukum tindak pidana korupsi dalam hal peraturan 
perundang-undangan yang memberikan pilihan, 
tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas. 
 
Epistemologi integrasi  ilmu 
hukum pidana dan moral 
 
ilmu hukum pidana dan moral sebagai pengetahuan 
berasal dari Tuhan YME,  pengetahuan disalurkan 
melalui (1) indra yang mencakup  (i)  Indera indera 
lahir (penglihatan, pendengaran, perasa tubuh, perasa 
lidah, penciuman), (ii) Indera batin (nalar, 
representasi, estimasi, pengingatan, dan imajinasi. 
(2) Akal, (rasio dan intuisi/moral) dan (3) Berita 
yang Benar (Al Quran-AL Hadist). 
 
Fenomena paradoks 
 
(1) Disatu sisi  masyarakat berharap penegakan 
hukum tindak pidana korupsi dioptimalkan, di 
lain sisi aparat penegak hukum melemahkannya 
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dengan  melakukan suap. 
(2) Aparat menegakkan hukum pidana seharusnya 
memperkuat penegakan hukum untuk mencegah 
suap, bukan sebaliknya memperlemah penegakan 
hukum untuk memperkaya diri sendiri. 
 
Gratifikasi Hadiah atau pemberian dalam bentuk  uang, barang, 
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.  
 
Hukum Pidana  hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum 
yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan 
perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang untuk dilarang, dengan disertai 
ancaman aatau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut 
 
Ilmu Hukum ilmu yang mempelajari hukum yang berlaku disuatu 
negara tertentu dan pada masa tertentu.Ilmu hukum 
memaparkan peristiwa yang menyangkut sejarah 
lembaga hukum atau terjadinya proses peralihan 
hukum, disinggungnya sejarah hukum. hukum positif  
positif di Indonesia, juga menyinggung hukum 
sebagai gejala masyarakat. 
 
Ilmu Hukum Pidana Ilmu yang mempelajari pengertian objektif hukum 
pidana positif di suatu negara (Indonesia) mencakup 
mencakup tiga fase, yaitu (1) Interpretasi, (2) 
Konstruksi, (3) Sistematik. 
 
Integrasi ilmu hukum pidana 
dan moral 
 
(1) Mengandung makna  implisit,  reintegrasi,  yaitu 
menyatukan kembali ilmu hukum pidana dan 
moral  setelah keduanya terpisah dan dipisahkan 
oleh hukum Barat. 
(2) Mengandung makna unity, yaitu bahwa ilmu 
hukum pidana dan moral dalam sistem hukum 
nasional sebagai kesatuan, tidak terpisahkan. 
 
Konsep Abstraksi yang digunakan untuk mereprenstasikan 
objek dan bermakna bagi perbaikan aparat penegak 
hukum 
 
Konstruksi Kognitif Mengedepankan penggunaan pikiran, untuk aparat 
penegak berpikir, mengingat, memahami makna, 
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memecahkan masalah, menjelaskan berbagai 
pengalaman, memperoleh sejumlah standar moral 
dan membentuk keyakinan. 
 
Korupsi peradilan perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, 
kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan 
untuk memenangkan kepentingannya melalui 
penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi 
dan perbuatan melawan hukum yang  mempengaruhi 
proses penegakan hukum sehingga menyebabkan 
rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa 
keadilan. 
 
Kultur hukum Nilai-nilai utama, pandangan, sikap dan perilaku 
aparat penegak hukum, (penyidik polisi, jaksa 
penuntut umum dan hakim) di lingkungan 
institusinya yang mengacu kepada sistem makna 
bersama dan diyakini sebagai norma-norma yang 
dipakai untuk lebih meningkatkan kualitas 
penegakan hukum agar dapat tercapai hukum yang 
adil dan tidak memihak dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
 
Mempersempit Pemaknaan 
Hukum 
Mentalitas aparat penegak hukum yang dilandasi 
kepentingan mendapatkan keuntungan materi, 
cenderung untuk menyanggupi melakukan 
pembatasan pemaknaan hukum agar hukumnya 
menguntungkan kepentingan pihak-pihak tertentu. 
 
Membatasi Jangkauan 
Hukum 
Mentalitas aparat penegak hukum yang dilandasi 
kepentingan mendapatkan keuntungan materi, 
cenderung terkait suatu peristiwa tindak pidana 
korupsi, terkait dengan peristiwa lainnya, dan pelaku 
lainnya, untuk kepentingan pihak tertentu membatasi 
jangkauan hukumnya sampai pada tahap tertentu 
sehingga tidak menjangkau peristiwa tertentu dan 
orang tertentu yang seharusnya masih terkait. 
 
Memanfaatkan Ketentuan 
Berat/Ringannya Hukuman 
Mentalitas aparat penegak hukum yang cenderung 
menggunakan ketentuan berat/ringan hukuman 
sebagai modus kepada pihak-pihak tertentu untuk 
mendapatkan keuntungan material. 
 
Menggampangkan Hukum 1) Mentalitas aparat penegak hukum yang 
cenderung untuk  enyederhanakan/menyepelekan 
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hukum, tidak mau berusaha meneliti fakta-fakta 
atau tidak mau mendalami suatu kasus korupsi 
yang rumit. 
2) Mentalitas aparat penegak hukum yang 
cenderung mengetahui tersangka atau terdakwa 
orang yang tidak dapat diperas, atau memberi 
imbalan materi (suap) berimbas kepada kurang 
tanggungjawabnya terhadap kasus yang 
ditangani. 
 
Moral ajaran tentang baik dan buruknya manusia sebagai 
manusia dalam wujudnya sebagai akhlak bersumber 
dari agama. 
 
Ontologi integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral  
 
Hakekat ilmu hukum pidana dan moral (i)   
menyatukan kembali hukum nasional yang terpisah 
dari moral oleh hukum negara (modern/Barat). (ii) 
sistem hukum nasional merupakan kesatuan,  karena 
itu ilmu hukum dan moral adalah  bentuk konstruksi 
kesatuan (unity) 
 
Paradigma konstruktivisme 
 
Rujukan peneliti untuk menentukan arah penelitian 
yang di dasarkan pada asumsi (1) relativisme, (2) 
subyektivisme dan (3) interpretasi. 
 
Perilaku untung-rugi  (cost-
benefit) 
 
Perilaku yang hanya akan bertindak, apabila dalam 
pikirannya ia meyakini akan mendapatkan untung 
dari perilakunya.  
 
Penegakan Hukum proses penerapan dan pelaksanaan hukum pidana 
materiel dan formil oleh aparat penegak hukum 
(penyidik polisi, jaksa penuntut umum, hakim) 
beserta nilai-nilai keadilan yang terkandung di 
dalamnya dan nilai-nilai keadilan yang berada di 
masyarkat untuk tercapai tegaknya hukum dan 
keadilan. 
 
Sistem Peradilan Tindak 
Pidana Korupsi 
Kesatuan  dari berbagai sub-sistem aturan hk pidana 
materiel dan formal,  berfungsinya institusi penegak 
hukum menjalankan kewenangannya (struktur) dan 
terpenuhinya nilai-nilai kebenaran, keadilan dan 
kemanusiaan  (kultur) dalam penegakan hukum 
tindak pidana korupsi. 
 
Subkultur prosedural 
 
pengejawantahan masalah dan pengalaman aparat 
atau kelompok dilingkungannya dalam  dan 
lxxv 
 
melaksanakan hukum pidana positif sebagai 
mekanisme formal prosedural semata. 
 
Subkultur suap 
 
Pengejawantahan masalah dan pengalaman aparat 
dalam lingkngan kelompok, sebagai kebiasaan yang 
berulang    suap. 
 
Tebang Pilih 1) Mentalitas aparat penegak hukum yang  dilandasi 
kepentingan mendapatkan keuntungan materi 
cenderung  dalam memeriksa beberapa kasus 
dalam satu peristiwa yang sama, satu kasus 
ditangani dan satu kasus lainnya tidak ditangani. 
2) Mentalitas aparat penegak hukum yang dilandasi 
kepentingan  mendapatkan materi cenderung 
dalam memeriksa satu kasus yang sama seorang 
ditetapkan sebagai tersangka, sedang pihak lain 
dibiarkan. 
 
Teman Sejawat  anggota-anggota penyidik polisi, jaksa penuntut 
umum, hakim yang sama-sama bekerja atau berbuat 
dilingkungan institusinya masing-masing. 
 
Tindakan Hukum Setiap tindakan penyidik polisi, jaksa penuntut 
umum, hakim yang mengandung perintah dapat 
berupa langsung  (penangkapan) atau tidak langsung 
(menggunakan surat perintah, surat putusan dan lain 
sebagainya). 
 
Tindak Pidana Korupsi Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan oleh 
penyelenggara negara, pegawai negeri atau swasta 
yang merugikan keuangan negara diproses secara 
hukum melalui sistem peradilan tindak pidana  
korupsi 
 
Tindak Pidana Suap Perbuatan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, 
hakim, menerima janji atau materi dalam kaitannya 
dengan  kasus korupsi yang ditangani.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Hasil survei Transparansi Internasional (TI) tahun 2014 menempatkan Indeks 
Persepsi Korupsi Indonesia berada di bawah peringkat rata-rata negara Asean dan 
Asia Pasifik.
1
 Di negara-negara Asean, Indonesia masih berada di peringkat bawah  
dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Menurut Transparansi 
Internasional (TI)  Indonesia, buruknya peringkat korupsi di Indonesia disebabkan 
oleh tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik
2
 pada semua level 
jabatan dan tingkatan institusi. 
Menurut Political and Economic Risk Consultancy (PERC): “Corruption has 
become a charge being used by corrupt people to protect themselves and to stifle 
reform. The whole fight against corruption is in danger of being corrupted”. 3 
(korupsi telah menjadi ongkos para koruptor melindungi diri dan melumpuhkan 
reformasi. Semua usaha pemberantasan tindak pidana korupsi terancam gagal). 
                                                             
1
Berdasarkan data yang dihimpun dari TI maupun sumber lainnya, Tahun 2009 IPK 
Indonesia Peringkat 111, Tahun 2010 Peringkat 110, Tahun 2011 Peringkat 100, Tahun 2012 
peringkat 118, Tahun 2013 peringkat 114, Tahun 2014 Peringkat 107. TI setiap tahunnya secara 
global memberikan peringkat IPK kepada  negara-negara. IPK digunakan oleh banyak negara sebagai 
referensi situasi korupsi di dunia, dan digunakan untuk membandingkan dengan negara lain. IPK 
digunakan untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan 
pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor dengan rentang 0-10. 0 
dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 IPK dipersepsikan sangat bersih dai korupsi. Selasar 
Politik, Indonesia Perlu Mengejar Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara Asean,30 November 2014. 
https://www.selasar.com/politik/indonesia-perlu-mengejar-indeks-persepsi-korupsi-negaranegara-
asean. Di akses tanggal 22 Oktober 2015. 
2
 Transparansi Internasional Indonesia, Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi 
Layanan Publik, 27 Januari 2016. http://www.ti.or.id/index.php/press-release/2016/01/27/perbaiki-
penegakan-hukum-perkuat-kpk-benahi-layanan-publik1 Di akses, 5 Februari 2016. 
3
 Indonesia Most Corrupts of Key Nation Asian-PERC. Reuters, March 8, 2010, 
http://in.reuters.com/article/2010/03/08/idINIndia-46740620100308. Di akses, 15 Januari 2013. 
2 
 
 
Penyebab lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain karena 
para koruptor berusaha menghindari langkah-langkah penegakan hukum pada saat 
penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana  dengan cara memberi  
suap (bribery) kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut akan memperburuk 
situasi, apabila aparat penegak hukum terbiasa menerima suap atau komersialisasi 
perkara di dalam penegakan hukum. Menjadi sebuah kewajaran apabila banyak kritik 
terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan  
efektivitas penjatuhan pidana yang dianggap tidak menimbulkan efek jera (deterence 
efect) 
4
 terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.  
Sistem peradilan pidana
5
 sebagai sarana penegakan hukum tindak pidana 
korupsi menjadi harapan masyarakat. Aparat penegak hukum diharapkan menjadi 
benteng pertahanan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Sangat memerihatinkan 
apabila aparat penegak hukum yang notabenenya memiliki kekuasaan untuk 
menerapkan dan melaksanakan hukum dijangkiti penyakit suap.  
                                                             
4
 Istilah  penjeraan atau efek jera, dalam tindak pidana korupsi selama ini dipahami hanya 
berdasarkan aspek berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Padahal, 
penjatuhan pidana dalam konteks sistem penegakan hukum hanyalah salah satu mata rantai dari proses 
tindakan hukum  yang mencakup aktivitas melaksanakan dan menerapkan hukum oleh penyidik polri, 
jaksa penuntut umum dan hakim dalam bentuk tindakan hukum penyidikan, penuntutan sampai 
penjatuhan pidana serta pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu penjeraan dalam konteks penegakan 
hukum tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan keseluruhan tindakan hukum penyidik polri, 
jaksa penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan dan menerapkan hukum yang benar, tepat dan 
adil pada pelaku tindak pidana korupsi. 
5
 Penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim, dalam sistem peradilan pidana  
bekerjasama secara terpadu untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana korupsi. 
Dengan sendirinya aparat membentengi diri, agar tidak terjerumus melakukan korupsi suap. Lihat, 
Mardjono Reksodiputro,  Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku 
Kedua (Jakarta:PPKPH UI,1994), hlm.14. Lihat juga, Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem 
Peradilan Pidana (Semarang:BP Undip,1999), hlm.97. 
3 
 
Praktik suap-menyuap di dalam penegakan hukum tergolong ke dalam istilah 
korupsi peradilan (judicial corruption)
6
 atau mafia peradilan. Penelitian mengenai 
hal ini dimulai pada 2002 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian 
sejenis pun dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum pada 2010, 
selanjutnya di tahun yang sama Teddy Asmara menulis disertasi mengenai kultur 
hukum ekonomi hakim. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan modus dan 
praktik tindak pidana suap yang biasa terjadi di lingkungan institusi penegak hukum 
yang sudah berlangsung lama.   
Sebelum terjadi reformasi pada 1998 membicarakan dan melaporkan tindak 
pidana suap yang melibatkan aparat penegak hukum merupakan suatu hal yang sia-
sia. Pada saat itu sulit untuk mendapatkan pembuktian karena hukum  menjadi 
bagian kekuasaan, sehingga kebenaran dan keadilan tidak berpihak kepada 
masyarakat (baik pelapor atau korban). Selama Pemerintahan Orde Baru belum 
pernah terjadi aparat penegak hukum yang terlibat tindak pidana suap ditangkap dan 
diproses secara hukum. Penegakan hukuman bagi aparat yang terlibat tindak pidana 
suap terjadi setelah reformasi tahun 1997 dengan terbentuknya lembaga anti korupsi, 
yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada tahun 2002. 
KPK telah banyak memberi kontribusi besar bagi perubahan pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Sebelumnya kasus korupsi oleh penguasa dan suap yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak pernah masuk ke dalam ranah hukum. 
Akan tetapi, sejak berdirinya KPK banyak kasus-kasus besar yang ditangani dan 
                                                             
6
 Menurut Deni Indrayana, hakim disemua lini, tak terkecuali di Mahkamah Agung. jaksa 
disemua tingkatan tidak terkecuali di Kejaksaan Agung. Polisi disemua kepangkatan, tidak terkecuali 
di Mabes Polri, rata-rata sudah terkontaminasi praktik nista mafia peradilan. Deni Indrayana, Negeri 
Para Mafioso:Hukum Disarang Koruptor (Jakarta:Kompas,2008),  hlm.6. 
4 
 
pelakunya dijatuhi hukuman. Beberapa  kasus besar tersebut, antara lain: kasus 
Kompol Moh. Arafat E. dan Kompol Sri Sumarni yang melakukan tindak pidana 
suap dalam penanganan Gayus Tambunan pada 2006. Tindak pidana suap oleh Urip 
Tri Gunawan, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara korupsi Dana BLBI 
Syamsul Nursalim (2008) dan tindak pidana suap Setyabudi Tejocahyono; hakim 
yang menangani perkara korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung 
(2013), serta tindak pidana suap Dermawan Ginting dan Amir Fauzi; Hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menerima tindak pidana suap dari 
advokat OC. Kaligis dengan uang yang berasal dari Gubernur Sumatra Utara dalam 
perkara Dana Bantuan Sosial Propinsi Sumatra Utara (2015).  
Berdasarkan beberapa contoh kasus tindak pidana suap yang telah diputus 
oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan 
berbagai bukti bahwa dalam menjalankan tugas kewenangannya aparat tidak 
sepenuhnya menegakkan hukum.
7
 Kewenangan tersebut sebagian fungsinya telah 
direduksi sebagai aktivitas prosedural, dan sebagian lainnya dianggap sebagai 
pekerjaan untuk  mendapatkan keuntungan materi.
8
  
Aparat penegak hukum sebagai manusia yang diberi kekuasaan untuk 
menjalankan hukum dan keadilan, secara intelektual dalam kedudukan yang merdeka 
dan bermartabat. Profesi hukum yang disandangnya mensyaratkan ilmu hukum 
pidana sebagai disiplin ilmu yang mengacu kepada hukum pidana positif. Dalam 
                                                             
7 Umumnya saksi-saksi yang terlibat dalam tindak pidana suap, dipersidangan secara 
terang memberikan keterangan tanpa ada alasan mendasar dilakukannya suap kecuali 
pemberi suap (penguasa) tidak mau tersangkut dalam proses hukum, dan aparat penegak 
hukum menerima suap kecuali memenuhi pentingan pribadinya. 
8
 Frans Hendra Winarta, Membangun Profesinalitas  Aparat Penegak Hukum, dalam Dinal 
Fedrian dkk. Ed. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (Jakata:Komisi Yudisial, 2012), 
hlm.73. 
5 
 
perannya untuk melaksanakan penyelidikan/penyidikan atau pemeriksaan terhadap 
suatu tindak pidana korupsi yang telah terjadi melalui kegiatan sistematisasi, 
konstruksi, dan interpretasi.
9
 Dengan demikian jika aparat penegak hukum dalam 
menjalankan tugasnya terlibat tindak pidana suap, maka aparat penegak hukum 
tersebut telah mengabaikan intelektualitas dan moralnya sebagai manusia yang diberi 
kekuasaan dan martabat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban luhur untuk 
menegakkan hukum. Dapat dikatakan aparat penegak hukum seperti itu, tidak 
sepenuhnya memperjuangkan hukum untuk kebenaran dan keadilan. Hal ini, bertolak 
belakang dengan keberadaan sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan) sebagai institusi yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dalam 
memberantas tindak pidana korupsi yang sudah meluas dan sistemik.  
Aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana suap pantas disebut 
―parasit hukum‖ karena merusak lembaga tempat ia hidup dan merusak simbol-
simbol abstrak lembaganya, citra, konotasi, dan makna. Penegak hukum yang 
melakukan tindak pidana suap sama halnya dengan melakukan dua kejahatan 
sekaligus, yaitu (1) memperkaya diri, menghisap uang negara dengan cara 
memanfaatkan lembaganya; (2) merusak citra lembaga dengan mensubversi nilai-
nilai luhur, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
10
 
Beragam istilah dipakai untuk menerangkan perbuatan tindak pidana suap 
dalam penegakan hukum, mafia peradilan, mafia hukum, korupsi peradilan (judicial 
corruption), dan lain-lain. Semua istilah tersebut berkaitan dengan tindak pidana 
suap dan tergolong ke dalam kategori kejahatan yang ―terkutuk‖ (condemned) karena 
                                                             
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Reivisi (Jakarta:Rineka CIpta,2008), hlm.12. 
10
 Yasraf Amir Piliang, Parasit Hukum, Kompas, 16 Oktober 2013. 
6 
 
merusak bagian dari pilar-pilar pemerintahan yang demokratis
11
 dan pilar-pilar 
negara hukum. Istilah apapun yang digunakan dalam hal tersebut pada intinya 
merujuk pada bahayanya pola tindak pidana suap, yakni cara sistematis aparat dan 
pelaku (koruptor) menyimpangi hukum yang bertujuan untuk memenuhi dan 
mencapai kepentingan sendiri.  
Kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini menggambarkan 
situasi paradoks. Satu sisi menggambarkan diskursus akademis penegakan hukum 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang terus menjadi wacana dan kajian, 
sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum justru melemahkannya dengan jalan 
menempuh dan mengoptimalkan pendekatan pragmatis, materialis (budaya amplop, 
budaya materi, atau mafia peradilan, dan atau budaya pragmatis/jalan 
pintas/menerabas).
12
 
Munculnya situasi paradoks seperti itu, menimbulkan opini di masyarakat  
bahwa tindak pidana suap dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi telah 
menjadi bagian sikap dan pandangan sebagian aparat penegak hukum. Tindak pidana 
suap telah menjadi subkultur dalam penegakan hukum. Pelbagai alasan yang 
mendasari asumsi tersebut adalah sebagai berikut. (1) Praktik tindak pidana suap 
menghasilkan keteraturan perilaku (kebiasaan) dalam penegakan hukum. (2) Adanya 
kultur dan subkultur yang beraktivitas  di dalam institusi. (3) Adanya intervensi 
                                                             
11
 Frans Hendra Winarta, Profesionalalitas., Op.Cit.hlm.77. 
12
 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius Dalam Rangka 
Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Semarang:BP.Undip,2011), 
hlm.4-7. 
7 
 
kultur ke dalam struktur.
13
(4) Terdapat sistem makna (simbol) untuk 
menyembunyikan atau menutupi agar berjalan lancar tanpa diketahui pihak lain. 
Asumsi-asumsi yang telah dipaparkan koheren dengan berbagai kasus 
korupsi yang terjadi di berbagai wilayah hukum Pengadilan Tipikor di Indonesia. 
Tindak pidana suap lebih dipahami bukan sebagai konsep yuridis (sebagai perbuatan 
yang dilarang dan melawan hukum), melainkan lebih sebagai konsep kognitif 
14
 
(pengetahuan yang diterima dan dipercaya serta dilakukan meskipun, dengan cara 
yang ditutup-tutupi dan berlangsung dalam aktivitas penegakan hukum). Tawar 
menawar penangguhan penahanan, tawar-menawar tuntutan, tawar menawar 
putusan, dan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) lainnya masih terus 
berlangsung
15
 meskipun, semakin hati-hati dan semakin canggih teknik dan caranya.  
Sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana, selama ini 
dipahami secara sempit hanya sampai pada aspek substansi hukum dan struktur 
hukum. Akan tetapi, kultur hukum yang merupakan nilai-nilai utama sikap bagi 
aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum di lingkungan institusionalnya 
sepertinya tidak terjangkau oleh perhatian ilmu hukum pidana. Studi Hukum Pidana 
                                                             
13
 Lawrence M. Friedman,  The Legal System: A Social Science Perspective (New 
York:Russel Sage Foundation,1975), hlm.16. 
14
 Kata kognitif berasal dari kata kognisi yang berarti aktivitas atau proses memperoleh 
pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan dan lain sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu 
dengan pengalamannya sendiri. Sedangkan kata kognitif mempunyai arti berhubungan atau 
melibatkan kognisi;berdasarkan pengetahuan faktual. Lihat Depdiknas, Kamus Besar, Op.Cit. 
hlm.712. Menurut Moh.Azhar Abdul Hamid, kata kognisi atau kognitif mempunyai arti berpikir. 
Kognitif terkait dengan pemikiran, pengetahuan, interpretasi, pemahaman dan gagasan individu. 
Proses kognitif juga berkaitan dengan persepsi, ingatan serta informasi yang diproses dan seterusnya 
digunakan oleh individu untuk mendapatkan informasi, merancang dan memecahkan masalah. 
Moh.Azhar Abdul Hamid, Meningkatkan Daya Pikir (Selangor:PTSPublishing,2007) 
15
 Frans Hendra Winarta, Membangun Profesionalitas Aparat Penegak Hukum, dalam 
Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Ed. Dinal Fedrian, dkk. (Jakarta:KYRI, 2012) 
hlm.77. 
8 
 
lazimnya sulit untuk membuat batasan tentang kultur hukum.
16
 Akan tetapi, menurut 
Studi Hukum Pidana Kritis ‖dalam Perspektif Filsafat Hukum Legal 
Constructrivisme” kultur hukum adalah realitas eksperensial (experential reality) 
yang menetap dalam worldlife aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak keliru 
apabila kultur hukum dalam Studi Hukum Pidana Kritis menempati posisi penting 
untuk penelaahan karena dalam studi ini hukum dipahamkan sebagai konstruksi 
mental (mental construction) bagi aparat penegak hukum.
17
 Hal tersebut penting 
untuk mendorong bekerjanya sistem peradilan pidana menjadi lebih baik dan 
dinamis.  
Substansi dan struktur hukum merupakan bentuk hukum pidana materil dan 
hukum pidana formal, keduanya terbilang cukup memadai dan lengkap. Keduanya  
telah  terpenuhi meskipun, secara menyeluruh mengandung kelemahan yang harus 
diperbaiki. Usaha-usaha perbaikan substansi hukum terus dilakukan seperti, merevisi 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merevisi Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi mengalami revisi, semula dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Di dalam Undang-Undang Nomor 
20 tahun 2001 dimasukkan pasal-pasal tentang penyuapan
18
 dan diperluasnya subjek 
                                                             
16
 Lihat, Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem penegakan Hukum Di 
Indonesia) (Semarang:BP Undip,2011). hlm.9. 
17
 Lihat, Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 
2010, hlm.30-31. 
18
 Korupsi yang terkait dengan Penyuapan :1) Menyuap penyidik polisi/jaksa,  Pasal 5 
ayat (1) dan ayat (2).  2). Menyuap Hakim/Advokat Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). 3)  
Memberi Hadiah kepada penyidik/jaksa/hakim karena Jabatannya Pasal 11.  Hakim/advokat 
menerima suap Pasal 12. Selengkapnya Lihat UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan 
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hukum pelaku tindak pidana serta dipertegasnya kategori penyelenggara negara 
(hakim, penyidik polisi, dan penuntut umum) sebagai pelaku tindak pidana 
(selanjutnya disingkat UUTPK).
19
 
Pemaparan sebelumnya, memberikan pemahaman bahwa aspek substansi 
hukum masih menjadi perhatian dan sasaran penting dalam memperbaiki sistem 
penegakan hukum tindak pidana korupsi. Demikian juga halnya, dengan aspek 
struktur hukum pada masing-masing institusi penegak hukum. Masing-masing 
institusi telah berupaya menata sistem administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang 
penanganan tindak pidana korupsi yang telah diperbaiki dan dilengkapi dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, perbaikan pada kedua 
aspek tersebut tidak menyebabkan  aparat penegak hukum sepenuhnya melaksanakan 
UUTPK serta melaksanakan pekerjaan secara terorganisasi/terstruktur. Penyebabnya  
karena praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi aparat penegak hukum 
dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menyalahgunakan UUTPK dan 
mekanisme prosedur hukum acara.  
Sifat statis substansi dan struktur hukum merupakan penyebab 
memungkinkannya aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan. Kedua hal 
tersebut sangat bergantung pada optimalisasi nilai-nilai, sikap, dan prinsip-prinsip 
                                                                                                                                                                            
atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat juga 
KPK, Memahami Untuk Membasmi;Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.  
19
 Penyelenggara negara meliputi : 1. ... dst. 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dari KKN. Penjelasan Pasal 2 ayat 7. Yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang 
memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan 
penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi : 1. 
Dst... 5. Jaksa, 6. Penyidik, 7. Dst...  
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rasional aparat dalam melaksanakan kewenangan menegakkan hukum.
20
Kewajiban 
melaksanakan hukum secara adil dan bertanggungjawab berdasarkan ilmu hukum 
pidana merupakan implikasi pemahaman atas nilai-nilai,
21
 sikap, dan prinsip yang 
mestinya telah ada dalam pikiran aparat tentang kebenaran dan keadilan. Nilai dan 
sikap aparat penegak hukum mencerminkan kultur hukum sekaligus tempat 
bersemayamnya jiwa, spirit, ide dan  independensi aparat penegak hukum.  
Independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan kekuasaan 
penegakan hukum, di dalamnya memuat kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian. 
Tidak hanya bebas, merdeka, dan mandiri dari kekuasaan politik (kendali/kontrol 
dari lembaga legislatif, eksekutif, atau kekuasaan lain), melainkan juga bebas, 
merdeka, dan mandiri dari pengaruh kepentingan yang  menyesatkan. Pengaruh 
buruk seperti tindak pidana suap, korupsi peradilan,  mafia peradilan, dan atau 
berbagai istilah lainnya. 
22
  
Penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana merupakan bagian dari proses 
tindakan hukum oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim. Proses 
                                                             
20
 Dalam hukum pidana positif, realitas substansi dan struktur, lazimnya diterima 
sebagaimana apa adanya (taken for granted), dan cenderung mengabaikan perbedaan antara apa  yang  
menjadi ketentuan institusi  dan  apa yang sebenarnya dikerjakannya. Lawrence M.Friedman, The 
Legal System: A Social., Op.Cit. hlm.14. Barda Nawawi Arief, mengilustrasikan keterkaitan substansi 
dan struktur sebagai sebuah mobil dan supir. Mobil dan supir saja tidak cukup untuk dapat berjalan. 
Mobil membutuhkan supir  yang memiliki pengetahuan tentang mobil dan menguasai tempat dan arah 
yang dituju. Supir yang memiliki pengetahuan tentang mobil dan tempat tujuan, identik sebagai 
komponen kultur hukum. Lihat Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan 
Hukum Di Indonesia) (Semarang:BP Undip,2011), hlm.5.  
21
 Nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Hakekat nilai adalah 
berupa norma, etika, peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan 
lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi sesorang dalam menjalani kehidupannya. 
Lihat, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan,  Ilmu dan Aplikasi Pendidikan,Bagian 3 Pendidikan 
Disiplin Ilmu (Bandung:Imtima,2007),  hlm.45. 
22
 Sistem penegakan hukum yang integral, menurut Barda Nawawi Arief , tidak hanya pada 
mekanisme prosesnya, tetapi juga pada jiwa/spirit/ide/hakekatnya yang terletak pada kekuasaan 
kehakiman yang mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI 1945. Jiwa 
dan spiritnya terletak pada independensi kekuasaan menegakkan hukum. Barda Nawawi, Reformasi 
Sistem Peradilan.,Op.Cit. hlm.20. 
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tersebut pada dasarnya adalah mata rantai penegakan hukum yang di dalamnya 
mencakup: penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi,  
pemeriksaan tersangka, penetapan tersangka, penahanan/perpanjangan penahanan, 
penangguhan/pengalihan jenis penahanan, rencana tuntutan, dan penjatuhan 
hukuman atau pembebasan.  
Rangkaian proses tindakan hukum tersebut memungkinkan timbulnya 
diskresi dalam pelaksanaannya untuk dapat mewujudkan keadilan, dengan  
pengembangan integrasi ilmu hukum pidana dan moral. 
Akan tetapi sebaliknya juga dapat menghambat, apabila diskresi tersebut 
tanpa berdasarkan integrasi ilmu hukum pidana  dan moral Sebagai bagian dari 
pidana dan pemidanaan semua tindakan hukum tersebut merupakan diskresi yang 
memungkinkan akan berdampak pada kepastian hukum, keadilan, kemajuan, dan 
pengembangan ilmu hukum pidana. Akan tetapi. sebaliknya  dapat menghambat 
apabila diskresi yang dimaksud berjalan tanpa berdasarkan ilmu hukum pidana dan 
moral. Penyebabnya karena diskresi melibatkan akuntabilitas dan pertimbangan 
profesional aparat penegak hukum terhadap diri, institusi, dan  masyarakat.
23
 Oleh 
karena itu, kemerdekaan dan kewenangan yang melekat di dalam tugas dan 
kewajibannya memungkinkan aparat penegak hukum mampu melakukan tindakan 
hukum yang tepat dan bijaksana dengan landasan keilmuan.
24
 Integrasi ilmu hukum 
pidana dan moral sebagai kognisi  untuk mewujudkan tegaknya hukum yang adil. 
                                                             
23
 Lihat, Erlyn Indarti, Diskresi, Op.Cit. hlm.36. 
24
 Kata sifat Keilmuan lebih mencerminkan hakekat ilmu daripada istilah ilmu sebagai kata 
benda. Ilmu pengetahuan apabila diperoleh dengan mempergunakan metode keilmuan adalah sah 
untuk disebut keilmuan.   Sebaliknya tidak semua yang diasosiasikan dengan eksistensi ilmu adalah 
keilmuan. Hakekat ilmu tidak berhubungan dengan titel, profesi, atau kedudukan; hakekat keilmuan 
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Di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang belum pernah ada 
aparat penegak hukum yang tertangkap tangan oleh KPK karena melakukan  tindak 
pidana suap. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan 
Tipikor Jakarta, Bandung, Semarang, dan Medan. Dengan demikian, Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang sampai saat ini belum pernah memeriksa dan mengadili 
perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.  
Tidak adanya aparat penegak hukum yang tertangkap melakukan transaksi 
tindak pidana suap di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, bukan sebuah acuan bahwa  
pengadilan tersebut bersih dari praktik tindak pidana suap. Hal ini, seperti yang 
dikemukakan oleh Koordinator Komisi Yudisial (KY) Lampung dalam 
pernyataannya berikut ini, ―Mafia peradilan di Lampung dari level kepolisian, jaksa 
penyidik, hingga hakimnya tidak vulgar. Mereka begitu bersih dan rapi. Kami tahu 
isunya, kami paham orangnya, tapi tidak ada bukti‖.25  
Berdasarkan uraian sebelumnya telah dipaparkan, tindak pidana suap 
penegakan hukum tindak pidana korupsi, dapat terjadi dalam beberapa proses, yaitu 
proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana. Di antara proses tersebut 
terjadi komersialisasi perkara, seperti tawar menawar penangguhan penahanan, 
tawar-menawar tuntutan, tawar menawar putusan. Dengan kata lain, apabila terjadi 
kecocokan dalam transaksi, aparat penegak hukum akan menerima imbalan materi 
(uang atau barang) dari pelaku (koruptor) dan pelaku mendapatkan kepastian hukum 
dari tindakan hukum yang dimintakan atau diberikan aparat penegak hukum. 
                                                                                                                                                                            
ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut persyaratan keilmuan. Lihat, Jujun 
S.Suriasumantri, Ed, Ilmu Dalam Perspektif  Terj.Jujun S.Suryasumantri (Jakarta:Obor,2006) hlm.9. 
25
 Aroma Praktik Jual Beli Perkara di Lampung (2), Radar Lampung 2 September 2014. 
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Menurut sebagian besar masyarakat, proses penegakan hukum tidak lebih 
hanya sebatas kognisi tentang ditahan atau tidaknya seseorang, dihukum atau 
dibebaskan, serta berat atau ringan hukuman pelaku, ada atau tidaknya komersialisasi 
perkara dalam hal berat-ringannya hukuman dapat dikatakan tidak ada yang 
mengetahui, penerapan hukum  pidana dengan metode melakukan sistematisasi, 
analisis, dan penalaran dalam menyusun suatu konstruksi hukum tidak dimengerti 
bahkan tidak diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut, selain sangat rumit dan sulit 
juga membutuhkan pengetahuan tentang ilmu hukum pidana. Akibatnya dengan 
minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ada atau tidaknya komersialisasi 
perkara dalam hal berat-ringannya hukuman, sama hal dengan sulitnya melacak 
tindak pidana suap dalam praktik peradilan. 
26
 
Pentingnya memahami penerapan hukum pidana dalam penentuan tindakan 
hukum aparat sama pentingnya dengan mengkaji ilmu hukum pidana dan moral, 
sebagai kontrol intelektual dan kontrol diri. Rambu-rambu ilmu hukum pidana dan 
moral berguna untuk meluruskan praktik penegakan hukum yang tidak adil. 
Sebaliknya, tindak pidana suap secara personal menimbulkan konflik antara 
kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan materi (menerima suap) dan 
kewajiban melaksaksanakan penegakan hukum yang adil. Berdasarkan sudut 
pandang output penegakan hukum seperti itu akan menghasilkan produk tindakan 
hukum yang tidak berkualitas yang berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan 
kerja dan menurunnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum.  
                                                             
26
 Emerson Yunto, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah, Panduan Eksaminasi Publik (Edisi 
Revisi  (Jakarta:ICW,2011). hlm.5.  
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Tindakan hukum sebagai sebagai output merupakan produk hukum. Secara 
keilmuan hukum terbuka dan penting untuk dikaji. Apakah tindakan hukum tersebut 
telah sejalan dengan ilmu hukum pidana dan moral atau sebaliknya, tindakan hukum 
aparat mencerminkan pemikiran dan tindakan yang hanya mengejar kepentingan 
materi. 
Untuk memahami gejala dalam suatu tindakan hukum apakah berindikasi 
tindak pidana suap dari suatu produk hukum institusi peradilan pidana, seperti surat 
perintah penangguhan penahanan, surat dakwaan/tuntutan, dan putusan hakim
27
 
perlunya digunakan metode hermeneutika yang bertujuan menginterpretasi makna 
dibalik teks. Tindakan aparat dalam menegakkan hukum tidak dapat lepas dari 
hubungannya dengan responsibilitas dan akuntabilitas dalam mengkonstruksi 
tindakan hukum. Apakah telah dibuat berdasarkan pemikiran hukum yang cermat 
dan saling terkait antara norma undang-undang dengan asas-asas, tujuan 
pemidanaaan, dan nilai/ide dasar yang ada dalam teori/ilmu/hukum tidak tertulis. 
Mengkaitkan antara kepastian hukum/melawan hukum formal dan material, undang-
undang dan ilmu hukum pidana dan moral (agama), mengintegrasikan ketiga 
masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan pidana) dengan keseluruhan 
sistem pemidanaan. Mengkaitkan penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-
rambu sistem penegakan hukum nasional atau mengkaitkan sistem hukum pidana 
dengan sistem hukum nasional 
28
 atau sebaliknya, dibuat berdasarkan pertimbangan  
transaksional.  
                                                             
27  Febri Diansyah, Donal Fariz, Ed. Panduan Eksaminasi Publik,Edisi Revisi 2011 
(Jakarta:ICW,Usaid,ISM,2011) hlm.13. 
28
 Dalam praktik penegakan hukum, kecenderungan aparat penegak hukum untuk berpikir 
hukum secara parsial. Memisahkan,(a) antara norma UU dengan Asas-asas. (b) tujuan pemidanaan 
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Telaah kultur hukum dalam refleksinya sebagai tindakan hukum aparat 
menjadi usaha penting bagi ilmu hukum pidana dalam fungsinya, antara lain untuk 
mencegah tindak pidana suap yang melibatkan aparat dalam penegakan hukum. 
Salah satu cara dalam meresponsibilitas dan mengakuntabilitas tindakan 
hukum sebagai bagian dari pengawasan peradilan pidana dapat dilakukan dalam 
bentuk anotasi hukum (legal annotation) atau eksaminasi publik.
29
 Tindakan hukum 
oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim di wilayah hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang, oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) diindikasikan mengandung 
tindak pidana suap (judicial corruption). Tindak pidana suap tersebut, antara lain 
dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi a.n. Satono (Bupati Lampung 
Timur) yang didakwa  korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur yang merugikan 
negara sebesar Rp119.448.119.800,00. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri 
Kelas IA Tanjungkarang Nomor:304/Pid.Sus/2011/PN.TK  pada 17 Oktober 2011.
30
  
Meskipun demikian, hasil eksaminasi tidak secara gamblang menyatakan 
adanya praktik tindak pidana suap. Tim Eksaminasi Publik mengemukakan 
                                                                                                                                                                            
dan nilai/ide dasar yang diakui ilmu/teori/hukum tidak tertulis. (c) kepastian hukum/melawan hukum 
formal dan kepastian hukum/melawan hukum material. (d) UU dan ilmu hukum, (e) Ilmu hukum dan 
ilmu ketuhanan (moral), (f) memisahkan tindak pidana, kesalahan dan pidana dengan keseluruhan 
sistem pemidanaan, (g) memisahkan penegakan  UU pidana dengan rambu-rambu sistem penegakan 
hukum nasional, atau memisahkan sistem hukum pidana dengan sistem hukum nasional. Barda 
Nawawi, Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius.,Op.Cit. hlm.8 
29 Legal annotation, yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan 
maupun dakwaan jaksa penuntut umum.Eksaminasi Publik adalah pengujian atau penilaian dari 
sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya 
telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan 
dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi 
publik berfungsi untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan 
pertimbangan yang baik dan profesional. Febri Diansyah, Donal Fariz, Ed. Panduan 
Eksaminas.Op.Cit. hlm.19. 
30
 Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang kurang lebih 2 minggu sebelum Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang diresmikan, Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan berkas perkara korupsi 
an.Bupati Lampung Timur, yang oleh Jaksa di dakwa dan dituntut merugikan keuangan negara 
sebesar Rp.119. 
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lemahnya dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum dengan  
mengatakan ―diduga adanya kolaborasi antara jaksa penuntut umum, pengacara, dan 
hakim untuk membebaskan terdakwa.
31
   
Beberapa catatan eksaminasi publik terhadap dakwaan jaksa penuntut umum 
menampakkan kesalahan dalam penerapan hukum pidana sebagai berikut.
 32
 
1. Menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dalam penyusunan 
dakwaan, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/2002 tentang 
Pedoman, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.   
 
Atas ―kesalahan fatal‖ itu, perkara yang merugikan negara sebesar 
Rp119.448.119.800,00. Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang memutus 
perkara No.1076/Pid.Sus/2010/PN.TK berbunyi dakwaan tidak cermat, 
karena dakwaan menjadikan Kepmendagri No.29/2002 sebagai dasar hukum 
untuk menjerat terdakwa, sedangkan  Kepmendagri a quo telah dicabut 
dengan Kep.Mendagri No.3/2006.  
 
Lemahnya dakwaan JPU dengan menjadikan Kepmendagri No.29/2002 
sebagai dasarnya, sehingga semakin memudahkan pengacara terdakwa untuk 
melakukan eksepsi. Perlu adanya penyidikan tindaklanjut kemungkinan 
adanya kesengajaan dari JPU dengan memasukan Kepmendagri yang telah 
dicabut sebagai dasar hukum di dalam dakwaan dan adanya kolaborasi antara 
JPU, pengacara, dan hakim untuk membebaskan terdakwa. 
 
2. JPU masih menggunakan Permendagri No.29 tahun 2002 untuk menilai 
apakah perbuatan yang dilakukan di 2007 dan 2008 merupakan perbuatan 
yang melawan hukum, sedangkan seharusnya untuk perbuatan di 2007 dan 
2008 digunakan Permendagri No.03 tahun 2006. 
 
3. Jaksa masih menggunakan PP No.39 tahun 2007 untuk menilai perbuatan     
di 2005 dan 2006 atau penggunaan secara berlaku surut. 
 
4. Jaksa juga menggunakan Pasal 14 huruf A UU Nomor 7 tahun 1992 
sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan 
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 Kolaborasi jaksa, hakim dan pengacara membebaskan Terdakwa, menunjuk pada pola-pola 
sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur. Memiliki makna secara yuridis negatif dan bermuatan 
kepentingan ekonomis. 
32
 ICW,Usaid, 2012, Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi, hlm.220-
235. 
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yang mengatur bahwa BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut 
serta dalam lalu lintas pembayaran. Penggunaan pasal ini tidak relevan 
dengan kasus yang didakwakan oleh Jaksa karena persoalannya bukan pada 
bentuk simpananan berupa giro. Akan tetapi, pada bank atau tempat 
penyimpanan kas daerah. Seharusnya JPU mengacu pada UU Perbendaharaan 
Negara bahwa penyimpanan hanya bisa dilakukan di Bank Sentral atau Bank 
Umum (milik negara) yang penetapannya dilakukan oleh bupati. 
 
Catatan ICW terhadap pertimbangan hakim sebagai berikut: 
1. Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut patut diduga bahwa 
Majelis Hakim sengaja menggunakan dasar pertimbangan secara improper 
(tidak proporsional), yaitu dengan menggunakan pertimbangan ahli yang 
dihadirkan oleh penasihat hukum yang tidak memiliki relevansi yang kuat 
terkait dengan materi kasus yang sedang ditangani.  
Hal  tersebut, terlihat bahwa dalam penanganan kasus korupsi ini Majelis 
Hakim hanya menggunakan pendapat para Ahli Hukum Administrasi. 
Pendapat para ahli tersebut sebagai analisis terhadap perbuatan terdakwa 
terhadap Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang 
Perbendaharaan. Kesimpulan dijadikan alas keputusan majelis untuk tidak 
mengarah pada kesimpulan yang sebenarnya, yakni perbuatan melawan 
hukum dan menjadikan kasus ini menjadi bias karena pendapat yang 
diberikan tidak bersifat kontekstual.  
Para Ahli Hukum Administrasi yang ditunjuk justru seolah-olah diarahkan 
untuk berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara keuangan 
negara dan keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan pasal-pasal 
Undang-Undang Keuangan Negara, ataupunUndang-Undang Perbendaharaan 
Negara terhadap kasus yang dimaksud menjadi kehilangan arti penting atau 
tidak sesuai. Sehubungan dengan itu, mestinya hakim juga 
mempertimbangkannya baik dari aspek filosofis, maupun kontekstual tentang 
pasal-pasal dalam Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-undang No.1tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
yang dijadikan alas dakwaan oleh JPU. 
 
2. Pertimbangan Pengelolaan Keuangan Negara secara diskresi Cacat Prinsipil. 
Dalam pertimbangnnya, hakim mengacu kepada kewenangan kepala daerah 
untuk menentukan lokasi Kas Umum Daerah akan dibuka dan ditempatkan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang 
merupakan kewenangan yang bersifat diskresi (wewenang bebas) (hal. 221). 
Menurut majelis, penempatan dana kas daerah di BPR Tripanca tidak 
melawan hukum (hal. 223). Pasal 27 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, 
berbunyi bahwa penempatan uang daerah merupakan diskresi kepala daerah 
(Bupati), sehingga penempatan dana kas daerah di BPR Tripanca dinyatakan 
sebagai diskresi yang wajar.  
Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) 
dan Pasal 28 UU No.1 Tahun 2004, seharusnya penempatan dana kas daerah 
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hanya bisa dilakukan di Bank Sentral/Bank Umum (pemerintah). Dengan 
kata lain, penempatan di BPR Tripanca telah melanggar sejumlah aturan 
hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Prinsipnya dana kas 
daerah harus ditempatkan di tempat yang aman dan penempatan dana kas 
daerah tidak boleh ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan, bunga 
atau pendapatan daerah. Dengan demikian, diskresi yang dimaksud hakim 
merupakan diskresi yang bersifat tertutup karena harus tetap 
mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada, yaitu hanya terbatas pada bank 
sentral atau bank umum seperti, BRI, Bank Mandiri, BTN, BNI, atau BPD. 
 
3. Hakim menggunakan UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan untuk menjelaskan asas legalitas dan menyatakan 
bahwa PP No. 39 tahun 2007 yang digunakan JPU tidak bisa berlaku surut 
karena perbuatannya adalah tahun 2005 (hal. 222). Di pihak lain, hakim juga 
keliru menggunakan UU No.10 tahun 2004 karena UU tersebut sudah tidak 
berlaku ketika hakim memutus perkara itu. Saat itu yang berlaku, yakni UU 
No. 12 tahun 2011 yang mulai berlaku tanggal 12 Agustus 2011. 
 
Tindakan hukum jaksa dan hakim dalam eksaminasi putusan di dalam 
paparan sebelumnya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kendati pun  
menyandang disiplin ilmu hukum pidana, tidak optimal mendiagnosis perbuatan, 
kesalahan, dan pertanggungjawaban
33
 pelaku tindak pidana korupsi sebagai dasar 
dan pertimbangan menentukan tindakan hukum yang benar dan adil.   
Disoptimalisasi aparat penegak hukum (sepertinya) telah mengalami 
pendangkalan integritas, nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebaikan sebagai basis 
moral dalam melaksanakan etika profesi hukum. Basis moral tersebut tampaknya 
sudah meluntur dan  tidak dianggap hal yang penting lagi.    
Kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dirasa tidak mampu 
merefleksikan pencegahan tindak pidana suap, artinya diperlukan integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral untuk menjawab problematika penegakan hukum tindak 
pidana korupsi yang dirasa tidak adil. Secara internal integrasi ilmu hukum pidana 
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 Lihat Herbert L.Packer, The Limits of The Criminal Sanction, (California, Stanford 
University Press,1988), hlm.17.  
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dan moral dapat membentengi rasionalitas tindakan hukum  pada penegakan hukum 
yang benar dan adil. 
Oleh sebab itu, memberi pemahaman betapa pentingnya integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral sama halnya dengan mengembangkan kultur hukum untuk 
mencegah tumbuh suburnya subkultur korupsi di lingkungan institusi penegak 
hukum. Hal tersebut, diharapkan tidak menjadi virus bagi keberlangsungan sistem 
peradilan pidana yang sehat.
34
  
Pentingnya kesadaran dan kemajuan berpikir dalam fungsinya membebaskan 
rasio dari keterbelengguan tindak pidana suap untuk menjadi  manusia  (aparat) 
andal,
35
  akan meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum 
in concreto.
36
 Integrasi ilmu hukum pidana dan moral meletakkan konseptualisasi 
berpikir secara rasional untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. 
Kesimbangan penalaran akal budi dan rohani akan memengaruhi tingkat 
penggunaannya dalam kesadaran kolektif aparat dalam kehidupan berhukum. Semua 
tindakan aparat  penegak hukum, seperti apa yang  dipikirkannya, dikatakannya, dan 
dilakukannya akan dipertimbangkan berdasarkan efek pada kehidupan pribadi dan 
masyarakat.  
Penindakan terhadap penyidik polisi, jaksa penuntut umum, hakim yang 
melakukan tindak pidana suap hanya sebagai fenomena gunung es. Sedikit  yang 
tertangkap, sementara yang tidak terungkap lebih dominan serta meluas di semua 
tingkatan institusi penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Tipikor di 
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 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan.,Op.Cit. hlm.65-66. 
35
Horkheimer & Theodor W.  Adorno, Dialectic of Enlightenment:Philosophical Fragments 
(USA:Sanford University Press,2002), hlm.1 
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 Barda Nawawi, Pendekatan Keilmuan, Op.Cit. hlm.67. 
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Indonesia. Dengan demikian, usaha-usaha pencegahan merupakan hal yang lebih 
utama dibandingkan penindakan karena banyaknya jumlah aparat penegak hukum 
yang secara hirarkhi struktural tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak adanya 
model pencegahan yang efektif tindak pidana suap bagi penegakan hukum tindak 
pidana korupsi akan menjadi kendala yang sulit bagi usaha pemberantasan tindak 
pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, khususnya usaha mengembalikan 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, 
dan pengadilan sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi.  
Usaha pencegahan tindak pidana suap sebagai bagian dari upaya kebijakan 
pemberantasan tindak pidana korupsi jika dalam jangka waktu yang lama tidak ada 
upaya integrasi ilmu hukum pidana dan moral, maka dikhawatirkan hilangnya nilai-
nilai utama kultur hukum. Sejatinya nilai-nilai tersebut berfungsi untuk mewujudkan 
kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi di 
Indonesia. 
Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, penelitian ini berusaha untuk 
menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana suap yang 
melibatkan aparat penegak hukum. Kognisi aparat tentang tindak pidana suap dalam 
penanganan tindak pidana korupsi. Pemikiran tentang integrasi ilmu hukum pidana 
dan moral yang kontekstual dengan rambu-rambu sistem hukum nasional  dan  cara 
berpikir  yang adil dan tidak berpihak  pada penegakan hukum tindak pidana korupsi.   
Selanjutnya, judul penelitian ini dirumuskan menjadi ―Integrasi Ilmu Hukum 
Pidana dan Moral Suatu Telaah Kultur Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana 
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Suap yang Melibatkan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang Lampung. 
B. Fokus Studi dan Permasalahan 
1. Fokus Studi 
Tema-tema pokok di bawah ini merupakan rumusan pernyataan-pernyataan 
yang hendak diteliti dan dianalisis sesuai dengan pokok permasalahannya. Secara 
umum fokus tercakup  sebagai objek studi ilmu hukum pidana dan penegakan hukum 
pidana,
37
 di dalamnya secara integral mencakup aspek substansi (peraturan hukum 
pidana materiel dan formal), struktur (institusi, tugas dan wewenang, serta struktur 
dan administrasi peradilan), dan kultur hukum (aparat penegak hukum dan nilai-
nilai,sikap pandangan yang diyakininya).  
Aspek kultur hukum, perspektif mikro sosial adalah individu maupun 
kelompok,
38
 aparat penegak hukum di lingkungan institusi masing-masing  
merupakan penentuan batas fokus studi ini. Fokus yang spesifik seperti itu, 
memudahkan peneliti melakukan pengkajian dan pembahasan. Tema-tema yang 
dimaksud apabila dirincikan adalah sebagai berikut. 
1. Tindakan hukum aparat penegak hukum, yakni penyidik polisi, jaksa 
penuntut umum, hakim dalam kaitannya dengan penerapan dan pelaksanaan 
hukum di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Menurut UU 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ataupun UU TPK. Ketiga aparat 
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 Ilmu hukum pidana sebagai objek studi mempunyai ruang lingkup yang luas (abstrak dan 
konkrit).  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong 
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, 2004. 
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 Kajian tentang kultur hukum pada dasarnya adalah kajian tentang manusia. Dari banyak 
cabang kajian tentang kultur hukum, penelitian terfokus kepada kultur hukum aparat penegak hukum 
sebagai individu ataupun kelompok dalam menegakkan hukum, yakni  kultur hukum penyidik polisi, 
jaksa penuntut umum, dan hakim. 
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penegak hukum tersebut memunyai peran sentral dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya masing-masing  dalam fungsinya, yaitu (a) menegakkan 
hukum, (b) mencari dan mendapatkan kebenaran material, (c) melaksanakan 
putusan pengadilan dan, (d) melindungi hak asasi manusia 
(tersangka/terdakwa). 
2. Tindak pidana suap dalam penegakan hukum. Keterkaitan tindak pidana suap 
dengan penegakan hukum, dijangkau dengan menelusuri pola kultur dan 
subkultur yang bekerja dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi.  
3. Integrasi ilmu hukum pidana dan moral dipahamkan sebagai hukum 
nonpositivisme, yakni hukum bukan hanya sebagai realitas yang naif, apa 
adanya, reduksi, generalisasi, melainkan kritis dan subjektif. Dalam konteks 
ini kritis dan subjektif dipahami sebagai adanya bagian-bagian hukum yang 
tidak bisa dijelaskan oleh hukum legal formal, tetapi memerlukan 
subjektivitas moral untuk memahamkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan 
dalam Ilmu Hukum Pidana Kritis sebagai kontrol intelektual dan kontrol diri. 
Keduanya dalam interelasi dialektis sebagai pemikiran hukum pidana yang 
kontekstual dengan rambu-rambu sistem hukum nasional dan konteks 
kekinian. 
Berdasarkan identifikasi tema-tema pokok yang tercakup di dalam uraian 
sebelumnya, fokus studi dibatasi pada hal-hal sebagai berikut. 
a. Penanganan tindak pidana korupsi dan praktik tindak pidana suap dalam 
penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang. 
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b. Tindakan hukum aparat penegak hukum, dalam wujudnya sebagai sebagai 
kultur hukum  (nilai-nilai dan pandangan, perilaku dan produk/hasil 
tindakan) serta implikasi terhadap tindakan hukum dalam penegakan 
hukum tindak pidana korupsi.  
c. Ilmu hukum pidana dan moral sebagai pemikiran  hukum pidana Indonesia  
hukum yang kontekstual dengan rambu-rambu sistem hukum nasional.  
d. Pencegahan tindak pidana suap dalam penegakan hukum. Fokus studi  
termasuk dalam objek kajian kebijakan hukum pidana.
39
  
2. Permasalahan 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fokus studi di dalam pemaparan 
sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
a. Mengapa penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh aparat penegak 
hukum tidak merefleksikan kultur hukum pencegahan tindak pidana suap? 
b. Bagaimanakah konsep dan strategi pencegahan tindak pidana suap dalam 
konstruksi integrasi ilmu hukum pidana dan moral yang memperkuat kultur 
hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ? 
C. Kerangka Pemikiran 
Melalui uraian atau pernyataan-pernyataan (proposisi), di bawah ini akan 
dijelaskan konsep-konsep atau gejala-gejala apa saja yang hendak diteliti. 
Selanjutnya teori (konsep) atau gejala-gejala tersebut diturunkan, serta diuraikan 
mengapa pentingnya konsep-konsep atau gejala tersebut diteliti. Pemetaan penelitian 
ini adalah sebagai berikut. (1) Alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab 
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masalah yang didasarkan pada landasan teoretik dan atau hasil penelitian yang 
relevan. (2) Kerangka logika (logical construct) yang mampu menunjukan dan 
menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. (3) Model 
penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau konstruksi 
yang menyatakan hubungan antar konsep penelitian atau merupakan rangkuman dari 
kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model. 
Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai sistem atau proses 
penjatuhan pidana (dalam arti sempit), dimulai dari penyidikan oleh penyidik polisi, 
penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan mengadili atau menjatuhkan pidana oleh 
hakim, dan pelaksanaan putusan oleh  jaksa, selanjutnya dilakukan pembinaan oleh 
lembaga pemasyarakatan. 
Sistem peradilan pidana menurut Barda Nawawi Arief,
40
 hanya untuk melihat 
dari aspek struktural, yaitu bekerjanya institusi-institusi penegak hukum (kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan) dalam kewenangannya terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi. Dalam arti luas, sistem peradilan pidana sebagai sistem kekuasaan 
penegakan hukum pidana secara integral merupakan satu kesatuan berbagai 
subsistem  (komponen) yang terdiri atas substansi hukum (legal substance), berupa 
norma hukum/peraturan perundang-undangan, struktur hukum (legal structure), 
berupa institusi dan mekanisme prosedural/administrasi,  dan kultur hukum (legal 
culture) dalam konteks penegakan hukum lebih fokus pada nilai-nilai filosofi hukum, 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan pendidikan/ilmu hukum. Dalam 
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 Uraian  lebih lanjut tentang sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum lihat 
dalam Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan, Op.Cit. hlm.1-8. 
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arti luas, kultur hukum menurut Barda Nawawi Arief mencakup ide 
dasar/gagasan/wawasan dan nilai keilmuan. 
Paradoks dari konsep integral sistem penegakan hukum pidana sebagaimana 
uraian sebelumnya yang berlangsung di dalam aktivitas penegakan hukum adalah 
tindak pidana suap yang melibatkan aparat penegak hukum. International 
Commission of Jurists (ICJ) menggolongkannya sebagai perbuatan judicial 
corruption merupakan kategori yang paling berbahaya (insidious) dan menjijikkan 
(odious), sebagaimana dinyatakan:   
”...of all types of corruption, judicial corruption is perhaps the most insidious 
and odious because this type of corruption gnaws and destroys a most 
important pillar of a democratic government. Much has been written about 
the topic of corruption, but judicial corruption tops the list of the condemned. 
Corruption adulterates, clogs, pollutes, perverts and distorts the dispensation 
of justice.‖ 41   
 
Tindak pidana suap merujuk pada aktivitas penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power) oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk 
kepentingan mendapatkan keuntungan. Tindak pidana suap di lingkungan  penegak 
hukum sudah menjadi penyakit kekuasaan.
42
 Oleh sebab itu, terkait dengan konsep 
penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana suap yang terjadi dalam 
penanganan tindak pidana korupsi secara teoritik keduanya berhubungan dengan 
kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam arti 
luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya 
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 Saiful Deni, Korupsi Birokrasi, Konsekuensi, Pencegahan dan  Tindakan dalam Etika 
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cara kerja pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.
43
 GP. Hoefnagels dalam Muladi 
mengartikan kebijakan kriminal sebagai, the science of responces, the science of  
crime prevention, a policy of dignating human behavior as crime, dan  a rational 
total of the respons to crime.
44
 Dengan kata, lain kebijakan kriminal mengandung arti 
upaya penanggulangan kejahatan  yang perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan  
dengan arti sebagai berikut: (a) ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal 
dan politik sosial; (b) ada keterpaduan (integralitas) antara penanggulangan kejahatan 
dengan penal dan nonpenal.
45
 
Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dalam konteks integralitas penal 
dan nonpenal  dapat diartikan, sebagai kebijakan hukum pidana (criminal law policy) 
dan kebijakan pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).  Dengan 
kata lain, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya 
merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana (law enforcement policy). 
Berpedoman pada konsep kebijakan penegakan hukum pidana yang di 
dalamnya tercantum pembaruan penegakan hukum pidana (criminal law enforcement  
reform), artinya konsep kebijakan tersebut bukan hanya untuk perubahan/pembaruan, 
melainkan mengandung makna peningkatan kualitas yang lebih baik karena to 
reform bermakna to make better, became better, change the better, atau return to a 
former good state. Reformasi sistem penegakan hukum pidana atau reformasi 
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 Sudarto dalam Barda Nawawi mengemukakan 3 arti kebijakan kriminal, dalam arti sempit 
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peradilan pidana mengandung arti pembaruan sistem peradilan pidana menuju 
kualitas yang lebih baik atau secara singkat peningkatan kualitas sistem peradilan.
46
 
Bersumber pada aspek substansi hukum, khususnya pembaruan hukum 
pidana material (UU TPK yang juga memuat hukum acara pidana) dan hukum 
pidana formal (KUHAP). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian latar 
belakang bahwa permasalahan dari aspek substansi hukum sudah dapat dikatakan 
memadai, meskipun masih mengandung berbagai permasalahan yang harus 
diperbaiki/diperbarui.  
Demikian halnya dengan aspek struktur hukum institusional dan prosedural 
telah mempunyai kewenangan dan mekanisme serta sistem administrasi meskipun, 
masih terdapat hal-hal yang harus dibenahi dan diperbaiki. Kedua aspek tersebut 
tidak sebanding dengan aspek kultur hukum yang menurut peneliti memang 
memerlukan perbaikan dan pembenahan dalam rangka mendukung efektivitas 
substansi dan struktur hukum  di dalam  sistem penegakan hukum.   
Konsep kultur hukum dalam konteks pembaruan sistem penegakan hukum 
merujuk pada hasil Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Repelita VI (1994--
1999) yang merinci pembangunan kultur hukum nasional terdiri atas lima sektor : (1) 
pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) pembinaan kesadaran 
hukum & perilaku taat hukum; (3) pengembangan/pembinaan perpustakaan; 
penerbitan dan informatika hukum; (4) pengembangan dan pembinaan profesi 
hukum; (5) pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum. Sub-3 (pada uraian 
sebelumnya) dalam Renstra (Rencana Strategik) pembangunan  hukum nasional 
                                                             
46
 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan, Op.Cit. hlm.11. 
28 
 
Repelita VI disederhanakan menjadi tiga bidang, yaitu (1) Cita hukum, Filsafat 
Hukum dan Ilmu Hukum Nasional, (2) Pranata Hukum dan Lembaga Hukum, (3) 
Perilaku Hukum pemerintah dan masyarakat.
47
 
Kultur hukum menurut John Bell, ―a specific way in which values, practice 
and concept are integrated into the operation of legal institutions and the 
interpretation of legal text‖48 (cara tertentu yang nilai-nilai, konseptual, dan praktikal 
diintegrasikan ke dalam aktivitas institusi hukum dan interpretasi teks hukum). 
Kultur hukum yang dimaksud merujuk pada kultur hukum penegak hukum yang 
menjalankan tugas dan kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum, hakim
49
 
dalam menegakkan hukum pidana.  
Kultur hukum sangat penting untuk mewujudkan kualitas dan keselarasan 
antara penegakan hukum dengan tujuan sistem penegakan hukum. Tindakan hukum 
aparat yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggungjawab 
esensinya tidak semata-mata mengejawantahkan ketentuan pasal-pasal dalam 
perundang-undangan. Makna kultur hukum internal menurut Lawrence M.Friedman 
sebagai ―The basic notion is that of values and attitudes which when translated into 
demands, start the machinary of the legal system moving or, conversely stop it in its 
tracks.
50
 (gagasan dasar adalah bahwa nilai-nilai dan sikap yang menjadi gagasan 
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dasar bila diejawantahkan ke dalam tuntutan, ia akan menghidupkan dan 
menggerakkan mesin sistem hukum atau sebaliknya menghentikannya). 
Kultur hukum bagi aparat penegak hukum merupakan sikap dan pandangan 
serta perilaku dalam menegakkan hukum pidana memunyai arti penting bagi 
pembangunan sistem hukum nasional, yaitu (1) terkait dengan  masalah peningkatan 
kualitas penegakan hukum in concreto  atau law enforcement, (2) terkait   masalah 
pembangunan/pembaharuan sistem hukum nasional itu sendiri dan, (3) 
terkait  masalah perkembangan globalisasi yang multikompleks, masalah 
internasionalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan  masalah 
hitech/cyber crime yang terus berkembang.
51
 Penegakan hukum pidana sebagai suatu 
sistem pada dasarnya merupakan bagian dari  sistem hukum pidana  nasional.    
Oleh karena itu, sikap dan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang dikembangkan 
sebagai kultur hukum aparat mestinya merujuk dan mengejawantahkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya sebagai kerangka dasar  hukum nasional 
yang memuat pilar ketuhanan (religius), pilar kemanusiaan (humanistik), dan pilar 
kemasyarakatan (demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial).
52
 Dalam konteks ini 
aparat penegak hukum dicirikan sebagai pengemban kultur hukum Indonesia, yakni   
aparat penegak hukum yang mengajarkan kearifan dan bersahaja dalam mencapai 
tujuan hidup dengan mengutamakan pengabdian kepada Tuhan YME dan 
menjunjung tinggi sifat-sifat kemanusiaan (kemasyarakatan).  
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Konsep kultur hukum aparat pada uraian sebelumnya, di dalam praktik 
penegakan hukum in concreto menjadi permasalahan serius. Penelitian-penelitian 
mengenai tindak pidana suap di dalam penegakan hukum sudah pernah dilakukan. 
Penelitian-penelitian tersebut antara lain, laporan Ombudsman RI tahun 2013 yang 
menyebutkan dalam empat tahun terakhir institusi polisi menempati peringkat kedua  
dalam hal sebagai berikut: (1) penundaan pelayanan yang berlarut, (2) 
penyalahgunaan wewenang, (3) penyimpangan prosedur, (4) dan (?) (5) permintaan 
uang/barang/jasa (―tindak pidana suap‖).53 Laporan tersebut menguatkan penelitian 
Satgas Mafia hukum tahun 2010 yang mengungkap modus operandi pada tahap 
penyidikan sebagai berikut. 
―…oknum polisi, maupun jaksa melakukan pemerasan, meminta atau 
menerima tindak pidana suap dari pihak-pihak yang terlibat tindak pidana. ... 
mengulur-ulur waktu proses pemeriksaan dengan maksud untuk melakukan negosiasi 
apakah perkara akan dilanjutkan atau dihentikan. ... menggantungkan status seorang 
tersangka. ...iming-iming agar penyidikan dihentikan, yakni dengan mengeluarkan 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kadang suatu perkara bahkan tidak 
dicatat atau dihilangkan dari catatan di kepolisian.‖54 
 
Teddy Asmara mengungkapkan tindak pidana suap yang dilakukan hakim 
sebagai berikut. 
‖... hakim dengan kewenangannya berperan menentukan kordinat keadilan, 
tetapi bergantung pada kesepakatan dengan pelaku hukum lainnya. 
Kesepakatan tentang bunyi suatu keputusan  bukan karena penilaian terhadap 
fakta-fakta hukum, melainkan lebih didasarkan  pada hasil proses pertukaran 
imbalan jasa. Pelayanan jasa dari hakim adalah mulai dari penangguhan 
penahanan, penjatuhan pidana yang ringan sampai pada putusan bebas. 
pemesannya yang memberikan imbalan ialah advokat, jaksa penuntut umum 
atau pihak lainnya yang mewakili terdakwa, misalnya keluarganya atau 
melalui perantara panitera.‖55 
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Merujuk  pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pendahulu, pada 
prinsipnya tindak pidana suap bisa diartikan sebagai mentalitas aparat yang sudah 
terbiasa memperhitungkan untung rugi. Kognisinya selalu memandang identitas 
pelaku (tersangka/terdakwa), tidak terhadap kasus yang dialami. Tersangka/terdakwa 
yang dianggap potensil memberikan uang tindak pidana suap lebih diutamakan, 
dibandingkan dengan tersangka/terdakwa yang tidak memberikan uang tindak pidana 
suap. Mentalitas atau kognisi seperti itu, bersemayam di dalam pikiran dan 
diputuskan mendahului pemeriksaan benar salahnya kasus yang ditangani. Lawrence 
Friedman menyebut perilaku tersebut sebagai model perilaku hukum untung rugi 
(cost benefit model).
56
 Model perilaku ini berasal dari pendahulu  dan  diwariskan, 
sehingga menjadi kebiasaan yang ada di dalam institusi tersebut.  
Tindakan hukum sebagai produk keputusan hukum sudah tidak lagi  
diperoleh dari kepatutan dalam mempertimbangkan hukum, melainkan hasil diskresi,  
transaksi, dan kesepakatan atas keuntungan yang akan diperoleh aparat dan 
tersangka/terdakwa dari tindakan hukum yang diputuskan tersebut. Tidak ada yang 
mengetahui bahwa tindakan hukum aparat lahir dari praktik tindak pidana suap. Hal 
ini, menyebabkan tindak pidana suap di institusi penegak hukum semakin meluas 
dan subur.  
Tertangkapnya aparat penegak hukum yang sedang melakukan tindak pidana 
suap, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara yuridis membenarkan 
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perilaku tindak pidana suap dalam penegakan hukum. Akan tetapi, semua hanya 
sekedar fenomena gunung es. Nampak di luar hanya sedikit, namun di dalam meluas 
dan sistematis yang terjadi di institusi penegakan hukum. Hasil penyadapan KPK  
berupa rekaman pembicaraan aparat, menggambarkan pola-pola interaksi aparat 
penegak hukum sebagai pengalaman dan kebiasaan penyalahgunaan wewenang 
untuk mendapatkan keuntungan materi dalam menegakkan hukum. Perilaku tindak 
pidana suap oleh aparat penegak hukum dapat dimaknai sebagai bagian kultur hukum 
aparat penegak hukum. 
Berbagai modus tindak pidana suap oleh aparat penegak hukum dapat 
dikelompokkan  sebagai  berikut. 
Tabel 1: Modus Tindak Pidana Suap Aparat Penegak Hukum 
No. Tahapan                          
dan Tingkatan 
Modus Tindakan 
Hukum 
Tipologi 
1 Penyelidikan  
Polisi 
Jaksa 
- Memanggil terduga 
mengancam 
Melanjutkan 
perkaranya 
kepenyidikan 
- Menjanjikan 
penanganan perkara 
menguntungkan 
terlapor 
Transaksional kasus, 
Pemerasan, 
meminta/menerima 
tindak pidana suap 
2 Penyidikan 
Polisi  
Jaksa 
- Memanfaatkan upaya 
paksa, penangguhan, 
dan perpanjangan 
penahanan 
- Iming-iming SP3 
- Penggelapan perkara 
Pemerasan, 
meminta/menerima 
tindak pidana suap 
3 Pra dan Penuntutan - Pengembalian BAP 
belum lengkap 
- Tawar menawar 
pasal 
- Menyusun dakwaan 
lemah 
Pemerasaan 
Meminta/menerima 
tindak pidana suap 
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- Pasal yang ringan 
- Tuntutan yang ringan 
4 Persidangan dan 
pemutusan perkara 
Hakim 
- Pemanfaatan upaya 
paksa, penangguhan 
pengalihan status 
tahanan 
- Memperlambat 
sidang putusan 
- Tawar menawar 
putusan 
Pemerasan, meminta 
tindak pidana 
suap/menerima tindak 
pidana suap 
Sumber Satgas PMH 2010. 
Praktik tindak pidana suap dalam penegakan hukum telah melahirkan 
tindakan hukum. Tindakan yang mensubversi nilai-nilai luhur kebenaran, keadilan, 
dan kejujuran. Penegakan hukum menjadi tidak otentik, seperti undang-undang  yang 
disalahgunakan, kewenangan dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari 
ketentuan. Memahami tindak pidana suap dalam penegakan hukum tidak dapat 
didekati secara legal normatif, tetapi sesuai dengan konteksnya legal cultural.
 57 
 
Berdasarkan uraian sebelumnya, konsep penegakan hukum dengan teori 
sistem peradilan pidana,  konsep tindak pidana suap dengan pencegahan penal dan 
nonpenal dengan konsep kultur hukum aparat menjadi tema penelitian ini. Masalah 
pertama dalam penelitian ini, mengapa penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh 
aparat penegak hukum tidak memiliki makna pencegahan tindak pidana suap? 
Dalam upaya mempertajam analisis, peneliti merujuk konsep kultur hukum 
internal Lawrence M.Friedman
58
untuk melengkapi teori organisasi tentang kultur dan 
subkultur sebagai pembahasan permasalahan. Istilah umum kultur organisasi atau 
institusi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu 
institusi  yang berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan 
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norma-norma perilaku organisasi. Nilai-nilai organisasi yang dipahami dan dijiwai 
serta dipraktikkan,sehingga memberi arti sendiri dan menjadi dasar aturan 
berperilaku dalam institusi.
 59
 Kultur institusi berasal dari anggota yang potensial. 
Mereka menggunakan kultur untuk memperkuat gagasan, perasaan, dan informasi 
yang sejalan untuk menghasilkan keunggulan. Kultur institusi dapat menjadi 
motivasi yang kuat  bagi setiap anggotanya untuk menciptakan lingkungan dan 
peran-peran mereka yang harus diisi.
60
 
Kultur institusi di satu sisi dan subkultur suap di dalamnya, menyiratkan 
terdapat sebagian atau sekelompok penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim 
yang aktivitasnya tidak lazim dan menyimpang dari nilai-nilai serta prinsip-prinsip 
yang menjadi norma-norma institusi sebagai kultur hukum. Subkultur suap hanya 
berlaku pada anggota kelompok yang berada di dalam kultur hukum.
61
 Subkultur 
mengandung dua pengertian  pokok, yaitu pengelompokan dan identifikasi sosial.
 62
 
Keduanya saling berkaitan dan berinterelasi. Subkultur suap dalam penegakan 
hukum menyebabkan kehidupan di dalam penegakan hukum menjadi tidak normal 
karena hukum tidak lagi bekerja secara otentik.
63
 Selanjutnya, hal tersebut sangat 
tidak mencerminkan dan bercirikan kultur hukum  di Indonesia (hal ini sebagaimana 
apa yang telah dipaparkan sebelumnya). 
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Penelitian mengenai kultur hukum dan subkultur suap dalam penegakan 
hukum akan merepresentasikan keterlibatan antar konteks di mana hukum berada (an 
interface with a context within which law exists). Untuk memeroleh hasil temuan 
yang beragam dan baru, sebab itu kajian sosio legal (socio legal study) di dalam 
penelitian ini ditempatkan sebagai pendekatan teori dan metode interdisiplin. Kajian 
ini, diharapkan membantu menemukan dan menjelaskan antara keterkaitan hukum 
dan aktivitas kultur dan subkultur  yang bekerja dalam sistem penegakan hukum. 
Ditinjau dari aspek kultur hukum, penegakan hukum pidana pada dasarnya  
merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai kultur hukum. Nilai-nilai tersebut 
menjadi pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum dalam meningkatkan 
kualitas dan kesesuaiannya antara penegakan hukum dan tujuan sistem penegakan 
hukum pidana.  
Sifat ilmu hukum pidana dalam sistem hukum nasional dengan 
memperhatikan Pancasila dan UUD 1945 serta kerangka kerja hukum yang menjadi 
rambu-rambu pelaksanaan perundang-undangan tentang kejaksaan
64
 dan kekuasaan 
kehakiman.
65
 Proses peradilan pidana (penegakan hukum dan keadilan) ditinjau dari 
aspek proses, produk dan produsen, memiliki perbedaan yang mendasar dilihat dari 
perspektif ilmu hukum positivisme dan ilmu hukum pidana normatif dalam arti luas 
(sistem hukum nasional). Perbedaan ini, khususnya mengenai  relasi antara ilmu 
hukum dan moral  yang digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 2 : Sifat Perbedaan Ilmu Hukum Pidana Positif  dan Hukum Pidana  
                Normatif serta Relasinya dengan Moral 
 
 Pandangan Positivistik Pandangan Normatif 
Jenis pengetahuan Objektif Intersubjektif 
Sikap ilmuwan Pengamat Peserta 
Metode Pengalaman inderawi Pengalaman inderawi dan 
metode lainnya 
Moral Kognitif Nonkognitif 
Hubungan hukum  
dan moral 
Pemisahan tegas Menyatu 
Ilmu Sosiologi hukum Ilmu hukum dalam arti 
luas 
 
Ilmu hukum pidana dan moral bukanlah masalah baru karena sudah sejak 
lama dibicarakan dan diperdebatkan. Dalam ranah filsafat hukum, kajian hukum dan 
moral telah mewacanakan perdebatan yang berlangsung sangat lama antara para 
pengikut aliran Hukum Kodrat dan para pengikut Positivisme hukum. Hingga kini 
perdebatan tersebut masih tetap aktual. Hukum dan moral oleh keduanya dirumuskan 
menjadi kriteria sebagai penilaian terhadap perilaku (tindakan) manusia. Walaupun 
demikian, mereka melakukan hal ini dari sudut  pandang yang berbeda.
66
  
Ilmu hukum pidana dan moral dalam konteks sistem hukum nasional secara 
normatif dan faktual lebih menampilkan hubungannya yang menyatu karena karakter 
hukum nasional yang merepresentasikan pluralisme hukum, seperti hukum adat, 
hukum agama (Islam, Nasrani, Budha, dan Hindu) dan hukum positif.  Hal ini dapat 
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dijumpai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 
antara lain, dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, ―Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang‖. Demikian pula, 
Pasal 24 ayat (1) UUD N RI 1945. 
Terdapat juga Pasal 2 ayat (1) UU nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman sebagai berikut. ―Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan 
Yang Maha Esa‖, Pasal 2 ayat (2) peradilan negara menerapkan dan menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, dalam Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP berbunyi ―surat keputusan pemidanaan memuat a. Kepala putusan yang 
dituliskan berbunyi ―DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA‖. 
Ilmu hukum pidana dan moral baik sebagai pendekatan pemikiran hukum, 
maupun sebagai unsur kultur hukum di dalam sistem penegakan hukum mengandung 
makna pembaruan sistem penegakan hukum terutama terkait dengan perkembangan 
pemikiran filosofi/ide-ide dasar atau konsepsi intelektual.  
Pembaruan pemikiran hukum, ilmu hukum pidana, dan moral sebagai upaya 
menjawab persoalan atau penomena penegakan hukum yang dirasa semakin 
mengedepankan pendekatan pragmatis, tindak pidana suap di bawah arus besar ilmu 
hukum pidana positivisme. Oleh karena itu, pendekatan pemikiran ilmu hukum 
pidana dan moral berusaha menyingkirkan pemahaman reduksionis yang hanya 
menggambarkan formalistik hukum, menganggap kultur hukum, bahasa ekspresi 
38 
 
hukum, dan elemen-elemenya bersifat dekoratif dan simbolis di luar hukum 
(outlaws).
67
 
Meletakkan landasan integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai konsep 
berpikir dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sejalan dengan gagasan para 
ahli hukum di Indonesia. Ilmu hukum pidana dan moral pada dasarnya telah menjadi 
kajian bergenerasi yang dimulai oleh Moelyatno, Barda Nawawi Arief, Satjipto 
Rahardjo, Sunaryati Hartono, dan B. Arief Sidharta. Umumnya semua ahli hukum 
tersebut menghendaki perlunya aspek nilai moral dan sosiokultural dalam 
pengembangan sistem penegakan hukum. Oleh sebab itu, pemikiran beberapa ahli 
hukum tersebut menjadi rujukan untuk merevisi penegakan hukum yang mengalami 
reduksi oleh praktik tindak pidana suap.     
Model hukum Tripatrit Masaji Chiba dianggap relevan dalam upaya 
mengembangkan pemikiran ilmu hukum pidana dan moral dalam wujudnya 
membangun kultur hukum aparat yang mengejawantah kepada kultur hukum dalam 
sistem penegakan hukum Indonesia. Analisis kritis Chiba terhadap ilmu hukum 
pidana Barat berpijak  pada dua argumen pokok  berikut ini. 
―Pertama analisis hukum telah cenderung mengabaikan faktor-faktor 
sosiokultural dalan interaksinya dengan hukum dan dengan begitu menjadi 
legosentris. Kedua dengan mengasumsikan universalitasnya sendiri ilmu 
hukum pidana barat telah membuat tidak kasat mata pengalaman khas kultur-
kultur dalam perkembangan sistem-sistem hukum non Barat.‖68  
 
Revisi pemikiran hukum pidana positivistik tentang konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral merujuk pada pendekatan pemikiran yuridis ilmiah 
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religius.
69
 Barda Nawawi Arief merupakan pengungkit konsep integrasi ilmu hukum 
pidana dan moral sekaligus menjawab permasalahan penelitian yang kedua. 
Permasalahan tentang bagaimana konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral  
yang memperkuat kultur hukum aparat dalam pencegahan tindak pidana suap.       
Peneliti menggunakan teori pendekatan kognitif Jean Piaget, yakni 
pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kemampuan berpikir manusia, 
dibandingkan aspek emosi dalam menentukan suatu tindakan atau perbuatan.
70
 Teori 
tersebut digunakan untuk menjawab bagaimanakah strategi kultur kultur hukum 
pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi ilmu hukum  pidana dan moral 
Teori perkembangan kognitif ini fokus pada konstruksi internal individu 
terhadap pengetahuan. Pengetahuan bukan berasal dari lingkungan sosial, tetapi dari 
interaksi sosial sebagai stimulus terjadinya konflik kognitif internal pada individu.
71
 
Piaget menggunakan salah satu dari istilah, skema, konsep, dan struktur untuk 
menggambarkan pengetahuan. Skema dapat berupa fisik atau mental yang 
digambarkan, sebagai tindakan atau proses yang digunakan berulang-ulang oleh 
seseorang untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah. Konsep sebagai 
pemahaman yang digunakan untuk mengabstraksi objek dan situasi yang berbeda. 
Struktur adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan isi. Bentuk struktur pengetahuan 
merupakan organisasi pandangan-pandangan.
72
 
Implikasi teori Jean Piaget sebagai strategi pengembangan kognitif konsep 
integrasi ilmu hukum pidana dan moral adalah sebagai berikut. Pertama, penciptaan 
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struktur mental melalui pemahaman baru konsep integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral melalui skema-skema tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Kedua, 
mampu menggunakan pengetahuannya untuk berpikir dan mengembangkannya. 
Teori Jean Piaget digunakan juga untuk mempertajam analisis dalam menjawab 
permasalah kedua, bagaimanakah konsep dan strategi pencegahan tindak pidana suap 
dalam konstruksi ilmu hukum pidana dan moral. Alur kerangka berpikir tampak 
dalam gambar 1 berikut ini. 
 
Gambar 1 : Alur Kerangka Berpikir  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Polisi, Jaksa dan Hakim dalam garis kotak hitam  sistem peradilan pidana, 
bekerja berdasarkan substans dan struktur hukum; 
b. Garis kotak merah dalam sistem peradilan pidana merupakan bekerjanya 
komponen kultur hukum secara paradoks; 
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c. Tanda panah putus-putus ke atas merupakan tindakan hukum, dan atau diskresi 
yang dilakukan Polisi, Jaksa dan Hakim dalam proses penegakan hukum tindak 
pidana korupsi; 
d. Tanda panah putus-putus ke bawah merupakan tindakan hukum aparat dalam 
proses penegakan hukum cenderung terlibat tindak pidana suap; 
e. Garis lingkar merah (kultur hukum) dan garis lingkar hitam (substansi hukum 
dan struktur hukum) belum berpadu. 
f. Garis lingkar kultur hukum digunakan sebagai kerangka logika (logical 
construct) untuk memahami masalah dengan alur pikir dan kerangka teori dalam 
konsep kebijakan non penal pencegahan tindak pidana suap; 
g.  Konsep model tripartit M.Chiba, rambu-rambu Siskumnas dan teori 
perkembangan kognitif menjadi pisau analisis yang digunakan untuk 
mempertajam konsep integrasi ilmu hukum dan moral dalam pencegahan tindak 
pidana suap yang melibatkan aparat penegak hukum. 
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Menemukan dan memahami serta menganalisis konstruksi kognitif 
tindakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam wujudnya sebagai 
kultur hukum, serta pemaknaannya terhadap tindak pidana suap dalam 
penegakan hukum  tindak pidana korupsi;  
b. Merevisi dan merekonstruksi cara berpikir hukum dalam penegakan 
hukum tindak pidana korupsi dengan mengembangkan konsep 
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integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam suatu telaah kultur 
hukum tentang pencegahan tindak pidana suap yang melibatkan 
aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang Lampung. 
2. Kontribusi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata 
sebagai berikut.  
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang 
bernilai akademis terhadap. 
a.  Pengembangan studi ilmu hukum pidana kritis yang kontekstual dengan 
sistem hukum Indonesia dalam konsep integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral. Meletakkan dasar-dasar studi kultur hukum sebagai nilai utama dalam 
membangun sistem penegakan hukum atau sistem peradilan tindak pidana 
korupsi yang berkeadilan, independensi, dan tidak memihak.  
b. Wacana akademis bagi pembelajar hukum pidana kritis dalam upaya 
pengkajian dan penelitian lanjutan 
Secara praktis hasil penelitian ini berkontribusi langsung bagi. 
a. Usaha peningkatan kualitas proses dan produk penegakan hukum tindak 
pidana korupsi melalui peningkatan integritas dan penguasaan ilmu hukum 
pidana kritis berdasarkan konsep inegrasi ilmu hukum pidana dan moral:  
b. Praktisi maupun akademisi yang terlibat langsung dalam usaha membangun 
model kognitif penyemaian nilai-nilai anti korupsi/suap dalam penegakan 
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hukum tindak pidana korupsi dengan konsep integrasi ilmu hukum pidana 
dan moral di lingkungan institusi peradilan pidana. 
E. Proses Penelitian 
Pada bagian ini akan dipaparkan proses, tahapan, dan cara kerja dalam 
melaksanakan penelitian. Dimulai dari paradigma, tipe penelitian, pendekatan 
masalah, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Bagian  
tahapan penelitian menguraikan teknik penentuan lokasi, penetapan objek, dan 
subjek. Semua tahapan tersebut akan diuraikan dalam bentuk proses penelitian 
sebagai berikut. 
1. Titik Pandang 
Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam disertasi ini, merujuk 
pada tradisi penelitian kualitatif  yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (1) secara 
ontologis penelitian kualitatif ditandai oleh fakta bahwa peneliti mengonstruksi 
realitas yang dilihat; (2) secara epistemologis penelitian kualitatif berdasarkan nilai 
dan judgement subjektif peneliti dan memandu peneliti membentuk simpulan 
penelitian; (3) penelitian kualitatif bersifat empiris dan ilmiah.
73
 Tradisi penelitian 
kualitatif dalam penelitian hukum, khususnya dalam penelitian ini ini memiliki 
landasan filsafat hukum aliran interpretivisme hukum/konstruktivisme hukum. 
Sebagai upaya untuk memahami dunia pengalaman nyata manusia  yang 
memerlukan penafsiran. Sudut pandang konstruktivisme hukum bersifat relatif dan 
kontekstual (law as relative and contextual consensus). Dengan kata lain, hukum 
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dipahami sebagai konstruksi mental  yang bersifat relatif, majemuk, beragam , 
intangible, lokal, dan spesifik.
74
  
Pendekatan interpretivisme atau konstruktivisme dalam tradisi penelitian 
kualitatif berupaya mendudukkan posisi tinggi kemampuan berpikir manusia untuk 
berpikir reflektif di samping induktif.
75
 Ditinjau dari sudut pandang dalam 
pemaparan sebelumnya untuk memahami situasi sosial (tempat, pelaku, dan 
kegiatan), sehingga objek penelitian diarahkan untuk melakukan rekonstruksi/revisi 
terhadap konstruksi hukum yang ada. 
2. Paradigma 
Untuk memecahkan dan menjawab permasalahan dalam disertasi ini 
digunakan paradigma konstruktivisme.
76
Paradigma ini memandu dan menjelaskan 
hal-hal yang hendak diteliti dan ruang lingkup serta fokus penelitian, terutama dalam 
mengaplikasikan temuan-temuan. Temuan yang didasarkan pada asumsi-asumsi 
ontologis, epistemologis, dan metodologis terkait dengan objek, subjek, dan tujuan 
penelitian. 
Konkretnya dalam penelitian ini, tindakan hukum aparat penegak hukum dan 
tindak pidana suap yang melibatkan aparat penegak hukum, serta keterkaitan di 
antara keduanya bersifat realitas yang tidak hanya dapat dilihat secara tunggal, 
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namun beragam. Tindakan hukum subjek penelitian tidak berdiri sendiri, tetapi 
berinterelasi dengan individu, kelompok, atau subkelompok serta antarpeneliti saling 
mengonstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan dilakukan secara dialektis 
saling memahami dan merefleksi. 
Relevansi paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini, berusaha 
menggalakkan apresiasi intelektual integrasi ilmu hukum pidana dan moral secara 
kritis terhadap aparat penegak hukum. Mulai  dari keterlibatan dalam tindak pidana 
suap di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sampai ke pencegahan tindak 
pidana suap. Hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum dan 
tindakan hukum yang tepat, benar dan adil.  
Paradigma konstruktivisme dalam penelitian memandu jalan pemecahan  
pokok permasalahan yang menjadi esensi pembahasan peneliti, yakni merumuskan 
ulang  berpikir hukum sebagai pengetahuan yang sudah diterima (diadopsi) secara 
objektif oleh aparat. Untuk selanjutnya, direvisi dan ditambahkan melalui proses 
interpretasi, dikontekskan, dan digabungkan dengan realitas eksperensial dan moral 
serta rambu-rambu sistem hukum nasional.   
Secara ontologis paradigma konstruktivisme sebagai dasar keyakinan peneliti  
memberikan jawaban secara fundamental atas permasalahan penelitian mengenai 
bentuk, dan sifat dari realitas hukum  yang bermakna relatif, majemuk, intangibel, 
lokal, spesifik, dan kontekstual. Hukum dicirikan sebagai konstruksi mental 
bermacam-macam dan tidak dapat diindera.  
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3. Tipe dan Metode Penelitian 
Penelitian hukum Sosiolegal
77
  digunakan untuk menarik hukum keluar dari 
dunia objektif ke dunia subjektif sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana 
korupsi. Pergeseran ini menempatkan hukum tidak lagi berada dalam ruang hampa, 
tetapi berinteraksi secara kausalitas dengan aspek-aspek intelektual dan sosial dalam 
memilih dan mengambil tindakan hukum yang diputuskan. Pengetahuan dan 
pendekatan interdisipliner dalam studi Sosiolegal dibutuhkan untuk memperkaya 
informasi dan mengkaji hubungan sebab akibat serta memahami interaksi sosial 
aparat penegak hukum. 
Studi Sosiolegal digunakan oleh peneliti sebagai prakondisi memasuki alam 
subyektivitas aparat penegak hukum. Dalam tahap ini peneliti mengarah kepada 
usaha-usaha refleksi, interpretasi dengan bantuan metode legal hermeneutik.
78
 
Metode ini digunakan untuk mengelola pemahaman dalam hubungannya dengan 
temuan-temuan baik yang diperoleh dengan cara berdialog (percakapan dengan 
responden dan informan), maupun temuan-temuan yang diperoleh dari penelusuran 
teks-teks hukum (surat perintah penangguhan penahanan, surat dakwaan/tuntutan, 
dan putusan pengadilan tipikor). Dilakukan dengan cara menganalisis  berbagai data 
yang ditemukan, merefleksikan, dan memantulkan kembali pemahaman terhadap 
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temuan-temuan dan pada saat yang sama melakukan pemahaman terhadap diri 
sendiri dalam melihat dan memahami temuan-temuan tersebut.
79
 
4. Pendekatan  
Pendekatan reflektif  dan interpretif dalam penelitian ini, merujuk pada tradisi 
hermeneutik sebagai kekhasannya dalam penelitian manusia. Pendekatan tersebut, 
dipakai untuk memperoleh pemahaman atas temuan-temuan dari permasalahan yang 
ada. Dilakukan dengan cara menjelaskan proses-proses pembentukan makna dan 
menerangkan ihwal bagaimana makna-makna tersebut terkandung dalam bahasa dan 
tindakan hukum aparat penegak hukum, dalam upaya menegakkan hukum tindak 
pidana korupsi.  
Upaya menyusun interpretasi dilakukan melalui pembacaan tentang makna-
makna dari komunikasi dan dialog subjek penelitian (responden dan informan) 
tentang objek penelitian penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
suap dalam penegakan hukum. Selanjutnya mendeskripsikan hasil pembacaan dan 
menginterpretasi dengan menyusun konstruksi tentang makna subjek penelitian 
(aparat penegak hukum, penyidik polisi, penuntut umum, dan hakim). 
Langkah-langkah untuk memperoleh pemahanan reflektif dan interpretasi 
terhadap temuan dari responden maupun informan, dibangun dalam hubungan yang 
relatif akrab, dialogis, dan interaktif. Dengan kata lain, tujuan keseluruhan 
pendekatan penelitian dilakukan untuk merekontekstualisasi dan merekonstruksi 
makna ungkapan-ungkapan pengetahuan subjek penelitian yang diperoleh dari 
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responden (aparat penegak hukum) dan informan  yang mengetahui dan memunyai 
pengalaman terhadap subjek penelitian (aparat penegak hukum). 
Berdasarkan uraian sebelumnya, epistemologi penelitian ini bersifat, 
pengetahuan transaksional dan subjektif. Peneliti dan objek penelitian terhubung 
secara timbal balik, sehingga menghasilkan  penelitian  yang tercipta secara literal. 
5. Teknik Penentuan Subjek dan Objek, Lokasi/Tempat serta Waktu 
Penelitian 
a. Subjek Penelitian 
Pemilihan dan penentuan responden/subjek penelitian dan informan 
dilakukan secara bertujuan (purposif).  Subjek penelitian ini, yaitu aparat penegak 
hukum yang  sudah pernah atau sedang menangani perkara tindak pidana korupsi 
yang nama-namnya terdaftar sebagai berikut: 
1) penyidik polisi, yaitu AKP Roses Effendi, S.H.,M.H. dan Briptu Agus 
Wahyudi, S.H. 
2) jaksa penuntut umum, yaitu Heru Wijatmiko, S.H.,M.H. dan  
Sunardi, S.H.  
3) hakim, yaitu Baharaddin Naim, S.H.,M.H. ; Haridi, S.H.,M.H.  
dan Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.  
Terdapat juga informan, selain subjek penelitian. Informan ialah orang-orang 
yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya pernah berinteraksi sosial dengan 
aparat penegak hukum dan terlibat dalam urusan tindak pidana suap. Informan 
tersebut antara lain: Murdoko, Alfyan, Yudi, Femiyati, Budi Hartono, Nilawati, 
Suwardi, dan Abi Hasan Muan. Informan-informan ini, di antaranya berlatar 
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belakang Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Lampung Utara dan 
Lampung Timur serta informan lainnya seorang pengusaha dan seorang pengacara 
(advokat). 
b. Objek Penelitian 
Objek penelitian ditentukan berdasarkan situasi sosial (social situation) yang 
mencakup tiga unsur, yaitu tempat penelitian, pelaku (aparat), dan aktivitas. Objek 
penelitian berhubungan dengan konstruksi mental atau kontekstualisasi pengetahuan. 
Subjek penelitian (aparat penegak hukum) dalam naungan semangat konstruktivisme 
hukum berupaya melihat kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada objek penelitian  
(penegakan hukum tindak pidana korupsi) di wilayah Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang. Dalam latar hukum modern (positivisme hukum) sebagai titik pijak 
kultur hukum yang berjarak dengan subjek penelitian.  
Dengan kata lain, objek penelitian secara substansial berhubungan dengan 
upaya-upaya merekontekstualisasi sistem peradilan pidana, khususnya sistem 
penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai sistem hukum modern yang selama 
ini menonjolkan tema-tema formal dan prosedural perundang-undangan, struktur 
institusional dan perilaku hukum yang cenderung pragmatis, individual, kapitalisme, 
dan koruptif. Ini semua merupakan objek penelitian yang menampakkan paradoks 
penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang. Pelakunya adalah aparat penegak hukum, seperti penyidik polisi, 
jaksa penuntut umum, hakim sebagaimana responden di dalam pemaparan 
sebelumnya.  Aktivitas berkaitan dengan interaksi sosialnya aparat penegak hukum 
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di dalam lingkungan institusi dan dalam  sistem penegakan hukum tindak pidana 
korupsi. 
c. Lokasi/Tempat Penelitian 
Penentuan tempat atau lokasi penelitian dilakukan atas dasar pertimbangan 
sasaran, dana, dan manfaat penelitian. Berdasarkan beberapa lokasi penelitian dalam 
wilayah hukum pengadilan Tipikor yang ditinjau dari sisi sasaran dan wilayah 
hukum, menjadikan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Lampung termasuk salah 
satu daerah yang mendapat perhatian masyarakat terkait dengan penegakan hukum 
tindak pidana korupsi.  Kota lain yang terkait dengan praktik suap yang melibatkan 
aparat penegak hukum selain Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Lampung, yaitu 
Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Lokasi penelitian berada di dalam dunia 
peneliti, dalam arti peneliti melakukan penelitian di daerah sendiri dan di lingkungan 
sendiri (insider), sehingga peneliti dapat intensif melaksanakan penelitian.  
d. Waktu Penelitian 
Penelitian disertasi ini dilaksanakan melalui tahap proses pengusulan atau 
pengajuan usul penelitian. Secara efektif penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan 
Januari 2014 s.d. Juli 2014 setelah pengajuan usulan penelitian diujikan pada tanggal 
30 Agustus 2013. 
Waktu penelitian tersebut digunakan untuk memahami konteks penelitian, 
terutama terkait dengan situasi sosial objek penelitian yang mencakup tempat,  
pelaku/aktor, dan kegiatan, serta keterlibatan peneliti dalam proses penelitian. 
Tahapan proses penelitian melalui beberapa langkah, yaitu (1) persiapan penelitian  
yang berhubungan dengan materi pokok wawancara dan pengumpulan bahan-bahan 
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hukum terkait dengan konteks penelitian; (2) penelusuran responden/partisipan, 
observasi, dan penentuan waktu pertemuan dengan  subjek dan informan; (3)  proses 
penelitian yang mencakup pengumpulan dan pengolahan dan analisis temuan-temuan 
lapangan terutama penambahan-penambahan data sesudah waktu tersebut. 
6. Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data 
Berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data maka asumsi 
metodologi dalam paradigma konstruktivisme, yakni hermeneutik dan dialektikal. 
Artinya untuk dapat memahami konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan 
disempurnakan melalui interaksi peneliti dan responden. 
a. Pengumpulan data 
Menurut asal mulanya data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu (1) 
jenis data primer berupa temuan-temuan yang berasal dari aktivitas penegakan 
hukum tindak pidana korupsi dan interaksi sosial aparat penegak hukum di 
lingkungan institusinya. Terkait penanganan tindak pidana korupsi dan temuan-
temuan yang berhubungan dengan kontroversi adanya isu-su tindak pidana suap 
dalam penanganan perkara tersebut. Serta data hasil wawancara dengan subjek 
penelitian (responden dan informan). (2) Data sekunder, yakni temuan-temuan yang 
berasal dari produk tindakan hukum aparat berupa surat penangguhan penahanan, 
surat dakwaan, surat tuntutan, dan surat putusan pengadilan tipikor. Temuan yang 
dijadikan sampel adalah sebagai berikut. 
1. Putusan Perkara Tipikor Nomor:67/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk dengan 
Terdakwa Yusniar binti Sahbar dan Surniati binti Supardi, tentang 
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Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2009-2012. 
2. Putusan Perkara Tipikor Nomor:05/Pid.Sus-TPK/2013/PN.TJK dengan 
Terdakwa H. Zulkarnain bin Cik Aman Rangga dan Umar Mukhtar,S.Pd. bin 
H.Mukhtar tentang Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan 
Kabupaten Lampung Utara tahun 2011. 
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.SP.N/16c/III/2013. Reskrim 
Tanggal 25 Maret 2013 tentang Penangguhan Penahanan Desson Mufni,S.E. 
tersangka kasus Penyalahgunaan Dana Pemeliharaan Jalan Kabupaten 
Lampung Timur tahun 2011. 
4. Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor:013/Pi.Sus-
TPK/2014.PN.TJK. Terdakwa a.n. Berti Astuti,S.H.,M.M. binti Ibrahim 
tanggal 11 Juni 2014 tentang Korupsi Dana Sertifikasi Guru PNS Daerah 
Kabupaten Lampung Utara tahun 2012. 
5. Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor:51/Pid.TPK/2013 
tanggal 14 Juli 2014 Perkara Tipikor tentang Penyalahgunaan Dana 
Proyek Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Propinsi Lampung tahun 
2012.  
Data primer diperoleh dari aparat penegak hukum di wilayah hukum 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang terkait kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di 
Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Timur. Dua kabupaten tersebut 
termasuk  ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Kasus tindak 
pidana korupsi yang diteliti berasal dari hasil pengembangan penyelidikan kepolisian  
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karena itu penyelidikan/penyidikan dilakukan di bawah koordinasi dan kendali 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisan Daerah Lampung. Hasil 
pengembangan kejaksaan memutuskan penyelidikan/penyidikan dilakukan di bawah 
koordinasi dan kendali asisten pidana khusus kejaksaan tinggi. Data sekunder (bahan 
hukum primer) diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Teluk Betung, Bandar 
Lampung.  
Selama 6 (enam) bulan di awal 2013 peneliti telah mewawancarai beberapa 
responden, mulai dari Perwira Unit Tindak Pidana Korupsi Polda Lampung Ajun 
Komisaris Polisi (AKP), Rosef Effendi, S.H.,M.H. Penyidik polisi Brigadir satu 
(Briptu), Agus Triono, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi 
(Kejati) Lampung, Heru Wijatmiko, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 
Negeri Kotabumi, Loso Waluyo, S.H. hingga beberapa Hakim Tipikor, yaitu 
Baharuddin Naim, S.H.M.H. ; Haridi, S.H.,M.H. serta dua Hakim Tinggi Pengadilan 
Tinggi Tanjungkarang, yaitu Guntur Purwanto, S.H.M.H. dan Susanto, S.H.,M.H. 
Wawancara dilakukan juga dengan  beberapa informan, antara lain  Murdoko 
(PNS Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemda Lampung Utara), Alfyan (PNS Dinas 
Pekerjaan Umum  Kabupaten Lampung Utara), Suwardi, S.H.,M.H. (Swasta/Direktur 
CV), selain itu Dodi Nugroho, Nilawti (PNS Pemerintah Kabupaten Lampung 
Timur),  Budi Hartono (PNS Lampung Timur). 
Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur karena hanya berpedoman pada 
beberapa pertanyaan pokok, selanjutnya dikembangkan dalam wawancara. 
Selanjutnya dilakukan pengamatan baik langsung terhadap responden maupun 
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informan. Hasil wawancara awal, hingga semuanya terkumpul (wawancara akhir) 
dibaca oleh peneliti guna mencari dan menemukan kata-kata penting dan simbol-
simbol. Argumen-argumen tersebut dikumpulkan melalui kegiatan pengelompokan 
dan penandaan. Usaha untuk menemukan kata-kata penting tersebut menggunakan 
analisis induktif, yakni analisis dilakukan terus menerus tanpa menunggu data 
terkumpul lengkap untuk mencari/menemukan katagori, tema , dan model.
80
 
Temuan-temuan yang berasal dari studi kasus terhadap putusan-putusan 
perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang sama untuk mencari dan 
menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, dan argumen-argumen yang diuraikan 
dalam putusan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagian diperoleh 
dari proses pencatatan yang berasal dari pengamatan langsung. Sebagian lainnya 
berasal dari informasi media cetak, TV lokal, dan diskusi dengan teman sejawat. 
b. Pengolahan Data 
Pemahaman terhadap data dalam penelitian legal hermeneutik sangat 
dibutuhkan untuk mempermudah analisis terkait dengan hal-hal yang menjadi 
lingkup penelitian hermeneutik dalam payung konstruktivisme, yaitu. 
b. Maksud  Perkataan Pembicara  
Cerita, ungkapan, pernyataan, perkataan yang disampaikan responden terkait 
objek penelitian merupakan fakta-fakta yang mengandung tujuan, gagasan, 
dan nilai-nilai. Dalam hal ini, diperlukan interpretasi dan refleksi agar 
diperoleh esensi berupa makna-makna dari semua aspek yang menjadi esensi 
pembicaraan. 
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 Suwardi Endraswara, Metode, Teori dan Teknik Penelitian Kebudayaan, (Sleman:Pustaka 
Widyatama, 2006) hlm.44 
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c. Konteks Sejarah 
Fakta-fakta lain yang penting untuk diambil esensinya dari pembicaraan 
adalah fakta-fakta yang mendukung muncul atau lahirnya cerita, ungkapan, 
pernyataan, perkataan. Dengan asumsi subjek penelitian (responden dan 
informan) mau bercerita, mengungkapkan sesuatu dari objek penelitian, 
artinya subjek penelitian mempunyai konteks latar belakang atau konteks 
sejarah atas sesuatu pembicaraan yang diungkapkan. Dengan kata lain, 
diperlukan interpretasi historis untuk dapat membentuk pengertian atau 
makna dari cerita atau ungkapan pembicaraan yang lahir dari sebuah 
lingkungan sejarah. 
d. Konteks Masa Kini 
Fakta-fakta yang dapat diambil dari konteks kekinian adalah fenomena-
fenomena aktual yang menjadi objek kajian tindak pidana suap dalam 
penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan berbagai fragmentasinya. 
Makna yang akan diperoleh adalah aktualisasi nilai-nilai pembicaraan ke 
dalam keadaan yang sedang berlangsung. 
e. Pengalaman Peneliti 
Interpretasi terhadap pengalaman peneliti bermanfaat untuk memberikan 
interpretasi dan refleksi atas fakta-fakta yang berupa harapan-harapan, nilai, 
pengalaman-pengalaman,  serta elaborasinya terhadap ungkapan tersebut.  
c. Analisis Data 
Refleksi analisis dialog dalam penelitian legal hermeneutik dapat dianalisis 
berdasarkan hubungan-hubungan fakta sebagai berikut. 
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1) Pembicara dan isi pembicaraan (maksud, tujuan, dan nilai-nilai yang 
dimiliki pembicara). Refleksi dialog ini dilakukan secara berulang-ulang 
untuk memastikan keselarasan makna yang terkandung di dalamnya.  
2) Perkataan dan sejarah. Peneliti menghubungkan esensi isi ucapan dengan 
konteks sejarah asal ucapan itu dibuat atau dilahirkan. Baik konteks sejarah 
dalam ucapan maupun teks hukum formal atau prosedural berhubungan 
dengan sejarah pemikiran positivisme hukum atau sejarah penerimaan 
hukum modern atau sejarah penerimaan asas hukum legalitas. Dialog antara 
ucapan dan konteks sejarah yang diucapkan dilakukan secara berulang-
ulang untuk memungkinkan adanya lingkaran hermeneutik.  
3) Ucapan dan peneliti. Peneliti menghubungkan isi teks dengan pengalaman-
pengalamannya, harapan, keyakinan, dan keinginannya yang dijadikan 
tujuan penelitian. Peneliti berusaha melihat keselarasan dalam relasi yang 
berulang kali. Refleksi terhadap hal ini untuk memperoleh pemahaman baru. 
Upaya meningkatkan pemahaman atas temuan data dan fakta serta menjamin 
kredibilitas data/fakta digunakan teknik triangulasi
81
sumber, yaitu teknik 
pemeriksaan keabsahan data  melalui  pengecekan ulang dan membandingkan derajat 
keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam 
penelitian ini, triangulasi digunakan untuk mengecek antara temuan yang bersumber 
dari wawancara dengan responden dan wawancara dengan informan; serta hasil 
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 Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan suatu 
data benar-benar tepat menggambarkan fenomena yang diteliti. Bachtiar S.Bachri, Meyakinkan 
Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif, Jurnal Teknologi Pendidikan Voume 
10 Nomor 1, April 2010. 
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pengamatan. Temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dibandingkan dengan 
hasil studi dokumen.   
F. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan disertasi ini terdiri atas lima bab, yaitu bab I, Bab II,  
Bab III, Bab IV,  dan Bab V. Garis besar isi di dalam setiap bab tersebut terdapat  
dalam uraian berikut ini.   
Bab I Pendahuluan berisi uraian latar belakang timbulnya permasalahan; 
fokus studi berisi uraian lingkup kajian, dalam hal ini yang menjadi objek ilmu 
hukum pidana yang menjadi penelitian penulis dan pokok permasalahan yang hendak 
dijawab dalam pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini, juga diuraikan kerangka 
pemikiran peneliti terkait dengan objek studi yang menjadi fokus penelitian. 
Selanjutnya, dikemukakan tujuan dan kontribusi penelitian ini secara teoritis dan 
praktis. Proses penelitian dari tipe, paradigma, pendekatan, bahan hukum hingga 
teknis metode penelitiannya. Orsinalitias penelitian pun dikemukakan di bagian ini. 
Bab II Kerangka teori, berisi beberapa konsep dan teori tentang sistem 
peradilan pidana, tindak pidana suap, dan tipologinya. Konsep kultur hukum dan 
kultur hukum internal yang menggunakan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, 
Pancasila sebagai Jiwa Bangsa dan Cita Hukum Indonesia, dan model pluralisme 
hukum Masaji Chiba. Konsep ilmu hukum pidana dan moral serta hubungan 
keduanya. 
Bab III dan IV merupakan pembahasan terhadap dua masalah pokok 
berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hal-hal terkait dengan gambaran penanganan 
perkara tindak pidana korupsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, 
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penuntutan, dan mengadili. Gambaran kultur  dan subkultur yang hidup dalam 
kebiasaan aparat dalam panangan tindak pidana korupsi. Bentuk subkultur prosedural 
dalam penanganan tindak pidana korupsi, seperti dalam lingkungan penyidik polisi 
dalam bentuk ketaatan terhadap asas legalitas dan ketaatan prosedural pada penuntut 
umum berupa fungsionalisasi keahlian teknis jaksa penuntut umum. Bentuk di 
lingkungan hakim berupa rutinitas hakim dalam mengadili  perkara. Subkultur suap 
dalam bentuk tindakan hukum berupa generalisasi sepintas lalu, tebang pilih, reduksi 
jangkauan hukum, dan kanalisasi pemaknaan hukum dan bermain di strafmaat. 
Pembahasan dalam Bab IV menguraikan rekonstruksi kultur hukum dan 
subkultur hukum yang mencegah perilaku tindak pidana suap dengan menyusun 
konsep atau merevisi konsep yang lebih baik, yaitu ilmu hukum pidana dan moral 
iintegral. Merekonstruksi cara berpikir dan dalam memahami korupsi selama ini 
dengan melakukan reinterpretasi. Dalam bab ini, diuraikan juga model strategi 
pencegahan dengan menggunakan teori Neo Jean Piaget dan Masaji Chiba melalui 
berpikir cerdas dan arif/bijaksana serta membiasakan menghidupkan hukum agama 
dalam aktivitas penegakan hukum. 
Bab V berisi simpulan dan saran (rekomendasi) peneliti terkait hasil temuan 
penelitian yang telah dibahas dan dianalisis dalam bab IV. 
G. Orisinalitas Penelitian 
Penelitian disertasi dengan judul ―Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral 
Suatu Telaah Kultur Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Suap yang 
Melibatkan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor 
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Tanjungkarang Lampung‖  mengungkapkan dan menjelaskan adanya ragam temuan 
baru dari objek studi hukum pidana dan penegakan hukum pidana.  
Hasil kekinian (hal baru) temuan penelitian ini, menunjukkan orisinalitas  yang 
berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu terhadap objek 
studi yang sama. Orisinalitas penelitian disertasi ini mencakup, hal-hal sebagai 
berikut. (1) Pengembangan konsep teoritikal. (2) Pengembangan konstruksi kognitif 
pencegahan tindak pidana suap yang memperkuat kultur hukum. (3) Pengembangan  
objek kultur hukum sebagai bagian studi hukum pidana dan penegakan hukum 
pidana. 
1. Pengembangan Konsep Teoritikal Integrasi Ilmu Hukum Pidana                    
dan Moral 
 
Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni pada 
penelitian hukum pidana dan penegakan hukum pidana umumnya, baik secara penal 
maupun nonpenal hanya berdasarkan pada aspek substansi hukum (hukum pidana 
material, dan hukum pidana formal) atau aspek struktur hukum (struktur 
administratif tugas dan wewenang institusional). Penelitian tersebut tidak 
menjangkau kultur aparat penegak hukum, sehingga tidak mampu menjelaskan 
bagaimana aspek mental dan moral spiritual dalam wujudnya sebagai kultur hukum. 
Sehingga mampu meningkatkan kualitas proses penegakan hukum tindak pidana 
korupsi dan kualitas produk tindakan hukum yang mempunyai nilai akuntabilitas, 
transparansitas kebenaran, dan keadilan.  
Penelitian ini mengintegrasikan ilmu hukum pidana dan moral sebagai 
konsep berpikir hukum dengan tujuan dapat memberikan pemahaman dan 
menjelaskan bahwa ada bagian-bagian hukum pidana yang tidak bisa dijelaskan oleh 
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hukum legal formal. Akan tetapi, memerlukan subjektivitas moral dan mental untuk 
memberi pemahaman nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral menunjukkan orisinalitasnya sebagai ilmu hukum pidana 
kritis yang kontekstual dengan rambu-rambu sistem hukum nasional dan konteks 
kekinian, mengelaborasi, dan mengakomodasi subjektivitas moral. Semuanya  
diperlukan dalam membantu mendiagnosis problem utama ilmu hukum pidana dan 
penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak mampu menjawab dan 
menjelaskan kebenaran dan keadilan substantif. Dengan demikian, integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral berguna sebagai kontrol intelektual dan kontrol diri dalam 
meningkatkan kesadaran dan keiklasan secara kritis dalam hal kesungguhan 
melakukan analisis dan pertimbangan yang cermat, kritis melihat hubungan-
hubungan, kejanggalan-kejanggalan, dan kesalahan-kesalahan yang terselubung. 
Mawas diri terhadap pembenaran (rasionalisasi)  yang dicari-cari, serta kritis 
terhadap segalanya yang tidak relevan, terhadap prasangka-prasangka, dan terhadap 
perasaan pribadi atau kelompok/golongan. 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral secara kritis memerlukan piranti 
kognitif yang mampu menyerap interdisipliner ilmu, psikologi kognif, agama, sosial, 
dan budaya dalam naungan paradigma konstruktivisme berinterelasi secara dialektis 
menggerakkan dan menghidupkan nilai-nilai utama sosiokultural yang memperkuat  
kultur hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan melaksanakan 
ketaatan kepada Tuhan YME dengan melaksanakan amal ibadah dan keluhuran akal 
budi dan nurani, serta konsisten dalam menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus 
mengatasi kesenjangan teoritik ilmu hukum pidana dan penegakan hukum pidana, 
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selama ini yang hanya bertumpu dan membenarkan hukum pidana materil dan formal 
sebagai satu-satunya landasan berpikir menegakkan hukum dan keadilan. 
2. Pengembangan Konstruksi Kognitif Pencegahan Tindak Pidana Suap 
yang Memperkuat Kultur Hukum  
 
Secara spesifik aspek kebijakan kriminal, model normatif pencegahan tindak 
pidana suap yang ada terbukti tidak mampu mengontrol perilaku dan tindakan hukum 
aparat penegak hukum. Fakta sebaliknya menunjukkan bahwa model normatif sering 
digunakan aparat untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan prbadi. 
Konstruksi kognitif menempatkan pola pikir (mindset) dalam struktur kognitif aparat 
sebagai subjek perubahan, sehingga kematangan, pengalaman, serta kebijaksanaan 
aparat penegak hukum dalam konsep pencegahan model kognitif  memberikan jalan 
bagi perubahan aparat penegak hukum secara orisinalitas untuk menghidupkan 
pluralisme hukum dalam memperkuat kultur hukum. 
3. Pengembangan  Objek Kultur Hukum sebagai Bagian Studi Hukum 
pidana  dan Pemikiran Hukum Pidana Kritis/Konstruktif 
 
Sistem hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana dalam penelitian-
penelitian hukum masih terisolasi dari konteks kultur hukum. Andai pun menjadi 
objek pembahasan, itu dilihat dari sisi yang luas dan dari perspektif sosiologi atau 
antropologi. Dengan demikian, penelitian-penelitian tentang aspek kultur hukum 
merepresentasikan objektivitas sosial, bukan subjektivitas tindakan hukum. 
Orisinalitas penelitian tentang objek kultur hukum ini memberikan kontribusi pada 
orientasi mental dan nilai-nilai yang berfungsi mengembalikan akal sehat dan 
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kecerdasan intelektual. Guna menerapkan dan melaksanakan hukum pidana dan 
penegakannya dengan niat yang baik untuk berbuat adil dan bijaksana. 
Penelitian dalam disertasi ini dapat dibandingkan originalitasnya dengan 
beberapa penelitian terdahulu sebagaimana  uraian  dalam tabel 3 berikut ini.   
Tabel  3 : Kebaruan Penelitian 
1 Judul Buku/Disertasi           
dan Peneliti/Penulis 
 
 
Substansi Penelitian 
Perbandingan  
Unsur Kebaruan dengan Penelitian 
Disertasi  
 Slamet Haryadi 
1 2 3 4 
1 Sistem Hukum 
Pidana               dan 
Bahaya Laten 
Korupsi: Perspektif 
Tegaknya Keadilan 
Melawan Mafia 
Hukum/  IGM 
Nurdjana UII (2009). 
1. Objek penelitian hukum 
pidana posistif  (formil 
dan materil) dalam 
hubungannya dengan 
pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
2. Mendeskripsikan sistem 
hukum pidana sebagai 
hukum positif dalam 
kajian sistem hukum 
(substantif, struktur, dan 
kultur) dan 
perbandingannya 
dengan sistem negara 
lain 
3.  
1. Orisinalitas penelitian disertasi 
penulis, terletak pada aspek moral dan 
aspek kultur penegakan hukum serta 
pemanfaatan interdisipliner ilmu, 
psikologi kognitif, sosial budaya dan 
agama dalam kognisi menggerakkan 
dan menghidupkan cara berpikir 
hukum kritis dan konstruktif dalam 
penegakan hukum. 
2 Kultur Hukum 
Ekonomi 
Hakim/Teddy 
Asmara                
(Undip, 2010) 
1. Objek penelitian 
perilaku/kultur tindak 
pidana suap hakim. 
2. Mendeskripsikan secara 
antropologis perilaku 
tindak pidana suap 
hakim sebagai kultur 
hukum ekonomi hakim. 
(empirisme hukum) 
1. Kekinian Disertasi penulis 
dibandingkan dengan penelitian 
Teddy Asamara. Peneliti lebih fokus 
pada refleksi pemikiran ilmu hukum 
pidana dan moral aparat terhadap 
praktik tindak pidana suap dalam 
wujud tindakan hukum  dalam 
penanganan kasus tindak pidana 
korupsi. 
2. Mendeskripsikan konsep ilmu hukum 
pidana dan moral aparat dalam 
tindakan hukum sebagai model 
Pemberantasan Tipikor (?) yang 
merefleksikan pencegahan tindak 
pidana suap aparat. 
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3 Rekonstruksi Kultur 
Hukum Hakim 
Berbasis Hukum 
Progresif/ 
Syamsuddin. (Undip, 
2010) 
1. Objek penelitian 
putusan Hakim Tipikor 
sebelum dan sesudah 
terbentuknya Pengadilan 
Tipikor terkait 
perbedaan penjatuhan 
hukuman. 
2. Mendeskripsikan faktor-
faktor              sosiolegal 
pemaknaan kultur 
hukum hakim dalam 
memutus perkara tindak 
pidana korupsi dalam 
perspektif hukum 
progresif.   
 
1. Disertasi penulis berangkat dari  
objek penelitian tentang tindak pidana 
suap yang dilakukan oleh aparat  
penegak hukum  dalam penanganan 
tindak pidana korupsi di wilayah 
Hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang. 
2. Menyusun konsep ilmu hukum 
pidana dan moral untuk menjawab 
persoalan tindak pidana suap dan 
melakukan strategi pencagahan 
melalui kulturalisasi ilmu hukum 
pidana dan moral. 
4 Reformasi Kultur 
Hukum Hakim Anak 
dengan Pendekatan 
Hukum 
Progresif/Nikmah 
Rosyidah        
(Undip, 2014) 
1. Objek penelitian proses 
pemeriksaan anak 
dalam persidangan oleh 
hakim di pengadilan 
dengan Metode 
Hermeneutik 
2. Mendeskripsikan secara 
sociolegal kultur hakim 
anak dalam perspektif 
hukum progresif 
 
1. Disertasi peneliti, memiliki kesamaan 
telaah kultur hukum, tetapi secara 
substansi dan objek penelitiannya 
berbeda  kajian. 
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BAB II 
KERANGKA TEORI 
 
A. Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian 
a. Sistem Peradilan Pidana 
Sistem peradilan pidana secara sempit sering diartikan sebagai sistem 
pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu 
mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa.
82
 Hal ini dapat dimaklumi, 
apabila peradilan pidana hanya dilihat sebagai tumpuan penjatuhan pidana. 
Sistem peradilan pidana mempunyai banyak bagian (segmen). Berfungsinya 
sistem sangat tergantung dengan berfungsinya bagian-bagian dalam menjalankan 
hukum.  Bagian-bagian tersebut mencakup, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga pemasyarakatan dan hukum itu sendiri. Dengan kata lain sistem 
peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis apabila setiap bagian 
memperhitungkan bagian lainnya sehingga semua berjalan fungsional. Apabila antar 
bagian tidak berjalan fungsional sistem peradilan pidana akan menjadi rentan 
terhadap fragmentasi dan ketidak efektivan.
83
  
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam arti luas hakekatnya 
sebagai sistem penegakan hukum pidana,  secara integral merupakan satu kesatuan 
berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari (1) komponen substansi hukum  
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 Barda Nawawi Arief, Reformasi, Op.Cit. hlm.2. 
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 Fragmentasi dan ketidak efektivan secara sederhana dapat diukur dari meningkatnya 
kejahatan dan tidak dapat diturunka, dan pelanggaran hukum terus menerus melakukan kejahatan.  
Lihat, Alan Coffey, An Introductional To The Criminal Justice System and Process (New 
Jersey:Prince Hall, Inc, Englewood Cliffs,1974). Hlm.4. 
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(legal substance), berupa norma hukum atau peraturan perundang-undangan. (2) 
struktur hukum (legal structure) yaitu komponen struktural atau institusional di 
dalamnya prosedur dan administrasi. 3) kultur hukum (legal Culture) atau nilai-nilai 
filosofi hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran sikap 
perilaku hukum/perilaku sosialnya dan pendidikan ilmu hukum. Dengan kata lain 
kultur hukum ini mencakup juga konsep ide dasar/gagasan/wawasan dan nilai-nilai 
keilmuan, intelectual philosophy/conception/basic ideas.
84
  
Sistem peradilan pidana terkait dengan ketiga komponen tersebut masing-
masing mengandung  aspek integral (satu kesatuan) sebagai sistem, sebagai berikut, 
(a) substansi hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana mempunyai 
ruas/bagian yang mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan 
hukum pelaksanaan pidana.
85
 (b) struktur hukum sebagai komponen sistem peradilan 
pidana mempunyai ruas/bagian menyangkut bekerja atau berfungsinya institusi 
penegak hukum, kewenanganan aparat penegak hukum, penyidik polisi, penuntut 
umum dan hakim dalam menjalankan kekuasaannya dalam menegakkan hukum 
pidana. (c) kultur hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana mempunyai 
ruas/bagian yang paling mendasar berhubungan dengan nilai-nilai, sikap dan 
pandangan aparat penegak hukum dalam membangun dan menghidupkan agar 
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 (a) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan 
berbagai ketentuan pidana yang berada dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP merupakan 
hukum pidana materiel.  (b) (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
(KUHAP)  , dan ketentuan hukum acara pidana lainnya yang berada dalam perundang-undangan 
khusus di luar KUHAP merupakan hukum pidana formal. (c) UU nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan dan ketentuan lain diluar UU ini yang mengatur tentang narapidana merupakan 
hukum pelaksanaan pidana. 
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hukum bekerja sesuai dengan fisafat hukum,  asas-asas hukum, teori-teori hukum dan 
kesadaran dalam berperilaku hukum. 
Sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum dengan tiga komponen 
dan berbagai ruas bagian di dalamnya tersebut mempunyai tujuan : 
b) Mencegah  masyarakat menjadi korban kejahatan 
c) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan, 
d) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lai kejahatannya.
86
 
 
b. Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi   
Sistem peradilan pidana, dalam konteks sistem peradilan tindak pidana 
korupsi dilihat dari aspek sistem substansi hukum,  diberlakukan hukum pidana 
materiel yang berada di luar KUHP (KUHP hanya mengatur hal-hal yang 
umum/induk), yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang 
nomr 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Sedangkan dari keberlakuan 
hukum pidana formal, sistem peradilan  tindak pidana korupsi selain tetap mengacu 
kepada KUHAP, tetapi juga merujuk kepada UU TPK di atas, karena dalam undang-
undang tersebut mengatur pula ketentuan hukum pidana formil. 
Dari aspek struktur hukum, sistem peradilan tindak pidana korupsi, 
mempunyai perbedaan mendasar terkait dengan institusi/badan/kekuasaan 
penyidikan dan penuntutan dan mengadili (pengadilan). Sebelum reformasi, sistem 
peradilan tindak pidana korupsi menjadi kewenangan dominan institusi kepolisian, 
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kejaksaan dan pengadilan, tetapi saat ini kewenangan penyidikan dan penuntutan, 
dan mengadili dalam sistem peradilan tindak pidana tipikor mengalami perubahan 
mendasar sebagai berikut:   
a) lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan amanat Undang-
Undang RI nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (KPK), yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti halnya kewenangan yang 
dimiliki oleh Polisi dan  Kejaksaan, bahkan lebih luas dari keduanya. 
Kekuasaan dan kewenangan KPK  lebih difokuskan untuk penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat 
penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya 
dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian yang meresahkan 
masyarakat; dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
87
 
b) Luasnya wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 
disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK sebagai 
berikut,: (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi 
Pemberantasan Korupsi  berwenang : 
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 
bepergian ke luar negeri; 
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c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang 
keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, 
terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 
kepada instansi yang terkait; 
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, 
lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau 
terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada 
hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang 
bukti di luar negeri; 
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 
dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 
 
Hadirnya KPK dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi secara 
tidak langsung mengurangi eksistensi kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan 
hukum tindak pidana korupsi. Polisi dan Kejaksaan dalam menyelenggarakan 
kekuasaan di bidang penyidikan dan penuntutan tidak lagi dominus Litis. Hal ini 
disebabkan KPK juga mempunyai wewenang sama, yakni melakukan penyelidikan/ 
penyidikan dan melakukan penuntutan. Bahkan lebih dari itu termasuk wewenang 
KPK adalah:  (1) melakukan supervisi (monitor, kordinasi dan pengawasan) terhadap 
bekerjanya sistem peradilan oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim 
dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Polisi, jaksa, hakim dicurigai akan 
melakukan tindak pidana suap, dilakukan tindakan operasi tangkap tangan. (2) dalam  
melaksanakan wewenang supervisi KPK dapat mengambil alih penyidikan atau 
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penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang sedang dilakukan oleh Kepolisian 
atau Kejaksaan.
88
  
Mengejawantahkan UUKPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak 
pidana korupsi, berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, 
pada tanggal 28 April 2011 diresmikan 14 Pengadilan Tipikor, salah satunya adalah 
pengadilan tipikor Tanjungkarang. Terbentuknya pengadilan tipikor ini diharapkan 
akan semakin optimal pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah-daerah.
89
 
Apabila digambarkan bekerjanya sistem penegakan hukum tindak pidana 
korupsi  oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum, KPK, maka  mekanisme  
penegakan hukum tindak pidana korupsi bermuara kepada peradilan khusus tindak 
pidana korupsi sesuai ketentuan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini sebagai wujud realisasi 
putusan mahkamah konstitusi yang memutus tiga perkara dalam satu putusan yakni 
purutsan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang isi putusannya menyatakan dua 
hal, pertama, menyatakan Pasal 53 UUKPK inkonstitusional, kedua, menyatakan 
pengadilan tipikor masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai tiga 
tahun setelah putusan MK. Selama itu pula pembentuk undang-undang diberikan 
waktu melakukan perbaikan undang-undang, jika tidak maka perkara korupsi akan 
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 Lihat, Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2002  ayat  (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
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Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 
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 Sebelum terbentuk UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, pada tahun 
2004 sudah ada pengadilan Tipikor  di Jakarta di bawah pengadilan negeri Jakarta Pusat yang 
kewenangannya menerima, memeriksa dan memutus perkara korupsi yang terjadi diseluruh Indonesia. 
Kasus tindak pidana korupsi yang pertama ditangani adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh 
Gubernur Aceh Abdullah Puteh.   
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kembali menjadi wewenang pengadilan umum. Apabila digambarkan sistem 
peradilan tindak pidana korupsi sebagai berikut: 
Gambar 2 :  Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Apabila dilihat dari aspek kultur hukum sistem peradilan tindak pidana 
korupsi, maka kultur hukum aparat penegak hukum mengejawantahkan sistem 
peradilan tindak pidana korupsi yang merefleksikan nilai-nilai dan sikap menjunjung 
filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum  dan kesadaran berperilaku hukum. Aspek 
kultur hukum aparat penegak hukum ini sangat penting, karena akan menggerakkan 
proses hukum  kepada sistem. Tuntutan dalam bentuknya sebagai sikap dan perilaku  
yang merupakan bagian kultur hukum masyarakat harus diproses agar sesuai dengan 
kultur hukum aparat penegak hukum.  
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Kultur hukum aparat penegak hukum inilah yang menggerakkan dan 
menghidupkan proses hukum kepada sistem. Sistem peradilan tindak pidana korupsi, 
pada dasarnya merupakan sebuah organisme kompleksitas dimana substansi, struktur 
dan kultur berinteraksi. Sebagai sistem setidaknya mengandung tiga hal esensial, 
yaitu input, proses dan output.
90
  
Input berhubungan dengan perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban 
seseorang melakukan tindak pidana korupsi. penentuan perbuatan, kesalahan dan 
pertanggungjawaban pidana dari penyidik polisi mulai memproses, hingga jaksa 
penuntut umum dan hakim. Kesemua proses dilakukan secara sistematis, membuat 
berita acara penyidikan, membuat dakwaan dan hakim bersama-sama jaksa penuntut 
umum, advokat memeriksa perkara dipersidangan. Selanjutnya hakim menghasilkan 
output dalam bentuk putusan pidana dapat berupa menghukum, melepaskan atau 
membebaskan terdakwa.  
Output ini bisa menghasilkan efek besar atau kecil, dan gambaran efek ini 
akan mengalir kembali ke dalam sistem tersebut, menjadi umpan balik. Apabila 
digambarkan sistem akan berjalan sistematis adalah sebagai berikut: 
Gambar 3 : proses sistematisasi 
 
 
 
Kegunaan yang berbeda antara input, proses, output, sistem peradilan pidana 
dapat dilihat sebagai bagian-bagian yang sistematik. Proses sistem mengacu pada 
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banyak kegiatan polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan 
sebagai bagian dari sistem. Pendekatan proses pada dasarnya digunakan untuk tujuan 
konsistensi dalam setiap konteks dengan merujuk pada apa yang diperbuat adalah  
untuk sistem. Input, adalah sesuatu yang telah disepakati dengan sistem, prroses 
adalah sistem berhubungan dengan input; dan output adalah hasil dari hasil proses 
yang mungkin diinginkan atau tidak diinginkan dalam peradilan pidana. 
91
 
Menggunakan perbedaan antara input, proses, output, kita dapat melihat 
sistem peradilan pidana di bagian utama sistematis. proses sistem mengacu pada 
banyak kegiatan polisi, jaksa, advokat dan hakim. Hakim sebagai aparat penegak 
hukum yang paling terlihat dalam sistem yang paling signifikan untuk mewujudkan 
proses dari input yang diterima penyidik polisi, jaksa penuntut umum, seperti, (1) 
pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-
hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan  yang akan diderita dari akibat 
putusan tersebut. (2) pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang 
saling bertentangan  dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan. 
92
 Baik dari 
tujuan peradilan pidana, ataupun tugas-tugas aparat penegak hukum, kesemuanya 
berhubungan dengan responbilitas, liabilitas, dan akuntabilitas.
93
Sistem peradilan 
tindak pidana korupsi melalui kekuasaan penyidikan, penuntutan, dan mengadili 
dengan responbilitas, liabilitas dan akuntabilitas, sistem peradilan tindak pidana 
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korupsi diharapkan mampu memperhatikan ―adanya kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan tindakan hukum ataupun keputusannya‖.94  
c. Penegakan Hukum 
Penegakan hukum merupakan proses sistemik penerapan dan pelaksanaan 
hukum pidana materiel dan formal oleh penyidik polisi kepada tersangka, kemudian 
dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diajukan kepersidangan dan 
dilakukan penuntutan. Selanjutnya majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili, 
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan menjalani hukuman di lembaga 
pemasyarakatan.  
Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam beriinteraksi dan interelasi hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
95
  
Penegakan hukum oleh Jimly pengertiannya dapat ditinjau dari sudut subjek 
dan objek.
96
 Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek 
dalam arti luas, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 
sempit, hanya aparatur penegakan hukum tertentu yang mempunyai otoritas untuk 
menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 
seharusnya.  
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Ditinjau dari sudut objek, atau segi hukumnya, mencakup makna yang luas 
dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan 
yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, 
penerjemahan perkataan „law enforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia dalam 
menggunakan perkataan ‗penegakan hukum‟ dalam arti luas dan dapat pula 
digunakan istilah „penegakan peraturan‟ dalam arti sempit.  
Berdasarkan uraian di atas penegakan hukum merupakan upaya yang 
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun 
dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan 
hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur 
penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang 
untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.  
Penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, 
menempatkan tersangka/terdakwa, sebagai input sekaligus output sistem peradilan 
pidana yang secara dialektis dan berkelanjutan merupakan umpan balik (feedback) 
dari proses  penegakan hukum dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya sistem 
penegakan hukum pidana secara nyata dalam kehidupan berhukum di masyarakat 
agar tercapai tujuan (a) jangka pendek; resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak 
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pidana, (b) jangka menengah;pengendalian dan pencegahan kejahatan, (c) jangka 
panjang;kesejahteraan masyarakat.
97
 
Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja 
secara objektif dan tidak bersifat memihak, serta memerhatikan dan 
mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap 
setiap tindakan hukum aparatur penegak hukum sebagai dampak kebijakan penal. 
Oleh karena itu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan 
hukum penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak 
memihak. Soerjono Soekanto menyebut 5 faktor sebagai berikut: 
1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5) Faktor kekulturan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
 98
 
 
Memperhatikan kelima faktor tersebut, maka penegak hukum yang baik  
merupakan faktor dominan  untuk mewujudkan kualitas nilai dan produk dari proses 
penegakan hukum. Secara personal penegak hukum yang baik dapat diketahui dari 
cara pikirnya tentang hukum, yang mendasarkan pada keilmuan dalam setiap  
menghadapi persoalan penegakan hukum. Secara sosial, aparat penegak hukum yang 
baik   yang mencerminkan kualits keilmuannya adalah aparat penegak hukum yang 
dipercaya dan menjadi panutan masyarakat. 
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2. Asas-Asas Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi 
Di atas telah diuraikan keterkaitan susb-sistem satu dengan subsistem lainnya 
dalam sistem  peradilan pidana menggambarkan kompleksitas  masalah dalam usaha 
mewujudkan keberhasilan sistem peradilan pidana. Keterkaitan antara penyidik 
polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana akan 
menimbulkan dampak pada subsistem yang lainnya. Oleh Mardjono Reksodiputro, 
keterkaitan satu dengan lainnya seperti bejana berhubungan. Setiap masalah dalam 
salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada subsistem yang lainnya. 
99
 
Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak 
kembali pada subistem awal atau akhir. Pada akhirnya tidak jelas, mana yang sebab 
awal, dan mana yang akibat. Oleh karena itu sistem peradilan pidana sebagai proses 
mata rantai penegakan hukumm, membutuhkan perhatian kepada bekerjanya aparat 
penegakRajawa hukumm dalam  penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim, 
meskipun terakhir akan bertumpu kepada penjatuhan pidana oleh hakim. 
Sistem peradilan tindak pidana korupsi, selain ditata menurut KUHAP, tetapi 
juga secara khusus ditata menurut UUTPK, karena di dalam UUTPK juga mengatur 
tentang penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 100
 
KUHAP, dan secara khusus dalam UUTPK, UU KPK dan UU Pengadilan 
Tipikor merupakan hukumm pidana formil, adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan 
positif hukumm mengenai tatacara  beracara dalam sistem peradilan tindak pidana 
korupsi. Ketentuan-ketentuan itu mengikat siapapun yang akan beracara, baik 
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penyidik polisi, penyidik KPK dan penyidik jaksa, penuntut umum, dan hakim, 
maupun seorang pegawai negeri, penyelenggara negara, atau orang-orang swasta 
atau korporasi yang disangka melakuikan korupsi atau tindak pidana suap. 
Hukum acara pidana dalam hubungan ini berfungsi menjamin 
berlangsungnya peradilan tindak pidana korupsi yang akan berjalan di atas landasan 
ideologi supremasi hukum dan tidak boleh digunakan untuk merespon kehendak dan 
kepentingan apapun yang akan menodai dan merusak bekerjanya sistem peradilan. 
Oleh karena itu hukum pidana formil bukanlah sekedar pengetahuan tentang 
ketentuan hukum acara pidana dalam rumusan yang positif seperti itu, tetapi lebih 
dari itu pemahaman terhadap spirit dan jiwa hukum acara pidana yang dilatari oleh 
pemikiran-pemikiran filsafati, ilmu hukum pidana, dan teori hukum. 
Untuk itu aparat penegak hukum dengan segenap kesadaran dan kearifannya 
mau meningkatkan  ilmu hukum pidana tidak hanya dalam pengertiannya yang 
sempit sebagai ketentuan undang-undang yang menjadi panduan aparat penegak 
hukum, melainkan juga memahami hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang 
terintegrsi dengan moral, karena disana bukan hanya nasib kemanusiaan seorang 
tersangka/terdakwa, tetapi juga mutu kemanusiaan seorang penegak hukum, ikut 
dipertaruhkan.  
Bagi aparat penegak hukum proses peradilan pidana merupakan proses 
eksaminasi martabatnya sebagaimanusia sekaligus orang pilihan yang mengemban 
tugas dan kewajiban luhur menegakkan kebenaran dan keadilan. Kehoramatan 
dirinya, kesucian tugasnya, kewibawaan lembaganya, serta kepercayaan publik yang 
melekat dalam tugasnya, menjadi taruhan selama proses peradilan. Maka proses 
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peradilan dalam proses kerjanya, beroperasi dalam kancah nilai-nilai dan masalah 
kemanusiaan.
101
 Moral menggumuli dua persoalan itu. Moral menjadi bagian inheren 
dalam peradilan pidana. Peradilan tindak pidana korupsi akan menjadi institusi 
kebenaran dam keadilan  serta berwajah manusiawi, hanya apabila proses bekerjanya 
dipandu oleh moral. 
 Dalam konteks sistem hukum nasional, banyak faktor yang menentukan 
hubungan  antara institusi peradilan dengan para pencari keadilan. Faktor tersebut 
antara lain independensi institusi penegak hukum dari campur tangan pihak 
pemerintah ataupun pihak lain. kemandirian aparat penegak hukum  untuk menolak 
segala bentuk  intervensi dari kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi, 
keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak secara objektif dan mengambil 
keputusan sesuai sistem peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni 
bagaimana proses pemeriksaan atas suatu kasus tindak pidana korupsi hanya dilihat 
atau dinilai  atas suatu kasus dimuka persidangan, tetapi juga harus dilihat bagaimana 
proses awal yang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. 
Bertitik tolak pada tahapan-tahapan proses peradilan tindak pidana korupsi 
akan berjalan secara adil dan tidak memihak, penting menempatkan beberapa asas-
asas hukum yang menjiwai nilai-nilai diterapkannya hukum pidana formal sebagai 
berikut: 
1. Asas persamaan di muka hukum  
 
Asas persamaan di depan  hukum merupakan salah satu sendi negara hukum. 
semua orang dianggap sama kedudukannya dihadapan hukum, tanpa membedakan 
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jenis kelamin, umur, status di dalam masyarakat, kecuali anak di bawah umur dan 
orang yang sakit ingatan.
102
 Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 
Tahun 2009 menyebutkan: ―Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-
bedakan orang.‖ 
2. Asas praduga tidak bersalah,  
 
Asas hukum ini ditemukan dan dikembangkan  untuk melindungi hak setiap 
orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitu aparat negara dalam proses 
peradilan pidana. Dalam perspektif hak asasi manusia, asas ini merupakan hak dasar 
bagi tiap-tiap orang yang berda dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa yang 
wajib diakui, dihormati, dijamin dan dilindungi oleh negara, yaitu pemerintah dengan 
aparaturnya, pengadilan dan badan legislatif dan masyarakat.
103
  
Eksistensi asas praduga tak bersalah ini diakui secara universal dalam 
berbagai instrumen-instrumen  hak asasi manusia internasional. Pasal 11 ayat (1) 
Universal Declaration of Human Right (UDHR) ―Everyone charged with a penal 
offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in 
a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.‖  
Lebih lanjut Pasal 14 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, menyebutkan: ―Everyone charged 
with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved 
guilty according to law‖. 
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3. Peradilan yang  kompeten, Independen dan Tidak Memihak 
 
Hal yang mungkin dapat dirasakan hak atas peradilan pidana yang fair adalah 
dilaksanakannya proses penegakan hukum yang fair dari tingkat penyidikan, 
penuntutan dan mengadili. Proses penyidikan, penuntutan dan mengadili 
dilaksanakan secara kompeten, independen dan tidak berpihak. Dasar pemikirannya 
adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dan atau bias yang potentsial jika 
tindakan hukum penyidik, penuntut umum dan hakim dijatuhkan kepada 
tersangka/terdakwa.  
Masih banyak asas-asas peradilan seperti hak tersangka/terdakwa 
memperoleh bantuan hukum, pengadilan memeriksa terdakwa dengan hadirnya 
terdakwa, Peradilan terbuka untuk umum,
104
 akan tetapi secara prinsipil, asas-asas di 
atas memiliki urgensi terhadap dilaksanakannya proses hukum yang adil. 
B. Tindak pidana suap; Pengertian,   Tipologi, dan Perilaku  
1. Pengertian 
a. Korupsi 
Kata korupsi berasal dari kata Latin corrumpere, yang berarti ‗memecahkan‘ 
atau ‗menghancurkan‘.105 Kata latin lainnya coruptio, corruptus.106 Dari kata latin itu 
turun kebanyak bahasa Eropa, seperti Inggris, corruption,corrupt, Perancis 
Corruption, dan Belanda Koruptie yang berarti kebusukan, kebejatan, ketidak 
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jujuran, tidak bermoral Kata korupsi dalam bahasa Indonesia diyakini turunan dari 
bahasa.
107
 Beberapa definisi tentang korupsi dapat dikemukakan antara lain: 
1. Merriam-Webster Dictionary, mendefinisikan korupsi sebagai ―dishonest or 
illegal behavior especially by powerful people (such as government officials 
or police officers).
108
 (ketidak jujuran atau perilaku yang bertentangan dengan 
hukum, terutama yang dilakukan oleh  oleh orang-orang memiliki kekuasaan, 
(seperti pejabat pemerintah atau aparat polisi).
 
 
2. Black‟s Law Dictionary memberikan definisi hukum yang lebih luas dari 
makna korupsinnya yaitu: ―the act of doing something  with an intent to give  
some advantage inconsistent with official duty and the rights of others‖109 
(tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberik an beberapa 
keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain).  
3. World Bank; ―the abuse of public office for private gain‖ (Menyalahgunakan  
jabatan publik untuk kepentingan pribadi).
110
 Jabatan publik disalahgunakan 
untuk kepentingan pribadi untuk menerima, memeras, atau  tindak pidana 
suap.  
4. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai „the abuse of 
entrusted power for private gain‟. 111 korupsi adalah penyalahgunaan 
kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Definisi 
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Transparansi Internasional ini memandang korupsi mencakup lebih dari 
kekuasaan publik karena korupsi selalu dapat memanifestasikan dirinya 
dalam sektor swasta . Ini berarti tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga 
gratifikasi dari segala jenis, termasuk yang immaterial seperti politik atau 
profesional ambisi, promosi. 
Korupsi sebagai konsep tidak mudah untuk dipahami, setiap definisi 
mempunyai sudut persoalannya sendiri, Rose Ackerman mendefinisikan korupsi 
sebagai ‗misuse of public power for private or political gain‘112 (penyalahgunaan 
kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau politik). Menurutnya istilah 
penyalahgunan wajib ditentukan dalam beberapa ukuran. Banyak negara 
menggunakan istilah ilegal untuk mendefinisikan berbagai aktivitas korupsi, seperti 
untuk pemberi dan penerima tindak pidana suap, penipuan, penggelapan, konflik 
kepentingan.
113
 Meskipun sulit untuk menyepakati definisi yang tepat, terdapat 
konsensus bahwa korupsi menunjuk pada penggunaan tindakan kekuasaan pejabat 
publik untuk kepentingan pribadi dengan cara yang ilegal. Termasuk tindakan ilegal 
adalah seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang (money loundring) dan 
menjalankan pasar gelap  melibatkan pejabat publik dan politisi jika usahanya ingin 
bertahan, karenanya kegiatan ini jarang berkembang luas tanpa korupsi.  
 
 
                                                             
112
 Rose Ackerman, Susan (1978) Corruption: A Study in Political Economy, New York, 
Academica Press,1978 dalam Erick M.Uslaner, Corruption, Inaquality, and The Rule of Law 
(Cambridge:Cambridge University Press,2008) hlm.7. 
113 Ibid.  
84 
 
b. Suap  
Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut Rasywah atau                         
rasya, secara bahasa bermakna, memasang tali, ngemong, mengambil hati.
114
 Banyak 
istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian tindak pidana suap ini antara 
lain sebagai berikut: 
1) Suap adalah sesuatu (uang atau harta benda) yang diberikan kepada seseorang, 
dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. 
2) Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang meminta pertolongan. 
3) Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi barang  yang hak 
menjadi batil dan sebaliknya. 
4) Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, agar orang yang diberi itu 
memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi suatu kedudukan atau 
supaya berbuat dzolim. 
5) Suap adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya supaya 
orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya.
115
 
Dari beberapa definisi di atas, maka terkait dengan suap dalam proses tindak 
pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai pengertian suap adalah, memberikan 
sesuatu kepada aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut umum, 
hakim) yang akan, atau sedang menangani perkara tindak pidana korupsi agar 
perkara yang akan ditangani atau sedang diproses dalam sistem peradilan pidana  
atau sistem penegakan hukum, perbuatan pelaku korupsi tersebut oleh aparat 
penegak hukum dapat dibuat atau disusun dalam suatu keptusuan tindakan hukum 
seakan-akan tidak bersalah, atau kalaupun bersalah melakukan tindak pidana korupsi, 
setidak-tidaknya, perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang harus 
dikenakan kepada pelaku kecil dan ringan. 
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Suap atau risywah adalah peristiwa yang tertutup, hanya para pihak (pemberi 
dan penerima) yang tahu persis peristiwanya. Ditinjau dari dimensi waktu biasanya 
proses suap menyuap terkait proses penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi 
dilakukan sebelum proses penentuan tindakan hukum baik pada tingkat penyidikan, 
penuntutan dan penjatuhan hukuman.  
Risywah (suap) secara jelas terkandung dalam sumber ajaran Islam. Al Quran 
dan As Sunnah. Keduanya merupakan sumber hukum tertinggi dan disepakati oleh 
seluruh ummat Islam karenanya memiliki kekuatan moral dan hukum sekaligus. 
Secara materil maupun formil serta diterima dengan kesadaran sebagai keimanan. 
Risywah dalam bidang hukum (penegakan Hukum) merupakan kejahatan yang paling 
keji dan berbahaya, mampu mengaburkan dan menjungkirbalikkan kebenaran. 
Keputusan atas suatu perkara bukan didasarkan atas kebenaran  yang berlandaskan 
syar‘i Akan tetapi berdasarkan atas hawa nafsu orang-orang yan terlibat dalam 
risywah.
116
  Bentuk risywah ini sangat diharamkan dalam konsep syariah robbani. 
Haram bagi penyuap, penerima suap ataupun mediatornya. Ketiga-tiganya dijauhkan 
dari rakhmat Allah dan mendapat laknat dariNya.
117
 Orang melakukan penyuapan 
kepada penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim karena mempunyai alasan, 
pertama yang bersangkutan atau keluarganya atau orang lain karena telah 
mengetahui dirinya melakukan kejahatan korupsi, agar tidak dilakukan upaya paksa 
penahanan, dan diancam dengan pasal yang lebih berat maka melakukan penyuapan. 
Artinya dia mempunyai kasus yang dalam proses hukum pidana kemungkinan besar 
sejak pemeriksaan oleh penyidik polisi ditangkap dan ditahan serta dikenai pasal 
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yang akan memberatkan hukuman atas perbuatannya. Dia menyuap agar semakin 
besar peluang untuk memenangkan kasusnya. Kedua dia menyuap hakim untuk 
memenangkan kasusnya tetapi ia berada dipihak yang salah. Dia menyuap hakim 
agar dapat memenangkan perkara, dia mengetahui karena peluangnya kecil untuk 
memang. Jika hakim menerima tindak pidana suap pada kasus tersebut maka hakim 
tersebut menerima predikat Fasiq. Karena sudah menjadi kewajiban memutus 
perkara berdasarkan atas kebenaran. Tipe penegak hukum seperti itu patut dicopot 
dan tidak boleh menjadi hakim karena kefasikannya. 
Risywah dalam penegakan hukum adalah haram. Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) secara tegas mengemukakan ―Memberikan risywah dan 
menerimanya hukumnya adalah haram ―.118 Risywah termasuk As-Shut yang sangat 
dilarang oleh syariat, karena ia memenangkan kasus yang salah. Penyuap, yang 
menerima suap dan mediatornya semua sama dalam segi hukum maupun balasannya 
(uqubah).
119
 Dosa risywah ini termasuk dosa besar (kabair) yang tidak dapat ditebus 
dengan pahala shalat, shaum maupun shodaqoh. Bahkan taubat dan istighfar  tidaklah 
akan diterima oleh Allah, hingga harta risywah itu dikembalikan kepada yang berhak  
memilikinya.
120
 Sebab risywah termasuk mengambil hak orang lain dengan 
sewenang-wenang dan dzolim. 
Suap dari sudut pandang hukum mempunyai arti yang beragam dari segi 
kompleksitas korupsi, ruang lingkup, isi  ketentuan mengenai   korupsi berbeda-beda. 
Setiap negara, masing-masing mendefinisikan dengan berbagai bentuk korupsi, 
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sanksi, dan ketentuan hukum acara pidananya mengenai tindakan 
penyelidikan/penyidikan penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan. Dalam 
perkembangan hukum saat ini ryswah atau suap  atau bribery (bahasa Inggris) istilah 
tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan 
oleh aparat penegak hukum. 
Suap menurut hukum pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan atau 
perbuatan  yang oleh negara dan masyarakat dianggap melanggar hak-hak pribadi 
atau kepentingan masyarakat. Secara umum penentuan tindak pidana korupsi 
dimasing-masing negara tetap mengacu kepada asas dan tiga konsep hukum pidana 
yang bertumpu pada 3 (tiga) masalah dasar hukum pidana, perbuatan, kesalahan dan 
pidana mengenai (1) perbuatan apa yang dapat ditunjuk sebagai tindak pidana (2) 
apakah yang menjadi dasar menentukan seseorang dipersalahkan telah melakukan 
tindak pidana, (3) apa yang harus dilakukan dengan orang yang terbukti telah 
melakukan tindak pidana.
121
 
Batasan korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi mempunyai 
adresat pada perilaku individu yang melakukan berbagai praktik  seperti penyuapan, 
penyalahgunaan jabatan. Definisi hukum untuk tindak pidana korupsi, masing-
masing negara mempunyai aturan dan ketentuan hukum pidana yang berbeda, dan 
dari aspek hukum pidana internasional keragaman hukum terhadap perbuatan korupsi 
mengakibatkan kurangnya perlindungan yang efektif dan setara terhadap korupsi 
internasional dan kejahatan terorganisir.
122
 Selain itu, kerjasama peradilan 
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internasional terhadap pelaku tindak pidana korupsi, seperti bantuan hukum timbal 
balik atau ekstradisi, sering terganggu oleh prinsip kriminalitas ganda, dimana 
kerjasama hukum antar negara akan menolak untuk tindakan yang dituduhkan 
sebagai kejahatan jika mereka tidak juga didefinisikan sebagai kejahatan dalam 
yurisdiksi negara yang menerima permintaan untuk bantuan.
123
 Hal ini menyebabkan 
negosiasi dan adopsi konvensi internasional anti korupsi, yang bertujuan terutama 
untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dianggap korupsi tersebut dapat 
didefinisikan dengan cara yang lebih harmonis dan efektif, serta memfasilitasi 
kerjasama peradilan internasional.  
Konvensi PBB Anti Korupsi, misalnya, mengenai penyuapan terhadap 
pejabat publik nasional, Konvensi PBB Anti Korupsi, The United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC) menyatakan bahwa: "Setiap Negara Pihak 
wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk 
menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:  
(a) The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, 
of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, 
in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her 
official duties; (Janji, penawaran atau pemberian, kepada pejabat publik, secara 
langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat dirinya 
sendiri atau orang atau badan lain, agar tindakan resmi atau menahan diri dari 
bertindak dalam pelaksanaan nya atau tugas resminya). (b) The solicitation or 
acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the 
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official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or 
refrain from acting in the exercise of his or her official duties.
124
 (Permintaan atau 
penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang 
tidak semestinya, untuk pejabat dirinya sendiri atau orang atau badan lain, agar 
tindakan resmi atau menahan diri dari bertindak dalam pelaksanaan nya tugas resmi). 
Pengertian tindak pidana suap dalam sudut pandang hukum pada pokoknya 
mengandung pengertian tindakan korupsi yaitu: 
1) Tindakan korupsi adalah tindakan illegal (tidak sah), dalam arti 
bahwa ada pelanggaran terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat yang demokratis, dengan demikian merupakan dasar 
untuk sanksi; 
2) Tindakan kekuasaan, yakni penyalahgunaan kekuasaan dalam 
mendukung kepentingan tertentu dalam pertukaran hadiah, janji atau 
penyalahgunaan fungsi publik;  
3) Semua yang dimaksud tindakan adalah tindakan dan kelalaian;  
4) melibatkan konflik kepentingan. Korupsi melanggar publik / umum 
atau kepentingan badan swasta dan menyiratkan keuntungan 
(ekonomi, status, kehormatan, penghargaan, hadiah atau nikmat) 
untuk diri sendiri atau orang lain (keluarga, teman, kelompok atau 
organisasi ) ; 
5) menyiratkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dan hak-hak 
dalam masyarakat yang demokratis, seperti prinsip legalitas, itikad 
baik, transparansi, akuntabilitas dan hak asasi manusia. Jenis-jenis 
sanksi berkisar dari sipil untuk kriminal, termasuk juga administrasi, 
peraturan disiplin, dalam berbagai instrumen hukum.
125
 
 
c. Tindak Pidana Suap Menurut UU TPK 
Tindak pidana suap dalam UUTPK berasal dari tindak pidana suap 
(omkoping) yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana suap dalam KUHP 
dibedakan antara memberi (suap aktif/actieve omkoping) dan menerima (suap 
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pasif/pasiseve omkoping).
126
  Dalam KUHP pemberi suap di atur dalam Pasal 209 
dan 210 subjek hukumnya setiap orang (barang siapa), termasuk dalam kejahatan 
terhadap penguasa umum. Sedangkan suap pasif di atur dalam Pasal 418, 419 dan 
Pasal 420 subjek hukumnya adalah pegawai negeri, termasuk dalam kejahatan 
jabatan.
127
  
Antara pemberi suap (suap aktif) dan penerima suap (suap pasif) dalam 
KUHP dirumuskan secara berpasangan. Pasal 209 berpasangan dengan Pasal 419, 
Pasal 210 berpasangan dengan Pasal 420. Sedangkan Pasal 418 KUHP berupa suap 
pasif tidak ada Pasal pasangannya sebagai suap aktif. Dalam UUTPK yang lama (UU 
Nomor 3 tahun 1971) di masukkan dalam Pasal 13.  
Tindak pidana suap selain diatur dalam KUHP, juga terdapat dalam UU 
nomor 11 tahun 1980, Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan, ―Barangsiapa 
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk 
supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, 
dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan 
denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).‖ 
Sedangkan dalam Pasal 3 menyebutkan, ―Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, 
sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu 
dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, 
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dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).‖ 
Dalam UUTPK pasal-pasal suap yang berasal dari KUHP tersebut dapat 
dirinci sebagai berikut: 
1) Memberi Suap, Terdapat Beberapa Bentuk: 
a) Tindak pidana suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
(penyidik,jaksa) 
128
 menurut Pasal 5 yaitu: 
(1) Memberi atau menjanjikan sesuatu pada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat yang 
bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 huruf a). 
(2) Memberi sesuai kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan denan 
kewajibannya (Pasal 5 huruf b). 
b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan Advokat:menurut 
Pasal 6: 
(1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk di adili (Pasal 6 huruf a). 
(2) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada advokat dengan 
maksud mempengaruhi pendapatnya (Pasal 6 huruf b). 
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c) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara dengan mengingat kekuasaan jabatan, menurut Pasal 13.
129
 
2)  Menerima suap terdapat 10 bentuk sebagai berikut: 
a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 
atau janji dari pemberi suap Pasal 5 ayat (1) huruf a (Pasal 5 ayat 2). 
b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 
atau janji dari pemberi suap Pasal 5 ayat 1 huruf b (Pasal 5 ayat 2). 
c) Hakim menerima pemberian atau janji dari sipemberi korupsi Pasal 6 
ayat (1) huruf a (Pasal 6 ayat 2). 
d) advokat menerima pemberian atau janji Pasal 6 ayat 1 huruf b (Pasal 6 
ayat 2). 
e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji 
yang diketahui atau diduga yang diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatan (Pasal 11). 
f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji 
diketahui atau diduganya  yang diberikan untuk menggerakkan agar 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang 
bertentangan dengan kewajiban (Pasal 12 hruf a). 
g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara  menerima hadiah yang 
diketahuinya atau diduga itu akibat atau disebabkan  karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan  yang 
bertentangan dengan jabatan  (Pasal 12 huruf b). 
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h) Advokat menerima hadiah atau janji yang diketahui atau diduganya  
bahwa ahadiah atau janji tersebut  diberikan untuk mempengaruhi 
putusan yang diadilinya (Pasal 12 huruf c); 
i) Advokat  menerima hadiah atau janji yang diketahui atau diduganya 
hadiah atau janji itu untuk mempengaruhi asihat yang diberikan 
berhubungan dengan perkara yang ditanganinya disidang pengadilan 
(Pasal 12 huruf d) 
j) Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi130 (Pasal 
12 B). 
2. Tipologi   
Penyuapan (bribery) adalah bentuk paling luas dari tipologi korupsi, didorong 
oleh keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih dan pemberian beberapa bentuk 
manfaat untuk mempengaruhi beberapa tindakan atau keputusan dari pihak penerima 
atau pemberi.
131
 Penyuapan ini dapat terjadi di setiap saat dan interaksi dalam 
institusi peradilan. Pejabat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat memeras uang 
untuk pekerjaan yang harus mereka lakukan pula, pengacara dapat mengenakan 
tambahan biaya untuk mempercepat kasusnya, atau untuk mengarahkan klien untuk 
hakim diketahui menerima tindak pidana suap untuk keputusan yang menguntungkan 
hakim dapat menerima tindak pidana suap untuk menunda atau mempercepat kasus, 
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menerima atau menolak banding, mempengaruhi lain hakim atau hanya memutuskan 
kasus dengan cara tertentu.
132
 
Menurut Emerson Yunto, penelitian ICW, mengungkapkan tipologi korupsi 
dilingkungan peradilan, khususnya dikepolisian, menyimpulkan  bahwa korupsi di 
korps Bhayangkara yang dilakukan anggota kepolisian bisaanya terjadi pada 
penyelidikan dan penyidikan suatu kasus, permintaan uang jasa, penggelapan kasus, 
negosiasi kasus dan pemerasan merupakan pola umum yang dilakukan anggota 
kepolisian.
133
 Sedangkan praktik tindak pidana suap dan pemerasan yang dilakukan 
oleh oknum jaksa bisanya terjadi pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
hingga eksekusi suatu perkara. Pengalihan tahanan, penggelapan dan penghentian 
perkara, pengalihan dari perkara pidana menjadi perkara perdata, penghilangan 
barang bukti, negoisasi dakwaan dan tuntutan  dan penundaan eksekusi  merupakan 
pola umum yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab di 
kejaksaan.
134
 
Tindak pidana suap di pengadilan sedikitnya ada 6  pola  yang biasa 
dilakukan,  pertama, pengaturan majelis hakim yang menguntungkan (favorable), 
kedua, penggunaan jasa pengacara atau calo tertentu. Calo dan hakim memeras pihak 
yang berperkara. Ketiga, pengaburan perkara dengan kesepakatan dengan pihak yang 
berperkara, keempat, surat sakti, biasanya untuk menunda atau menghentikan 
eksekusi suatu perkara. Kelima pemalsuan vonis dan keenam vonis yang tidak bisa 
dieksekusi.
135
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Tindak pidana suap sebagaimana terjadi di institusi penegak hukum dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Tindak pidana suap di Kepolisian 
Polisi korupsi di definisikan sebagai perbuatan yang dilarang terkait 
penyalahgunaan posisi jabatan pejabat oleh uang atau yang bernilai dengan uang.
136
 
Atau bentuk lain dari perilaku yang dilarang di dalam penegakan hukum pejabat 
meminta atau berharap akan menerima kebaikan dari posisi jabatannya yang 
potensial mementingkan penghargaan yang tidak sah.
137
  Sama dengan definisi yang 
dibuat oleh Julian Roebuck, ada tiga elemen untuk mengindetifikasi polisi korupsi 
(1) perilaku tersebut harus bertentangan dengan hukum, undang-undang atau kaedah 
moral, (2)  perilaku tersebut harus berkaitan dengan penyalah gunaan jabatan (3) 
hadiah. Ketiga elemen korupsi ini harus berkaitan dengan uang atau yang bernilai 
dengan uang.
138
Definisi tersebut diterapkan pada polisi korupsi disemua level 
kepolisian baik di pusat hingga di kecamatan.  
Roebuck dan Barker mendalilkan suatu tipologi empiris polisi korupsi berasal 
dari beberapa analisis isi literatur yang diterbitkan selama 1960-1972 dan 
pengalaman kerja polisi di Amerika Serikat. Korupsi polisi dianalisis sebagai bentuk 
penyimpangan organisasi yang terkait terutama dengan norma-norma kelompok 
                                                             
136  Tom Barker, Police Ethic; Crisis in Law Enforcement (Illinois:Charles C Thomas 
Publisher Lmt,2011) hlm.60 
137
 John St.Quah, Preventing Police Corruption In Singapore, The Role of Recruitment, 
Training and Socialisation, The Asia Pacific Journal of Public Administration, Vol.28. No.1 Juni 
2006.hlm.59-75. 
138 Tom  Barker, Politce Ethic,Op.Cit. 
96 
 
polisi. Jenis-jenis korupsi polisi digambarkan Terdapat delapan (8) tipe korupsi 
mengikuti pendapat Roebuck dan Barker.
139
  
Tipe pertama adalah korupsi korupsi wewenang (corruption of authority), 
yaitu aparat polisi menerima sesuatu secara tidak sah. Koruptor biasanya sangat 
respek terhadap warga masyarakat yang menunjukkan rasa terimakasihnya kepada 
polisi yang bekerja efesien dengan memberikan penghargaan kepada aparat polisi 
berupa hadiah, makan gratis, kebaikan cuma-cuma, pembayaran tunai.  
Tipe kedua polisi korup adalah membayar kembali (kickback), aparat polisi 
bisaanya menerima pembayaran kembali dalam bentuk kebaikan, pelayanan atau 
uang dari usaha yang sah berhubung dengan usahanya tersebut. Aparat polisi 
berinteraksi dengan banyak orang ketika melakukan patrol muncul dengan pikiran 
sekutu (teman) sebagai modal kebaikan dan pelayanan yang dijual kepada orang-
orang yang didatangi dan dihubungi selama melakukan patrol.Contoh pembayaran 
kembali kepada polisi antara lain seperti pelayanan stasiun, perusahaan bioskop.  
Tipe ketiga, mencuri kesempatan (opportunistic theft), yaitu, menunjuk pada 
penyitaan uang, barang dagangan, atau kelengkapan lain aparat polisi dalam 
melaksanakan tugasnya, sebagai contoh penyelidikan polisi terhadap kasus 
perampokan ia bisa mengamankan uang, barang dagangan, dibelakangnya mencuri. 
Aparat polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diluar 
pengamanannya selama patrol. Termasuk uang, barang dagangan dari toko-toko yang 
tidak terkunci.  
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Tipe ke empat pemerasan (shakedown) atau tindak pidana suap (bribery) 
yaitu kesempatan menyaksikan atau mengetahui ada pelanggaran pidana dan 
pelakunya memberikan tindak pidana suap akan tidak ditangkap. Polisi menerima 
tindak pidana suap dari berbagai sumber antara lain dari, pelaku narkotika,  
prostitusi, bar yang tidak mempunyai izin, pemilik toko makanan, pelanggaran lalu 
lintas, pengendara motor.  
Tipe kelima polisi korupsi disebabkan melindungi aktivitas illegal dalam 
pembayaran, yaitu pemilik kegiatan prostitusi, narkotika memberikan uanag kepada 
aparat polisi agar aktivitasnya tetap berjalan.  
Keenam tipe polisi korupsi campuran  (Fix) yaitru menunjuk adanya kuasi 
tuntutan melalui proses mengikuti penangkapan/penahanan atau pelanggaran lalu 
lintas.  
Bentuk yang ke tujuh, Perampokan (bulglary) dan penipuan (robbery), tidak 
ada koruptor bila polisi komitmen memberantas kejahatan.  
Tipe ke delapan yaitu polisi korupsi yang hanya berkaitan dengan internal 
aparat polisi yaitu pendapatan internal  internal pay off. Yaitu polisi 
membeli,menukar, membayar, menjual beberapa hak istimewa, seperti penugasan 
kerja, lepas tugas, liburan, masa cuti, dari dan untuk koleganya.  
b. Tindak Pidana Suap di Kejaksaan 
Modus yang tidak jarang dilakukan oleh oknum jaksa pada tahap pra 
penuntutan sebagaimana penelitian Satuan Tugas Pemberanatsan Mafia Hukum 
(Satgas PMH) sebagai berikut,
140
 menyatakan BAP belum lengkap serta berulang 
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kali mengembalikan BAP kepada penyidik, sampai pada akhirnya perkara tersebut 
tidak berlanjut. Hal ini tentunya dilakukan berdasarkan pesanan tersangka.  
Bilamana kasusnya tidak bisa dihentikan di kepolisian, peluang 
menghentikan perkara di kejaksaan masih terbuka lebar, yakni dengan mengeluarkan 
Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Atau, jika perkara tetap akan 
diproses ke tahap selanjutnya, modus yang umum dipergunakan adalah tawar 
menawar atas pasal yang akan didakwakan, dimana jika tersangka sepakat maka 
jaksa akan mendakwa dengan pasal yang paling meringankan. Hal tersebut dapat 
pula dilanjutkan dengan ―kesepakatan‖ lain dimana jaksa akan dengan sengaja 
menyusun dakwaan yang lemah dengan cara membuat celah hukum dalam Surat 
Dakwaannya agar nantinya terdakwa dibebaskan oleh hakim dalam proses 
persidangan.
141
  
Dalam tahap ini, para aktor mafia hukum yang terlibat adalah jaksa penuntut 
umum, atasan jaksa penuntut umum (yang menyetir dakwaan jaksa), advokat, 
tersangka dan calo/ perantara hukum yang terlibat adalah jaksa penuntut umum, 
atasan jaksa penuntut umum (yang menyetir dakwaan jaksa), advokat, tersangka dan 
calo/perantara. 
c. Tindak Pidana Suap di Pengadilan 
Di tingkat pengadilan, praktek korupsi tindak pidana suap mulai terjadi pada 
tahap awal,  modusnya adalah pengaturan majelis hakim yang akan mengadili 
perkara tersebut. Dalam tahap ini pihak berperkara/advokatnya, baik secara langsung 
ataupun melalui makelar/calo, dapat meminta Ketua Pengadilan untuk menunjuk 
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hakim tertentu yang dianggap mudah atau mau diajak ―bekerja sama‖. Bahkan tidak 
jarang dalam kasus-kasus dengan nilai finansial besar Pimpinan Pengadilan yang 
berwenang mendistribusikan perkara akan menjadikan dirinya sebagai ketua 
majelis.
142
  
Seperti halnya dalam tahap sebelumnya, kewenangan penahanan yang 
dimiliki oleh hakim dalam menangani perkara pidana juga rentan terhadap praktek 
tindak pidana suap. Tidak jarang hakim menangguhkan penahanan atau merubah 
status tahanan (misal tahanan rutan menjadi tahanan rumah) dengan meminta atau 
mendapatkan imbalan dari terdakwa, advokat atau calo perkara. Di sisi lain, korban 
(pelapor) juga dapat meminta hakim untuk menahan/melanjutkan penahanan 
terdakwa dengan memberi imbalan.  
Pada proses persidangan, para mafia hukum bekerja untuk melakukan 
rekayasa persidangan, misalnya mendorong sidang maraton (termasuk memotong 
tahap-tahap tertentu atau langsung memeriksa perkara di sidang pertama saat 
tergugat tidak hadir-dalam perkara perdata), ―mengatur‖ saksi, barang bukti, 
pertanyaan hakim, jawaban serta putusan, menyelenggarakan sidang di sore hari atau 
hari Jum‘at (sehingga sulit diamati publik), menyelenggarakan sidang di luar ruang 
persidangan, dan sebagainya.  
Modus lain yang tidak jarang dilakukan adalah merekayasa pembuktian, 
misalnya mengakui bukti-bukti fiktif, dan mengabaikan bukti-bukti kuat dengan 
berkedok pada alasan formil atau pencatatan/pendokumentasian sidang tidak 
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dilakukan semestinya sehingga sulit untuk dilacak. Pratik-praktik di atas dapat 
dilakukan oleh hakim, jaksa, advokat dan pihak-pihak lainnya. 
Praktik lain yang kerap dilakukan pula oleh oknum jaksa dalam tahap 
persidangan adalah melalui ketidakaktifannya memperjuangkan dakwaannya 
perkara, misalnya dengan tidak aktif bertanya, tidak berusaha mempertahankan 
argumentasinya, tidak menghadirkan saksi atau ahli yang dapat memperkuat 
dakwaannya, atau  menghadirkan saksi atau ahli yang melemahkan dakwaannya 
karena memang sudah ada skenario pelemahan dakwaan. Tidak jarang pula oknum 
jaksa sengaja mengajukan tuntutan yang rendah karena telah melakukan negosiasi 
dengan terdakwa.
143
 
Proses menjelang musyawarah hakim dan sidang ucapan (pembacaan 
putusan) merupakan titik yang paling rawan. Pada tahap ini pihak yang berperkara 
atau advokatnya ataupun melalui perantara/calo seringkali berusaha menawarkan 
imbalan agar hakim memutuskan perkara sesuai dengan harapan mereka, atau oknum 
hakim, baik secara langsung maupun melalui perantara, menawarkan kepada salah 
satu pihak atau advokatnya untuk memenangkan perkara mereka dengan meminta 
imbalan tentunya. Cara yang lebih halus yang kadang dilakukan adalah oknum 
hakim memperlambat proses pengambilan keputusan sebagai isyarat agar para 
pihak/terdakwa menghubungi hakim.  
Untuk perkara kecil atau perkara dimana permasalahan hukum yang ditangani 
sangat terang benderang, umumnya hakim memutus perkara sesuai hukum yang ada 
namun meminta ―uang terima kasih‖ kepada pihak yang dimenangkan (atau pihak 
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yang dimenangkan secara sukarela memberikan hadiah atau uang sebagai ungkapan 
terima kasih).  
3. Diskresi dan Perilaku Hukum Tindak pidana Suap  
a) Diskresi  
Diskresi merupakan istilah lain dari freies ermessen atau discreationary 
power,
144
 yaitu suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan 
kekuasaan yang luas.
145
 yang memiliki banyak arti. Diskresi (pertimbangan 
pemikiran) biasanya mengacu kepada suatu kasus dimana seorang pejabat 
administrasi memiliki kekuasaan untuk menentukan tindakan yang 
dipilihnya.
146
Diskresi juga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk 
menginterpretasikan kebijakan yang ada atas suatu kasus yang belum atau tidak di 
atur  dalam suatu ketentuan yang baku.
147
 Diskresi bisa juga berarti pejabat 
administrasi negara tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak 
adanya peraturan, dan karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan 
menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yurisdiksitas dan asas 
legalitas.
148
 
Dengan berlandaskan freies ermessen atau discreationay power, administrasi 
negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum 
dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan 
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umum, dan untuk melakukan tindakan itu diperlukan instrumen hukum, artinya 
bersamaan dengan pemberian 
149
kewewenangan  yang luas untuk bertindak diberikan 
pula kewenangan untuk membuat instrumen hukumnya.  
Dalam perundang-undangan istilah diskresi dapat ditemukan pada Pasal 1 
Angka 9 UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). 
Disebutkan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau 
dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang 
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, 
dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 
Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak 
yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau 
tindakan, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UUAP. 
Termasuk dalam pengertian pejabat pemerintahan adalah sebagaimana Pasal 1 angka 
3 UUAP Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan 
Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara 
lainnya.  
Aparat penegak hukum, seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan 
hakim termasuk dalam katagori penyelenggara negara adalah aparat yang 
mempunyai kewenangan besar untuk melakukan diskresi. Dalam hukum pidana atau 
penegakan hukum tindak pidana korupsi, diskresi berhubungan tindakan hukum 
penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam kaitannya dengan penerapan dan  
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pelaksanaan ketentuan hukum pidana materiel (UUTPK) dan hukum pidana formal 
(KUHAP, UUTPK, UU Pengadilan Tipikor) seringkali memberikan diskresi yang 
luas untuk bebas memilih tindakan hukum, seperti halnya diskresi yang dipunyai  
Polri sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sebagai berikut, ―Untuk 
kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 
sendiri‖. Akan tetapi apabila diskresi dilakukan dengan hati-hati dengan 
mempertimbangkan berbagai fakta, maka dalam penegakan tindak pidana korupsi 
memungkinkan untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
Dalam dunia hukum (penegakan hukum pidana), dalam perspektif filsafat 
hukum oleh Erlyn Indarti diskresi berkaitan dengan paradigma, digambarkan sebagai 
penggunaan hukum yang tidak dapat lepas dari tindakan manusia terhadapnya. Sarat 
dengan sentuhan dan curahan nilai atau konstruksi ide para penggunanya. Karena itu 
penerapan dan penegakan hukum yang betul-betul terbebas dari campur tangan rasa, 
suasana batin dan pertimbangan akal manusia rasanya tidak mungkin.
150
  
Menurutnya ketika seorang penegak hukum berhadapan dengan suatu kasus atau 
permasalahan yang ada ditengah masyarakat, kemerdekaan dan otoritas atau 
kewenangan yang melekat pada dirinya memungkinkan untuk (biasanya secara 
perseorangan) mampu melakukan sekaligus berbagai pekerjaan yang berbeda secara 
bijaksana dan penuh pertimbangan yaitu: 
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1) Membaca kasus atau permasalahan dengan baik; 
2) Pada saat bersamaan menterjemahkan hukum yang ada secara komprehensi, 
utamanya berlaku pada beberapa kasus yang bisa begitu saja secara hitam 
putih.  
3) Pada kebanyakan kasus lain, sering kali diperlukan untuk menafsirkan hukum 
yang telah diterjemahkan lebih lanjut. 
4) Memilah baik kasus yang telah di baca, maupun hukum yang telah 
diterjemahkan aatau ditambahkan atau ditafsirkan, 
5) Memilih atau menetapkan pilihan 
6) Membuat suatu keputusan atau kesimpulan 
7) Mengambil tindakan atau langkah tertentu.  151 
 
Relasi diskresi dan paradigma diuraikan Erlyn Indarti,
152
 sebagai cara aliran 
filsafat hukum berikut paradigma yang menaungi berbeda satu sama lain dalam 
memaknai dan menerapkan diskresi. Menurut positivisme para praktisi hukum 
dituntut untuk tidak menafsir hukum lebih dari pada apa yang terbaca tekstual. 
Dalam ranah ilmu hukum pidana membawa konsekuensi tidak dimungkinkannya 
penerapan diskresi.  Sedangkan paradigma post positivisme membuka peluang bagi 
praktisi hukum untuk menerapkan kebebasan sekaligus melibatkan subjektivitas 
mereka dalam menafsir hukum yang di baca. 
Paradigma critical theory mewajibkan pengikutnya untuk tidak mudah 
mempercayai hukum dengan menafsirkan hukum secara kritis. Dengan kata lain 
dalam ranah ilmu hukum aliran ini mendorong untuktidak ragu menggunakan 
diskresi. Aliran hukum konstruktivisme yang menjadi bagian paradigma 
konstruktivisme menganjurkan tidak sekedar menafsir apalagi membaca, tetapi lebih  
aktif mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas eksperensial yang ada padanya. 
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2) Perilaku Hukum Tindak Pidana Suap 
Tipologi tindak pidana suap di atas dalam praktik penegakan hukum telah 
menjadi perilaku hukum. Perilaku hukum (legal behavior) ini merupakan dampak 
dari peraturan, tatanan dan perintah terhadap perilaku. Ada 3 faktor yang 
menentukan dampak ini, 1) sanksi, 2) pengaruh sosial institusi (kelompok 
sejawat/peer group), dan nilai-nilai internal (hati nurani, konsep, kepercayaan, dan 
lain-lain). Orang-orang yang menjadi subjek hukum, bukan hanya bereaksi, tetapi 
juga berinteraksi. Menterjemahkan perasaan, sikap dan motif  dan kecenderungan 
menjadi bagian tindakan kelompok, melakukan perundingan, upaya untuk 
mempengaruhi hukum atau barangkali juga upaya-upaya untuk membelokkan atau 
merusak penerapan hukum.
153
 
 Selain perilaku hukum, adalah tindakan hukum (legal act), yakni, keputusan 
apapun yang dibuat oleh aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut 
umum dan hakim) tentu akan menimbulkan dampak bagi perilaku seseorang yang 
secara kausal memang berkaitan dengan dilakukannya tindakan hukum. Suatu 
tindakan hukum dapat dikatakan efektif  ketika perilaku bergerak kearah yang 
dikehendaki, ketika subjek patuh dan menurut. Akan tetapi banyak tindakan hukum 
yang tidak dipatuhi.
154
 Tidak dipatuhinya tindakan hukum, disebabkan adanya 
interaksi yang ditimbulkan oleh bagian dari kelompok-kelompok kekuatan yang 
secara bersama-sama bekerja menciptakan norma-norma, peraturan-peraturan-
tatanan-tatanan, menciptakan apa yang bisa disebut tindakan hukum. Kekuatan ini 
dapat diartikan sebagai kekuatan sosial,  muncul karena adanya kepentingan yang 
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berbeda dengan tuntutan pada dalam sistem penegakan hukum. Artinya dalam 
proposisi ini hukum bukan merupakan kekuatan kokoh yang independen, merupakan 
merupakan respon atas tekanan luar, yang mencerminkan kehendak. Persis seperti 
halnya perilaku hukum adalah perpaduan dari perilaku yang berasal dari  
kepentingan diri (respon sanksi), dan motif-motif sosial dan moral.
155
 
Lawrene M.Friedman juga mengemukakan beberapa model perilaku hukum,: 
1. Perilaku hukum berdasarkan untung-rugi atau biaya dan manfaat (cost-
benefit);  
2. Perilaku hukum berdasarkan kultur sekeliling dan kelompok sejawat (peer 
group culture); 
3. Perilaku hukum berdasarkan kesadaran nurani; 
4. Perilaku hukum berdasarkan kemalasan, kebiasaan atau kelambanan.156 
Model perilaku hukum berdasarkan untung rugi atau manfaat dan biaya ini 
berasumsi pada perilaku rasional. Sebelum orang bertindak ia menghitung-hitung 
untung ruginya. Ia hanya akan bertindak jika dalam pendapatnya ia akan 
mendapatkan untung dari perilakunya.  Bagi orang yang berperilaku seperti ini, 
sanksi amat penting artinya. Ia melihat perilakunya dari kacamata imbalan dan 
hukuman. Model perilaku hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 
hubungan-hubungan sosial, kultur sekeliling dan kelompok sejawat (peer group) 
berpengaruh terhadap perilaku hukum dengan ancaman pengucilan misalnya, atau 
pujian dan celaan. Model yang menjelaskan perilaku atas dasar norma-norma yang 
tertanam dalam diri aktor, yaitu kesadaran nurani. Dalam masyarakat yang tidak 
mengandalkan pada negara, sarana penegak hukumnya hanya kelompok sejawat 
(peer group) sebagai sarana opini publik dan kesadaran nurani. Model perilaku 
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kemalasan, kebiasaan dan kelambanan, orang-orang mengambil jalur perilaku 
tertentu karena kurangnya pengetahuan dan karena salurannya sudah ada disana, 
mudah dan tersedia.Saluran itu yang kemungkinannya paling sedikit ditolak.
 157
 
Semua model perilaku hukum di atas menurut Lawrence M Friedman secara 
keseluruhan tidak bertentangan satu sama lainnya semuanya bisa berlaku untuk 
sebagian hal. Sebagian tindakan hukum lebih menghasilkan dampak dalam satu tipe 
daripada yang lainnya. Imbalan dan hukuman ada dimana-mana di dalam hukum. 
Para pembuat hukum berasumsi bahwa orang-orang akan berpikir dua kali sebelum 
resiko masuk penjara atau dikenai denda dan bahwa mereka akan tergugah untuk 
memperoleh umpan uang dan imbalan lainnya.  
Dalam kaitannya dengan analisis korupsi tindak pidana suap, maka model 
perilaku hukum untung rugi atau manfaat biaya (cost and benefit)  kiranya dapat 
dianggap memberikan ruh kepada nalar untuk melakukan suatu tindakan atau pilihan 
rasional yang diambil seseorang setelah memperhitungkan biaya dan manfaat 
baginya. Korupsi merupakan keputusan sadar untuk menyalahgunakan wewenang 
(kekuasaan) yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, 
pondasi tindakan korupsi dapat dianalisis menggunakan model analisis cost and 
benefit
158
 atau menggunakan Rational choice theory.
159
 Menurut Downs (1957) 
dalam Marno Kastowo, rational choice theory mengasumsikan bahwa perilaku 
manusia (agent) dilandasi oleh rasionalitas. Asumsi rasionalitas tersebut meliputi,
160
:  
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1. Perilaku manusia (aktor) bersifat rasional untuk mencapai tujuannya (goal-
seeking aktor).  
2. Manusia rasional berusaha meminimalkan input untuk mencapai tingkat 
output tertentu (economic principle: meminimalkan biaya / memaksimalkan 
keuntungan).  
3. Dalam memutuskan tindakannya, aktor akan berperilaku:  
a. Aktor selalu mengambil keputusan jika dihadapkan pada dua alternatif 
yang harus dipilih.  
b. Aktor selalu dapat memeringkat alternatif apakah lebih baik (superior), 
lebih buruk (inferior), atau sama saja (indifferent) terhadap alternatif 
lainnya.  
c. Urutan peringkat tersebut bersifat transitif.  
d. Aktor selalu memilih alternatif yang memiliki peringkat tertinggi 
(superior).  
e. Aktor akan selalu memilih alternatif yang sama jika kumpulan alternatif 
yang tersedia tidak berubah.  
4. Aktor hanya dapat melakukan perilaku rasional pada asumsi 1-3 di bidang 
politik dan ekonomi (bukan sosial, kultur, dan biologis). Dalam bidang ini, 
perilaku-perilaku yang tidak sesuai asumsi tersebut akan counterbalance 
dengan perilaku umum yang sesuai asumsi.  
5. Karena masalah kurang lengkap/kurang akuratnya informasi, aktor 
menghadapi tingkat ketidakpastian (uncertainty). Dalam hal ini aktor akan 
mempertimbangkan faktor probabilitas dalam mengkalkulasi biaya dan 
keuntungan.  
6. Aktor rasional membutuhkan suatu tatanan sosial yang dapat diprediksikan 
(predictable social order). Tatanan sosial yang acak dan tak terprediksi akan 
menyebabkan kesulitan bagi aktor untuk melakukan kalkulasi yang rasional. 
7. Aktor rasional mengutamakan tujuannya sendiri/egoistic. Asumsi ini secara 
implisit mengeluarkan motif kesalehan/althruisme murni dari analisis. 
8. Meskipun aktor mengejar tujuannya sendiri, tetapi tidak tertutup 
kemungkinan bahwa tujuan tersebut bermanfaat bagi aktor lain (externality). 
Alih-alih hanya mengejar tujuan pribadi, tindakan yang lebih baik adalah 
perilaku yang menghasilkan eksternalitas (externality of goal-seeking 
behaviour).  
 
Syukri Hidayatullah,
161
 menyebutkan perhitungan pragmatis ini berawal dari 
cara-cara perusahaan untuk memahami biaya birokrasi yang patut diberi harga yang 
oleh birokrat ditanggapi berdasarkan hambatan birokrasi. Semakin besar hambatan 
semakin tinggi nilai uang pelicin. Keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah 
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keputusan ekonomi rasional. Keputusan itu akan selalu diperhitungkan berdasarkan 
manfaat (cost) dan benefit (untung) dari aktivitas penyuapan. Artinya seandainya 
tindak pidana suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan 
memperoleh proteksi  sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar 
dibandingkan dengan besarnya tindak pidana suap yang harus dibayar, maka ada 
insentif untuk menjadi pemasok tindak pidana suap.
162
 Perhitungan praktis antara 
biaya (cost) dan untung (benefit). 
Asumsi perilaku hukum untung rugi memang tidak bebas dari kritik tetapi 
diperlukan dalam analisis agar pola perilaku aparat penegak hukum dalam 
mengambil keputusan (termasuk keputusan untuk melakukan korupsi) dapat 
dicarikan upaya pencegahannya.  
C. Kultur Hukum; Konsep dan Teori  
1. Konsep 
a. Kultur dan Subkultur Institusi 
1) Kultur   
Kata kultur (culture) yang mempunyai arti  kebudayaan, 
163
 secara etimologi 
kultur atau kebudayaan adalah sebuah konsep yang menjelaskan perbaikan  atau 
penyempurnaan individu, terutama melalui perubahan kecerdasan (kognitif, akal 
budi).
164
 Kultur telah menjadi bahan perdebatan selama abad ke 18 dan ke 19. Hal ini 
karena kultur lebih sering merujuk pada penyempurnaan bagi seluruh masyarakat. 
Salah seorang ilmuwan yang berdebat tentang kebudayaan  adalah Edwar Burnett 
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Tylor yang menggunakan istilah kultur merujuk kepada kapasitas universal manusia. 
Istilah kultur Pada tahun 1924, dimunculkan kembali  sebagai konsep utama dalam 
antropologi untuk menjelaskan berbagai fenomena tentang manusia.baik langsung 
ataupun tidak langsung dikaitkan dengan urusan genetik.  
Clifford Geertz mendefinisikan kultur  berdasarkan pandangan Edwar Burnett 
Tylor yaitu, (1) istilah kultur dalam arti yang luas, adalah keseluruhan yang 
kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat atau setiap 
kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat  
sendiri mengajukan konsep tentang kultur, (2) kultur adalah pola berbagai makna 
yang dikemas dalam simbol-simbol yang secara historis ditularkan, (3) kultur juga 
adalah sistem konsepsi  yang diwariskan melalui ekspresi simbolik sebagai cara 
orang mengkomunikasikan, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka  
tentang dan sikap terhadap kehidupan.
165
     
Karena itu maka secara khusus, istilah ―culture‖  dalam antropologi Amerika  
memiliki 2 makna, (1) evolusi kapasitas  manusia sehingga mereka mampu 
diklasifikasikan keberadaannya melalui pengalaman  imajinatif dan kreatif dengan 
menggunakan simbol-simbol, dan (2)  manusia juga menempuh cara-cara yang 
berbeda, karena mereka hidup dalam perbedaan, untuk mengelompokkan 
pengalaman mereka melalui aktivitas yang kreatif pula.
166
 
  Sejak Edwar Burnett Tylor  menjelaskan pengertian kultur itu,  banyak 
antropolog mendefinisikan ulang atas konsep kultur atau kekulturan. Beberapa 
definisi mulai dimunculkan kembali sejak tahun 1990, diantaranya yang banyak 
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digunakan  oleh para peneliti akhir-akhir ini dikemukakan oleh Talcot Parsons dan 
Shils 1990 dalam Alo Liliweri dengan mendefinisikan kultur sebagai sesuatu yang 
menembus dan mempengarushi setiap aspek kehidupan, namun tidak statis, dia 
merupakan  proses atau keadaan yang terus menerus berubah dan beradaptasi 
terhadap konteks baru, tuntutan dan kebutuhan baru. Kultur bukanlah kekuatan 
deterministik  melainkan pola pikir yang menggambarkan organisasi nilai-nilai, 
norma-norma, dan simbol yang memandu  pilihan yang dibuat oleh aktor dan yang 
membatasi jenis interaksi yang mungkin terjadi antara individu.
167
  
Antropolog pertama yang memperkenalkan istilah kultur Edwar Burnett 
Tylor meringkas fungsi kultur bagi individu dan kelompok sebagai berikut: 
Bagi individu: 
1. Kultur membuat manusia sebagai individu per individu berubah dari 
sekedar hewan sosial menjadi manusia dengan kepribadian sesungguhnya; 
2. Kultur memberikan solusi  bagi individu ketika ia menghadapi situasi yang 
sederhana sampai ke situasi yang sulit sekalipun; 
3. Kultur membantu individu untuk memberikan interpretasi berdasarkan 
warisan/tradisi yang dia terima, termasuk berdasarkan mitos sekalipun; 
4. Kultur membentuk kepribadian individu, tidak ada seorangpun dapat 
mengembangkan kualitas dirinya tanpa lingkungan kultur. 
 
Bagi kelompok, 
 
1. Kultur membuat hubungan sosial antara personal menjadi utuh. Kultur 
tidak hanya memenuhi fungsi yang dikehendaki individu tetapi fungsi 
bagi kelompok. Solidaritas kelompok  bertumpu pada fondasi kultur. 
2. Kultur telah memberikan visi baru  bagi individu untuk bekerjasama antar 
personal. Kultur mengajarkan setiap individu untuk menganggap dirinya 
sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dengan konsep ini 
lahirlah kesadaran akan keluarga, komunitas suku bangsa, bangsa dan 
negara. 
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3. Kultur menciptakan kebutuhan kebutuhan baru, kebutuhan-kebutuhan 
tersebut dapat lahir dan drive sebagai pendorong terjadinya perubahan 
kelompok.
168
 
 
Kultur berhadapan dengan lebih banyak proses manusia yang lebih 
fundamental. Kultur merupakan fenomena kolektif, sebagian digunakan bersama 
oleh orang-orang yang tinggal dalam lingkungan sosial yang sama dimana kultur 
tersebut dipelajari. Kultur merupakan program kolektif dari pikiran yang 
membedakan aggota dari satu kelompok atau katagori,
169
 dengan orang lainnya. 
2) Kultur Institusi 
Berkembangnya terus pengertian tentang kultur, menjadi kajian ahli-ahli 
menegemen dan organisasi.  Ide memandang institusi sebagai kultur, muncul di 
pertengahan tahun 1980, institusi atau organisasi, awalnya sebagian besar hanya 
dianggap sebagai sarana rasional untuk mengoordinasi dan mengendalikan 
sekelompok orang. Dulu institusi sebatas tingkatan-tingkatan vertikal, dan 
kewenangan struktural. Kini organisasi lebih dari itu mempunyai kepribadian seperti 
orang, bisa kaku, bisa fleksibel.
170
   Mengapa terjadi perubahan seperti itu,  karena 
kultur pada institusi terbentuk dari proses belajar interaktif dari individu-individu, 
kelompok dalam institusi, kultur institusi bukanlah bawaan lahiriah. 
Kultur institusi pada dasarnya dibentuk oleh individu-individu yang saling 
menyamakan atau mencocokkan perilakunya, sehingga membentuk ide-ide, pikiran-
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pikiran, perasaan-perasaan dan informasi-informasi yang konsisten dengan 
keyakinan mereka.
171
 
Kultur organisasi (organizational culture) mengacu kepada sebuah sistem 
makna bersama yang dianut oleh para anggota, yang membedakan organisasi 
tersebut dengan organisasi lainnya.
172
  Menurut Kreitner dan Kinicki dalam 
H.Tobari, kultur organisasi merupakan nilai-nilai, asumsi-asumsi dan norma-norma 
yang diyakini kebenarannya dipakai sebagai sarana untuk lebih meningkatkan 
kualitas dari pegawai agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan/organisasi.
173
 
Kultur memberikan pola, dan sebuah pola akan berlaku sama, yang satu akan meniru 
yang lain. Cara berpikir dan berproses pada suatu bagian memiliki cara berpikir pada 
induknya. Kultur seperti pola hologram, setiap bagiannya mengandung partikel yang 
mewakili keseluruhannya. Dengan demikian kultur memberikan pola.
174
 
Sistem makna dari kultur institusi bila dicermati  adalah sekumpulan 
karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh institusi. Strephen P.Robin, dan 
Timothy A.Judge, tujuh karekteristik utama yang secara keseluruhan merupakan 
hakikat kultur sebuah institusi. 
a. Inovasi dan keberanian mengambil resiko, sejauhmana karyawan didorong 
untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko; 
b. Perhatian pada hal-hal rinci, sejauhmana karyawan diharapkan menjalankan 
presisi, analisis dan perhatian terhadp, hal-hal kecil; 
c.  pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersbut; 
d. Orientasi orang, sejauhmana keputusan-keputusan manajemen 
mempertimbangkan efek dari hasil atas orang yang ada dalam organisasi; 
e. Orientasi Tim, sejauhmana kegiatan-kegiatan diorganisasi oleh tim 
ketimbang pada individu-individu; 
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f. Keagresifan, sejauhmana orang agresif ketimbang santai; 
g. Stabilitas, sejauhmana organisasi menekankan dipertahankannya statusquo, 
ketimbang pertumbuhan.
175
 
 
Menilai organisasi dengan tujuh karakteristik di atas, akan mendapatkan hasil 
gambaran utuh dari kultur sebuah organisasi. Kultur mempunyai berbagai fungsi 
dalam sebuah institusi, pertama sebagai penentu batas-batas, artinya kultur 
menciptakan distingsi antara kultur institusi satu dengan institusi lainnya. Kedua, 
memuat rasa identitas anggota dalam institusi. Ketiga kultur memfasilitasi lahirnya 
komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari pada kepentingan individu. 
Keempat, kultur meningkatkan stabilitas sistem sosial.kultur adalah perekat sosial  
yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai 
apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan anggota. Kelima, kultur bertindak 
sebagai mekanisme sense of making, serta kendali yang menuntun dan membentuk 
sikap perilaku anggota. Dalam kaitan dengan kultur  institusi   aparat penegak 
hukum, merujuk ketujuh karakteristik di atas, dengan perubahan-perubahan sifat 
karakteristik yang disesuaikan dengan institusi (organisasi) penegak hukum, maka 
ketujuh karakteristik itu mencakup: 
1. Konsisten dalam menentukan tindakan hukum ; 
2. Mentalitas mengungkap kebenaran secara transparan dan mendalam 
3. Orientasi kualitas, mengutamakan keunggulan; 
4. Mengedepankan, kemanusiaan dan keadilan; 
5. Orientasi kepada kebaikan dan kemajuan bersama; 
6. Progresivitas tindakan; 
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7. Keberlanjutan. 
3) Subkultur 
Dalam sebuah kultur akan ditemukan subkultur-subkultur, yang masing-
masing mempunyai karakter khas. Demikian pula dalam institusi selain ada kultur 
organisasi, ada subkutur yang terbentuk oleh kesamaan-kesamaan (commonalities) 
tertentu, sperti profesi, pendidikan, almamater, gender, kelas sosial, divisi, dan lain 
sebagainya. 
176
 
Subkultur-subkultur ini merupakan kekayaan institusi, yang perlu dijaga dan 
bekerja sama meningkatkan diri. Dalam suatu masa transisi kalau ketidak pastian 
berkepanjangan, maka besar kemungkinan  masing-masing subkultur akan 
memperkuat dirinya ke dalam sehingga hubungan kesatuannya dengan kultur 
institusi terlepas. Sebuah kultur dminan atau macro culture akan menjadi kaya dan 
memberikan motivasi kalau masing-masing subkultur tersebut saling berinteraksi dan 
merekatkan diri.
177
 
Sebagian besar institusi-institusi mempunyai kultur dominan, dan banyak 
subkultur. Sebuah kultur dominan, mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki 
bersama oleh mayoritas anggota institusi. Membicarakan kultur sebuah institusi, 
adalah merujuk pada kultur dominannya. Perspektif makro terhadap kultur yang 
memberikan kepribadian sendiri pada sebuah institusi.
178
 Subkultur cenderung 
berkembang dalam institusi untuk merefleksikan masalah, situasi atau pengalaman 
yang sama yang dihadapi oleh para anggota. Berbagai subkultur dapat muncul di 
bagian-bagian institusi yang dimiliki secara unik oleh anggota-anggota bagian itu. 
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Subkultur merupakan nilai inti (core value) dari kultur dominan, ditambah nilai-nilai 
tamabahan yang unik bagi anggota bagian tersebut.
179
 
b. Kultur Hukum  
Cliffort Geertz sebagaimana uraian di atas, secara luas telah mendefinisikan 
kultur  dalam artian etnografis adalah keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, 
kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan lain sebagainya. Kultur dalam konsep dan 
konteks hukum dalam bentuknya sebagai kultur hukum,  secara umum  merujuk pada 
kompleksitas pemahaman yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk dijelaskan 
secara tunggal. Konsep kultur hukum, sering digunakan untuk menjelaskan 
pengertian hukum yang lebih luas dalam hal ini sama halnya dengan konsep living 
law Eugen Erlicht, atau law in action sebagaimana dikonsepsikan Roscoe Pound, 
bahkan kadangkala konsep kultur hukum secara khusus ada juga yang menggantikan 
untuk istilah hukum kekerabatan atau hukum adat.
180
 Lebih khusus konsep kultur 
hukum oleh para ahli sosiologi hukum diartikan sebagai nilai, ide-ide, sikap  
masyarakat terhadap hukum. Kadangkala kultur hukum itu sendiri dapat dilihat 
sebagai  nilai yang berlawanan dengan kebiadaban dan kesewenangan. Konsep kultur 
hukum disini juga disamakan dengan rule of law. Pengertian lain dari kultur hukum 
adalah sebagai cara pikir, atau episteme, atau pengetahuan hukum, (legal 
Knowledge)  sekumpulan ingatan, law in the mind, atau kosmologi. Secara 
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antropologi adanya pemahaman tentang kultur hukum dipengaruhi oleh bekerjanya 
hukum.
181
 
Keterkaitan antara kultur dan hukum telah lama disebutkan Baron de 
Montesquieu dalam Esprit des Lois  (1748) perlunya hukum positif disesuaikan 
dengan kondisi geografi dan karakter kultur masyarakatnya.
182
  Seperti halnya  
gagasan  hukum untuk menemukan adanya spirit hukum pada abad 19 menjadi 
popular sebagai kemajuan kultur, pada waktu yang sama konsep kultur juga 
digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemajuan hukum. Karl Von 
Savigny merupakan orang memunculkan gagasan hukum sebagai suatu pencapaian  
kultur, berangkat dari pandangannya tentang kultur hukum Eropa terhadap elit 
hukum yang menjadi jiwa bangsa jerman.
183
 Lily Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa 
Putra, mengkonsepkan kultur hukum sebagai representasi tradisi hukum yang 
digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum yang terbagi menjadi 
dua tradisi besar yaitu kultur hukum tidak tertulis (unwritten law) terdapat pada 
masyarakat Anglo Saxon, dan kultur hukum tertulis (written law) terdapat pada 
masyarakat Eropa Kontinental.
184
 
Kultur hukum menurut Ralf Michaels berpijak  diantara konsep kultur dan 
konsep hukum. Secara umum untuk menggambarkan bahwa kultur hukum melatar 
belakangi  pembentukan hukum itu sendiri dan memberikan makna kepada hukum. 
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Seperti halnya peran hukum di masyarakat.  Kultur hukum secara analitis 
memberikan manfaat yang lebih luas mencakup konsep hukum.
185
 
Untuk memperjelas konsep kultur hukum dalam hubungannya dengan aparat 
penegak hukum dalam konteks sistem peradilan tindak pidana korupsi, definisi yang 
mendekati  dikemukakan Mark Van Hoecke dan Mark Warrington,  kultur hukum 
sebagai praktek sosial dalam masyarakat hukum.
186
 Secara lebih spesifik John Bell 
mendefinisikan kultur hukum sebagai ―a specific way in which values, practice and 
concept are integrated into the operation of legal institutions and the interpretation 
of legal text‖ 187  (cara tertentu di mana nilai-nilai, konseptual dan praktikal 
diintegrasikan ke dalam aktivitas institusi hukum dan interpretasi teks hukum). 
Kultur hukum berpijak  di antara konsep kultur dan konsep hukum. Secara 
umum untuk menggambarkan bahwa kultur hukum melatar belakangi  pembentukan 
hukum dan memberikan makna kepada hukum.  Lawrence M.Friedman secara tegas 
membedakan kultur hukum aparat penegak hukum dengan kultur hukum masyarakat.  
Sebagaimana dinyatakan sebagai berikut,
188
: 
―we can distinguish between an external and internal legal culture. The  
external legal culture is the legal culture  of the general population;the 
internal legal culture of those members of society who perform specialized 
legal perform. Every society has legal culture, but only societies with legal 
specialist have an internal legal culture‖. (kita dapat membedakan antara 
kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal;kultur hukum eksternal 
adalah kultur hukum yang terdapat pada populasi umum. Kultur hukum 
internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menampilkan 
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tugas-tugas hukum secara spesifik. setiap masyarakat mempunyai kultur 
hukum, tetapi hanya masyarakat dengan spesialisasi hukum yang mempunyai 
suatu kultur hukum internal). 
 
Kultur hukum internal oleh Lawrence M.Friedman dianggap sebagai jenis 
kultur hukum kelompok yang amat penting. Kultur hukum  para profesional hukum 
(polisi, jaksa, hakim, advokat) ini mempunyai nilai-nilai, ideologi, dan prinsip-
prinsip yang bekerja dalam lingkaran ―sakti‖ sistem hukum.189 Perilaku dan sikap  
para profesional berpengaruh besar pada pola tuntutan  yang diajukan kepada sistem. 
Dari aspek ini, tindakan hukum aparat penegak hukum sangat menentukan 
bekerjanya sistem hukum/peradilan pidana (tindak pidana korupsi). Sistem peradilan 
pidana tidak hanya terlihat sebagai sarana atau alur mekanisme semata, di dalamnya 
terdapat tindakan hukum aparat, dalam konteks ini  lebih sebagai endapan jangka 
panjang dari struktur yang merepresentasikan  kekuasaan dan pengaruh yang sudah 
lama berlangsung secara dialektik di lingkungan institusinya. Secara sederhana dari 
banyak pendapat yang memberikan definisi tentang kultur hukum, untuk 
memudahkan peneliti dalam memahami dan menjelaskan kultur hukum, peneliti 
mendefinisikan kultur hukum sebagai konsep yang digunakan untuk memahami dan 
menjelaskan nilai-nilai utama, pandangan, sikap dan perilaku aparat penegak hukum, 
(penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) di lingkungan institusinya yang 
mengacu kepada sistem makna bersama dan diyakini sebagai norma-norma yang 
dipakai untuk lebih meningkatkan kualitas penegakan hukum agar dapat tercapai 
hukum yang adil dan tidak memihak dalam menegakkan hukum, atau usaha-usaha 
eksperensial individu-individu aparat penegak hukum  (penyidik polisi, jaksa 
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penuntut umum, hakim), terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri 
dan lingkungan serta komunitasnya secara intelektual berdasarkan ilmu hukum 
pidana dan moral untuk menghadirkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan 
kemanusiaan ke dalam pikiran dan sikap tindakan serta perilaku luhur dalam 
menyelesaikan masalah-masalah in concreto dalam penegakan hukum.  
Peter L.Berger,  menyebut, masyarakat sebagai produk manusia dan manusia 
sebagai produk masyarakat.
190
  Dari sudut kultur  teori Peter L.Berger dimaksud, 
esensinya berusaha menjelaskan dan memberikan pemahaman, bahwa kehidupan 
individu dalam lingkungan kelompoknya itu terbentuk dalam proses terus menerus, 
atau kultural. secara dialektis dan dinamis sebagai pengalaman bermasyarakat. Oleh 
karena gejala sosial itu ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat yang terus 
menerus berproses terarah kepada bentuk penghayatan (erlibniss) kehidupan 
masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspeknya (kognitif, psikomotorik, 
emosional, intuitif.
191
  Dalam skala mikro, seperti halnya kehidupan individu (aparat 
penegak hukum) dalam kelompok/institusi terbentuk terus menerus, sehingga dapat 
dimaknai   kelompok/institusi merupakan  produk aparat (individu), dan secara 
dialektis dan dinamis selanjutnya aparat (individu) sebagai produk 
kelompok/institusi. 
Merujuk konsep kultur hukum internal Lawrence M. Friedman, sebagai 
kultur hukum anggota masyarakat yang mempunyai keahlian khusus dibidang hukum 
(polisi, jaksa hakim, advokat), maka uraian tentang kultur hukum dalam konterks 
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sistem peradilan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kultur hukum aparat 
penegak hukum, sekaligus sebagai kultur hukum institusional. Oleh karena itu 
sebagaimana di uraikan di atas, hubungan kultur hukum dan kultur hukum institusi 
penegak hukum secara umum  digunakan untuk menjelaskan keterkaitan dan dalam 
hubungannya dengan kultur hukum aparat penegak hukum. 
2. Teori     
Teori sebagai deskripsi atau generalisasi mengenai dunia nyata (empirik) 
terdiri dari abstraksi yang tersusun secara sistematis sebagai pengertian dan model 
yang dapat digunakan untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia. 
Demikian halnya dengan teori kultur. Dalam banyak literatur, teori kultur 
mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerangkan sifat, domein kultur dan 
implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Identifikasi Philip Smith,
192
 terdapat tiga 
(3) issue pokok yang secara mendasar penting  untuk dibicarakan secara konsisten. 
Yaitu: 
a) Muatan (content), teori memberikan kelengkapan untuk memahami wujud 
kekulturan yang dapat dilihat dari adat istiadat yang berbeda dan kultur 
yang dimilikinya yang merupakan nilai-nilai, tanda-tanda, narasi, ideologi, 
pathologi, wacana, dan kebisaaan-kebisaaan yang berlaku dengan cara 
yang berlainan. Masing-masing mempunyai pengertiannya sendiri untuk 
menafsirkannya, oleh karena itu berakibat pada bagaimana dapat 
penelitian kultur dilakukan. 
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b) Implikasi sosial (sosial implications), teori menyumbang model yang 
diberikan kultur dalam pengaruhnya pada struktur masyarakan dan 
kehidupannya. Teori kultur mencoba menerangkan perannya dalam 
membuat keajekan, solidaritas, atau peluangnya terhadap konflik 
berkelanjutan, kekuasaan dan ketidakmapanan. Studi kultur juga 
mendorong mekanisme yang dapat menyalurkan keragaman, 
Meningkatkan individu  melalui sosialisasi ke dalam tingkatan institusi 
yang lebih luas (makro) dan system sosial. 
c) Tindakan, keperwakilan, diri (action, Agency, self),  hubungan antara 
kultur dan individu adalah mengenai apa yang dipancangkannya ditempat 
itu. Banyak kritik yang secara tajam terhadap kultur dalam perhatiannya 
terhadap tindakan manusia. Beberapa pemikiran menekankan perhatian 
pada sifat kultur, yang lainnya menekankan kepada kemampuan dari 
tindakan kultur. Isu yang berhubungan dengan konstruksi kultur itu 
sendiri, motivasi, dan identitas yang menjadi landasan argumentasi 
keduanya (sifat dan tindakan kultur). 
Memahami tiga isu utama yang menjadi perhatian dari teori kultur di atas, 
maka teori kultur pada esensinya tertuju pada interaksi simbolik yang dilakonkan 
oleh manusia dalam pola relasi sosialnya  baik dalam perspektif  mikro sosial 
maupun makro sosial.
193
 Teori kekulturan  dalam perspektif mikro sosial mengamati 
efek tindakan sosial pelaku meskipun dalam lingkup makro seperti halnya praktik 
korupsi oleh aparat penegak hukum. Peran sosial individu dan institusi dalam level 
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makro dikemukakan James Jasper,
194
 The current challenge is to figure out  what we 
need  to know about individuals in order to further our macro level explanations. 
One approach  is to think of individuals as parallel to cultures;as containing system 
of related meaning, habitual ways of thinking, feeling and acting, and a set of 
normative alligiances.  
Individu memiliki daya ekspresi berskala mikro (micro force expression)  
yang diwujudkan dalam susunan unsur-unsur pembentukan persepsi  dan sistem 
makna, seperti kebisaaan berpikir, perasaan (aspek emotif), tindakan dan sistem 
pembentuk nilai yang direfleksikan dari akal budinya. Individu adalah pintu masuk 
untuk menyingkapkan makna-makna yang tersebar dalam banyak kebenaran  dilevel 
kehidupan sosial , seperti tingkat kemasuk-akalan yang lumrah (common-sense), 
ilmu pengetahuan, estetika dan agama.
195
 Menurut Mudji Sutrisno individu-individu 
dalam berhadapan dengan dunia hidupnya berdasarkan common sense ini dibimbing 
oleh motif pragmatis. Dunia ditanggapi sejauh memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 
Tanggapan terhadap dunia dan lingkungan hidupnya dilakukan melalui semacam 
analisis yang dilakukan berdasarkan konsep-konsep informal.
196
 
Untuk memahami perspektif mikro, Philip Smith menyebutkan beberapa hal 
yang dapat digunakan sebagai patokan, diantaranya, a) relasi face to face  atau 
perjumpaan dalam kehidupan sosial sehari-hari , b) pelaku yang kreatif , intelek dan 
berwawasan luas, c) keteraturan sosial muncul sebagai buah kemampuan  pelaku-
pelaku yang dapat  yang dapat mengelola setiap hubungan sehingga membuat semua 
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itu dapat diprediksi, berhasil dan dapat dipahami, 4) untuk memahami cara kerja 
masyarakat, dibutuhkan metodologi  yang bisa menangkap definisi tentang situasi.
197
  
Sejalan dengan Clifford Geertz, yang mendefinisikan kultur sebagai 
keseluruhan pengetahuan tentang setiap aspek kehidupan, maka sejalan dengan 
paradigma konstruktivisme, teori yang digunakan untuk menjelaskan kultur hukum 
aparat penegak hukum sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz di atas, adalah 
kultur hukum dalam perspektif mental, yakni kultur sebagai kompleks ide-ide atau 
kebiasaan belajar yang membuat manusia dapat membedakan antara orang berakal 
(manusia) dan yang tidak mempunyai akal (hewan). Teori yang tepat menurut 
peneliti untuk menjelaskan kultur hukum adalah teori perilaku Jean Piaget yang 
dikenal dengan teori perkembangan kognisi (cognitive development),
198
 yang telah 
mengalami pembaruan (revisi) yakni, merujuk pada pemikiran ―Neo Piagetian‖.  
Neo Piagetian menganggap bahwa perkembangan kognitif tidak lagi 
mengacu kepada tahapan-tahapan besar seperti digambarkan Piaget, oleh pakar-pakar 
perkembangan kognitif Neo Piagetian, diantaranya R.Case, menganggap tidak cocok 
lagi menggunakan tahapan perkembangan kognitif, karena perkembangan kognitif 
dalam beberapa hal lebih spesifik dan lebih memperhatikan pada peran,  strategi, 
ketrampilan, kecerdasan dan pentingnya kemampuan memecah masalah kognitif 
menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan tepat.
199
  Oleh karena itu tahapan yang 
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digunakan Jean Piaget untuk melihat perkembangan kognitif manusia, tentu dalam 
pandangan Neo Piagetian tertuju dan melampui operasi formal tahap keempat. 
Selain menggunakan teori kognitif Jean Piaget, Neo Piagetian, pemikiran lain 
yang sepadan untuk digunakan meletakkan dasar-dasar studi kultur hukum yang akan 
di jadikan acuan pokok dalam teori kultur hukum adalah kultur hukum eksternal 
sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman untuk melengkapi keseimbangan 
atau keutuhan kultur hukum, maka pemikiran mengenai kultur hukum eksternal 
merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dalam bangunan 
Sistem Hukum Nasional (Siskumnas). Sedangkan berhubungan dengan bagaimana 
penerapan kultur hukum dan ilmu hukum pidana dapat berjalan paralel dalam 
kehidupan aparat penegak hukum, pemikiran hukum model tripatrit Masaji Chiba 
lebih sesuai digunakan untuk mempertajam analisis dalam pembahasan.  
a. Teori Perkembangan Kognitif (Cognitive Development) Jean Piaget. 
Teori perkembangan kognisi menekankan hal yang berurusan dengan 
pengetahuan dan proses berfikir dalam otak manusia yang melibatkan proses-proses 
yang secara mental  tidak terlihat. Dengan kata lain teori kognisi lebih 
memperhatikan akan cara manusia menerima, memproses, menyimpan dan 
mengeluarkan pemikiran atau gagasan. 
Kognitif adalah semua proses mental yang terkait dengan mememperoleh dan 
menghasilkan pengetahuan. Menggunakan dan menjalankan proses-proses mental. 
Informasi yang diterima disesuaikan,  dibandingkan dan diklasifikasikan dengan 
informasi yang ada dalam ingatan jangka pendek dan  jangka panjang. Informasi 
126 
 
baru yang lebih bermakna dan relevan kemungkinan terintegrasi dengan informasi 
yang sudah ada.  
Kata kognisi atau kognitif mempunyai arti berpikir. Kognitif terkait dengan 
pemikiran, pengetahuan, interpretasi, pemahaman dan gagasan individu. Proses 
kognitif juga berkaitan dengan persepsi, ingatan serta informasi yang diproses dan 
seterusnya digunakan oleh individu untuk mendapatkan informasi, merancang dan 
memecahkan masalah.
200
 Teori perkembangan kognisi Jean Piaget, meskipun 
digambarkan dengan 4 (empat) tahap, akan tetapi merujuk pada pandangan Neo 
Piagetian dengan penelitian-penelitian lanjutannya, mengabaikan tahapan-tahapan 
Jean Piaget, akan tetapi dititik beratkan kepada tahap ke empat yang memang banyak 
dibicarakan, yaitu tahap manusia setelah melalui masa  remaja dan menjadi dewasa, 
sebagai tahap operasional formal.
201
  
Menurut Jean Piaget manusia (seorang yang telah melampui remaja dan 
dewasa) mengkonstruksi dunia kognitifnya sendiri, informasi tidak hanya tercurah ke 
dalam benak mereka dari lingkungan. Untuk memahami dunianya manusia, manusia 
mengorganisasikan pengalaman mereka. Mereka memisahkan gagasan yang penting 
dari yang kurang penting. Mengkaitkan gagasan satu dengan yang lainnya, dan 
bukan hanya mengorganisasikan pengamatan dan pengalamannya, tetapi juga 
menyesuaikan cara pikir untuk menyertakan gagasan-gagasan baru, karena informasi 
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tambahan membuat pemahaman lebih dalam. Piaget meyakini, bahwa manusia 
menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi.
202
 
Asimilasi (assimilation) terjadi ketika seorang menggabungkan informasi 
baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Akomodasi (accomodation) 
terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Menurut 
Gisela Labouvivief  terjadi suatu integrasi baru pada cara berpikir manusia yang baru 
dewasa.
203
  
Menurutnya pengalaman masa dewasa, menghasilkan batasan-batasan 
pragmatis yang menuntut untuk dilakukannya strategi adaptif yang tidak perlu 
mengandalkan analisis logis (deduktif) dalam memecahkan masalah. Komitmen, 
spesialisasi dan penyaluran energi yang membuat seseorang menemukan tempatnya 
dalam sistem sosial dan sistem kerja yang kompleks menggantikan logika yang 
operasional formal.  
Asumsi bahwa pemikiran logika dan optimisme tinggi  merupakan kriteria 
kematangan kognitif, tetapi harus diakui kematangan kognitif manusia dewasa terlalu 
konkrit dan pragmatik. Tetapi dari sudut pandang Gisela Labouvievief, pemahaman 
orang dewasa mengenai batasan realitas mencerminkan kematangan, bukan ketidak 
matangan.
204
   
William Perry (1981) mencatat sejumlah perubahan penting dalam berpikir 
orang dewasa dibandingkan remaja. Kematangan kognitif orang dewasa adalah 
menyadari adanya perbedaan pendapat dan beragam sudut pandang yang dimiliki 
orang lain. cara berpikir remaja yang dualistik (hitam- putih) tersingkirkan oleh cara 
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berpikir orang dewasa, ganda sejalan dengan meningkatnya pemahaman bahwa 
pihak yang mempunyai otoritas, belum tentu dapat memberi jawaban atas semua hal. 
Manusia dewasa cenderung membentuk daerah pemikiran individualistik 
sendiri, dengan keyakinan setiap orang berhak punya pendapat sendiri, dan pendapat 
pribadi sama baiknya dengan pendapat orang lain. Saat pendapat pribadi disanggah 
oleh pendapat  lain, cara berpikir ganda beralih ke berpikir relative subordinat, 
dimana pendekatan analitis, evaluatif dilakukan secara sadar dan aktif. Hanya dengan 
beralih ke relativisme penuhlah  orang dewasa dapat sepenuhnya memahami bahwa 
kebenaran bersifat relatif, bahwa makna suatu kejadian terkait dengan konteks 
tempat terjadinya dan berdasarkan kerangka yang digunakan seseorang untuk 
memahami kejadian tersebut. Berdasarkan relativisme penuh, orang dewasa 
mengetahui bahwa relativisme meliputi segala aspek kehidupan, bukan hanya dunia 
akademik. Bertolak dari relativisme penuh ini, manusia dewasa memahami, bahwa 
pengetahuan dibangun bukan terberi, kontekstual, bukan absolut.
205
    
Calon lain dari pemikiran yang lebih tinggi tingkatannya dari operasional 
formal adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pengetahuan pakar mengenai 
aspek praktis dalam kehidupan. Pengetahuan praktis melibatkan pemahaman yang 
amat baik mengenai perkembangan manusia dan masalah kehidupan. Pertimbangan 
yang baik dan pemahaman mengenai cara mengatasi  masalah kehidupan yang sulit, 
jadi kebijaksanaan lebih dari kecerdasan biasa, memusatkan perhatian pada masalah 
pragmatis kehidupan dan kondisi manusia.  
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Sistem pengetahuan praktis ini diperoleh dalam waktu bertahun-tahun, 
berkembang dalam pengalaman yang terarah dan terencana, maupun pengalaman 
insidental,. Meskipun tidak semua orang dewasa mampu menyelesaikan masalah 
dengan cara-cara bijaksana. Penelitian Smith dan Baltes mengemukakan hanya 5 
persen respon orang dewasa terhadap masalah perencanaan hidup yang tergolong 
bijaksana, dan respon-respon bijaksana tersebut secara merata pada manusia dewasa 
awal, madya dan akhir.
206
 
Makna dari adanya kemungkinan bahwa orang dewasa lebih tua, sama 
bijaksana atau lebih bijaksana dibandingkan dengan orang dewasa muda dalam 
kaitannya dengan adanya isu dasar mengenai menurunnya fungsi intelektual dimasa 
dewasa, diingatkan oleh John W. Santrock, bahwa kecerdasan terwujud dalam 
berbagai bentuk. Pada beberapa pekerjaan yang membutuhkan kecepatan pengolahan 
orang yang lanjut usia tidaklah secerdas orang yang masih muda, dan hal ini akan 
mengancam prestasi mereka. Akan tetapi dengan mempertimbangkan pengetahuan 
umum serta sesuatu yang disebut kebijaksanaan, maka akan diperoleh interprestasi 
yang samasekali berbeda mengenai kecerdasan orang dengan usia lanjut.
207
  
b. Pancasila; Jiwa dan Cita Hukum Indonesia dalam Bingkai Sistem 
Hukum Nasional 
Meskipun bukan sebagai teori, tetapi sebagai konsep pandangan hidup dan 
filsafat bangsa, Pancasila menjadi landasan cita hukum Indonesia. Latar belakang 
sosio kultural masyarakat Indonesia memberikan bentuk karakter hukum Indonesia. 
Oleh karena itu konsep Pancasila sebagai jiwa dan cita hukum menjadi landasan 
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filosofis, landasan sosio kultural dan landasan religius, sumber hukum sistem 
penegakan hukum di Indonesia terutama dalam penegakan hukum tindak pidana 
korupsi yang tidak mencerminkan penegakan hukum yang adil. Dengan kata lain 
permasalahan penegakan hukum di Indonesia berhubungan dengan sistem hukum 
nasional Indonesia. 
Bangsa Indonesia harus diakui lahir dari sejarah dan kekulturannya yang tua, 
dari zaman kerajaan, dengan kejayaannya Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. 
Penjajahan tiga setengah abad hingga dan sejarah perjuangan Indonesia untuk  
merdeka hingga memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bisa diartikan 
bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri sebagai 
hasil proses dari sejarah masa lampau tantangan perjuangan dan cita-cita hidup 
dimasa yang akan datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya 
sendiri.  
Kepribadian Indonesia yang lahir dari perjuangan panjang dan segala 
pengorbanan dan penderitaan ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar 
Pancasila. Karena itu Pancasila bukan lahir secara  mendadak pada tahun 1945, 
melainkan telah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa lain dan tetap berakar 
pada kepribadian bangsa kita.
208
 Sunaryati Hartono dalam pidato Dies Fakultas 
Hukum Universitas Katolik Parahiyangn pada Tahun 2008 mengemukakan sebagai 
berikut: 
―... benar-benar tetap ingin mempertahankan kemerdekaan, yang kita peroleh 
dengan nyawa, darah dan air mata dari beribu-ribu Pejuang kemrdekaan dan korban 
revolusi kemerdekaan, maka tidak ada jalan lain, daripada sikap tetap setia pada 
nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi pengikat bangsa ini, yang dimasa yang akan 
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datang benar-benar harus kita jiwai dan terapkan sebagai volksgeist Indonesia. Baik 
dalam setiap tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam kehidupan 
pribadi kita sehari-hari.‖209 
 
Dalam Pandangan Sunaryati Hartono  Pancasila ini sesungguhnya,  
merupakan satu filsafah yang utuh menyeluruh (holistik) tentang kehidupan 
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dan yang dapat dan harus diterapkan dan 
digunakan dalam setiap situasi yang kita hadapi, dan untuk setiap masalah yang 
harus kita pecahkan.
210
 Implikasi dari perkataan tetap setia pada nilai-nilai Pancasila 
sebagaimana disarankan oleh Sunaryati Hartono, terkait pengembangan ilmu hukum 
Indonesia menurut B.Arief Sidharta perlu mewujudkan dalam suatu kerangka 
paradigma yang mengacu pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 
yang menjadi cita hukum Pancasila yang berintikan: 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
b. Penghormatan atas martabat manusia 
c. Wawasan Kebangsaan dan wawasan nusantara 
d. Persamaan dan kelayakan 
e. Keadilan sosial 
f. Moral dan budi pekerti yang luhur 
g. Partisipasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.
211
  
 
Meletakkan dasar permasalahan lemahnya kualitas penegakan hukum pidana 
(tindak pidana korupsi), dalam kerangka sistem hukum nasional, memiliki relevansi 
yang  fundasional terutama hukum sebagai objek pembangunan haruslah dipandang 
sebagai suatu sistem, karena (1) terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang 
selalu terkait dan saling mempengaruhi,  (2) asas utama yang mengaitkan semua 
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unsur atau komponen hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, disamping 
sejumlah asas hukum yang lain, baik yang berlaku universal, maupun lokal aau 
berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum yang tertentu.
212
 
Pengembangan ilmu hukum Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, dan 
pembentukan sumberdaya manusia Indonesia harus di dasarkan  pada nilai-nilai 
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan, 
sekaligus dengan diyakini kebenaran, kebaikan dan manfaatnya bagi pembangunan 
nasional.
213
 Menurut Frans Magnis Suseno, peningkatan sumberdaya manusia bangsa 
ini harus difokuskan pada nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, akal budi dan hati 
nurani.
214
 
Tujuan  hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah mewujudkan 
pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif  dengan 
mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif  dengan menciptakan  kondisi 
kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan 
berlangsung wajar sehingga  secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan 
yang luas dan sama untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh. 
Termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti 
kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Tuhan Yang Maha 
Esa.
215
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Dalam kaitnnya dengan konsep hukum Indonesia sebagaimana dikemukakan 
di atas, dalam konteks hukum pidana Indonesia, Mulyatno pada kuliah umum di 
FKIP Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 7 Maret 1964 dengan judul 
Membangun Hukum Pidana yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya Untuk Turut 
Menyelesaikan Revolusi Kita, secara tegas dalam pidatonya mengatakan bahwa: 
 ―... kedudukan kehakiman dan kehukuman di Indonesia sekarang tidak sama 
dengan kedudukan kehakiman di negara-negara lain. Hukum Indonesia menduduki 
tempat inkonvensional, ... Yang saya maksud ialah, bahwa hukum di negara kita 
hendaknya dikembangkan, ditetapkan dan dilaksanakan khusus sesuai dengan 
kepribadian Indonesia.... Janganlah para petugas yang pekerjaannya dalam atau 
bersangkutan dengan bidang hukum tadi, sadar atau tidak sadar, meneruskan begitu 
saja teori-teori dan praktek-praktek Hukum yang dahulu pernah diajarkan dan 
dipraktekkan di zaman Hindia Belanda sejak berpuluh-puluh tahun. Seakan-akan 
dalam bidang hukum jalannya sejarah bangsa Indonesia sejak berkuasanya 
pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang berlangsung terus secara tenang dan 
tenteram; seakan-akan.teori dan praktek hukum dari zaman yang silam itu 
merupakan naluri atau harta pusaka bagi kita, yang sedapat mungkin harus dipelihara 
sebaik-baiknya, tanpa perubahan dan penggantian‖.216 
 
Menurut Mulyatno pada pidato dalam kuliah umum tersebut secara tegas 
mengemukakan: revolusi dalam bidang tata hukum menghendaki penghapusan dari 
segala hal yang sifatnya lapuk dan usang untuk diganti dengan yang segar 
bermanfaat dan progresif, maka jalan pikiran yang yuridis formal tadi hendaknya 
diganti dengan yang yuridis materiel dalam arti bahwa kata-kata yang dipakai dalam 
peraturan, hendaknya ditafsirkan sehingga makna peraturan menjadi sesuai sekali 
dan seirama dengan dinamika dan progresivitas masyarakat dimana peraturan tadi 
diharapkan memberi manfaatnya. 
217
  
                                                             
216
 Mulyatno, Membangun Hukum Pidana yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya Untuk 
Turut Menyelesaikan Revolusi Kita, Pidato Kuliah Umum di FKIP Muhammadiyah Surakarta, tanggal 
7 Maret 1964. 
217
 Ibid. 
134 
 
Berdasarkan uraian di atas, Barda Nawawi Arief mengartikan ilmu hukum 
Indonesia adalah ilmu normatif tentang konsep kehidupan bermasyarakat (di) 
Indonesia.  Dengan demikian ilmu hukum Indonesia meliputi juga ilmu  normatif 
atau ilmu tentang "tatanan nilai-nilai berkehidupan kebangsaan berdasarkan 
Pancasila"  (di berbagai aspek "ipoleksosbud"). Tatanan nilai berdasarkan Pancasila, 
seperti telah dimaklumi, berupa nilai moral religius (Ketuhanan), nilai kemanusiaan, 
dan nilai kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial). Ini berarti, 
Ilmu Hukum yang tidak berorientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/ jiwa (ruh) 
demikian, bukan Ilmu Hukum Nasional. Demikian pulalah dengan Ilmu Hukum 
Pidana Nasional (Indonesia).
218
 
Oleh karena itu memaknai hakikat hukum pidana dan ―ilmu hukum pidana 
secara integral, dapat dipahami, pertama hukum terdiri dari ―norma‖ dan ―nilai‖ yang 
tidak dapat dipisahlepaskan karena kedua-duanya ada dan menyatu dalam hukum. 
hukum merupakan ―sistem hukum‖ yang terdiri dari substansi hukum, struktur 
hukum, dan kultur hukum. Hukum tidak hanya tertulis, tetapi juga hukum tidak 
tertulis yang hidup di masyarakat. Hukum tidak bisa dipisahlepaskan dari  moral dan 
agama. Kedua, Kajian Ilmu hukum pidana yang tidak memisahkan antara norma dan 
nilai (dalam arti luas mencakup juga konsep ide dasar/gagasan/wawasan dan nilai-
nilai keilmuan, intellectual philosophy/intellectual conceptions/intellectual basic 
ideas), sejalan dengan pengertian ilmu hukum sebagai ―normatieve maatschappij  
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wetenschap",  yaitu "ilmu  normatif tentang hubungan  kemasyarakatan" atau "ilmu 
hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif".
219
  
Dari sudut perbandingan hukum, membandingkan dan membedakan kultur 
hukum seperti halnya kultur hukum Barat dan kultur hukum Indonesia adalah 
mungkin saja. Untuk membandingkan dan membedakannya perlu menempatkannya 
pada tatanan hukum dan kultur bukum dalam konteks yang lebih luas dari kultur 
masyarakat dimana mereka berada. Untuk membedakan kultur hukum, tampaknya 
perlu mempunyai gambaran singkat mengenai akar kultur.  
Secara umum menghadirkan perbedaan antara kultur hukum modern dan 
kultur hukum Indonesia berdasarkan perbedaan umum yaitu, kultur hukum barat dan 
kultur hukum non barat (non western legal culture) yang mungkin dapat digunakan 
sebagai pilihan dalam mendekati pokok permasalahan. Secara tradisional jika 
dibedakan kultur hukum yang berlaku di dunia, terdapat dua pendekatan yang 
bergantung konteksnya. 
Memperbandingkan hukum dalam pertengahan abad 20 terdapat 3 rumpun 
hukum utama, yaitu hukum barat, di dalamnya termasuk, romano-germany, common 
law, dan rumpun hukum sosialis. Sekalipun  bentuknya berbeda dari  kultur hukum 
yang diakui di atas, terdapat pada masyarakat non barat,  termasuk dari salah satu 
rumpun utama hukum barat. Antara lainnya adalah hukum Indonesia . Indonesia 
setelah kolonisasi oleh Belanda, sebagian besar hukumnya merupakan hukum 
colonial yang diimpor dari eropa dengan aturan-aturan kolonialnya. Setidak-tidaknya 
masih merujuk pada aturan code napoleon. 
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Dalam  seabad terakhir ini, telah ada pendekatan lain dalam membedakan 
kultur hukum di dunia, salah satunya  sosiologikal atau antropologikal. Hukum 
sebagai aturan, tidak pernah menjadi inti dari penelitian, melainkan sikap terhadap 
hukum dan gelar yang tertanam dalam masyarakat dan kekulturan umum. 
Konsep hukum selama ini secara longgar digunakan untuk menggambarkan 
sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Pertama, mengacu pada pemahaman 
masyarakat mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum.  
Perhatian kultur hukum dalam perspektif ini kultur hukum merupakan sikap dan 
pandangan yang menjadi dasar pemahaman orang-orang dalam bertindak dan 
beranggapan. Seperti sikap dan anggapan orang terhadap pengadilan. Kedua, kultur 
hukum mengacu pada  negara atau suatu kelompok bangsa, dan ketiga yang oleh 
Lawrence M.Friedman sebagai satu jenis kultur hukum yang amat penting adalah 
kultur hukum aparat penegak hukum, yakni nilai-nilai, ideologi dan prinsip-prinsip 
yang dianut oleh profesional hukum yang bekerja dalam lingkaran ajaib sistem 
hukum.
 220
  
Perilaku dan sikap para aparat berpengaruh besar pada pola tuntutan yang 
diajukan kepada sistem. Dari segi ini, sistem hukum tidak lagi terlihat hanya sebagai 
sebuah wahana, melainkan tindakan para professional pun turut menentukan. Aparat 
akan memutuskan tindakan hukumnya dengan cara terntentu untuk memuaskan 
tuntutan  yang disodorkan kepadanya ketika ia berpekentingan  untuk melakukan hal 
itu, atau  ketika kelompok sejawatnya (peer group), atau nilai-nilainya menuntut 
untuk itu. Betapapun juga nilai-nilai  tersebut merupakan endapan jangka panjang 
                                                             
220
 Lawrence W Friedman, Sistem Hukum, Op.Cit. hlm. 293. 
137 
 
dari struktur sosial, merepresentasikan kekuasaan dan pengaruh yang sudah lama 
berlangsung; dan tekanan kelompok sejawat bergantung pada siapa kelompok 
sejawatnya itu-bergantung pada, misalnya pola-pola rekruitmen dalam profesi 
tersebut; sebuah faktor yang jauh dari netralitas politik. Dengan demikian perilaku 
para professional yang kompleks, kultur hukum kalangan internal, sama sekali tidak 
berkembang secara otonom dan sama sekali bukan pengecualian dari proposisi 
umum yang mengutamakan masyarakat di atas hukum.
221
 
Konsep kultur hukum mengisyaratkan bahwa setidaknya dalam pengertian 
tertentu setiap negara atau masyarakat memiliki kultur hukum sendiri dan bahwa 
tidak ada dua negara atau masyarakat yang persis sama. Kultur hukum Indonesia, 
dapat diartikan lawan atau kebalikan dari kultur hukum modern (barat). Dari 
perspektif filsafat, terdapat empat bidang besar yang menjadi titik pembeda antara 
filsafat timur dan barat  yang secara khas dihayati oleh masing-masing kultur, yaitu, 
(1) pengetahuan, (2) sikap terhadap alam, (3) ideal, cita-cita hidup dan (4) status 
persona.
222
  
 Dalam filsafat timur  lebih mengedepankan unsur intuisi, berbeda dengan 
filsafat barat yang rasionalisme. Dalam kultur timur belajar adalah untuk mendidik 
manusia menjadi bijaksana, mempunyai tujuan hidup, sebaliknya filsafat barat 
dengan rasionalitasnya belajar adalah untuk menjawab tantangan alam. Tentang 
sikap terhadap alam filsafat timur memandang alam memiliki jiwa, manusia bagian 
dari alam dan keduanya berasal dari zat yang satu, karenanya perlu harmoni antara 
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manusia dan alam. Tentang ideal dan cita-cita hidup, menurut Priyono filsafat timur 
memandang manusia timur lahir dan hidup dalam kultur yang menyebut diri ‗to be 
more important than to do‘ (ada dan hadir lebih penting dari pada bertindak). 
Konsekuensi dari ideal hidup demikian menyebabkan manusia timur cenderung 
pasif, konvensional, tidak menyukai konflik, dan dalam mencari materi manusia 
timur justru diajarkan untuk hidup tenang bersahaja, sikap ini berbeda dengan 
manusia barat yang lebih mengutamakan tindakan dan perdebatan tentang cara 
memperoleh materi.
223
 Sedangkan mengenai status pesona dalam filsafat timur 
manusia individu justru dipandang sebagai bagian dari masyarakat itu berdeda 
dengan filsafat barat yang mengedepankan individualitas. 
Kultur hukum Indonesia termasuk dalam kelompok kultur hukum timur  atau 
Asia atau kultur hukum non barat (non western legal cultures).
224
 Kultur hukum 
Indonesia adalah seperangkat nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseluruhan 
kultur lokal nusantara yang kini disebut Indonesia.
225
  Kultur hukum Indonesia dalam 
sejarahnya tidak terlepas dari struktur sosial  masyarakat Indonesia yang 
mengejawantah dalam organisasi-organisasi pergerakan rakyat yang ingin menjadi 
agen penggerak kekulturan dinegerinya dari kolonisasi barat yang telah 
mendudukkan masyarakatnya menjadi warga Negara kelas tiga setelah orang Eropa 
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terutama orang Belanda dan orang Timur asing,
226
  dan Pancasila mempunyai akar 
dalam pertumbuhan gerakan nasionalisme Indonesia dari permulaan abad XX 
sebagai reaksi terhadap kolonialisme yang telah memenjarakan bangsa Indonesia 
berabad-abad,
227
 Pancasila merupakan system nilai yang sebelumnya telah tumbuh 
dan berkembang dari adat   kebiasaan, kekulturan dan agama-agama bangsa 
Indonesia. Oleh Sukarno sebagai pencetus pertama Pancasila dikatakan, bahwa 
penggalian Pancasila itu menembus lapisan-lapisan zaman yang dialami bangsa 
Indonesia yaitu zaman pra Hindu,  zaman Hindu, zaman Islam dan zaman Imperialis. 
Dalam menggali dan menyelami lapisan-lapisan tersebut dan menemukan lima hal-
hal yang menonjol, yaitu Ketuhanan, kebangsaan , perikemanusiaan, kedaulatan 
rakyat dan keadilan sosial. Ketuhanan walaupun bentuknya berbeda-beda 
diketemukan dalam setiap lapisan tersebut.
228
 
Dalam konteks kultur hukum Indonesia berarti seperangkat nilai, gagasan 
norma yang terbangun oleh budi dan daya warga masyarakat  setempat dan 
terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan 
berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum 
pada tataran teori dari satu pihak dan perilaku dan tindakan nyata pada tataran 
praksis di lain pihak yang diharapkan masyarakat setempat.
229
  
Kultur hukum Indonesia adalah cermin identitas dan sekaligus sumber 
refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam 
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setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam 
produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat 
atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan 
(justice seeker) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan kultur hukum juga 
mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum 
dalam praktik.
230
  
Semenjak GBHN yang ditetapkan oleh MPR tahun 1973, 1978,1981, 1988, 
dan 1993 kebijakan yang bersifat kultural ini belum pernah kelihatan. Secara 
normatif GBHN membicarakan perihal sosial kultur, tetapi kaitannya dengan 
pembinaan hukum, baru dimulai pada GBHN yang ditetapkan MPR di tahun 1998, 
dimensi kultur dimasukkan oleh MPR sebagai subsistem dari pembangunan hukum 
dengan rincian sebagai berikut: 
b) Peningkatan dan pengembangan kultur hukum diarahkan untuk 
membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para 
―penyelenggara negara‖ sesuai dengan nilai dan norma ―Pancasila‖ agar 
kultur hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat sehingga 
kesadaran, ketaatan, serta kepatuhan hukum makin meningkat dan hak 
asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi. 
c) Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia sebagai ―pengamalan Pancasila dan UUD 1945‖ diarahkan pada 
pencerahan harkat dan martabat manusia serta usaha untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 
d) Pembangunan dan pengembangan kultur hukum ditujukan untuk 
terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang 
berintikan ―kejujuran‖ ―kebenaran‖ dan ―keadilan‖ untuk mewujudkan 
kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional; 
e) Kesadaran hukum ―penyelenggara negara‖ dan masyarakat perlu 
ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus melalui pendidikan, 
penyuluhan, sosialisasi, keteladanan, dan penegakan hukum untuk 
menghormati suatu bangsa yang berkultur hukum.
231
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Sejalan yang dikemukakan  Wicipto Setiadi di atas, maka pendekatan yang 
seyogyanya ditempuh dalam mewujudkan kultur hukum adalah dengan membangun 
sistem hukum nasional Pancasila, yakni pendekatan yang berwawasan nilai-nilai 
Ketuhanan (bermoral religius),  pendekatan yang berwawasan nilai-nilai  
Kemanusiaan (humanistik), dan pendekatan yang berwawasan nilai-nilai 
Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik  (berkeadilan sosial), karena Pancasila 
merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental, seharusnya 
berawal/dimulai dari ―pembangunan kultural‖ (kultur hukum nasional), karena nilai-
nilai Pancasila  inilah yang merupakan ruh/jiwa/nur/nilai-dasar/ide-dasar dari SHN. 
Pembangunan/pem-baharuan SHN pada hakikatnya berawal dari pembaharuan 
nilai/ide-dasarnya.
232
 
c. Model Hukum Tripatrit Masaji Chiba 
Masaji Chiba dengan konsep pluralisme hukum berusaha melawan 
pemahaman ilmu hukum tradisional (ortodoks) yang menunggalkan hukum negara 
sebagai hukum atau universalitas hukum Barat  diantara semua orang di dunia, 
meskipun relativisme hukum tidak dapat di bantah. Konsep Masaji Chiba tentang 
pluralisme hukum  yang relevan bagi studi hukum . Teori hukum holistik dan 
pluralisme hukumnya mempertimbangkan secara eksplisit  nilai-nilai dan realitas 
sosial dan menolak membedakan hukum yang ketat dari non hukum atau ekstra 
hukum. 
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Dalam model hukum tripatrit Masaji Chiba, “official law is always seen as 
interacting with unofficial laws and legal postulates, non of these element ever exist  
in isolation, the continuously interact in dinamic fashion. Law thus, is always 
plural”. (hukum resmi dipandang selalu berinteraksi dengan hukum tidak resmi dan 
postulat-postulat hukum. Tidak ada satupun dari elemen-elemen hukum ini yang 
akan tinggal secara tersendiri. Hukum-hukum ini secara kontinyu berinteraksi 
dengan dinamis, itulah,  hukum selalu plural).
233
 
Masaji Chiba menyebut orang-orang dalam masyarakat non Barat telah 
menjunjung hukum asli sebagai bagian integral dari warisan kultural mereka. 
Penerimaan hukum asing (Barat), entah sukarela atau tidak, ada kalanya berupa 
asimilasi damai, namun kerapkali terjadi konflik antara hukum asli dan hukum 
terimaan, dengan akibat pada sebagian kasus, hukum asli mungkin tidak dapat 
bertahan hidup. Pada kasus lain hukum asli bisa jadi menolak mentah elemen 
terimaan, atau bisa jadi menyesuaikan diri untuk mempertahankan identitas 
kulturalnya. Menurut Masaji Chiba,  bahwa hukum-hukum kontemporer di negara-
negara Asia didapati tersusun berada dalam proses pengembangan diri hukum asli 
entah hal itu berhasil atau tidak.
234
 
Dalam konteks ini, Masaji Chiba memandang hukum  bukan sebuah gejala 
yang terisolasi dari, melainkan sebagai sebuah elemen sosial kompleks yang 
memiliki karakteristik hukumnya sendiri, namun begitu lekat dan berakar  dalam 
masyarakat, dan oleh karena itu tidak sepenuhnya bisa dijangkau melalui analisis 
hukum berfokus tunggal. Chiba secara khusus menentang klaim universalis dalam 
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ilmu hukum model Barat. Analisis kritisnya atas ilmu hukum (yurisprudensi) model 
Barat berpijak di atas dua argumen pokok , pertama analisis hukum telah cenderung 
mengabaikan faktor-faktor sosio kultural  dalam interaksinya dengan hukum dan 
dengan begitu menjadi legosentris. Kedua dengan mengasumsikan universalitasnya 
sendiri, yurisprudensi model Barat telah membuat tidak kasat mata pengalaman khas 
kultur-kultur dan sistem-sistem hukum non Barat. Dengan tidak mengakui secara 
eksplisit sumbangan elemen-elemen khas kultur  dalam perkembangan dan kinerja 
hukum-hukum Barat .
235
 
Menurut Chiba dalam Werner Menski, asal usul kultural hukum dan 
keterkaitan berkesinambungannya dengan hukum negara bisa dipandang sebagai 
istilah lain dari penerimaan hukum. Penerimaan hukum ini bukan hanya interaksi 
tidak setara antara peraturan hukum Barat dan non Barat, melainkan sebuah proses 
kompetisi antara beragam kekuatan-kekuatan sosio kultur dalam sistem hukum non 
Barat tertentu.  
Elemen-elemen pokok, dari struktur hukum tiga level (three level structure of 
law) Chiba, terdiri atas hukum resmi, hukum tidak resmi, dan postulat-postulat 
hukum sebagai berikut: 
1) Hukum resmi, adalah sistem hukum yang ditetapkan oleh otoritas sah 
sebuah negeri. Hukum negara biasanya dipahami sebagai bertuk paling 
lazim dari hukum resmi, atau bahkan satu-satunya hukum resmi. Karena ia 
ditetapkan secara langsung oleh otoritas pemerintah sebuah negara untuk 
memegang sebuah yurisdiksi. Namun demikian hukum resmi ini hanyalah 
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satu dari banyak hukum resmi yang ada di sebuah negara. hukum agama 
sebagian dicakup dalam hukum resmi, sebagian berfungsi diluar hukum 
negara dan membentuk sistem hukumnya sendiri, seperti hukum Islam, 
hukum Hindu, hukum Budhis dan hukum Judais, contoh-contoh lainnya 
dapat ditemukan dalam kehidupan sosial kultural masyarakat, pernikahan, 
keluarga, pertanahan, dan lain sebagainya. Menurut Chiba, hukum agama 
dan adat istiadat merupakan elemen aktual dan potensial dari hukum 
resmi. Perspektif pluralisasi ini tentang komposisi hukum negara 
meruntuhkan asumsi bahwa semua hukum dibuat oleh negara. 
2) Hukum tidak resmi adalah hukum yang tidak secara resmi ditetapkan oleh 
otoritas sah, namun dalam praktiknya diberlakukan dengan konsensus 
umum kalangan masyarakat tertentu. Hukum tidak resmi disini terbatas 
pada praktik-praktik tidak resmi yang memiliki pengaruh istimewa atas 
keefektifan hukum resmi. Dengan kata lain mereka yang secara khas 
menguatkan, menentang, memodifikasi atau menggerogoti hukum-hukum 
resmi (hukum negara) dengan demikian efektivitas total sistem hukum 
resmi bergantung pada status quo hukum tidak resmi negara tersebut. 
3) Postulat-postulat hukum, adalah prinsip nilai atau sistem nilai yang secara 
spesifik dengan sebuah hukum resmi atau hukum tidak resmi yang 
berlaku, mendasari, menjustifikasi dan mengarahkan yang tersebut 
kemudian. Bisa berupa ide-ide hukum yang mapan, seperti hukum alam, 
keadilan, equity, ajaran hukum yang bersumber dari kitab suci/agama, 
postulat-postulat hukum ini entah itu hukum resmi atau tidak resmi secara 
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keseluruhan diperlukan untuk menjaga keselarasan dalam kadar tertentu 
satu dengan lainnya.
236
 
Berdasarkan teori pluralisme hukum model hukum tripatrit Chiba, bahwa 
interaksi antara hukum terimaan dan hukum asli membentuk elemen kunci 
pluralisme hukum. Dilihat dari sudut pandang kultural, struktur utuh hukum negara 
non Barat terbentuk dalam interaksi antara hukum terimaan dan hukum asli. Oleh 
karena itu berlandaskan pada ―struktur hukum tiga level‖ di atas dilakukan 
pengembangan dan revisi yaiatu: (1) hukum resmi vs hukum tidak resmi, (2) 
peraturan-perauran hukum vs postulat-postulat hukum dan (3) hukum asli vs hukum 
cangkokan.  
Esensi model hukum tripatrit atau struktur hukum tiga level Chiba, 
mempostulatkan identitas sebuah kultur hukum yang menuntun sebuah masyarakat 
dalam memilih cara bagaimana merumuskan ulang segenap struktur hukum mereka, 
dalam rangka menjalankan akomodasi mereka terhadap perubahan keadaan. Model 
hukum tripatrit ini dalam konteks sistem hukum Indonesia memiliki kesesuaian 
untuk digunakan dalam perbaikan dan perubahan kultur hukum dalam kerangka 
sistem hukum  Indonesia. 
D. Ilmu Hukum Pidana, Moral, dan Relasi Keduanya    
1. Ilmu, Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Pidana  
a. Ilmu dan Ilmu Hukum  
Sebelum menguraikan konsepsi hukum pidana dan ilmu hukum pidana 
terlebih dahulu perlu menjelaskan konsep umum dari ilmu itu sendiri. Julian Huxley 
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dalam B.Arief Sidharta memberikan pengertian ilmu sebagai ―that activity by which 
today we attain the great bulk of our knowledge of and control over fact of nature‖. 
Ilmu itu adalah kegiatan yang dengannya kita pada masa kini memperoleh sejumlah 
besar pengetahuan kita dan kemampuan mengendalikan fakta-fakta alamiah.
237
 
Secara subjektif , ilmu adalah hal yang dengannya kita dapat mengetahui 
(cara tertentu menarik kesimpulan dari data terberi. Secara objektif ilmu adalah hal 
yang diketahui, dari sudut ini ilmu adalah keseluruhan dari kebenaran-kebenaran  
yang terikat antara satu dengan yang lainnya secara sistematikal.
238
 
Berdasarakan pengertian di atas dapat ditemukan beberapa ciri pokok ilmu 
yaitu:  
1. Ilmu bersifat rasional, artinya proses pemikiran yang berlangsung dalam 
ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. 
2. Ilmu bersifat empirikal, artinya kesimpulan-kesimpulan yang dirariknya 
dapat ditundukkan pada pemeriksaan atau verifikasi panca indera manusia; 
3. Ilmu bersifat sistematikal, artinya cara kerjanya runtut berdasarkan patokan 
tertentu (metodikal) yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan dan 
hasilnya berupa fakta-fakta yang relevan  dalam bidang yang ditelaahnya 
harus disusun dalam suatu kebulatan yang konsisten. 
4. Ilmu bersifat umum dan terbuka, artinya harus dapat dipelajari oleh setiap 
orang; 
5. Ilmu bersifat akumulatif, artinya kebenaran yang diperoleh selalu dapat 
dijadikan dasar  untuk memperoleh kebenaran yang baru.
239
 
 
Berdasarkan ciri-ciri umum ilmu di atas B.Arief Sidharta merumuskan 
sebuah definisi ilmu yang adekuat, yaitu ilmu adalah kegiatan intelektual dalam 
bidang tertentu yang secara rasional sistematikal-bertatanan (stelselmatig) dan 
terargumentasi dengan menggunakan metode dan seperangkat pengertian (konsep) 
yang diciptakan khusus untuk itu, mengamati dan menata bahan-bahan terberi yang 
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relevan dipandang dari sudut masalah pokok dalam bidang itu, yang hasilnya 
dirumuskan dalam proposisi-proposisi yang ditata dalam sistem proposisi dan tiap 
proposisi yang dihasilkan serta metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut 
terbuka bagi pengkajian rasional oleh siapapun  tentang keabsahannya berdasarkan 
seperangkat criteria yang secara umum diterima atau yang sudah dilazimkan dalam 
komunitas ilmuwan bidang yang bersangkutan.
240
 
Van Peursen, ilmu sebagai pengetahuan ilmiah mempunyai sudut pendekatan 
yang lebih umum, dengan latar belakang, teori-teori dan pengertian-pengertian yang 
lebih umum. Kekuatan dari pengetahuan ilmiah terletak dalam kemampuan 
mengabstraksi, atau menyederhanankan (simplistik) dalam mengenali dan merasakan 
peristiwa-peristiwa konkrit  dan menempatkan gejala-gejala konkrit.
241
 Ilmu sebagai 
pengetahuan ilmiah ditampakkan dengan sifatnya yaitu, 1) ilmu semata-mata hanya 
memaparkan dan menjelaskan hanya berurusan dengan fakta-fakta saja, 2) ilmu 
bertolak dari teori, 3) ilmu adalah objektif, 4) ilmu lebih terarah pada abstraksi.
242
 
Ilmu sebagai pengetahuan ilmiah tidak menalar dalam ruang kosong, 
melainkan menata struktur-struktur dan dapat diterapkan  pada kenyataan, seperti 
halnya ilmu hukum, ilmu hukum pidana. Penguasaan intelektual (pemahaman) atas 
ilmu terhadap kenyataan konkret dalam penerapannya terdapat pandangan-
pandangan berbeda. Van Peursen membedakan menjadi 4 (empat) kelompok.
243
 
Yaitu:  
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Pertama, pandangan yang langsung dan sederhana, bahwa ilmu 
menggambarkan kenyataan, persis sebagaimana keadaannya. Di bawah pengaruh 
ilmu-ilmu alam ada yang berpendapat  bahwa dunia objektif yang sesungguhnya  
dibelakang dunia manusiawi kita, yang berwarna warni hanya terdiri atas massa 
tanpa warna dan gelombang-gelombang energi yang dapat dicakup (dirumuskan) 
dalam formula-formula. Tiap ilmu dengan demikian memiliki suatu gambaran 
bojektivistik sendiri tentang dunia dan jika hal ini (petabuminya) dipandang sebagai 
kenyataan (lanskapnya), maka orang akan menghasilkan pandangan bahwa ilmu 
dapat menentukan apa yang menjadi isi dari kenyataan sesungguhnya. Pandangan ini 
disebut scientisme. 
Kedua, ilmu dipandang tidak sebagai pengungkapan (pencerminan dari) 
kenyataan sesungguhnya melainkan lebih sebagai sebuah pendekatan terhadap dunia 
konkret. Karena itu orang juga berbicara tentang teori-teori ilmiah sebagai model-
model yang berupaya untuk memetakan kenyataan. 
Ketiga, ilmu sebagai teori-teori ilmiah dan kebenaran-kebenaran ilmiah 
sebagai alat-alat atau instrument-instrumen untuk sampai pada penemuan 
keterberian-keterberian (data tersaji) dan penerapan-penerapan baru, ilmu bukan 
sebagai penggambaran sesungguhnya atau sebagai model-model pendekatan, 
melainkan sebagai instrument. Itu sebabnya timbul istilah instrumentalisme. 
Keempat, merupakan kelompok yang menolak pikiran bahwa ilmu adalah 
penggambaran yang benar, atau suatu pendekatan yang baik, atau instrument yang 
tepat. Dibelakang ilmu terdapat prasangka-prasangka tersembunyi. Prasangka ini 
menurut beberapa pendapat bersifat social politik, seperti percobaan menjalankan 
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kekuasaan. Lainnya melihat keterikatan-keterikatan kultural dari ilmu yang 
tampaknya universal, lainnya memandang ilmu sebagai pernyataan dari suatu 
rasionalisme ekstrim (menjelaskan segala-galanya) yang membekukan 
kemungkinan-kemungkinan kreatif yang lebih dalam dari kultur, termasuk dalam 
pandangan ini adalah neomarxistik, strukturalistik, dan relativisme kultural tertentu. 
Ilmu hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja
244
 adalah ilmu yang 
mempelajari hukum yang berlaku disuatu negara tertentu dan pada masa tertentu. 
Oleh karena itu mempelajari ilmu hukum tidak terhindarkan memaparkan peristiwa 
yang menyangkut sejarah lembaga hukum atau terjadinya proses peralihan hukum, 
seperti dari hukum kolonial ke hukum masa kemerdekaan, tidak bisa dihindarkan 
disinggungnya sejarah hukum. Demikian pula tidak bisa dihindarkan perbandingan 
hukum positif  positif di Indonesia, juga tidak dihindarkan menyinggung hukum 
sebagai gejala masyarakat. 
Konsep ilmu dalam konteks ilmu hukum, maka dilihat dari asal muasalnya 
ilmu hukum yang diajarkan dilingkungan perguruan tinggi di Indonesia adalah 
berasal dari ilmu hukum yang dikembangkan oleh Belanda yang tatanan hukumnya  
termasuk ke dalam  lingkungan Romano Germanic Law (continental). Dalam 
perkembangannya kini  pengembanan ilmu hukum di Indonesia juga memperoleh 
pengaruh ilmu hukum common law (Anglo Saxon).
245
 
Jauh sebelum bangsa Belanda datang menjajah Indonesia, kehidupan di 
Indonesia sudah berlangsung secara teratur, berkat berlakunya tatanan  berbagai 
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system kaidah  dan terorganisassikan dalam kerangka berbagai satuan persekutuan 
hukum. Sistem kaidah itu secara alamiah tumbuh dan berkembang sejalan dengan 
pertumbuhan dan perkembangan kekulturan dan peradaban masyarakat. Dalam 
perkembangannya terjadi proses diferensiasi yang memunculkan system kiaidah 
hukum yang kemudian disebut hukum adat disamping sistem kaidah hukum lainnya 
seperti adat dan agama.
246
 Sesudah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, perlahan-
lahan tumbuh minat ilmiah memahami kehidupan masyarakat Indonesia dengan 
berbagai aspek kekulturannya, termasuk hukumnya. Permulaan dilakukan oleh para 
etnolog dan penyebar agama Kristen, kemudian setelah Belanda berhasil menguasai 
seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan mendirikan pemerintahan Hindia Belanda 
pada permulaan abad 19, timbulah kebutuhan pada penguasa politik untuk 
memahami hukum yang berlaku pada masyarakat setempat untuk keperluan 
menegakkan rust en orde di wilayah jajahannya. Dengan itu bangkitlah minat untuk 
meneliti hukum dan kehidupan hukum rakyat Indonesia. C.Van Vollenhoven adalah 
orang Belanda yang berhasil mengangkat penelitian dan pengetahuan objektif 
tentang hukum rakyat di Hindia Belanda ketaraf ilmiah, dengan demikian melahirkan 
hukum adat yang tempatnya berada pada tataran yang sama dengan ulmu hukum 
positif lainnya.
247
 
Perkenalan bangsa Indonesia sendiri dengan ilmu hukum dimulai dengan 
didirikannya Rechtsschool pada tahun 1909 oleh Gubernur Jenderal Van Heuts. 
Rechtsschool merupakan sekolah kejuruan dimaksudkan untuk mendidik rang 
Indonesia agar dapat menjadi Hakim. Para pengajarnya adalah orang yang 
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memperoleh pengetahuan hukum dari orang Belanda atau di Belanda dan para 
sarjana hukum orang Belanda. Oleh sebab itu ilmu hukum yang diajarkan pada 
hakikatnya adalah ilmu hukum Belanda atau ilmu hukum yang dikembangkan di 
Belanda. Termasuk ilmu hukum adatnya sebagaimana dipersepsikan dan 
dikembangkan oleh pakar hukum orang Belanda.
248
 
Setelah kemerdekaan, Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum 
sendiri, maka dalam kurun  dua atau tiga dasa warsa  pertama, ilmu hukum yang 
diajarkan diberbagai fakultas hukum adalah ilmu hukum Belanda atau yang sangat 
dipengaruhi ilmu hukum belanda. Kini  karena pengaruh kehadiran pakar hukum 
yang memperoleh pendidikan hukum di negara-negara maju lain, bukan Belanda 
(amareka, Inggris, Perancis) dan terbukanya akses hasil karya para pakar hukum dari 
Negara-negara tersebut dan juga perkembangan yang terjadi di negara Indonesia, 
keadaannya tampak berubah, berbagai disertasi dan karya ilmiah  dalam bidang ilmu 
hukum sesudah Indonesia merdeka menunjukkan dinamika tersebut.
249
 
Ilmu hukum adalah ilmu dan termasuk ke dalam kelompok ilmu praktis.
250
 
Ilmu hukum seperti halnya ilmu kedokteran menempati kedudukan istimewa dalam 
klasifikasi ilmu, karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya 
pada kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat problematikanya 
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(masalah mendesak dan inheren dalam kehidupan sehari-hari manusia).
251
 Aliran 
filsafat yang penting dan berpengaruh dalam studi hukum dan relevan untuk 
merefleksikan ilmu hukum , yaitu Positivisme Logikal, Rasionalisme Kritis, Teori 
Perubahan Paradigma dan Hermeneutik.
252
  
1) Positivisme logikal  
Aliran ini berakar pada sebuah thesis tentang kriteria dari pemaknaan sesuatu 
hal yang disebut prinsip verifikasi.
253
 Dengan kata lain hanya kenyataan yang dapat 
diobservasi dengan panca indera yang dapat menjadi objek ilmu. Menurutnya 
pengetahuan tentang hal lainnya tidak objektif. Sebagai sarana penguji kebenaran 
pengetahuan ilmiah mereka mengajukan asas verifikasi. 
Berdasarkan asas ini, putusan ilmiah adalah benar jika putusan itu dapat 
diverifikasi secara empiris, yakni dapat diuji pada kenyataan yang dapat diobservasi. 
Metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah adalah metode empirik yang pada 
intinya adalah induksi, yaitu cara atau metode memperoleh pengetahuan dengan jalan 
bertolak dari sejumlah dara terberi khusus lewat generalisasi sampai pada putusan 
atau dalil umum.  
Berdasarkan fakta yang terobservasi menarik kesimpulan umum dan 
kemudian dengan menggunakan bahasa yang secara logical konsisten 
mengkonstruksi teori ilmiah berkenaan dengan objek yang diteliti. Aliran teori 
positivism logical menganut teori Korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran 
adalah kesesuaian antara keputusan atau proposisi dan dunia kenyataan. Teori ilmiah 
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adalah benar jika mencerminkan dunia kenyataan. Aliran filsafat ini dikembangkan 
oleh kelompok ilmuwan dan filsuf yang menamakan diri Wiener Kreis. Terbentuk 
pada tahun 1925 oleh inisiatif Moritz Schlick seorang sarjana fisika. Sarjana lainnya 
adalah Rudolf Carnap, Phillip Frank, Historikus Viktor Kraft, filsuf Herbert Feigl 
dan Friedrich Waismann. 
2) Rasionalisme kritis  
Aliran ini mengikuti cara berpikir Karl Popper, yang menekankan pada 
fallibiltas nalar manusia. Artinya bahwa manusia tidak pernah dapat mencapai 
kebenaran definitif.
254
 Ciri khas semua pernyataan ilmiah yang bermakna adalah 
bahwa ia dapat difalsifikasi, dan karena itu ia tidak akan pernah mencapai kepastian 
terakhir tentang anggapan ilmiah apapun.
255
 Nietzsche, mengingatkan bahaya 
dogmatisme kebenaran, termasuk kebenaran yang dicapai ilmu pengetahuan. Dengan 
menyebut kebenaran sebagai kekeliruan yang tak terbantah dan diperlukan bagi 
hidup manusia. Dengan kata lain kebenaran adalah kekeliruan yang untuk sementara 
waktu  dianggap benar, meskipun sebenarnya itu tetap merupakan kekeliruan.
256
  
Menurut aliran ini pengetahuan ilmiah harus objektif dan teoritikal, dan pada analisis 
terakhir merupakan penggambaran dunia yang dapat diobservasi. Akan tetapi 
menurut aliran filsafat ini putusan ilmiah yang sesuai dengan kenyataan yang 
teramati hanya menghasilkan pengetahuan yang mungkin benar (probable) dan 
karena itu hanya dipandang benar sampai dibuktikan sebaliknya.  
Rasionalisme kritis menolak metode induksi yang bertumpu pada premis-
premis partikular sehingga kesimpulannya lebih luas ketimbang premis-premis yang 
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mendukungnya. Metode yang tepat untuk aliran ini adalah deduksi, yakni 
berdasarkan dalil umum menarik kesimpulan berupa keputusan khusus (proposisi 
partikular). Putusan ilmiah harus menggambarkan fakta yang terobservasi, tetapi 
sesungguhnya orang hanya sampai putusan ilmiah itu. Seorang memulai kegiatannya 
dengan dengan menetapkan hidpotesis untuk kemudian secara deduktif diuji dengan 
fakta yang dihasil kan lewat observasi, dengan demikian terbentuk  sebuah teori 
ilmiah yang objektif. Hipotesis berfungsi sebagai lampu pencari (searchlight). 
Aliran ini mengajukan asas falsifikasi sebagai kriteria penguji untuk 
mengkontrol putusan-putusan ilmiah. Proses falsifikasi ini dengan jalan menyorotkan 
kembali searchlight hipotesis untuk mencari fakta yang menyangkal hipotesis 
tersebut. Berdasarkan jalan pikiran teori rasionalisme kritis putusan ilmiah harus 
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:  
1. Putusan ilmiah harus dapat diuji secara empiris 
2. Teori ilmiah harus tersusun secara logis konsisten 
3. Putusan (proposisi) ilmiah harus sebanyak mungkin dapat difalsifikasi, 
artinya rumusannya memungkinkan untuk dapat difalsifikasi. Jika putusan 
ilmiah itu mampu bertahan terhadap usaha-usaha falsifikasi maka dapat 
dikatakan bahwa telah terbentuk putusan ilmiah objektif yang benar untuk 
sementara waktu. 
257
 
 
3) Hermeneutika 
Kedua aliran filsafat di atas mengacu kepada ilmu alam sebagai modelnya. 
Hanya dengan analogi dan berbagai adaptasi saja ajaran-ajaran ilmu itu dapat 
diaplikasikan pada ilmu manusia. Bebeda dari aliran-filsafat di atas, hermeneutik 
secara khusus memberikan perhatian atau lebih terkait pada ilmu-ilmu manusia. 
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Berangkat dari tradisi filsafat reflektif yang bermula dari Socrates, Plato, 
Descartes, Kant, Hegel, Husserl dan Jean Nabert, berfilsafat adalah mencermin 
kembali, merenungkan kembali, mengujinya selalu dengan semua keberatan yang 
masuk akal, Paul ricoeur melihat bahwa metode filsafat reflektif mencapai batasnya 
begitu menyadari isolasi struktur pikiran abstrak. Kenyataan bahwa ia harus 
menjawab secara konkret, apa artinya menjadi insan menuntut penggunaan pangkal 
tolak kedua, yakni hermeneutika. Hermeneutik adalah peralihan antara refleksi 
abstrak dan refleksi konkrit.
258
 
Dengan pergeseran metode ke interpretasi ekspresi-ekspresi linguistikal, 
bahwa subjektivitas insani dalam kenyataan konkretnya dapat didekati dengan baik. 
Bahasa, lebih khusus lagi bahasa tulisan, merupakan ladang garapan bagi 
hermeneutika. Studi hermeneutika lewat pengembangan teks menurut Paul Ricour 
menyadarkan akan pentingnya memahami contour bahasa yang sepenuhnya
259
 
Tugas hermeneutika adalah mengenali ihwalnya teks atau dunia teks atau kenyataan 
yang dibahasakan oleh teks dan bukan jiwa pencipta. Masalah hakiki bukan 
mendapatkan kembali dibalik teks maksud yang hilang, tetapi membentangkan di 
hadapan teks, dunia yang dibukakan dan diperlihatkan oleh teks. Dengan demikian 
pusat perhatian tidak begitu terarah pada pengertian tersembunyi tetapi pada 
pengertian referensi tidak langsung pada usul-usul arti yang dibentangkan oleh 
teks.
260
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Teks adalah diskursus atau wacana, suatu teks menetapkan diskursus lewat 
tulisan. Diskursus/wacana merupakan peristiwa bahasa Sebagai diskursus dialektika 
merupakan peristiwa dan makna. Wacana dipandang sebagai peristiwa atau 
proposisi dan dialektika arti referensi berlaku pula pada teks. Paul Ricoeur, 
hubungan antara peristiwa dan makna  dinyatakan dalam suatu aksioma, bila 
kesemua wacana diaktualisasikan sebagai peristiwa, maka semua wacana dapat 
dipahami sebagai makna.
261
  
Studi  hermeneutik dalam kajian hukum meskipun sudah banyak dilakukan 
oleh para sarjana hukum, akan tetapi kekhasan penggunaan hermeneutika baik 
sebagai teori filsafat maupun sebagai metodologi dalam kajian hukum belum begitu 
tampak mewarnai pada analisis akademis yang diuraikannya.  Studi legal 
hermeneutik dalam penelitian ini dipicu oleh tindakan hukum aparat dalam 
menegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kegiatan akal 
budi,
262
dan moral yang mengejawantah dalam penetapan, keputusan hukum terkait 
dengan praktik tindak pidana suap aparat. 
Esensi pokok  studi hermeneutika dalam tulisan ini mengungkap hubungan 
antara: (1) teks (text) yang direproduksi oleh akal budi dan moral aparat penegak 
hukum dalam bentuk penetapan atau keputusan hukum baik sebagai proposisi 
maupun argumentasi. (2) pembentuk, pembuat produk hukum (aparat penegak 
hukum), (3) pembaca dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum, lebih khusus 
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lagi menyoroti (searchlight) lebih tajam bagaimana perumusan tindakan hukum 
yang mengejawantah dalam suatu ketetapan atau keputusan hukum. 
Penafsiran teks atas tindakan hukum dalam wujud ketetapan atau putusan 
hukum dalam bias praktik korupsi tindak pidana suap aparat dalam penegakan 
hukum pemberantasan korupsi, sebagai dasar pijakan untuk menyelami  dan 
mendalami lebih lanjut pemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan 
hukum dan memberantas tindak pidana korupsi, dan usaha-usaha mencegah dan 
menanggulangi praktik tindak pidana suap dalam menegakkan hukum. 
Studi hermeneutik sebagaimana dimaksud Paul Ricoeur apa yang terjadi 
dalam tulisan adalah manifestasi sepenuhnya dari sesuatu yang berbeda dalam 
keadaan virtual, sesuatu yang baru muncul dan bermula, dalam pembicaraan yang 
hidup, yakni pemilahan makna dan peristiwa, akan tetapi pemilahan itu tidaklah 
menghilangkan struktur fundamental wacana.  Teks yang kini muncul kembali tetap 
dibawah aturan dialektika peristiwa dan makda. Lebih dari itu dapaatlah dikatakan 
bahwa dialektika itu dibuat semakin jelas dalam tulisan.
263
 Dalam skema Roman 
Jakobson, wacana komunikatif, pembvicara, pendengar, medium, tanda, situasi dan 
pesan.
264
 Bertitik tolak dari skema tersebut dapat ditelaah alterasi, transformasi atau 
deformasi yang mempengaruhi peran fakta dan fungsi ketika dituangkandalam 
tulisan.
265
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b. Ilmu Hukum Pidana 
Moelyatno, mengkonsepsikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
untuk dilarang, dengan disertai ancaman aatau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
a. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
b. Menentukan dengan cara baimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
266
 
 
Selain itu, Van Hamel mengkonsepsikan hukum pidana sebagai semua dasar-
dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan 
ketertiban hukum(rechorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan 
hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan 
tersebut.
267
 
Sedangkan ilmu  hukum pidana menurut Moelyatno merupakan pengetahuan 
mengenai bagian khusus hukum pidana yang objeknya adalah aturan-aturan hukum 
pidana yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang 
tujuan ilmu hukum pidana itu sendiri adalah menyelidiki pengertian objektif dari 
hukum pidana positif.
268
 Penyelidikan ilmu hukum pidana mencakup tiga fase, yaitu 
(1) Interpretasi, (2) Konstruksi, (3) Sistematik.
269
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(1) Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang 
termaksud dalam aturan-aturan hukum. Pengertian objektif mungkin berbeda dengan 
pengertian subjektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan. Objektivitas 
interpretasi agar sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. 
Sehingga aturan hukum yang ada tidak menjadi penghalang perkembangan 
masyarakat. 
(2) konstruksi merupakan yuridis yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-
unsur tertentu dengan tujuan agar apa yang dimaksud dalam bentukan tersebut 
merupakan pengertian yang jelas dan terang. Rumusan-rumusan delik seharusnya 
merupakan pengertian yang jelas dan terang sebagai konstruksi. 
(3) Sistematik adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada 
khususnya atau secara umum, agar supaya dengan banyak ragamnya peraturan-
peraturan dapat tersistematisasi sehingga member kemudahan dan kegunaan yang 
maksimal kepada masyarakat. 
Sehingga menurut Moelyatno dengan mengerti makna objektif dari hukum 
pidana yang berlaku melalui penafsiran, serta mempergunakan sarana konstruksi dan 
sistemasisasi, maka dalam menetapkan (toepassen) hukum itu, baik sebagai aparat 
polisi, jaksa, hakim maupun sebagai pengacaraa/advokat, orang selanjutnya bukan 
saja mengentahui adanya aturan yang berlaku, tetapi juga mengetahui maksudnya, 
baik sebagai aturan khusus maupun dalam rangkaiannya dengan aturan-aturan 
lainnya sebagai konstruksi hukum tertentu dan tujuan tertentu pula, ataupun justru 
sebagai sebagai pengecualian dari aturan-aturan lain. Dengan demikian orang tadi 
tidak lagi ragu-ragu atau bingung apabila menghadapi suatu komplek kejadian yang 
160 
 
dia harus tentukan bagaimana kompleks kejadian yang dia harus tentukan, 
bagaimana kompleks hukumnya kejadian itu. Sebab  alasan-alasan yangdipakai 
dalam menentukan hukumnya kompleks kejadian tersebut bukanlah pandangan yang 
subjektif, menurut keinginan atau kehendak diri sendiri, yang tergantung dari 
keadaanyya masing-masing, tetaqpi pandangan yang objektif menurut ketentuan 
ilmiah (keilmuan), sehingga boleh diuji dan diteliti kebenarannya oleh siapapun.
270
 
Dengan demikian jelaslah jika dilihat dari ilmu pengetahuannya itu sendiri, 
tanpa memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan wilayahnya, maka hukum pidana 
pada yang bersifat dogmatis dan berorientasi kepada perundang-undangan serta 
penafsiran atasnya, sekarang lebih banyak memberikan tekanan kepada arti 
fungsional dan arti sosial dari kelakuan seseorang, dan secara kasuistik memainkan 
peran yang besar. Secara singkat menurut Roeslan Saleh bahwa dalam ilmu hukum 
pidana sampai batas-batas tertentu menggunakan induksi dan empiri.
271
 Bahkan di 
dalam dogmatik sendiripun terlihat ada pengaruh dari ilmu-ilmu pengetahuan tentang 
kelakuan manusia. Dengan begitu diharapkan pembentuk hukum akan terbuka 
terhadap pandangan-pandangan ilmu hukum, dan akan terjadi saling mempengaruhi, 
dan lebih jauh akan terjadi pengaruh timbal balik, pembentuk hukum, pelaksana 
hukum, ilmu hukum, dst.
272
 
Pemikiran kedua ahli hukum tersebut, relevan dengan kondisi hukum pidana 
saat ini, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi oleh aparat 
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penegak hukum, yang dirasakan sangat kurang mempunyai pandangan objektif 
dalam memeriksa dan menangani perkara tindak pidana korupsi.  
Ilmu hukum pidana dalam penerapan oleh aparat seharusnya mempunyai 
konsekuensi pada efek jera pelaku, tetapi hal ini sangat kecil sekali apabila 
dibandingkan dengan banyaknya perkara tindak pidana korupsi dengan proses 
peradilan pidana yang sedang dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 
Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi telah melahirkan fenomena 
paradoks. Barda Nawawi secara tegas menyebut disatu sisi upaya keilmuan dan 
diskursus akademis penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi 
dioptimalkan kajian dan pembahasannya,  di lain sisi para aparat penegak hukum 
(polisi, jaksa dan hakim) melemahkannya dengan menempuh dan mengoptimalkan 
pendekatan pragmatis-materialis melalui praktik korupsi yang oleh Barda Nawawi 
Arief di istilahkan dengan pendekatan parsial, yakni ―kultur amplop‖, ―kultur 
materi‖, ―kultur kotor/tercela‖ atau ―kultur mafia peradilan‖,  dan atau ―kultur 
pragmatis/jalan pintas/menerabas‖.273  
Dalam perspektif pembaruan dan perkembangan hukum pidana di Indonesia 
sebaiknya sekarang dan di masa depan,  Sudarto   menyebut ada pengaruh penerapan 
hukum di dalam kehidupan masyarakat terutama penerapan ajaran atau pandangan 
mengenai fungsi hukum yaitu (1) ajaran legisme, (2) ajaran hukum fungsional dan  
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(3) ajaran hukum kritis, dan korelasinya dengan perkembangan ilmu hukum itu 
sendiri.
274
   
Mempelajari pembaruan hukum pidana  dan juga tentang aparat penegak 
hukum sebagai pelaksana hukum pidana memiliki urgensi bagi perkembangan studi 
ilmu hukum pidana di Indonesia, terutama terkait kognisi, sikap dan pandangan 
dalam bagi pengembangan keilmuan aparat penegak hukum yang dirasakan semakin 
tidak objektif tersebut. Oleh karena itu pandangan aparat penegak hukum tentang 
ilmu hukum terkait dengan aliran pemikiran hukum yang mempengaruhinya. 
2. Moral 
Untuk memahami moral, terlebih dahulu perlu diketahui patokan umum 
moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral mempunyai arti (1) ajaran 
tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban 
dsb; Akhlak; budi pekerti;susila, (2) kondisi mental yang membuat orang tetap 
berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau keadaan perasaan 
sebagaimana terungkap di perbuatan, (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari 
suatu cerita.
275
  
Menurut K.Bertens, sekalipun bahasa asalnya berbeda kata moral 
etimologinya sama dengan etika yaitu nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi 
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
276
 
Menurut Frans Magnis Suseno, Moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia 
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sebagai manusia.
277
 Sedangkan menurut Yunahar Ilyas, terdapat perbedaan pada 
standar atau patokannya. Akhlak standarnya adalah Al Quran dan Sunnah, bagi etika 
standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, sedangkan moral standarnya adalah 
kebiasaan atau adat istiadat masyarakat.
278
 Meskipun demikian pembicaraan sehari-
hari moral dianggap sama jika dilihat sumbernya yakni berasal dari tradisi,  adat-
istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi tertentu.
279
  
Moral dapat  dikelompokkan menjadi 2 (dua), (a) moral yang bersumber dari 
kepercayaan agama (wahyu), dan (b) moral yang bersumber dari adat-istiadat, 
kebiasaan dan ideologi tertentu. Dari dua kelompok moral tersebut melahirkan sifat-
sifat norma moral. Ada yang mengatakan norma moral bersifat objektif dan 
universal. Norma moral yang bersifat objektif dan universal ini bila dikaitkan dengan 
norma moral. Akan tetapi jika norma tersebut dikaitkan dengan hukum, maka  akan 
menghasilkan sifat  relativitas dan subjektivitas norma tersebut.
280
 
Moral berbicara tentang  baik dan buruknya perbuatan manusia. Dalam 
pengertian yang luas tidak hanya dalam bentuk lahiriahnya saja, tetapi juga 
rohaniahnya, tujuan hidupnya, sifat-sifatnya dan hubungan dengan khalikNya.
281
 
Bicara soal baik dan buruk berarti bicara soal ―nilai‖. Perbuatan itu akan dinamakan 
perbuatan bermoral jika perbuatan itu bernilai baik. Sebaliknya perbuatan itu 
dikatakan tidak bermoral apabila perbuatan itu tidak bernilai kebaikan. Persoalan 
nilai senantiasa berhubungan dengan manusia, karena itu nilai menjadi penting bagi 
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manusia (polisi, jaksa, penuntut umum dan hakim). Nilai, dipandang mampu 
memberikan dorongan kepada seseorang karena ia berada dalam diri manusia, atau 
nilai itu menarik manusia karena berada diluar manusia  yaitu terdapat pada objek, 
sehingga nilai dipandang sebagai kegiatan menilai. Oleh karena itu nilai oleh 
seseorang harus jelas dan harus diyakini oleh setiap individu dan diaplikasikan dalam 
perbuatan. Polisi, jaksa advokat, hakim, dosen atau orang tua sekalipun sebagai 
manusia membutuhkan nilai (moral), demikian halnya hukum. Hukum juga 
membutuhkan nilai (moral). Manusia bila tidak dijiwai oleh nilai moralitas, akan 
tidak bermakna. Demikian pula hukum, bila tidak di sertai nilai menjadi tidak 
bermakna. Kualitas hukum dan kualitas polisi, jaksa, hakim, advokat ditentukan 
kualitas moralnya.  
3. Relasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral 
 
Perdebatan antara ilmu hukum pidana dan moral religius yang memang selalu 
dalam perbincangan dalam praktek pradilan pidana atau penegakan hukum pidana 
sejak dulu hingga sekarang. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia bisa 
ditelusuri dan dipelajari dari Indonesia jauh sebelum kemerdekaan yang 
perkembangan hukumnya bisa dikatakan menganut kesatuan hukum dan moral 
(tunduk kepada hukum adat, hukum positif dan hukum Islam). Secara mendasar 
mengalami perubahan sejak kemerdekaan, salah satunya oleh penerimaan doktrin 
modernisme ke dalam logika pembentukan negara. Modernism dengan segera 
menjadi way of life bangsa Indonesia.
282
 Semua dimensi kehidupan mengalami 
modernisasi. Dalam bidang hukum, karakter hukum modern dicirikan pada sifatnya 
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yaitu : (1)  duniawi atau sekuler dalam arti melepaskan diri dari agama. Hukum tidak 
lagi bertumpu pada wahyu Illahi, melainkan buatan penguasa yang menempatakan 
diri secara mandiri dari agama. (2) Pengembalian penguasa keagamaan ke dalam 
suasananya sendiri, yakni bidang keagamaan, (3) Mengeluarkan unsur-unsur 
irasional yang ada pada hukum, (4) Rasional, (5) Disistematisasi, artinya hal-hal  
yang kurang lebih merupakan  satu kesatuan  yang berhubungan satu dengan lain dan 
melalui ilmu pengetahuan diberi struktur yang logis. (6) Abstrak, (7) Profesionalisasi 
dan keilmiahan.
283
 Hukum modern atau positivisme hukum di atas,
284
 
mengimplikasikan  pemisahan tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan 
karena dinilai baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa yang 
sah.  
Dalam ranah filsafat hukum kajian hukum dan moral telah mewacanakan 
perdebatan yang sudah berlangsung sangat lama antara para pengikut aliran Hukum 
Kodrat dan para pengikut Positivisme hukum hingga kini masih tetap aktual. Hukum 
dan moral oleh keduanya merumuskan kriteria untuk penilaian terhadap perilaku 
(tindakan) manusia. Namun mereka melakukan hal ini dari sudut titik pandang yang 
berbeda.
285
  
                                                             
283
 John Gilissen, Frit Gorle, Op.Cit.  hlm.66-78. 
284  Positivisme hukum lahir mengikuti paradigma positivisme, yakni aliran filsafat yang 
berpangkal pada  pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas.  Pertemuan 
positivisme hukum dan ilmu alam (saintisme) tidak terlepas dari semangat keilmuwan pada saat itu 
untuk menjadikan ilmu sosial (termasuk hukum) netral (bebas nilai)  dari kepentingan subyektif  demi 
dicapainya obyektivitas dan kepastian yang terukur. Untuk itu ilmu hukum diharuskan mengikuti cara 
kerja  (metode) kuantitatif ilmu pasti.  Positivisme hukum secara epistemologi lahir sebagai kritik 
terhadap aliran hukum kodrat yang idealistik, abstrak dan tidak konkrit. Positivisme hukum justru 
hendak menurunkan kepada permasalahan konkrit yakni memberikan kepastian jaminan kepastian 
hukum. Positivisme hukum mengistirahatkan filsafat dari cara kerja spekulasinya. Dennys Lloyd. The 
Idea of Law, (Harmondsworth:Penmguin Books,1973),hlm.100-1007. 
285
 Mengenai arti dari pengertian-pengertian hukum, etika, hukum kodrat dan Positivisme 
terdapat perbedaan pandangan yang besar. Secara skematikal adalah sebagai berikut. Penganut ajaran 
166 
 
Positivisme hukum yang tidak lain adalah Hukum modern, pada 
perkembangannya hadir dalam wujud profesi hukum, dan tentu saja profesi hukum 
ini membutuhkan dukungan  pikiran positivis-analitis untuk mengolah bahan hukum 
guna menghasilkan putusan hukum.
286
 Dengan kata lain meskipun dari sudut 
undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum acaranya sudah 
merupakan hukum pidana indonesia, akan tetapi karena aparat penegak hukum cara 
pandangnya legal positivistik maka dalam penerapan hukumnya menjadi mekanistik 
dan prosedural semata. Hal ini menjadi problema penegakan hukum dewasa ini yang 
sesungguhnya telah banyak dikritisi oleh banyak ilmuwan. 
Positivisme hukum yang dibawa Belanda dalam bentuk Code Napoleon ke 
Indonesia menurut Sunaryati Hartono, menyebabkan falsafah aliran legisme 
mendominasi di Indonesia,
287
 terutama dalam lapangan hukum pidana sangat terasa 
dengan diberlakukannya asas konkordasni melalui Wetboek van Strafrecht voor 
Nederlandsh Indie (WvSNI) yang kemudian dirubah menjadi Wetboek van Strafrecht 
(WvS) dan selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1946 dapat disebut ―Kitab 
Undang-Undang Hukum pidana‖ (KUHP) yang sekarang ini berlaku. Pasal 1 KUHP 
menyebutkan ―Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar peraturan 
berkekuatan undang-undang yang terlebih dahulu ada.‖ Secara berangsur bangsa 
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Indonesia yang semula tunduk oleh hukum adat, lambat laun meninggalkan dan 
terbiasa dengan sistem hukum tertulis dan terkodifikasi.
288
   
Dalam pemikiran hukum modern, moral yang memuat  proposisi normatif 
dan evaluatif, menurut pandangan positivistik, dianggap tidak rasional dan 
nonkognitif serta tidak bisa dibuktikan secara empiris. Karena itu, kaum positivistik 
mempelajari hukum secara ilmiah, memisahkan hukum dan moral.
289
 Aliran ini 
menjadi dominan dalam praktik maupun dalam pendidikan hukum. Doktrin-doktrin 
hukum yang di ilhami oleh paradigma positivisme, seperti hukum bersifat netral, 
imparsial, impersonal, obyektif dengan jabaran-jabarannya dengan prinsip equality 
before the law menjadi ajaran yang tidak bisa dibantah keabsahannya dan menjadi 
bagian integral dalam materi pendidikan tinggi hukum (termasuk di Indonesia). 
Dalam konteks ini maka tugas pendidikan hukum tidak ubah sekedar memelihara 
kemurnian ajaran-ajaran hukum tersebut dan  menghasilkan praktisi-praktisi hukum 
yang mampu menerapkan peraturan-peraturan yang dilandasi netralitas, imparsialitas 
dan obyektivitas. Pendidikan  hukum hanya menghasilkan prakatisi-praktisi 
profesional.
290
  
Studi pembaruan hukum pidana di Indonesia yang revisioner terhadap hukum 
hukum pidana positivistik, dilakukan Barda Nawawi Arief, pemikirannya yang 
mempersoalkan KUHP, dapat dimaknai sebagai ketidakpuasan atau keprihatinannya 
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terhadap hukum modern yang tengah berlaku. Hal itu dikemukakannya sebagai 
berikut: 
―…ada sesuatu yang dirasakan ―kurang memuaskan‖, ―memperihatinkan‖, 
atau setidak-tidaknya ada sesuatu yang selayaknya patut ―diwaspadai‖ dari 
penyajian ilmu hukum pidana positif selama ini yang lebih berorientasi 
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Pertama, bahwa KUHP (WvS/Wetboek van Strafrecht) adalah warisan zaman 
kolonial yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia 
berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1946 jo UU nomor 73 tahun 1958 yang 
berasal dari sistem hukum kontinental.  
Jadi dapat dikatakan KUHP (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum 
pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep 
nilai-nilai dasar (grundnorm) dan kenyataan (sosio politik, sosio ekonomi, 
sosio kultur) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Secara 
substansial tidak patut disebut ilmu hukum pidana Indonesia.  
Kedua, ilmu hukum pidana positif yang berorientasi kepada KUHP (WvS) 
adalah sifatnya yang dogmatis dan substansial, yakni dengan mengajarkan 
KUHP (WvS) warisan Belanda secara langsung atau tidak langsung berarti 
mengajarkan dan menanamkan dogma-dogma, ajaran-ajaran prinsip/asas-asas 
dan konsep pola pikir serta norma-norma substantive yang dituangkan secara 
eksplisi di dalam KUHP maupun yang terkandung secara implisit di dalam 
pemikiran/konsep/paham yang melatarbelakangi terbentuknya konsep KUHP. 
Sebagaimana dimaklumi KUHP dilatar belakangi pemikiran/paham 
individualisasi dan liberalism dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik walau 
ada juga pengaruh aliran neo klasik. Kekurang waspadaan dan kekurang 
bijaksanaan di dalam menyampaikan dogma-dogma dan substansi yang 
terdapat dalam KUHP akan menghasilkan output yang terlalu kaku 
(dogmatis) sehingga dapat menghambat tujuan penegakan hukum pidana 
maupun ide-ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Keresahan dan 
keprihatinan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana serta kekurang 
lancaran proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia selama ini tidak 
mustahil bermuara juga pada ketidak berhasilan dan kekurangbijaksanaan 
dalam menyampaikan ilmu hukum pidana positif (KUHP) ini di perguruan 
tinggi.
291
 
 
Meskipun keprihatinan Barda Nawawi dimaksudkan kepada KUHP, akan 
tetapi kenyataannya karakter hukum kolonial yang normatif dogmatis mempengaruhi 
perundang-undangan diluar KUHP. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena KUHP 
                                                             
291 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong 
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 
DIponegoro  15 Juni 1994. hm.6-8. 
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masih menjadi induk dari berbagai peraturan perundang-undangan meskipun telah 
ada peraturan perundangan khusus.  
Keprihatinan lain  Barda Nawawi Arief, terhadap hukum modern 
dikemukakannya mengenai realitas hukum modern yang melahirkan fenomena 
―ganda‖, disatu sisi penegakan hukum ditempuh melalui pendekatan keilmuan terus 
ditingkatkan, tetapi disisi lain pendekatan keilmuan (scientific culture approach) 
telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan 
pendekatan/orientasi lain atau pendekatan parsial, yakni ―kultur amplop‖, ―kultur 
materi‖, ―kultur kotor/tercela‖ atau ―kultur mafia peradilan‖,  dan atau ―kultur 
pragmatis/jalan pintas/menerabas‖.292  
Tidak cukup berhenti pada keprihatinan dan ketidakpuasan semata pada 
hukum modern, Barda Nawawi Arief merevisi pendekatan positivism hukum yang 
selama ini diterima dan dipahami secara dominan oleh ahli hukum pidana, kepada 
pendekatan revisioner postmodernisme, yang dikonsepsikan oleh David Ray Griffin 
sebagai a return farward (mundur kedepan) suatu pendekatan yang menggabungkan 
pendekatan aliran hukum alam dalam filsafat hukum John Austin hukum (bersumber 
pada wahyu Ilahi dengan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam filsafat hukum 
positivism hukum), oleh Barda Nawawi selanjutnya menjadi kerangka berpikir 
dalam studi hukum pidana, yakni pendekatan yuridis ilmiah religius, 
293
 pendekatan 
                                                             
292
 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius Dalam Rangka 
Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Semarang:BP.Undip,2011), 
hlm.4-7. 
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 Selain pendekatan di atas terdapat dua pendekatan  lain yaitu Pendekatan yuridis 
kontekstual dan pendekatan  yuridis  berwawasan global/ komparatif . Akan tetapi penulis 
menganggap pendekatan kedua dan ketiga tidak tepat untuk mengkaji budaya keilmuan hukum pidana 
dalam konteks hukum nasional. Lihat Barda Nawawi Arief Reformasi Sistem Peradilan, hlm.50-77. 
Pendekatan yuridis ilmiah relegius menurut penulis menjawab kegalauan dan skeptisme terhadap 
penegakan  hukum pidana modern yang semakin tumpul oleh kekuasaan aparat peradilan yang justru 
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tersebut dimaksudkan dapat menjelaskan secara kritis mengenai penegakan hukum 
yang saat ini telah mengalami kemerosotan kualitas keilmuan hukum pidana di stu 
sisi dan moral aparat penegak hukum dilain sisinya. 
Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat dikembangkan klasifikasi 
fakta, membina struktur, konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi,
294
 
mengenai konsep  ilmu hukum pidana yang iintegral dengan moral yang bersumber 
Ketuhanan (religius). Pendekatan revisioner barda nawawi tersebut menjadi jalan 
penghubung antara ilmu hukum pidana dan moral. Relasi ilmu hukum pidana dan 
moral secara iintegral diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena 
paradok yang tidak mampu dijawab oleh hukum modern yang dikotomis. 
Memisahkan antara norma undang-undang dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan 
nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori hukum tidak tertulis, antara 
kepastian hukum/melawan hukum formil dengan kepastian hukum/melawan hukum 
materiel, antara hukum (UU) dan ilmu hukum, antara ilmu hukum dengan ilmu 
ketuhanan (moral/agama).  
Pendekatan yuridis ilmiah religius dalam pembaruan hukum pidana 
menempatkan tuntunan Tuhan (agama) sebagai pendukung seluruh upaya kegiatan 
ilmiah, memperkuat pandangan (perspektif) dan tujuan akan ilmu hukum pidana, dan 
memperkuat dorongan kearah kemanfaatan ilmu hukum pidana bagi kemaslahatan 
                                                                                                                                                                            
melemahkan ilmu hukum pidana Indonesia. Sejalan dengan pendekatan yuridis ilmiah relegius, adalah  
Jazim Hamidi dan penstudi hukum S3 Universitas  Brawijaya  yang galau dan skeptisme terhadap 
hukum modern, berusaha menjawab kegagalan ilmu pengetahuan (ilmu hukum)  dengan menawarkan 
pendekatan profetik suatu koridor religiousitas ilmu hukum. Lihat Aries Harianto Dkk, 
Pengembangan Ilmu Hukum berbasis Relegiousitas Sains dengan Pendekatan Profetik 
(Malang,Universitas Brawijaya Press,2012),hlm 1-19. 
294
 Lihat, Suryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press,1986.hlm.121-
131. 
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dan kesejahteraan umat manusia.
295
  Ilmu hukum pidana yang tidak ditujukan untuk 
kebaikan manusia, maka seperti yang terjadi di dalam penegakan hukum tindak 
pidana korupsi, ilmu hukum pidana kehilangan karakter keilmuannya dalam 
menjelaskan kebenaran dan keadilan. 
 Integrasi,
296
 dalam kerangka dasar Barda Nawawi juga dapat menjadi titik 
pangkal dalam mengembangkan sekaligus menyatukan kembali (reintegrasi) ilmu 
hukum pidana dan moral religius yang selama ini dipisahkan dalam praktek 
penegakan hukum modern (positivism hukum).   
Aliran pemikiran hukum posmodernisme revisioner ditinjau dari konsepsi 
hukum dan sistem pembangunan hukum nasional, dengan pendekatan revisioner 
David Ray Griffin, semestinya mempunyai relevansi, dikaitkan dengan cita hukum 
Pancasila sebagai pandangan integral pencerminan jiwa bangsa. Sila Ketuhanan 
meresapi sila-sila lainnya sebagai sumber hukum Indonesia. Hukum nasional 
menganut kesatuan hukum dan moral. Kesatuan hukum dan moral ini tampak pada 
asas atau prinsip penyelenggaraan peradilan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peradilan 
dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA". Dan ayat (2) menyebutkan, ―Peradilan negara menerapkan dan menegakkan 
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 Realitas penegakan hukum tajam kebawah tumpul keatas menguatkan fakta bahwa hukum 
tidak memberi kebaikan kepada semua orang, justru sebaliknya terjadi diskriminasi dan ketidak adilan 
bagi orang kuat dan orang lemah.  
296
 Menurut Arqom Kuswanjono, konsep integrasi mengandung makna dan tipologi. 
Pertama, bahwa integrasi mengandung makna implisit reintegrasi,  yaitu menyatukan kembali ilmu 
dan agama setelah keduanya terpisah. Kedua, integrasi mengandung makna unity, yaitu bahwa ilmu 
dan agama merupakan kesatuan primordial. Makna yang pertama populer di Barat karena kenyataan 
sejarah menunjukan keterpisahan itu. Adapun makna kedua lebih banyak berkembang di dunia Islam 
karena secara ontologis di yakini bahwa kebenaran ilmu dan agama adalah satu, perbedaannya pada 
ruang lingkup pembahasan, yang satu pengkajian dimulai dari pembacaan Al-Qur‘an, yang satu 
dimulai dari pembacaan alam. Kebenaran keduanya saling mendukung dan tidak saling bertentangan. 
Lihat, Arqom Kuswanjono, Integrasi Ilmu dan Agama.Sadra International Institute, 
Sadra.or.id/filsafat-irfan/integrasi-ilmu-dan-agama.html. Diakses tanggal 9 Mei 2013. 
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hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.‖ 297  Selain itu hukum nasional juga 
mencerminkan hukum adat Indonesia yang tercermin dalam pidato Sukarno ketika 
melahirkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, (filosofiche grondslag) pada 
tanggal 1 Juni 1945.
298
 Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief, hukum menyebutnya 
bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru ilmu tentang nilai.
299
  
Sesuai dengan hasil pembahasan Rancangan UUD pada dasarnya meletakkan 
Pancasila sebagai dasar pemikiran dan asas kekeluargaan dalam UUD 1945 yang 
pada pokoknya  sebagai berikut: 
1) Bahwa rancangan disusun berdasarkan gagasan Sukarno dalam Pidato 1 
Juni 1945 yang diberi nama Pancasila; 
2) Bahwa pemikiran ini tidak berpangkal pada yang kita jumpai di Barat 
yaitu individu bebas ataupun juga pemikiran individualisme. 
3) Bahwa apa yang dinamakan hak asasi manusia adalah  bersumber pada 
dan lahir dalam penerapan pemikiran individualisme dalam masalah 
pemerintahan negara; 
4) Bahwa karena rancangan UUD tidak disusun dengan pikiran 
individualisme, melainkan pemikiran Pancasila, yaitu pemikiran yang 
berpangkal pada penglihatan pergaulan hidup sebagai kehidupan 
kekeluargaan, maka tidak ada tempatnya bagi hak-hak asasi manusia 
dalam rancangan itu; 
5) Bahwa pengertian hak asasi manusia, yang bersumber pada kekuasaan 
individu, dengan demikian juga pada kekuasaan pemerintahan negara 
tidak dibutuhkan dalam pemerintahan negara dan pemerintahan negara 
menurut pemikiran Pancasila itu; 
6) Bahwa pengertian negara dan pemerintahan negara didasarkan pada 
kewajiban para penyelenggara negara, dan dalam negara itu yang dapat 
ditanyakan oleh para anggotanya bukan apa hak saya?, 
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 Sebelum UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelumny telah 
berlaku  (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian (2) 
di ubah dengan UU Nomor 35 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 tahun 1999 
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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 Hukum nsional dalam penyelenggaraan dipengeruhi oleh mazab Sejarah Von Savigny, 
hukum tumbuh dan berkembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta ciri-ciri yang 
khas dan unik adalah kesadaran nasional bangsa yang diekspresikan sebagai ―Volkgeist‖ (jiwa 
bangsa). Jiwa ini muncul secara alami kepermukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa. Jadi 
hukum tidak berakar dan bersumber pada pada asas-asas yang serba abstrak. Betapa rasionalpun, 
tetapi  pada tradisi-tradisi yuridis nasional. John Gilissen,Frits Gorle, Sejarah Hukum,Terjemahan 
Freddy Tengker (Bandung:Refika Aditama,2009), hlm.15. 
299 Barda, Beberapa Aspek Pengembangan, Op.Cit.hlm.27-28. 
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7) Bahwa dengan demikian, maka dengan tidak adanya pengertian hak asasi 
masnusia, tidaklah berarti, bahwa penguasa negara dapat bertindak 
semena-mena terhadap individu; 
8) Apalagi dinyatakan menjadi kewajiban negara untuk ―memelihara budi 
pekerti kemanusiaan yang jujur dan memegang teguh cita-cita moral 
rakyat yang luhur‖300 
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 Ibid. 
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BAB III 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI   
DAN TINDAK PIDANA SUAP  YANG MELIBATKAN APARAT 
PENEGAK HUKUM  DI WILAYAH PENGADILAN TIPIKOR  
TANJUNGKARANG 
 
 
A. Pengantar 
Bagian pertama dalam bab ini diawali dengan uraian mengenai temuan-
temuan bagaimana bekerjanya sistem peradilan pidana dalam konteks sistem 
peradilan tindak pidana korupsi ditinjau dari beberapa aspek, yaitu (a) substansi 
hukum pidana formal KUHAP dan hukum pidana material UUTPK (ketentuan 
mengenai hukum pidana formal) dan (b) aspek struktur hukum yang mencakup 
sistem administrasi peradilan dan sistem kekuasaan kehakiman yang terdiri atas: 
1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik yang dilaksanakan oleh penyidik 
polisi; 2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum dan dilaksanakan 
oleh jaksa penuntut umum, dan 3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan 
pidana dilaksanakan oleh hakim  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  
Bagian kedua memaparkan bekerjanya sistem peradilan tindak pidana 
korupsi, selain aspek substansi dan struktur. Aspek kultur hukum merupakan 
objek utama yang dianalisis, yakni bekerjanya komponen kultur hukum dalam 
sistem peradilan tindak pidana korupsi  yang berlangsung di wilayah Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang Lampung. Bab ini juga memaparkan analisis temuan  
bagaimana bekerjanya kultur hukum yang direpresentasikan oleh pemikiran dan 
tindakan aparat penegak hukum. Paradoks dengan aspek substansi dan struktur 
hukum yang berlangsung dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.  
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Metode sosiolegal digunakan sebagai pendekatan fenomena paradoks yang 
terjadi dalam sistem pengakan hukum tindak pidana korupsi. Artinya, analisis 
fenomena paradoks membutuhkan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, 
analisis diawali dengan paradigma konstruktivisme berbagai studi dan teori yang 
terdapat dalam penelitian ini dan selanjutnya direpresentasikan keterkaitan 
antarkonteks tempat hukum tersebut berada.301  
Analisis kultur hukum aparat penegak hukum berdasarkan pada lapisan 
yang terdapat di dalamnya yaitu, lapisan dalam kultur dan lapisan luar kultur.  
Lapisan dalam kultur dipandang sebagai kognisi, pikiran, ide pengetahuan, dan 
pemahaman serta sekumpulan nilai-nilai yang diyakini aparat penegak hukum. 
Sebaliknya, tindakan/perilaku hukum dan produk tindakan hukum aparat dalam 
bentuk artefak, seperti surat penangguhan penahanan, surat dakwaan/tuntutan, dan 
surat putusan pengadilan merupakan bentuk lapisan luar kultur. Keduanya 
diperoleh dari temuan-temuan/hasil pengamatan dan wawancara terhadap 
responden dan informan serta temuan yang diperoleh dari studi teks hukum yakni, 
surat penangguhan penahanan, surat dakwaan/tuntutan, dan surat putusan 
pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi dan ditangani oleh 
aparat penegak hukum di Wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Lampung.  
Aparat penegak hukum yang menjadi subjek penelitian (responden), yaitu 
(1) penyidik Direskrimsus Polda Lampung Perwira Unit (Panit) Tipikor, AKP 
Rosef Effendi dan penyidik Pembantu Satreskrim Polres Lampung Utara, Brigadir 
Agus Wahyudi; (2) Jaksa Penuntut Umum Kejati Lampung, Heru Wijatmiko, dan 
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 Teori-teori sosial, seperti psikologi, teori kultur digunakan untuk tujuan analisis, bukan 
berarti sedang memberi perhatian pada psikologi dan kultur atau ilmu sosial yang lain, melainkan 
untuk kebutuhan hukum dan studi  hukum tentang sistem peradilan pidana. 
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Kasi Pidana Khusus Kejari Menggala, Sunardi; (3) Hakim Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang, Baharuddin Naim, Haridi dan Hakim Pengadilan Tinggi 
Tanjungkarang, Guntur Purwanto Joko Lelono. Secara personal setiap responden  
memunyai pengalaman yang cukup di bidangnya masing-masing. 
 Terdapat subjek penelitian/informan lainnya, yaitu (1) Advokat Abi 
Hasan Muan Ketua Peradi Bandar Lampung dan beberapa orang yang mengalami 
atau pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti Murdoko, Femi, 
Budi Y. Hartono, Nilawati, Alfyan, dan Yudi. 
Secara keseluruhan pemaparan dalam bab ini membahas tentang sistem 
peradilan tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
dalam hubungannya kultur dan subkultur yang menjadi sistem makna aparat 
penegak hukum dalam melaksanakan aktivitas penyelidikan dan penyidikan, 
penuntutan, dan aktivitas memeriksa, serta mengadili perkara tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana suap yang melibatkan aparat penegak hukum di 
wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Lampung.  
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum 
Pengadilan  Tipikor Tanjungkarang 
 
1. Penyidikan, Penuntutan, dan Mengadili dalam Sistem Penegakan 
Hukum Tindak Pidana Korupsi 
 
Penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
mencakup semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Propinsi Lampung. 
Propinsi ini terdiri atas 13 kabupaten dan 2 kota  yang berada di bawah koordinasi 
dan pengendalian Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Kejaksaan Tinggi 
(Kejati) Lampung. Dalam Kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan 
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penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, pelakunya diajukan ke persidangan di 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang berlokasi di 
ibu kota Propinsi Lampung, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 27 
Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Yurisdiksi Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang mencakup 12 Kabupaten dan 2  Kota dengan 10 daerah hukum. 
Tabel 4 : Yurisdiksi Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
No. KabupatenKota 
 
Ibu kota Daerah Hukum Keterangan 
1 2 3 4 5 
1 Lampung Barat Liwa Polres, Kejari, 
PN  Liwa 
 
 
 
Yurisdiksi 
Pengadilan 
Tipikor 
Tanjungkarang 
Penyidikan dan 
penuntutannya di 
bawah koordinasi 
dan pengendalian 
Polda Lampung 
dan Kejaksaan 
Tinggi Lampung 
2 Pesisir Barat* Krui 
 
3 
 
Way Kanan 
 
Blambangan Umpu 
Polres. Kejari, 
PN.B.Umpu 
 
4 
 
Lampung Utara 
 
Kotabumi 
Polres, Kejari, 
PN. Kotabumi 
 
5 
 
Lampung Tengah 
 
Gunung Sugih 
Polres, Kejari, 
PN. Gunung Sugih 
 
6 
 
Lampung Timur 
 
Sukadana 
Polares, Kejari, 
PN. Sukadana 
7 Tulang Bawang Menggala Polres, Kejari, 
PN. Menggala 8 Tulang Bawang Barat* Panaragan Ratu 
9 Mesuji* Mesuji 
10 Lampung Selatan Kalianda Polres, Kejari 
PN Kalianda 11 Pesawaran* Gading Rejo 
12 Tanggamus Tanggamus Polres, Kejari, 
PN. Tanggamus 13 Pringsewu* Pringsewu 
 
14 
 
Metro 
 
Metro 
Polresta, Kejari, 
PN Metro 
 
15 
 
Bandar Lampung 
 
Bandar Lampung 
 
Poltabes, Kejari, 
PN. Tanjung 
Karang 
  
Berdasarkan tabel 4 (Yurisdiksi Pengadilan Tipikor Tanjungkarang), 
perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada 
Pengadilan Negeri Tanjungkarang berasal dari 15 kabupaten dan kota di 
Lampung. Dalam kurun waktu sejak terbentuknya Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang pada 2011 s.d. 2014 perkara yang telah ditangani oleh institusi ini 
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setiap tahun jumlahnya meningkat. Tahun 2011 berjumlah 22 kasus, tahun 2012 
meningkat menjadi 36 kasus, pada tahun 2013 meningkat menjadi 63 kasus, dan 
pada tahun 2014 berjumlah 66 kasus. Secara rinci tindak pidana korupsi yang 
disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang berasal 
dari berbagai daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Berikut ini 
disajikan tabel perkembangan tindak pidana korupsi yang disidangkan di 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 
 Tabel 5 : Asal Perkara Tindak Pidana Korupsi  
 
No. 
 
Kabupaten/Kota 
Asal Perkara 
Tahun   
2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 
1 Lampung Barat 3 1 5 1 2 12 
2 Pesisir Barat* - - - - - - 
3 Way Kanan 3 2 4 1 6 16 
4 Lampung Utara 1 2 8 4 6 21 
5 Lampung Tengah 7 7 2 4 4 24 
6 Lampung Timur - - 6 4 3 13 
7 Tulang Bawang 1 1 8 1 6 18 
8 Tl.Bawang Barat* - - - - -  
9 Mesuji* - - 1 - - 2 
10 Lampung Selatan 4 6 9 3 9 31 
11 Tanggamus 1 - 4 6 3 14 
12 Pesawaran* -  2 2 4 3 12 
13 Pringsewu* - - - - - - 
14 Metro 1 2 2 2 3 10 
15 Bandar Lampung 7 5 7 5 5 28 
 Total 28 28 57 30 50 173 
Sumber data : diolah dari Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
 
 
Penegakan hukum tindak pidana korupsi secara substansi merujuk pada 
dilaksanakannya hukum pidana material dan hukum pidana formal, UUTPK, 
KUHAP, dan UU Pengadilan Tipikor.  
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Bagi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi proses peradilan 
merupakan momen kritis karena menyangkut nasibnya kini dan akan datang. Oleh 
sebab itu, dalam konteks sistem peradilan tindak pidana korupsi aparat penegak 
hukum mulai dari tingkat penyidikan membutuhkan analisis tentang hubungan-
hubungan antara peristiwa, fakta, dan hukumnya. Menurut Marjono 
Reksodiputro,302 tindakan hukum berhubungan dengan proses hukum yang adil 
(due proces of law).303 Konsekuensi logis yang dianutnya, yakni  proses hukum 
yang adil. Sistem peradilan pidana pun harus menerapkan hukum acara pidana 
baik oleh penyidik polisi, maupun oleh penuntut umum dan hakim sesuai dengan 
asas-asasnya. Hal lainnya juga, harus didukung oleh sikap batin penegak hukum 
yang menghormati hak-hak warga masyarakat.  
Proses peradilan tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh aparat 
penegak hukum membutuhkan analisis dan evaluasi dalam setiap tahapannya. 
Tahapan itu  berdasarkan ilmu hukum pidana dan moral supaya tindakan hukum 
yang dilakukan tidak saling bertentangan dan menimbulkan permasalahan yang 
menghambat kebenaran dan keadilan di persidangan.  Analisis yang dilakukan 
oleh aparat dalam melaksanakan penegakan hukum bertumpu pada analisis 
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 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan 
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), (Jakarta:PKPH,1994), hlm.8 
303
 Antara proses hukum yang adil dan sistem peradilan pidana merupakan dua hal yang 
tidak dapat dipisahkan. Sistem peradilan pidana merupakan wadah proses hukum yang adil, dan 
proses hukum yang adil merupakan ruh dari sistem peradilan pidana itu sendiri, ditandai dengan 
adanya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa. M.Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 
Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta:Rangkang 
Education,2012) hlm.9. 
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Herbert L.Packer yang mendasarkan 3 konsep, yaitu tindak pidana, kesalahan, dan 
pemidanaan. 304 
Konsep tindak pidana, kesalahan, dan pemidanaan melambangkan tiga 
masalah dasar dalam penerapan UUTPK (hukum pidana material sebagai lawan 
hukum pidana formal) dalam penegakan hukum pidana. Permasalahan tersebut 
dirinci dalam bentuk pertanyaan berikut. (1) Apakah perbuatan pelaku dapat 
dinyatakan sebagai  tindak pidana korupsi? (2) Apa yang menjadi dasar untuk 
menentukan pelaku bersalah  karena telah melakukan tindak pidana korupsi? (3) 
Apakah yang harus dilakukan terhadap pelaku yang terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana?  
Terhadap ketiga pertanyaan tersebut sistem peradilan tindak pidana 
korupsi dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan, yakni sebagai berikut. 
(1) UUTPK merupakan aturan pokok dalam tindak pidana korupsi. (2) Jawaban 
untuk pertanyaan ke tiga mencakup sanksi UUTPK yang akan diberikan kepada 
pelaku, seperti pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)305 serta Pasal 18 UUTPK  yang 
berbunyi sebagai berikut. 
(1) Selain dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana   sebagai 
pidana tambahan  adalah sebagai berikut  
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud. 
Barang            tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi 
dilakukan. Begitu pun harga barang yang menggantikan  barang 
tersebut; 
                                                             
304
 Lihat, Herbet L.Packer, The Limit of The Criminal Sanction (California:Stamford 
University Press,1968), hlm.17-20. 
305
 Dalam Pasal 2 ayat (1) di atur tentang  ancaman pidana minimum dan maksimum, dan 
Denda. Dalam ayat (2) di atur tentang ancaman hukuman mati.  Lihat UUTPK. 
182 
 
b. pembayaran uang pengganti yang berjumlah sebanyak-banyaknya 
dengan harta  benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 
c. penutupan seluruh  atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 
1 tahun; 
d. pencabutan seluruh atau  sebagian hak-hak tertentu,  penghapusan, 
memberikan  sebagian keuntungan  tertentu  yang telah atau dapat 
diberikan oleh  Pemerintah kepada terpidana. 
(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud 
dalam  ayat (1) huruf (b) maksimal dalam kurun 1 (satu) bulan setelah 
putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap. 
Selanjutnya, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
menutupi uang pengganti  tersebut. 
(3) Apabila terpidana tidak memunyai harta benda yang cukup untuk membayar 
uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), maka 
terpidana dipenjara  dengan masa waktu yang lamanya tidak melebihi 
ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
dalam undang-undang karena pidana tersebut sudah ditentukan dalam 
putusan pengadilan. 
 
Jawaban untuk pertanyaan kedua (hal yang menjadi dasar untuk 
menentukan pelaku bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi) 
berkaitan dengan ketentuan yang  berasal dari jawaban pertanyaan satu dan tiga. 
Dengan kata lain, penerapan UUTPK oleh aparat penegak hukum ditujukan untuk 
memperjelas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, kesalahan yang 
diperbuat, dan pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan. UUTPK di 
dalam Bab VI dalam Pasal 25 s.d. 29 mengatur tentang penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan dipersidangan. 
Bagi aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan 
hakim)  proses peradilan tindak pidana korupsi tidak dapat dipandang hanya 
sebagai proses hukum yang mekanis dan prosedural, namun harus dilihat sebagai 
parameter yang proses kerjanya benar-benar beroperasi dalam kancah nilai-nilai 
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dan masalah kemanusiaan. 306  Aparat yang mengemban tugas kewajiban luhur 
memunyai tanggungjawab, yaitu (a) menegakkan kebenaran dan keadilan; (b) 
memelihara kehormatan dan kemandirian; (c) menjaga kewibawaan lembaganya; 
serta (d) menjaga kepercayaan publik. Oleh sebab itu,  tanggung jawab tersebut 
diharapkan menjadi parameter berpikir dan perilaku aparat dalam melaksanakan 
tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Dengan demikian, jika hal tersebut 
dilakukan maka aparat penegak hukum sebenarnya telah menciptakan dan 
membangun kultur hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. 
Diharapkan tindakan tersebut berimplikasi terhadap kultur masyarakat yang patuh 
dan taat hukum dengan kesadaran hukum yang tinggi dan tidak mudah 
digoyahkan oleh siapa pun. Mengingat aparat penegak hukum dalam sistem 
peradilan pidana merupakan contoh teladan bagi masyarakat untuk menaati dan 
mematuhi hukum.307  
Akan terjadi sebaliknya, apabila aparat penegak hukum dalam sistem 
peradilan tindak pidana korupsi menunjukkan tingkah laku dan tindakan hukum 
yang tidak sesuai dengan hukum. Jika hal demikian terjadi, maka masyarakat juga 
akan bertingkah laku lebih berani untuk melanggar hukum, melakukan korupsi, 
dan menyuap aparat penegak hukum. Sebagai upaya memahami apakah aparat 
penegak hukum telah melaksanakan tugas dan kewajiban luhur untuk 
menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kehormatan diri, dan kesucian 
tugasnya, serta kewibawaan lembaganya, dan kepercayaan publik. Ada baiknya 
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 Dossy Iskandar Prasetyo, Bernard L.Tanya, Hukum, Etika dan  Kekuasaan 
(Yogyakarta:Genta Publishing,2011), hlm.16. 
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 Abdussalam, Adri Desasfuryanto, Sistem Peradilan Pidana (Jakarta:PTIK,2012), 
hlm.3386-287. 
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terlebih dahulu untuk memahami cara berpikir dan nilai-nilai yang diyakininya 
dalam menegakkan hukum dan keadilan selama ini. 
Dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, penyelenggaraan 
kekuasaan penyidikan bukan wewenang tunggal penyidik polisi. Kewenangan 
penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh  jaksa penuntut umum dan 
penyidik KPK. Dua institusi tersebut berhak diberi kewenangan untuk 
melaksanakan penyidikan dan atau penuntutan secara bertanggung jawab dan adil 
terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. 
Perubahan mendasar dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi dimulai 
setelah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan amanat 
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (KPK). Komisi ini memunyai kewenangan melaksanakan 
fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan seperti halnya kewenangan yang 
dimiliki oleh polisi dan  kejaksaan (bahkan lebih luas dari keduanya). Hal tersebut 
tidak dapat dipisahkan dari politik hukum di balik semua aturan perundang-
undangan pemberantasan korupsi yang lahir setelah Reformasi 1998, yaitu 
memberikan kepercayaan pemberantasan korupsi kepada KPK. Hal ini, muncul 
karena adanya krisis kepercayaan publik terhadap polisi dan kejaksaan yang 
dianggap tidak serius memberantas tindak pidana korupsi. 
Kekuasaan dan kewenangan KPK lebih fokus pada penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi karena (a) melibatkan aparat 
penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 
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penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian karena meresahkan masyarakat; 
dan/atau; (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah).308 
Luasnya wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 
tercantum dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK sebagai berikut, 
yang berbunyi: (1) dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c),  Komisi 
Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berwenang  untuk 
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri; 
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang 
diperiksa; 
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik 
tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait; 
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 
tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang 
cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang 
diperiksa; 
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum 
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan 
penyitaan barang bukti di luar negeri; 
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang 
ditangani. 
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Hadirnya KPK dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi 
secara tidak langsung mengurangi eksistensi kepolisian dan kejaksaan dalam 
penegakan hukum tindak pidana korupsi. Polisi dan Kejaksaan dalam 
menyelenggarakan kekuasaan di bidang penyidikan dan penuntutan tidak lagi 
dominus Litis. Hal ini, disebabkan KPK juga memunyai wewenang yang sama, 
yakni melakukan penyelidikan/penyidikan dan melakukan penuntutan. Wewenang 
KPK lainnya, yaitu (1) melakukan supervisi (monitor,kordinasi, dan pengawasan) 
terhadap bekerjanya sistem peradilan oleh polisi, jaksa dan hakim dalam 
menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Apabila polisi, jaksa, hakim dicurigai 
akan melakukan tindak pidana suap, maka dilakukan tindakan operasi tangkap 
tangan; (2) dalam  melaksanakan wewenang supervisi, KPK dapat mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang sedang dilakukan 
oleh kepolisian atau kejaksaan.309  
Pengejawantahkan UUKPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak 
pidana korupsi, didasarkan pada UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tipikor pada 28 April 2011. Diresmikan di 14 Pengadilan Tipikor dan salah 
satunya, yakni Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Terbentuknya pengadilan 
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 Lihat, Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2002  ayat  (1) Dalam melaksanakan tugas 
supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi 
berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang 
menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Ayat (2) Dalam melaksanakan 
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga 
mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang 
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 
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Tipikor ini diharapkan membuat semakin optimalnya  pemberantasan tindak 
pidana korupsi di daerah-daerah.310 
Jika digambarkan sistem kerja penegakan hukum tindak pidana korupsi 
oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan KPK, maka mekanisme penegakan 
hukum tindak pidana korupsi bermuara pada peradilan khusus tindak pidana 
korupsi. Sesuai ketentuan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini sebagai wujud realisasi 
putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus tiga perkara dalam satu putusan, 
yaitu putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan dua hal,yaitu 
(1) menyatakan Pasal 53 UUKPK inkonstitusional; (2) menyatakan pengadilan 
tipikor masih mempunai kekuatan hukum yang mengikat sampai tiga tahun 
setelah putusan MK. Selama itu pula pembentuk undang-undang diberikan waktu 
melakukan revisiannya, namun apabila tidak  maka perkara korupsi akan kembali 
menjadi wewenang pengadilan umum.  
a.  Penyelidikan dan Penyidikan 
Penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui aktivitas penyelidikan 
dan penyidikannya oleh penyidik polisi, mengacu kepada Undang-Undang RI 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Merujuk juga 
kepada beberapa peraturan kepala kepolisian (Perkap), seperti Peraturan Kepala 
Kepolisian RI Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
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 Sebelum terbentuk UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, pada tahun 
2004 sudah ada pengadilan Tipikor  di Jakarta di bawah pengadilan negeri Jakarta Pusat yang 
kewenangannya menerima, memeriksa dan memutus perkara korupsi yang terjadi diseluruh 
Indonesia. Kasus tindak pidana korupsi yang pertama ditangani adalah kasus korupsi yang 
dilakukan oleh Gubernur Aceh Abdullah Puteh.   
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pada tingkat kepolisian Daerah, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 tahun 
2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di 
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan kepolisian 
lainnya.  
Penyelidikan dan penyidikan penanganan tindak pidana korupsi
311
 oleh 
penyidik polisi sesuai dengan Perkap mengenai susunan organisasi dan tata kerja 
kepolisian daerah (sesuai pemaparan sebelumnya). Kewenangan melaksanakan 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dalam daerah hukum Polda 
Lampung, pada prinsipnya dijalankan oleh Polda dan berada di bawah kendali 
Direktur Reserse kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Meskipun demikian, dalam hal 
tertentu penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian Resor 
kabupaten/kota yang berada di dalam kendali Ditreskrimsus Polda Lampung. 
Apabila terdapat laporan atau pengaduan adanya dugaan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan kabupaten/kota atau rekanan 
berkaitan dengan penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah, maka Polda 
Lampung melalui Ditreskrimsus segera melakukan penyelidikan dan 
penyidikan. Pelaksanaannya dapat melibatkan penyelidik, maupun penyidik  
Polres.
312
  
Tindak pidana yang terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Propinsi 
Lampung yang ditangani oleh Polres dan Polresta wilayah Polda Lampung, 
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 Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1), (2), 
(3) KUHAP dan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 
Tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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 Lihat (Pasal 4 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah 
Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri Wilayah Negara Kesatuan RI. Polda wilayah 
propinsi, Polres wilayah Kabupaten/Kota dan Kolsek wilayah Kecamatan. 
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terhitung sejak kurun waktu terbentuknya tindak pidana korupsi 2011 s.d. 2014 
cenderung meningkat. Meskipun demikian, nilai kerugian berfluktuasi. Data 
Direskrimsus Polda Lampung menunjukkan pada 2011 terdapat 12 kasus 
sehingga, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp150.000.000.000.00. 
Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi pada 2011—2013 mencapai 
sekitar Rp159 miliar yang terdiri atas: 12 kasus di 2011 dengan kerugian 
Rp150.000.000.000.00; pada tahun 2012 meningkat menjadi 19 kasus tindak 
pidana  dengan potensi kerugian mencapai Rp6.000.000.000.00; dan pada 2013 
meningkat hingga akhir September teridentifikasi 36 kasus, 23 di antaranya 
diselesaikan dengan nilai kerugian Rp2.000.000.000.00  atau lebih; dan pada 
2014 sebanyak 24 kasus. 
Staf Irwasda Polda Lampung AKBP Yudi Wahyudiawan,
313
 
mengungkapkan pada umumnya kasus korupsi di Lampung melibatkan pejabat 
daerah. Penanganan kasus korupsi pun berlangsung cukup lama karena 
memerlukan penyelidikan dan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), serta pemeriksaan saksi-saksi yang kerap mendapati 
kendala. Pelaku tindak pidana yang umumnya pejabat daerah tersebut dalam 
pemeriksaan banyak melakukan penangguhan penahanan atas permintaan 
tersangka dan jaminan  dari dinas atau pemerintah daerah.
314
 
Apabila digambarkan penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Polda 
Lampung sebagaimana hasil wawancara dengan AKP R.E. Panit (Tipikor Polda 
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 Lampost.co, 10 September 2013, Kasus Korupsi yang ditangani Polda Meningkat. Di 
unduh tanggal 20 Januari 2014. 
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 Wawancara dengan Agus Penyidik Pembantu Unit Tipiter Satreskrim Polres Lampung 
Utara tanaggal 9 Januari 2014. 
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Lampung)
315
. Akan tampak  proses penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi 
di Polda Lampung baik tindak pidana korupsi di Polres kota, maupun di Polres 
kabupaten. Dengan demikian, mekanisme proseduralnya dapat digambarkan 
sebagai berikut. 
Gambar  4 : Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisan  
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar 5 dapat dijelaskan bahwa laporan pengaduan yang 
masuk ke sentra pelayanan polisi terpadu dapat berasal dari anggota polisi yang 
mengetahui, mengalami, dan menemukan  dugaan terjadinya tindak pidana atau 
dapat berasal dari laporan masyarakat pencari keadilan. Umumnya pengaduan 
berasal dari laporan masyarakat.  Selanjutnya, untuk dapat dilakukan penyidikan 
terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan berupa adanya laporan polisi dan 
pengaduan masyarakat. Adanya surat perintah tugas dari Kapolda, Laporan Hasil 
Penyelidikan (LHP), Surat Perintah Penyidikan, dan SPDP. 
Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum dan sesudah adanya laporan 
polisi atau pengaduan masyarakat. Penyelidikan merupakan bagian dari atau salah 
satu cara dalam melakukan penyidikan yang sasarannya orang, benda atau barang, 
tempat, peristiwa atau kejadian dan kegiatan. 
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Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah 
penyidikan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap 
pelapor dalam bentuk pemeriksaan saksi dan melaporkannya ke Kapolda oleh 
Direskrimsus. Dilanjutkan dengan pengiriman SPDP, upaya paksa (pemanggilan, 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat), pemeriksaan 
saksi, ahli, barang bukti dan tersangka, gelar perkara, penyelesaian berkas 
perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan 
barang bukti. 
Penyidikan dapat dihentikan bilamana (a) tidak terdapat cukup bukti; (b) 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan (c) demi hukum 
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tersangka meninggal dunia, perkara 
telah kadaluarsa, pengaduan dicabut (khusus delik aduan), dan tindak pidana 
tersebut telah memeroleh putusan hakim yang memunyai kekuatan hukum tetap 
(nebis in idem).316 
b. Penuntutan 
 
Menurut Heru Wijatmiko, 317  Jaksa Penuntut Umum selain menjabat 
sebagai Kasi Penkum Kejati Lampung, subkulturprosedural juga melekat pada 
aparat kejaksaan, khususnya Penuntut Umum.  Jaksa Penuntut Umum dengan 
segala kewenangannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan 
sebagaimana dipaparkan berikut ini. 
1. Pasal 30 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan berwenang 
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 Perka Polri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
317
 Wawancara,  25 Januari 2014 
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untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang. 
2. Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan P No. 27 Tahun 1983 
Tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal keduanya mengatur tentang 
kewenangan Jaksa Penuntut Umum  melakukan penyidikan untuk tindak 
pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. 
3. BAB IV Pasal 25,25,27,28,29 tentang Penyidikan, Penuntutan dan 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan ts UU Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
4. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Inpres No. 30 
Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN. 
5. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi 
antara lain kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 
12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya. 
6. Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam 
Pasal 17 menyebutkan : JAM PIDSUS memunyai tugas dan wewenang 
melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, 
pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan 
terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain 
mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak 
pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 
Kejaksaan sebagai subsistem dari kekuasaan penuntutan dalam sistem 
penegakan hukum tindak pidana korupsi memegang posisi sentral karena 
menentukan layak atau tidaknya suatu kasus ditingkatkan ke penuntutan. 
Informasi yang diperoleh dari Heru Wijatmiko, berkaitan dengan penanganan 
kasus tindak pidana korupsi kejaksaan yang memiliki mekanisme prosedur yang 
baku. Melalui Seksi Intelijen kasus dapat dikembangkan dan dilakukan melalui 
penelusuran baik informasi yang disampaikan oleh masyarakat, maupun melalui 
hasil temuan dari institusi seperti BPK, BPKP, Bawasprop, Bawasda,  atau 
institusi lainnya. Perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan 
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penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sejak terbentuknya Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang adalah sebagai berikut: 
Tabel 6 : Penyelesaian Perkara oleh Kejati Lampung 
No. Kejaksaan Tinggi Lampung Keterangan 
Tahun Penyelidikan Penyidikan Penuntutan 
1 2011 31 27 26  
2 2012 20 25 32 
3 2013 49 25 55 
4 2014 44 26 42 
5 2015 41 25 31  
Sumber data : Kejati Lampung 
Penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan melalui, penyelidikan dan 
penyidikan serta penuntutan yang secara prosedural dilakukan sebagai berikut. 
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 
ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang. Melalui permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 
hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Lingkup internal kejaksaan 
menyebutkan bahwa bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang, yaitu 
prapenuntutan dan penuntutan (Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). 
Dalam prapenuntutan setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya 
Penyidikan), maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan 
penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh 
penyidik. Apabila data dianggap kurang lengkap maka jaksa penuntut umum 
segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk 
melengkapinya. Jika dalam kurun empat belas hari penuntut umum tidak 
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mengembalikan berkas perkara, maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 
KUHAP). 
Di saat seorang Jaksa menerima surat perintah untuk mengikuti 
perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa tersebut berwenang untuk meneliti berkas 
perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan tenggang waktu 7 hari 
untuk meneliti berkas tahap pertama dan harus sudah memberitahukan apakah 
hasil penyidikan tersebut sudah lengkap/belum. Dalam waktu 14 hari setelah 
berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan 
kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). 
Apabila penuntut umum menyatakan bahwa berkas sudah lengkap, maka 
secara teknis di Kejaksaan ia membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil 
penyidikan sudah lengkap. Selanjutnya penyidik segera menyerahkan barang 
bukti dan tersangka kepada penuntut umum.  Untuk selanjutnya, masuk dalam 
bidang penuntutan tempat kejaksaan membuat surat P-16 A, yakni Penunjukan 
Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dan dalam hal 
ini jaksa berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:  
a. melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan, 
b. melakukan pemeriksaan tambahan,  
c. melakukan penghentian penuntutan,  
d. melakukan penuntutan perkara ke pengadilan,  
e. melaksanakan penetapan hakim,  
f. melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim,  
g. melakukan upaya hukum,  
h. memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana,  
i. memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali 
putusan pengadilan yang sudah memeroleh kekuatan hukum tetap,  
j. menandatangani berita acara pemeriksaan pk.  
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Wewenang dalam P-16A direalisasikan oleh jaksa dengan membuat 
dakwaan dan segera dilimpahkan ke pengadilan (P-31) dengan permohonan 
supaya terdakwa segera diadili. Jika ketua pengadilan menyatakan berwenang 
untuk mengadili, maka segera ditentukan waktu sidang. 
Jaksa penuntut umum bertugas untuk membuktikan dakwaannya 
sebagaimana asas hukum; siapa yang menuduh  berkewajiban untuk membuktikan 
tuduhannya, kecuali diatur  oleh undang-undang, seperti pembuktian terbalik 
dalam pemberian gratifikasi. Proses pembuktian di depan persidangan bukan 
perkara yang mudah bagi seorang Jaksa. Diperlukan keberanian, kecerdasan, 
profesionalisme dalam melakukan proses pembuktian seperti, pemanggilan saksi-
saksi, pemanggilan ahli, ataupun menunjukkan alat bukti berupa surat atau alat 
bukti lainnya. 
Gambar 5 : Proses Penanganan Perkara Tipikor oleh Kejaksaan 
  
  
 
 
  
 
Secara umum prosedur-prosedur penanganan perkara (berdasarkan gambar 
6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan UU Tipikor. 
Persoalan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi umumnya 
membutuhkan perhatian yang serius karena tindak pidana korupsi dapat 
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digolongkan ke dalam perkara sulit baik dalam penentuan perbuatan, kesalahan, 
dan pertanggungjawabannya. Terkait pula dengan pembuktiannya dan 
penghitungan kerugian negara, selain itu pelaku yang tidak sendiri atau bersama-
sama membutuhkan kejelasan bobot tindak pidana masing-masing.  
c. Mengadili 
 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat perubahan mendasar dalam 
pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana korupsi di pengadilan, yaitu (1) jangka 
waktu pemeriksaan dibatasi pada setiap tingkat pengadilan. Diharapkan dengan 
adanya pembatasan waktu maka proses yang ditentukan dapat menghindari 
ketidakjelasan proses yang sedang berjalan dan mencegah praktik tindak pidana 
suap yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, penerapan asas peradilan cepat di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bisa berjalan secara efektif dan efisien; 318(2) 
hakim yang memeriksa perkara, yakni Hakim Karier dan Hakim ad hoc 319 yang 
bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.  
Majelis Hakim Karir dan Hakim ad hoc memiliki tenggat waktu maksimal 
tujuh hari kerja, (terhitung sejak penetapan majelis hakim) sudah harus 
menentukan waktu sidang dan melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan.320 
Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara khusus dalam waktu paling 
                                                             
318
 Pasal 29 UU No 46 Tahun 2009 menyebutkan ―Perkara tindak pidana korupsi 
diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam 
waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan 
ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi‖.  
319
 Dlihat Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009. 
320
 Lihat Pasal 27 dan 28. Ibid. 
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lama seratus dua puluh hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi‖.  
Hasil wawancara dengan Baharuddin Naim, Hakim ad hoc di Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang terkait dengan proses pemeriksaan perkara memberikan 
gambaran  bahwa pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi mengacu kepada 
penerapan asas peradilan cepat sebagaimana Pasal 29 UU nomor 46 tahun 2009, 
KUHAP, dan UUPTPK. Belum mencapai batas waktu seratus dua puluh hari 
perkara tindak pidana korupsi harus sudah diselesaikan (dimusyawarahkan dan 
diputus). Apabila digambarkan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang sebagai berikut 
Gambar 6 : Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan yurisdiksi terlihat bahwa perkara tindak pidana korupsi yang 
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dari lima belas kabupaten dan Kota. Dalam kurun waktu sejak terbentuknya 
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perkara, pada 2013 meningkat menjadi 63 kasus, pada 2014 berjumlah 67 kasus, 
dan pada tahun 2015 berjumlah 66. Secara rinci tindak pidana korupsi yang 
disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang berasal 
dari berbagai daerah kabupaten dan kota di Propinsi Lampung. 
Informasi mengenai jalannya proses penanganan tindak pidana korupsi 
melalui parameter yang digunakan untuk menganalisis proses penanganan tindak 
pidana korupsi oleh penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam 
konteks pendekatan sistem peradilan pidana. Pertama dianalisis dari aspek 
substansi dan struktural proses penanganan tindak pidana korupsi dan kaitannya 
dengan penerapan asas-asas hukum acara, seperti dikemukakan berikut berikut 
ini.    
Hak atas penanganan kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan tugas dan 
kewenangan aparat penegak hukum secara administratif dan prosedural telah 
sesuai dengan KUHAP dan UU Pengadilan Tipikor. Ketentuan KUHAP 
berhubungan dengan aktivitas penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh 
penyidik polisi dan jaksa penuntut umum. Ketentuan KUHAP dan UU Pengadilan 
Tipikor berhubungan dengan aktivitas hakim dalam menangani perkara tindak 
pidana korupsi yang masuk ke pengadilan. 
Parameter yang digunakan untuk menganalisis aktivitas prosedural 
adimistratif  proses penanganan tindak pidana korupsi (sebagaimana dikemukakan 
para responden penelitian). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada yang 
mengalami pertentangan antara tindakan hukum oleh penyidik polisi, jaksa 
penuntut umum dan hakim dengan asas-asas hukum yang menjadi falsafah negara 
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hukum dan asas perlindungan hak asasi manusia, khususnya asas praduga tidak 
bersalah. Asas yang mencakup, perlindungan terhadap tindakan kesewenang-
wenanganan dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini, hanya pengadilan tipikor 
yang berhak menentukan salah dan tidaknya, sidang pengadilan terbuka untuk 
umum, dan pelaku berhak mendapat jaminan untuk membela diri sepenuhnya. 
Demikan pula dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
Artinya keinginan supaya peradilan tindak pidana korupsi diproses secara cepat 
dan sedernana. Tujuannya untuk mengurangi penderitaan tersangka/terdakwa dari 
tahap penyidikan hingga penjatuhan pidana.     
Berdasarkan wawancara dengan responden terdapat satu parameter 
penting yang sulit dipahami, yakni aparat penegak hukum dalam menjalankan 
kekuasaan atau kewenangannya telah melaksanakannya berdasarkan asas yang 
mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat  serta martabat manusia. Asas 
perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak 
membedakan perlakuan. Pendekatan substantif dan struktural (substantif 
administratif) tidak cukup untuk menganalisis tindakan hukum aparat telah sesuai 
asas dan ketentuan hukum acara pidana atau tidak. Upaya memahami perilaku 
aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pencegahan 
tindak pidana suap dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menjadi usaha 
penting dalam membahas permasalahan utama dalam pemaparan berikutnya. 
2. Kultur Hukum sebagai Komponen Sistem Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Korupsi 
Sistem peradilan tindak pidana korupsi sebagai sistem penegakan hukum  
(sebagaimana telah dipaparkan), secara normatif substansi hukum yang 
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dilaksanakan ialah ketentuan hukum pidana formal dan material, yaitu UUTPK, 
KUHAP, UU Pengadilan Tipikor. Acuan lainnya, yakni UU Kepolisian, UU 
Kejaksaan, dan UU Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan di 
bawahnya, seperti peraturan Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/Mahkamah  Agung  
Republik  Indonesia. 
Ditinjau dari aspek substansi dan struktur, bahwasannya aparat telah 
menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan sistem administrasi 
prosedural dan mekanisme hukum yang berlaku di instiusi masing-masing. Para 
responden mendeskripsikan secara baik bahwa hukum dijalankan sama persis 
dengan apa yang tercantum dalam peraturan. Meskipun demikian, aspek kultur 
hukumnya tidak terungkap. Akibatnya pengertian penegakan hukum dalam 
konteks sistem peradilan tindak pidana korupsi, mengabaikan fenomena paradoks 
yang terjadi dalam kenyataan penegakan hukum tindak pidana korupsi.  
Temuan hasil penelitian tersebut tidak cukup hanya dianalisis secara 
mendalam oleh aspek substansi dan struktur saja, melainkan diperlukan analisis 
kultur supaya dapat menembus ke lapisan dalam yang menjadi titik pusat kultur 
hukum berupa pengetahuan kognitif aparat penegak hukum. Dengan demikian, 
analisis akan memberikan penjelasan atas fenomena paradoks kerja aparat 
penegak hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.  Terdapat dua sisi 
yang berbeda dalam kerja aparat, yaitu satu sisi menjalankan hukum dan sisi lain 
melakukan tindak pidana suap. Dapat disimpulkan bahwa, sebagian aparat 
melaksanakan hukum dan sebagian aparat lainnya mencari keuntungan dengan 
melakukan tindak pidana suap.   
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Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai institusi penegak hukum 
hanyalah struktur, termasuk mekanisme prosedural dan hirarki kepangkatan serta 
peraturan perundang-undangan yang ada. Penegakan hukum tindak pidana 
korupsi sama halnya dengan penegakan hukum lainnya karena selalu melibatkan 
manusia. 321  Aspek aparat penegak hukum dan kognitif dan lingkungan 
aktivitasnya menjadi faktor penting untuk menjamin terlaksananya penegakan 
hukum yang adil. 
Institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan aturan-aturan 
normatifnya hanyalah sebuah struktur. Akan tetapi, untuk membuat struktur 
(menjadi) bekerja merupakan tugas dan kewajiban luhur aparat, bertanggung 
jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memelihara kehormatan diri 
dan amanah kepada masyarakat. Apabila hal-hal tersebut dapat dijalankan dengan 
baik, maka aparat penegak hukum telah menciptakan kultur di institusinya. Kultur 
yang dimaksud ialah kultur hukum yang juga akan menghasilkan kultur hukum di 
masyarakat. Masyarakat mencontoh dan mengikuti ketaatan aparat penegak 
hukum dalam menjalankan hukum. Sebaliknya, institusi tidak akan pernah 
menjadi benteng pencegahan korupsi bilamana aparat penegak hukum yang 
memeroleh wewenang untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi yang 
melakukan tindak pidana suap. Suatu hal yang tidak mengejutkan apabila 
masyarakat juga menunjukkan tingkah laku yang lebih berani melakukan tindak 
pidana korupsi untuk melemahkan pemberantasan korupsi dan menggagalkan 
                                                             
321
 Manusia menempati sentrum penegakan hukum. penegakan hukum selalu melibatkan 
manusia di dalamnya, hukum tidak tegak dengan sendirinya, dalam arti hukum tidak dapat 
memenuhi janjinya, tanpa aparat penegak hukum yang mempunyai patokan nilai dari interaksi 
yang bermakna.Lihat, Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis 
(Yigyakarta:Genta Publishing,2009), hlm.7-9.  
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penegakan hukum. Oleh karena itu, terdapat relasi antara kultur institusi penegak 
hukum dengan kultur hukum aparat penegak hukum. 
Hasil eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA 
Tanjungkarang Nomor:304/Pid.Sus/2011/PN.TK. tertanggal 17 Oktober 2011. 
Putusan yang membebaskan  terdakwa Drs. Satono (mantan Bupati Lampung 
Timur) dalam perkara korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur. Ditafsir 
korupsi yang dilakukannya menyebabkan kerugian negara sebesar 
Rp119.448.119.800,00. Surat dakwaan dan putusan hakim sebagai produk 
tindakan aparat dalam perspektif kultur hukum berupa bentuk luar lapisan kultur. 
Menggambarkan cara berpikir jaksa penuntut umum dan hakim tidak 
komprehensif (parsial), melihat hukum secara normatif, memisahkan norma 
undang-undang dengan asas-asas, dan tujuan pemidanaan. Memisahkan melawan 
hukum formal dan melawan hukum material, antara hukum dan ilmu hukum, 
antara ilmu hukum dan ilmu ketuhanan (moral/agama), memisahkan ketiga 
masalah pokok hukum pidana (perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban 
pidana), memisahkan penegakan hukum (UU) dengan rambu-rambu sistem 
penegakan hukum  nasional.322 Oleh karena itu, dalam sistem peradilan tindak 
pidana korupsi, tindakan hukum jaksa dan hakim tersebut tidak mencerminkan 
kultur hukum yang baik. 
Pembahasan kultur hukum aparat atau kultur hukum institusi penting dan 
relevan sebagai cara berpikir, bersikap, dan perilaku oleh aparat sebagai panduan  
untuk menegakkan hukum. Di dalam kultur hukum tersebut dapat muncul 
                                                             
322
 Lihat Barda Nawawi Arief, Reformasi, Op.Cit. hlm.44-45. 
203 
 
beragam subkultur yang dibawa aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum 
yang berpikir parsial dalam menegakkan hukum akan mewakili subkultur yang 
tidak sejalan dengan kultur hukum yang dikehendaki sistem penegakan hukum 
nasional.  
Sebelum pemaparan lebih lanjut mengenai subkultur yang terdapat pada 
kultur institusi, fokus analisis didahului pada keseluruh aspek sistem peradilan 
tindak pidana korupsi sebagai satu kesatuan subsistem yang terdiri atas: (1) 
substansi hukum (peraturan perundang-undangan),  (2) struktur hukum 
(institusional dan mekanisme prosedural), dan (3) kultur hukum (nilai-nilai, sikap, 
dan pandangan aparat). 323   Keterkaitan ketiga subsistem tersebut ialah dalam 
konteks institusional karena masing-masing institusi, kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan memiliki tiga komponen tersebut secara integral. Apabila 
digambarkan  akan tampak keterkaitannya sebagai berikut. 
Gambar 7 : Kultur Hukum  dalam Sistem Penegakan Hukum  
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Substansi hukum merupakan peraturan perundangan Tipikor yang 
digunakan untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, 
mencakup hukum pidana material (KUHP/UUTPK) dan hukum pidana formal 
(KUHAP/UUP Tipikor). Struktur hukum merupakan susunan hirarki aparat, tugas 
dan fungsi manajemen, dan sarana prasarana dalam menegakkan hukum. Namun 
sebaliknya, kultur hukum merupakan nilai-nilai, sikap dan pandangan institusi dan 
aparat yang menjadi kebiasaan dalam menegakkan hukum. Ketiga subsistem 
tersebut (sesuai pemaparan sebelumnya) secara institusional membutuhkan 
kepaduan supaya dapat selaras dan sejalan. Dalam perspektif kultur institusi, 
produk institusi/aparat seperti, seragam, simbol, dan surat-surat 
perintah/keputusan termasuk lapisan luar kultur institusi/aparat. Cara berpikir 
hukum aparat, ide-ide, nilai, dan keyakinan aparat merupakan lapisan dalam 
kultur institusi/aparat. Di antara lapisan dalam dan lapisan luar, terdapat lapisan 
tengah kultur berupa perilaku hukum/tindakan hukum institusi/aparat. 
Usaha-usaha untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi 
ditinjau dari sudut substansi hukum (legal substance) dalam sejarahnya sudah 
dilakukan sejak Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga Pemerintahan 
Reformasi (sekarang ini). Orde Lama memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 
Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak 
Pidana Korupsi. Pada Orde Baru,  produk hukum Undang-Undang Nomor 24 Prp 
Tahun 1960  digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Era reformasi, Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. 
Dalam kurun waktu yang singkat UU No. 31 Tahun 1999 mengalami 
perubahan dalam beberapa pasalnya, sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini berlaku hingga 
sekarang. Perubahan yang mendasar dari substansi hukum di antaranya, yakni 
perluasan subjek hukum tindak pidana korupsi yang sebelum reformasi (UU 
Nomor 3 Tahun 1971), subjek hukum tindak pidana korupsi disebutkan dengan 
istilah barang siapa dan pegawai negeri dalam UU 31 tahun 1999 yang telah 
diperbaiki menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Sangat 
jelas subjek hukum yang menjadi adresatnya, yaitu selain setiap orang, pegawai 
negeri dengan penggolongannya,324 penyelenggara negara dan penggolongannya, 
yaitu hakim, advokat, jaksa, dan penyidik sebagai adresatnya.325  Perluasan subjek 
hukum dan perbuatan korupsi, seperti tindak pidana suap menyuap untuk 
menjangkau agar pelaku penyelenggara negara (seperti hakim, jaksa, penyidik, 
dan advokat serta panitera pengganti) berharap supaya perbuatannya dapat 
diproses dan diajukan ke pengadilan. 
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Pada masa reformasi usaha pembaruan substansi hukum terus dilakukan 
secara berturut-turut. Mulai dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah mengalami perubahan 
dengan berlakunya UU Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hingga akhirnya diganti 
dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Sebagai upaya untuk 
mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya dibentuk 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi sebagai sebuah bentuk 
kejahatan transnasional, Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Tentang Anti Korupsi tahun 2003 (United Nation Covention Against 
Corruption [UNCAC] 2003). Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Tentang Anti Korupsi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 
Tentang Pengesahan United Nation Covention Against Corruption (UNCAC) 
2003 ‗Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi 
tahun 2003‘. Dengan kata lain, dari sudut komponen substansi hukum (Undang-
Undang)  perhatian negara cukup besar untuk melakukan pembaruan sebagai 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.  
Dinamika dan perubahan substansi hukum tersebut secara khusus diikuti 
oleh institusi penegak hukum di wilayah Hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang. Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, 
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seminar, up grading, dan lain sebagainya. 326  Diharapkan minimal dalam satu 
tahun tiap-tiap institusi penegakan hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan mengirimkan setiap anggotanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. 
Baik yang dilakukan oleh internal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, maupun 
yang diselenggarakan oleh eksternal seperti, BPK , KPK, dan lembaga 
internasional. 
Pada 2013 Polda Lampung mengutus anggotanya mengikuti pelatihan 
penyidik Tipikor polisi dalam upaya meningkatkan kualitas penyidikan terhadap 
kasus korupsi dan pencucian uang. Demikian pun halnya dengan, Kejati Lampung 
yang mengirimkan jaksanya mengikuti pembekalan satuan tugas khusus 
penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan 
Agung.  Pelatihan Hakim Tipikor yang secara rutin telah dilaksanakan oleh 
Mahkamah agung, diikuti oleh Hakim ad hoc dan Hakim Karir  yang berasal dari 
Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tanjungkarang. 
Pelatihan-pelatihan tersebut diperuntukkan supaya aparat penegak hukum 
memiliki pengetahuan yang cukup memadai terhadap substansi hukum UU 
Tipikor. 
Sejalan dengan usaha perbaikan dan penyempurnaan substansi hukum 
(UUPTPK), hal yang tidak kalah pentingnya dilakukan ialah perbaikan, di bidang 
subsistem struktur hukum (legal structure), kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 
Reformasi institusi kepolisian secara nasional ditandai dengan pemisahan Polisi 
dari TNI (ABRI) pada April 1999 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 
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tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan Pemisahan Polisi dan ABRI. 
Selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. 
VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polisi dan TNI, serta TAP MPR No. VII 
Tahun 2000 Tentang Peran Polisi dan TNI.  Kebijakan tersebut mengakhiri status 
Polisi di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru. Polisi menerbitkan UU 
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi. Realisasi terbitnya UU No. 2 tahun 2002 
dengan polisi mengeluarkan sejumlah kebijakan antara lain: (1) meredefinisi jati 
diri Polisi, (2) membangun kemandirian Polisi, (3) membenahi doktrin Tri Barata 
dan Catur Prasetya, (4) mengubah bentuk dari general staff system menjadi 
modified directory staff system dan (5) membenahi lembaga pendidikan. 327 
Ditingkat Polda Lampung sebagai upaya aparat kepolisian untuk tampil humanis 
dan dapat bekerja secara profesional dilakukan melalui banyak cara seperti,  tidak 
mengenakan seragam polisi, melainkan berkemeja putih dan berdasi  sipil (tanpa 
pakaian dinas),  melayani, dan lain sebagainya.   
Reformasi kelembagaan juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang 
diawali dengan diluncurkannya agenda pembaruan kejaksaan yang mencakup: (1) 
pembaharuan organisasi dan tata kerja kejaksaan serta sumber daya manusia; (2) 
pembaharuan manajemen umum; (3) pembaharuan organisasi dan tata kerja 
intelijen; (4) pembaharuan manajemen perkara; dan (5) pembaharuan sistem 
pengawasan kejaksaan.328 Implementasi reformasi struktural, pengejawantahannya 
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secara lokal untuk Provinsi Lampung dilakukan oleh kejaksaan tinggi dan 
kejaksaan negeri, penuntut umum pun dituntut untuk semakin berkualitas dalam 
menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. 
Demikian juga halnya dengan reformasi yang terjadi pada lembaga 
peradilan yang terjadi sejak diterapkannya kebijakan satu atap, kekuasaan 
kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung. Terhitung sejak tahun 2005 s.d. 
2009 Mahkamah Agung (MA) melaksanakan berbagai program dengan capaian 
antara lain: (1) program Reformasi Birokrasi (RB) yang terfokus pada penataan 
organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan 
sistem remunerasi, dan manajemen dukungan teknologi dan informasi; (2) 
pembentukan Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan, 
khususnya untuk mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan 
peradilan; (3) terkikisnya tumpukan perkara dari 20.314 perkara (2004) hingga 
11.479 perkara (2009); (4) upaya meningkatkan kualitas hakim dan aparatur 
peradilan, melalui pembangunan Pusat Pendidikan di Megamendung, Jawa Barat 
dan pembenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar; (5) 
perbaikan sistem rekrutmen calon hakim dan perbaikan seleksi ketua pengadilan; 
(6) mendorong keterbukaan informasi melalui Surat Keputusan Ketua MA RI 
No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; serta 
(7) penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan 
Komisi Yudisial (KY). 329  Di tingkat lokal usaha reformasi birokrasi yang 
                                                                                                                                                                      
makalah disampaikan dalam seminar Hari Bhakti Adhyaksa ke-46 tanggal 11 Juli 2006 di Jakarta, 
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menonjol, yakni transparasi dan akuntabilitas. Penyelesaian perkara yang dari 
proses hingga putusannya dilakukan secara terbuka dan dapat diakses melalui 
website pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi Tanjungkarang. 
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui susbstansi dan 
struktur hukum dalam dinamikanya lebih mendapatkan tempat dan perhatian 
untuk dilakukan perbaikan. Hasil perubahan dan perbaikan tersebut mengandung 
tujuan untuk mengurangi celah-celah terjadinya korupsi dan penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan aparat. Kultur hukum yang memberi ruh dan 
realitas pada gerak dan kenyataan struktur dapat dikatakan tidak mendapatkan 
perhatian khusus. Hal tersebut, disebabkan oleh anggapan bahwa dengan 
memperbaiki substansi dan struktur hukum, maka secara otomatis kultur hukum 
akan tunduk dan mengikuti perubahan substansi dan struktur hukum. Anggapan 
tersebut dapat dipahami sebagai pandangan positivisme hukum, menerima realitas 
substansi dan struktur hukum begitu saja, mengabaikan kenyataan adanya 
perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang sebenarnya 
dikerjakan. Seperti dikatakan Lawrene M. Friedman, ―Scholars spoke, argued, 
and elaborated rules and structures, taking their reality for granted. They tended 
to ignore the difference between what the words on paper told institutions to do 
and whats they did to fact.‖ (para sarjana beranggapan substansi dan struktur 
mereka terima begitu adanya. Mereka cenderung mengabaikan apa yang menjadi 
aturan institusi yang seharusnya dilakukan dengan apa yang sebenarnya 
dilaksanakan). 330  Anggapan positivisme hukum bahwa, substansi dan struktur 
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sebagai komponen formal yang dapat memperbaiki perilaku manusia tampaknya 
sudah tidak berlaku. Sebaliknya, nilai-nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan, dan 
sikap yang menjadi ciri-ciri 331  aparat penegak hukum dalam institusi kecil 
penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim yang dapat memberikan makna 
kepada substansi dan struktur dalam institusi hukum. Terjadi karena esensi kultur 
hukum berpusat pada perkembangan kemajuan manusia.332  
Kultur hukum yang semestinya dimiliki oleh aparat dan pimpinan dalam 
institusi berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran, ilmu hukum pidana, keadilan, 
dan keteladanan atau perilaku luhur (terpuji) dalam melaksanakan tugas 
kewajiban dan kewenangannya. Nilai-nilai, sikap, dan perilaku tersebut yang akan 
membantu aparat atau anggota-anggota institusi dalam memahami dan menganut 
apa yang menjadi tujuan bersama dalam institusi. Oleh sebab itu, kultur hukum 
menyelenggarakan peran vital dan mendasar bagi keberhasilan institusi dalam 
sistem peradilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan 
penegakan hukum yang adil dan pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana suap. 
Hal yang terjadi sebaliknya, apabila anggota dan pimpinan institusi dalam 
menjalankan hukum  melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 
bertentangan dengan tujuan institusi, berpikiran dan berperilaku kotor, tercela 
melakukan tindak pidana suap, maka tujuan penegakan hukum tidak mungkin 
tercapai. Penelitian mengenai kultur hukum aparat penegak hukum (pimpinan dan 
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anggota-anggota: senior/yunior) berkorelasi dengan meluasnya tindak pidana suap 
yang terjadi di lingkungan institusinya. Terdapat keterkaitan antara interaksi 
sosial dalam struktur sosial penegak hukum dengan sikap atau pandangan hidup 
yang menjadi kultur hukum aparat.  
Merujuk pada apa yang dinyatakan oleh Boesono Soedarso bahwa korupsi 
sebagai perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Tampak dari luar sepertinya 
banyak dikutuk orang, namun secara diam-diam  (kita) bertoleransi terhadapnya 
karena memiliki pandangan secara khusus secara sosial kultural. 333 Terdapat 
prinsip keberlanjutan (the principle of continuity) dalam perkembangan kultur, 
yakni pertumbuhan kultur yang baru sebagai pertumbuhan dari kultur yang telah 
ada sebelumnya. 334   Demikian halnya bahwa korupsi telah masuk  ke dalam 
kebiasaan dan cara hidup aparat penegak hukum, yaitu orang-orang seharusnya 
merepresentsikan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dalam menggunakan 
kekuasaannya dalam penyidikan, penuntutan dan mengadili. Kenyataannya dalam 
praktik penegakan hukum, peraturan disalahgunakan, struktur tertentu tidak 
bekerja, sementara  lainnya  bekerja dengan cara-cara yang ganjil dan 
menyimpang dari ketentuan. 335  Sulitnya memberantas korupsi mengukuhkan 
anggapan bahwa korupsi sudah mengkultur dan sistematis. Korupsi bergerak 
vertikal dari level struktural tertinggi ke bawah dan menyebar horizontal ke semua 
wilayah di Indonesia.336    
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3. Nilai-Nilai Utama Kultur Hukum pada Institusi Polda, Kejati,  
dan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
 
Kultur hukum dalam sistem penegakan hukum merupakan faktor yang 
memunyai pengaruh paling luas dan paling dalam baik terhadap perilaku dan 
tindakan hukum aparat penegak hukum di lingkungan institusinya, maupun 
terhadap tersangka/terdakwa yang menjalani proses hukum. Kultur hukum aparat 
sebagai kultur institusi atau kelompok, semestinya menjadi nilai dan kebiasaan 
yang baik yang diterima sebagai standar perilaku kerja dalam rangka pencapaian 
sasaran dan hasil yang telah direncanakan terlebih dahulu. 337  Hal tersebut 
dilakukan tanpa mengesampingkan fungsi komponen substansi dan komponen 
struktural. Dengan kata lain, kultur hukum  merupakan unsur penting dalam 
institusi yang hakikatnya mengarah kepada perilaku atau tindakan hukum aparat 
yang dianggap tepat, memotivasi setiap anggotanya, rekan sejawat (peer group) di 
dalam usaha menegakkan hukum yang adil. 
Dengan demikian, setiap individu atau anggota yang terlibat di dalamnya 
akan bersama-sama berusaha menciptakan kondisi penegakan hukum yang ideal 
agar tercipta suasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang 
diharapkan. Kultur hukum akan memberikan pengaruh terhadap cara berpikir 
sikap dan perilaku anggota dalam institusi serta masyarakat (tersangka/terdakwa). 
Untuk itu, pemahaman terhadap kultur hukum aparat dalam penegakan hukum 
menjadi penting dan relevan karena adanya keragaman kultur. Baik yang yang 
dibawa oleh aparat,  maupun yang dibawa tersangka/terdakwa (koruptor) ke 
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dalam institusi. Kultur yang dibawa tersangka/terdakwa (koruptor) bukanlah 
kultur hukum yang baik, melainkan kultur hukum yang buruk, seperti kultur 
ekonomi hakim, mafia peradilan, kultur tindak pidana suap dan lain sebagainya.  
Kultur hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang terdapat dalam 
institusi. Biasanya nilai-nilai itu sangat ditentukan oleh aktor-aktor utama 
(pemimpin dan atau kelompok sejawat/senior) dalam kelompok atau institusi 
tertentu. Kultur hukum ini di bangun melalui pemikiran, perkataan, serta tindakan 
hukum sehari-hari yang dihayati dan dipahami sebagai kebiasaan yang diyakini.  
 Melalui proses pembelajaran dan pemaknaan yang bersifat gradual 
lewat subjektivitas orang lain dalam institusi kultur hukum terbentuk perspektif 
konstruktivisme. Chaterine T. Fosnot dalam Nyayu Khodijah mengemukakan 
bahwa pengetahuan terbentuk dari dalam struktur kognisi si pembelajar, bukan 
terpisah di luar diri si pembelajar. Pengetahuan selalu mengalami perubahan 
sejalan dengan proses asimilasi dan akomodasi.338   
Oleh sebab itu, kultur hukum hidup dan berkembang dari dan melalui 
tindakan-tindakan pemimpin atau para senior dalam institusi, sehingga terjadi 
pertukaran terus menerus serta saling berekspresi tahapan demi tahapan. 
Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan mencerminkan nilai-nilai yang 
dianutnya yang dianggap penting sebagai kenyataan hidup sehari-hari secara 
keseluruhan.339  
Kultur hukum dalam perspektif sistem penegakan hukum nasional, 
semestinya dimiliki oleh aparat penegak hukum. Baik secara simbolik sebagai 
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identitas masing-masing penegak hukum, maupun sebagai nilai-nilai yang 
menjadi asumsi dasar kerangka berpikir hukum. Mengemban ilmu hukum pidana 
teoritikal, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan disiplin ilmu hukum pidana 
(pemahaman dan penguasaan secara intelektual dengan metode  yang logis, 
sistematis, rasional dan kritikal). Termasuk mengemban ilmu hukum pidana 
praktikal dalam menegakan hukum terhadap kasus-kasus konkret yang dibingkai 
oleh rambu-rambu sistem hukum nasional. 
Aparat yang mengemban ilmu hukum pidana secara teoritikal dan 
praktikal dalam pandangan konstruktivisme baik sebagai pemimpin, senior, atau 
mentor  penting peranannya, terutama dalam memberikan kesempatan kepada 
aparat (anggota) dan teman sejawat menggunakan kognitifnya. Fungsinya untuk 
merekonstruksi konsep yang akurat tentang pengetahuannya  tersebut. 
Upaya memahami nilai-nilai utama kultur hukum aparat baik yang 
dikembangkan oleh institusi maupun kelompok dalam lingkungan institusi 
penegak hukum akan berbeda. Setiap institusi memiliki perbedaan, misalnya 
antara kultur hukum penyidik polisi dengan kultur hukum jaksa penuntut umum 
dan kultur hukum hakim. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari fungsi dan 
kewenangannya.  
Menurut seorang responden yang bernama Rosef  Effendi Panit (Tipikor 
Lampung),  gambaran nilai-nilai institusi yang berkenaan dengan kultur 
organisasi hakikatnya terletak pada visi dan misi yang ingin dicapai Polda 
Lampung. Visi dan misi tersebut, yakni polisi di Lampung sebagai sosok 
penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang jujur, 
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benar, adil, transparan, dan akuntabel guna memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat yang mantap didukung sinergitas polisional dalam rangka mendukung 
kehidupan yang demokratis tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dalam pembangunan di Propinsi Lampung. 
Berdasarkan nilai-nilai yang dinyatakan di dalam visi (Polda Lampung), 
peneliti dan responden berusaha menemukan nilai-nilai utama berkaitan dengan 
penegakan hukum  tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terungkap apa yang 
menjadi misi utama penegakan hukum tindak pidana korupsi seperti dikemukakan 
sebagai berikut, ―Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus yang 
terjadi, yakni kejahatan yang merugikan kekayaan negara‖. Dengan demikian, 
kaitan antara misi dan kultur hukum setelah diselaraskan dengan tugas dan 
wewenang penyidik polisi serta misi (Kapolda Lampung), maka nilai utama kultur 
penegakan hukum yang ingin dikembangkan dalam meningkatkan pengungkapan 
dan penuntasan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi adalah penegakan nilai-
nilai seperti penegakan hukum yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel serta 
profesional. Nilai-nilai tersebut melandasi tindakan bagi aparat penyidik untuk 
mengungkap kasus tindak pidana korupsi.   
 Demikian pula hasil wawancara dengan Heru Wijatmiko, Jaksa Penuntut 
Umum Tindak Pidana Korupsi pada Kejati Lampung.  Dalam wawancara 
tersebut, peneliti berusaha menemukan nilai-nilai utama dari kultur hukum yang 
ingin dibangun dan dikembangkan melalui pandangan beliau terhadap penegakan 
hukum tindak pidana korupsi yang menjadi visi misi dirinya maupun institusi. 
Berdasarkan pengalamannya secara personal sejak menjabat sebagai  Kacabjari 
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Talang Padang Kabupaten Tanggamus, visi yang dicanangkan dalam ide dan 
pikirannya tidaklah harus muluk-muluk. Visi tersebut harus lebih realistis dan 
kontekstual  dalam mencapai tujuan penegakan hukum, relevan dan mendukung 
visi dan misi kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung. Dengan demikian visi dan 
misi yang dimiliknya  (Heru Wijatmiko) seperti apa yang dituturkannya, bahwa 
―Aparatur yang profesional memiliki integritas moral dalam penegakan dan 
pelayanan hukum‖. Visi dan misi tersebut dilakukan dalam rangka mengubah pola 
pikir, kultur kerja, dan perilaku yang benar di lingkungan kejaksaan. Istilah 
profesional menurutnya dapat dicontohkan seperti, penyelesaian penanganan 
perkara korupsi yang dapat dikerjakan dan diselesaikan tepat dan cepat dan 
terselesaikannya tunggakan perkara. Akan tetapi, yang dimaksud dengan 
integritas moral adalah moral yang bersih, kejujuran, dan kebenaran. 
Menurut Baharuddin Naim, Hakim ad hoc Tipikor, nilai-nilai kultural 
yang ingin dibangun di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang sama halnya seperti 
yang tertuang di dalam visinya yang berbunyi mewujudkan supremasi hukum 
melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif, efisien, serta mendapatkan 
kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang 
berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu 
menjawab panggilan pelayanan publik. Berdasarkan beberapa konsep tersebut, 
peneliti memiliki pertanyaan berkaitan dengan beberapa konsep nilai yang telah 
disebutkan. Pertanyaan pertama apakah yang dimaksud dengan supremasi hukum, 
seperti dikatakan bahwa upaya menempatkan hukum pada posisi tertinggi, tidak 
dalam pengaruh dari pihak mana pun, termasuk oleh penyelenggara negara. 
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Walaupun demikian, kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien 
serta mendapatkan kepercaan publik adalah penyelenggaran peradilan yang 
dilaksanakan secara profesional. Selanjutnya mampu menjawab panggilan 
pelayanan publik dan memperbaiki akses peradilan di masyarakat dan kualitas 
input internal peradilan tansparan dan bertanggungjawab. 
Berdasarkan orientasi terhadap tujuan institusi yang menjadi visinya, 
paparan (tersebut) dapat dikemukakan berdasarkan masing-masing nilai-nilai 
kultur hukum institusi seperti dijabarkan dalam tabel 7 berikut. 
Tabel 7 : Nilai Utama Kultur Hukum  
No. Aparat/Institusi Nilai-Nilai Utama  
Kultur Hukum 
Penanganan 
Tindak Pidana 
Korupsi 
1 Penyidik polisi Penolong, Jujur, benar, adil, 
transparan, dan akuntabel 
―Meningkatkan 
pengungkapan 
dan penuntasan 
kasus yang 
terjadi, yakni 
kejahatan yang 
merugikan 
kekayaan 
negara‖ 
2 Jaksa Penuntut Umum Profesional dan integritas 
moral (bersih, jujur, benar, 
dan adil) 
3 Hakim Mengutamakan hukum, 
independen, profesional, 
transparans, dan obyektif. 
 
Menurut pandangan responden, nilai-nilai kultur hukum (berdasarkan 
tabel 7) merupakan hal penting sebagai pemandu (standar) yang dipercaya dapat 
menyatukan kebersamaan dalam mencapai tujuan institusi, khususnya dalam 
upaya melaksanakan penegakan hukum yang adil. Nilai-nilai tersebut tidak perlu 
disangsikan bagaimana pentingnya bagi kemajuan institusi atau aparat. Persoalan 
yang muncul, apakah nilai-nilai utama yang dinyatakan tersebut dijabarkan dalam 
tindakan hukum oleh para aparat (pimpinan, senior, teman sejawat, dan anggota) 
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atau sebaliknya. Menurut ICW, ―Diduga adanya kolaborasi antara jaksa penuntut 
umum, pengacara dan hakim untuk membebaskan terdakwa‖. Dalam eksaminasi 
publik terhadap jaksa penuntut umum dan hakim yang menangani perkara tindak 
pidana korupsi mantan Bupati Lampung Timur, Satono.  Jaksa penuntut umum 
(diduga) menggunakan ketentuan yang tidak berlaku untuk mendakwa tersangka. 
Hakim sengaja menggunakan dasar pertimbangan secara improper (tidak 
proporsional) menggunakan pertimbangan ahli dengan menghadirkan penasihat 
hukum yang tidak memiliki relevansi yang kuat berkaitan dengan materi kasus 
yang sedang ditangani. 
Istilah kolaborasi antara jaksa penuntut umum, pengacara, dan hakim 
untuk membebaskan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki 
makna adanya kekuatan judicial corruption tindak pidana suap. Hal tersebut, 
dibentuk dalam pola-pola yang sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur 
yang bermotifkan kepentingan ekonomis bagi aparat penegak hukum, pihak lain, 
ataupun pimpinan aparat penegak hukum.  
Barda Nawawi Arief mendatangkan saksi ahli hukum pidana dalam 
perkara tindak pidana korupsi tersebut dan disinyalir menandakan adanya bentuk 
kultur/pendekatan pragmatis, jalan pintas menerabas dalam memahami hukum. 
Termasuk memberi kesan  menurunnya kualitas ilmu hukum pidana di kalangan 
aparat penegak hukum karena yang dipertanyakan masalah hukum yang 
seharusnya ketahui dan dipahminya.340 
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Keberhasilan kultur hukum dalam menggerakkan aktivitas penegakan 
hukum yang adil, sangat bergantung pada aparat penegak hukum dalam 
mengemban ilmu hukum pidana sebagai kontrol intelektual dan mengemban 
moral religius sebagai kontrol diri. Dalam upaya memperbaiki dan mengarahkan 
aparat untuk melaksanakan nilai-nilai utama kultur hukum tidak cukup hanya 
dengan mengucapkan atau menempelkan pernyataan visi dan misi depan pintu 
atau di dinding kantor. Selain hal tersebut, berlangsungnya proses-proses asimilasi 
dan akomodasi, yakni berjalannya proses-proses mental ketika seseorang 
mendapatkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya 
dan berlanjut ketika seseorang tersebut menyesuaikan diri terhadap pengetahuan 
baru tersebut.341 Aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi 
tidak lepas dari makna pembelajaran yang berlangsung dari setiap penanganan 
kasus tindak pidana korupsi. Pembelajaran atau pengetahuan yang didapat aparat 
berperan untuk mengkonstruksi dunia kognitifnya ke dalam tindakan hukum yang 
akan dilakukan.  
Dalam perspektif konstruktivisme Neo Piagetian seorang penyidik polisi, 
jaksa penuntut umum, hakim merupakan manusia dewasa yang dianggap 
memahami bahwa pengetahuan dibangun342 untuk menjalankan berbagai praktik 
penegakan hukum yang adil. Aparat penegak hukum membutuhkan proses (waktu 
dan tahapan) secara konsisten untuk  menginternalisasi semua nilai-nilai utama 
yang menjadi visi, misi, dan tujuan aparat penegak hukum yang ditanamkan 
menjadi perilaku dan sikap hidup dalam aktivitas sehari-hari.  Praktik 
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pembelajaran seperti itu hanya dapat dilakukan oleh manusia, khususnya oleh 
aparat penegak hukum. Kognisinya menemukan cara terbaik untuk mendidik diri 
sendiri dan kelompok di lingkungan institusinya untuk melahirkan generasi baru 
yang lebih baik. 
Dalam konteks sistem peradilan tindak pidana korupsi, aparat penegak 
hukum dengan kognisi ilmu hukum pidana dan moral terus meningkatkan kualitas 
dirinya secara dinamis dan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mewujudkan 
penegakan hukum yang adil yang akan dapat mengalirkan kultur hukum ke dalam 
struktur dan subtansi hukum.   
Memahami penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana suap 
dalam penegakan hukum dari aspek kultur hukum amat penting. Hal tersebut akan 
memperbaiki kognisi aparat, sehingga rekonstruksi pengetahuan dapat dilakukan, 
merevisi cara berpikir aparat dalam menegakkan hukum dengan konsep yang 
merujuk pada rambu-rambu sistem hukum nasional. Tahapan selanjutnya dapat 
merumuskan strategi perbaikan penegakan hukum yang dapat mencegah tindak 
pidana suap supaya tidak semakin meluas dan menjadi bagian dari pembiasaan 
aparat penegak hukum.  
Menyusun konsep yang khas dalam kultur hukum aparat penegak hukum, 
yakni kultur hukum yang dapat memberi arah bagi setiap aparat, khususnya 
penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam mencapai tujuan 
penegakan hukum dengan kultur hukum yang mencegah tindak pidana suap. 
Kultur hukum aparat atau kultur hukum internal istilah yang dipakai 
Lawrence M.Friedman, digunakan untuk memberikan pemahaman baru bahwa 
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pendekatan substansi dan pendekatan struktur terhadap sistem peradilan pidana 
tidak bisa menjelaskan fenomena paradoks penegakan hukum tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana suap yang terjadi dalam penegakan hukum. Selama ini 
institusi penegak hukum hanya dipandang sebagai alat rasional untuk 
mengendalikan dan mengordinasikan kelompok orang dalam mencapai tujuan 
penegakan hukum. 
Penelitian ini, menunjukkan bahwa aparat dengan kognisinya dapat 
mengembangkan diri dan kehidupan institusinya menjadi lebih maju dan lebih 
baik. Aparat penegak hukum ikut merancang dan menciptakan sistem peradilan 
tindak pidana korupsi yang sesuai dengan rambu-rambu sistem hukum nasional. 
C. Kultur dan Subkultur dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 
dalam Wilayah  Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
 
1. Kultur Hukum 
Kultur hukum sebagaimana uraian dalam kerangka teori (bab II) pada 
dasarnya merujuk pada fenomena kelompok. Sebagian digunakan bersama oleh 
orang-orang yang tinggal dalam lingkungan sosial yang sama tempat kultur 
tersebut dipelajari. 343  Kultur hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi 
berhubungan dengan proses belajar interaktif dari individu-individu (penyidik 
polisi, jaksa penuntut umum, hakim), kelompok (teman sejawat/peer group) 
dalam institusinya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) terkait dengan misi 
―meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus tindak pidana korupsi yang 
terjadi di Lampung, yakni kejahatan yang merugikan kekayaan negara‖ .  
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Kultur hukum sebagai kultur  institusi atau kultur aparat merupakan kultur 
dominan yang merepresentasikan sebuah persepsi yang sama dari para anggota 
institusi. Dengan kata lain, individu-individu yang memiliki latar belakang yang 
berbeda atau berada di tingkatan yang tidak sama dalam institusi akan memahami 
kultur institusi dengan pengertian yang serupa 344 . Terkait dengan tujuan 
penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana misinya.  
Seperti halnya institusi peradilan pidana di wilayah Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang, secara normatif Polda Lampung pun memunyai kultur hukum 
yang dinyatakan, ―Polisi (sebagai) penegak hukum yang jujur, benar, adil, 
transparan, dan akuntabel guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
yang mantap‖.  Kejati Lampung, ―Aparatur yang profesional, memiliki integritas 
moral dalam penegakan dan pelayanan hukum‖. Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang, ―Hakim yang mengedepankan supremasi hukum melalui 
kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif, efisien, serta profesional 
dan  memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya 
rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik‖. 
Kultur hukum digunakan untuk memahami dan menjelaskan usaha-usaha 
aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut umum, hakim) dalam 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri dan kelompok serta institusinya. 
Secara intelektual (kognitif),  kultur hukum dalam konteks penegakan hukum 
mengandung pengembanan filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum yang 
secara teoritikal dan praktikal ditransmisikan dalam aktivitas penegakan hukum 
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tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam arti mendalam konteks 
pengembanan hukum dan penegakan hukum mengandung makna diskresi. 
Artinya, pengambilan suatu keputusan dan pengambilan tindakan pada dasarnya 
merupakan ujung dari suatu rangkaian proses yang panjang, meskipun 
kenyataannya bisa berlangsung dalam waktu sekejap. Diskresi berpijak pada 
intelektualitas atau keilmuan yang memadai, melibatkan pertimbangan atau 
penilaian dari berbagai sudut pandang secara adil hingga sampai pada pilihan 
yang berkenaan dengan pengambilan keputusan/tindakan. Dalam penegakan 
hukum, keseluruhan proses ini dapat dipahami sebagai rangkaian dalam upaya (1) 
menelaah kasus yang dihadapi, (2) membaca ketentuan (hukum) yang ada, (3) 
menafsirkan lebih lanjut ketentuan dimaksud, (4) memilah ketentuan yang ada 
sesuai kebutuhan, (5) memilih atau menetapkan pilihan, (6)  mebuat keputusan 
dan, (7) mengambil langkah tindakan hukum.345    
Pengembanan moral merupakan hal yang sentral dalam penegakan hukum 
pidana, selain pengembanan hukum dengan diskresi. Moral menempati area 
paling sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang jujur, adil, dan tidak 
memihak. Moral bersentuhan langsung dengan esensi utama dari nilai-nilai dan 
makna kehidupan manusia yang baik. Moral dalam konteks rambu-rambu sistem 
hukum nasional memunyai makna mengemban tugas kewajiban luhur sebagai 
manusia Indonesia yang memunyai latar belakang sosiokulutral. Masyarakat 
Indonesia memunyai tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan 
terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan penegakan hukum 
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yang adil dan tidak memihak. Hal tersebut, tidak cukup hanya dengan 
mendasarkan pada tuntunan undang-undang, namun berdasarkan tuntunan Tuhan 
sebagai prasyarat utama dalam menegakkan hukum. Dengan mentransmisikan 
ilmu hukum pidana dan moral secara integral, maka pemikiran dan tindakan 
hukum akan mengacu pada prinsip-prinsip persamaan, objektivitas, tidak pilih 
kasih dan prinsip tidak berpihak.346 Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan rambu-
rambu  nasional, sistem hukum nasional atau sistem hukum Pancasila, yakni 
sistem hukum nasional yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai 
keseimbangan Pancasila: (a)  berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan (bermoral 
religius); (b)  berorientasi pada nilai-nilai Kemanusiaan (humanistik); dan (c) 
berorientasi pada nilai-nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, 
berkeadilan sosial). 347 
 Kultur hukum aparat atau kultur hukum institusi pada akhirnya menjadi 
kultur hukum dominan atau macro legal culture (kultur hukum besar) yang 
mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki oleh mayoritas anggota institusi dan 
anggota masyarakat. Kenyataannya kultur  hukum dominan atau kultur hukum 
institusi belum menjadi kultur bersama yang dimiliki seluruh anggota institusi,  
sehingga muncul  subkultur-subkultur dalam kultur hukum tesebut.  
Subkultur-subkultur ini muncul untuk merefleksikan masalah, situasi, atau 
pengalaman sama yang dihadapi oleh para anggota. 348  Kesamaan-kesamaan 
tersebut, seperti pola pikir,  kebiasaan, pengalaman, dan lain sebagainya. 
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Esensinya subkultur-subkultur ini dapat memperkuat kultur dominan, tetapi 
sebaliknya dapat melemahkan kultur dominan dengan penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan. Subkultur yang melemahkan ini disebabkan 
ketidakjelasan kultur hukum institusi yang ada. 
Seperti halnya yang terjadi pada kultur hukum Polda Lampung, Kejati 
Lampung, dan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Pemahaman aparat tentang 
kultur hukum belum merepresentasikan nilai-nilai utama kultur hukum yang 
semestinya menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya, khususnya sebagai penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan 
hakim.  
 Aparat penegak hukum sepertinya tidak familiar dan tidak begitu 
menjiwai nilai-nilai utama kultur hukum yang dicanangkan. Realitas ini 
berhubungan dengan latar belakang sejarah penegakan hukum di Indonesia, kultur 
hukum dianggap sebagai bagian dari komponen sistem penegakan hukum. 
Komponen tersebut hampir tidak pernah tersentuh oleh usaha-usaha rasional 
negara, meskipun ditinjau dari sudut politik kriminal makro dan global, upaya-
upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya 
politik kriminal. Salah satu jalur nonpenal dalam upaya mengatasi permasalahan 
tersebut melalui jalur kebijakan sosial (social policy).349 Dipahami sebagai usaha-
usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat 
nilai-nilai kultural dan moral aparat penegak hukum dalam pengembanan ilmu 
hukum pidana secara teoritikal dan praktikal.  
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Selama pemerintahan Orde Baru dalam kurun 25 tahun/lebih, kehidupan 
institusi-institusi negara mulai dari pusat hingga ke daerah terpola dalam struktur 
dan kultur birokrasi yang sentralistis. Pola kebergantungan bawahan kepada 
atasan sangat berlebihan, bahkan cenderung untuk mencari muka di hadapan 
atasan. Hal tersebut sangat menggejala dalam birokrasi pemerintah.  
Menurut Agus Dwiyono birokrasi pemerintahan  merupakan persoalan 
yang semakin kompleks dengan adanya praktik korupsi yang meluas, struktur 
yang rigid, kompleks, dan terfragmentasi kultur kekuasaan yang berlebihan, 
politisasi birokrasi yang tinggi, kualitas aparatur yang buruk serta kualitas 
pelayanan yang buruk. 350 
Kehidupan desentralisasi yang dimulai pada 1998, hingga saat ini telah 
menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam 
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Masyarakat sudah mulai 
kehilangan kepercayaan bahwa pemerintah memiliki keberanian untuk 
membenahi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan secara total. Aparat penegak 
hukum sebagai simbol hukum dan keadilan baru saja terbebas dari kekuasaan 
pemerintahan yang otoriter. Meskipun demikian, pihak aparat belum dapat 
meninggalkan sepenuhnya warisan yang diterimanya selama ini. Aparat penegak 
hukum yang kursif (coercive), koruptif, dan memperlakukan hukum serta aturan 
yang berlaku sewenang-wenang, hingga formalisme hukum.  
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Endapan jangka panjang kehidupan berhukum seperti itu, merujuk pada 
aktivitas perkembangan penegakan hukum Philip Nonetz dan Phillip Selznick dari 
model hukum represif ke otonom dalam rangka menuju hukum responsif yang 
mengalami transisi.351  Pada kenyataannya terus melahirkan subkultur-subkultur 
yang mewarisi model hukum represif dan otonom, subkultur koruptif. Hasilnya 
suasana kehidupan masyarakat dan hukum yang berada dalam masa reformasi 
seperti itu dan (semestinya) hukum menampilkan karakaternya yang responsif 
melalui nilai-nilai utama kultur hukum yang dicanangkan. Akan tetapi, hal yang 
terjadi bahwa aparat birokrat dan  aparat penegak hukum tidak sepenuhnya bisa 
mengerti.  
Ditinjau dari aspek kognitif, transisi yang berlangsung lama dalam 
kehidupan hukum yang represif telah mengakibatkan aktivitas aparat penegak 
hukum lepas  kontrol intelektual atau kritik diri. Penegakan hukum tindak pidana 
korupsi cenderung tidak rasional dan tidak terkendali yang semula di bawah 
kekuasaan politik, namun sekarang  berada pada kekuasaan dan kepentingan 
materi/kebendaan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mencari keuntungan diri 
sendiri dengan cara penyalahgunaan wewenang  melalui  judicial corruption, 
tindak pidana suap, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, aparat penegak 
hukum tidak mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan 
yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang lama. Sehingga, putusan yang 
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diambil berupa tindakan hukum yang hanya berdasarkan pemikiran yang 
menyesatkan.352 
Sebuah kewajaran bilamana upaya-upaya untuk mereformasi birokrasi 
institusi penegak hukum terkendala oleh cara berpikir aparat penegak hukum. 
Pola pikir aparat tidak sejalan dengan visi dan misi institusi, sehingga terjadi 
kontradiksi antara konsep dan kenyataan. Cara berpikir aparat penegak hukum 
masih dalam kerangka berpikir lama, mengedepankan kekuasaan, kemudian 
mengabaikan ilmu hukum pidana dan moral sebagai kontrol intelektual dan 
kontrol diri.  
Upaya memperbaiki dan membangun kembali kultur institusi sangat 
dibutuhkan aparat penegak hukum yang mempunyai kognisi intelektual dan 
moral. Sehingga, dapat membuat subkultur-subkultur yang menghambat dan 
melemahkan kultur hukum dapat dielaborasi dengan mengasimilasi dan 
mengakomodasi pengetahuan yang lebih baik dan lebih baru. 
Subkultur-subkultur dimaksud adalah subkultur prosedural dan subkultur 
suap. Temuan mengenai kedua subkultur ini dapat diuraikan sebagai berikut. 
2. Subkultur Prosedural 
Berawal dari pemahaman aparat dalam mendeskripsikan kultur hukum 
dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sehingga, temuan-temuan yang 
diperoleh dari responden umumnya merujuk pada ketentuan hukum pidana 
material dan formal yang digunakan dalam melaksanakan penegakan hukum. 
Penggunaan istilah-istilah sesuai aturan dengan hukum, UU, peraturan perundang-
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undangan seperti  KUHP, KUHAP, UUTPK. Bahkan prosedur formal yang 
ditetapkan oleh institusi masing-masing, seperti Peraturan Kepala Kepolisian, 
Keputusan Jaksa Agung, Buku Pedoman administrasi peradilan Mahkamah 
Agung.  
Pemahaman tersebut tidak salah karena secara normatif  proses  
penegakan hukum di setiap tahapan dan tingkatan ditata dan diatur oleh ketentuan 
perundang-undangan (sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertama  tulisan 
ini). Meskipun demikian, upaya memahami secara mendalam deskripsi responden 
tentang kultur hukum lebih tepat apabila persepsi aparat tentang penegakan 
hukum disebut mewarisi bentuk penegakan hukum formal prosedural. Dalam 
ranah ilmu hukum pidana membawa konsekuensi tidak memungkinkan untuk 
menerapkan diskresi baik dalam menjelaskan kasus hukum yang tengah dihadapi, 
maupun dalam membaca sekaligus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.353 
Bentuk penegakan hukum prosedural sebagaimana dipersepsikan 
responden, khususnya penyidik polisi ditandai oleh adanya pengaduan atau 
laporan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat. Misalnya 
mengenai  kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh 
pemerintah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan, 
pengaduan, serta tuntutan masyarakat harus diterjemahkan dan disesuaikan ke 
dalam format dan prosedur hukum yang sesuai peraturan perundang-undang. 354 
Minimal disertai adanya bukti permulaan yang secara formal menunjang untuk 
dapat dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Demikian pun, 
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dalam tahapan penuntutan, dihahului dengan aktivitas prapenuntutan, jaksa 
menyusun surat dakwaan untuk mengajukan terdakwa ke persidangan untuk 
dilakukan penuntutan. Hakim dalam persidangan memeriksa semua bukti-bukti 
yang diajukan jaksa dan mendengarkan keterangan terdakwa, selanjutnya 
mempertimbangkan tuntutan jaksa dengan mengadili. 
Penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim dengan tugas dan 
kewenangannya yang sudah tersepesialisasi itu melaksanakan secara mekanistik, 
formal, logis, dan prosedural dalam memeriksa perkara tindak pidana. Melalui 
pemeriksaan yang pasti, mencocokkan atau  melakukan verifikasi antara 
ketentuan hukum yang menjadi tahapan-tahapan prosedur hukum dengan kasus-
kasus konkrit dengan mempertimbangkan atau tidak faktor-faktor nonlegal, 
seperti aspek sosial ataupun aspek moral.  
Temuan peneliti ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai utama kultur 
hukum yang dikehendaki institusi. Artinya, pemahaman tentang kejujuran, 
keadilan, kebenaran, dan ketidakberpihakan dan lain sebagainya memiliki makna 
hukum prosedural 355  bukan substantif. Output hukum prosedural atau formal 
melahirkan keadilan prosedural, yakni dalam kasus konkrit penerapannya telah 
sesuai dengan kepastian undang-undang. Secara empirik gambaran kebenaran dan 
keadilan terpenuhi. 
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 Hukum prosedural, lahir sebagai konstruksi rule of law dengan hukum liberalnya. 
Konstruksi hukum prosedural termasuk pengadaan doktrin, asas dan lain sebagainya lebih 
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Aparat dengan model perilaku hukum prosedural tidak semuanya bertolak 
belakang dengan nilai-nilai utama kultur hukum institusi. Akan tetapi, secara 
tidak langsung  menampilkan adanya perbedaan yang merefleksikan masalah, 
situasi, dan pengalaman yang dihadapi.  Sebagai upaya mendapatkan pemahaman 
yang komprehenship mengenai subkultur ini, maka analisis temuan peneliti 
memberi petunjuk untuk mengungkap lebih dalam mengapa proses tersebut 
berlangsung dan terjadi dalam penanganan tindak pidana korupsi.  
Merujuk pada pemikiran Norman K. Denzin yang mengembangkan 
metode yang  melampui metode teori interaksionisme simbolik sebagai 
interaksionis interpretif, yakni kajian kultur yang mengarahkan kepada 
pemahaman kritis mengenai ―cara para individu yang sedang berinteraksi 
menghubungkan pengalaman-pengalaman hidup mereka dengan berbagai 
representasi kultur pengalaman-pengalaman tersebut.‖356  
Philip Smith menyebutkan beberapa hal yang dapat digunakan sebagai 
patokannya, di antaranya a) relasi face to face atau perjumpaan dalam kehidupan 
sosial sehari-hari, b) pelaku yang kreatif, intelek, dan berwawasan luas, c) 
keteraturan sosial muncul sebagai buah kemampuan  pelaku-pelaku yang dapat 
yang dapat mengelola setiap hubungan, sehingga membuat semua itu dapat 
diprediksi berhasil dan dapat dipahami, 4) untuk memahami cara kerja masyarakat 
dibutuhkan metodologi  yang bisa menangkap definisi tentang situasi.357  
Implikasi metode legal hermeneutik dengan pendekatan penafsiran 
(interpretation) dan refleksi (reflection) dan teori perkembangan kognisi 
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(cognitive development) Jean Piaget 358 yang telah mengalami pembaruan (revisi), 
yakni merujuk pada pemikiran Neo Piagetian.  Perkembangan kognitif tidak lagi 
mengacu kepada tahapan-tahapan besar, seperti apa yang digambarkan Piaget oleh 
pakar-pakar perkembangan kognitif Neo Piagetian. Di antaranya R.Case yang 
menganggap tidak cocok lagi menggunakan tahapan perkembangan kognitif 
karena perkembangan kognitif dalam beberapa hal lebih spesifik dan lebih 
memperhatikan peran,  strategi, ketrampilan, kecerdasan, dan pentingnya 
kemampuan memecahkan masalah kognitif menjadi langkah-langkah yang lebih 
kecil dan tepat.359 
Teori perkembangan kognisi menekankan pada hal yang berkaitan dengan 
pengetahuan dan proses berpikir manusia yang melibatkan proses-proses yang 
secara mental  tidak terlihat. Dengan kata lain, teori kognisi lebih memperhatikan 
cara manusia menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan pemikiran 
atau gagasan. 
Kognitif ialah semua proses mental yang berkaitan dengan cara 
memperoleh dan menghasilkan pengetahuan; menggunakan dan menjalankan 
proses-proses mental. Informasi yang diterima disesuaikan,  dibandingkan, dan 
diklasifikasikan dengan informasi yang ada dalam ingatan jangka pendek dan  
jangka panjang. Informasi baru yang lebih bermakna dan relevan selanjutnya 
diintegrasikan dengan informasi yang sudah ada. Kata kognisi atau kognitif 
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memunyai arti berpikir. Kognitif terkait dengan pemikiran, pengetahuan, 
interpretasi, pemahaman, dan gagasan individu. Proses kognitif juga berkaitan 
dengan persepsi, ingatan serta informasi yang diproses dan seterusnya digunakan 
oleh individu untuk mendapatkan informasi, merancang dan memecahkan 
masalah.360 
Metode interaksionis interpretif sebagai cara untuk memahami 
perilaku/tindakan hukum tampaknya melengkapi metode legal hermeneutik dalam 
upaya untuk mendapatkan pemaknaan setidaknya dari pengertian atau 
pemahaman tentang: (1) pelaku perbuatannya itu sendiri, (2) interaksinya dengan 
orang lain, dan (3) pola kulturnya, 361sehingga dapat menjelaskan sebab-sebab 
yang mendasari terutama pemaknaan  aparat terhadap penegakan hukum pidana  
yang dipahaminya secara legalistik sebagaimana tradisi hukum tertulis Eropa 
Kontinental.362  
Pola berpikir yuridis prosedural dapat diidentifikasi sebagai elemen-
elemen tindakan hukum aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya oleh 
penyidik polisi, jaksa penuntut, hakim dalam proses penegakan hukum. Tindakan 
hukum sebagai bagian aktivitas untuk menerapkan hukum hanya berpedoman 
pada aturan kepastian undang-undang. Penerapan hukum seperti itu, tidak 
membutuhkan proses berpikir dengan pertimbangan hukum yang mendalam. 
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Cukup hanya menggunakan aturan hukum positif yang sesuai untuk memperisai 
tindakan hukum, maka akan tampak sesuai hukum. Sementara itu, tidak ada yang 
salah karena telah sesuai prosedur, meskipun secara substantif tidak terdapat 
keadilan dari sudut moral dan sosial. 
Berpijak pada paradigma konstruktivisme yang menjadi dasar keyakinan 
peneliti dalam memahami worldview penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
Asumsinya  ontologis realitas dalam bentuknya sebagai konstruksi mental, 
sehingga subkultur prosedural sebagai realitas (konstruksi mental). Hal tersebut 
bukanlah pengetahuan nyata yang diterima begitu saja sebagai pengetahuan, 
melainkan sebagai proses kegiatan kognitif, mengingat, menganalisis, memahami, 
menilai, menalar, membayangkan, berbahasa, dan mengonstruksi. Oleh karena 
itu, memahami lebih lanjut kognisi aparat terhadap tindakan hukum dalam 
penanganan tindak pidana korupsi dengan pengetahuan yang terkoneksi antara 
peneliti dan responden secara timbal balik. Hal tersebut diharapkan akan 
memudahkan peneliti melakukan analisis terhadap temuan, seperti bentuk dan 
sifat subkultur prosedural pada institusi. Institusi tersebut seperti,  kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan yang dikembangkan oleh aparat penyidik polisi, jaksa 
penuntut umum dan hakim. Sehingga tampak perbedaan-perbedaannya  sebagai 
berikut. 
a. Asas Legalitas dan Ketaatan Prosedural Penyidik Polisi 
Hasil temuan berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai 
subkultur  prosedural yang berkembang di lingkungan penyidik polisi. 
Membuktikan bahwa prosedural yang berkembang di lingkungan penyidik polisi 
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tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah penerimaan asas legalitas yang dianut 
secara absolut dalam praktik peradilan pidana. Walaupun demikian, dalam 
perkembangan hukum pidana penerimaan secara absolut sudah lama ditinggalkan 
dan  sering dilanggar dalam rangka tuntutan keadilan.363  
Penjelasan mengenai konteks kesejarahan dipahami dari pemaknaan aparat 
Penyidik Polisi terhadap hal-hal berikut. (a) Pasal 1 ayat (1) KUHP 364  yang 
diungkapkan sebagai asas pokok dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana 
korupsi yang terjadi di masyarakat. Pemahaman dan pemaknaan aparat penyidik 
polisi dalam fungsinya sebagai penegak hukum, sepenuhnya tunduk pada asas 
tersebut.  (b) Pemahaman dan pemaknaan aparat penyidik polisi dalam fungsinya 
sebagai penegak hukum sepenuhnya wajib dalam setiap melakukan penyelidikan 
dan penyidikan atas dugaan/sangkaan terhadap terjadinya tindak pidana tanpa 
terkecuali. Termasuk di dalamnya tindakan hukum berupa penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan tersebut hanya dapat 
dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang, oleh 
Undang-Undang, dan hanya untuk hal yang diatur dalam Undang-Undang. 
Ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 3 KUHAP yang berbunyi ―Peradilan 
dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini‖. 
Secara prinsip landasan asas yang dimaksud ialah legalitas huruf (a) dan 
asas legalitas huruf (b), namun dalam penerapannya berkaitan dengan 
kewenanganan aparat penyidik polisi. Asas legalitas dalam KUHP adalah asas 
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yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum tanpa 
adanya aturan yang mengatur sebelumnya. Sementara itu, asas legalitas dalam 
KUHAP adalah asas yang menyatakan bahwa setiap penyidik polisi wajib 
melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membuktikan sangkaannya. Jaksa 
Penuntut Umum pun wajib melakukukan penuntutan terhadap seorang yang telah 
didakwa melakukan tindak pidana. Artinya, legalitas yang dimaksudkan dalam hal 
ini adalah bahwa setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada 
laporan dan pengaduan serta tertangkap tangan dalam tingkat kepolisian. Hal Ini 
telah diatur dalam Pasal 9 KUHAP365 dan penuntutan di tingkat kejaksaan diatur 
dalam pasal 137 KUHAP366. 
Indonesia menganut prinsip negara hukum, sehingga penerapan asas 
legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam 
menegakkan hukum. Dalam hal ini, khususnya pelaksanaan kekuasaan dan 
kewenangan di bidang penyelidikan/penyidikan yang dimandatkan oleh undang-
undang, Polisi, dan KUHAP. 
Asas legalitas ini memegang peranan penting sebagai penentu karena 
aparat memahaminya sebagai kepastian undang-undang. Suatu perbuatan 
mengandung tindak pidana apabila ditentukan oleh atau didasarkan undang-
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undang.367  Selama ini, asas tersebut dalam kognisi  aparat penyidik polisi telah 
terkonstruksi secara baik sebagai cara berpikir dan pemahaman. Prinsip yang 
dipegang penyidik polisi dari asas legalitas ini ialah tidak ada perbuatan pidana, 
tidak ada pidana tanpa aturan perundang-undangan yang jelas (nullum crimen, 
nulla poena sine lege certa). 368  Konsekuensi dari makna ini adalah bahwa 
rumusan perbuatan pidana harus jelas, tidak bersifat multitafsir, dan tidak 
membahayakan kepastian hukum. Konsekuensi penerapan prinsip ini bagi 
penyidik polisi akan memudahkan pelimpahan berkas perkara dan tersangka 
kepada penuntut umum. Penuntut umum yang menerima pelimpahan berkas dari 
penyidik polisi akan lebih mudah menentukan perbuatan yang dapat 
dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau bukan.   
Penyidik Polisi hingga saat ini tidak bisa menyangkalnya, kecuali 
menerima secara mutlak demi kelancaran, kemudahan, dan kepastian hukum. 
Dalam kehidupan pribadi dan dunia kerja pihak penyidik polisi, penerapan asas 
legalitas telah menjadi subkultur. Disebabkan secara implikatif penerapan prinsip 
asas legalitas tersebut secara institusional telah melahirkan bentuk ketaatan 
prosedural anggota bagi penyidik polisi, khususnya aktor senior dan pimpinan 
institusi. Terutama terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi yang tidak 
mudah ditangani di tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang umumnya 
penyidikannya dilakukan oleh penyidik pembantu. 
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 Perilaku tersebut dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari aparat 
Penyidik Polisi, terlihat dalam interaksi antara senior dan yunior, atasan dan 
bawahan.  Interaksi  tersebut sebagai bentuk praktik kepatuhan dan ketaatan 
prosedural yang secara formal diungkapkan dengan menggunakan kata siap dan 
komandan 369  sebagai respon atau jawaban atas ucapan atasan atau senior. 
Mewajibkan bawahan sekali pun Kasatreskrim yang secara struktural di bawah 
Kapolres menerima perintah dan berkewajiban melaksanakannya. Kendati pun, 
bertentangan dengan moral atau tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan lebih dari 
itu, dalam bentuknya sebagai agenda tersembunyi untuk dapat bisa melakukan 
modus praktik tindak pidana suap dalam proses penyidikan. Skenario strategi 
perintah yang dikenal dengan istilah dikondisikan  tersebut biasanya dijawab 
dengan kata ―siap‖. 
Subkultur prosedural dalam lingkungan penyidik polisi di wilayah  hukum 
pengadilan Tipikor Tanjungkarang merupakan subkultur organisasi  yang kuat 
dan  melekat dengan garis struktural (perintah) senioritas dan yunioritas, atasan 
dan bawahan, komandan dan anak buah. Dalam perspektif teori perkembangan 
kognisi, Jean Piaget telah terbentuk habituasi perilaku dan tindakan hukum yang 
terjadi berdasarkan perkembangan kognitif.  Satu sisi dalam bentuk inisiatif dan 
proses organisme seseorang, sedangkan sisi lain pembelajaran yang diperoleh dari 
lingkungan institusinya. Keduanya berinteraksi membentuk asimilasi dan 
akomodasi menjadi sebuah pemahaman  ketataan melaksanakan perintah tugas.   
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 Pengamatan dan Wawancara dengan  Penyidik  pembantu Agus Wahyudi, Brigadir 
Polisi Satreskrim Lampung Utara. 15 Desember 2013. 
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Implementasi dalam tindakan hukum aparat dengan kognisi seperti itu 
akan selalu mengarah pada pola tindakan konstan yang dijalankan oleh atasan, 
maupun teman sejawat. Tindakan yang tunduk dan mengikuti prosedur-prosedur 
yang sudah menjadi ketetapan internal, seperti keputusan Kapolri dan ketentuan 
KUHAP, KUHP, UUTPK serta ketentuan hukum lainnya. 
Secara konkret ketaatan prosedural praktik penegakan hukum secara 
sepesifik dapat ditemui dalam kasus penanganan kasus korupsi proyek perawatan 
jalan di Kabupaten Lampung Timur pada 2012. Kasus korupsi yang merugikan 
uang negara senilai Rp1.558.498.420,00 (satu milyar lima ratus lima puluh 
delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh 
rupiah). Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan 
penyidikan aparat penyidik polisi menetapkan status DM Plt Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur sebagai tersangka. Selanjutnya, dilakukan 
penahanan sebagaimana surat perintah penahanan No.SPN.16/II/2013/Reskrim 11 
Maret s.d. 30 Maret 2013.  
Setelah dua minggu menjalani masa penahanan, pada 25 Maret 2013 DM 
melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan.  
Beberapa alasan yang dikemukakan, yaitu kooperatif, tidak akan melarikan diri, 
dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Atas dasar alasan-alasan prosedural 
yang diajukan DM dengan alasan dan pertimbangan yang sama (prosedural), 
Kapolres Lampung Timur mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. 
Hal itu dilakukan dengan memerintahkan penyidik polisi yang melakukan 
penanganan tindak pidana korupsi untuk melaksanakan perintah penangguhan 
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penahan kepada tersangka DM (Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung 
Timur). 
Merujuk kasus penangguhan penahanan yang diperintahkan Kapolres 
Lampung Timur (berdasarkan pemaparan bagian sebelumnya), penyidik polisi 
sebelumnya telah menetapkan ia sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ia 
dianggap melakukan tindak pidana dan merugikan uang negara senilai 
Rp1.558.498.420,00. Penahanan dan penangguhan  dilakukan hanya dengan 
alasan-alasan normatif  prosedural.   
Tindakan hukum prosedural seperti yang terjadi pada DM, menunjukkan 
bahwa kuatnya subkultur prosedural dalam lingkungan penyidik polisi. Dalam hal 
ini, semestinya merepresentasikan kultur hukum institusi yang mengutamakan 
nilai-nilai utama kultur penegakan hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan 
pengungkapan dan penuntasan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi melalui 
penegakan nilai-nilai hukum, seperti jujur, adil, transparan, dan akuntabel serta 
profesional. Nilai-nilai utama tersebut semestinya melandasi tindakan Polda 
Lampung/Polres Lampung Timur untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi.  
Aparat penyidik polisi yang telah terkonstruksi oleh praktik prosedural 
hukum, menyebabkan kognisi sebagai proses berpikir dan instrumen tindakan 
aparat dalam penanganan tindak pidana korupsi menjadi tidak bekerja. Aktivitas 
subkultur prosedural yang sudah berlangsung dalam jangka waktu lama, 
merepresentasikan kekuasaan dan pengaruh yang sama. Merupakan endapan 
jangka panjang dari struktur institusi yang bisa ditimbulkan oleh tekanan aktor 
senior, pimpinan, atau teman sejawat (peer group).  Tekanan dapat muncul juga 
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dari faktor eksternal, subkultur prosedural ini tidak berkembang secara otonom. 
Akan tetapi, ada pengecualian yang mengatasnamakan kekuasaan politik di luar 
institusi atau kekuasaan ekonomi tersangka dan keluarganya.   
Subkultur prosedural yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama 
(seperti kasus yang terjadi) menyebabkan akal sehat menjadi buntu (tidak 
berdaya), sehingga mengarah kepada hal yang buruk karena cara berpikir yang 
salah (sesat). Proses berpikir tanpa diatur oleh kontrol intelektual atau kontrol diri, 
sehingga aktivitas subkultur prosedural ini dapat menyebabkan tindakan hukum 
yang salah karena bermula dari pemikiran yang salah (sesat). 
Subkultur prosedural dalam praktik tindakan penyidik polisi di wilayah 
hukum pengadilan Tipikor Tanjungkarang bermakna menjalankan perintah atasan 
dengan baik dan benar  atau menyimpang, meskipun dibungkus oleh mekanisme 
prosedural. 
b. Fungsionalisasi Peran Keahlian Teknis Penuntut Umum 
Temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan dua responden, yaitu 
Heru Wijatmiko, S.H.,M.H. dan Sunardi, S.H.,M.H. Keduanya merupakan  Jaksa 
Penuntut Umum pada Kejati Lampung dan Kejari Menggala. Data pun dilengkapi 
melalui wawancara dengan beberapa informan lainnya. Wawancara berkaitan 
dengan subkultur prosedural dan hasilnya memberikan deskripsi yang berbeda 
dengan subkultur prosedural yang terdapat pada institusi penyidik polisi. 
Latarbelakang adanya praktik rasional penanganan kasus-kasus tindak 
pidana korupsi di lingkungan seksi pidana khusus (Tipikor) oleh jaksa penuntut 
umum disebabkan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum serta Pendidikan dan 
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Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) yang sudah diikuti serta pengalaman sebagai 
penuntut umum tindak pidana korupsi. Tampak sekali perbedaannya bila 
dibandingkan dengan subkultur prosedural di lingkungan penyidik polisi.   
Jaksa di lingkungan penyidik/penuntut tindak pidana korupsi lebih cepat 
dan tanggap menguasai permasalahan kasus tindak pidana korupsi yang 
ditanganinya dibandingkan penyidik polisi dalam mendeteksi dan mendapatkan 
informasi dugaan tindak pidana korupsi.  Bermacam-macam kasus tindak pidana 
korupsi yang ditangani oleh lembaga ini, menunjukkan operasionalisasi kinerja 
jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi tampak kompetensinya 
dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan di wilayah hukum pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang. Meskipun demikian,  penerapannya dalam format hukum 
prosedural masih menggunakan pendekatan konvensional dengan karakternya 
sebagai berikut: (i) birokratis, (ii) sentralistik, (iii) menganut pertanggungjawaban 
hierarkhis, dan (iv) berlaku sistem komando. Keempat karakter ini diturunkan dari 
doktrin bahwa ―kejaksaan adalah satu‖ (een en ondeelbaar).370  
Karakter birokratis menghendaki penanganan perkara yang dilakukan 
dengan tahapan-tahapan yang tegas, berurutan, dan berjenjang yang dilaksanakan 
oleh bidang yang berbeda. Karakter sentralistik menjadikan semua tahap 
penanganan perkara dikendalikan dan didasarkan pada kebijakan serta petunjuk 
pimpinan secara hierarkis. Karakter pertanggungjawaban hierarkis mengharuskan 
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 Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum 
Progresif, Makalah disampaikan dalam seminar Hukum Progresif dan Pembaruan Hukum di 
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setiap kebijakan pimpinan dalam pelaksanaannya harus bertanggung jawab 
kembali kepada pimpinan secara berjenjang. Akan tetapi, sistem komando 
menempatkan birokrasi  berada di tingkat yang lebih tinggi sebagai komandan 
yang dapat memberikan perintah kepada birokrasi tingkat bawah dan birokrasi itu 
menjalankan perintah.371 
Pengendalian administrasi perkara oleh pimpinan yang diwujudkan 
melalui tahapan penanganan perkara (selain yang telah dipaparkan sebelumnya), 
seperti (i) pembuatan laporan penanganan perkara (hasil penyelidikan, hasil 
penyidikan, hasil persidangan); (ii) ekspose (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, 
rencana dakwaan); (iii) pembuatan rencana dakwaan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan; (iv) pengajuan rencana tuntutan (rentut) sebelum pembacaan tuntutan 
pidana.  
Realitas empirik kultur hukum institusi ini lebih didominasi oleh dinamika 
sosial jaksa penuntut umum yang memberi peluang besar pada model dan pola-
pola perilaku aparat penuntut umum baik secara personal, maupun teman sejawat 
(peer group). Dinamika yang menonjol memengaruhi kultur hukum eksternal dan 
umumnya dinamika kultur hukum tersebut memberikan tekanan dan pengaruh 
terhadap praktik penegakan hukum. 
 Sesuai dengan pernyataan Lawrence M.Friedman sebagai berikut ―social 
forces are constanly at work on the law-destroying here, renewing there; 
invigorating, deadening there; choosing what parts of law will operate, which 
parts will not; what substitute detours, and by pass will spring up; what changes 
will take palce openly or secretly... we can call some of these forces the legal 
culture.‖ 372  Menurut Firedman kekuatan-kekuatan sosial terus menerus 
menggerakkan hukum, merusak di sini, memperbarui di sana; menghidupkan di 
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sini, mematikan di sana; memilih bagian mana hukum yang beroperasi, bagian 
mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; 
perubahan-perubahan  apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. 
Sebagian itu itu dapat disebut sebagai kultur hukum. 
 
Dalam perspektif teori perkembangan kognitif, praktik penanganan tindak 
pidana korupsi di lingkungan kejaksaan sangat bergantung pada jaksa penuntut 
umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Merujuk teori Jean 
Piaget dan Neo Piagetian menunjukkan bahwa orang dewasa, khususnya yang 
berpendidikan akan mengkonstruksi dunia lebih mudah menggunakan kognisinya 
untuk menganalisis suatu obyek yang menjadi perhatiannya.  
Informasi yang didapat tidak hanya tercurah ke dalam cara berpikir 
berdasarkan lingkungannya.  Seperti halnya jaksa penuntut umum yang 
berpendidikan Strata 1 (S-1), dalam memahami memahami tugasnya akan mampu 
mengorganisasikan pengalaman mereka. Mereka memisahkan antara gagasan 
yang penting dan kurang penting. Mengaitkan gagasan satu dengan yang lainnya, 
tidak hanya mengorganisasikan pengamatan dan pengalamannya, melainkan 
menyesuaikan cara berpikir untuk menyertakan gagasan-gagasan baru. Hal 
tersebut disebabkan informasi tambahan membuat pemahaman lebih dalam. Oleh 
Piaget diyakini bahwa manusia menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu 
asimilasi dan akomodasi.373  
Jaksa penuntut umum yang berpendidikan Sarjana Hukum dan memiliki 
kompetensi teknis hukum akan mampu melakukan komunikasi dengan berbagai 
pihak baik secara personal, maupun institusional. Terutama dalam berhubungan 
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 John W.Santrock, Adolesence, Op.Cit. hlm.105. 
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dengan pemerintah daerah (eksekutif) terkait dengan penyelenggaraan proyek-
proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.  
Secara institusional perilaku jaksa penuntut umum ditunjukkan dengan 
kemampuan teknis hukumnya, antara lain dalam kapasitas jaksa sebagai 
pengacara negara dan melakukan kerjasama antara kejaksaan dan Pemerintah 
Propinsi (Pemprop) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) dengan 
membuat nota kesepakatan memorandum of understanding (MoU). Seperti MoU 
Kejaksaan Tinggi dengan Gubernur Lampung mengenai penanganan masalah 
hukum perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Metro dengan DPRD 
Kota Metro. 
Secara personal jaksa penuntut umum lebih menunjukkan pola-pola 
perilaku yang agresif.  Perilaku-perilaku tersebut antara lain,  berinteraksi dengan 
wartawan surat kabar atau ketua-ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
berkomunikasi langsung atau tidak langsung, berinteraksi seputar kegiatan yang 
dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah yang tercium oleh wartawan 
atau LSM maupun oleh jaksa penuntut umum. Berkaitan dengan indikasi adanya 
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek 
pengadaan barang dan jasa pemerintah.   
Dilatari oleh kemampuannya akan membuat jaksa penuntut umum lebih 
percaya diri dan bebas menampilkan pengaruh dan kewenangannya kepada 
pegawai-pegawai negeri atau pejabat pemerintah daerah, pengusaha lokal yang 
melaksanakan tugas-tugas kepanitian dan pengelolaan proyek untuk berkonsultasi 
tentang berbagai persoalan pelaksanaan proyek. Khususnya dengan Kasi Pidana 
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Khusus baik personal, maupun kordinasi dengan Kasi Intelijen untuk melakukan 
model pendekatan kasus dengan cara mengidentifikasi pegawai atau pejabat 
pemerintahan daerah dan menindaklanjutinya. Hubungan yang dilakukan  dengan 
cara berkomunikasi langsung atau sebagai bagian tindakan prosedural dalam 
mengkonstruksi sebuah kasus tindak pidana korupsi.  
Perilaku seperti itu dapat dimaknai sebagai proses interrelasi antara 
penanganan tindak pidana korupsi dengan kultur hukum eksternal. Kultur hukum 
internal justru memengaruhi kultur hukum eksternal masyarakat. Pegawai negeri, 
pejabat pemerintah daerah, pengusaha bahkan wartawan dapat mengikuti arah dan 
maksud jaksa penuntut umum terhadap kasus yang diselidikinya. 
Model perilaku seperti itu akan membuat jaksa penuntut umum 
mengkonstruksi pandangan masyarakat, dengan persepsinya kemungkinan-
kemungkinan dirinya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang 
diselidiki jaksa penuntut umum. Fungsionalisasi peran jaksa penuntut umum 
konkretnya dapat berdampak positif dan negatif dalam penentuan tindakan hukum 
aparat penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di daerah hukum kejaksaan 
tinggi Lampung.  Berdampak positif apabila jaksa menggunakan keahliannya 
untuk mengembangkan kasus dan memperjelas kasus tindak pidana korupsi, 
sebaliknya berdampak negatif apabila jaksa menggunakan keahlian teknisnya 
untuk melakukan tindak pidana suap dan pemerasan.374 
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  Pendi Hasanuddin, terdakwa kasus korupsi kredit fiktif Bank Tabungan Negara 
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c. Rutinitas Tugas Mengadili 
  Temuan-temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan Baharuddin 
Naim (salah satu Hakim ad hock Tipikor Tanjungkarang) dan Guntur Purwanto 
JL (Hakim Tinggi Tipikor) mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi. 
 Usaha memerankan diri secara optimal dalam menangani kasus tindak 
pidana korupsi melalui putusan-putusan yang merefleksikan nilai-nilai dan prinsip 
hukum dan keadilan. Sangatlah tidak mudah mengungkap kebenaran dengan 
pertimbangan hukum yang mendasar dan mencerminkan, sikap, ilmu hukum 
pidana, moralitas, penalaran sebagai karakter hakim yang responsif terhadap 
tuntutan keadilan.  
Hal tersebut dialami pun oleh Hakim Karir, meskipun berlatar belakang 
pengalaman, usia, latar belakang sosial ekonomi yang tergolong cukup, namun 
kenyataannya  belum dapat dikatakan lebih baik dalam menghasilkan putusan 
yang mencerminkan rasa keadilan substantif. 
Tuntutan dunia persidangan dibutuhkan hakim yang memiliki kompetensi 
ilmu hukum pidana dan integritas moral yang tinggi. Bilamana tidak, maka fungsi 
hakim akan terjebak dalam rutinitas pekerjaannya, seperti yang terjadi saat ini. 
Kondisi seperti itu, menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak mudah mengubah 
situasi yang  formalistik dan tertutup menjadi situasi yang terbuka dan akuntabel. 
Bagi Hakim Karier sebelum diberlakukannya UU Pengadilan Tipikor tahun 2009 
di berbagai daerah tidak mengenal Hakim ad hoc dalam penanganan tindak 
pidana korupsi. Sehingga situasi ini menyebabkan perlu adanya penyesuaian 
antara Hakim Karier dengan Hakim ad hoc. Hal ini juga yang menyebabkan 
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sebagian Hakim ad hoc Tipikor lebih dahulu memilih mengambil langkah 
menyesuaikan dan mengikuti rutinitas persidangan. 
Ilmu hukum pidana yang tidak aplikatif, integritas yang inkonsisten oleh 
tekanan ekonomi, membuat Hakim ad hoc kehilangan nalar kritis dalam 
fungsinya sebagai hakim. Melalui wawancara dan diskusi mengenai  latar 
belakang, pengalaman, dan peran serta  dari kasus-kasus yang ditangani, secara 
sosial Hakim ad hoc menginternalisasi nilai-nilai yang hidup di pengadilan 
Tipikor yang sebagian besar umumnya Hakim Pengadilan Umum menerapkan 
formalitas, pragmatis, dan rutinitas. Penguasaan dan pendalaman terhadap kasus-
kasus yang ditangani tidak tampak penalaran hukum dalam pertimbangan fakta, 
dan hukumnya, kecuali dalam penggunaan referensi dalam pembahasan unsur-
unsur dalam pasal-pasal yang menjadi dakwaan/tuntutan yang terkesan sangat 
teoritik sehingga tidak aplikatif. 
Cukup banyaknya perkara yang ditangani menyebabkan aktivitas rutin dan 
prosedural menjadi hal yang diutamakan dan pokok dalam menyelesaikan kasus 
yang ditangani, dibandingkan upaya mengungkap dan mendalami kasus. 
Mengembangkan penalaran hukum dan ilmu hukum pidana serta integritas untuk 
mempertimbangkan kebenaran yang menurutnya patut diungkap secara spesifik 
dalam kasus yang ditangani sebagai dimensi keadilan yang seharusnya dapat 
diungkap.  
Seperti halnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Hakim Tipikor pada 
akhirnya sangat bergantung pada usaha Jaksa Penuntut Umum untuk dapat 
menghadirkan atau tidak saksi yang akan diajukan. Bilamana menurut jaksa sudah 
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cukup saksi yang diajukan, maka hakim cenderung menerima dan mengiyakan. 
Meskipun demikian, secara substansial terdapat saksi penting yang perlu 
dihadirkan untuk membuat terang tanggungjawab pidana para pelaku. Terutama 
bila dikaitkan dengan pidana tambahan pengembalian kerugian negara yang 
semestinya telah dapat dikualifikasikan secara spesifik perbedaan pasal 2 dan 
pasal 3 mengenai terdakwa yang dianggap memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam pemeriksaan saksi 
tidak tampak sasaran pembuktian kerugian negara disebabkan oleh apa dan 
digunakan untuk apa.  
Dalam tahapan agenda persidangan pengajuan penuntutan, sebagai hakim 
lebih mendasarkan kepada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak berdasarkan 
pada hasil pertimbangannya. Pemeriksaan fakta dan hukum yang semestinya 
didapat dalam memeriksa dan mengadili terdakwa. Hal itu tampaknya disinyalir 
karena hakim sudah terjebak dalam mekanisme prosedural yang  dibuat untuk 
memudahkan pemeriksaan di persidangan.  
Seperti halnya kasus korupsi dana sertifikasi guru di Kabupaten Lampung 
Utara tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.317.333.275,00. 
Berdasarkan putusan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
No:13/Pid.TPK/2014/PN.Tk tanggal 11 Juni 2014 memutuskan Berti Astuti 
(Kasubag Keuangan) dinyatakan terbukti bersalah. Ia turut serta melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 18 
ayat (1) jo, Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dan ditambah ke dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP  
sebagaimana dakwaan primair. Oleh karena itu, Berti Astuti dituntut pidana 
penjara selama sembilan tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda 
sebesar Rp300.000.000,- Subsidair tiga bulan kurungan. Berti Astuti juga 
dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp5.717.333.275,00  (Lima Milyar 
Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh 
Puluh Lima Rupiah). Ketentuannya apabila terdakwa tidak membayar uang 
pengganti, maka dipenjara selama empat tahun dan tiga bulan penjara. 
Pertimbangan hakim yang memberatkan menyatakan Berti Astuti terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan telah mengambil alih pekerjaan 
bendahara pengeluaran dan mencairkan cek dengan mengubah nominal cek, 
membenarkan memberikan sejumlah uang kepada pejabat tertentu sesuai dengan 
catatan (testimonya). 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara 
selama delapan tahun dan denda Rp300.000.000,00. Apabila denda tersebut tidak 
dibayarkan, maka diganti pidana selama tiga bulan penjara. Termasuk membayar 
uang pengganti sejumlah Rp3.695.333.275,00. Jika tidak dibayarkan, maka 
dipidana penjara selama tiga tahun dan  enam bulan. 
Uraian tuntutan dan amar putusan singkat dalam paparan sebelumnya 
mengilustrasikan bahwa  terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan 
keuangan negara, yakni  perbuatan  BA yang melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 
ayat (1) jo Pasal 4 UU TPK  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, 
terangkai dari peristiwa pidana yang tidak sempurna terjadi apabila tanpa adanya 
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Z Kepala Dinas; S bendahara pengeluaran, meskipun setiap orang secara nyata  
melakukan perbuatan yang berbeda-beda.375  
Memahami tindakan Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam surat 
tuntutannya dan putusan hakim dalam paparan sebelumnya secara kritis dapat 
dimaknai jaksa maupun hakim tidak sungguh-sungguh menggunakan Ilmu 
Hukum Pidana, terutama ajaran penyertaan secara memadai. Dalam hal ini, 
khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terutama terhadap 
peran dan struktur pelaku yang tidak sendiri, tetapi bersama-sama (berjamaah). 
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yakni pelaku (plegen) yang 
menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen).  
Keyakinan untuk mengkaji, menguji kebenaran, dan keadilan perbuatan terdakwa 
dengan teori kebenaran semestinya tampak dalam pertimbangan hukum ketika 
memeriksa dan memahami kasus tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut 
mestinya dilakukan dengan mengurai secara sistematis, melakukan konstruksi, 
dan memberikan interpretasi terhadap masalah pokok hukum pidana yang 
meliputi perbuatan, kesalahan, dan tanggung jawab pidana secara utuh dan tidak 
terpisahkan.  
Jaksa dan Hakim hanya membebankan perbuatan, kesalahan, dan 
pertanggung jawaban pidana terhadap BA dilihat dari pidana yang dijatuhkan dan 
uang pengganti yang di bebankan. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa cara 
berhukum aparat menunjukkan cara berpikir hukum prosedural sebagai ciri-ciri 
positivisme hukum yang memahamkan seolah-olah sudah benar. Oleh karena itu, 
                                                             
375
 Peristiwa pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dengan perbuatan dan 
tanggungjawab yang berbeda-beda ini dalam ajaran hukum pidana disebut sebagai delneming atau 
penyertaan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 KUHP. 
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peristiwa pidana menjadi tereduksi, kesalahan, dan pertanggungjawaban yang 
semestinya dapat diperilaku (?), diperhitungkan secara benar dan adil 
digeneralisasi menjadi kesalahan seseorang saja.  
Pemeriksaan hakim dalam perkara korupsi tersebut terkesan bergantung 
pada usaha jaksa penuntut umum mengikuti prosedur dengan usaha-usaha dan 
keyakinannya untuk menemukan kebenaran melalui pembuktian atau 
pertimbangan hukumnya. Sehingga putusan yang dijatuhkan (sebagaimana 
pemaparan sebelumnya) hanya untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan pola 
tuntutan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, tidak tampak substansi putusan 
yang menggambarkan keadilan bila ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan 
secara bersama. 
3. Subkultur  Suap  
Subkultur prosedural sebagai bentuk refleksi masalah atau pengalaman 
aparat  dalam kultur hukum pada kenyataannya berinterelasi dengan subkultur 
lain, yakni subkultur suap atau tindak pidana suap. Seperti halnya, subkultur 
prosedural yang muncul karena adanya masalah atau kebiasaan yang terjadi di 
dalam subkultur hukum. Dalam subkultur ini, kognisi aparat mengelaborasi 
pengertian dari tugas dan kewajibannya untuk menegakkan hukum terhadap 
subjek yang akan atau sudah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa pelaku tindak 
pidana korupsi.  
Pada intinya aparat menghendaki dampak yang mengarah pada 
keuntungan atas tindakan hukum yang diputuskan. Efek dari tindakan hukum 
yang diputuskan terhadap perilaku korupsi, yakni diperolehnya uang atau barang 
254 
 
yang dapat meningkatkan pendapatan aparat, kelompok atau atasannya untuk 
kepentingan pribadi. 
Temuan-temuan mengenai situasi tersangka/terdakwa atau keluarganya 
terhadap tindakan hukum aparat yang akan diputuskan kepadanya dirasa telah 
memengaruhi pikiran dan perilaku tersangka/terdakwa. Lazimnya dalam perkara 
tindak pidana korupsi, pelaku berprofesi sebagai pengawai negeri atau orang yang 
memunyai jabatan bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dominansi  proses penegakan hukum akan 
selalu diartikan dan dikaitkan dengan pidana dan pemidanaan yang dibayangkan 
akan sangat tidak mengenakkan dirinya, terutama terkait dengan kelangsungan 
pekerjaan, kehidupan keluarga dan rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu, tersangka/terdakwa berusaha menampik informasi tentang pidana dan 
pemidanaan yang dipikirkannya dengan melakukan komunikasi kepada aparat 
yang menangani kasusnya. Dengan demikian, diharapkan adanya kemungkinan 
untuk mendapatkan tindakan hukum  yang paling ringan bagi dirinya melalui 
pemberian uang atau barang dengan cara menyuap. 
Menurut pandangan aparat bahwa tersangka/terdakwa yang memiliki 
status sosial dan kemapan ekonomi dapat diperkirakan akan melakukan 
komunikasi (tukar pendapat untuk meminta bantuan/pertolongan) supaya dirinya 
dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan atau diringankan hukumannya. 
Komunikasi seperti itu baik langsung, maupun tidak langsung sepertinya telah 
menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama antara aparat dan 
tersangka/terdakwa atau keluarganya. 
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Pola-pola berpikir tersebut, Lawrence Friedman menyebutnya sebagai 
perilaku hukum model cost-benefit.: 376 ―There are several competing models of 
legal behavior. One we can call the cost-benefit model. It assumes more or less 
rational behavior. Before a person acts, he calculates what he stands to gain and 
the risk he runs. He act only if, in his opinion, he is likely to profit from behavior‖. 
(Ada beberapa model perilaku hukum, salah satunya yakni model cost-benefit 
(model biaya manfaat atau untung rugi). Model ini berasumsi pada perilaku 
rasional. Sebelum seseorang bertindak, ia akan menghitung-hitung untung 
ruginya, biaya dan manfaatnya. Ia hanya akan bertindak jika di dalam 
pendapatnya,  ia akan mendapatkan untung dari perilakunya).    
 
 Perilaku hukum model cost-benefit ini, dapat diartikan sebagai subkultur 
suap yang hidup dalam kultur penegakan hukum tindak pidana korupsi. Aparat 
yang menjadi bagian subkultur ini tidak lagi memaknai penegakan hukum sebagai 
sarana pencegahan dan penindakan pelaku korupsi, tetapi telah mereduksi sebagai 
pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan material semata.  
Perilaku hukum untung rugi ini  (cost-benefit) bukan saja memisahkan tiga 
masalah pokok hukum pidana (perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban 
pidana), melainkan telah mengabaikan tiga masalah dasar hukum pidana juga 
mengabaikan rambu-rambu sistem hukum nasional. Selain itu, perilaku hukum 
yang dimaksud tidak dapat dipisahkan dari latar belakang  sosiokultural 
masyarakat barat yang individual, materialistis, dan kapitalistik.  
Perilaku tindak pidana suap dalam konsep normatif hukum dapat 
digolongkan sebagai tindak pidana pelanggaran dalam pasal-pasal berikut Pasal 5 
ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 12 dan Pasal 13 (grativikasi) 
UUTPK. Akan tetapi, sebaliknya tindak pidana suap dalam konsep kognitif  dapat 
berbeda. Keputusan kognisi, dengan nalar asal tidak ketahuan, yang penting hati-
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hati, saling percaya dan lain sebagainya telah menyebabkan tindak pidana suap 
berlangsung di balik proses formal penegakan hukum.   
Mengkaji secara kritis beberapa kasus korupsi tindak pidana suap yang 
dilakukan oleh aparat, seperti kasus tindak pidana suap Kompol Polisi 
Mohammad Arafat dalam perkara Gayus HP Tambunan (2010),377 tindak pidana 
suap Jaksa Urip Trigunawan dalam perkara Dana BLBI Syamsul Nursyalim 
(2008), 378   dan tindak pidana suap Setyabudi Tedjocahyono (2013). 379  Semua 
kasus tersebut tidak dilatarbelakangi oleh sebab-sebab tekanan politik, tekanan 
ekonomi, kecuali keputusan kognisi untuk mendapatkan keuntungan dan 
menambah kekayaan. Hal ini berbeda dengan tindak pidana konvensional yang 
dilakukan oleh orang biasa yang  memiliki banyak varian sebab musababnya. 
Penelitian mengenai subkultur suap yang berkembang dalam praktik 
penegakan hukum di lingkungan institusi penyidik polisi, jaksa dan hakim, secara 
teoretis dapat dikelompokkan dalam jenis korupsi peradilan (judicial corruption). 
Tipe korupsi ini merefleksikan perilaku korupsi yang dilakukan oleh para aparat 
atau pejabat/penyelenggara negara yang ditunjuk oleh pimpinan institusinya untuk 
melaksanakan tugas dan wewenangnya di masyarakat.380 Korupsi yang terjadi di 
lingkungan Peradilan Tipikor oleh aparat penegak hukum terbatas pada jenis 
tindak pidana suap dan pemerasan. Persis, seperti yang dikemukakan oleh Ian 
Ayres yang menyebut praktik korupsi di institusi penegakan hukum sebagai The 
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 Lihat putusan PN Jakarta Selatan  Nomor : No.869/Pid.B/- 2010/PN.Jkt.Sel. dan 
Putusan Kasasi No.354.K/Pid.sus/2011 tgl.28 Februari 2011 
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 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.11/IB/TPK/2008/PN.Jkt.Pusat, dan 
putusan kasasi nomor No.147 K /Pid.Sus/2009, 
379
 Lihat Putusan Pengadilan Tipikor Bandung No.87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. 
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 Ibid. 
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Twin Face of Judicial Corruption; Exortion & Bribery381 (Tindak pidana suap dan 
pemerasan;wujud kembar korupsi peradilan) keduanya sulit dibedakan. Adapun 
alasannya karena (1) keduanya menampakkan adanya konspirasi dan penawaran, 
(2) dua-duanya  memerlukan pembuktian terlebih dahulu di persidangan.382 
Memeroleh informasi tentang praktik tindak pidana suap yang dilakukan 
aparat penegak hukum tidaklah mudah sebab korupsi tindak pidana suap 
mengandung saksi hukum apabila perbuatannya diketahui dan dilaporkan secara 
hukum. Terutama bagi aparat karena tidak saja melanggar UUPTPK, namun 
melanggar kode etik profesi dan melanggar sumpah jabatan. Meskipun demikian, 
oleh sebagian penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim, perbuatan tindak 
pidana suap tersebut ditoleransi secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.  
Dimulai dari adanya keinginan dan kepentingan bersama untuk saling 
mendapatkan keuntungan dan imbalan dari kedua belah pihak (aparat penegak 
hukum dan tersangka/terdakwa atau keluarganya). Keduanya bertemu dalam 
sebuah kesepakatan yang secara sadar harus saling ditutup rapat atas perbuatan 
tersebut dari orang lain karena berhubungan dengan tugas dan kewenangan aparat. 
Kewenangan tersebut digunakan untuk melawan hukum sebagai kepastian hukum 
terhadap perbuatan tersangka/terdakwa berupa keringanan dilepaskan atau  
dibebaskan dari ancaman pidana yang dijatuhkan kepada tersangka/terdakwa. 
Imbalan yang diberikan dapat berupa materi (uang/barang) atas tindakan hukum 
yang sudah diputuskan kepada tersangka/terdakwa tersebut. 
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Dibalik mekanisme prosedural formal penanganan tindak pidana korupsi 
berlangsung sistemis praktik ilegal tindak pidana suap yang hanya diketahui dan 
dirasakan orang-orang yang berkepentingan dan terlibat dalam urusan tindak 
pidana korupsi. Orang-orang yang dimaksud, yakni aparat penegak hukum dan 
tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang berkepentingan 
terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut.   
Mengetahui dan menemukan praktik suap dalam penegakan hukum tindak 
pidana korupsi, seperti dideskripsikan (sebelumnya) tidak mungkin dapat 
dilakukan, kecuali salah satu pihak melapor ke KPK. Dengan demikian, dilakukan 
penyadapan mengenai perbuatan tersebut dan pelakunya dapat tertangkap tangan. 
Akan tetapi, apabila hanya melaporkan aparat kepada institusinya justru hal yang 
didapat bukan harapan  positif.  Justru sebaliknya, bisa menjadi bumerang, 
dituntut balik  karena dianggap menyebar fitnah atau mencemarkan nama baik 
bahkan diputarbalikkan fakta dilaporkan sebagai pelaku penyuapan. Seperti 
laporan berbagai pihak, di antaranya laporan Hasan Pendi terdakwa kasus korupsi 
kredit Bank Tabungan Negara tahun 2009 yang kasusnya baru disidangkan di 
Pengadilan Tipikor bulan Agustus 2015. Terdakwa sebelumnya dituntut oleh 
Jaksa IR yang terlebih dahulu dilaporkan ke Polda Lampung atas perbuatan Jaksa 
IR yang hendak memeras terdakwa Hasan Pendi dengan ancaman tuntutan berat 
apabila tidak memberikan uang. Hingga akhir Desember 2015 belum ada 
perkembangan tindak lanjut laporan tersebut. Sementara itu, terdakwa telah 
dipenjara 3 tahun 6 bulan, alasan penyidik Polda masih dalam proses penyidikan. 
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Kejaksaan tinggi pun belum menerima Surat Pemberitahuan dimulainya 
Penyidikan (SPDP). 
Di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang secara hukum 
belum pernah ada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim yang 
tertangkap tangan oleh KPK dan diajukan ke persidangan karena melakukan 
tindak pidana korupsi dan tindak pidana suap. Akan tetapi, bukan berarti tidak 
pernah terjadi tindak pidana suap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 
Terdapat laporan dan pengaduan terhadap aparat yang telah melakukan tindak 
pidana suap, tetapi tidak dapat dibuktikan. 
Perbuatan tindak pidana suap sebagai suatu kebiasaan, diartikan sebagai 
subkultur  hukum prosedural, berproses melalui interrelasi rasionalitas antara 
nalar aparat dengan teman sejawat, dan aparat penegak hukum dengan 
masyarakat.  
Subkultur korupsi di masyarakat dan subkultur suap internal aparat 
berinteraksi dan saling memengaruhi dan menekan. Subkultur suap yang kuat 
dimasyarakat merupakan perilaku yang secara hukum dianggap ilegal, namun 
secara umum disetujui termasuk korupsi tindak pidana suap dan  nepotisme bagi 
sebagian masyarakat383 di Lampung.  
Meneliti subkultur suap di lingkungan institusi dengan subkultur  
prosedural seperti apa yang dikemukakan, bukanlah sesuatu yang bersifat tangible 
(dapat dilihat dan dipegang secara kasat mata). Oleh karena itu, melalui 
pendekatan interaksionis interpretif berusaha memetakan persoalan yang menjadi 
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isu utrama subkultur suap.  Mengungkap nilai-nilai yang dianut dengan 
melakukan pemahaman dan pemaknaan tidak sekedar diucapkan (say belief), 
melainkan dari apa yang mereka kerjakan dan hasilkan (do belief) dan simbol-
simbol yang dipakai di antara sesama anggota subkultur di lingkungan 
penyidikan, penuntutan, dan hakim.  
Berikut Ini merupakan analisis perilaku hukum (legal behavior) 
berdasarkan hasil penelitian mengenai subkultur suap aparat penegak hukum di 
wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. 
a. Subkultur Suap di Lingkungan Penyidik Polisi  
Penyidik polisi melakukan korupsi tindak pidana suap sesungguhnya 
bukan hal yang baru, sudah sejak lama dan terjadi di banyak negara dan salah 
satunya di Indonesia.  Dalam hal ini, khususnya di wilayah Hukum Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang. Korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang 
dilarang terkait penyalahgunaan posisi jabatan pejabat karena uang atau yang 
bernilai materi.384 Bentuk lain dari perilaku yang dilarang di dalam penegakan 
hukum seperti, pejabat meminta atau berharap menerima kebaikan dari posisi 
jabatannya yang potensial dan mementingkan penghargaan yang tidak sah.385  
Julian Roebuck mengindetifikasi terdapat tiga elemen unsur polisi korupsi, 
yaitu (1) perilaku tersebut harus bertentangan dengan hukum, undang-undang, 
atau kaidah moral, (2)  perilaku tersebut harus berkaitan dengan penyalahgunaan 
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 Tom Barker, Police Ethic; Crisis in Law Enforcement, (Illinois:Charles C Thomas 
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jabatan, (3) pemberian hadiah. Ketiga elemen korupsi ini harus berkaitan dengan 
uang atau yang bernilai (uang).386 Definisi tersebut diterapkan pada polisi korupsi 
di semua level kepolisian.  
Joelian Roebuck mendalilkan suatu tipologi empiris polisi korupsi berasal 
dari beberapa analisis literatur dan pengalaman kerja polisi di Amerika Serikat. 
Korupsi polisi dianalisis sebagai bentuk penyimpangan organisasi terkait dengan 
norma-norma subkultur kelompok polisi. Jenis-jenis korupsi polisi digambarkan 
ke dalam delapan tipe korupsi menurut pendapat Roebuck dan Barker.387  
Tipe pertama adalah korupsi wewenang (corruption of authority), yaitu 
aparat polisi menerima sesuatu secara tidak sah. Koruptor biasanya sangat respek 
terhadap masyarakat dengan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada polisi 
yang bekerja efesien dengan memberikan penghargaan kepada aparat polisi 
berupa hadiah, makan gratis, kebaikan cuma-cuma, dan pembayaran tunai.  
Tipe kedua ialah polisi korup artinya membayar kembali (kickback), 
aparat polisi biasanya menerima pembayaran kembali dalam bentuk kebaikan, 
pelayanan, atau uang dari usaha sah yang berhubungan dengan usahanya tersebut. 
Aparat polisi berinteraksi dengan banyak orang ketika melakukan patrol, sehingga 
muncul pikiran untuk bersekutu (bersekongkol). Tindakan tersebut sebagai modal 
kebaikan dan pelayanan untuk dijual kepada orang-orang yang didatangi dan 
dihubungi selama melakukan patrol. Sebagai contoh pembayaran kembali kepada 
polisi, antara lain seperti pelayanan stasiun dan perusahaan bioskop. 
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Tipe ketiga ialah mencuri kesempatan (opportunistic theft), yaitu merujuk 
pada penyitaan uang, barang dagangan, atau kelengkapan lain oleh aparat 
kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sebuah contoh, penyelidikan polisi 
terhadap kasus perampokan yang dengan cara mengamankan uangnya dan barang 
dagangannya padahal di belakangnya ia mencuri. Aparat polisi juga melakukan 
penyitaan terhadap barang-barang yang berada di luar pengamanannya selama 
patrol, termasuk uang dan barang dagangan dari toko-toko yang tidak terkunci.  
Tipe keempat ialah pemerasan (shakedown) atau tindak pidana suap 
(bribery), yaitu kesempatan menyaksikan atau mengetahui terdapat pelanggaran 
pidana dan pelakunya memberikan tindak pidana suap supaya tidak ditangkap. 
Polisi menerima tindak pidana suap dari berbagai sumber, antara lain dari pelaku 
narkotika,  prostitusi, bar yang tidak memunyai izin, pemilik toko makanan, 
pelanggaran lalu lintas, dan pengendara motor.  
Tipe kelima, polisi korupsi karena melindungi aktivitas illegal dalam 
pembayaran, yaitu pemilik kegiatan prostitusi dan penggiat narkotika dengan cara 
memberikan uang kepada aparat polisi supaya aktivitasnya tetap berjalan.  
Tipe keenam ialah tipe polisi korupsi campuran  (Fix), yaitu merujuk 
adanya kuasa tuntutan melalui proses mengikuti penangkapan/penahanan atau 
pelanggaran lalu lintas.  
Tipe ketujuh ialah Perampokan (bulglary) dan penipuan (robbery) dalam 
hal ini tidak ada koruptor bilamana polisi berkomitmen memberantas kejahatan.  
Tipe kedelapan, polisi korupsi hanya bila berkaitan dengan internal aparat 
polisi, yakni pendapatan internal (internal pay off).  Polisi membeli, menukar, 
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membayar, menjual beberapa hak istimewa, seperti penugasan kerja, lepas tugas, 
liburan, masa cuti, dari dan untuk koleganya.  
Berdasarkan tipologi Roebuck dan Barker di dalam pemaparan tersebut, 
penelitian subkultur suap dalam lingkungan penyidikan termasuk ke dalam tipe 
pertama dan keempat. Kedua tipe ini satu kesatuan yang berupa penyalahgunaan 
wewenang/jabatannya dan menerima suap.  
Mendalami hasil wawancara dari Rosef Effendi dan Agus Wahyudi 
(penyidik polisi bidang Tipikor). Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan 
mengenai subkultur suap di institusi atau kelompok-kelompok di lingkungan 
Dirskrimsus atau di Satreskrim unit Tipikor terkait dengan tindak pidana suap. 
Identifikasi dari beberapa kelompok kultur ini terdapat hal-hal yang perlu 
diperjelas terlebih dahulu karena pada dasarnya terdapat beberapa subkultur yang 
berbeda sebagai berikut. 
Tabel 8 : Pemetaan subkultur suap di lingkungan Direskrimsus    
                dan Satrekrim Unit Tipikor  
 
Isu Sebab Akibat 
Kultur hukum internal 
dengan dominasi satu 
subkultur 
Model kekuasaan pimpinan 
puncak dan menengah yang 
sentralistik, dominan 
mengendalikan sumber keuangan 
dan perlengkapan.  
Kelompok kultur mencari 
sumber-sumber keuangan 
sendiri untuk membiayai 
pekerjaan seperti biaya 
operasional 
penyelidikan/penyidikan, 
Alat Tulis Kantor. 
Memeras, tindak pidana 
suap. 
Kultur hukum internal 
dengan subkultur lemah 
Model kekuasaan pimpinan 
puncak yang lemah dan pimpinan 
menengah dominan 
mengendalikan sumberdaya 
keuangan, dan selera merekrut 
anggota secara nepotisme 
Tidak ada kontrol dari 
pimpinan puncak, 
pimpinan ingin aman dan 
safety (?) artinya aman, 
dapat mutasi atau promosi 
ke Jakarta, dikelompok 
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terjadi penyalahgunaan 
wewenang, menerima 
tindak pidana suap dan 
lain-lain. 
Fragmentasi subkultur 
beragam 
Terlalu banyak nilai-nilai pribadi 
dalam kelompok, yang 
berorientasi kepada keuntungan 
materi, pribadi yang kurang 
peduli, meskipun tidak materialis, 
anggota yang memiliki integritas 
tetapi lemah secara personal. 
Tindak pidana suap terus 
berlangsung, tidak ada 
rekonstruksi nilai baru. 
 
Berdasarkan pemetaan subkultur pada tabel 7, sekurang-kurangnya 
terdapat tiga subkultur suap di lingkungan Polda Lampung, maupun di Polres 
Lampung Utara. Subkultur suap yang pertama dipengaruhi oleh dominansi 
orientasi dan tujuan pimpinan pada sumber-sumber keuangan internal dalam 
menggerakkan institusi. Mengabaikan fungsi penegakan hukum tindak pidana 
korupsi yang membutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai, selain 
kualitas penyelidik dan penyidik yang profesional. Dengan kata lain, terbentuknya 
subkultur suap tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut dan dipraktikan oleh 
pimpinan institusi.  
Subkultur suap kedua, disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah, 
sehingga menyebabkan kontrol terhadap aktivitas penyidikan tidak dikuasai oleh 
pimpinan. Kontrol justru dipercayakan sepenuhnya pada Direskrim atau 
Kasatreskrim unit Tipikor yang bertanggungjawab di bidangnya. Pemimpin hanya 
menghendaki aktivitas berjalan dengan aman dan tanpa  masalah, meskipun 
akibatnya pola ini melahirkan subkultur suap di unit-unit yang tidak terkendali.  
Subkultur ketiga, banyak sikap dan pandangan yang beragam di 
lingkungan penyidikan, selain subkultur korupsi terdapat juga subkultur lain 
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seperti aparat yang mudah setor muka, aparat yang tidak peduli, dan kurang 
disiplin. Beragamnya subkultur tersebut,  menimbulkan kesulitan dalam 
melaksanakan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan yang benar.  
Berdasarkan temuan yang diperoleh dari aparat penyidik dan ditinjau dari 
perspektif teori organisasi, dapat dimaknai bahwa subkultur suap 
kecenderungannya terbentuk oleh pola kepemimpinan atasan yang tidak 
memunyai visi dan misi institusi. Dalam hal ini, kaitannya dengan pemberantasan 
korupsi justru nilai-nilai, sikap, dan perilaku serta pandangannya mengarah pada 
tindakan korupsi. Realitasnya di lingkungan penyidikan berkembang subkultur 
korupsi. Hal ini tidak lepas dari posisi penyidik yang secara operasional 
berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya tersangka atau pelaku 
korupsi yang diketahui meminta atau menerima suap dari pihak-pihak yang 
terlibat tindak pidana. Akan tetapi, tidak sepenuhnya hal tersebut merupakan 
subkultur suap yang memang berkembang di unit penyidik Tipikor. 
Sebagai upaya mendalami subkultur suap di lingkungan penyidik Polda 
Lampung, peneliti berusaha memperoleh temuan dari subjek lain. Informan yang 
diperkirakan dapat menambah informasi mengenai subkultur suap yang 
berlangsung dalam hubungannya dengan kasus tindak pidana korupsi yang 
ditangani oleh institusi tersebut melalui aktivitas penyelidikan dan penyidikan.  
Kasus 1, berupa dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Lampung Timur kasus mengenai pemotongan dana proyek kegiatan 
sekretariat Dinas Pendidikan Lampung Timur tahun 2011. Penyelidikan dan 
penyidikan oleh Polda Lampung dilakukan di pertengahan awal tahun 2014. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari informan 388  yang juga salah satu anggota 
PPTK sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur. Berawal dari 
pemeriksaan bendahara sebagai saksi mengenai pemotongan dana proyek 
kegiatan yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan yang menjabat saat itu, ASP. 
Kasus ini baru mulai diselidiki oleh Polda sekitar pertengahan tahun 2014. Kadis 
Pendidikan yang baru tidak tahu-menahu masalah tersebut, sebab itu kasus 
dilimpahkan kepada bendahara untuk menjelaskan dan menyelesaikannya dengan 
penyidik Polda Lampung. 
 Dalam perkembangan penyelidikan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) baik berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan, maupun 
yang tidak ada hubungannya dengan proyek tersebut. Seluruhnya dipanggil oleh 
Penyidik untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, bendahara dinas mengumpulkan 
para PPTK dinas dan semuanya diminta kontribusi berupa uang. Setelah uang 
tersebut terkumpul oleh bendahara diserahkan kepada penyidik Polda supaya 
kasus atau perkara yang sedang disidik tidak berlanjut dan tidak ada tersangka 
atau terlibat dalam perkara tersebut. Bendahara menggunakan uang dinas untuk 
diserahkan kepada penyidik Polda, selanjutnya semua PPTK yang terlibat maupun 
yang tidak bersama-sama menanggung pengembalian uang dinas tersebut melalui 
pemotongan gaji sesuai dengan besar nominalnya. 
Kasus 2, dugaan korupsi pemotongan dana proyek kegiatan pengadaan 
renovasi gedung sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung 
Utara yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2014. Kasus pemotongan dana 
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 Wawancara dengan Informan, tanggal 17  Juli 2014. 
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proyek kegiatan pendidikan SMA dan SMP ini dilaporkan oleh LSM kepada 
Polda Lampung pada awal 2015 selanjutnya dilakukan penyelidikan dan 
penyidikan oleh Polda Lampung. Berdasarkan keterangan informan 389  yang 
bertemu dengan penyidik untuk membicarakan perkembangan kasus tersebut. 
Akan tetapi, penyidik hanya ingin berhubungan dengan kepala dinas, penyidik 
tidak mau menerima selain kepala dinas. Selanjutnya menurut informan, setelah 
kepala dinas ditemui dan diberi dana yang tidak kecil maka kasus dugaan korupsi 
tersebut sementara ini tidak dilanjutkan penyelidikan/penyidikannya. 
Berdasarkan kasus temuan yang dikemukakan oleh informan atau hasil 
wawancara dengan penyidik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, meski 
tidak terungkap apakah tindak pidana suap yang dilakukan merupakan bagian 
kolegial dari pimpinan yang operasionalnya dilaksanakan oleh penyidik atau 
realitas subkultur.  Korupsi dominan tumbuh dan berkembang di lingkungan unit 
penyidikan Tipikor Polda Lampung. Pada prinsipnya realitas subkultur suap 
menggambarkan tidak adanya nilai-nilai dan pandangan serta contoh-contoh baik 
yang transformatif dari atasan kepada bawahan. Demikian juga halnya yang 
terjadi di lingkungan dengan menguatnya subkultur suap menyebabkan 
tumpulnya akal budi dari penalaran dan pertimbangan moral tentang keburukan 
dari subkultur suap tersebut.  
Peran pimpinan institusi dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi 
sangat dominan dan penting, selain mensosialisasikan nilai-nilai utama kultur 
hukum institusi. Menurut Antonius Atosokhi Gea Antonina, pemimpin 
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 Wawancara dengan informan, tanggal 7 Januari 2015 
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merupakan model peran yang mendorong anggotanya untuk mengidentifikasi dan 
menginternalisasi  keyakinan390 terhadap nilai-nilai utama kultur hukum institusi. 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemimpin memunyai pengaruh besar 
karena harus dapat bertindak sebagai model bagi terciptanya nilai-nilai utama 
kultur hukum. Dengan kata lain, pemimpin harus mampu memberikan visi dan 
misi atau arah yang jelas dengan  membangun nilai-nilai  utama kultur hukum 
institusi.      
b. Subkultur Suap di lingkungan Penuntut Umum 
Deskripsi mengenai subkultur suap di lingkungan jaksa penuntut umum 
didapat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Heru Wijatmiko (Jaksa di 
Kejaksaan Tinggi Lampung) dan wawancara dengan Sunardi (Jaksa di Kejaksaan 
Negeri Menggala). Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan di waktu yang 
berbeda, narasumber jaksa dengan latar belakang pendidikan yang sama (Sarjana 
Hukum), dan latar belakang akademik yang memadai. Paling tidak 
menggambarkan sifat aparat penuntut umum yang oleh undang-undang kejaksaan 
disebut merdeka. Akan tetapi, kenyataannya ditafsirkan secara lebih luas dalam 
menjalani tugas dan fungsinya dalam melakukan penuntutan.  
Jabatan  fungsional dengan kekuasaan menjalankan penuntutan tersebut 
telah memberi peluang besar pada model dan pola-pola perilaku subkultur aparat 
penuntut umum baik secara personal, maupun peer group (kelompok sejawat). 
Dinamikanya menonjol yang memengaruhi kultur hukum eksternal.  Kultur 
hukum itu umumnya sangat kuat memengaruhi praktik penegakan hukum. Istilah 
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 Antonius Atosokhi Gea Antonina PY Wulandari, Character Building IV, Relasi 
Dengan Dunia (Alam,Iptek dan Kerja) (Jakarta:Elekmedia Komputindo, 2005), hlm.331. 
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Lawrence M.Friedman tuntutan hukum masyarakat dapat menghidupkan, 
mematikan, dan merusak bagian-bagian dari sistem hukum. Sebaliknya subkultur 
jaksa penuntut umum dengan fungsionalisasi keahlian teknisnya justru dapat 
berkomunikasi dengan berbagai pihak baik personal, maupun institusional 
terutama dengan pihak eksekutif. 
Pola-pola perilaku yang agresif dikembangkan melalui komuniksi dan 
interaksi dengan wartawan atau LSM, difungsikan untuk menjadi penghubung 
atau kurir  dalam melakukan komunikasi. Interaksi seputar kegiatan yang 
dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah yang tercium oleh jaksa 
penuntut umum atau wartawan/LSM berindikasi adanya penyimpangan dan 
penyalahgunaan wewenang.  Bagi jaksa penuntut umum baik personal, maupun 
kordinasi dengan Kasi Intelijen lebih mudah mengidentifikasi pegawai atau  
pejabat pemerintahan daerah setempat. Menindaklanjutinya dengan melakukan 
komunikasi langsung atau sebagai bagian tindakan prosedural dalam 
mengkonstruksi sebuah kasus tindak pidana korupsi.  
Sebagai upaya mendalami temuan yang diperoleh dari wawancara dengan 
jaksa penuntut umum, supaya informasi yang digali lebih valid dan akurat. 
Peneliti melakukan wawancara dengan subjek lain yang menjadi informan dalam 
penelitian ini, yaitu Murdoko, Femiyati dan, Hartono. Ketiganya pernah 
berinteraksi dan memunyai pengalaman dengan jaksa penuntut dalam kasus 
tindak pidana korupsi. Misalnya, Murdoko sebagai PNS di Dinas Perkebunan 
Kabupaten Lampung Utara pernah diperiksa sebagai saksi, Femiyati yang juga 
PNS di pengadilan tinggi pernah mendampingi keluarganya menemui jaksa 
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penuntut umum, dan Budi Hartono, PNS sekretariat Pemda pernah dihubungi oleh 
wartawan dan LSM atas perintah jaksa penuntut umum. Hasil wawancara yang 
dilaksanakan dalam waktu terpisah 391 terungkap bahwa adanya subkultur suap 
yang kuat di lingkungan jaksa penuntut umum dari aktivitasnya mengungkap 
kasus korupsi  dengan cara berhubungan dengan LSM, wartawan, atau 
berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang diduga mengetahui dan terkait 
dengan dugaan tindak pidana korupsi, kenyataannya berhubungan dengan modus 
dari subkultur suap yang sangat kuat.  
Kultur hukum internal dan subkultur suap justru memengaruhi kultur 
hukum eksternal (masyarakat). Pegawai negeri, pejabat pemerintah daerah, 
pengusaha bahkan wartawan dapat mudah mengikuti arah dan maksud jaksa 
penuntut umum dalam kasus yang sedang diselidiki atau penyidikan.  Perilaku ini 
secara tidak langsung telah membentuk pandangan masyarakat terhadap jaksa 
penuntut umum yang tergolong ganas dalam melakukan praktik tindak pidana 
suap. 
Pengalaman informan di bidang praktik tindak pidana suap, khususnya di 
lingkungan jaksa penuntut umum sudah lazim dilakukan dengan berbagai modus 
dalam penanganannya seperti beberapa kasus berikut ini. 
Kasus 1, yakni Murdoko yang berprofesi sebagai PNS  Sekretariat Dinas 
Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara oleh Kadis Pertanian 
Propinsi Lampung melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lampung 
Utara. Informan diminta menyosialisasikan rencana proyek pengadaan hand 
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 Wawancara dengan Murdoko, 6 November 2014, Wawancara dengan Hartono 12 
Maret 2015 dan wawancara dengan Femi 2 Februari 2015. 
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traktor dan pupuk tahun anggaran 2012. Informan mengadakan penyuluhan di dua 
kecamatan dengan mengumpulkan kelompok tani dan diberi pengarahan bahwa 
akan ada proyek pengadaan traktor dari propinsi untuk masyarakat. Hanya tugas 
itu yang dikerjakannya, sedangkan jabatan-jabatan tertentu dalam kepanitiaan dan 
pelaksanaan proyek propinsi tidak ada karena langsung dikelola oleh Dinas 
Perkebunan Propinsi Lampung. Proyek milik Dinas Propinsi Lampung yang 
dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara dinyatakan telah selesai dan hasil 
pemeriksaan BPK tidak ada kerugian negara dalam pelaksanaannya. 
Berdasarkan laporan LSM kepada Kejaksaan Negeri Kotabumi pada tahun 
2013, terdapat penyimpangan dan kerugian negara dalam proyek propinsi 
tersebut. Oleh Jaksa penuntut umum laporan/pengaduan itu ditindaklanjuti dengan 
mengambil berkas-berkas yang ada di ruangan informan. Selanjutnya dilakukan 
pemeriksaan terhadap informan tersebut namun tidak hanya diperiksa, melainkan 
dimintai dana supaya kasusnya tidak berlanjut. Pada tahun 2014 terjadi Pergantian 
Kasi Pidsus, kasus proyek propinsi pengadaan traktor kepada petani tersebut 
muncul kembali dan informan kembali dipanggil. Intinya jika kasusnya tidak 
ingin dilanjutkan, maka mesti menyerahkan dana yang jumlahnya sangat besar. 
Terhadap permintaan tersebut informan tidak dapat memenuhi karena tidak 
sanggup dan informan juga tidak melakukan penyimpangan atau korupsi karena 
bukan pengelola kegiatan dari proyek tersebut. 
Kasus 2 dialami oleh Femi yang mendampingi keluarganya  karena 
tersangkut kasus korupsi. Secara meyakinkan jaksa penuntut umum 
mempertanyakan kasusnya akan dipercayakan olehnya atau penasihat hukum.  
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Apabila pilihan jatuh pada jaksa penuntut umum, maka urusan berat  atau 
ringannya tuntutan dapat dikoordinasikan dan diatur. Demikian pun, dengan berat 
dan ringannya putusan dapat dipastikan. Bagi informan penjelasan tersebut 
menjadi suatu jaminan daripada keluarganya didampingi oleh penasihat hukum 
yang tidak pasti gambaran tuntutan dan hukumannya. Saat mendekati acara 
penuntutan jaksa sudah meminta uang kepada keluarga informan untuk 
memastikan tuntutan yang akan diberikan dan putusan yang akan dijatuhkan.  
Praktik tindak pidana suap tidak berdiri sendiri karena ia akan 
memengaruhi tindakan hukum jaksa penuntut umum, khususnya dalam penentuan 
berat ringannya tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Secara kasat 
mata masyarakat telah melihat proses hukum melalui pendakwaan dan 
penuntutan. Dengan kata lain, Jaksa penuntut umum telah menjalankan hukum, 
menangani perkara korupsi. Akan tetapi, secara substansi telah terjadi reduksi 
jangkauan hukum atau tebang pilih, terutama dalam hal penentuan pelaku dan 
perbuatan, dan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, 
secara prosedural terdakwa diajukan dan dituntut.  Faktanya yang diajukan  dan 
diproses bukan intelektual dader (pelaku utamanya), melainkan pihak-pihak yang 
sesungguhnya dalam tindak pidana korupsi tidak memunyai kebijakan atau 
sekedar pelaksana. Pejabat yang seharusnya memunyai tanggung jawab besar 
dalam kegiatan tersebut, seperti pengguna anggaran atau kuasa pengguna 
anggaran tidak diajukan ke persidangan. Seandainya pun diajukan tuntutannya 
tidak berbeda dengan pelaku pelaksana yang membantu pekerjaannya.  
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Subkultur prosedural dan subkultur suap mendominasi praktik penuntutan 
yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Berbagai kasus tindak pidana 
korupsi yang diungkap dan diajukan penuntutan tidak dilakukan berdasarkan 
proses yang adil dengan pertimbangan ilmu hukum pidana dan  moralnya, 
melainkan berdasarkan pertimbangan keuntungan material.  
Temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan responden atau 
dengan informan menunjukkan bahwa subkultur suap di lingkungan penuntut 
umum dapat dipetakan sebagai berikut. 
Tabel  9 : Pemetaan Subkultur suap di Lingkungan Seksi Pidana  
                Khusus Kejaksaan 
Isu Sebab Akibat 
Kultur hukum internal 
dengan subkultur 
rasional dan cost-benefit 
Orientasi kepada jabatan, 
prestise dengan standar 
mengumpulkan materi 
Memandang persoalan 
berdasarkan logika 
rasional dan perhitungan 
untung rugi 
 
c. Subkultur Suap di Lingkungan Hakim  
Perbedaan subkultur suap di lingkungan penyidik polisi dan jaksa penuntut 
umum akan menyebabkan berbeda pula lingkungan institusi hakim.  Sebagai 
upaya untuk meneliti subkultur suap di lingkungan hakim, peneliti mewawancarai 
Hakim Tinggi Karier Tipikor Guntur Purwanto Joko Lelono dan Hakim ad hoc 
Tipikor Baharuddin Naim dan Haridi. Wawancara dilakukan secara terpisah dan 
hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing tidak mengingkari adanya subkultur 
suap yang terjadi sejak dahulu dan jauh sebelum lahirnya Pengadilan Tipikor di 
Tanjungkarang. Subkultur suap sudah berlangsung sejak sebelum dan sesudah 
berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi. Artinya, hakim melakukan praktik tindak pidana suap dan 
berpihak kepada eksekutif  telah terjadi sejak zaman Orde Baru dan terus 
berlangsung hingga kini.  
Kehadiran KY dan KPK dimaknai sebagai bentuk pengawasan dan 
pencegahan yang dilakukan oleh eksternal terhadap praktik tindak pidana suap 
yang terjadi di pengadilan. Subkultur suap ini pada kenyataan sulit diberantas, 
namun keberadaan lembaga pengawas eksternal tersebut dapat menghambat dan 
mengurangi tingkat kebebasan subkultur untuk melakukan praktik tindak pidana 
suap di lingkungan pengadilan. Ditambah dengan meningkatnya tunjangan gaji 
hakim dan Panitera pengganti di semua tingkatan (Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Tinggi, Mahkamah Agung). 
Sebagian hakim yang menyadari hakikat dan tujuan hidupnya merupakan 
karunia Tuhan yang luar biasa392 dengan meraih berbagai kesuksesan. Pencapaian 
dalam kesuksesan tersebut antara lain  kedudukan sebagai hakim baik tingkat 
pertama, maupun tingkat banding bahkan tingkat kasasi, memunyai rumah, mobil, 
motor (semuanya lebih dari satu). Anak-anak berpendidikan tinggi dan sudah ada 
yang bekerja.  
Berbeda dengan sebagian hakim lainnya, biarpun telah memunyai 
pendapatan yang besar dengan fasilitas pribadi seperti mobil, rumah, motor, dan 
properti lainnya (lebih dari cukup). Akan tetapi, kenyataannya tidak ada hubungan 
antara tugas dan fungsinya sebagai hakim dengan kebiasaannya melakukan tindak 
pidana suap.  
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 Banyak juga yang tidak menyadari, sudah menjadi hakim tinggi, bahkan mungkin juga 
hakim agung, diusia yang sudah tidak muda lagi masih melakukan praktik korupsi suap, 
mengumpulkan harta benda. Wawancara dengan Guntur PJL, tanggal 16 April 2014. 
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Subkultur suap di Pengadilan Tipikor tingkat pertama atau di Pengadilan 
Tingkat Banding Tanjungkarang sebagaimana telah dikemukakan bahwa gaji 
hakim sudah dinaikkan, pengawasan eksternal dilakukan oleh KY dan KPK terus 
berlangsung bergantung dengan perkara yang masuk identitasnya pejabat besar 
atau pejabat kecil. Pengusaha besar atau pengusaha kecil. Gambaran perkara 
kasus tindak pidana korupsi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
sebagai berikut.  
Tabel 10  : Perkara yang masuk ke Pengadilan Tipikor dan Banding 
 
No. 
 
Tahun 
Putusan 
Pengadilan Tipikor 
 
Keterangan Tingkat 
Pertama 
Tingkat 
Banding 
1. 2011 22 3 *sampai dengan 
Mei 2015 2. 2012 38 11 
3. 2013 63 14 
4. 2014 67 13 
5. 2015 66 3 
 
Hasil temuan berdasarkan wawancara dengan responden menunjukkan 
bahwa pola perilaku subkultur suap di pengadilan secara umum memunyai sifat 
pasif dan menunggu. Hal ini, berbeda dengan subkultur suap di lingkungan jaksa 
penuntut umum yang dapat bersifat aktif dan pasif. Di lingkungan hakim, justru 
sebaliknya hakim lah yang ditemui oleh jaksa penuntut umum atau pengacara 
terdakwa bahkan keluarganya untuk meminta supaya memeroleh keringanan atau 
dibebaskan/dilepaskan dari hukuman yang akan dijatuhkan.  
Dalam praktiknya, subkultur suap di lingkungan Hakim Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang sebagaimana diutarakan oleh responden sangat 
bergantung pada sifat dan karakter hakim ketua. Sebab ketua majelis yang 
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memeriksa dan mengadili perkara korupsi tersebut. Seperti kebiasaan yang terjadi, 
apabila terdapat salah satu anggota yang dihubungi oleh pihak terdakwa baik 
pengacara, maupun keluarganya mengenai kasus yang dihadapi kemungkinan 
akan memeroleh bantuan hakim untuk keringanannya. Biasanya hakim anggota 
tersebut mengarahkan untuk berhubungan langsung kepada hakim ketua majelis. 
Hakim anggota tidak berani mendahului memberi komentar untuk menyanggupi 
atau menolaknya, kecuali hakim anggota sudah lama dalam satu tim majelis. 
Selanjutnya, hakim anggota tersebut yang langsung menginformasikan kepada 
hakim ketua.  
Dalam subkultur ini terdapat tipe hakim ketua yang tidak mau 
berhubungan dengan pihak-pihak yang ingin mendekatinya. Ia menyerahkan 
segala sesuatunya kepada hakim anggota tersebut untuk memastikan tetap 
berkordinasi dengannya. 393  Tipe ini jarang ditemukan, sebaliknya hakim ketua 
yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan banyak 
ditemukan. Sehubungan dengan itu, selain jaksa dan pengacara serta keluarga 
terdakwa yang berkepentingan untuk berhubungan dengan hakim ketua, yakni 
Panitera pengganti. Biasanya Panitera pun menjadi pengganti pintu masuk pihak-
pihak  yang ingin berhubungan dengan hakim ketua.    
Subkultur suap di lingkungan hakim dalam dinamika dan prosesnya telah 
memengaruhi dan mengubah sebagian pandangan dan pola sikap Hakim ad hoc. 
Keinginan dan tujuan untuk berbuat jujur, adil, cakap, dan berintegritas moral 
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yang tinggi serta reputasi yang baik394 ke arah sikap dan pandangan serta perilaku 
yang sebaliknya. seperti tidak jujur, tidak adil, tidak cakap, dan integritas yang 
rendah serta reputasi yang kurang baik.  
Hal ini disebabkan luar biasanya kejahatan korupsi (extra ordinary crime) 
bukan saja pada proses dan akibat yang ditimbulkan, namun sebab-sebab 
timbulnya kejahatan yang berasal dari berbagai arah, faktor luar seperti dari 
pengacara, pihak terdakwa, teman dan sahabat yang berusaha melemahkan 
kejujuran, keadilan, integritas moral, dan reputasi yang baik melalui usaha-usaha 
penyuapan. Tindak pidana suap dalam pola pikir hakim tidak boleh dilakukan, 
meski pada kenyataannya hakim secara sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan 
tersebut karena cara ini paling cepat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  
Tindak pidana suap dapat terjadi oleh hakim ketua, hakim anggota, 
Panitera, juga dari keluarga sendiri, seperti isteri, kakak, adik, dan lain 
sebagainya. Semuanya didasari dengan berbagai alasan permintaan disertai 
dengan pemberian sesuatu atau janji. Secara personal tidak mudah bagi seorang 
Hakim ad hoc Tipikor untuk bisa konsisten dan bertahan dengan niat dan tujuan 
semula ketika berikrar kepada diri sendiri untuk menjadi hakim yang jujur, adil, 
dan berintegritas moral yang baik atau pada saat bersumpah kepada negara 
menjadi hakim untuk tidak menerima tindak pidana suap.395  
 Subkultur suap yang terdapat dalam lingkungan hakim tidak gampang 
diabaikan, langsung atau tidak langsung akan terus memengaruhi dan 
melemahkan integritas. Posisi sebagai anggota dalam majelis persidangan dengan 
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 Teks Sumpah Hakim, Pelantikan Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.  
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komposisi 2:1 dua Hakim Karier dan satu Hakim ad hoc atau sebaliknya dua 
Hakim ad hock dan satu Hakim Karier. Apabila kedua hakim cenderung 
melakukan tindak pidana suap, maka yang satu dapat diabaikan karena tidak 
berpengaruh dalam musyawarah. Lebih-lebih lagi, musyawarah untuk sekedar 
menentukan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan. Bagi Hakim ad hoc, 
latar belakang sosial ekonomi hakim yang tidak stabil sebelumnya akan cepat 
memengaruhi perubahan pikiran untuk melakukan tindak pidana suap.  
Keadaan seperti itu dalam suatu majelis secara psikologis telah menjadi 
pergulatan batin yang menguras energi Hakim ad hoc dalam menjalankan 
tugasnya. Antara usaha menegakkan hukum dan keadilan dengan mendengarkan 
putusan hati nuraninya atau mendengarkan putusan perutnya.396 Perkara korupsi 
yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya memunyai kekuasaan dan 
kekayaan cenderung lebih menitikberatkan pada pikiran-pikiran dan sikap-sikap 
hakim untuk menerima tindak pidana suap. 
Hakim dengan kekuasaannya untuk mengadili dan tugas yang berat secara 
personal memunyai hak psikologis, seperti rasa takut, berani, jujur, khilaf, salah, 
dan lainnya. Hakim pun terkait dengan orang-orang terdekatnya, seperti keluarga 
dan lingkungan pendidikannya. Pada titik tersebut terdapat berbagai aspek yang 
dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, ras, etnis, 
agama, pendidikan dan pengalaman, serta lain-lainnya. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan pencerminan pribadinya. 
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 Setidaknya terdapat dua tipe hakim, pertama hakim yang bertanya dengan hati 
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Hasil wawancara dengan ketiga hakim ditemukan adanya pergeseran nilai 
dan pandangan dari sebagian Hakim ad hoc di PengadilanTipikor Tanjungkarang 
yang berjumlah empat orang.  Hal tersebut dilakukan dalam menentukan 
tujuannya sebagai orang yang nonprovit (tidak mencari keuntungan, konsisten, 
jujur, dan berusaha mendekati keadilan) dan profit (mencari keuntungan ; 
pragmatis, situasional, dan mengedepankan keuntungan).397  Tabel 11 berikut ini 
menunjukkan pemetaan subkultur suap di lingkungan Hakim Tipikor. 
Tabel 11 : Pemetaan Subkultur Suap di Lingkungan Hakim Tipikor 
Isu Sebab Akibat 
Kultur hukum 
institusional dengan 
subkultur rasional 
ekonomi 
Kebiasaan yang terus 
berlangsung, tidak berani 
menentang arus. 
Menerima dan mengikuti 
kebiasaan tindak pidana 
suap dan dirasa 
memberikan untung.  
 
D. Aspek Sosiolegal yang Mendorong Bekerjanya Subkultur Prosedural  
dan Subkultur suap dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi 
Hukum dalam perspektif sosiolegal tidak hanya berkaitan dengan hukum 
negara yang berisi ketentuan-ketentuan normatif tentang sesuatu hal yang 
diperbolehkan dan yang dilarang, melainkan cakupannya lebih luas berkaitan 
dengan konsepsi kognitif.  Seperti fokus penelitian ini, yakni tindak pidana suap. 
Hukum negara (Undang-Undang) secara tegas melarang perbuatan tindak pidana 
suap, lebih lagi aparat penegak hukum yang melakukannya. Tindak pidana suap 
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 istilah provit dan non provit untuk membedakan hakim satu dan yang lainnya dalam 
menjalankan orientasi tugasnya. Hakim non Provit adalah hakim menjalankan tugasnya karena 
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seharusnya ringan, tetapi diberi imbalan oleh terdakwa, imbalan tersebut diterimanya. Wawancara 
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yang dilakukan aparat penegak hukum tidak saja merusak sendi-sendi hukum dan 
demokrasi, tetapi lebih dari itu dapat menggagalkan reformasi hukum dalam 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Kenyataannya 
kognisi tentang tindak pidana suap di masyarakat berbeda. Banyak aparat penegak 
hukum yang mempraktikkan tindak pidana suap secara diam-diam.   
Bertitik tolak dari pengetahuan kognitif bahwa pengetahuan seseorang 
bukan berasal dari lingkungan sosial, tetapi interaksi sosial penting sebagai 
stimulus terjadinya konflik kognitif internal pada seseorang. 398 Aspek struktur 
mental seseorang terbagi atas dua aspek, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, 
keterampilan, harapan, dan lainnya dalam kognisi sebagai potensi seseorang untuk 
berperilaku tergolong ke dalam aspek internal. Namun sebaliknya, melakukan 
tindak pidana suap di samping adanya interaksi sosial sebagai aspek lingkungan 
tergolong ke dalam aspek eksternal. Dua aspek ini cukup merepresentasikan 
keterkaitan antarkonteks berfungsi atau tidaknya hukum dari aspek penegak 
hukum (struktur) dan kultur hukum. 
Konsep kognitif dan interaksi sosial aparat penegak hukum dalam proses 
penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana suap aparat penegak hukum 
dalam studi ini. Merujuk pada temuan-temuan yang diidentifikasi dan dipahami 
dari dialog dengan para responden dan informan. Menunjukkan beberapa aspek 
yang dianggap penyumbang kegagalan sistem peradilan tindak pidana korupsi dan 
ketidakberdayaan mencegah tindak pidana suap antara lain sebagai berikut: (1) 
pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum, (2) moral dan spiritual 
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aparat penegak hukum, (3) kultur hukum masyarakat, (4) keteladanan, (5) 
mentalitas aparat penegak hukum. Keempat aspek tersebut dapat disebut sebagai 
persoalan jati diri (integritas). 
1. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum 
Bertitik tolak dari praktik prosedural hukum dan praktik suap dalam 
penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dipaparkan sebelumnya 
dapat diketahui bahwa bukan saja penguasaan ilmu, melainkan juga sistem 
pengetahuan hukum pidana aparat penegak hukum yang diperlukan.  
Umumnya selama ini aparat penegak hukum memahami sistem 
pengetahuan hukum pidana sebagai pelajaran hukum pidana yang ditelaah dan 
menganut tradisi hukum modern (Barat). Hukum pidana sebagaimana telah 
diajarkan selama ini sebagai penerapan dan pelaksanaan asas legalitas, yakni 
aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur ada tidaknya peraturan 
perundang-undangan sebagai keseluruhan hasil proses peradilan yang berakhir 
pada putusan pengadilan. 
Konsep hukum seperti itu memahamkan hukum sebagai teknis prosedural, 
yakni hukum sebagai perintah-perintah yang dirumuskan dalam bunyi pasal-pasal 
undang-undang yang berlaku, seperti KUHP, KUHAP, dan UUTPK beserta 
undang-undang lainnya. Penerapan dan pelaksanaan undang-undang dengan cara 
memilih dan memilah aturan hukum yang dianggap cocok untuk diterapkan dalam 
suatu kasus tindak pidana tertentu.  
Dengan kata lain, bekerjanya hukum dalam penerapan dan pelaksanaannya 
didasarkan pada ada atau tidaknya norma-norma dalam ketentuan undang-undang. 
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Ketaatan pada asas legalitas menjadi standar kebenaran dan kepastian hukum 
yang objektif. Pengetahuan hukum aparat penegak hukum berjarak dengan hukum 
yang hidup di masyarakat. 
Aparat penegak hukum tidak kontekstual dengan sosiokultural dan 
keyakinan serta pandangan  hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, 
pengetahuan tentang nilai-nilai sangat kering terhadap moral, agama, dan kultur 
masyarakat. Aparat penegak hukum menggunakan teori-teori normatif yang 
kebenarannya dianggap sudah jelas (dengan sendirinya).  Oleh karena itu, hal 
yang dianggap sudah jelas tidak perlu lagi memerlukan penjelasan atau 
pembuktian lain. Pengetahuan dan pemahaman hukum aparat seperti itu 
berkatagori empiris dan legal positivis. 
Apa yang dipahami secara konseptual sebagai ilmu hukum pidana tidak 
dapat lepas dari usaha-usaha pengembangan dalam kaitannya dengan penegakan 
hukum pidana. Erat kaitannya cara mengatur perilaku manusia, yakni adanya 
kegiatan penggagasan landasan berpikir baru untuk memecahkan permasalahan 
yang tengah dikaji dengan jawaban yang  semakin baik, tepat, dan cermat. 
Konsep hukum sebagaimana dipahami oleh aparat penegak hukum baik 
yang diketahui, maupun tidak memberikan landasan berpikir yang dapat 
diperjelas dengan mengidentifikasi konsep hukum yang sebenarnya bertemali erat 
dengan persoalan paradigma sejarah yang mengalami pergeseran. Dengan 
landasan berpikir pada paradigma yang baru, diharapkan munculnya cakrawala 
ilmu hukum pidana yang semakin diperluas dan diperbarui terutama terkait 
dengan persoalan penegakan hukum pidana.  
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Menempatkan ilmu hukum pidana dan penegakan hukum pidana dalam 
kajian paradigmatik menjadikan pengembanan ilmu hukum pidana secara 
teoretikal dan praktikal kembali mengalami pencerahan. 399  Paradigma sebagai 
sistem filosofis yang meliputi, ontologi, epistemologi, dan metodelogi dalam 
penggunaan ilmu hukum pidana dan penegakan hukumnya menawarkan model 
permasalahan dan pemecahannya kepada aparat penegak  hukum. Dengan kata 
lain, paradigma baru bertujuan untuk menggeser pemikiran lama yang telah 
terlanjur mapan, namun tidak lagi mampu menjawab berbagai persoalan 
kontemporer. 
Oleh sebab itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu hukum pidana 
dan penegakannya tidak lepas dari konteks pengetahuan dan pemahaman tentang 
konsep ilmu hukum pidana tersebut untuk dibaca dan ditegakkan. Artinya, 
bagaimana membuat hukum pidana bisa mengakomodasi kultur dan pandangan 
hidup masyarakat Indonesia dalam konteks sistem hukum nasional. Termasuk 
mempersoalkan metode hukum pidana dan status hukum pidana sebagai 
pengetahuan (epistemologi).  
Ilmu hukum pidana bagaimana seharusnya dibaca, diterapkan, dan 
ditegakkan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman latar sosiokultural dan 
akar religiositas hukum serta pandangan hidup masyarakat Indonesia dengan 
kehidupan Pancasila. Sebab itu, pilihan untuk menggunakan cara berpikir hukum 
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Barat atau cara berpikir hukum modern yang melandasi pemikiran hukum pidana 
di Indonesia menjadi positivisme hukum penting untuk dikritisi. 
Ilmu hukum pidana Indonesia perlu diletakkan dalam konteks sebagai 
ilmu hukum pidana dan penegakan hukumnya untuk menghasilkan kebenaran dan 
keadilan yang merupakan kajian paradigmatik. Kajian yang perlu dikembangkan 
dalam kehidupan berhukum aparat, khususnya dalam penegakan hukum tindak 
pidana korupsi. Selama ini pemikiran hukum aparat berada dalam tradisi lama, 
sehingga mengabaikan perubahan yang dibutuhkan untuk menangkap nilai-nilai 
keadilan yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan pemikiran (pemahaman) baru 
oleh aparat penegak hukum. Hal yang dimaksud ialah ilmu hukum pidana yang 
terintegrasi dengan moral dan dipahamkan sebagai hukum nonpositivisme, yakni 
hukum bukan hanya sebagai realita yang naif, apa adanya, reduksi, generalisasi, 
melainkan kritis dan subjektif.  Sebab ada bagian-bagian hukum yang tidak bisa  
dijelaskan oleh intelektual manusia, tetapi memerlukan subjektivitas moral untuk 
memahamkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam ilmu hukum pidana 
sebagai kontrol intelektual, moral dan kontrol diri. Keduanya dalam interelasi 
dialektis sebagai pemikiran hukum pidana yang kontekstual dengan rambu-rambu 
sistem hukum nasional dan konteks kekinian. 
2. Moral dan Spiritual  
Keberhasilan dalam menegakkan hukum pada dasarnya bergantung pada 
sejauh mana aparat mampu mengemban, menjalankan tugas, dan wewenangnya 
dengan penuh tanggung jawab dan profesional.  Dalam rangka menerapkan dan 
melaksanakan hukum secara benar dan adil. Aparat yang memunyai moral dan 
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spiritualnya yang baik tentu akan melakukan tugas dan kewenangannya dengan 
sungguh-sungguh. Sebaliknya aparat penegak hukum yang tidak bermoral dan 
spiritualnya tidak baik, akan tercermin dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya yang cenderung mengarah kepada ketidaksungguhan, tidak jujur, 
dan tidak bertanggung  jawab. 
Realitas moral dan spiritual400 aparat penegak hukum dalam lingkungan 
kehidupan sosial institusi memunyai pandangan dan pemahaman yang beragam. 
Hal tersebut menjadi kendala internal bagi usaha-usaha perbaikan kultur institusi 
yang mengarah pada tercapainya penegakan hukum yang adil.   
Moral dan spiritual aparat dalam pencegahan tindak pidana suap dalam 
penanganan tindak pidana korupsi dianggap tidak berdaya menghadapi praktik 
hukum modern. Praktik subur hukum prosedural dan tindak pidana suap telah 
menjadikan hukum bukan hanya sarana pencegahan dan penegakan hukum, 
melainkan telah direduksi sebagai sarana mendapatkan keuntungan pribadi. 
Fenomena tersebut telah mengakar dalam kehidupan hukum dan memengahi 
kehidupan aparat dalam melaksanakan penegakan hukum.  
Merujuk pada model Pluralisme Hukum Masaji Chiba yang menjadikan 
moral dan spiritual sebagai bagian dari hukum agama masyarakat Indonesia, 
selain hukum negara (hukum modern). Menjadi penting kedudukannya dalam 
memperkokoh dan memperjelas fondasi sistem hukum nasional (Pancasila) 
sebagai cita hukum Indonesia dibandingkan fondasi sistem hukum modern 
(Barat). 
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tunduk pada petunjuk dan tuntunan agama. 
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Model pluralisme hukum yang dimaksud mempertimbangkan secara 
eksplisit  nilai-nilai dan realitas sosial yang terstruktur dalam Pancasila dan 
menolak membedakannya dengan hukum yang ketat. Moral dan spiritual 
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus cerminan hukum di 
Indonesia. Oleh karena itu, aspek moral dan spiritual penting menjadi parameter 
utama sistem hukum nasional (Pancasila).  
Model plularisme hukum menghendaki manusia Indonesia konteks ini, 
khususnya (penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim) selaku 
penyelenggara negara di bidang penegakan hukum. Sebagai upaya melaksanakan 
aktivitasnya dan melaksanakan hukum agama dengan pemahaman dan pandangan 
yang tidak lepas dari konteks Pancasila yang berbeda dengan manusia modern 
dalam arti hukum Barat. Oleh karena itu, merujuk pada terminologi Afzalur 
Rahman 401  digunakan untuk menerangkan model pluralisme hukum dengan 
terminologi modern dan moral spiritual.  Perbedaannya terlihat dalam tabel 12 
berikut ini. 
Tabel 12: Perbandingan Manusia Indonesia dengan Hukum Modern 
Barat dan Hukum Nasional (Indonesia) 
 
 Manusia Indonesia dan Hukum 
Modern (Barat) 
 Manusia Indonesia dan Hukum 
Pancasila (Nasional) 
 Materialisme, Utilitarianisme, 
Pragmatisme 
 Moral dan Spiritual 
1 
 
Cara berpikirnya melulu urusan  
dan kepentingan dunia. Tidak 
ada penguasa tertinggi, selain 
kekuatan duniawi serta 
menghabiskan hidupnya 
1 Cara berpikirnya tunduk dan 
patuh kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, mengetahui segala yang 
tersembunyi dan yang tampak. Ia 
menghabiskan kehidupan dengan 
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berpikir bahwa ia tidak 
bertanggung jawab pada 
kekuasaan yang bersifat super 
natural. 
keyakinan bahwa ia akan 
mempertanggungjawabkan semua 
ketaatan dan keingkarannya 
kepada Tuhan. 
2 Memandang bahwa kehidupan 
ini adalah kehidupan yang 
sesungguhnya dan menganggap 
keuntungan darinya adalah 
keuntungan hakiki dan 
kerugiannya juga kerugian yang 
hakiki. Oleh karena itu, 
keuntungan dan kerugian 
duniawi merupakan kriteria 
utama baginya untuk 
menentukan apa yang harus 
dilakukan atau tidak. 
2 Menganggap bahwa kehidupan 
dunia sebagai tingkat awal 
kehidupan hakiki manusia. 
keuntungan dan kerugian yang 
dirasakan pada tingkat ini hanya 
bersifat sementara. Ia 
memutuskan tiap tindakannya 
berdasarkan pada keuntungan 
sejati yang akan dirasakan setelah 
kehidupan setelah kematian. 
3 Tidak mengikuti aturan moral 
yang hakiki, tetapi menciptakan 
aturan moral sendiri yang 
sesuai dengan kebutuhan dan 
permintaan atas waktu dan 
tempat. 
3 Memandang nilai moral dan 
spiritual lebih penting dari pada 
keuntungan materi dan kerugian 
moral spiritual, lebih berbahaya 
dari pada kerugian materi.  
4 Menganggap moral dan 
spiritual tidak penting jika 
dibandingkan dengan 
keuntungan material, dan juga 
menganggap tidak penting 
kerugian moral dibandingkan 
kerugian materi. 
4 Mengikuti aturan moral yang 
hakiki yang tidak dapat diubah 
sesukanya untuk disesuaikan 
dengan keinginan dan tujuan diri 
sendiri.  
 
 
Dalam Alquran 402  terminologi perilaku hukum modern disebut fujur 
(buruk/tidak bermoral), sedangkan golongan kedua disebut taqwa 
(baik/bermoral).403  Dua pemikiran dan sikap hidup ini bertentangan satu dengan 
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 Afzalur Rahman, Tuhan Perlu Disembah, Eksplorasi Makna dan Manfaat Sholat bagi 
Hamba, Terj.Daud Rasyid (Jakarta:Serambi,2001), hlm.81-82. 
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 Lihat Qur‘an Surat Asy Syams (Matahari) ayat 8 ―fa‟alhamahaa fujuurohaa 
wataqwahaa (Allah mengilhamkan kepada hati dua pilihan kejahatan (fujur) dan kebaikan 
(taqwa).H.Zaini Dahlan, Qur‟an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta:UII Press,1999), 
hlm.1108. 
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lainnya tidak hanya terkait dengan kehidupan individu,  tetapi juga pada 
kehidupan sosial.  
Institusi penegak hukum yang terdiri atas aparat-aparat penegak hukum 
apabila tidak berpedoman pada moral dan spiritual (bersifat fujur) atau 
mayoritasnya mengabaikan moral spiritual. Serta dipimpin oleh seorang  
pemimpin yang juga tidak mempunyai moral spiritual, maka akan menghasilkan 
kultur penegak hukum yang mengabaikan moral dan spiritual. Semua aspek 
kehidupan dalam institusi ini akan dipengaruhi oleh sifat tidak bermoral dalam 
seluruh aktivitasnya. 
Sebaliknya, apabila institusi penegak hukum di dalamnya terdiri atas 
orang-orang yang bermoral dan spiritual (taqwa) dan dipimpin oleh pemimpin 
yang memunyai moral dan spiritual. Untuk itu, seluruh aspek kehidupan dalam 
perilaku sosialnya akan mengikuti aturan moral dan hukum yang benar.  
Manusia modern adalah tahap terakhir dan mengandung semua yang 
diperlukan untuk perkembangan kapasitas manusia sepenuhnya. Oleh karena itu, 
Vico dalam Bikhu Parekh404 memerikan prinsip penuntun karena secara umum hal 
itu berada dalam keselarasan antara, akal dan agama. Akal budi hanya 
menawarkan pengetahuan dunia sekuler. Tidak mungkin memberi inspirasi 
perbuatan luhur dan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Agama 
mengungkapkan kebenaran moral dan spiritual yang tidak dapat ditemukan oleh 
akal budi. 
                                                             
404
 Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism, Terj.CB.Bambang Kukuh Adi 
(Yogyakarta:Kanisius,2008),  hlm.80-81. 
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Menurut model hukum Tripatrit Masaji Chiba dalam keberlakuan hukum 
modern, aparat penegak hukum yang berpikir moral dan spiritualitas dalam 
kerangka hukum Pancasila memunyai kewajiban untuk menghidupkan moral dan 
spiritual. Supaya dapat dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan hukum di 
Indonesia. Moral dan spiritual merupakan hal yang spesifik yang menjadi tugas 
agama-agama yang ada di Indonesia. Sebagaimana telah dimandatkan oleh 
GBHN 1988, bahwa semua golongan yang beragama dan berkepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara terus menerus dan bersama-sama 
meletakkan landasan etik, moral, dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan dan 
pembangunan hukum nasional sebagai pengamalan Pancasila.405  
Aparat penegak hukum sebagai individu ataupun komunitas hukum adalah 
representasi kultur hukum. Aparat penegak hukum sebagai subjek utama 
perubahan dan perbaikan kultur memunyai potensi kognitif untuk membebaskan 
diri dari keterikatan praktik hukum modern yang telah berlangsung dalam jangka 
waktu lama. Penanganan tindak pidana korupsi cenderung tidak terkendali, 
sehingga aparat penegak hukum tersesat oleh pemikirannya. Penyidik polisi dan 
jaksa penuntut umum dapat melakukan  tebang pilih dalam menentukan 
tersangka/terdakwa hanya karena kepentingan materi. Kedua (aparat) ini dapat 
melakukan tindakan membatasi jangkauan hukum terhadap pejabat atau orang 
penting yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya pun dapat 
melakukan tindakan hukum menyimpan makna hukum, sehingga kebenaran kasus 
menjadi samar-samar. Akan tetapi, keduanya pun berwenang memberatkan 
                                                             
405
 Sutarman, Winata Sairin, Ioanes Rakhmat, Fundamentalisme Agama-Agama dan 
Teknologi, (Jakarta:BPK.Gunung Mulia,11996), hlm. 64. 
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kesalahan rakyat sipil dibandingkan pejabat/orang yang dipentingkan. Di pihak 
lain, hakim dengan kewenangannya dapat memanfaatkan ancaman berat atau 
ringannya pidana untuk mendapatkan materi dari pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap perkara tersebut. 
Model pluralisme hukum dalam pemaparan tersebut dapat digunakan 
aparat untuk mengembangkan cara berpikir hukum dalam memahami dunia 
eksperiensial dan intelektual penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan 
tindak pidana korupsi membutuhkan aparat penegak hukum yang memunyai 
kontrol intelektual dan kontrol moral. Dengan kata lain, pengembangan aspek 
moral dan spiritual dalam cara berpikir dan berhukum aparat akan menuntun 
bekerjanya hukum pada tindakan hukum yang benar dan baik.  
3. Kultur Hukum Masyarakat 
Penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, 
kenyataannya sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya. Praktik prosedural 
hukum dan praktik tindak pidana suap aparat dalam penegakan hukum tindak 
pidana korupsi telah menyebabkan penegakan hukum tidak adil (unjustice) dan 
memihak (dependent). Realitas ini menggambarkan praktik hukum modern dirasa 
telah menimbulkan beban dan memberi efek ketidakpercayaan masyarakat.   
Menelusuri praktik prosedural dan praktik tindak pidana suap aparat 
penegak hukum yang tidak lepas dari praktik hukum modern yang selama ini 
dijalankan, yakni merasionalkan segalanya untuk kepastian Undang-Undang. 
Hukum modern yang dirujuk bukan berasal dari hukum yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat Indonesia, melainkan dari kehidupan sosiokultur 
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Barat. Hukum modern sebagai hukum liberal kemudian menjadi pascaliberal 
bukanlah sejarah masyarakat Indonesia. 406  
Sifat-sifat hukum modern yang liberal, formalistik  materialistik, 
menceraikan hukum dan moral/agama, hedonis dan konsumtif (mengutamakan 
kebutuhan jasmani)  telah memunculkan fragmentasi kehidupan masyarakat 
Indonesia. Mengasingkan nilai-nilai sosiokultur dan hukum manusia Indonesia. 
Praktik prosedural hukum dan praktik tindak pidana suap dalam dunia penegakan 
hukum hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang, sebaliknya 
menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Oleh karena itu,  nilai-nilai kultur 
hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai luhur kultur masyarakat Indonesia 
ini tidak boleh luntur karena pengaruh sikap-sikap yang merasionalkan segala 
cara. 
Penyemaian dan penanaman nilai-nilai kultur hukum dalam sistem hukum 
nasional atau sistem hukum nasional (?) semestinya dimaknai dan dihayati secara 
mendalam tidak hanya untuk dirasionalkan. Selama ini, Pancasila telah 
disalahgunakan sebagai perisai pejabat Orde Baru sebagai metode indoktrinasi.407 
Dalam praktiknya, Pancasila dimanfaatkan untuk menutupi kejelekan seperti, 
korupsi dan ketidakadilan lainnya. Pancasila hanya menjadi slogan kosong. 408   
Sistem hukum nasional harus menjadi pijakan untuk membangun kembali sistem 
hukum pidana Indonesia yang berbasis pada Pancasila dengan penegasan, yaitu 
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 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta:Kompas Media 
Nusantara,2010), hlm.40. 
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 Doni koesoema A, Pendidikan Karakater, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 
(Jakarta:Grasindo,2007),  hlm,207 
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 Yosef Lalu Pr, Makna Hidup dalam Terang Iman Katolik 1, Manusia Menggumuli 
Makna Hidupnya (Yogyakarta:Kanisius, 2010), hlm.115-116. 
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(1) filsafat, teori, dan ilmu hukum baru yang memiliki, (2) landasan religiusitas, 
moral, dan spiritual manusia Indonesia bahwa hukum hendaknya mengabdi 
kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia. 
Bertitik pangkal pada kemanfaatan aspek filsafat, teori, dan ilmu hukum 
pidana serta religiusitas moral spiritual manusia Indonesia dalam usaha 
membangun kembali sistem hukum nasional. Merujuk pada Barda Nawawi Arief, 
tentang perlunya pendekatan ilmu hukum pidana dalam penegakan hukum409 dan 
pendekatan religius dalam pembaruan penegakan hukum dalam konteks sistem 
hukum dan sistem pembangunan hukum nasional.410     
Dalam konteks pendekatan yuridis yang berwawasan kebijakan 
pembangunan nasional, berwawasan atau pendekatan yuridis kontekstual kultural, 
dan pendekatan religius atau pendekatan yuridis ilmiah religius. Dalam 
pembaruan sistem penegakan hukum nasional/sistem hukum nasional, maka 
dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi atau sistem penegakan tindak 
pidana korupsi pada hakikatnya keseluruhan proses peradilan dari tahap 
penyidikan, penuntutan, dan mengadili harus menjadi bagian atau merupakan 
upaya menunjang  tercapainya tujuan, visi, dan misi pembangunan nasional. Demi 
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 Pendekatan keilmuan hukum sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami 
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terwujudnya sistem penegakan hukum nasional. Penegakan hukum tindak pidana 
korupsi harus berada dalam konteks keindonesiaan dalam arti tidak hanya 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum pidana positif saja, 
melainkan harus memperhatikan rambu-rambu proses peradilan (penegakan 
hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. 
Rambu-rambu umum penegakan hukum dan keadilan dapat dijumpai 
dalam UUD 1945, KUHAP Nomor 8 tahun 1981, dan UU Kekuasaan Kehakiman 
nomor 48 tahun 2009, antara lain sebagai berikut. 
a) UUD 1945 
- Pasal 18 ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI. 
- Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
memegakkan hukum dan keadilan. 
- Pasal 28 D Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum. 
b) KUHAP 
- Dalam konsideran menimbang huruf a. bahwa negara Republik 
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945. 
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- Penjelasan angka 3.  Oleh karena itu, undang-undang ini yang 
mengatur tentang hukum acara pidana nasional wajib didasarkan 
pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Maka 
sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat 
tercermin asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap 
keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan 
dalam UU Kekuasaan Kehakiman. 
b) UU Kekuasaan Kehakiman 
- Pasal 2 ayat (1) peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.  Ayat (2) peradilan negara menerapkan dan menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 
- Pasal 4 ayat (1), pengadilan mengadili menurut hukum dengan 
tidak membeda-bedakan orang. 
- Pasal 50 ayat (1), putusan pengadilan selain harus memuat alasan 
dan dasar putusan tersebut juga memuat pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
- Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. 
Merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UUD 1945, 
KUHAP, dan UU Kekuasaan Kehakiman memunyai makna bahwa penegakan 
hukum pidana tidak hanya berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud 
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dalam asas legalitas formal Pasal 1 KUHP (sesuai pemahaman selama ini).  Akan 
tetapi, bersumber juga pada hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, 
dan kebiasaan sebagai nilai-nilai kultur luhur yang ada dimasyarakat. 
Kepastian hukum sebagai implikasi tindakan hukum aparat penegak 
hukum selama ini telah dipahami secara sempit sebagai kepastian undang-undang. 
Pendekatan pemikiran hukum nasional dalam penegakan hukum merujuk dan 
memaknai ketentuan hukum (pada pemaparan sebelumnya).  Cenderung lebih 
mengutamakan keseimbangan antara hukum dan keadilan. Keseimbangan hukum 
dan keadilan dalam penegakan hukum ini menjadi tujuan sistem hukum Pancasila.   
Dalam konteks pendekatan religius atau pendekatan yuridis ilmiah 
religius, 411  sesungguhnya merujuk pada Pasal 4 UU No. 48 tahun 2009 
sebagaimana telah disebutkan, Pasal 8 ayat (3) UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 
demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaksa 
melakukan penuntutan berdasarkan alat bukti yang sah.  Hal Ini berarti, tidak ada 
sekulerisme dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dan 
keadilan tidak hanya berdasarkan pada tuntunan UU,  tetapi berdasarkan tuntunan 
Tuhan. 
Surat dalam Alquran terdapat perintah untuk menegakkan keadilan yang 
ditegaskan dalam beberapa surat antara lain. 
a) QS An Nisa:58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan 
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 Pendekatan juridis ilmiah relegius adalah pendektan yang berorientasi pada ilmu 
hukum pidana dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif. Istilah lainnya 
pendekatan  ilmu hukum berketuhanan. Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan Hukum dan 
Pendekatan Relegius, Op.Cit. hlm.71.  
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(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
b) QS An Nisa:135 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, 
jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu- bapak 
dan kaum kerabatmu. 
c) QS Al Maidah:8  yang artinya dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.  
d) QS Al Maidah:42 yang artinya dan jika kamu memutuskan perkara 
mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 
e) QS Asy Syuura:15 yang artinya aku beriman kepada semua kitab yang 
diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara 
kamu.  
Upaya mentransformasi pengetahuan dan pemahaman tentang pendekatan 
berpikir hukum yang kontekstual dengan sistem hukum nasional yang berbasis 
moral,  sosial, dan religius. Esensinya aparat penegak hukum sedang dan 
berupaya membangun (mengembangkan dan menghidupkan) kultur hukum 
nasional yang mulai hilang akibat para penyelenggara negara semakin jauh 
meninggalkan kebiasaan baik. Sebaliknya melakukan penyalahgunaan kekuasaan 
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dan jabatan, melakukan penyelewengan, dan korupsi hanya untuk memenuhi gaya 
hidup hedonis, kapitalistik, dan konsumeristik. 
Institusi penegak hukum semestinya lebih fokus pada masalah moral dan 
etika profesi supaya tidak terjebak pada kehidupan modern yang menghalalkan 
segala cara untuk memudahkan memenuhi kebutuhan pribadi.  Sehingga saling 
korupsi, antar aparat berebut untuk menangani kasus korupsi yang besar oleh 
pejabat negara maupun pengusaha. Dengan demikian, hasil penanganan kasus 
tersebut bisa dikorupsi kembali oleh aparat penegak hukum.  
Kultur hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila perlu 
disemai dan ditanam secara baik dan benar, positif dan konstruktif melalui 
pemikiran yang mencerminkan ilmu hukum pidana dan kultur hukum nasional 
(Indonesia). Aparat penegak hukum harus memiliki pemikiran hukum yang 
mengedapankan prinsip-prinsip atau asas-asas penegakan hukum yang adil dan 
tidak memihak untuk menjadi pemandu dalam menentukan tindakan hukum yang 
patut atau tidak patut, adil atau tidak adil, dan benar atau salah. 
4. Keteladanan 
Indek persepsi korupsi dunia yang buruk terhadap Indonesia dan 
penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak adil dan memihak. Melalui 
praktik hukum prosedural dan tindak pidana suap telah menyebabkan masyarakat 
kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum 
hanya berlomba untuk meningkatkan kemakmuran pribadi, memperkaya diri 
dengan mengumpulkan harta benda (materi) sebanyak mungkin. Sehingga, 
mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta moral dan spiritual yang 
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ingin diwujudkan dalam sistem hukum nasional yang dasar filosofinya berasal 
dari nilai-nilai  Pancasila. Bila hal tersebut terus berlangsung, maka akan 
menimbulkan krisis kepercayaan akibatnya  masyarakat kehilangan panutan dan 
keteladanan. 
Contoh positif yang harus ditunjukkan oleh aparat penegak hukum sebagai 
upaya penerapan dan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak melalui 
kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan tersebut antara lain, mentransformasikan 
ilmu hukum pidana dan moral secara benar, objektif, dan konstruktif, serta 
transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut, menjadi kunci sukses  bagi 
perbaikan kultur hukum institusional sebab masyarakat melihat dan menyaksikan.  
Selama ini terjadi proses asimilasi dan akomodasi antar anggota, antar pimpinan 
dengan anggota pada hal-hal yang bersifat negatif. Seperti apa  yang sedang 
berlangsung saat ini, yakni  model praktik tindak pidana suap dengan berbagai 
modus. 
Memberikan contoh yang baik dalam aktivitas penegakan hukum dalam 
kehidupan sehari-hari merupakan hal penting dalam institusi. Aspek keteladanan 
ini penting untuk mengubah aparat supaya mengambil dan mencontoh hal-hal 
positif yang dilakukan pemimpinnya. Pemimpin atau aparat penegak hukum yang 
baik menurut James M. Kouzes dan Barry Z. Posner dalam M.Alfan Mahyudin 
ialah dapat memberikan teladan yang baik melalui: (1) pemberian contoh (cara), 
(2) inspirasi visi bersama, (3) menantang proses, (4) memungkinkan orang lain 
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bertindak, (5) menyemangati jiwa. 412    Konsistensi atau ketaatan yang terus 
menerus tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan termasuk keteladanan. 
Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak dapat dicapai bila di dalam 
institusi terdapat keteladanan dari pemimpin yang adil, jujur, amanah, dan cerdas 
(intelegensi, emosi, spiritual, sosial dan kultural).413  
5. Mentalitas Aparat Penegak Hukum 
Pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas penting di Indonesia 
karena dalam praktiknya aparat penegak hukumlah yang melakukan tindak pidana 
suap tersebut. Terdapat lima faktor yang menentukannya dalam konteks 
penegakan hukum, yaitu 1) hukum, 2) penegak hukum, 3) kesadaran hukum, 4) 
kultur hukum, dan 5) fasilitas hukum. Kelima komponen tersebut merupakan 
bagian integral sistem penegakan hukum. Akan tetapi, komponen yang paling 
utama untuk terciptanya penegakan hukum, yakni penegak hukum itu sendiri. 414  
Menurut Pasal 2 KUHP bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan 
Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam 
wilayah Indonesia. Bermakna bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama 
di dalam hukum. UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(machstaat). Hal itu menunjukkan bahwa negara RI  adalah negara hukum yang 
demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi 
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manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya. 
Kenyataannya, hukum berbeda dalam penerapan dan perlakuannya. Bagi 
penguasa dan pejabat sulit diterapkan, sebaliknya untuk rakyat kecil gampang 
diterapkan.415 Semua itu tidak lepas dari penegakan hukum yang tidak adil dan 
memihak kepada kepentingan yang mengagungkan materi. Akibatnya, banyak 
kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan dan hasilnya tidak memuaskan 
banyak pihak  atau merugikan pihak lain.416 
Mentalitas manusia Indonesia yang menghambat kemajuan relevan dengan 
situasi masa kini, menurut Koentjoroningrat dapat digolongkan menjadi empat 
mentalitas, yaitu (a) mentalitas suka menerabas/mengambil jalan pintas 
(instan/tidak mau bersusah payah), (b) mentalitas meremehkan mutu 
(mengutamakan formalitas), (c) mentalitas tidak percaya pada diri sendiri (meniru 
dan reaktif), dan (d) mentalitas mengabaikan tanggung jawab (maunya bertindak 
sendiri).417  Istilah yang tepat untuk kondisi mental manusia Indonesia saat ini 
ialah mental inlander atau mental jajahan. Maksud mental peninggalan penjajah 
Belanda merupakan suatu kondisi jiwa, sikap, dan prilaku yang selalu 
menganggap Barat itu baik, maju, modern, dan pantas.418 Sebaliknya dari kultur 
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 Bandingkan tindakan hukum aparat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan 
karakter mentalitas menggampangkan hukum, dan karakter mentalitas menjauhkan jangkauan 
hukum, seperti dalam paparan subbagian awal di atas. 
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 Oksidelfa Yanto, Mafia Hukum: Membongkar, Ibid. hlm.17. 
417
 Koentjoroningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta:Gramedia 
Pustaka Utama,1992) hlm.45. 
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 Mental Inlander, http://www.diskusilepas.com/2014/02/mental-inlander.html. Di akses, 
tanggal 10 November 2015. 
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negara dan bangsanya selalu dianggap buruk, kolot, primitif, ketinggalan zaman, 
terbelakang, dan tidak pantas. Dengan kata lain, mental inlader adalah perasaan 
rendah diri sebagai bangsa Indonesia.  
Harus diakui bahwa penjajah  telah mampu menciptakan mental inlander 
bangsa ini. Bukan hanya mengeruk kekayaan alam, melainkan merusak mental 
anak bangsa hingga cucunya.  Dampaknya, sehebat apa pun kita sebagai bangsa 
Indonesia selalu akan terbelakang dan belum mampu berkembang. Kita menjadi 
bangsa yang selalu tertinggal untuk melakukan perbaikan jauh ke depan. Dalam 
dunia akademis, sudah saatnya lembaga pendidikan hukum membentuk benih-
benih ilmu hukum untuk disemaikan, diagungkan, dan dibanggakan. Sehingga 
pemikiran hukum Barat (hanya) menjadi perbandingan bahkan sebaiknya sudah 
ditinggalkan.  
Sudah cukup banyak pemikiran-pemikiran orisinal akademisi dan praktisi 
ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu agama yang lebih utama untuk dirujuk dan 
disempurnakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia secara 
keseluruhan. Dampak membanggakan dan mengagungkan pemikiran Barat, telah 
menciptakan sekulerisme berpikir, mengabaikan nilai-nilai sosiokultural yang 
hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang wajar 
dalam dunia penegakan hukum di Indonesia apabila mentalitas aparat penegak 
hukum hanya berorientasi pada materi dan bukan pada tujuan pembangunan 
hukum nasional. 
Model mentalitas tersebut, seperti terjadi dalam praktik penegakan hukum 
tindak pidana korupsi. Bagi aparat penegak hukum saat memandang adanya 
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tindak pidana korupsi langsung pikirannya menerawang, membayangkan 
kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dikorupsi oleh 
pelaku. Pikirannya tidak sampai pada dampak kerugian negara yang 
menyebabkan hilangnya hak-hak ekonomi dan pembangunan masyarakat akibat 
korupsi tersebut. Aparat lebih fokus pada pelaku yang diperkirakan akan 
memberikan sejumlah uang atau janji untuk meringankan perbuatannya. Sehingga 
cara berpikir hukumnya menjadi reduktif dan menyesatkan. 
Memperbaiki model mental seperti itu memerlukan kekuatan psikis yang 
berlipat ganda melalui perubahan kebiasaan mental (mindset) yang 
dikelompokkan ke dalam tiga mentalitas, yaitu (1) mentalitas visioner, yaitu 
kemampuan memandang ke depan melalui pemikiran sistemis dan keluasan 
wawasan, (2) mentalitas penuh konsistensi, yaitu mentalitas yang membiasakan 
cara kerja, pikiran, kebijakan, dan tindakan untuk mengakumulasi pengetahuan, 
dan tindakan yang terstruktur dalam upaya tujuan yang lebih besar, dan (3) 
mentalitas disiplin, yaitu konsistensi antara kemauan dan tindakan yang akan 
dicapai.419 
 
 
 
 
 
 
                                                             
419
 Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko,Ed, Reinventing Indonesia, Menemukan 
Kembali Masa Depan Bangsa ( Jakarta:Mizan,2008), hlm.159. 
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BAB IV 
KONSEP DAN STRATEGI  PENCEGAHAN TINDAK PIDANA SUAP 
 YANG MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM 
 DI WILAYAH PENGADILAN TIPIKOR TANJUNGKARANG  
 
  
A. Pengantar 
Bagian awal bab ini menyajikan konstruksi mental dan tindakan hukum 
aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim) pada 
beberapa aktivitas tindakan hukum aparat dalam penanganan tindak pidana 
korupsi. Seluruhnya menggambarkan mentalitas penegakan hukum tindak pidana 
korupsi dalam subkultur prosedural dan subkultur suap. Dalam ranah ilmu hukum 
berada dalam naungan paradigma positivisme.  
Temuan diperoleh melalui wawancara, selain itu diperoleh dari bahan 
hukum  yang dianalisis dengan metode refleksi dan interpretasi hermeneutika Paul 
Ricoeur. Interpretasi  hermeneutika berfungsi untuk menemukan makna di dalam 
teks dan di luar teks, juga berfungsi untuk merefleksikan makna kehidupan 
faktual.420  Kedua makna tersebut dalam pemahaman terhadap beberapa tindakan 
hukum aparat melahirkan pemikiran filosofis untuk disusun ke dalam sebuah 
konsep ilmu hukum pidana dan moral dalam konteks penegakan hukum tindak 
pidana korupsi yang adil dan tidak memihak. Dalam kerangka sistem hukum dan 
pembangunan hukum nasional sudah saatnya mendapat prioritas utama dalam 
pembahasan  ke dalam cara berpikir dan tindakan hukum aparat dalam 
penanganan tindak pidana korupsi.  
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Lihat, F.Budi Hardiman, Seni Memahami, Hermeneutik dari Schleiermacher sampai 
Derrida (Yogyakarta:Kanisius,2015), hlm.243. 
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Ilmu hukum pidana dan moral sebagai cara berpikir integral digunakan 
untuk merekonstruksi cara berpikir hukum aparat dan berfungsi memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas nilai dan produk tindakan hukum yang adil dan tidak 
memihak. Dengan demikian,  dapat terbentuk kultur hukum yang  dapat 
mencegah  tindak pidana suap. Dalam pemaknaan legal konstruktivisme 
bahwasannya setiap individu (aparat penegak hukum) memiliki kemerdekaan dan 
aktif mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas eksperensial yang ada padanya. 
Menerapkan dan melaksanakan hukum pun sebagai bagian dari proses 
mengkonstruksi hukum. Dengan kata lain, diskresi dalam ranah penegakan hukum 
dalam paradigma konstruktivisme memainkan peran penting dalam mewujudkan 
tercapainya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. 
Bagian kedua dalam bab ini memaparkan upaya-upaya yang akan 
dilakukan dalam merekonstruksi cara berpikir hukum aparat dalam sebuah konsep 
ilmu hukum pidana dan moral. Analisis menggunakan kerangka berpikir oleh ahli 
hukum Indonesia, seperti Barda Nawawi Arief, Satjipto Rahardjo, dan B.Arief 
Sidharta. Konsep dalam konteks sistem pembangunan hukum nasional atau sistem 
penegakan hukum Indonesia yang merujuk pada Pancasila sebagai cita hukum 
dan pandangan hidup bangsa. Selain itu, konsep yang digunakan merujuk pada 
teori perkembangan kognisi Jean Piaget dan model pluralisme hukum level 
hukum Masaji Chiba yang akan digunakan sebagai metode untuk membantu 
mengembangkan konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam kehidupan 
hukum in concreto. 
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Temuan-temuan dalam produk tindakan hukum aparat yang 
mengejawantahkan kualitas keilmuan ilmu hukum pidana aparat merujuk pada 
pendapat Yudi Kristiana. Sebuah bentuk ketidakotentikan sistem penegakan 
hukum dalam ranah kultur hukum.421  Melalui  hasil wawancara dan analisis kasus 
tindak pidana korupsi diperoleh pemahaman dengan konstruksi sebagaimana 
diuraikan di bawah ini. 
B. Konstruksi Pemikiran Hukum Aparat dalam Subkultur Prosedural 
dan Subkultur Suap di Wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
 
Pengetahuan dan pemahaman aparat mengenai ilmu hukum pidana pada 
hakikatnya merupakan proses kognisi422 tentang sesuatu yang belum diketahui dan  
hal-hal yang sudah diketahui menjadi dasar pemikiran, sehingga hal-hal yang 
belum diketahui akan menjadi esensi sebuah pemikiran. 
Proses kognisi merujuk pada alur berpikir aparat dalam menggunakan 
logika dan pengetahuan hukum. Nilai-nilai dan keyakinannya dalam menangani 
tindak pidana korupsi di wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dalam 
pemahaman ini, pemikiran. gagasan pengetahuan, dan keyakinan aparat dalam 
perspektif kultur hukum merupakan lapisan terdalam kultur hukum aparat. Oleh 
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 Yudi Kristina, Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik, Jurnal Hukum Supremasi No IV 
Vol.1 2011. 
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 Menurut Howard Gardner dalam Arif Rohman, Rukiyati dan L Andriyani, bahwa 
manusia berpikir untuk mencapai kecerdasan. Salah satu bentuknya adalah kecerdasan 
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prasaan orang lain. termasuk di dalamnya adalah kepekaan terhadap ekspresi-ekspresi wajah, suara 
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kecerdasan jenis ini adalah kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Kemampuan 
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memimpin kelompok, mengorganisir, menangani perselisihan antar teman, memperoleh simpati 
dari individu yang lain. kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan social 
(social intelligent) . Lihat, Arif Rohman, Rukiyaki, dan L.Andriani,  Epistemologi, Op.Cit, 
hlm.10-11. 
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sebab itu, dalam hubungannya antara proses kognisi dengan tindakan hukum akan 
menghasilkan output (keluaran/hasil) tindakan hukum.  
Hasil analisis data berupa konstruksi pemikiran hukum aparat dalam 
subkultur prosedural dan subkultur suap sebagai mentalitas aparat penegak hukum 
dipaparkan dalam uraian berikut ini . 
1. Menggampangkan Hukum 
Kata menggampangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari 
kata gampang yang memunyai arti (1) menganggap menjadi mudah, tidak sukar, 
dapat juga berarti (2) menganggap enteng (meremehkan atau menyepelekan).423 
Kata menggapangkan dapat digunakan dalam berbagai urusan dan pekerjaan, 
misal menggampangkan janji, menggampangkan tanggung jawab. Dalam 
pembahasan ini, makna yang tepat menggampangkan dalam konteks urusan 
penegakan hukum, yakni menggampangkan hukum. 
Istilah menggampangkan hukum menurut bahasa memunyai arti 
menganggap mudah atau menganggap enteng hukum. Selanjutnya dalam 
pembahasan ini, dapat dimaknai dengan konstruksi mental aparat penegak hukum 
tersebut mempunyai makna aparat penegak dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya tidak sepenuh hati menjalankan hukum (memeriksa dan mempelajari 
secara mendalam). Tidak mau berusaha meneliti dan mengkaji fakta-fakta secara 
mendalam yang dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang dimilikinya. Istilah 
lain yang memunyai arti hampir sama dengan istilah atau kata menggampangkan 
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 Depdiknas, Kamus Besar, Op.Cit. hlm.410. Istilah menggampangkan hukum di atas, p 
belum sepenuhnya mendefinisikan makna dari temuan tentang  
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hukum, yaitu generalisasi sepintas lalu yang memunyai arti adanya keinginan 
yang kuat untuk menyederhanakan sesuatu persoalan yang kompleks.424  
Menggampangkan hukum atau generalisasi sepintas lalu ini berasal dari: 
(a) mentalitas yang lamban dan tidak mau berusaha meneliti fakta-fakta atau tidak 
mau mendalami suatu kasus korupsi yang rumit disebabkan oleh perspektif legal 
formal yang dipahami selama ini.  Dalam pengertian (pertama) ini, pengetahuan 
dan pemahaman aparat tentang ilmu hukum pidana tergolong linear dan sempit. 
Artinya usaha menegakkan hukum terbentuk oleh ketidakmampuan aparat 
mengungkap kebenaran dan keadilan; (2) mentalitas untung rugi atau mentalitas 
suap. Dalam pengertian ini,  aparat tidak berarti memunyai kemampuan yang 
rendah tentang hukum pidana, tetapi orientasi pada kepentingan mendapatkan 
untung pribadi lebih dominan memengaruhi cara kerja aparat. Implikasi 
mentalitas yang seperti itu bagi tersangka/terdakwa dianggap orang yang telah 
mengetahui  sifatnya. Dengan demikian, apabila tersangka/terdakwa tidak 
memberi imbalan/suap dari perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya 
(meskipun perkaranya mudah dan ringan) menjadi rumit dan berat  
penanganannya oleh aparat. 
Sebaliknya apabila perkara tindak pidana korupsi yang ditangani 
mengandung nilai materi  yang potensial, maka aparat akan berusaha untuk 
mengolah dasar dan alasan hukum yang dapat digunakan untuk membenarkan 
tindakan hukumnya. Kondisi seperti itu melahirkan mental dan cara berpikir 
aparat yang memilih menyampingkan kebenaran dan keadilan yang semestinya 
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 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi (Jakrta:Gramedia,2010), hlm.85. 
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menjadi perhatian utama dalam setiap penanganan perkara bagi siapa pun 
pelakunya.  Fakta hukum menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dengan 
mentalitas suap menjadikan hukum (tidak lebih) sebagai komersialisasi perkara, 
sehingga cenderung memilih memberatkan pelaku dengan menggunakan ancaman 
ataupun hukuman yang lebih tinggi daripada meringankannya. 
Menggampangkan hukum sebagai tindakan aparat penegak hukum dalam 
menangani perkara, sebagaimana penjelasan responden 425  bisa dilakukan oleh 
penyidik polisi, jaksa penuntut umum, ataupun hakim. Tindakan 
menggampangkan hukum ini dalam subkultur suap tergolong tindakan hukum 
yang mengabaikan penggunaan ilmu hukum pidana baik secara teoritikal, maupun 
praktikal sebagai dasar pengetahuan untuk menentukan/memutuskan suatu 
kebenaran atau kesalahan, kecuali sekedar penerapan undang-undang. 
Keputusan sebagai produk tindakan hukum, seperti surat dakwaan, surat 
tuntutan, dan putusan hakim tidak mencerminkan suatu analisis atau kajian hukum 
atau oleh pertimbangan hukum pidana yang mendasar. Analisis dan kajian dalam 
mengungkapkan fakta tampak sempit dan sekedarnya,  tidak mendalam, dan  
kurang rinci.  
Kenyataan ini menurut Baharuddin Naim, Hakim ad hoc tingkat pertama 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang disebabkan oleh banyaknya beban perkara 
yang ditangani oleh hakim, sehingga cenderung menggampangkan hukum dengan 
cara mengikuti arah tuntutan jaksa penuntut umum.  
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 Wawancara dengan Guntur Purwanto Joko Lelono, hakim tinggi karier/hakim tipikor  
pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Juli 2014. 
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Tindakan menggampangkan hukum ini dalam tingkat penyidikan dapat 
diketahui dari berita acara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan 
hubungan-hubungan hukum yang tidak lengkap dan tidak rinci terhadap tindak 
pidana korupsi yang terjadi.  Akan tetapi, pada tingkat penuntutan dapat diketahui 
melalui surat dakwaan dan surat tuntutan yang dianggap cukup untuk memenuhi 
surat dakwaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk 
dilakukan penuntutan, meskipun kurang menggambarkan detail-detail peristiwa 
yang harus diungkap dari rangkaian hubungan hukum dari perbuatan, kesalahan, 
dan pertanggungjawaban pelaku dari saksi-saksi dan barang bukti yang ada.  
Pada tingkat mengadili, mentalitas ini tidak tampak sebab dalam 
mengadili hakim tidak sendiri, melainkan terdiri atas 3 sampai 5 orang hakim.  
Dengan demikian, mentalitas atau perilaku menggampangkan hukum ditutupi 
oleh hakim lainnya baik dalam pemeriksaan di persidangan dalam musyawarah, 
maupun dalam pertimbangan hukum putusan. Pada tingkat banding, putusan 
hakim tinggi tampak hanya menguatkan putusan hakim tingkat pertama tanpa 
mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam pertimbangan hukumnya. Putusan 
pengadilan tinggi seharusnya meluruskan esensi hukum terhadap hal yang 
menjadi keberatan pencari keadilan, bukan menambah ketidakjelasan dengan 
mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama.   
Menggampangkan hukum dalam subkultur suap bermakna suatu kasus 
atau perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak memiliki potensi 
ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi aparat untuk memeriksa dan 
menangani kasus secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kasus yang ditangani 
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akan berjalan dan berproses mengikuti prosedur hukum saja tanpa kemauan kuat 
untuk memeriksa kebenaran dan keadilan kasus yang ditangani. 
Indikasi kasus menggampangkan hukum dalam tindakan hukum jaksa 
penuntut umum dapat diperoleh dari surat dakwaan atau surat tuntutan. Dalam 
penelitian ini, diperoleh surat tuntutan pidana terhadap tersangka berinisial Y dan 
S. Terdakwa korupsi Dana PNPM di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten 
Lampung Utara.  
Dalam perkara yang dimaksud keduanya adalah warga desa di Kecamatan 
Bunga Mayang. Latar belakang mereka bukan sebagai pegawai negeri atau 
pengusaha, namun berprofesi sebagai petani. Oleh sebab, aktivitasnya di desa oleh 
warga masyarakat keduanya diusulkan  menjadi pengurus Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kegiatan fasilitasi 
penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PN-PM) 
Pedesaan dan Kecamatan Bunga Mayang. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
Lampung Utara tahun  2009, Y diangkat sebagai ketua UPK dan S selaku 
Bendahara. 
Pada tahun 2014 keduanya didakwa secara subsidairitas oleh jaksa 
penuntut umum, yakni primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUPTPK jo 
Pasal 55 ke 1 ayat (1) KUHP. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UUPTPK jo Pasal 55 
ke 1 ayat (1) KUHP. Lebih Subsidair Pasal 9 jo Pasal 18 UUPTPK, jo Pasal 5 ke 
1 ayat (1) KUHP.  Y dan S didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut: 
- Bahwa Kecamatan Bunga Mayang Tahun 2009 memperoleh dana PNPM 
Mandiri pedesaan yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar 
Rp1.600.000.000,00 dan APBD sebesar Rp400.000.000,00. Total dana 
tersebut Rp2.000.000.000,00 ditransfer ke rekening BRI Bantuan PNPM 
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Mandiri Pedesaan UPK Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung 
Utara. 
- Bahwa dari dana sejumlah tersebut dipergunakan untuk kegiatan Simpan 
Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebesar Rp475.000.000,00  telah 
dicairkan oleh terdakwa melalui rekening UPK Bunga Mayang pada bank 
BRI. Masing-masing kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 
mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Tim verifikasi serta telah 
disetujui dalam musyawarah antar desa. 
- Bahwa dari beberapa proposal kelompok SPP penerima BLM diketahui 
ternyata fiktif. Y bersama terdakwa S melawan hukum membentuk 
kelompok SPP dan mengambil uang untuk kelompok tersebut, serta 
menerima angsuran pelunasan pinjaman dari kelompok SPP dan tidak 
disetorkan ke Kas UPK Kecamatan Bunga Mayang. 
A. Dana yang diselewengkan Y berasal dari bentuk SPP fiktif sebesar   
Rp245.000.000,00. Menerima angsuran pelunasan pinjaman dari 
kelompok SPP yang tidak diseterokan ke Kas UPK Kecamatan 
Bunga Mayang sebesar Rp46.420.000,00 sehingga  total 
Rp291.420.000,00 
B. Dana yang diselewengkan S,  berasal dari membentuk SPP fiktif 
sebesar  
Rp50.000.000,00.  Menerima angsuran pelunasan pinjaman dari 
kelompok SPP yang tidak disetorkan ke Kas UPK Kecamatan 
Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara sebesar 
Rp56.250.000,00  Total Rp106.250.000,00 
- Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Lampung penghitungan 
kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana PNPM-
MP SPP BLM dan SPP perguliran tahun 2009-2012 di Kecamatan Bunga 
Mayang tanggal 17 September 2014 terdapat kerugian keuangan negara 
sebesar Rp 397.670.000,00.  
- Bahwa jumlah kerugian negara sebesar Rp397.670.000,00  telah 
dikembalikan oleh S sebesar Rp107.250.000,00. Sisa dana sebesar 
Rp290.420.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Y bersama S di 
luar peruntukannya.  
 
Selanjutnya mendekati akhir proses persidangan, jaksa penuntut umum 
menuntut terdakwa Y penjara 6 tahun 6 bulan dan terdakwa S dituntut penjara  4 
tahun 6 bulan. Selain itu, keduanya wajib membayar denda Rp200.000.000,00 
subsider 6 bulan kurungan. Y  diwajibkan membayar kerugian negara sebesar 
Rp290.420.000,00.  
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Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor:67/Pid.Sus-
Tpk/2014/PN.Tjk tanggal 3 Maret 2015 menjatuhkan putusan kepada Yusniar (Y) 
dan Surniyati (S) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Dengan demikian, keduanya 
dibebaskan dari dakwaan primair. Y dan S  terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) 
UUTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Selanjutnya menjatuhkan pidana 
terhadap S selama 4 tahun penjara selama 1 tahun dan 6  bulan membayar denda 
sebesar Rp100.000.000,00.  Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 
6 bulan kurungan dan S didenda sebesar Rp50.000.000,00.  Apabila tidak dibayar, 
maka diganti dengan pidana  1 bulan kurungan. Menghukum tersangka Y dengan 
membayar uang pengganti sebesar Rp291.420.000,00. Bila dalam kurun 1 bulan 
setelah putusan pengadilan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka 
diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Tersangka S telah mengembalikan 
uang pengganti Rp106.250.000,00 yang telah dititipkan kepada penuntut umum 
selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara. 
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Y dan S secara umum dan 
normatif dikategorikan telah memenuhi unsur melawan hukum karena telah 
membuat proposal fiktif tentang kelompok simpan pinjam perempuan untuk dapat 
mencairkan dana BLM.  Dengan dasar tersebut, Y dan S dikenai Pasal 2 ayat (1) 
jo Pasal 18 UUPTPK jo Pasal 55 ke 1 ayat (1) KUHP. Namun apabila, jaksa dan 
hakim mengintegrasikan ilmu hukum pidana dan moral untuk mengkaji dan 
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memeriksa secara cermat dan mendalam, maka dapat dirasakan nilai-nilai 
keadilan yang terdapat dalam kasus korupsi tersebut.  
Upaya jaksa penuntut umum dan hakim dalam membuktikan peristiwa 
tindak pidana korupsi (sepertinya) hanya sebatas mencocokkan antara perbuatan 
dengan rumusan delik yang didakwakan. Dengan demikian, pemikiran hukum 
seperti itu menjelaskan pemahaman hukum pidana dalam wujudnya sebagai 
peraturan perundang-undangan atau UUTPK.   
Dalam putusan perkara (seperti uraian sebelumnya) dapat ditelaah bahwa 
tuntutan jaksa dan pertimbangan hukum menjadi putusan hakim apabila aspek 
perbuatan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan. Oleh sebab itu, 
putusan tersebut dianggap sudah cukup sebagai penentu berat atau ringannya 
tuntutan dan penjatuhan pidana. Aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pidana 
seolah tidak perlu ditafsirkan kembali. Konsep kebenaran dan keadilan tidak 
melekat pada keyakinan normatif aparat penuntut umum atau hakim yang 
menangani (memeriksa) perbuatan terdakwa. Pola pikir seperti itu membuat jaksa 
penuntut umum dan hakim hanya akan berbicara berdasarkan fakta dan data tidak 
tentang siapa yang salah atau yang benar.426  
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 Ilmu hukum pidana apabila oleh jaksa penuntut umum dan hakim hanya dibicarakan  
sebagai fakta dan data yang hanya berdasarkan kesaksian inderawi, terlepas dari persepsi dan 
interpretasi pengkaji, dan hal itu menjadi keyakinannya, maka usaha untuk mengungkap makna-
makna yang ditimbulkan dari tindakan hukum aparat dalam penegakan hukum tindak pidana 
korupsi, bukan lagi persoalan hakekat tentang benar atau salah (right or wrong) tetapi sekedar 
tentang betul atau keliru (true or untrue/false), maka adanya subkultur prosedural dan subkultur 
korupsi suap sebagai bagian tindakan hukum aparat tidak akan pernah ditemukan, kecuali 
melakukan mengasimilasi dan mengakomodasi pemahaman baru. Dalam kondisi seperti itu dalam 
perspektif epistemologik apa yang disebut benar  bisa merujuk ke norma buruk/benar yang 
dilawankan dengan norma baik/salah. Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, Pergeseran Praradigma 
Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum (Malang:Setara Press,2013), hlm.18-19. 
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Dalam ilmu hukum pidana terdapat tiga hal mendasar, yaitu perbuatan, 
kesalahan, dan pidana. Aspek penting dari subjek hukum berkaitan dengan 
perluasan subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTPK. Hal tersebut dapat digunakan sebagai 
pembanding untuk melihat kesalahan, khususnya pada terdakwa Y. Di samping 
itu, beban tanggung jawab pidananya terkait dengan kapasitas seorang yang 
dinyatakan UUTPK sebagai pegawai negeri atau orang yang menerima gaji atau  
upah dari keuangan  negara atau daerah.  
Hal tersebut penting sebagai bahan pertimbangan untuk meletakkan status 
perbuatan Y dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya sebagai 
pengelola dana PNPM, sehingga pantas dikenakan Pasal 2 ayat (1) UUTPK atau 
Pasal 3 UUTPK.  
Dalam kasus tindak pidana korupsi (seperti uraian sebelumnya) jaksa 
penuntut umum dan hakim dengan pengetahuan yang dimilikinya cukup untuk 
menerangkan peristiwa tindak pidana yang terjadi. Sementara itu, aspek kesalahan 
dan pertanggungjawaban yang tidak dimilikinya, yakni berhubungan dengan nilai-
nilai kebenaran dan keadilan. Hanya bersumber pada hal yang diyakininya untuk 
menafsirkan dan mempertimbangkan secara tepat peristiwa tindak pidana yang 
terjadi. Tuntutan jaksa yang menyatakan Y terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) 
UUTPK dan menuntut 6 tahun pidana penjara. Serta majelis hakim yang 
menyatakan Y terbukti melanggar Pasal 3 dan menjatuhkan pidana penjara 4 
tahun. Putusan terhadap terdakwa Y bukan hal yang tepat, benar, dan adil karena 
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tuntutan terhadap Pasal 2 atau Pasal 3 dengan pidana 4 tahun tidak memiliki 
kapasitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 huruf d e UU TPK. 
Aspek keadilan dalam penuntutan dan penjatuhan pidana merupakan hal 
yang penting dikemukakan supaya penggunaan hukum pidana tidak tajam ke 
bawah dan tumpul ke atas. Dalam tuntutan pidana tersebut, jaksa penuntut umum 
dinyatakan telah memisahkan tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang 
semestinya dilihat sebagai hal pokok yang saling berkaitan. Sebagaimana 
dikemukakan Herbert L.Packer bahwa penentuan suatu tindak pidana mengacu 
kepada asas dan tiga konsep hukum pidana yang bertumpu pada tiga masalah 
dasar hukum pidana, yaitu perbuatan, kesalahan dan pidana yang berkaitan 
dengan hal-hal sebagai berikut: (1) perbuatan apa yang dapat ditunjuk sebagai 
tindak pidana; (2) apakah yang menjadi dasar penentuan seseorang bersalah 
karena telah melakukan tindak pidana; (3) apa yang harus dilakukan kepada orang 
yang terbukti telah melakukan tindak pidana.427 
Kognisi tentang ilmu hukum pidana dan pemahaman terhadap kasus 
merupakan hal penting dalam tindakan hukum sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut sebagai upaya untuk 
menghindari supaya aparat hati-hati dan profesional dalam menjalankan hukum. 
Pelaksanaanya tidak hanya berdasarkan undang-undang. Upaya lain  untuk 
menghindari kognisi model untung rugi (cost dan benefit), yakni cara berpikir 
aparat dalam menangani kasus, khususnya yang diawali dengan perhitungan 
untung rugi terhadap perkara yang ditangani. Perhitungan antara perkara yang 
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 Herbert L.Packer, The Limits of The Criminal Sanction, (California, Stanford 
University Press,1988), jlm.17. 
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menghasilkan materi (uang) dengan perkara yang tidak menghasilkan apa-apa.428 
Apabila sejak awal terdakwa tidak memberikan harapan bagi penuntut umum 
untuk mendapat keuntungan, maka tidak menutup kemungkinan mentalitas 
menggampangkan hukum akan terjadi. Keputusan berdasarkan pada perbuatan 
pidana terdakwa, sehingga jaksa menyimpulkan kesalahan dan menyerahkan 
tanggung jawab pidananya. 
Herbert L. Packer membagi tiga masalah dasar dalam hukum pidana,429 
yaitu aspek perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Meskipun 
demikian, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya karena menurut 
aparat penuntut umum (menganut teori model perilaku hukum untung rugi) 
persoalan pokok ada pada  keinginan pelaku yang meminta keringanan hukuman. 
Ada hal yang telah dijanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada aparat. Hal 
tersebut merupakan persoalan penting yang harus diutamakan, berikutnya (baru) 
tindak lanjut persoalan yang berkaitan dengan perbuatan dan kesalahanannya.  
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UUTPK dapat menjadi modus aparat jaksa 
penuntut umum atau hakim menggunakan tindakan hukum untuk memberatkan 
atau meringankan tuntutan terdakwa.  
 
 
                                                             
428
 Jaksa penuntut umum, hakim dan polisi yang menganut teori ekonomi untung rugi, 
sejak menerima penunjukan sebagai aparat yang menangani kasus tindak pidana korupsi, biasanya 
sudah dapat memperkirakan pelaku akan meminta tolong atau tidak terkait dengan kasus yang 
menimpanya. Hal itu dapat dilihat dari identitas pelaku dan kerugian negaranya. Pelaku dengan 
jabatannya, seperti kepala dinas, pegawai negeri, kalau swasta pengusaha dan korporasi, memiliki 
kecenderungan akan memberikan suap. Sedangkan pelaku yang tidak akan menghubungi untu 
meminta bantuan biasanya, pelakunya adalah kepala desa, kuasa direktur yang biasanya adalah 
orang perusahaan yang tidak mengerti apa-apa. Wawancara dengan hakim tinggi tipikor Guntur 
Purwanto JL. 14 April 2014. 
429
 Lihat Herbert L.Packer, The Limits of Criminal Sanction, Op.Cit. hlm.17. 
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Tabel  13 : Sifat  Tindakan  Menggampangkan Hukum 
 
               
No. 
 
Peristiwa 
SIFAT TINDAKAN 
HUKUM 
 
Keterangan 
Menggampangkan Hukum 
1 2 3 5 
1 Y dan S warga desa, ditunjuk 
masyarakat dan  ditetapkan 
bupati sebagai ketua dan 
bendahara UPK dana BLM  
PNPM Simpan Pinjam 
Perempuan. 
Didakwa secara subsidairitas 
primer melanggar Pasal 2 ayat 
(1) dan subsidair Pasal 3 jo 
Pasal 18 UUPTPK, jo Pasal 55 
ayat (1) ke 1 KUHP.   
Menurut jaksa penuntut 
umum Y dan S terbukti 
melanggar Pasal 2 ayat (1) 
jo Pasal 18 UUTPK. 
Dengan tuntutan pidana Y, 
6 tahun 6 bulan dan S 
dituntut  4 tahun 6 bulan. 
Hakim menjatuhkan 
putusan terbukti melanggar 
Pasal 3 jo Pasal 18 
UUTPK. Y dihukum 4 
tahun dan S dihukum 1 
tahun. 
 
Jaksa menuntut 
dakwaan primer yang 
terbukti dan pidana 
penjara  6 tahun 6 
bulan kepada Y dan 4 
tahun 6 bulan kepada 
S memungkinkan 
dominannya 
pemikiran subkultur 
prosedural  dan suap. 
Penjatuhan pidana 
oleh hakim, meskipun 
secara substansial 
berbeda pasalnya, 
akan tetapi lamanya 
pidana masih 
menggambarkan 
ancaman Pasal 2 ayat 
(1) UUTPK. 
 
2. Tebang Pilih 
Istilah tebang pilih lazim digunakan dalam bidang kehutanan.430  Istilah 
tersebut diterapkan pada hutan produksi di Indonesia dengan tujuan untuk 
mengatur pemanfatan hutan produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas 
maupun kuantitas. Diterapkan pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebang 
berikutnya agar terbentuk tegakan hutan.431 Dengan demikian, istilah tebang pilih 
diterapkan pada proses yang dilakukan terhadap pohon-pohon dewasa dengan 
                                                             
430
 Dalam istilah kehutanan, tebang pilih sebagai kegiatan penebangan dalam rangka 
pemeliharaan hutan, bertujuan memperbaiki hutan. KBBI-PBI Edisi IV. Op.Cit. hlm.1415.  
431
 Muhdi, Pemanenan Kayu Dalam Sistem Tebang Pilih Kayu Indonesia, 
eRepository@2005 Universitas Sumatra Utara.http://library.usu.ac.id/download/fp/hutan-
muhdi12.pdf. di akses tanggal 14 Juli 2013. 
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tujuan agar pohon yang masih kecil tersebut memperoleh kesempatan untuk 
tumbuh dan berkembang.  
Dalam perkembangannya, istilah tebang pilih mengalami perluasan makna 
karena berlaku juga dalam dunia penegakan hukum.  Penggunaan istilah yang 
sama, namun memiliki makna yang jauh berbeda. Dalam bidang hukum, 
khususnya digunakan dalam perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
Istilah tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi berkonotasi 
negatif dan persepsi buruk karena mengandung makna tidak adil dalam 
menerapkan perlakuan dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.  
Terdapat unsur pilih kasih dalam penentuan tindakan hukum bagi para koruptor. 
Dalam penelitian ini istilah tebang pilih digunakan untuk menggambarkan 
bekerjanya subkultur suap dan subkultur prosedural di lingkungan institusi aparat 
penegak hukum. Perilaku aparat penegak hukum   yang menyalahgunakan 
kekuasaan dengan penggunaan alasan dan dasar hukum formal untuk kepentingan 
pribadi mencari keuntungan materi (ekonomi) dari kasus korupsi yang 
ditanganinya. Adanya unsur ketidakadilan dalam memperlakukan 
tersangka/terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena adanya 
kepentingan  (pribadi) oleh aparat penegak hukum. Keputusan bukan berdasarkan 
kebenaran dan keadilan. Ada unsur pilih kasih dalam memberikan sanksi bagi 
para koruptor, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang memunyai kekuasaan 
dan ekonomi potensial untuk memberi suap. 
Nuansa tebang pilih di dalam penanganan tindak pidana korupsi berkaitan 
dengan aktivitas dan proses  yang dilakukan oleh penyidik polisi, maupun jaksa 
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penuntut umum. Dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan aktivitas 
penyidikan dalam penentuan subjek hukum yang akan ditetapkan sebagai 
tersangka dan terdakwa.  
Tebang pilih dapat dimaknai menjadi dua hal, yaitu (1) dalam satu 
peristiwa yang sama; satu kasus ditangani sementara kasus lainnya tidak, (2) 
dalam satu kasus yang sama seseorang ditetapkan sebagai tersangka sedangkan 
pihak lain dibebaskan.432  Oleh sebab itu, dari sudut pandang proses yang berhak 
melakukan tebang pilih hanya aparat penyidik polisi dan jaksa sedangkan hakim 
tidak dapat melakukannya karena dalam menangani perkara berperan sebagai 
penerima pelimpahan dari jaksa penuntut umum.433  
Fenomena tebang pilih sebagai bagian dari aktivitas subkultur suap dan 
subkultur prosedural umumnya tidak dapat dijangkau oleh pengelihatan mata.  
Masyarakat tidak mengetahui bagaimana praktik tebang pilih dilakukan, kecuali 
aparat penegak hukum yang melakukan tebang pilih dan koruptor yang dipilihnya. 
Serta aparat penegak hukum lain yang melakukan proses lanjutan penanganan 
perkara tindak pidana korupsi, hal itu hal tersebut dapat dicermati dan dikaji 
secara seksama terhadap produk tindakan hukum yang dihasilkan.  
Sebagai contoh, penyidik polisi melakukan tebang pilih dalam penanganan 
tindak pidana korupsi dalam berkas dan proses pelimpahan perkara tindak pidana 
korupsi ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam berkas proses 
pemeriksaan oleh jaksa bisa didapati adanya kejanggalan atau kekurangan pada 
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 Yudi Kristiana, Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik, Op.Cit. 
433
 Lihat Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke 
Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat 
dakwaan. 
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perbuatan subjek hukum yang terlibat dalam proses tindak pidana korupsi, seperti 
kurang atau tidak lengkap tersangka yang diajukan.  
Demikian pun sebaliknya bila jaksa penuntut umum yang melakukan 
proses penyidikan yang melakukan tebang pilih terhadap koruptor, maka tindakan 
tebang pilih yang dilakukan jaksa penuntut umum biasanya diketahui oleh hakim 
dalam pemeriksaan di persidangan. Diketahui bahwa terdapat subjek hukum yang 
tidak ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa. 
Meskipun demikian, dalam praktik peradilan terhadap kasus tebang pilih,  
lazimnya Jaksa telah mengingatkan dan menyarankan kepada penyidik polisi 
untuk melengkapi berkas penyidikan pada saat proses prapenuntutan. Berkas-
berkas tersebut, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, atau kurangnya 
pelaku. Pada umumnya jaksa penuntut umum pun tidak mau menanggung risiko 
apalagi tebang pilih dicurigai mengandung praktik suap. Istilah yang dikenal enak 
sama dia, susah sama saya dapat dimaknai bahwa jaksa akan mengungkap 
adanya kasus tebang pilih secara adil. Mengacu pada Pasal 143 ayat (2) b 
KUHAP, dakwaan diuraikan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Akan tetapi, istilah 
tersebut pun dapat berarti bahwa jaksa penuntut umum dapat berkompromi 
menerima situasi membiarkan kasus tebang pilih berproses hingga ke persidangan 
selama mendapat distribusi imbalan dari kasus korupsi tersebut. 
Demikian juga halnya apabila yang melakukan tindakan tebang pilih 
adalah jaksa penuntut umum, maka hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan 
menyidangkan perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat merasakan dan 
321 
 
mendapati dugaan ada yang tidak beres dalam dakwaan. Hal tersebut, khususnya 
dalam penentuan perbuatan atau kesalahan subjek hukum yang semestinya 
menjadi terdakwa. Umumnya kendatipun dalam surat dakwaan sudah mengacu 
kepada Pasal 143 ayat (2) huruf b dalam kasus tebang pilih tidak tampak alur 
hubungan hukum antara perbuatan pelaku (tersangka) dengan saksi-saksi yang 
seharusnya menjadi tersangka tetapi faktanya tidak dijadikan tersangka. Dalam 
proses pemeriksaan di muka persidangan biasanya hakim mengetahuinya. Oleh 
karena itu, akan dipertanyakan subjek hukum yang tidak lengkap tersebut baik 
kepada subjek hukum yang menjadi saksi maupun kepada jaksa penuntut umum. 
Dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Praktik tebang pilih dalam kasus konkret 
dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan pengadilan 
yang kontroversial, menimbulkan perhatian. Perkara yang di satu sisi, menarik 
perhatian publik atau memunyai pengaruh (dampak sosial bagi masyarakat) dan 
ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption). 434  Sementara di sisi lain 
putusan atas perkara itu dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 
Salah satu kasus di antaranya korupsi dana alokasi khusus Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tahun 2010 yang ditangani oleh Polda 
Lampung. Dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, yaitu mantan Kadisdik 
Lampng Utara Zulkarnain, ketua panitia proyek Gunawan Fahmi, bendahara 
Disdik Syahadat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek 
Pembangunan Fisik Umar Muhtar, serta Solahudin PNS di Lampung Utara. 
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 Emerson Yuntho, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah, Panduan, Op.Cit.hlm.35. 
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Kelima tersangka tidak ditahan oleh Polda, melainkan hanya dikenakan wajib 
lapor setiap hari Senin dan Kamis.435 Namun demikian, dalam perkembangannya 
hanya dua tersangka yang diajukan ke kejaksaaan untuk diajukan ke persidangan. 
Dua tersangka tersebut, yaitu Zulkarnain dan Umar Muchtar. 
  Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh 
BPKP Perwakilan Provinsi Lampung pada 23 November 2012. Ditemukan 
adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Dinas 
Pendidikan Kabupaten Lampung Utara senilai Rp631.902.717,24 (enam ratus tiga 
puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tujuh belas ribu dua puluh 
empat rupiah) dari anggaran sebesar Rp47.801.500.000,00 (empat puluh tujuh 
milyar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah). 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Z dan UM secara terpisah 
menyebutkan sebagai berikut. 
a. Pelaksanaan tender/lelang oleh Ketua Panitia Tim Pengadaan barang/jasa 
tidak sesuai dengan ketentuan Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Pemenang tidak memenuhi syarat kualifikasi 
penyedia barang dan jasa serta tidak melakukan konfirmasi terhadap 
semua rekanan.  
b. Penetapan rekanan pelaksana yang melaksanakan pembangunan maupun 
rehabilitasi gedung SMP yang melalui prosedur pelelangan, pemilihan 
langsung, dan penunjukan langsung. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen 
pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa hanya ―formalitas‖.  
c. UM selaku PPTK dan selaku ketua  pemeriksa dan penerima barang 
bantuan DAK menemui adanya kekurangan jumlah dan judul buku tidak 
sesuai Juknis, tetapi tetap memerintahkan anggota pemeriksa dan 
penerima barang untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. 
Berdasarkan BAP itu  
d. Z dan UM menyetujui pembayaran atas kegiatan tersebut. Selanjutnya 
bendahara pengeluaran, SB melakukan proses pembayaran 100% yang 
seharusnya proses pembayaran kepada para rekanan untuk pengadaan 
buku dan alat peraga dengan mekanisme bertahap (termin).  
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e. Bahwa untuk proses monitoring dan evaluasi fisik pada pembangunan 
gedung dan rehabilitasi gedung SMP (20 s.d. 23 Desember 2010).  Cholil 
selaku ketua tim serah terima pelaksanaan pembangunan hanya 
melaksanakan pemeriksaan sebanyak 44 paket pekerjaan dan sisanya 
sejumlah 76 paket dikerjakan oleh anggota tim, yaitu Heri Rahman, Mat 
Razimi, M. Roni, dan Rahmansyah. Sebanyak 8 kontrak/paket tidak 
dilakukan pemeriksaan pekerjaan, namun tim serah terima disodorkan oleh 
rekanan untuk menandatangani berita acara PHO dan  tidak pernah 
menandatangani berita acara FHO.  
 
Akibat dari pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan DAK, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara mengalami kerugian uang negara 
sebagaimana hasil audit BPKP Lampung. Hasil dakwaan jaksa penuntut umum, 
tampak sekali tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dan terstruktur 
oleh dinas pendidikan.  
Kasus dimulai dari ketua panitia tender yang tidak melaksanakan secara 
benar prosedur pelelangan, tim pengawasan yang tidak berjalan, dan pekerjaan 
rekanan yang tidak selesai sepenuhnya. Kasus tersebut menyebabkan kerugian 
negara serta kepala dinas yang menyetujui pencairan dana. Kenyataannya dari 
lima tersangka, hanya Z dan UM yang diserahkan ke penyidik polisi sebagai 
tersangka ke kejaksaan. Oleh jaksa penuntut umum keduanya diterima dan 
didakwa serta dituntut secara terpisah. Meskipun demikian, uraian dakwaan jaksa 
penuntut umum menunjukkan hubungan hukum kedua pelaku dengan pelaku 
lainnya.  Akan tetapi, tidak ditetapkan sebagai pelaku melainkan sebatas sebagai 
saksi. 
Surat dakwaan dan surat tuntutan selain menggambarkan keputusan aparat 
mengenai kognisinya tentang hukum pidana, namun juga mendeskripsikan 
diskresi dan wacana dari peristiwa hukum. Keduanya memiliki identitas dan 
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kandungan proposisional. 436  Sebagai wacana yang mendeskripsikan peristiwa 
hukum proposi-proposisi di dalamnya dapat ditemukan/ditimbulkan maknanya. 
Kasus korupsi dana alokasi khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Lampung Utara dalam pengadaan buku dan alat-alat laboratorium, alat kesenian, 
alat peraga, dan alat olahraga di SMP. Pembangunan dan rehabilitas gedung SMP 
dan pembangunan gedung perpustakaan SD sebagaimana terurai dalam surat 
dakwaan jaksa penuntut umum. Memperlihatkan gagasan utama  hermeneutik 
dalam bekerjanya pemahaman (understanding) pada teks.437  
Deskripsi dakwaan Jaksa penuntut umum terhadap Z selaku Kepala Dinas 
Pendidikan   yang bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan 
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan DAK sangat lemah 
dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya. Sebagaimana 
Kepres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena dari perencanaan, 
pelaksanaan, dan monitoring kegiatan dana DAK tidak ada yang dilakukan secara 
benar. Dengan kata lain,  Z melakukan kesalahan mendasar dalam pengelolaan 
DAK yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp631.902.717, 24. 
Merujuk pada ketentuan Pasal 3 UUPTPK yang menjadi dasar dakwaan 
dan tuntutan jaksa penuntut umum memperlihatkan bahwa yang menjadi predikat 
peristiwa atau wacana pada tuntutan sebagai berikut.  
a. Banyaknya subjek hukum yang melakukan kesalahan secara 
sistematis oleh (1) Ketua Panitia Tender GF, (2) Pejabat Pelaksana 
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 Paul Ricoeur, Teori Interpretasi, Op.Cit.hlm.33  
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 Ikhwan Rosyadi dkk,  Analisis Teks Sastra, Mengungkap Makna, Estetika, dan 
Ideologi dalam Perspektif Teori Formula, Semiotika, Hermeneutika dan Strukturalisme Genetik 
(Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), hlm.151-152. 
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Teknis Kegiatan (PPTK) yang membuat berita acara yang tidak benar, 
(3) Pengawas kegiatan yang tidak melakukan tugasnya, (4) Kadis  
yang menyetujui pencarian dana, (5) Rekanan yang tidak 
melaksanakan pekerjaan dan menimbulkan kerugian negara yang 
cukup besar. 
b. Hukuman minimal atau tuntutan hukuman yang rendah terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi.  
c. Tidak dijelaskannya secara rinci perhitungan jumlah uang pengganti 
yang sebenarnya dibayarkan oleh para rekanan kepada kas negara.   
d. Penentuan pelaku tindak pidana yang mengabaikan bobot kesalahan 
antara aktor intelektual dan pelaksana pembantu. 
Analisis menggunakan perilaku hukum model untung rugi Lawrence M. 
Friedman memperlihatkan bahwa peristiwa yang tergambar dalam dakwaan 
banyak orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Orang-orang 
tersebut sepantasnya diajukan sebagai terdakwa, namun tidak diajukan. Rekanan 
dalam fakta persidangan telah banyak merugikan keuangan negara. Pekerjaan 
tidak dilakukakan sebagaimana kontrak, terutama yang menyebabkan nilai 
kerugian negara di atas Rp100.000.000,00. Pelaku korupsi tidak ditetapkan 
sebagai tersangka untuk diajukan ke pengadilan Tipikor.  
Perhitungan kerugian negara yang tidak jelas dalam pembuktian oleh jaksa 
penuntut umum dalam tuntutannya memberikan interpretasi yang mengandung 
makna lain di balik tindakan hukum prosedural. Hal tersebut sebagaimana 
dituangkan dalam dakwaan dan tuntutan. Sangat dimungkinkan para pejabat atau 
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rekanan yang terlibat dalam kegiatan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten 
Lampung Utara pada saat itu mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan. 
Penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik polisi menimbulkan ketidaknyamanan 
para pejabat maupun rekanan tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan 
keamanan dan keselamatannya dari dakwaan dan tuntutan hukum dilakukan 
pendekatan kepada penyidik polisi. Tujuan pendekatan tersebut agar tidak 
menjadi tersangka/terdakwa yang diajukan ke persidangan cukup sebagai saksi. 
Akan tetapi, pendekatan dilakukan dengan melakukan korupsi tindak pidana suap, 
yakni menjanjikan atau memberi sesuatu berupa uang atau barang kepada jaksa 
penuntut umum. 
Dalam perspektif  perilaku hukum untung rugi kasus tindak pidana korupsi 
didominasi oleh pejabat dan rekanan yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan 
uang negara. Secara rasional penyidik polisi dapat dengan mudah 
mengidentifikasi subjek-subjek yang secara hukum bertanggung jawab atas 
perbuatannya secara utuh baik, sebagian besar maupun sebagian kecil. Identifikasi 
tersebut menentukan siapa saja yang dapat dibantu dan yang secara hukum tidak 
dapat dibantu. Dalam situasi seperti itu, penyidik polisi dapat berinteraksi  
langsung, maupun tidak langsung dengan subjek-subjek dalam kasus tersebut. Hal 
tersebut, menimbulkan tindakan hukum tebang pilih dalam penanganan tindak 
pidana korupsi. Meskipun demikian, secara prosedural jaksa penuntut umum telah 
menuntut Z dan UM terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-
sama. Akan tetapi, apabila dicermati secara kritis penerapan Pasal 55 KUHP yang 
menjadi unsur tambahan dalam penentuan tindak pidana korupsi. Kenyataannya 
327 
 
tuntutan jaksa kepada  Z dan UM dari sisi tanggung jawab antara orang yang 
melakukan dengan orang yang turut serta tidak jelas ancaman hukum yang 
dituntut oleh jaksa penuntut umum. Berikut ini ditampilkan tabel yang memuat 
uraian mengenai karakter tindakan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.  
Tabel 14 : Karakter Tindakan Tebang Pilih 
 
               
No. 
 
 
Peristiwa 
KARAKTER 
TINDAKAN HUKUM 
 
Keterangan 
TEBANG PILIH 
1 2 3 5 
1 Pelakanaan Tender tidak sesuai 
ketentuan Kepres 80 tahun 
2003. Ketua Panitia GF 
melaksanakannya hanya 
formalitas. PPTK yang 
menutupi rekanan yang tidak 
memenuhi kontrak, pengawasan 
yang  asal-asalan, dan pekerjaan 
rekanan yang tidak selesai 
sesuai dengan waktunya. 
5 subjek hukum penting, 
di samping saksi-saksi. 
Oleh penyidik polisi 
hanya dua yang  penyidik 
polisi hanya mengajukan 
dua tersangka  kepada 
penuntut umum 
Secara 
prosedural 
masyarakat 
hanya 
mengetahui 
pelaku korupsi 
telah diproses 
secara hukum. 
 
3 Membatasi  Jangkauan Hukum 
Membatasi jangkauan hukum atau menjauhkan dari jangkauan hukum 
dapat diartikan bahwa dalam suatu peristiwa pidana jangkauan hukum dibatasi 
sampai pada tahap tertentu. Oleh sebab itu, tidak menjangkau peristiwa tertentu 
yang seharusnya masih terkait. 438  Membatasi atau menjauhkan dari jangkauan 
hukum hanya dapat dilakukan oleh aparat penyidik polisi dan jaksa penuntut 
umum. Namun demikian, hakim tidak dapat melakukan tindakan ini sebab 
kedudukan dan kewenangannya hanya menerima dan mengadili perkara yang 
diajukan oleh penyidik polisi atau oleh jaksa penuntut umum.  
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 Yudi Kristiana, Ketika Hukum Tidak lagi Otentik, Op.Cit. 
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Membatasi jangkauan hukum merupakan refleksi tindakan hukum aparat 
yang cenderung digolongkan ke dalam subkultur suap. Perbedaan antara tindakan 
membatasi jangkauan hukum dengan tebang pilih, terletak pada identitas subjek 
hukumnya. Dalam tindakan membatasi atau menjauhkan dari jangkauan hukum 
identitas subjek hukumnya merupakan orang-orang yang memunyai jabatan 
penting atau pejabat tinggi dan sejenisnya. Dalam tindakan tebang pilih identitas 
subjek hukumnya tidak harus orang penting, tetapi bisa siapa saja yang memunyai 
kemampuan ekonomi dan akses terhadap aparat penegak hukum. Kasus konkrit 
praktik tindakan hukum, membatasi jangkauan hukum dapat ditemukan dalam 
pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi Jalan Lintas Pantai Timur (Jalinpatim). 
Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung untuk Kegiatan 
Pembangunan Jalan dan Jembatan Bakauheni—Ketapang—Way Jepara Tahun 
Anggaran (TA) 2008. Kerugian negara yang diakibatkannya sebesar 
Rp25.881.117.762,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu 
juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Jaksa penuntut 
umum dalam surat dakwaan tidak menyentuh aktor intelektualnya, tetapi hanya 
pelaku-pelakunya. Baharuddin Naim, Hakim ad hoc yang menangani perkara 
tersebut menunjukkan bahwa hanya pegawai negeri yang melaksanakan pekerjaan 
berdasarkan perintah dan tugas yang diberikan oleh atasannya. Pegawai negeri 
dimaksud, yaitu MN (terdakwa I) PNS dalam proyek tersebut diangkat sebagai 
Kepala Urusan Tata Usaha pada Struktur Organisasi di lingkungan Pembangunan 
Jalan dan Jembatan Bakauheni— Ketapang—Way Jepara TA 2008 dan sebagai 
Pemegang Uang Muka Kerja (Panjar Kerja) Pembangunan Jalan dan Jembatan 
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Bakauheni—Ketapang—Way Jepara TA 2008. Y (terdakwa II) PNS dalam proyek 
itu diangkat sebagai Administrasi Teknik pada Struktur Organisasi di lingkungan 
Pembangunan Jalan dan Jembatan Bakauheni—Ketapang—Way Jepara TA 2008. 
Haryono (terdakwa III) PNS yang dalam proyek tersebut diangkat sebagai 
Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Bakauheni—Ketapang—Way Jepara TA 2008 dan TA 2009. Namun demikian, 
orang-orang yang harus bertanggung jawab, seperti Ketua Panitia Pengadaan 
Tanah (P2T) yang memberikan data-data tentang inventarisasi dan identifikasi 
tanah dan tanam tumbuh tidak valid dan AH sebagai Kepala Kantor Satuan Kerja 
Nonvertikal Tertentu Provinsi Lampung (SNVT) selaku kuasa pengguna anggaran 
tidak tersentuh dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi, dalam 
persidangan terungkap peran dominan kedua subjek hukum tersebut sebagai pelaku 
yang seharusnya bertanggung jawab dalam kegitan proyek negara tersebut, namun 
dalam dakwaan jaksa direduksi jangkauan hukumnya.  
Tabel 15: Sifat Tindakan  Membatasi Jangkauan Hukum 
 
               
No. 
 
 
Peristiwa 
SIFAT TINDAKAN 
HUKUM 
 
Keterangan 
MEMBATASI ATAU 
MENJAUHKAN DARI 
JANGKAUAN HUKUM 
1 2 3 5 
1 Proses penetapan subjek hukum 
penerima ganti rugi tanam 
tumbuh dan tanah untuk 
pembangunan jalan lintas pantai 
timur oleh Panitia Pengadaan  
Tanah (P2T) tidak valid. 
Pengguna Anggaran yang 
menandatangi dan 
mengeluarkan anggaran tidak 
tersentuh. 
Jaksa penuntut umum hanya 
membatasi empat orang 
tersangka /terdakwa sebagai 
pelaksana di lapangan yang 
bertanggung jawab. Akan 
tetapi,  dua orang penting 
yang menjadi ketua P2T dan 
Ketua SNVT selaku kuasa 
pengguna anggaran. tidak 
tersentuh. 
Secara 
prosedural 
masyarakat 
hanya 
mengetahui 
pelaku 
korupsi telah 
diproses 
secara 
hukum. 
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4. Mempersempit Pemaknaan Hukum 
Penyempitan pemaknaan hukum atau oleh Yudi Kristiana disebut 
kanalisasi pemaknaan hukum memunyai arti sebagai upaya membatasi 
pemaknaan hukum untuk kepentingan khusus yang biasanya disesuaikan dengan 
kepentingan pihak-pihak tertentu. 439  Kanalisasi pemaknaan hukum muncul ke 
permukaan dalam wujud perbedaan pemaknaan hukum, misalnya pemaknaan 
dalam memaknai pengertian melawan hukum, bersama-sama melakukan 
perbuatan, penangguhan penahanan, dan lain sebagainya.  
Penyempitan pemaknaan hukum dapat terjadi antara penyidik dan 
penuntut umum atau antara penyidik dan masyarakat penggiat anti korupsi. 
Perbedaan persepsi dalam pemaknaan melawan hukum menjadikan bolak-
baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Dalam 
hubungannya antara penuntut umum dengan hakim menyebabkan banyak perkara 
korupsi dibebaskan karena menurut jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan 
diyakini bersalah, tetapi oleh hakim tidak terbukti. Perbedaan tersebut terus 
berlangsung mulai dari tingkat pertama hingga banding dan kasasi. Kejadian yang 
terjadi dalam hubungannya antara penyidik dengan masyarakat penggiat korupsi, 
misalnya mengenai boleh tidaknya dilakukan penangguhan penahanan, sah, atau 
tidaknya penangguhan penahanan. 
Penyempitan makna hukum cenderung merujuk pada kepentingan aparat 
dalam mengonstruksi atau melindungi kasus dengan menggunakan tema-tema 
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hukum sebagai simbol.  Hal tersebut seolah-olah menjadi bagian peristiwa atau 
wacana yang memunyai makna tepat, utuh, dan benar. 
Dalam kasus konkret penyempitan atau kanalisasi pemaknaan hukum  
yang dilakukan oleh penyidik polisi terhadap tindakan hukum yang dianggapnya 
telah benar. Sebagai contoh, dalam kasus penangguhan penahanan tersangka 
korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.558.498.420,00 (satu 
milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu 
empat ratus dua puluh rupiah). Kerugian tersebut sebagaimana dituangkan dalam 
laporan hasil audit dalam penghitungan kerugian keuangan negara dengan nomor 
SR-3181/PW08/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012 pada kegiatan pekerjaan 
pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Lampung Timur tahun 2011. 
Terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat di 
lingkungan Dinas PU Kabupaten Lampung Timur. Polres Lampung Timur telah 
menetapkan status tersangka berinisial DM, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Lampung Timur berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari 
penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya dilakukan penahanan sebagaimana 
surat perintah penahanan dengan No.SPN.16/II/2013/Reskrim 11 Maret 2013 s.d. 
30 Maret 2013. 
DM selaku PLT Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung Timur, selama dua 
minggu menjalani masa penahanan oleh penyidik polisi dan pada 25 Maret 2013 
penahanan tersangka ditangguhkan. Penangguhan penahanan ini hanya 
berdasarkan permintaan tersangka yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan 
alasan kooperatif dengan jaminan tersangka tidak akan melarikan diri dan tidak 
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akan menghilangkan barang bukti. Alasan tersebut menjadi  pengajuan 
permohonan penangguhan penahanan. Polres Lampung Timur mempelajari 
permohonan penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan alasan yang 
dikemukakan, yaitu ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dapat 
tidaknya dilakukan penangguhan penahanan, dan pertimbangan situasi 
masyarakat setempat. Selanjutnya dilakukan tindakan hukum dengan 
mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.440  
Tindakan hukum penangguhan penahanan tersangka merujuk pada surat 
permohonan kuasa hukum tersangka berdasarkan proposisi ―permintaan tersangka 
yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan alasan kooperatif dengan jaminan 
orang tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti‖. 
Penangguhan penahanan dalam proposisi tersebut dimaknai oleh penyidik sebagai 
tindakan prosedural dalam hubungannya dengan pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Hal tersebut diposisikan sama dengan penangguhan tindak pidana umum 
yang ringan, seperti penganiayaan ringan, perbuatan tidak menyenangkan, dan 
lain sebagainya.  
Simbol penangguhan penahanan dalam pemberantasan korupsi menduduki 
posisi sebagai subjek pokok. Secara khusus terindentifikasi dari nalar tindakan 
hukum aparat dalam bentuk diskresi yang mendesak. Argumentasi prosedural 
mengabulkan penangguhan penahanan yang secara aktif melemahkan objek 
pokok, ini merupakan tindakan hukum berdasarkan pada keilmuan dan moral. 
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 Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.SP.N/16c/III/2013.Reskrim. 
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Berdasarkan pada beberapa kasus tindakan hukum aparat penyidik polisi 
dalam skema penyidikan tindak pidana korupsi,441 upaya paksa dilakukan melalui: 
(a) pemanggilan, (b) penangkapan, (c) penahanan. Praktik penyidikan dengan 
perilaku hukum aparat model untung rugi, seperti yang dikemukakan oleh 
Lawrence M. Friedman dan menjadi modus judicial corruption 442  atau tindak 
pidana suap aparat dalam penyidikan. Upaya paksa tersebut bagi tersangka pelaku 
dugaan korupsi menjadi hal yang tidak diinginkan. Dampaknya segala cara 
dilakukan termasuk menjanjikan atau memberikan uang atau barang kepada 
aparat penyidik supaya tindakan hukum upaya paksa tersebut dapat dicegah atau 
diperbaiki. Tindakan hukum upaya paksa tersebut dialihkan dalam bentuk lain 
seperti, ditunda pemanggilannya dan ditangguhkan penahanannya. Hal ini, 
menjadi faktual ketika tersangka DM dan  penasihat hukumnya melaporkan ke 
Mabes Polri Jakarta bahwa tersangka diperas oleh Penyidik Polisi Lampung 
Timur.443 
Aparat penyidik sebagai simbol penegak hukum dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi telah terikat kepentingan untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi. Tindakan penangguhan penahanan dengan menutup mata dan menerima 
persyaratan hanya dengan penjaminan orang. Tindakan tersebut dilakukan tanpa 
mempertimbangkan secara tepat kepatutan tempat tinggal penjamin yang berada 
di luar wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, tetapi bertempat 
tinggal di Denpasar Bali. 
                                                             
441
 Pasal 10 Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak 
Pidana 
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 Lihat Satgas PMH, Akar Masalah Mafia Peradilan , 2010 
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 Buron Polres Datangi Sekkab Lamtim , Lampos, 17 Januari 2013. 
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Berdasarkan identifikasi terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan 
penyidik polisi dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan DM. 
Sebagaimana dalam uraian pernyataan dari pertama sampai ke empat, hingga 
dapat dimaknai bahwa sudah sepatutnya pelaku tindak pidana korupsi ditetapkan 
sebagai tersangka dan ditahan. Sebagaimana hasil penyelidikan dan penyidikan 
terhadap tersangka yang memenuhi dugaan  sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 
Sebaliknya pada uraian pernyataan ke lima, tersangka DM yang baru dua 
minggu ditahan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sebagaimana 
prosedur yang berlaku dengan mudah permohonannya segera dikabulkan. Secara 
substansi terjadi kanalisasi pemaknaan hukum seperti pernyataan Kapolres 
maupun Humas Polda Lampung, ―Pasti semua sudah sesuai aturan yang berlaku 
[dan] hak masyarakat untuk menolak yang terpenting polisi sudah [melakukan] 
sesuai aturan yang berlaku.‖ 444  Penangguhan penahanan telah sesuai aturan 
merupakan refleksi kultur hukum prosedural yang dapat dengan mudah 
menangkis tuntutan-tuntutan masyarakat atas hukum. Hukum prosedural menjadi 
tempat sembunyi perilaku hukum untung- rugi yang melahirkan korupsi tindak 
pidana suap.  
Tabel  16  : Sifat  Tindakan Menyempitkan Pemaknaan Hukum 
                 
               
No. 
 
 
Peristiwa 
KARAKTER 
TINDAKAN HUKUM 
 
Keterangan 
Menyempitkan 
Pemaknaan Hukum 
1 2 3 5 
1 Dugaan korupsi dana perawatan 
jalan tahun 2010 sebesar 
Rp1.558.498.420,00. Tersangka 
Tidak ada perbedaan 
kualitatif antara kasus 
pidsus dengan umum.  
Konsep hukum 
hak penangguhan 
penahanan tanpa 
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 Radar Lampung, 4 April 2013. 
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ditahan membedakan 
kasus dan tidak 
bertentangan 
dengan ketentuan 
penangguhan 
penahanan 
menjadi tema 
kanalisasi 
pemaknaan 
hukum. 
2 1. Alasan permohonan tidak lari, 
tidak menghilangkan bukti, 
dan tidak hambat penyidikan. 
2. Jaminan orang beralamat di 
Denpasar  Provinsi Bali. 
Memenuhi ketentuan 
UU (sudah sesuai 
prosedur) 
 
5. Memanfaatkan Ketentuan Berat-Ringannya Hukuman 
Memanfaatkan ketentuan berat-ringannya hukuman mengandung 
pengertian bahwa hakim dalam menentukan perbuatan dan kesalahan hanya 
berdasarkan pada ketentuan hukum prosedural. Ketentuan berat-ringannya 
hukuman digunakan dan dimanfaatkan oleh hakim tidak saja untuk menerapkan 
hukum prosedural, namun juga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 
Keuntungan tersebut diperoleh dengan menerima tindak pidana suap dari 
terdakwa atau keluarganya. Terdakwa tidak pernah tahu berat atau ringan 
hukumannya sesuai dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan. Namun 
demikian,  terdapat rasa takut dan cemas untuk menjalani kehidupan di penjara. 
Oleh sebab itu, terdakwa berusaha melakukan permintaan kepada hakim supaya 
dihukum ringan dengan cara memberi uang. Faktanya hakim menjatuhkan 
hukuman ringan, namun secara tidak bermoral hakim pun menerima uang dari 
terdakwa atau keluarganya.  
Sebaliknya terdapat juga hakim yang memberikan hukuman yang berat 
bagi terdakwa karena tidak ada permintaan pengurangan hukuman dan tidak 
menjanjikan atau memberi uang.  Keadaan seperti ini membuat hukumannya 
bertambah berat. Hakim yang hanya  memanfaatkan ketentuan berat-ringannya 
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hukuman membuat penegakkan hukum hanya berdasarkan hukum tidak dilandasi 
integritas moral. 
Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam kultur 
hukum prosedural dan subkultur suap umumnya memanfaatkan berat ringannya 
hukuman. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan 
keuntungan material dari terdakwa. Selain itu, tindakan menyempitkan makna 
hukum  pun dilakukan untuk mengambil keuntungan material dari terdakwa. 
Tindakan penyempitan makna hukum sangat riskan dilakukan karena 
berhubungan dengan putusan bebas. Meskpun demikian, tindakan ini  pun dapat 
dilakukan karena kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana, khususnya 
dalam penanganan tindak pidana korupsi sifatnya pasif. Hakim hanya menerima 
dan memeriksa berkas yang sudah lengkap dari hasil pemeriksaan dan pengolahan 
penyidik polisi selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk 
diajukan dakwaan. Dapat juga diperiksa sendiri melalui penyidikan dan langsung 
dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga, kendatipun dirasakan terdapat 
subjek hukum yang semestinya menjadi tersangka/terdakwa, namun tidak 
diajukan. Hakim tidak dapat memerintah jaksa untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap subjek hukum tersebut. Dengan kata lain, banyak alasan penuntut umum 
untuk menolak permintaan hakim untuk memeriksa subjek hukum yang 
dimaksud. 
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Menurut Guntur Purwanto, hakim yang berorientasi mencari keuntungan 
material akan bermain di strafmaat (berat-ringan) pidana yang dijatuhkan. 445 
Makna bermain di strafmaat mengandung arti bahwa hakim dalam kultur hukum 
prosedural dan subkultur suap merefleksikan tindakan hukumnya dengan 
menggunakan berat dan ringan ancaman atau hukuman sebagai modus untuk 
mendapatkan keuntungan material dari terdakwa. Hakim dalam kedudukannya 
yang pasif dalam menangani perkara tindak pidana korupsi bukan berarti tidak 
mengetahui perkaranya memunyai potensi ekonomi atau tidak. Oleh karena itu, 
dalam kedudukannya yang pasif (termasuk bila) mengetahui dalam perkara yang 
akan ditanganinya memunyai potensi ekonomi. Hakim pun berusaha menunggu 
dan diprediksi akan ada yang menghubunginya. Orang yang menghubunginya, 
khususnya jaksa penuntut umum, pengacara, atau keluarga terdakwa melalui 
pegawai pengadilan yang menjadi Panitera Pembantu (PP) dalam perkara yang 
ditangani majelis hakim tersebut untuk mendapatkan keringanan hukuman. 
Ketentuan berat-ringannya ancaman pidana oleh sebagian aparat penegak 
hukum dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memperoleh keuntuangan 
materi dengan modus membuat pernyataan atau ucapan-ucapan yang 
memberatkan atau meringankan terangka/terdakwa, seolah-olah secara yuridis 
hukumannya akan berat atau akan ringan. 
                                                             
445
 Guntur Purwanto membagi tipologi hakim menjadi dua, yaitu hakim provit dan non 
provit. Hakim provit adalah hakim yang dalam melaksanakan tugas mengadili sambil mencari 
keuntunga material di dalam setiap memeriksa perkara. Sedangkan hakim non provit, adalah 
hakim yang melaksanakan tugas mengadili tidak melihat potensi ekonomi dalam perkara yang 
ditangani. Hakim seperti ini hanya melaksanakan tugas mengadili berdasrkan teori, peraturan, dan 
menurutnya hakim non provit berpandangan hidupnya telah selesai untuk urusan mencari 
kehidupan material. Wawancara Tanggal 14 April  2014 
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Meskipun hal itu dilakukan, akan tetapi alasan yang menjadi pertimbangan 
hukumnya cenderung kurang berdasar hukum. Seperti halnya terjadi pada 
beberapa  perkara tindak pidana korupsi yang tersangka/terdakwa mempunyai 
jabatan kepala dinas. sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam subjektivitas 
hukum sebagai pejabat (orang terpandang) semestinya diberi hukuman lebih berat 
karena melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Hakim Provit mencari 
alasan hukum yang terbalik, ―Karena terdakwa sebagai pejabat dan tokoh 
masyarakat, menjadi terdakwa saja sudah menanggung beban berat. Malu 
merupakan hukuman psikologis yang sangat berat, maka hukuman minimal sudah 
sangat berat untuknya‖. Intinya Hakim Provit ingin menurunkan pidana berat 
yang dijatuhkan menjadi pidana ringan. Tampak subjektivitas pribadi dari alasan 
yang dikemukakan oleh Hakim Provit. 
Hakim Provit yang bertingkah laku seperti itu kadang kala tidak 
menurunkan pidana, tetapi mengatakan kepada pengacara atau terdakwa bahwa 
hukuman yang akan dijatuhkan sudah diturunkan/diringankan. Oleh sebab itu, ia 
menerima uang dari terdakwa yang tidak tahu menahu tentang hukuman. Hakim 
Provit pun ada yang nekad membebaskan terdakwa karena melihat potensi 
ekonomi yang dihadapi dengan alasan apa pun, meskipun menjungkirbalikkan 
kebenaran.  
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Tabel  17 : Sifat Tindakan Memanfaatkan Ketentuan Berat Ringan Hukuman 
               
No. 
 
 
Peristiwa 
SIFAT TINDAKAN 
HUKUM 
 
Keterangan 
MEMANFAATKAN 
KETENTUAN BERAT 
RINGAN HUKUMAN 
1 2 3 5 
1 Dugaan Korupsi Dana Alokasi 
Khusus (DAK) UM selaku PPTK 
diajukan dan diproses lebih dahulu 
diputus 1 tahun 4 bulan. Setelah 
itu diajukan Z selaku PPK 
sekaligus PA, diputus 1 tahun 6 
bulan. 
 
Tindak ada perbedaan 
mendasar antara pelaku 
UM dan Z dengan 
tanggung jawabnya dalam 
pengelolaan DAK.  
Menambah dua bulan 
untuk menghindari rasa 
ketidakadilan prosedural 
antara UM dan Z. 
 
Beberapa tindakan hukum aparat penegak hukum (dapat) dikatakan hanya 
menggunakan dasar hukum yang sudah ketinggalan dengan tuntutan dan 
kebutuhan pengetahuan sekarang. Aparat penegak hukum hanya berlandaskan 
kepada pengetahuan pasal-pasal dalam UUTPK dan KUHAP. Lepas dari konteks 
undang-undang yang di dalamnya mengandung jiwa, spirit, ide dasar, asas, dan 
tujuan. Termasuk juga lepas dari keseluruhan sistem pemidanaan yang terdapat 
dalam UUTPK dan keseluruhan sistem atau rambu-rambu yang menjadi prinsip-
prinsip sistem penegakan hukum nasional. 
Kepastian hukum hanya diartikan secara sempit sebagai kepastian undang-
undang, meninggalkan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan nilai-nilai yang diakui 
dalam teori hukum. Selain itu, tampaknya aparat mengabaikan moral dan spiritual 
yang menjadi dasar pendekatan religius. Termasuk mengabaikan asas keadilan 
yang menjadi tugas aparat penegak hukum untuk melaksanakannya. Hal ini 
seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Kejaksaan nomor 16 tahun 
2004 yang berbunyi, ―Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang 
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Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti 
yang sah.‖ Hakim dalam memeriksa terdakwa melakukannya, ―Demi keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.‖  Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan 
Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.   
Cara berpikir hukum seperti dalam uraian sebelumnya menimbulkan 
sebuah kewajaran bila tindakan hukum oleh aparat penegak hukum bentuknya 
menggampangkan hukum, tebang pilih (pilih kasih), menjauhkan jangkauan 
hukum, menyempitkan pemaknaan hukum dan memanfaatkan ketentuan ancaman 
pidana minimum dan maksimum. Semua tindakan tersebut berdasarkan mentalitas 
tindak pidana suap untuk mendapatkan keuntungan materi. Prinsip-prinsip 
moralitas dan spiritual yang menjadi tuntunan, agar aparat penegak hukum 
melaksanakan prinsip persamaan, objektivitas, tidak berpihak, dan tidak pilih 
kasih (tebang pilih) ditinggalkan. 
C. Rekonstruksi Pemikiran Hukum dalam Konsep Integrasi  Ilmu Hukum 
Pidana  dan Moral yang memperkuat Kultur Hukum Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
Lampung 
 
Penegakan hukum sebagai aktivitas menerapkan dan melaksanakan hukum 
sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan dalam kondisi yang 
memerihatinkan. Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagian telah 
direduksi menjadi sarana prosedural penindakan pelaku tindak pidana korupsi. 
Sebagian lainnya sebagai pekerjaan tambahan untuk mencari keuntungan pribadi 
aparat penegak hukum.  Perilaku aparat penegak hukum tersebut  melemahkan 
sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
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Bertitik tolak pada dunia penegakan hukum tindak pidana korupsi seperti 
itu menyebabkan tidak banyak yang bisa diharapkan, kecuali perbaikan pada 
aspek utama perubahan. Aspek yang dimaksud, yaitu aparat penegak hukum bisa 
menjadi pioneer pencegahan suap dan perbaikan sistem penegakan hukum yang 
terancam gagal oleh perilaku paradoks aparat penegak hukum. Aparat penegak 
hukum yang dibutuhkan bukan saja dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
tetapi juga mampu menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, bisa menjadi 
benteng pertahanan dan penyemaian pencegahan tindak pidana suap yang terjadi 
di lingkungan institusinya. 
Sudah saatnya pemikiran hukum pidana bergeser dan beralih. Merujuk 
pada integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai pemikiran hukum pidana di 
Indonesia. Kontekstual dengan rambu-rambu sistem hukum nasional dengan 
kultur Indonesia. Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak akan 
mencerminkan nilai-nilai utama kultur hukum. Dapat  dimulai dengan 
memperbaiki cara berpikir aparat penegak hukum dengan pemahaman baru 
integrasi ilmu hukum pidana dan moral.  
Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dirumuskan untuk 
merekonstruksi praktik berhukum aparat yang sudah tidak otentik (deautentic). 
Praktik hukum dikotori oleh tindak pidana suap (sebagian prosedural dan 
sebagian lainnya tindak pidana suap). Penegakan hukum dilakukan melalui cara-
cara berhukum yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai landasan 
utama. Cara lain dilakukan melalui pengembanan filsafat hukum, teori hukum, 
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ilmu hukum dalam teoritikal, dan praktikal hukum pidana. Dengan demikian, 
hukum dapat bekerja secara otentik.  
Berdasarkan analisis terhadap konstruksi pemikiran hukum aparat penegak 
hukum di atas, maka dalam konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral,  
secara ilmiah diyakini dapat memecahkan persoalan paradoks aparat penegak 
hukum, maka dalam paparan ini analisis uraian terlebih dahulu diletakkan pada 
landasan filosofis dan landasan religius integrasi ilmu hukum pidana dan moral. 
Selanjutnya meletakkan landasan integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam 
asumsi filosofis yang mencakup asumsi ontologis, epistemologi, dan asumsi 
aksiologi sebagaimana uraian berikut ini.  
1. Landasan Filosofis dan Religius Integrasi Ilmu  Hukum Pidana dan 
Moral  
a. Landasan Filosofis Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral merujuk pada paradigma 
pemikiran hukum yang memandang hukum dan moral sebagai satu-kesatuan dan 
tidak tercerai. Tokoh yang menganut paham ini, di antaranya James Fitzjames 
Stephen seterusnya dipertahankan oleh Hakim Patrick A. Devlin446 dan kemudian 
diteruskan oleh Alfred Thomson Dening.447 
                                                             
446
 Telah 35 tahun sejak H.L.A. Hart menerbitkan  Hukum, Kebebasan dan Moralitas, 
menandai awal perdebatan H.L.A. Hart - P. Devlin  mengenai penegakan moralitas oleh hukum 
pidana, dan 125 tahun sejak James Fitzjames Stephen menerbitkan Liberty, Equality, Fraternity, 
yang menjadi awal debat yang sama dengan John Stuart Mill. Perhatian Keduanya pada 
perdebatan mengenai penggunaan hukum pidana perlunya moral atau tidak.  Klaim Mill dan Hart 
mengatakan "Tidak", sedangkan  Fitzjames Stephen dan Devlin  mengatakan "Ya."  Lihat, Gerald 
Dworkin, Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality, William and Mary Law 
Review, Volume 40, Issue 3. 1999, hlm.927. 
447
 Alfred Thomson Dening, adalah pengacara dan hakim di Inggris, seorang kristiani 
yang taat. Keputusannya selalu mendasarkan kepada agamanya. Tulisannya yang terkenal  Without 
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Di Indonesia pemikiran tentang pentingnya moral dalam pengembanan 
hukum secara tegas dikemukakan oleh Mulyatno, Satjipto Rahardjo, Barda 
Nawawi Arief, dan Sunaryati Hartono. Selanjutnya dalam perkembangannya, 
banyak diteruskan oleh penstudi hukum di berbagai universitas di Indonesia. 
Akan tetapi, sifat dan ciri-cirinya masih sebatas wacana yang perlu konkretisasi 
atau teorisasi. 
Argumentasi utama pentingnya kebutuhan moral yang menyatu dalam 
hukum pidana, yaitu berperan untuk: (i) melestarikan tradisi dan adat istiadat;  (ii) 
penegakan moralitas; (iii)  mencegah terjadinya kesalahan; dan (iv) mengangkat 
atau menyempurnakan karakter manusia. 448  Oleh karena itu, upaya 
mengembangkan kembali integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai ilmu 
hukum pidana Indonesia secara substantif harus disertai usaha untuk mewujudkan 
pembaruan hukum pidana Indonesia. Upaya pengembangan tersebut, yaitu suatu 
upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai 
sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat 
Indonesia.449 
Penggalian nilai-nilai bertujuan untuk mencerminkan sifat kemanusiaan 
dan kemasyarakatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sehingga diharapkan 
masa depan hukum pidana Indonesia nyata dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa 
                                                                                                                                                                      
religion there is no morality and without morality there is no law di muat dalam Daily Telegrap 
(London),6 Maret 1999.  en.wikipedia.org/wiki/alfed_dening.baron_dening. Diakses tanggal 21 
Mei 2014. 
448
 Gerald Dworkin, Op.Cit. 
449
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta:Kencana Prenada,2008), 
hlm.25. 
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Indonesia, yakni bersumber dari hukum adat, hukum agama, KUHP, dan 
Pancasila.  
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral merupakan hal yang mendasar, 
meletakkan perspektif kultur hukum sebagai hal yag mendasar karena 
menempatkan aspek manusia (aparat penegak hukum) sebagai pusat perubahan 
dan perbaikan. Oleh sebab itu, meletakkan asas keseimbangan dalam 
pengembanan ilmu hukum dan moral oleh aparat penegak hukum merupakan hal 
penting untuk ditempatkan dalam landasan filsafat penegakan hukum pidana.  
Asas keseimbangan ini dapat dianggap sebagai konsekuensi dari integrasi 
ilmu hukum dan moral dalam arti keseimbangan yang proporsional. 
Keseimbangan antara muatan jasmani dan rohani, antara teori dan praktik ilmu 
hukum pidana, antara nilai dan keyakinan, keteladanan dan moral, sebagai sikap 
bijaksana manusia dalam mencapai kehidupan pribadi dan sosialnya serta dunia 
dan akhirat. Prinsip keseimbangan menetapkan sikap tidak melebihkan dan tidak 
mengurangi dalam segala aspek. Prinsip seimbang ini dapat dimaknai sebagai 
sikap terbaik karena dapat meletakkan secara proporsional, tidak berat sebelah 
dalam segala hal, dan  adil.    
Dalam integrasi ilmu hukum pidana dan moral, keseimbangan bertalian 
dengan aspek akal dan aspek intuitif. Penegakan hukum seimbang dalam 
penilaiannya antara aspek kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.450 
Ketepatannya dalam menentukan  parameter terhadap penilaian antara kepastian 
hukum dan keadilan sebagai prosedur pengambilan keputusan didasarkan pada 
                                                             
450
 Rancangan KUHP bertolak dari pemikiran keseimbangan monodualistik (daad-dader 
straafrecht), yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan (daad), 
dan juga segi-segi subyektif dari orang pembuat (dader). Barda Nawawi, Ibid. hlm.97. 
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pertimbangan moral. 451 Ketepatannya dalam menentukan parameter yang 
seimbang dalam mendiagnosis dan prosedur pengambilan keputusan akan 
memperkuat/memperkokoh diri dan jiwanya. Dengan demikian, aparat memunyai 
kemampuan untuk menemukan makna dalam setiap perbuatan dan tindakan yang 
dilakukan sekecil apapun perbuatannya. 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam landasan filsafat dan prinsip 
keseimbangan operasional akan mencerminkan dan berkontekstual sebagai kultur 
hukum Indonesia, yakni kultur hukum nonbarat (nonwestern legal cultures).452 
Kultur hukum Indonesia merupakan seperangkat nilai normatif bersama yang 
diperoleh dari keseluruhan kultur lokal nusantara. 453  Kultur hukum Indonesia 
dalam sejarahnya tidak lepas dari lapisan-lapisan struktur sosial masyarakat 
Indonesia yang bermanifestasi dalam kehidupan beragama, kerukunan sosial 
dalam organisasi-organisasi pergerakan rakyat yang ingin menjadi agen 
penggerak kulturalisasi dinegerinya sendiri.454 Pancasila adalah sistem nilai yang 
sebelumnya telah tumbuh dan berkembang dari adat kebiasaan, kekulturan, dan 
agama-agama bangsa Indonesia. Penggalian Pancasila sebagai akar kultur dan 
hukum Indonesia tersebut menembus lapisan-lapisan zaman yang dialami bangsa 
Indonesia dari zaman Hindu, Islam hingga zaman Imperialis. Oleh karena itu, 
terdapat lima hal yang dapat ditemukan dalam lapisan zaman, yaitu ketuhanan, 
                                                             
451
 Jonathan Shconsheck, On Criminalization; An Essay in The Philosophy of Criminal 
Law (Netherland:Kluwer Academic Publisher,1994), hlm.29-30. 
452
 Dua tradisi besar hukum barat, Europa civil law dan Amerika  judge made law 
keduanya mengklaim sebagai hukum modern yang mempunyai kolini di Asia, salah satunya 
Indonesia sebagai koloni Belanda yang berdasarkan asas konkordansi memberlakukan hukum 
pidana yang sama di negeri Belanda. 
453
 Ade Saptomo,  Budaya Hukum, Op.Cit.  hlm.191. 
454
 Sudaryanto, Filsafat Politik Pancasila,Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila, 
(Yogyakarta:Kepel Press,2007)  hlm.9-16. 
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kebangsaan, perikemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Nilai 
ketuhanan ditemukan dalam setiap lapisan tersebut , meskipun bentuknya 
berbeda-beda.455 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai landasan filsafat dalam 
konteks kultur hukum Indonesia berfungsi sebagai pedoman yang 
menghubungkan antara filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana, dan 
peraturan-peraturan hukum. Terdapat pada tataran teori dari satu pihak, perilaku, 
dan tindakan nyata pada tataran praktis di pihak lain yang diharapkan masyarakat 
setempat.456  
Kultur hukum Indonesia merupakan cermin identitas sekaligus sumber 
refleksi ilmu hukum pidana dan moral. Terwujud dalam nilai-nilai yang 
terkandung dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, produk substansi 
hukum. Terbentuk juga dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan 
pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (justice seeker) 
dan warga masyarakat pada umumnya. Menurut Ade Saptomo, kultur hukum 
akan memengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan 
hukum dalam praktiknya. 457  Terutama dilingkungan institusi penegak hukum, 
peran pemimpin sangat penting dalam mendorong terjadinya perubahan dan 
perbaikan penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
 
 
                                                             
455
 Wawan Tunggul Alam, (ed), Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato 
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b. Landasan Religius Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral memiliki landasan religius yang 
berakar pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila, 
Ketuhanan Yang Maha Esa menempati sila pertama. Posisi ini menjelaskan 
prinsip dan sikap masyarakat Indonesia yang menempatkan hubungannya dengan 
Tuhan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Konkretisasi relegiositas ini 
tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 serta UU Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Kekuasaan Kehakiman antara lain terdapat dalam uraian berikut.  
1. Pasal 29 UUD RI 1945 ―Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa‖. 
2. Konsideran UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, pertimbangan huruf a menyebutkan bahwa 
keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung 
terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Penjelasan UU Polisi ditegaskan bahwa, 
undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam 
Tri Brata dan Catur Prasatya. Sebagai sumber nilai kode etik 
kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. 
3. Pasal 8 ayat (3) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, 
demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
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jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti 
yang sah. 
4. UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, antara 
lain dimuat dalam pasal-pasal  berikut. 
a. Pasal 1 ayat (1) kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 
RI 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. 
b. Pasal 2 ayat (1) peradilan dilakukan, ―Demi keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa‖ 
c. Pasal 2 ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 
Pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya 
merupakan prinsip dasar hukum Indonesia yang menuntut adanya pendekatan 
religius atau pendekatan kultural religius yang merupakan karakter sistem 
peradilan hukum Indonesia.458 Mulyatno, menyatakan bahwa, ―Dalam negara kita 
yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu 
pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan 
[menjadi] tidak lengkap. Pernyataan dan perenungan Moelyatno  jelas 
mengamanatkan perlu dikembangkannya Ilmu Hukum Berketuhanan. 459   Di 
Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang 
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bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam (bagi umat Muslim) atau kaidah-
kaidah Kristiani (bagi umat Kristiani/Katolik) atau bertentangan dengan kaidah-
kaidah agama Hindu Bali (bagi orang-orang Hindu Bali) atau bertentangan 
dengan kesusilaan agama Budha (bagi orang-orang Budha).460 
Landasan religius integrasi ilmu hukum pidana dan moral esensinya 
meletakkan kembali ruh hukum pidana ke dalam jiwa dan semangat berhukum 
melalui peletakan struktur nilai yang diambil dari sumber yang benar, yakni 
Alquran. Berupa nilai keadilan, keseimbangan, kebenaran, dan lainnya sebagai 
landasan religiositas integrasi ilmu hukum pidana dan moral. 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral meletakkan akar religiositas 
sebagai landasan pengemban hukum. Sebagai upaya untuk mengajak manusia 
mengembangkan konsep rasionalitas ilmu hukum pidana bukan hanya sebagai 
realitas eksternal yang bersifat objektif dan naif, namun juga lebih dari itu. Fungsi 
lainnya sebagai realitas eksperiensial, konstruksi mental yang diperoleh dari 
proses interpretasi, relatif, dan kontekstual. Integrsi ilmu hukum pidana dan moral 
bersumber dari Tuhan, tetapi berada dalam kesadaran manusia. Hukum sebagai 
realitas fisik atau nonfisik yang di dalamnya tersembunyi nilai-nilai yang hanya 
dapat ditangkap melalui optimalisasi akal pikiran dalam proses mengerti dan 
memahami. Hal ini, menuntut gerak perilaku manusia mengarahkannya pada 
kesadaran alami bahwa ia bukanlah makhluk utama yang bersifat antroposentris. 
Akan tetapi, jauh melampaui batas itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling 
                                                             
460
 Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta:Bina Aksara,1985), hlm.34 dalam Barda 
Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan, Op.Cit. hlm.54. 
350 
 
sempurna.461   Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dilandasi oleh 
adanya kepercayaan kepada Tuhan atau kepercayaan akan adanya kekuatan yang 
adikodrati di atas manusia.462 Merujuk kepada agama sebagai ajaran sistem yang 
mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Serta tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan 
manusia dengan lingkungannya.463 Quraysh Syihab mendefinisikan agama ialah 
hubungan yang dirasakan antara jiwa  manusia dengan satu kekuatan yang Maha 
Dahsyat. Hubungan melalui pengamalan sifat-sifat-Nya yang amat indah dan 
sempurna dan mendorong jiwa untuk mengabdi dan mendekatkan diri kepada-
Nya.464  
Terdapat tiga hal yang harus terpenuhi untuk dapat disebut sebagai 
seorang yang beragama, yaitu (1) merasakan dalam jiwa tentang kehadiran satu 
kekuatan  yang Maha Agung yang menciptakan  dan mengatur alam raya. 
Kehadiran-Nya bersifat berkesinambungan bukan saja pada  saat seseorang berada 
di tempat suci, melainkan setiap saat. Baik ketika manusia sadar, maupun saat ia 
terlena atau tidur, saat ia hidup di dunia ini, maupun setelah kematiannya; 
(2) lahirnya dorongan dalam hati untuk melakukan hubungan dengan kekuatan 
tersebut, suatu hubungan yang terpantul dalam ketaatan melaksanakan apa yang 
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diyakini sebagai perintah atau kehendak-Nya. Serta dorongan untuk menjauhi 
segala larangan-Nya; (3) meyakini bahwa Yang Maha Agung itu Maha Adil, 
sehingga pasti akan memberi balasan dan ganjaran sempurna pada waktu yang 
ditentukan-Nya. Dengan kata lain, keyakinan ini merupakan cerminan 
kepercayaan tentang adanya hari pembalasan atau hari kemudian.465 
Beragama merupakan kebutuhan rohani yang bersifat fitrah (melekat 
pada diri manusia sejak kelahirannya). Islam menegaskannya dalam Alquran 
Surat Ar-Rum 30:30 yang artinya, ―Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 
kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 
lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.‖ 
Sudah kodratnya manusia diciptakan oleh Tuhan memunyai naluri 
beragama untuk meng-Esakan Tuhan. Manusia  sejak  asal penciptaannya pada 
hakikatnya membawa potensi beragama yang lurus  dan  dipahami  sebagai peng-
Esaan Tuhan. Dalam Alquran Surat Al-A‘raf (7) ayat 172  dinyatakan bahwa 
―dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul 
(Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi" (kami lakukan yang demikian itu) 
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani 
Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (ke-Esaan Tuhan)", 
 
Landasan religiositas ilmu hukum pidana ini dirumuskan oleh Barda 
Nawawi Arief sebagai pendekatan yuridis ilmiah religius, yaitu pendekatan yang 
berorientasi/berpedoman pada ilmu hukum pidana dan tuntunan Tuhan dalam 
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menegakkan hukum positif. Singkatnya pendekatan ilmu hukum berketuhanan.466 
Pendekatan ini merupakan prasyarat utama dalam penegakan hukum. 
Agama dalam kaitannya dengan perilaku aparat dalam penegakan hukum 
tindak pidana korupsi menjadi hal penting karena aparat penegak hukum, 
khususnya di Lampung merupakan individu-individu beragama. Hal ini sebagai 
pembeda dengan aparat penegak hukum di negara-negara sekuler di Barat, seperti 
Perancis. Di negara tersebut, agama bagi seseorang bukanlah sesuatu yang 
penting, justru disembunyikan identitas agamanya karena hanya sedikit yang 
mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka.467 Artinya, kendatipun secara 
makro tidak dapat ditarik hubungan kausal antara agama dengan suap yang terjadi 
yang diukur dari pemeluk agama masyarakat. Akan tetapi, dalam sistem hukum 
Indonesia yang memunyai latar belakang sosiokultural religius menghadirkan 
agama untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi. 
Penegakan hukum dengan subkultur suap mengindikasikan bahwa 
penerapan agama dalam kehidupan aparat penegak hukum tidak harmonis dan 
menyatu. Faktanya hanya sekadar urusan ritual formal personal. Dengan 
demikian, tidak nampak kegairahan pentingnya agama dalam berhukum yang 
memberikan makna pada setiap gerak dan langkah dalam melaksanakan profesi 
hukumnya.  
Sikap beragama seperti itu wajib dikoreksi. Untuk itu, diperlukan 
pandangan religius dan ekspresi religiositas pada moral aparat penegak hukum. 
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Sehingga, aparat dapat mengintegrasikan ibadah ritual dengan praktik kehidupan 
konkret. Oleh sebab itu, agama menjadi bagian hidup, spirit agama menjadi kiblat 
perilaku sehari-hari bukan hanya pada saat berada di tempat ibadah.468 
Agama pada dasarnya akan selalu didominasi oleh refleksi perilaku yang 
baik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Refleksi perilaku yang baik dalam 
agama Islam dikenal dengan akhlak atau moral yang baik. Moral menjadi penting 
bagi manusia (seperti polisi, jaksa, penuntut umum, dan hakim) karena moral 
dipandang sebagai refleksi ketaatan beragama. Beberapa tuntunan agama untuk 
menegakkan hukum, diantaranya dikemukakan dalam Quranul Karim dan 
Terjemahannya,
469
 Surat An Nisaa ayat 58 yang esensinya Allah (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil.‖  Surat An Nisaa ayat 135 yang menyatakan, ―Hai orang yang 
beriman jadilah kamu penegak keadilan. Dan jadilah kamu saksi-saksi untuk 
Allah meskipun merugikan dirimu sendiri, atau orang tua dan kerabat 
dekat‖.anlah kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil‖. 
Berdasarkan Quran Surat An Nisaa ayat 58 dan 135 di atas terkandung 
pesan kepada manusia yang beriman untuk menegakkan hukum sesuai dengan 
tuntunan Tuhan, maka dalam menegakkan hukum akan selalu mengandung: 
a. Prinsip kesungguhan dan dan kecermatan dalam menerapkan hukum 
untuk memperoleh kepastian dan tidak diskriminatif 
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b. Prinsip objektivitas, menghindari adanya nafsu kepentingan pribadi, 
golongan dan kekuasaan; 
c. Prinsip tidak tebang pilih, sesuai berdasarkan hukum dan keadilannya, 
tanpa keinginan untuk mempersempit atau memperluas hukum.  
2.  Landasan Integrasi Konsep Ilmu Hukum Pidana dan Moral 
Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral melandasi filsafat dan 
religiositas ilmu hukum pidana Indonesia. Landasan seperti itu, memperjelas 
perbedaannya dengan hukum positif  Barat dengan karakternya yang sekuler, 
individual,  dan kapitalisme.  
Integrasi ilmu hukum dan moral sebagai konsep, berusaha melawan 
tantangan paling besar  dalam kehidupan berhukum di Indonesia, khususnya di 
wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dalam upaya, mencegah 
berkembangnya subkultur prosedural dan subkultur suap. Hukum pidana positif  
dengan metode yuridis formal, saat ini sudah tidak dapat diandalkan untuk 
memperbaiki kultur hukum prosedural dan subkultur suap. Hukum pidana positif 
sebagaimana diklaim sebagai hukum modern saat ini, dengan pengaturan seperti 
itu dalam operasionalnya selalu akan berbalik menjadi alat menyalurkan 
kepentingan pribadi yang aman menurut hukum. Sesuai dengan ungkapan 
Sunaryati Hartono berikut ini.470 
―...banyaknya tuntutan masyarakat agar menyelesaikan suatu masalah 
melalui jalur hukum... sayangnya tidak diimbangi dengan kultur hukum 
internal para profesi hukum dan lembaga-lembaga hukum Indonesia. 
Pengacara  Indonesia terlalu sering mengandalkan kekuatan uang untuk 
memenangkan perkara dan sebenarnya terlalu sering menyalahgunakan 
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penguasaan ilmu hukumnya untuk memelintir makna dan tujuan hukum itu 
sendiri guna memenangkan perkara.  
Para Panitera pengadilan dan para hakim pun sudah terlalu sering bertekuk 
lutut pada iming-iming uang dan hidup mewah dan lupa bahwa ia 
ditempatkan di kursi Panitera dan kursi Hakim bukan sekedar untuk 
mencari nafkah, tetapi mengemban suatu misi, yaitu agar setiap orang, 
setiap warga negara, kaya ataupun miskin, pandai maupun bodoh, pria 
maupun wanita, anak kecil maupun kakek atau nenek, orang desa maupun 
orang kota, warga negara maupun warga negara asing, semuanya akan 
memperoleh keadilan. Tidak hanya sesuai dengan ketentuan harfiah pasal-
pasal di dalam undang-undang, tetapi terlebih-lebih sesuai dengan rasa 
keadilan, kepatutan dan kewajaran berdasarkan pertimbangan hakim yang 
bijaksana, seimbang dan berperikemanusiaan, yang bersumber pada 
persatuan bangsa dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.  
Juga para Jaksa dan Polisi begitu mudah tergiur oleh tumpukan uang dan 
lupa bahwa apapun yang ia lakukan sehari-hari adalah untuk dan atas 
nama negara Republik Indonesia. Jika ia menerima tindak pidana suap, 
maka ia lakukan juga atas nama Negara Republik Indonesia, sehingga 
Republik Indonesia menjadi penerima tindak pidana suap, penjahat atau 
bahkan pembunuh akibat perbuatan terkutuk Jaksa dan atau Polisi.‖ 
 
 
Praktik buruk berhukum seperti dikemukakan Sunaryati Hartono faktanya  
menyebar ke institusi penegakan hukum  di berbagai wilayah hukum pengadilan 
di Indonesia. Praktik berhukum terbentuk menjadi sedemikian rupa, sehingga 
tidak murni dijalankan  sebagai urusan hukum. Profesi hukum lebih 
mementingkan fasilitas bisnis dengan getting think done daripada meringankan 
penderitaan manusia dan menolong sesama.471  
Kondisi berhukum tersebut menurut Sunaryati Hartono yang mesti 
diperbaiki, yakni kultur hukum internal yang merupakan kultur para profesi 
hukum. Kultur hukum sumber daya manusia di dalam lembaga-lembaga hukum, 
seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, Panitera, dan hakim pengadilan. Kultur 
hukum internal dimulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Konstitusi. 
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Termasuk para dosen dan guru besar yang meluluskan mahasiswanya sebagai 
Sarjana Hukum tanpa mempertimbangkan kemampuan akademiknya. Sementara 
di sisi lain, ia tidak cukup banyak dibekali dengan ilmu hukum, moral, dan kultur 
hukum untuk dapat mengemban tugas atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa atau 
atas nama Republik Indonesia yang berpancasila.472    
Berangkat dari kelemahan-kelemahan praktik berhukum tersebut yang 
disebabkan oleh cara  berpikir hukum yang memisahkan ilmu hukum pidana dan 
moral. Ketiadaan fungsi moral sebagai intuisi yang merefleksikan sikap dan 
keyakinan agama telah menciptakan kultur hukum prosedural dan subkultur suap. 
Aparat penegak hukum yang melakukan praktik seperti itu, hanya akan menjadi 
―parasit hukum‖.  Merusak lembaga tempat ia hidup dan merusak simbol-simbol 
abstrak lembaganya, citra, konotasi, dan makna. Penegak hukum parasit 
melakukan dua kejahatan sekaligus. Pertama memperkaya diri dengan menghisap 
uang negara dengan memanfaatkan lembaganya. Kedua, merusak citra lembaga 
sendiri dengan mensubversi nilai-nilai luhur, kebenaran, kejujuran, dan 
keadilan.473 
Sebagai langkah merekonstruksi mentalitas berhukum, seperti yang terjadi 
di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Serta merujuk pada 
tipologi keempat konsep integrasi ilmu dan agama yang dipopulerkan Alan G. 
Barbour.474  Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam penegakan hukum tindak 
pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. 
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Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa integrasi merupakan  konsep yang 
dianggap merepresentasikan keterpaduan antara ilmu hukum pidana dan moral 
aparat.  
Konsep integrasi475 baik merujuk pada tipologi Barbour maupun konsep 
lainnya 476   yang sejalan menjadi konsep yang digunakan untuk menghadirkan 
moral yang merefleksikan  agama sebagai refleksi akhlakul karimah. Moral yang 
luhur atau budi pekerti yang mulia terintegrasi dengan kompetensi ilmu hukum 
pidana aparat penegak hukum. Hukum pidana positif saat ini telah menjauhkan 
aparat dengan wacana moral. Penegakan tindak pidana korupsi saat ini oleh Polisi, 
Kejaksaan, dan Pengadilan tidak cukup hanya berdasarkan pada hukum. Oleh 
karena itu, untuk memperkuat anggapan peneliti akan pentingnya konsep integrasi 
antara ilmu hukum pidana dan moral sebagai paradigma berpikir hukum di 
Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. 
Keyakinan peneliti akan cara berpikir hukum integral/iintegral perlu diletakkan 
dalam asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagaimana uraian berikut 
ini.  
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a. Ontologi Integrasi Ilmu Hukum dan Moral 
Setelah lima tahun reformasi pada tahun 1998, Satjipto Rahardjo telah 
mengingatkan supaya berhati-hati untuk tidak terjebak ke dalam mesin peradilan 
yang diciptakan oleh sistem hukum modern. Tanpa aparat penegak hukum yang 
―bernurani kuat‖ menurutnya, hukum tidak akan mampu untuk memberikan dan 
menegakkan keadilan substantif.477Sebab itu, ia mengajak aparat untuk (sedikit) 
menantang kehadiran mesin-mesin hukum itu dengan suasana masyarakat 
Pancasila. Sebagai langkah meredefinisikan ―penegakan hukum‖ yang terjadi di 
Indonesia. Secara tegas tidak hanya ―berdasarkan hukum‖, melainkan juga 
―berdasarkan moral‖. 478  Menegakkan hukum saja tidak cukup, namun juga 
membutuhkan moral supaya kehidupan berhukum menjadi  adil dan bermoral. 
Memadukan ilmu hukum pidana dan moral dalam konsep integrasi tidak 
saja membentengi watak hukum Indonesia yang religius bermoral. Akan tetapi, 
lebih dari itu konsep integrasi sebagai upaya menjawab kegagalan ilmu hukum 
menghadirkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk menawarkan 
pendekatan profetik sebagai suatu koridor religiousitas ilmu hukum. 479  
Membahas integrasi atau menyatupadukan ilmu hukum pidana dan moral 
merupakan hal yang berseberangan dengan praktik hukum positif.  Hal yang 
selama ini berlangsung di berbagai wilayah hukum di Indonesia, khususnya di 
wilayah hukum pengadilan Tipikor Tanjungkarang  yang terbukti memisahkan 
hukum dengan moral.  
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Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral bukan hal yang baru 
dalam diskursus ilmu hukum, meskipun dinamikanya masih terus berlangsung.  
Meskipun begitu, diskursus integrasi yang terjadi selalu dalam dan dari cara 
pandang positivisme hukum atau hukum modern. Integrasi ilmu hukum pidana 
dan moral diartikan secara positif, yaitu bergabungnya ilmu hukum pidana dan 
moral dalam peraturan perundang-undangan semata. Namun demikian, tidak 
dengan manusia yang menjalankan hukum.   
Konsep integrasi dalam bahasan ini harus dilihat sebagai hubungan yang 
dialektis antara ilmu hukum pidana dan moral. Termasuk di dalamnya pengemban 
profesi hukum, seperti aparat penegak hukum, akademisi hukum yang selalu 
berinterelasi berdasarkan ilmu hukum pidana dan moral. Serta melakukan 
pertimbangan dan keseimbangan dalam tindakan hukum yang prosedural, namun 
adil. Titik pusat ilmu hukum pidana dan moral ialah kemanusiaan aparat penegak 
hukum. Aspek manusia (aparatur) menempati posisi sentral dalam menentukan 
tindakan hukumnya. 
Urgensi konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral sangat penting 
untuk menjawab problema penegakan hukum yang sudah tidak sejalan dengan 
kebenaran dan keadilan. Khususnya, penegakan hukum tindak pidana korupsi di 
wilayah hukum pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Dengan adanya konsep 
integrasi ini, akan semakin memberikan arah yang jelas dalam penggunaan dan 
pemanfaatan ilmu hukum pidana. Sebagai bentuk pengabdian pada nilai-nilai 
kemanusiaan dan kebaikan, bukan sebaliknya menjadi alat kepentingan dan 
kekuasaan untuk menindas kebenaran dan anti keadilan.  
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Salah satu persoalan yang perlu diperjelas dalam konteks integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral, yakni pada kerangka dasar konsep. Pentingnya terlebih 
dahulu meletakkan  pandangan tentang kenyataan penegakan hukum tindak 
pidana korupsi, sebagai konstruksi manusia (human construction) dalam 
memahami realitas sebagai cara melihat (way of lookin) atau sebagai seperangkat 
keyakinan dasar (basic bielives) yang dapat merevisi ketegangan pada ilmu 
hukum dan moral. Dilatarbelakangi oleh pandangan modern dari ilmu hukum 
pidana yang ilmiah legal formal dan pandangan pramodern atau posmodern  yang 
subjektif  akan moral (agama).  
Sangat tidak mungkin mengembangkan konsep integrasi untuk selalu 
berpijak pada salah satu dari kedua pandangan yang saling memisahkan tersebut. 
Dalam hubungan ini, pembahasan worldview konstruktivisme memperantarai 
nilai-nilai kebenaran moral yang menjadi pandangan aliran hukum alam. Lebih 
lanjut lagi, mengoneksikannya dengan nilai-nilai kebenaran-kebenaran ilmu 
dalam pandangan dunia modern. David Ray Griffin menyebutnya sebagai a return 
farward (mundur ke depan).480 Secara spesifik Mehdi Golshani, menyebut asumsi-
asumsi metafisis acapkali dapat diakarkan (atau berakar) pada pandangan dunia 
agama. 481  Gerakannya jauh lebih maju daripada sains modern, bukan gerak 
mundur membongkar yang telah ada. 
Merujuk pada pandangan Arqom Kuswanjono yang mengemukakan 
bahwa, konsep integrasi hakikatnya mengandung makna dan tipologi. Pertama, 
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integrasi mengandung makna implisit reintegrasi yang dimaknai sebagai 
penyatuan kembali ilmu dan agama setelah keduanya terpisah. Kedua, integrasi 
mengandung makna unity, bahwa ilmu dan agama merupakan kesatuan 
primordial. Makna yang pertama lebih populer di Barat karena sejarah 
membuktikan pemisahan tersebut. Makna kedua lebih banyak berkembang di 
dunia Islam karena secara ontologis diyakini bahwa kebenaran ilmu dan agama 
secara spesifik moral merupakan satu. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup 
pembahasan, satu sisi pengkajian dimulai dari pembacaan kitab, sementara sisi 
lain dimulai dari pembacaan alam. Kebenaran keduanya saling mendukung dan 
tidak saling bertentangan.482  
Dalam konteks integrasi ilmu hukum dan moral yang merujuk pada 
tipologi pertama maupun kedua. Dengan demikian, faktor hukum Indonesia 
sangat menentukan pembentukan konsep reintegrasi atau integrasi ilmu hukum 
pidana dan moral. Merujuk pada tipologi pertama integrasi bermakna implisit. 
Reintegrasi pun tidak lepas dari pengaruh kolonisasi Belanda yang 
memberlakukan hukum positif di Indonesia. Menggantikan atau menceraikannya 
dengan hukum yang telah ada melalui ketentuan Pasal 163 jo 131 Indische 
Staatregeling. Sehingga,  hukum dibedakan ke dalam tiga subsistem hukum yang 
terbagi atas (a) sistem hukum barat, (b) sistem hukum adat,  (c) dan sistem hukum 
Islam. 483  Meski pascaproklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 1945, 
berlaku ketentuan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menjadi landasan 
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struktur hukum Indonesia untuk mentransformasi ketiga sistem hukum tersebut. 
Akan tetapi, latar belakang filsafat hukum, karakter sosiokultural bangsa, dan 
metode ilmiah positivisme hukum yang memberlakukan Code Napoleon yang 
terdiri atas Code du Penal, Code du Civil, dan Code du Comerce. 484 Dengan 
sendirinya mengandung ciri hukum modern yang selanjutnya dirasa begitu kuat 
mengendap dalam ide dan pemikiran praktik berhukum di Indonesia. Makna 
integrasi mencakup konsep untuk menyatukan kembali hukum Indonesia yang 
telah lama terpisahkan itu. 
Makna integrasi sebagaimana tipe kedua merujuk kepada wahyu Tuhan. 
Terdapat ayat-ayat Alquran yang memerintahkan manusia untuk berpikir tentang 
keagungan dan kebesaran Allah swt. dan selalu berupaya mengingat-Nya. Salah 
satunya, yakni QS Ali Imron (3) ayat 190-191 yang artinya, ―Sesungguhnya 
dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,  (yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan 
Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka 
peliharalah Kami dari siksa neraka‖. 
Secara konkret konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral memunyai 
makna yang sejalan dengan pribadi manusia yang memiliki keseimbangan 
berpikir (tentang ilmu hukum) dengan moral (akhlak mulia refleksi ketaatan 
kepada Allah). Asumsi filosofis, hakikat ilmu hukum, dan moral secara ontologis 
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menyatu (integrated). Dengan kata lain, pemberantasan tindak pidana korupsi 
dengan asumsi filosofis secara konseptual membutuhkan integrasi ilmu hukum 
pidana dan moral. Dengan asumsi ontologis seperti dalam pemaparan 
sebelumnya, penting diberikan hipotesis epistemologis bagi aktivitas ilmiah 
konsep ilmu hukum pidana dan moral. Terutama dalam pendekatan pencegahan 
praktik tindak pidana suap aparat penegak hukum.  
b. Epistemologi  Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral  
Berdasarkan pada hipotesis ontologi dalam uraian sebelumnya sebagai 
upaya memperjelas hakikat integrasi. Maka dari itu, pertanyaan penting 
selanjutnya yang perlu mendapat kejelasan, yakni mengetahui bagaimana 
integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai pengetahuan diperoleh dan 
bagaimana validitasnya. Al Attas secara keseluruhan menyebutkan sumber atau 
asal pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber, yaitu (1) indra yang mencakup 
indra lahir dan batin. Indra lahir berupa penglihatan, pendengaran, perasa tubuh, 
perasa lidah, penciuman, dan lain-lain. Indra batin mencakup nalar, representasi, 
estimasi, pengingatan, dan imajinasi; (2) akal yang terdiri atas dua daya, yaitu 
rasio dan intuisi; (3) berita yang benar terdiri atas, otoritas mutlak (Alquran dan 
Hadist) dan otoritas relatif konsensus para ulama.485  
Pada hakikatnya pengetahuan berasal dari Tuhan yang kemudian diberikan 
melalui saluran indra, akal, dan kabar yang benar. Indra merupakan penerima 
(penangkap) awal  pengetahuan yang diproses lebih lanjut oleh indra batin. Semua 
data yang ditangkap oleh indra batin masuk ke common sense (penalaran) dan 
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diabstraksikan menjadi rupa (form)  sebagai citra dari objek-objek lahiriah. Dalam 
hal ini, selanjutnya daya representasi menyimpan hasil ekspresi tersebut.486  Data 
yang tersimpan tersebut diterima estimasi  dan dipersepsi maknanya. Hasil kerja 
estimasi dalam bentuk makna tersebut disimpan oleh ingatan sehingga 
membentuk pengetahuan.487 
Konteks dan konsep integrasi hukum dan moral pada dasarnya merujuk 
pada integrasi ilmu dan agama. Hukum sebagai ilmu (sains) dan moral menjadi 
refleksi agama. Hukum sebagai ilmu seperti dikemukakan oleh J.J.H. Brugging 
dalam B.Ariefs Sidharta yang berpedoman pada pemikiran filsafat ilmu dalam 
lingkungan pengembangan epistemologi mengalirkan kegiatan intelektual yang 
dapat dikualifikasi sebagai llmu atau bersifat ilmiah.488 Beberapa aliran pemikiran 
yang sangat berpengaruh di antaranya memberikan penjelasan bahwa, Pertama 
sumber pengetahuan haruslah bersifat empiris karena hanya kenyataan yang dapat 
di pancaindra yang dapat menjadi objek ilmu. Pengetahuan ilmiah dianggap benar 
apabila dapat diuji dengan asas verifikasi secara empiris. Metode induksi 
digunakan untuk memeroleh pengetahuan ilmiah, yakni cara memeroleh 
pengetahuan berdasarkan data khusus melalui generalisasi sampai pada dalil 
umum. Sumber pengetahuan empiris ini dianut oleh aliran positivisme logikal 
(logical positivism) dengan teori korespondensinya. Dengan dalil bahwa 
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kebenaran adalah kesesuaian antara putusan atau proposisi dengan dunia 
kenyataan.489    
Kedua, rasional merupakan sumber pengetahuan selain empiris, yaitu 
pengetahuan harus objektif dan teoritikal. Kebenaran pengetahuan dalam 
pandangan ini bersifat probable (kemungkinan). Oleh sebab itu, pengetahuan 
dipandang benar sampai dibuktikan sebaliknya. Metode deduksi merupakan 
metode ilmiah untuk memeroleh pengetahuan berdasarkan dalil umum untuk 
menarik kesimpulan berupa putusan khusus (proposisi partikular). Dengan kata 
lain, kegiatan ilmiah tidak dimulai secara induktif, mengumpulkan, dan menata 
fakta konkret yang dihasilkan dengan observasi. Akan tetapi, diterapkan hipotesis 
keputusan rasio kemudian diuji dengan fakta yang dihasilkan melalui observasi. 
Asas falsifikasi sebagai kriteria penguji untuk mengontrol putusan ilmiah melalui 
proses menyorotkan kembali hipotesis untuk mencari fakta yang menyangkal 
hipotesis. Aliran pengetahuan ini dikenal dengan nama rasionalisme kritis 
(critical rationalism).490 
Ketiga, sumber pengetahuan (ini) berasal dari mengerti atau memahami 
(verstehen). Memahami pada hakikatnyanya sama dengan menginterpretasikan 
(menafsirkan). Menurut Gadamer dalam B. Arief Sidharta, memahami sesuatu 
merupakan penginterpretasian terhadap sesuatu dan sebaliknya. Aliran pemikiran 
ini dikenal dengan filsafat hermeneutik. Menurut aliran ini pengetahuan manusia 
adalah aspek hakiki keberadaan manusia yang berciri pengajuan berbagai 
kemungkinan, keterikatan pada apa yang sudah ada yang tidak dapat dilampaui, 
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dan historitas yang tidak dapat dikendalikan melalui pengobjektivan. Keberadaan 
manusia ditandai oleh keterbatasan dan keberhinggaan. Hermeneutik berkaitan 
dengan semua hal  yang memiliki makna sejauh hal tersebut dapat diungkapkan 
dalam bahasa dan dimengerti.491 
Dalam studi hukum, pandangan bahwa pengetahuan (realitas) dapat 
diketahui melalui empiri, observasi, dan akal sebagaimana dikemukakan dalam 
paparan sebelumnya bukanlah satu-satunya realitas. Achmed Golshani 
berpendapat bahwa akal terdiri atas, rasio dan intuisi. Intuisi bersumber dari hati 
nurani yang tidak dikotori oleh sifat-sifat buruk dan bersumber dari wahyu.492 
Intuisi atau hati nurani (kalbu) berwujud moral, etika atau akhlak. Ketiga istilah 
ini dalam bahasa Indonesia bermakna serupa, yakni membicarakan tentang 
perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. 
Dalam aplikasinya, etika cenderung bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk 
mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolok ukur untuk 
menilai perbuatan seseorang.493  
Abul A‘la al-Maududi membagi sistem moralitas menjadi dua. Pertama, 
sistem moral berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. 
Kedua, sistem moral yang tidak memercayai Tuhan dan timbul dari sumber-
sumber sekuler.494 Sistem moral berdasarkan pada gagasan keimanan pada Tuhan 
dan akhirat yang dapat ditemukan pada sistem moral agama (Islam) sebagai 
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akhlak. Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam  dan 
berkedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari 
proses menerapkan aqidah dan syariah. Ibaratkan bangunan, akhlak merupakan 
kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. 
Oleh sebab itu, akhlak  tidak (mungkin) akan terwujud pada diri seseorang bila 
dia tidak memiliki aqidah dan syariah yang baik. Pemakaian istilah akhlak (akhir-
akhir ini) cenderung lebih didominasi dengan istilah karakter yang sebenarnya 
memiliki esensi yang sama, yakni merujuk pada sikap dan perilaku seseorang. 
Dalam hubungan ini, manfaat yang akan diperoleh dengan memahami 
logika dan pengetahuan integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai sebuah 
pemikiran hukum pidana Indonesia sebagai berikut. (1) Aparat penegak hukum 
akan lebih berhati-hati dalam memecahkan masalah hukum dan keadilan. Mereka 
(akan) lebih mementingkan perspektif rasional daripada emosional dalam 
memecahkan masalah hidup dan kehidupan.  (2) Aparat penegak hukum akan 
lebih mandiri dan lebih mencintai kebenaran dan keadilan, sehingga mereka tidak 
mudah tertipu oleh bujuk rayu. Sepintas kelihatan menggiurkan, namun 
kenyataannya merugikan seperti pemberian suap, hadiah, dan gratifikasi. 
c. Aksiologi Integrasi Ilmu Hukum Pidana Moral 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral ditinjau dari sudut pandang 
aksiologi menghendaki dikembangkannya integrasi ilmu hukum pidana dan moral 
yang merepresentasikan best practice  (akhlaqul karimah),495 budi pekerti mulia, 
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atau moral yang luhur. Aparat penegak hukum yang pola perilakunya dalam 
perspekti hukum agama dilandasi oleh nilai Iman, Islam, dan Ihsan. Iman sebagai 
kekuatan dari dalam yang membimbing manusia untuk terus mendekatkan diri 
kepada Tuhan dan mengevaluasi perbuatan yang akan, sedang, dan sudah 
dikerjakan. Akhlaqul karimah tidak akan nampak dalam perilaku manusia, tanpa 
mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt.496 Sistem moral lainnya, 
yakni sistem yang dibuat atau hasil pemikiran manusia (secular moral 
philosophies). Sistem moral ini berdasarkan pada sumber-sumber sekuler, murni 
dari hukum yang ada di kehidupan, intuisi manusia,  dan pengalaman  manusia.497  
Secara terminologis akhlak atau moral dalam pengertian yang pertama 
dapat diartikan sebagaimana diungkapkan oleh Bozman dalam Sadulloh.498 Dalam 
arti luas merupakan suatu penerimaan terhadap aturan-aturan dari suatu kekuatan 
yang lebih tinggi. Dilakukan dengan cara melakukan hubungan yang harmonis 
dengan realitas yang lebih agung, daripada diri sendiri yang memerintahkan untuk 
mengadakan kebaktian, pengabdian, dan pelayanan yang setia.  
Alquran banyak sekali memuat pokok-pokok keutamaan akhlak yang 
dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang Muslim, seperti perintah 
berbuat kebaikan (al-birr), menepati janji (al-wafa), sabar, adil, jujur, dan takut 
kepada Allah swt. Semuanya termaktub dalam QS An Nisaa (4):58 499  yang 
artinya.  
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―Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.‖ 
 
Dalam QS At-Taubah (9):119. 500  Dikatakan, ―Hai orang-orang yang 
beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang 
yang jujur.‖ Ayat-ayat tersebut memuat ketentuan yang mewajibkan setiap 
Muslim untuk melaksanakan nilai akhlak mulia dalam berbagai aktivitas 
kehidupannya. Keharusan menjunjung tinggi akhlak karimah dipertegas lagi oleh 
Nabi saw. dengan pernyataan yang menghubungkan akhlak dengan kualitas 
kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Sabda Nabi saw. yang artinya 
―Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik 
akhlaknya‖.501  
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Konsep Integrasi ilmu hukum dan moral esensinya merujuk pada 
perpaduan antara dimensi ilmu dan moral agama. Oleh karenanya, untuk melihat 
berbagai kemungkinan dari konsep integrasi antara keduanya Zainal Abidin 
Bagir, dkk. 502   mengemukakan bahwa ilmu mampu membantu agama 
merevitalisasi diri dengan beberapa cara. Pertama, kesadaran kritis dan sikap 
realistis yang dibentuk oleh ilmu sangat berguna untuk mengupas sisi-sisi ilusoris 
(menyerupai) agama bukan untuk menghancurkan agama, melainkan untuk 
menemukan hal-hal yang lebih esensial dari agama. Secara praktis banyak hal 
dalam kehidupan beragama yang mungkin saja bersifat ilusoris yang membuat 
agama-agama bersifat oversensitive (terlalu sensitif), sehingga mudah 
menimbulkan konflik. Pada akhirnya, tanpa disadari justru menggerogoti martabat 
agama. Kedua, kemampuan logis dan kehati-hatian mengambil kesimpulan yang 
dipupuk dalam dunia ilmiah menjadikan kita mampu menilai secara kritis segala 
bentuk tafsir baru yang kini makin hiruk pikuk dan membingungkan. Ketiga, 
melalui teori-teori baru yang dapat merangsang agama untuk senantiasa tanggap 
memikirkan ulang keyakinan-keyakinan baru. Hal tersebut bertujuan untuk 
menghindari agama dari bahaya stagnasi dan pengaratan. Keempat, temuan-
temuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun dapat memberi berbagai macam 
peluang baru bagi agama untuk semakin mewujudkan idealisme-idealismenya 
secara konkret. Terutama yang menyangkut kemanusiaan umum. Demikian pun 
sebaliknya, agama dapat membantu ilmu agar tetap manusiawi dan selalu 
menyadari persoalan-persoalan konkret yang harus dihadapinya. Adapun 
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alasannya, antara lain (a) agama dapat selalu mengingatkan bahwa ilmu bukanlah 
satu-satunya jalan menuju kebenaran dan makna terdalam kehidupan manusia. 
Dalam dunia manusia, terdapat relitas pengalaman batin yang membentuk makna 
dan nilai. Hal itu, merupakan wilayah yang tidak banyak disentuh oleh ilmu, 
wilayah yang ambigu tetap riil; (b) agama dapat (juga) selalu mengingatkan ilmu 
dan teknologi untuk senantiasa membela nilai kehidupan dan kemanusiaan, 
bahkan di atas kemajuan pengetahuan; (c) agama dapat membantu ilmu untuk 
memperdalam penjelajahan di wilayah adikodrati atau supranatural. Apalagi jika 
ditambah wilayah-wilayah tersebut merupakan ujung tak terelakkan dari aneka 
pencarian ilmiah yang serius saat ini; (d) agama pun dapat selalu menjaga sikap 
mental manusia agar tidak mudah terjerumus ke dalam mentalitas pragmatis 
instrumental yang menganggap bahwa sesuatu dianggap bernilai.  Sejauh jelas 
manfaatnya dan dapat diperalat untuk kepentingan manusia. 
D. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Suap dalam Konstruksi Integrasi 
Ilmu hukum Pidana dan Moral yang Memperkuat Kultur Hukum Dalam 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang   
 
Langkah-langkah perubahan dan perbaikan yang hendak dilakukan dalam 
berbagai usaha melaksanakan konsep integral ilmu hukum pidana dan moral. 
Langkah yang dilakukan sebagai model pencegahan tindak pidana suap oleh 
aparat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.  
Langkah-langkah yang dimaksud secara dialektis menjadi perhatian dan 
pemikiran bagi peneliti dan responden. Langkah-langkah yang perlu dipikirkan 
bersama dalam membangun strategi perubahan dan perbaikan, melalui hal-hal 
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berikut. (1) Melakukan rekonstruksi nalar kritis dan reinterpretasi makna tindak 
pidana suap aparat penegak hukum dalam kognisi dan tindakan yang mendukung 
pengakan hukum yang adil dan tidak memihak. (2) Berangkat dari ―pengetahuan‖  
yang terbentuk dalam struktur kognisinya,  aparat penegak hukum memunyai 
kesempatan untuk membangun dirinya kembali. Strategi perubahan dan 
perbaikannya dengan membuat makna melalui aktivitas menegakkan hukum 
tindak pidana korupsi. Dilakukan dengan mengembangkan konsep integrasi ilmu 
hukum pidana  dan moral  sebagai proses cara mengubah atau menata kembali, 
cara berpikir hukum aparat dalam memutuskan suatu tindakan hukum, khususnya 
pada (sikap dan pandangan serta tindakan).  
Strategi pencegahan tindak pidana suap dengan pengembangan konstruksi 
integrasi ilmu hukum pidana dan moral, mengacu kepada dialektika kultur hukum 
dengan ilmu hukum pidana dan moral. Keduanya dipakai untuk menerangkan 
implementasi integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam membentuk tindakan 
hukum, serta makna yang diberikan kepada hukum. Seperti dinyatakan oleh John 
Bell bahwa cara tertentu, nilai-nilai konseptual, dan praktikal diintegrasikan ke 
dalam aktivitas institusi hukum dan interpretasi teks hukum. 503   
Secara lebih tepat, ilmu hukum pidana, dan moral digunakan sebagai cara 
berhukum yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang kontekstual 
dengan sistem hukum nasional. Baik secara konseptual, maupun praktikal yang 
disatupadukan dalam aktivitas penegakan dan penafsiran teks hukum dalam 
penanganan tindak pidana korupsi.  
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Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral secara teoretikal atau 
praktikal cenderung menekankan pada praktik berhukum di dalam lingkungan 
institusionalnya, bukan sekadar seperangkat aturan atau konsep. Praktik 
berhukum  inilah yang menentukan makna sebenarnya dari  konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral, bobotnya, implementasinya, dan perannya di dalam 
kehidupan masyarakat. Lawrence M.Friedman  menyebut penggunaan hukum dan 
praktik hukum oleh aparat penegak hukum sebagai kultur hukum internal.  Dalam 
hal ini, dipahami sebagai ide-ide dan praktik yang dilakukan para pengemban 
profesional hukum dalam menggalang tuntutan publik bagi penciptaan keadilan 
yang menyeluruh (total justice).504 
Aparat yang memiliki konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral akan 
merefleksikan suatu pemikiran, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan kultur 
hukum yang luhur. Mengandung sistem nilai yang bersumber dari filsafat hukum, 
teori hukum, ilmu hukum pidana, etika profesi hukum, dan keyakinan agama atau 
ideologi yang dianutnya terhadap bermacam-macam tuntutan hukum dan keadilan 
di masyarakat.  
Teori Jean Piaget dan model hukum tiga level Masaji Chiba akan 
mempertajam pemaparan dalam merefleksikan pemikiran dan tindakan hukum 
aparat. Tindakan yang menggambarkan kultur hukum Indonesia untuk 
membangun kesadaran dan mencerminkan nilai-nilai keteladanan yang 
memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
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1. Rekonstruksi Nalar Kritis dan Reinterpretasi Makna Tindak Pidana 
Suap Aparat Penegak Hukum 
 
d. Rekonstruksi Nalar Hukum Kritis Aparat Penegak Hukum 
Strategi pertama yang dipaparkan dalam bagian ini sebagai berikut. Aparat 
penegak hukum dapat memaknai bahwa pengetahuan dan pengalamannya sebagai 
penyidik polisi, penuntut umum, dan hakim dalam menjalankan tugas  dari satu 
tempat ketempat lain.  Selama ini tunduk pada cara berpikir hukum positif atau 
legal positivistik (legal formal prosedural), pragmatis, dan berorientasi untuk 
mencari keuntungan. Situasi berpikir ini telah  menciptakan sudut pandang dan 
tindakan aparat dan kelompok dalam kehidupan institusi  yang membentuk kultur 
hukum prosedural dan subkultur suap. Keduanya saling berinteraksi untuk 
mereduksi hukum. 
Keadaan ini menyulitkan hukum untuk dapat bekerja secara otentik dan 
otonom 505  karena hukum sudah disalahgunakan aparat untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi. Perilaku hukum aparat menghasilkan beberapa tindakan 
hukum, yaitu menggampangkan hukum, tebang pilih, membatasi jangkauan 
hukum, dan menyempitkan pemaknaan hukum. Tindakan hukum lainnya berupa 
memanfaatkan ketentuan berat ringan hukuman sebagaimana terefleksi dalam 
kasus-kasus hukum in concreto. Contoh-contoh kasus, seperti terjadi pada Y dan 
S dalam kasus penyelewengan dana Bantuan Lagsung Masyarakat PNPM 
Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara; kasus korupsi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Lampung Utara tahun 2010. 
Penanganan kasus korupsi Jalur Lintas Pantai Timur (Jalinpatim) Provinsi 
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Lampung tahun 2008/2009 yang tidak menyentuh substansi hukum para 
pelakunya. Hanya menjadikan pelaku-pelaku kecil sebagai terdakwa sekaligus 
sebagai korban. Contoh kasus lainnya, penangguhan penahanan tersangka korupsi 
dana pemeliharaan jalan Kabupaten Lampung Timur oleh Penyidik Polisi tahun 
2011. Contoh berbagai kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang dapat 
digolongkan sebagai tindakan hukum yang tidak menggambarkan konstruksi ilmu 
hukum pidana dan moral.  
Gambar 8 : Konstruksi Nalar Prosedural dan Suap 
 
 
 
 
 
 
 
Konstruksi jejak nalar hukum prosedural aparat dapat telusuri dari 
keyakinannya terhadap positivisme hukum  yang terdapat dalam penjabaran 
berikut ini.  
a) Penegakan hukum oleh aparat dalam pengertian positivisme hukum 
diyakini dan dipahami sebagai aktivitas menerapkan norma-norma 
atau kaidah-kaidah hukum positif (ius constitutum) terhadap suatu 
peristiwa konkret.  
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b) Penegakan hukum model seperti ini bekerja layaknya mesin 
otomatis,506 penegakan hukum menjadi aktivitas prosedural.  
c) Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh 
aparat tidak saja bekerja dalam nalar prosedural, tetapi juga  nalar 
tindak pidana suap yang mengendap dengan motif untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi. Keuntungan dalam menjalankan kekuasaan 
hukum, khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
d) Nalar hukum prosedural dan nalar tindak pidana suap berinterelasi  
menghasilkan nalar untuk mereduksi hukum. Cenderung 
menggampangkan hukum merupakan suatu motif mentalitas yang 
tidak ingin berusaha keras memeriksa kasus tindak pidana korupsi 
yang kompleks dan luar biasa. Akan tetapi, keinginan kuat untuk 
menyederhanakannya apalagi bila diketahui kasus yang diperiksa dan 
ditanganinya tidak mengandung keuntungan material. Dengan 
demikian, prosesnya tidak dilakukan secara sungguh-sungguh untuk 
memeriksa fakta-fakta secara mendalam. Pemeriksaan fakta hanya 
sekadarnya saja, sepintas lalu bahkan dampaknya memberatkan 
pelaku. Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan kasus yang ditangani 
mengandung keuntungan material. Aparat secara sederhana 
mencarikan ketentuan yang sesuai untuk dapat memberikan 
keuntungan padanya. Berupaya meringankan hukumannya, meskipun 
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secara substansial perbuatannya memang pantas dituntut dan dihukum 
berat. 
e) Mentalitas menggampangkan hukum menciptakan fragmentasi 
perilaku hukum terhadap subjek atau pelaku tindak pidana. Bagi yang 
dipandang atau diketahui tidak akan memberikan keuntungan (tidak 
mau atau tidak mampu melakukan tindak pidana suap). Yang demikian 
itu, membuat kerja nalar prosedural dijalankan dengan cara 
menggampangkan hukum atau menyederhanakannya dilakukan secara 
formal dan legalistik. Memungkinkan subjek yang menjadi terdakwa 
dihukum berat, meskipun secara substansi kesalahannya lebih ringan 
daripada subjek lainnya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan 
bersama-sama. Tuntutan Pasal 2 UUPTPK terhadap kasus-kasus 
berikut ini, yakni korupsi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
PNPM Kecamatan Bunga Mayang dengan terdakwa Y dan S. Tuntutan 
serta putusan kasus korupsi dana sertifikasi guru dengan terdakwa BA. 
Dua kasus tersebut merupakan salah satu contoh menggampangkan 
hukum.  
f) Subjek tindak pidana yang dipandang mampu memberi keuntungan 
(menyuap) dari pendekatan prosedural, digunakan metode nalar tebang 
pilih dan atau membatasi jangkauan hukum dalam proses hukumnya. 
Pemanfaatan dua metode tersebut,  yaitu satu metode bilamana 
diperkirakan terdapat 4 atau 5 calon tersangka atau terdakwa. Yang 
demikian, maka hanya 2 subjek  yang diproses secara hukum. Secara 
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faktual tidak ada alasan untuk ditiadakan kesalahannya, sedangkan 
yang lainnya tidak diproses karena (telah/akan) memberikan tindak 
pidana suap dan ditiadakan statusnya. Dua subjek yang diajukan salah 
satunya melakukan tindak pidana suap, sebab itu hukumannya tidak 
berbeda sementara tanggung jawabnya lebih besar. Selain itu, 
digunakan metode penyempitan pemaknaan hukum. Cara berpikir 
dalam metode-metode ini merupakan bentuk penyimpangan berpikir  
dalam hukum karena hukum sudah tidak bekerja secara otentik 
menghasilkan tindakan hukum yang salah. 
Cara berpikir tersebut apabila tidak diatur oleh kontrol intelektual dan 
kritik diri, maka dalam jangka waktu lama akan berdampak pada semua tindakan 
dan aktivitasnya. Perilaku yang cenderung tidak terkendali dan akan mencapai 
kesesatan oleh hasil pemikirannya. 507  Dengan kata lain, cara berpikir hukum 
aparat yang idealnya menjadi sarana penting untuk mendiagnosis kebenaran dan 
keadilan tidak terjamah oleh kontrol intelektual dan kritik diri. Aparat penegak 
hukum tanpa kendali intelektual dan kritik diri, tidak hanya akan memperoleh 
kesesatan hasil pemikirannya. Akan tetapi, lebih tragis lagi karena mereka 
mengalami kesesatan dalam berpikirnya.508 Oleh karena itu, pemahaman berpikir 
yang benar dapat terhindar dari kesesatan berpikir dan kesesatan hasil pemikiran. 
Aparat memerlukan prosedur dan mekanisme untuk merekonstruksi cara berpikir 
yang benar dan adil serta bernilai kebaikan dan bermanfaat. 
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Ilmu hukum pidana dalam pemahaman ini dapat diartikan sebagai kontrol 
intelektual, sedangkan moral aparat diartikan sebagai kritik diri. Jika aparat 
menegakkan hukum menggunakan cara-cara dan kebiasaan tindak pidana suap 
dalam tindakan hukumnya, maka cara berpikir tersebut tergolong ke dalam 
tindakan hukum yang menyimpang dari ilmu hukum pidana dan moral. Tindakan 
pidana suap tersebut, misalnya secara sadar mengambil/menerima uang atau 
materi/barang dari tersangka/terdakwa atau yang mewakilinya dalam proses 
hukum.  
Merekonstruksi nalar hukum seperti paparan sebelumnya menunjukkan 
bahwa konstruksi nalar integrasi ilmu hukum pidana dan moral  menuntut 
kesadaran dan keiklasan. Dalam hal kesanggupan melakukan pengamatan yang 
cermat, menuntut kesanggupan untuk melihat hubungan-hubungan, kejanggalan-
kejanggalan, kesalahan-kesalahan yang terselubung.  Serta sikap waspada 
terhadap pembenaran dirinya (rasionalisasi) yang dicari-cari dari segala hal yang 
tidak relevan, terhadap prasangka-prasangka, terhadap pembutaan oleh rasa 
perasaan pribadi atau kelompok/golongan. 509  Berdasarkan hal tersebut, 
rekonstruksi konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam wujud 
aktivitas kerja nalar dapat digambarkan pada gambar 11 berikut. 
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Gambar  9 :  Rekonstruksi Nalar Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral 
 
 
 
 
Rekonstruksi nalar ilmu hukum pidana dan moral iintegral sebagaimana gambar 
11 dapat dijelaskan sebagai berikut. 
a) Kesadaran moral menegakkan kebenaran dan keadilan esensinya 
merupakan ajaran agama sebagai perintah Tuhan untuk melakukan 
kebaikan untuk sesama. 
b) Kesadaran moral dalam menegakkan hukum membutuhkan metode 
ilmiah, sikap kritis, dan obyektif  yang berpangkal pada kebenaran 
sebagai acuannya. 
c) Upaya menyingkap kasus tindak pidana korupsi berdasarkan ilmu 
hukum pidana, teori hukum, dan filsafat hukum dengan landasan 
agama atau moral religius.  
d) Melakukan interpetasi (pemahaman), mengonstruksi, dan sistematisasi 
secara dialektis, kasus tindak pidana korupsi, mencakup perbuatan, 
kesalahan, dan pertanggungjawabannya agar menjadi konkret. 
e) Dilakukan secara jujur, terbuka, dan konsisten untuk mendapatkan 
f) keputusan dan tindakan hukum yang adil, pasti, dan patut bagi 
masyarakat. 
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Bertalian dengan rekonstruksi nalar kritis integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral aparat penegak hukum, terutama dalam mewacanakan kesadaran moral 
aparat dalam konteks kultur dan struktur masyarakat daerah Lampung. Jelas 
menggambarkan sisi lain dari permasalahan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh 
sebab itu, perlu pemahaman yang mendalam terhadap fungsi atau peran kultur 
eksternal karena ikut serta memberikan nilai-nilai utama dalam mendorong proses 
penegakan hukum yang tidak kolutif dan nepotis. 
b. Reinterpretasi  Makna Tindak Pidana Suap oleh Aparat Penegak 
Hukum 
Strategi kedua yang akan digunakan untuk mengubah dan memperbaiki 
tindakan pidana suap oleh aparat dilakukan dengan cara reinterpretasi makna 
tindak pidana suap. Tindakan yang sudah menjadi bagian dari kultur hukum di 
lingkungan institusi penegak hukum. Peneliti dan responden terlebih dahulu 
bersama-sama mencari kesamaan pandangan mengenai tindak pidana suap dalam 
pertaliannya dengan kedudukan aparat penegak hukum. Serta hubungannya 
dengan integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai paradigma berpikir 
hukum. Diyakini memiliki akar kepribadian dengan masyarakat Indonesia, 
khususnya masyarakat Lampung. Masyarakat yang pada dasarnya religius, 
memahami tentang tindak pidana suap yang terkonstruksi selama ini dalam 
mentalitas aparat penegak hukum. 
Oleh karena itu, penting memaknai kembali pemikiran dan tindakan tindak 
pidana suap dalam setting nalar sehat aparat penegak hukum. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan yang dikemukakan oleh responden bernama Guntur Purwanto 
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JL. Hakim Tinggi Tipikor Tanjungkarang. Dalam pernyataannya diungkapkan 
bahwa, ―Menjadi hakim tinggi harus menganggap hidup sudah selesai dalam arti 
menumpuk harta kekayaan karena bisa menjadi hakim dengan indeks prestasi 
cukupan. Mampu membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi, 
memunyai rumah dan mobil sudah cukup. Meskipun demikian,  tidak mesti punya 
rumah tiga atau empat, mobil tiga atau empat. Oleh sebab itu, hidup harus 
disyukuri‖.510 
1) Pemaknaan  Tindak Pidana Suap oleh Aparat  
Di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang belum pernah 
terjadi penyidik polisi, jaksa penuntut umum, atau hakim yang melakukan tindak 
pidana suap tertangkap tangan oleh KPK. Berbeda dengan Pengadilan Tipikor 
lainnya, seperti Bandung, 511  Jakarta, 512  Semarang, 513 dan Medan. 514  Pernah 
memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana suap dengan 
tersangka/terdakwanya aparat penegak hukum. Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
belum pernah memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana suap dengan 
tersangka/terdakwanya aparat penegak hukum. 
Bagi peneliti adanya kasus tindak pidana suap yang terjadi di wilayah 
Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dengan fakta seperti itu akan memudahkan 
peneliti mengumpulkan data terkait dengan pemaknaan tindak pidana suap karena 
                                                             
510
 Wawancara tanggal, 16 April 2014. 
511
 Kasus korupsi suap Hakim Imas dan Hakim Setya Budi Tejocahyono.  
512
 Kasus korupsi suap 1. Kompol Moh.Erafat Enani, Kompol Sri Sumarni Penyidik Polri 
dalam kasus tindak pidana korupsi Gayus HP Tambunan, 2. Jaksa Urip Tri Gunawan dalam kasus 
BLBI, 3. Hakim Asnun, dalam kasus tindak pidana korupsi Gayus HP Tambunan, dan lain-lain. 
513
 Kasus korupsi suap Hakim Kartini Juliana, Hakim Heru Subandono dalam Kasus 
tindak pidana korupsi Dana Perawatan Kendaraan Sekretariat DPRD. 
514
 Kasus korupsi suap Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan TUN dengan Pengacara OC 
Kaligis dalam Kasus Dana Bansos Pemerintah Propinsi Sumatra Utara.  
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di samping bahan hukumnya sudah tersedia dari putusan atau berita acara 
pemeriksaan tersangka/terdakwa. Informan atau responden pun dapat diajak 
bicara lebih mendalam untuk memahami pikiran dan tindakan yang sesungguhnya  
terjadi pada tindak pidana suap tersebut. 
Adanya perbedaan tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang hakikat aparat melakukan tindak pidana suap. Sehingga, 
dibutuhkan waktu dan suasana yang kondusif dan saling pengertian terhadap 
maksud dan tujuan peneliti. Dengan demikian,  peneliti dapat berdialog dengan 
subjek penelitian (responden) secara baik, saling menjaga, dan menghormati. 
Menurut Guntur Purwanto JL515 bahwa, tidak ada responden yang secara legal 
terbukti melakukan praktik tindak pidana suap. Hal tersebut bukan berarti di 
wilayah hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang tidak ada praktik tindak 
pidana suap. Banyak faktor yang menyebabkan aparat tidak tertangkap tangan 
dalam melakukan tindak pidana suap dalam menangani kasus tindak pidana 
korupsi. Atau justru sebaliknya, banyak faktor seorang aparat tertangkap tangan 
ketika sedang melakukan praktik tindak pidana suap. Salah satu penyebabnya, 
yakni kultur hukum masyarakat yang didominasi kumpulan kebiasaan  atau kultur 
lokal. 516  Secara organisasi bertalian dengan tokoh-tokoh adatnya, sehingga 
                                                             
515
 Guntur Purwanto Joko Lelono, Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding 
pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Wawancara tanggal 26 Juli 2014 di ruang kerjanya.  
516
 Budaya lokal dapat dipahami sebagai kegiatan manusia secara fisik-material, kondisi 
moral, mental dan spiritual, mulai dari proses usaha akan penertiban diri sebagai  pribadi dan 
kesadaran kebersamaan dalam kelompok masyarakat sehingga membudaya dalam totalitas 
kehidupan. Sebenarnya budaya lokal merupakan pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-
cita) yang telah ada dipikiran manusia tentang budaya. Budaya lokal dimaksudkan sebagai budaya 
yang bukan saja berasal dari penduduk asli Lampung tetapi juga budaya yang dibawa para 
pendatang dimana terjadi akulturasi secara dinamis. A.Fauzi Nurdin, Integralisme Islam dan Nilai-
Nilai Filosofis Budaya Lokal Pada Pembangunan Propinsi Lampung, Jurnal Unisia, Vol.XXXII 
nomor 71 Juni 2009. 
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memengaruhi kultur hukum secara keseluruhan. Termasuk terhadap sebagian 
perilaku yang secara formal merupakan hal ilegal. Akan tetapi, secara sosial 
disetujui sama halnya dengan tindak pidana suap.  
Dengan kata lain, masyarakat mengetahui kecenderungan akan terjadinya 
tindak pidana suap. Akan tetapi, aktor-aktor lokal atau tokoh adat atau tokoh 
masyarakat tidak berkeinginan untuk menjadi bagian dari pencegahan tindak 
pidana suap. Sungguhpun, tindak pidana suap secara legal dimaknai sebagai 
perbuatan melawan hukum faktanya secara sosial diam-diam diterima sebagai 
kebiasaan.   
Dalam praktik birokrasi dan dunia usaha, tindak pidana suap merupakan 
hal yang terstruktur dan sistematis. Lazim dikenal oleh tokoh adat, tokoh 
masyarakat, aktivis organisasi lokal, dan tokoh-tokoh lainnya karena umumnya 
aktor maupun tokoh lokal menjadi pengusaha atau kontraktor. Oleh karena itu, 
realitas tindak pidana suap bukan hal yang baru. Realitas tersebut sudah umum 
terjadi dalam praktik pengadaan barang/jasa. Pemerintah meski secara normatif 
terus memperbaiki peraturan mengenai pengadaaan dan jasa, pelaksanaan lelang 
melalui sistem elektronik E-Tendering. 517  Namun demikian, pada kenyataan 
sosialnya, sebelum pelelangan dilaksanakan perusahaan pemenangnya sudah 
ditentukan. Hal itu, terjadi karena kebiasaan yang sudah berlangsung. Adanya 
setoran 15% hingga 20% dari nilai proyek telah menjadi ritual sebelumnya 
ataukah karena sebelumnya telah berinvestasi modal dalam aktivitas pengerjaan 
proyek atau tim sukses pilkada. Sesungguhnya, secara esensi pemenangnya 
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 Perpres No 14 tahun 2015 Tentang Perubahan Ke empat Atas Perpres No.54 Tahun 
2010Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Wawancara dengan Suwardi dan Agus Libo, 
Pemborong/pengusaha tanggal, 19 Mei 2014. 
385 
 
merupakan rekanan atau pengusaha yang sudah ditentukan atau disetujui oleh 
kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) melalui kepala satuan kerjanya (kepala 
dinas).518  
Apa yang terjadi di daerah Lampung sesungguhnya tidak jauh berbeda 
dengan apa yang terjadi di tingkat nasional, seperti dikemukakan oleh Anggelina 
Sondakh. Pernyataan yang dikemukan dalam persidangan terkait kasus sidang 
lanjutan perkara pencucian uang oleh Nazaruddin, bendahara Partai Demokrat di 
Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 6 Januari 2016. Anggelina Sondakh 
mengatakan dari 20 persen total penambahan anggaran APBN pada 2010 untuk 
pendidikan nasional. Partai Demokrat mendapat jatah anggaran untuk proyek 
sebesar 20 persen, 5 persen di antaranya diperuntukkan sebagai fee bagi para 
anggota Fraksi Demokrat. ―Pak Nazar sendiri yang bilang bahwa lima persen itu 
sudah menjadi haknya Partai Demokrat‖, kata Anggi. 519 Riwayat tindak pidana 
suap seperti itu, realitasnya sudah lazim dalam pengelolaan proyek-proyek 
pembangunan tidak hanya terjadi di pusat atau di daerah Lampung. Istilah yang 
dipakai pun beragam, seperti korupsi transaktif, korupsi perkerabatan, ataupun 
korupsi investif.520 Meskipun begitu, pada hakikatnya tindak pidana suap seperti 
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 Wawancara dengan Informan, Suwardi tanggal 25 Agustus 2014 Di Kotabumi. 
519
 CNN Indonesia, Pangeran Ibas Muncul Dalam Kesaksian Anggelina Sondakh, 6 
Januari 2016. Di akses 7 Januari 2016. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160106151531-
12-102622/pangeran-ibas-muncul-dalam-kesaksian. 
520
 Korupsi Transaktif, menunjuk adanya kesepakatan antara pihak pemberi dan pihak 
penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan secara aktif diusahakan tercapainya 
keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah. Korupsi Kekerabatan 
menunjuk pada aktivitas penyalahgunaan kekuasaan untuk berbagi keuntungan bagi teman, atau 
sanak saudara dan kroni-kroninya. Korupsi Investif, menunjuk pada pemberian sesuatu jasa atau 
barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan dimasa depan. IGM.Nurdjana, Sistem Hukum 
Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm.23. 
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itu menjadi hal yang umum dan biasa, meluas dan sistemis terjadi antara rekanan 
(pengusaha) dan aparat birokrat.  
Praktik seperti itu selama tidak fiktif, tidak akan ada pengaduan/laporan 
yang serius dari masyarakat mengenai hal-hal teknis karena biasanya dianggap 
tidak bermasalah secara hukum. Menjadi bermasalah secara hukum setelah 
adanya pengaduan/laporan pengelolaan proyek yang fiktif dan tidak benar dan 
biasanya menjadi perhatian aparat penegak hukum. Akan menjadi perhatian 
utama apabila yang bermasalah kepala dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) 
atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), rekanan atau pengusaha. Sebaliknya, 
aparat birokrat atau pengusaha yang bermasalah tersebut berusaha melakukan 
usaha-usaha melemahkan hukum. Hal yang mereka lakukan dengan memberikan 
sebagian uang yang dikorupsinya untuk menyuap aparat penegak hukum. Oknum 
aparat yang disuap seperti,  penyidik polisi bertujuan supaya mereka tidak 
menjadi tersangka, jaksa penuntut umum  dengan tujuan supaya dakwaan dan 
tuntutan ringan, dan kepada hakim agar dapat dibebaskan atau diringankan 
hukumannya.  
Tindak pidana suap dalam fenomena sosial masyarakat Lampung seperti 
dalam pemaparan sebelumnya. Berdasarkan analisis temuan yang bersumber dari 
informan dapat dimaknai bahwa setting sosial masyarakat lokal (daerah) 
Lampung nyatanya terbuka bagi nepotisme dan sejenisnya. Tampak juga pada 
sosial tindak pidana suap yang tidak mudah terkontrol oleh hukum formal, dan 
opini publik tidak mencelanya. Namun sebaliknya, justru ada upaya saling 
menutupi dan merahasiakannya.  
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Tradisi memberikan hadiah gelar adat kepada Kapolda, Kajati, dan  ketua 
pengadilan tinggi di lingkungan pejabat pemerintahan provinsi maupun 
kabupaten/kota merupakan hal yang sering dilakukan pada setiap pergantian 
pimpinan institusi penegak hukum. Tradisi tersebut, misalnya pada 2014 
pemberian gelar kepada pimpinan institusi penegak hukum dilaksanakan di 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada 2015 pemberian gelar adat dilaksanakan 
oleh Bupati Way Kanan.  Tradisi lain selain pemberian gelar adat, institusi 
penegak hukum pun difasilitasi mobil dinas operasional atau istilahnya mobil 
pinjam pakai. Hampir semua institusi penegak hukum mendapat bantuan mobil 
dinas bagi ketua atau kepala,  meskipun aturan melarang instansi vertikal 
menerima pemberian fasiltas seperti itu.  
Kondisi ini menggambarkan hubungan kekerabatan yang erat, namun 
berdampak negatif.  Disebut berdampak negatif karena terjadinya saling 
pengertian dan tolong menolong dalam hal tindak pidana suap dalam penanganan 
tindak pidana korupsi. Terutama, yang melibatkan pejabat birokrat dan 
pengusaha. Penyelesaian hukum menjadi bagian dari adat kebiasan tersebut. 
Praktik tindak pidana suap di Lampung, seperti dikemukakan oleh Yuda 
Pranata (wartawan koran harian Radar Lampung) sebagaimana hasil 
investigasinya 521  menunjukkan bahwa ―tindak pidana suap untuk memainkan 
sebuah perkara dalam penegakan hukum sudah jadi hal yang lumrah baik di 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Lampung‖.  Jika proses hukumnya sudah 
berada di kejaksaan, maka memainkan perkaranya dengan meringankan tuntutan. 
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 Yuda Pranata, Menguak Praktik Jual Beli Perkara di Lampung (1), Radar Lampung, 1 
September 2014. 
388 
 
―Bertemu dengan jaksa itu untuk mencari kesepakatan. Di situlah kita nego harga. 
Biasanya kalau perkara penipuan atau pembunuhan, kita berikan saja uang kepada 
jaksa sekitar Rp2 juta s.d. Rp5 juta bergantung berat atau ringannya kasus 
tersebut‖. 
Pemberian uang kepada jaksa, paling besar nilainya untuk perkara korupsi 
karena terdakwa kasus korupsi itu dinilai memunyai banyak uang. Besar-kecilnya 
duit dalam tindak pidana suap bergantung berat-ringan kasus. Jadi, harga untuk 
meringankan tuntutan itu tidak tetap dan sifatnya bervariasi. Setelah tercapai kata 
sepakat, keluarga terdakwa atau orang yang menjembatani  mereka akan 
memberikan uang kepada Jaksa. ―Memang ada jaksa yang meminta uang sebelum 
tuntutan dan ada yang dituntut dulu baru memberikan uang. Makanya ini sifatnya 
saling percaya‖. Tidak hanya jaksa, memainkan perkara pun dilakukan kepada 
majelis hakim yang menangani kasus. ―Justru di hakim inilah kita harus 
mengeluarkan dana lebih besar karena majelis hakim terdiri atas tiga orang. 
Otomatis ketiganya harus disiram semua. Makanya banyak warga berpakaian sipil 
keluar-masuk karena negosiasinya di ruang hakim dan ada juga di luar pengadilan 
bergantung kesepakatan‖. 522 
Berbeda halnya dengan hal yang terjadi di kepolisian, upaya yang 
dilakukan bermain pasal ―... berhubung kita mau bermain pasal, kita beri imbalan 
kepada oknum kepolisian itu agar pasal yang dikenakan dapat berpengaruh pada 
hukumannya lebih ringan.‖523 Laporan Wahyu Syaifullah,524mengatakan bahwa 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
524
 Aroma Praktik Jual Beli Perkara di Lampung (2), Radar Lampung 2 September 2014. 
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praktik peradilan di Lampung menurut Alan Setiadi, Koordinator Komisi Yudisial 
(KY) Lampung sudah sejak dulu jadi pekerjaan rumah Komisi Yudisial (KY). 
Berikut kutipan pernyataannya, ―Bagaimana tidak karena KY pun dibuat bingung. 
Banyak pengaduan masuk, tetapi setiap pemeriksaan kandas di pembuktian.‖525 
Mafia peradilan di Lampung dari level kepolisian, jaksa penyidik, hingga hakim 
tidak vulgar. Mereka begitu bersih dan rapi karena itu hingga detik ini kami 
belum pernah menangkap Hakim Lampung. Kami tahu isunya dan paham 
orangnya, tetapi tidak ada bukti‖.526 
Penegakan hukum tindak pidana korupsi sejak terbentuknya Pengadilan 
Tipikor Tanjungkarang pada tahun 2011 hingga sekarang, meskipun tidak 
semuanya mengandung aspek tindak pidana suap. Akan tetapi, dapat dirasakan 
aroma korupsi tindak pidana suap pada perkara-perkara yang pelakunya 
memegang atau menduduki jabatan tinggi.  Dalam hal ini misalnya, kepala dinas 
dan pelaku Pengguna Anggaran (PA), ataupun jabatan-jabatan lain dalam 
pengelolaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kenyataan berbeda 
dibandingkan dengan kasus hukum yang terjadi pada pegawai negeri yang hanya 
memegang jabatan setingkat bendahara pengeluaran atau Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK).  Pegawai negeri yang menjadi panitia pelaksana 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, meskipun tidak melakukan tindak pidana 
suap. Akan tetapi, terdapat kesenjangan yang tampak dalam penentuan tuntutan 
oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim dalam kasus korupsi 
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yang dilakukan bersama-sama‖. Kesenjangan tersebut tampak dalam tabel 18 
berikut ini. 
Tabel  18  : Perbandingan/Perbedaan Tuntutan dan Hukuman Melakukan  
       Korupsi bersama antara Kepala Dinas dan Bukan Kepala Dinas 
di  Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang 
 
 
 
Abdul Hakim Garuda Nusantara menganggap tindak pidana suap yang 
dilakukan aparat penegak hukum sebagai ―pasar tindak pidana suap‖. Disebabkan 
adanya pihak berperkara yang ingin memenangkan perkaranya dengan cara 
menyuap penegak hukum. Kejadian di sisi lain, adanya penegak hukum yang 
 
No. 
 
Kasus 
Perbandingan/Perbedaan Tuntutan 
 dan Hukuman Bersama-sama Melakukan Korupsi 
Keterang
an 
 
 
Kepala Dinas  Pegawai Negeri/Bawahan 
 
Tuntutan 
JPU 
Putusan 
Hakim 
Tuntutan JPU Putusan Hakim 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Korupsi di 
Dinas PU 
Bandar 
Lampung TA 
2008 
Syauki 
Shobier 
Dituntut 2 
thn 6 bln 
1 thn 8 
bln 
Armi Putra 
dituntut 
3 thn 6 bln. 
Uang pengganti 
Rp1.117.970.235
,50. 
Putusan No.695  7 
April 2011 
2 thn 
Uang Pengganti 
Rp81.622.963. 
 
2 Korupsi 
pengadaan alat 
kesehatan 
tahun 
anggaran 2012 
sebesar Rp9,9 
Milyar Bandar 
Lampung. 
Tuntutan 
Wirman 
1.5 Thn. 
Putusan 
24 Maret 
2014 
1 th. 
Eidwan Winata 1 
tahun uang 
pengganti 
Rp1.5.000.000,0
0 
Eidwan Winata 1 
tahun uang 
pengganti 
Rp1.5.000.000,00 
 
3 Korupsi DAK 
DisDik 
Lampung 
Utara Rp. 
Zulkarnain 
2 tahun 
7 Jan 
2014 
1 thn 4 
bln. 
Umar Muchtar 
1 th 6 bln 
1 thn 6 bln.  
4 Korupsi Dana 
Serifikasi 
Guru Tahun 
2012 Rp7 
milyar 
Zulkarnain 
 
Belum 
diajukan 
Belum 
diajukan 
Berti Astuti 
9 th. 
Uang Pengganti 
Rp7 milyar 
8 Tahun 
Uang Pengganti 
Rp3 milyar. 
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bersedia membelokkan hukum juga keadilan demi imbalan  dalam tindak pidana 
suap.527 Marak dan meluasnya tindak pidana suap yang dipraktikkan oleh aparat 
penegak hukum diibaratkan layaknya pasar gelap (black market). Istilah tersebut 
disematkan karena adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh  aparat di luar 
aktivitas penegakan hukum. Hal tersebut terkait dengan keterlibatan subjek-subjek 
yang diketahui dan terlibat dalam tindak pidana korupsi.528 Aktivitas penyuapan 
ini terjadi karena alasan yang sama, subjek yang diduga melakukan korupsi, 
pelaku atau koruptor menghendaki dan aparat penegak hukum menerimanya. 
Sehingga, tidak ada penolakan  atau sebaliknya aparat penegak hukum 
menghendaki dan pelaku menyetujuinya.  
Situasi sosial semacam itu akan terus berlangsung dan menjadi bagian 
ilegal aktivitas penegakan hukum. Aparat mendapatkan keuntungan pribadi dari 
tugas menjalankan hukum. Bruce L. Benson menyebut situasi ini bukan lagi 
sebagai pasar gelap (black market), melainkan sebagai ilegal market. 529 Tindak 
pidana suap timbul seperti pasar gelap atau pasar tindak pidana suap. 
Penyebabnya bukan karena lemahnya peraturan perundang-undangan atau 
lemahnya ekonomi finansial aparat.530 Akan tetapi, penyebab utamanya karena 
fragmentasi hukum modern yang sekuler. Adanya pemisahan hukum dan moral 
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 Istilah ―Pasar Suap‖ dikemukakan Abdul Hakim Garuda Nusantara pada saat 
kunjungan Peradi ke Redaksi Kompas tanggal 12 September 2011. Ada Pasar Suap dalam 
Penegakan Hukum, 12/9/2011. Kompas.com,  
528
 Bruce L.Benson, A Note on Corruption By Public Officials, The Black Market For 
Property Right. Journal of Libertarian Studies, Vol.V No.3. Tahun 1981. Hlm.305. 
529
 Bruce L.Benson, A Note on Corruption By Public Officials, Op.Cit. Hlm.306. 
530
 Hasil pengamatan dan wawancara dengan aparat penegak hukum, baik yang berasal 
dari daerah lokal maupun luar (pendatang/mutasi) status sosial ekonomi aparat penegak hukum di 
wilayah hukum pengadilan tipikor Tanjungkarang, dengan pengalaman dan masa kerjanya yang 
lebih 15 tahun minimal telah mempunyai rumah tergolong mewah, kendaraan transportasi roda 
empat maksimal tahun 2008, minimal satu,  pendidikan anak yang tercukupi. 
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yang menyebabkan kehidupan aparat cenderung berorientasi pada perhitungan 
rasional ekonomi  untung rugi yang berkiblat pada keuntungan materialistik dan 
pragmatik.  
Di samping itu, nilai-nilai adat istiadat pun yang religius pada masyarakat 
Lampung mengalami pergeseran nilai-nilai ke arah sekuler. Dorongan untuk 
berbuat keliru karena tindak pidana suap atau sarana-sarana tidak sah atau tidak 
semestinya disebabkan rusaknya kejujuran, keutamaan, atau prinsip moral.531 Oleh 
karena itu, secara yuridis tindak pidana suap dilarang, tetapi praktik individu 
bebas dari moral. Hal terpenting bahwa individu-individu (aparat) melakukannya 
secara diam-diam, sembunyi, dan tidak diketahui publik.  Tindak pidana suap 
akan terus berlangsung selama adanya timbal balik antara kedua belah pihak . Ada 
yang mau memberi dan ada yang menerima tindak pidana suap.  
Hasil temuan berupa dialog dengan para subjek penelitian532  mengenai 
aparat yang melakukan tindak pidana suap. Jawaban yang diberikan, meskipun 
tidak pasti menunjuk diri atau orang lain karena berhubungan dengan martabat, 
kepatutan, institusi, dan lain sebagainya. Hal demikian, secara umum dapat 
ditemukan situasi-situasi sulit untuk dapat menemukan esensi yang dikemukakan. 
Misalnya apa yang dipikirkan penyidik polisi dengan mengatakan, ―Ini 
berhubungan dengan atasan dan bawahan. Bawahan sifatnya menaati perintah. 
Melaksanakan tugas atasan dan tidak berani mengambil keputusan. Dengan kata 
lain, kehendak melakukan tindak pidana suap bukan berasal dari penyidik polisi, 
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melainkan terkait dengan kekuasaan dan kewenangan atasan. Salah satu contoh, 
ketika dalam menangani kasus tindak pidana korupsi karena ada permintaan atau 
pesanan dari tersangka, keluarga atau pengacaranya oleh penyidik dilaporkan 
kepada atasannya. Berdasarkan pertimbangan dan beberapa saran mengenai 
kasusnya dan dapat dibantu atau tidak oleh atasannya bukanlah urusan penyidik. 
Penyidik hanya melaksanakan perintah. Dalam situasi seperti itu, tindak pidana 
suap dapat dimaknai sebagai tindakan menjalankan perintah atasan. Perintah yang 
dimaksud, meskipun disadari menyalahi tugas dan kewajibannya. Konsekuensi 
dalam melaksanakan perintah dapat berarti merekayasa, seperti menunda 
pemeriksaan untuk kurun waktu yang tidak jelas, mengurangi tersangkanya, 
menggantikannya sebagai saksi, melakukan penangguhan penahanan, dan lain 
sebagainya.  
Berbeda dengan jaksa penuntut umum, tindak pidana suap dalam 
pandangannya dianggap sebagai tindakan oknum. Oknum menurut responden 
tersebut merupakan orang yang menjadi jaksa penuntut umum yang melakukan 
tindak pidana suap yang meminta uang atau diberi uang oleh terdakwa atau 
pengacaranya. Alasannya  karena telah menuntut dengan pasal yang ringan. 
Hakim memahami tindak pidana suap sebagai kebiasaan yang sudah berulang dari 
pimpinan hingga anggota. Melakukan tindak pidana suap karena mengikuti tradisi 
dan pengalaman di suatu daerah dan dipraktikkan di daerah lain. Akan timbul 
perasaan segan untuk menolak di saat diajak melakukan tindak pidana suap. 
Secara spesifik berdasarkan temuan-temuan dan interpretasi makna sesuai 
dengan pemaparan pada bagian sebelumnya. Peneliti belum mendapatkan makna 
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sesungguhnya dari dialog tentang aparat melakukan tindak pidana suap. Terlepas 
dari temuan-temuan yang yang secara spesifik berbeda, peneliti pun telah 
melakukan triangulasi temuan terhadap beberapa informan. Hal ini sebagaimana 
telah dipaparkan dalam Bab III yang secara spesifik memiliki perbedaan pola dan 
bentuknya, termasuk informasi dari seorang pengacara bernama Abi Hasan Muan 
(informan). Menurutnya, apabila ingin mengetahui aparat melakukan korupsi 
(suap) atau tidak, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan  dengan mengamati 
banyaknya  jumlah dan jenis kendaraan yang parkir di kantornya. Berdasarkan 
fakta yang didapat, artinya aparat tersebut pandai mencari dan mengumpulkan 
materi. Banyaknya temuan yang telah peneliti olah dan interpretasi, menunjukkan 
bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam lingkungan penyidik polisi, penuntut 
umum, dan hakim nyatanya sudah menjadi bagian dari ekspresi sosial masyarakat 
Lampung. Peneliti secara reflektif tidak sekadar berhenti pada pencarian dan 
penemuan makna tindak pidana suap dalam persepsi aparat. Disimbolkan ketaatan 
pada perintah atasan penyidik, perilaku oknum jaksa, dan mengikuti kebiasaan 
hakim yang sudah berlangsung terus menerus. Akan tetapi, peneliti lebih spesifik 
masuk ke dalam kenyataan apa sesungguhnya yang terjadi dalam benak aparat 
penegak hukum tersebut. 
Berdasarkan interpretrasi hasil temuan dengan responden dan informan 
serta merefleksi (memantulkan kembali)  sebagai upaya memahami secara 
spesifik makna tindak pidana suap oleh aparat penegak hukum. Pada hakikatnya 
situasi sosial seperti itu dapat  ditafsirkan sebagai cara berpikir: (1) mendua, yakni 
menerima korupsi, namun tidak mau disebut korupsi; (2) tidak konsisten karena 
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tidak ada kesesuaian antara perbuatan dan pernyataan terkait dengan perilaku 
tindak pidana suap; (3) aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana 
suap biasanya diam atau mengalihkan pembicaraan bila mendiskusikan atau 
membicarakan pencegahan korupsi. Namun demikian, agresif bila menangani 
perkara yang diketahui akan memberikannya tindak pidana suap.  
Kondisi yang telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya, sepertinya telah 
melekat dan menjadi bagian kultur hukum aparat dan cenderung melemahkan 
nilai-nilai utama kultur hukum. Hal tersebut, tentu tidak baik bagi perkembangan 
ilmu hukum pidana dan moral aparat penegak hukum, khususnya dalam 
penanganan tindak pidana korupsi. Sebab, praktik tindak pidana suap hanya 
menjadikan penegak hukum tidak lebih dari alat kepentingan kapital koruptor. 
Dengan diberi materi, koruptor mendapatkan keinginannya. Salah satu kelemahan 
manusia dan hal yang paling cepat membawa manusia kepada tindak 
ketidakadilan, yakni kecintaan yang berlebihan kepada harta benda.533  
Oleh karena itu, I Wayan Sudirta (anggota DPR RI) menyebutkan bahwa 
kondisi peradilan di Indonesia saat ini sudah sangat buruk. Hal ini, antara 
lain terutama disebabkan oleh buruknya kualitas hakim, jaksa, dan polisi yang 
sudah rusak. Sekitar 70 s.d. 90 persennya polisi, jaksa, dan hakim tersebut suka 
menerima tindak pidana suap. 534  Sinyalemen itu menguatkan model perilaku 
hukum untung rugi (cost and benefit) Lawrence M. Friedman. Aparat 
menciptakan modus-modus praktik tindak pidana suap untuk mendapatkan 
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keuntungan dari pekerjaan legalnya. Selanjutnya, menjadikan tindak pidana suap 
sebagai pasar gelap atau pasar tindak pidana suap dalam penegakan hukum. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Benson dan Abdul Hakim Garuda Nusantara 
benar adanya.  
Aparat penegak hukum dengan sifat seperti itu menurut klasifikasi Teddy 
Asmara dipandang sebagai tipologi rakus. 535  Istilah lainnya disebutkan oleh 
Syamsuddin sebagai tipologi materialis dan pragmatis.536Terlepas dari istilah yang 
telah diberikan, tindak pidana suap telah memeroleh tempatnya di alam pikiran 
dan hati aparat penegak hukum. Hal ini, melahirkan beragam bentuk tindakan 
hukum yang didorong oleh pikiran melakukan tindak pidana suap. Mulai  dari 
membatalkan upaya paksa (panggilan, penahanan, dll), memperbaiki kasus polisi, 
pasal yang dilanggar, mengurangi tuntutan, mengurangi hukuman, tebang pilih, 
reduksi jangkauan hukum, dan lain sebagainya.  Seperti itulah gambaran tindak 
pidana suap yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. 
Tindak pidana suap dipahami sebagaimana aktivitas ilegal dan disadari 
lebih banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi kehidupan warga 
masyarakat dan institusi tempat aparat bertugas. Oleh sebab itu, strategi 
pencegahan tindak pidana suap dalam  penegakan hukum menjadi upaya-upaya 
dan strategi yang penting untuk dilakukan. Terutama bila melihat dampak tindak 
pidana suap dalam kehidupan berhukum yang sudah tidak sejalan dengan tujuan 
hukum. Reinterpretasi makna tindak pidana suap oleh aparat menjadi strategi 
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kedua guna merurunkan intensitas tindak pidana suap dalam penegakan hukum 
yang sudah seperti pasar gelap (black market).  
2) Reinterpretasi Makna Tindak Pidana Suap 
Reinterpretasi tindak pidana suap diharapkan membantu merefleksikan 
nalar sehat yang salah dalam menginterpretasi dan memahami tindak pidana suap 
selama ini. Dengan demikian, reinterpretasi tindak pidana suap dapat mencegah 
dan mengurangi bahkan menghentikan praktik tindak pidana suap yang telah 
menjadi bagian kultur hukum internal aparat penegak hukum.  
Aparat penegak hukum sebagai individu dalam konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral merupakan subjek utama dan sentral dalam membentuk 
worldview dalam kehidupannya, seperti halnya individu dalam masyarakat. Relasi 
ilmu hukum pidana dan moral pada seseorang pengemban profesi hukum dapat 
dilihat dari fungsi keduanya yang dialektis dan interrelasi. Anwar Haryono 
mengatakan bahwa, hukum menggarap hubungan individu-individu dalam 
masyarakat agar kepentingannya tidak bertabrakan dan dapat hidup berdampingan 
secara damai. Akan tetapi, moral berkepentingan supaya manusia sebagai individu 
dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan menjauhi segala 
sesuatu yang dianggap tidak baik.537 Keduanya berinterelasi dalam nalar sehat 
manusia dengan menghadirkan ucapan dan tindakan yang sejalan dan terpadu. 
Aparat penegak hukum sebagai individu-individu dengan kedudukan 
penting itu, memiliki kelebihan dibandingkan individu dengan profesi lainnya. 
Oleh sebab itu, berhak untuk mengubah dan memperbaiki kesalahannya sendiri. 
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Menurut istilah dalam agama perbaikilah dari dirimu sendiri (ipda‟ binafsihi). 
Apabila aparat dalam aktivitasnya melakukan perbuatan yang baik dan sesuai 
dengan tindakan hukumnya, konsisten (istikomah), jujur, dan dapat dipercaya. 
Walhasil  perbuatannya itu  akan mendapat respon positif dari masyarakat.  
Namun demikian, akan terjadi sebaliknya apabila aparat penegak hukum 
melakukan perbuatan yang tercela, tidak jujur, menyalahgunakan wewenang, atau 
melakukan praktik tindak pidana suap. Dengan demikian, masyarakat akan 
mengecam dan merendahkannya. 
Aparat penegak hukum dalam mengemban profesi hukum menghendaki 
kebaikan dalam melaksanakan tugasnya, menjauhkan diri dari keinginan 
melakukan praktik tindak pidana suap karena dengan keyakinan dan 
kekonsistenannya seperti itu.  Dampak positif yang diperoleh, yakni kepercayaan, 
dan simpati masyarakat. Serta mendorong perubahan pada kultur hukum para 
aparat, teman sejawat, dan koleganya di lingkungan institusi untuk  mencegah 
tindak pidana suap. Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam kapasitasnya 
sebagai individu dalam lingkungan institusinya apabila sudah terbiasa menjauhi 
perbuatan yang bertentangan dengan etika profesinya, maka  akan membentuk 
nilai-nilai kepribadian yang positif dalam lingkungan tugasnya. 
Niat tidak ingin melakukan tindak pidana suap atau niat mencegah praktik 
tindak pidana suap merupakan prasarat utama karena niat tidak bergantung 
kepada perintah atau larangan sekalipun hukum. Menurut Poespoprodjo bahwa, 
niat bergantung pada persetujuan kehendak yang mendasari motif perbuatan.538 
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Apabila motif perbuatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam 
menjalankan hukum, maka perbuatan aparat bukan menegakkan hukum 
melainkan melakukan tindak pidana suap untuk menjatuhkan hukum. Tipologi 
penegak hukum seperti itu, hendak mendapatkan persetujuan disebabkan 
kesadaran akan tujuan yang dikehendaki. Tujuan menegakkan hukum adalah agar 
pihak-pihak beroleh keadilan, dan kepastian hukum. 
Praktik tindak pidana suap yang dilakukan aparat penegak hukum 
bukanlah tindak pidana biasa. Akan tetapi, tindak pidana penyalahgunaan 
wewenang dengan tujuan menguntungkan  atau memperkaya diri sendiri atau 
orang lain. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang memunyai 
status sosial dan ekonomi lebih daripada cukup, mapan dengan rumah besar, 
fasilitas kendaraan roda empat yang lebih dari satu, ekonomi yang mapan bila 
dibandingkan kebutuhan hidupnya.  
Aparat penegak hukum melakukan tindak pidana suap karena disebabkan 
oleh banyak hal, antara lain: 1) godaan material dari pihak lain, 2) kesempatan 
menangani perkara tindak pidana korupsi, 3) selalu tidak cukup dengan uang yang 
dimiliki (kekurangan terus). Dalam hal seperti ini, penyebab yang sangat penting  
untuk disoroti penyebab ketiga. Aparat merasa tidak pernah cukup dengan uang 
dan kekayaan yang ada, sehingga menyebabkan aparat melakukan korupsi. 
Tindak pidana suap muncul dari dalam diri sendiri yang berdampak pada sifat 
tamak, serakah, rakus yang dasarnya terdapat pada sifat manusia.539 
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Aparat penegak hukum yang tidak mampu mengendalikan dirinya, tanpa 
godaan dari luar, tanpa dorongan kebutuhan hidup, dan tanpa adanya kelemahan 
sistem yang memberinya kesempatan. 540  Hal yang demikian, membuat aparat 
tersebut akan berusaha mencari jalan untuk melakukan tindak pidana suap. Betapa 
pun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh aparat tersebut. Apabila mendapat 
kesempatan menanganai korupsi, maka ia akan tetap melakukan tindak pidana 
suap. Sifat materialis dan pragmatis aparat penegak hukum ini, menganggap 
dirinya tidak melakukan tindak pidana suap. Akan tetapi, menganggap sebagai 
uang imbalan yang identik dengan uang terima kasih, tidak sama dengan tindak 
pidana suap. 541  
Berdasarkan proses pengamatan dan atau mendengarkan, serta 
pembicaraan atau obrolan yang berlangsung 542  antara peneliti dengan  aparat 
penegak hukum (responden) yang terdapat di wilayah hukum pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang. Berkaitan dengan temuan yang berasal dari bahasa atau tindakan 
tindak pidana suap. Oleh sebab itu, peneliti   merefleksikan dengan pengetahuan 
dan pengalaman tentang tindak pidana suap.543 
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Memahami tindak pidana suap yang terjadi di lingkungan aparat penegak 
hukum, pada dasarnya memahami adanya pergulatan kepentingan dalam nalar dan 
batin  aparat. Terlepas besar atau kecilnya pergulatan batin, sangatlah bergantung 
pada kualitas kasus itu sendiri. Memaknai tindakan tindak pidana suap pada saat 
akan menerima/mendapat uang tindak pidana suap, kegalauan antara menerima 
atau menolak. Kerja nalar mempertimbangkan keuntungan dan kerugian 
tindakannya, risiko, dan dampaknya. Kerja nalar yang mendua seperti itu, pada 
dasarnya memberikan arti sesungguhnya pada pemahaman aparat bahwa kognisi 
nalarnya mengetahui perbuatannya salah dan tidak patut dilakukan. Akan tetapi, 
di sisi lain nalar juga mencari  gambaran tentang tindak pidana suap yang 
dilakukan dengan rapi dan aman, tidak ada yang mengetahui, ada alasan untuk 
mendalilkan tindakan hukum, dan jumlah tindak pidana suap yang memadai. 
Dalam posisi seperti itulah tindak pidana suap dapat terjadi. 
Situasi nalar yang seperti itu, menurut Leon Festinger (1958) dikutip dari 
Irwanto544 sebagai cognitive dissonance (ketidakselarasan kognisi) dalam proses 
berpikir yang mendasari tindakan. Tindakan korupsi dipahami oleh penegak 
hukum sebagai tindak kejahatan, tetapi sudut lain dalam kesadaran rasionalnya 
menyatakan bahwa saya boleh bertindak begitu.  
Awalnya disonansi kognitif menimbulkan kegelisahan emosional, namun 
jika disonansi ini terulang lagi, dan lagi, maka aspek afektif dari tindakan itu 
menjadi tumpul. Ia akan mencari alasan rasional pula untuk membenarkan 
tindakannya karena kontrol nuraninya tidak berfungsi. Penelitian Merrit, Effron, 
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Monis (2010) dikutip dari Irwanto menemukan bahwa disonansi yang terjadi 
bukan hanya persoalan konflik batin atau hati nurani, melainkan (juga) kesalahan 
berpikir yang mendorong pilihan rasional yang buruk.545  
Tindak pidana suap oleh aparat penegak hukum dimaknai sebagai tindakan 
mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum formal atau 
menyalahgunakan kewenangannya. Baik selaku penyidik polisi, jaksa penuntut 
umum, atau selaku hakim. Batasan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan 
kewenangan berada pada subjektivitas atau egosentrisme pemaknaan ulang 
terhadap simbol hukum formal prosedural. Sebagaimana proposisi yang 
digunakan aparat yang mewakili institusi untuk memberikan predikat ada 
tidaknya tindak pidana suap pada kasus yang ditanganinya. Dilakukan dengan 
memberikan simbol formal pada pernyataannya, ―Pasti semua sudah sesuai aturan 
yang berlaku, hak masyarakat untuk menolak yang terpenting polisi sudah sesuai 
aturan yang berlaku.‖546.  
Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral fokus kepada upaya 
perubahan dan perbaikan perilaku seperti itu, tidak dapat diharapkan kepada 
institusi-institusi pengawasan baik internal maupun eksternal. Bertindak 
melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung dilakukannya pemeriksaan dan 
pengungkapan praktik-praktik korupsi itu. Meskipun demikian, dalam perspektif 
pendekatan ilmu hukum pidana dan moral diperlukan kesadaran dan kejujuran 
aparat sebagai standar tindakan hukum. 
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Penggunaan modal kesadaran (akal sehat) dan kejujuran mengharuskan 
aparat untuk menjiwainya. Jika dua hal itu tidak dihayati dan dilaksanakan, maka 
sulit untuk dapat melakukan pembaruan kultur hukum untuk mencegah tindak 
pidana suap. Hal ini, dapat terjadi karena model perilaku hukum untung-rugi 
sebagaimana didefinisikan Lawrence Friedman bahwa, adanya tindak pidana suap 
menyebabkan praktik tindak pidana suap akan terus berlangsung karena tidak ada 
yang bisa menghentikannya.  
Sebaliknya dengan prinsip akal sehat dan kejujuran memungkinkan 
aktivitas institusi bergerak untuk mulai memerbaiki diri sendiri dengan 
memantulkan kembali hakikat tindak pidana suap, bagi diri, keluarga, dan 
masyarakat. Tindak pidana suap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
keyakinan agama yang dianutnya. Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaannya  
untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merusak simbol-simbol keadilan dan 
kebenaran. Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral secara implementatif 
mengajak diri sendiri selaku penyidik, penuntut, dan hakim untuk mengajak dan 
mengingatkan yang lainnya untuk mencegah dan menolak melakukan praktik 
korupsi yang terlarang itu. Reinterpretasi makna korupsi maenjadi hal yang 
penting untuk membuka alam bawah sadar aparat tentang korupsi yang selama ini 
dipahami dan diyakini sebagai langkah mengenali akar masalah dalam mencegah 
tindak pidana suap dalam penegakan hukum. 
Refleksi terhadap praktik tindak pidana suap berdasarkan praktik 
berhukum aparat sebagaimana telah diuraikan, kiranya dapat dimaknai bahwa 
aparat sesungguhnya tidak menerima realitas tindakannya sebagai tindak pidana 
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suap. Tindakannya lebih tepat dianggap sebagai pemberian uang imbalan atau 
identik dengan uang terima kasih. Mereka merasa bahwa tindak pidana suap 
sebagai imbalan.  
2. Konstruksi Kognitif Pencegahan Tindak Pidana Suap oleh Aparat 
Penegak Hukum dalam Konstruksi Integrasi Ilmu Hukum Pidana 
dan Moral yang Memperkuat Kultur Hukum 
 
Strategi pencegahan tindak pidana suap oleh aparat penegak hukum, tidak 
cukup hanya dengan merekonstruksi nalar kritis ilmu hukum pidana, 
mereinterpretasi makna tindak pidana suap, dan merekonstruksi konsep integrasi 
ilmu hukum pidana dan moral.  Diperlukan juga strategi pencegahan yang efektif 
dan berkelanjutan melalui proses pengetahuan (pembelajaran) yang mencerahkan 
dengan pendekatan integrasi ilmu hukum pidana dan moral. 
Aparat penegak hukum dengan berbekal pengetahuan akal dan moralnya 
dapat berpikir secara lebih baik untuk dapat menentukan pilihan secara diskresif, 
antara manfaat atau mudorat, positif atau negatif, halal atau haram. Terhadap 
pilihannya tersebut, secara intelektual dan moral bisa dipertanggungjawabkan. 
Demikian halnya, pilihan antara melakukan tindak pidana suap atau dihadapkan 
dengan pilihan tidak melakukan tindak pidana suap. Menegakkan hukum secara 
adil dan tidak memihak atau sebaliknya menegakkan hukum dengan memihak dan 
tidak adil akan dapat dilihat dari kemampuan dan penguasaan ilmu hukum pidana 
secara tepat guna dan berdaya guna. Hal tersebut, khususnya bagi efesiensi dan 
efektivitas penegakan hukum dan keadilan yang akan diberikan kepada pencari 
keadilan. Serta keseimbangan dengan moralnya sebagai kontrol diri aparat yang 
bersangkutan.  
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Aparat penegak hukum apabila hanya menguasai ilmu hukum pidana saja 
tanpa didukung oleh mental dan spiritual yang baik. Hal yang demikian, 
kemungkinan pengetahuannya tentang hukum pidana dapat disalahgunakan untuk 
kepentingan dan keuntungan pribadi yang bersifat disorientasi serta merugikan 
pihak pencari keadilan. Oleh sebab itu, dua hal penting dalam penegakan hukum 
tindak pidana korupsi, yakni kualitas tindakan hukum dan integritas aparat 
penegak hukum.  
 Kedua hal tersebut dapat diujikan kepada aparat penegak hukum melalui 
suatu pertanyaan, apakah Anda sering terlibat melakukan tindak pidana suap? 
Hampir semua aparat penegak hukum akan menjawab dan mengatakan tidak 
pernah atau belum pernah terlibat, meskipun sesungguhnya jawaban yang 
dikemukakan sekadar perkataan bohong yang tidak sesuai dengan  perbuatan yang 
dilakukan.  
Aparat penegak hukum yang tidak jujur atau berbohong menurut F. 
Abraham Amos disebabkan oleh komersialisasi perkara menjadi komoditas 
perniagaan dan pihak yang membayar lebih mahal akan dimenangkan.547 Cara 
tersebut tergolong perbuatan tindak pidana suap dan disadari sebagai perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum. Tindakan hukum berdasarkan kepentingan 
materi dan integritasnya terbeli. Oleh sebab itu, jalan pikirannya akan berusaha 
untuk menutupi perbuatannya tersebut supaya tidak diketahui dan berbohong 
merupakan pilihannya.  
                                                             
547
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Perspektif psikologi kognitif, pikiran melahirkan perbuatan dengan dan 
melalui berpikir seseorang untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang sesuai 
dengan pikirannya. Pikiranlah yang menjadi pendorong setiap tindakan dan 
dampaknya. Pikiran pula yang menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian, dan 
rasa percaya diri setiap orang. 548  
Demikian halnya dengan perbuatan suap aparat penegak hukum yang 
terlibat sebab pengaruh pikirannya yang mendorong untuk melakukan 
komersialisasi perkara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memerlukan 
integrasi ilmu hukum pidana dan moral yang dapat menjadi kendali dalam 
berpikir.  Lebih dari itu, supaya aparat penegak hukum tidak tersesat dalam cara 
berpikir dan tersesat oleh hasil pemikirannya. Hal tersebut akan berdampak pada 
kualitas tindakan hukumnya. Suatu tindakan hukum akan tampak sebagai hasil 
produk pikiran yang bernilai, apabila hasil pikiran yang diputuskan tersebut 
berupa keputusan hukum yang menghasilkan keputusan, antara lain, surat 
perintah, surat penetapan, surat dakwaan/tuntutan, dan surat putusan pengadilan 
yang menggambarkan pertimbangan hukum yang benar dan adil. Dengan kata 
lain, sesat atau tidaknya pemikiran aparat penegak hukum dalam memutuskan 
suatu tindakan hukum pada dasarnya dapat diketahui dan dipelajari dari 
pemikirannya dalam memberikan pertimbangan hukum. Serta  dalam tindakan 
hukum  yang dibuatnya. 
Oleh karena itu, cara berpikir hukum yang hanya mendasarkan pada cara 
berpikir prosedural. Memisahkan kepastian hukum formal dan kepastian hukum 
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material atau memisahkan sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum 
material. Berpikir untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi dengan 
melakukan tindak pidana suap. Dapat disimpulkan bahwa, pemikiran seperti itu 
dianggap sebagai proses manipulasi tanda-tanda verbal yang menyebabkan 
terjadinya kesesatan, yakni kesesatan yang bersumber dari prasangka pribadi.549 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai konsep pemahaman baru 
memerlukan keseriusan dalam fungsinya untuk mencegah tindak pidana suap. 
Pentingnya menstimulasi tempat kerja dan berkolaborasi dengan teman sejawat 
(peer group) untuk menata lingkungan kerjanya agar mengarah pada suasana dan 
pemikiran yang sejalan dengan integrasi ilmu hukum pidana dan moral.  
Teori perkembangan kognitif Jean Piaget serta model pluralisme hukum 
Masaji Chiba mendorong terjadinya elaborasi penggunaan konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral. Terintegrasi ke dalam mindset (pola pikir) aparat 
penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan tindak pidana korupsi. 
Konstruksi normatif pencegahan tindak pidana suap selama ini dirasa 
belum menyentuh pokok persoalan. Sehingga, tidak memiliki implikasi terhadap 
aparat penegak hukum yang memunyai indikasi perilaku suap. Banyak model-
model normatif pencegahan dikembangkan, namun tindak pidana suap secara 
mudah dan terus-menerus dilakukan secara sembunyi-sembunyi.  
Upaya  mencegah tindak pidana suap agar tidak terus berkembang dalam 
dunia penegakan hukum, diperlukan konsep integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral yang dapat diuji sebagai konstruksi kognitif.  Sehingga, dimungkinkan 
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dapat melakukan perubahan pada lapisan dalam kultur. Aktivitas mental aparat 
penegak hukum dapat diuraikan menjadi hal-hal sebagai berikut. 
a. Asimilasi dan Akomodasi Konsep Integrasi Ilmu Hukum Pidana 
dan Moral  
1) Asimilasi 
Model kognitif pencegahan tindak pidana suap bisa diartikan sebagai 
strategi baru pencegahan yang menempatkan mindset (pola pikir) dalam struktur 
kognitif aparat sebagai subjek perubahan. Konsep integrasi ilmu hukum pidana 
dan moral menjadi objek eksternal atau pengetahuan/informasi baru oleh aparat. 
Diproses dan dievaluasi berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Sebagai 
pengetahuan dan pengalaman yang bersifat prosedural dan untung rugi (suap) 
dengan cara menafsirkan dan membandingkan kemudian melakukan evaluasi.  
Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai pengetahuan baru 
ketika dianggap dapat memperbaiki kesadarannya untuk melakukan reinterpretasi 
dan rekonstruksi. Dimulai dari aktivitas mental aparat untuk mengarahkan dan 
mengembalikan serta mengendalikan pikiran untuk semua hal yang positif  dan 
terbuka untuk dilakukan serta menutup hal-hal yang negatif dan tidak terpuji.   
Aparat yang menyadari bahwa dirinya memunyai kedudukan penting 
sebagai  penegak hukum yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum dan 
memberikan keadilan kepada manusia dengan bijaksana. 550  Yang demikian 
tersebut, termasuk tindakan hukum  mulia dan luhur dalam menegakkan hukum 
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karena merupakan bagian dari  tanggung jawab seorang penegak hukum. Berani, 
konsisten, dan mengedepankan kebenaran serta kejujuran untuk kebaikan 
masyarakat. Dapat dipahami  bahwa pengetahuan baru (konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral) berproses dari objek eksternal menjadi pengetahuan 
internal. Berlangsung melalui aktivitas mental aparat tersebut.  Sehingga, bisa 
diartikan bahwa proses asimilasi berlangsung. Aparat mengintegrasikan antara 
persepsi atau pola pikir, konsep atau pengalaman baru ke dalam struktur 
kognitifnya. 
Skema atau struktur kognitif sebagai perangkat mental merupakan hal 
penting untuk menjaga agar pikiran tidak mengarah kembali atau untuk 
mengulangi kebiasaan buruk yang sudah terpola dalam benak kognitifnya. 
Penerimaan konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam pengetahuan 
aparat sebagai manusia dewasa yang cerdas, arif, dan bijaksana. Hal ini 
merupakan ruh/spirit yang mendorong kognisi pada perilaku dan tindakan yang 
memperkuat landasan moral pada tindakan hukum untuk menegakkan hukum 
berdasarkan ilmu hukum pidana.  
Bermula dari ruh/spirit untuk berbuat sesuatu yang benar, adil, dan baik 
akan mengeleminasi pikiran negatif dan mencegah tindak pidana suap. Tahap 
asimilasi ini sebagai konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral untuk 
menjadi pengetahuan internal dan masuk dalam skema kognitif aparat penegak 
hukum.  
Merujuk pada konsep ―pengetahuan‖ dalam filsafat konstruktivisme, 
pengetahuan pun mencakup ―belajar‖. Belajar dipandang sebagai sebuah 
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konstruksi sosial. Memunyai arti bahwa pengetahuan sebagai suatu proses yang 
terjadi dalam mind (pikiran) individu. Proses tersebut diberlakukan dengan posisi 
yang dikenal sebagai social constructivism atau socio cultural position yang 
memandang mind sebagai hampir secara keseluruhan yang melekat pada social 
practice of culture (kenyataan sosial kultur).551 
Sejalan dengan itu, menolak/mencegah tindak pidana suap dan 
meninggalkan kebiasaan praktik suap memunyai makna dan tujuan yang sama 
dengan pengetahuan atau belajar karena adanya proses perubahan konsep. 
Perubahan konsep tersebut mencakup tahap pertama, yakni proses perubahan 
yang disebut asimilasi dan tahap kedua disebut akomodasi.552   
Proses asimilasi di lingkungan  penyidik polisi, penuntut umum, dan 
hakim. Masing-masing dapat dicontohkan sebagai berikut. Seorang aparat 
penegak hukum memunyai struktur kognitif atau skema tentang pengetahuan dan 
pengalaman menegakkan hukum secara legal formal dan koruptif (suap). 
Selanjutnya, sebagai teman sejawat (peer group) atau seniornya memberikan 
informasi baru (pengetahuan) baru.  Konsep penegakan hukum tindak pidana 
korupsi integrasi ilmu hukum pidana dan moral atau pengetahuan tentang 
penegakan hukum yang memandang realitas itu beragam. Mengedepankan aspek 
subjektivitas untuk menafsirkan hukum, 
Aparat penegak hukum yang menerima pengetahuan (informasi) baru 
tersebut yang menyadari kedudukan dan tugas fungsinya berusaha untuk 
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memasukkan informasi baru ke dalam skema kognitifnya. Serta berupaya 
mengamalkan atau mengerjakan praktikal ilmu hukum dan moral dalam aktivitas 
penegakan hukum. Aparat penegak hukum tersebut telah melakukan proses 
asimilasi. 
2) Akomodasi  
Dalam tahap ini, aparat penegak hukum (bisa dikatakan) berada dalam 
skema pengetahuan atau informasi baru (konsep integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral). Pengetahuan baru digunakan untuk berpikir dan menimbang pengetahuan 
yang lama. Pada tahap ini, proses sistem kognisi aparat penegak hukum berubah 
dan berkembang, cenderung meninggalkan konsep, atau pengetahuan lamanya 
yang sudah tidak cocok (lagi) dengan fenomena baru yang dihadapi.  
Dalam proses ini aparat memerluas dan memodifikasi representasi-
representasi mentalnya dalam memahami realitas dengan pengalaman-
pengalaman barunya. Salah satu bentuk proses akomodasi pengetahuan baru, 
yaitu kognisi aparat yang berusaha mengubah skema yang lama dengan 
menstimulus objek eksternal.  Hal yang dimaksud, yakni konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral ke dalam skema operasional dengan menghidupkan dan 
mengaktualisasikan ajaran agama. Dalam konteks ini, fungsinya memperkuat 
keimanan dan ketakwaan, menaati hukum, serta berperilaku baik dalam hubungan 
sosial. Integrasi ilmu hukum pidana dan moral membutuhkan keseimbangan 
(ekuilibrasi) pada ranah operasional oleh aparat, khususnya ketika aktivitas 
mental mengarahkan pada praktik moral dalam dunia penegakan hukum. 
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Selama ini ilmu hukum pidana dan moral dijalankan secara terpisah oleh 
aparat karena ilmu hukum yanga lama. Meskipun demikian, dalam skema  
kognitif yang baru keduanya menyatu dan seimbang penerapannya. Aparat 
berusaha memodifikasi dan meningkatkan kognisinya dengan memperkuat 
keyakinan (iman) dengan agama, melaksanakan syariat-Nya, serta 
mewujudkannya dalam perilaku dan tindakan  mulia/luhur, membuat ekuilibrasi 
(keseimbangan) dengan kemampuan akal (intelektual). Sehingga, semua tindakan 
hukum yang diputuskan dalam menegakkan hukum senantiasa dalam 
pertimbangan yang tepat, benar, dan adil untuk mencari keadilan. 
Dalam tahap akomodasi disebut juga sebagai perubahan konsep secara 
radikal. Perubahan radikal menggunakan istilah Jean Piaget, meskipun dalam arti 
yang berbeda. Dengan demikian, dibutuhkan keadaan dan syarat-syarat sebagai 
berikut. 553 
1) Harus ada ketidakpuasan terhadap konsep yang telah ada. Konsep 
diubah jika diyakini bahwa konsep lama tidak dapat digunakan lagi 
untuk menelaah situasi, pengalaman, dan gejala yang baru. 
2) Konsep yang baru harus dapat dimengerti, rasional, dan dapat 
memecahkan permasalahan atau fenomena yang baru. 
3) Konsep yang baru harus masuk akal, dapat memecahkan dan 
menjawab persoalan yang terdahulu, dan juga konsisten dengan teori-
teori atau pengetahuan yang ada sebelumnya. 
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4) Konsep baru harus berdaya guna bagi pengembangan penelitian dan 
penemuan yang baru.  
Konsep integrasi ilmu hukum dan moral, merujuk pada akar filosofi dan 
relegiositas sosiokultural masyarakat Indonesia. Konsep tersebut kontekstual 
dengan sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. 
Sehingga, akan melahirkan aparat penegak hukum yang memiliki budaya hukum 
menjunjung kebenaran dan keadilan serta berbudi pekerti luhur dan mulia. 
Apabila digambarkan model kognitif  pencegahan tindak pidana suap akan 
tampak seperti berikut ini. 
Tabel 19 : Model Kognitif  Pencegahan Tindak Pidana Suap oleh Aparat  
                 Penegak Hukum 
 
No. 
 
Parameter 
Jenis 
Aktivitas 
Mental 
Skema 
Pengetahuan 
Perbaikan 
yang  
hendak 
dikonstruksi 
Perubahan mental 
yang ingin 
dicapai 
1 2 3 4 5 6 
1 Konsep 
Integrasi ilmu 
Hukum 
Pidana dan 
Moral 
(Pemahaman 
baru) 
Asimilasi Konsep 
Integrasi IHP 
& M sebagai 
objek 
eksternal 
menjadi 
pengetahuan 
internal 
Perubahan 
pola pikir 
(mind set),  
konstruksi 
sosial APH 
dari lapisan 
dalam kultur 
(mind APH) 
ke lapisan luar 
kultur (best 
practice 
culture APH) 
Aparat 
mengintegrasikan 
antara persepsi 
atau pola pikir, 
konsep atau 
pengalaman baru 
ke dalam struktur 
kognitifnya 
2 Konsep 
Integrasi 
Ilmu Hukum 
Pidana dan 
Moral 
(Pemahaman 
baru) 
Akomodasi APH dalam 
skema 
pengetahuan 
IHP dan M 
Meninggalkan 
konsep lama 
dan memakai 
pemahaman 
baru untuk 
interpretasi 
dan 
reinterpretasi 
serta 
memodifikasi 
representasi 
APH 
menstimulus 
objek eksternal 
dan teman 
sejawat (peer 
group) menjadi 
bagian 
pengetahuan 
internal melalui 
skema 
operasional  
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mentalnya 
dalam 
memahami 
realitas 
moral practice 
atau cultural 
practice dan 
ekuibrasi dengan 
akal. APH yang 
beriman, taat 
hukum, dan 
berbudi 
mulia/luhur 
APH best 
practice. 
 
b. Konsep Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral sebagai Kontrol 
Intelektual dan Kontrol Diri serta sebagai Penguat Asas Independensi 
Peradilan 
 
1) Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral sebagai Kontrol 
Intelektual dan Kontrol Diri 
Model kognitif pencegahan tindak pidana suap dalam konsep integrasi 
ilmu hukum pidana dan moral tidak diterima secara naif, melainkan kritis. 
Dipandang sebagai pengetahuan yang berproses dari asimilasi ke akomodasi. 
Pengetahuan dalam pikiran (mind) individu dalam konsep integrasi ilmu hukum 
pidana dan moral berusaha mewujudkan keseimbangan mental untuk dapat 
beradaptasi. Melalui kemampuan mengembangkan ilmu hukum pidana secara 
kritis dan kemampuan untuk peka terhadap kelemahan dan kekuatan diri. Gemar 
melakukan koreksi dan introspeksi terhadap kekurangan diri sendiri dan berusaha 
memperbaikinya. Dengan kata lain, konsep integrasi ilmu hukum dan moral 
sebagai model kognisi pencegahan tindak pidana suap menghendaki penggunaan 
potensi akal dan pikiran untuk mencapai kecerdasan intrapersonal.554 
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Mindset sebagai subjek perubahan dalam model kognitif pencegahan 
tindak pidana suap  dalam dunia penegakan hukum aparat penegak hukum 
diartikan telah jauh melampui tahap operasional formal. Mengingat usia aparat 
penegak hukum telah jauh melampui  empat tahapan perkembangan kognisi 
manusia, sebagaimana dikemukakan Jean Piaget. Tahapan-tahapan tersebut, yaitu 
1) tahap sensorimotor, 2) tahap praoperasi, 3) tahap operasi konkret, dan 4) tahap 
operasi formal.555  
Aparat penegak hukum mulai dari usia 25 s.d. 55 tahun dengan bermacam-
macam pengalaman dalam menangani tindak pidana korupsi dan menegakkan 
hukum dianggap mampu mengkonstruksi dunia kognitifnya. Informasi dari 
lingkungan tidak hanya tercurah ke dalam benak mereka, tetapi aparat sebagai 
manusia dewasa yang berpengalaman dalam memahami tugas dan 
kewenangannya tidak diragukan lagi pemikirannya. Terutama dalam memisahkan 
hal-hal yang penting dan yang kurang penting.  Menghubungkan berbagai hal satu 
dengan yang lainnya dan bukan hanya mengorganisasikan pengamatan dan 
pengalamannya. Akan tetapi, juga menyesuaikan cara pikir untuk menyertakan 
gagasan-gagasan baru.  
Dengan asumsi pengalaman dan masalah yang pernah dihadapi dalam 
menangani kasus tindak pidana korupsi seperti uraian sebelumnya. Aparat 
memunyai pemikiran, logika, dan optimisme yang lebih baik. Hal itu, 
sesungguhnya menggambarkan kriteria kematangan kognitif aparat penegak 
hukum. Seperti dinyatakan oleh Gisela Labouvievief bahwa, pemahaman orang 
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dewasa mengenai batasan realitas mencerminkan kematangan, bukan 
ketidakmatangan. 556  Pemikiran aparat penegak hukum ditinjau dari usianya, 
pengalaman, pemikirannya tidak saja menggambarkan kecerdasan 
intelektualitasnya yang jauh lebih tinggi tingkatannya daripada tahap operasional 
formal yang digambarkan Jean Piaget. Namun demikian, pada tahap itu aparat 
penegak hukum semestinya memunyai kearifan (wisdom). Kearifan adalah 
pengetahuan pakar mengenai aspek praktis dalam kehidupan. Pengetahuan praktis 
ini melibatkan pemahaman yang amat baik mengenai perkembangan sebagai diri 
(self)/ manusia dan masalah kehidupan. Pertimbangan yang baik dan pemahaman 
mengenai cara mengatasi masalah dalam kehidupan yang sulit. Kesimpulannya, 
kearifan atau kebijaksanaan lebih daripada kecerdasan biasa, memusatkan 
perhatian pada masalah pragmatis kehidupan dan kondisi manusia. Sistem 
pengetahuan praktis ini diperoleh dalam waktu bertahun-tahun, berkembang 
dalam pengalaman yang terarah dan terencana, ataupun pengalaman insidental. 
Meskipun demikian, tidak semua aparat mampu menyelesaikan masalah dengan 
cara bijaksana. Penelitian Smith dan Baltes menemukan hanya lima persen respon 
orang dewasa terhadap masalah perencanaan hidup yang tergolong bijaksana. 
Respon-respon bijaksana tersebut secara merata pada manusia dewasa awal, 
madya, dan akhir.557 
Makna adanya kemungkinan bahwa orang dewasa lebih tua, sama 
bijaksananya atau lebih bijaksana dibandingkan dengan pemuda-pemudi dalam 
kaitannya dengan isu dasar mengenai menurunnya fungsi intelektual di masa 
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dewasa. Diingatkan kembali oleh John W. Santrock bahwa, kecerdasan terwujud 
dalam berbagai bentuk. Pada beberapa pekerjaan yang membutuhkan kecepatan 
pengolahan, lanjut usia tidaklah secerdas yang masih muda dan hal ini akan 
mengancam prestasi mereka. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan 
pengetahuan umum serta sesuatu yang disebut kearifan/kebijaksanaan akan 
diperoleh interprestasi yang berbeda mengenai kecerdasan orang yang usia 
lanjut.558 Gambar 12 berikut ini menunjukkan integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral sebagai kontrol intelektual dan kontrol diri. 
Gambar 10 :  Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral sebagai Kontrol  
                       Intelektual dan Kontrol Diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemahaman baru dalam konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral 
dalam perspektif kognitif merupakan konstruksi pencegahan tindak pidana suap. 
Merupakan cara berpikir optimis dengan stabilitas moral dan dengan 
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kebijaksanaan/kearifan kognitif mencegah keterlibatan dengan tindak pidana 
suap. 
 Aparat memunyai kesempatan luas untuk merekonstruksi kebiasaan 
berpikir negatif (melakukan tindak pidana suap dalam menegakkan hukum). 
Aparat penegak hukum dengan rentang waktu pengalaman dan pemikirannya 
dapat lebih bijaksana untuk membebaskan diri dari belenggu tradisi formal 
prosedural yang statis dan positivistik. Lepas dari tabiat hukum modern dengan 
perilaku hukumnya yang kapitalistik dan materialis (mengutamakan pemenuhan 
kepentingan pribadi) dan cenderung koruptif tindak pidana suap. 
Dalam konteks sistem hukum atau sistem pembangunan hukum nasional 
salah satu tugas integrasi ilmu hukum pidana dan moral, yakni mengekplorasi 
secara kritis dan mengevaluasi pemikiran-pemikiran hukum yang mendasari 
penggunaan hukum pidana. William Twining mengistilahkannya sebagai asumsi-
asumsi lazim yang mendasari wacana hukum baik perbincangan dalam hukum,  
maupun perbincangan tentang hukum.559  
Temuan-temuan mengenai model-model praktik hukum dan kultur hukum 
modern (Barat) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penyimpangan 
hukum seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor, misalnya 
praktik tebang pilih, menjauhkan jangkauan hukum. Merunut dari pemahaman 
aparat penegak hukum, terdapat tiga masalah pokok hukum pidana terutama 
dikaitkan dengan hukum material ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan teori 
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 William Twining, Globalisation and Legal Theory (London:Butterworth,2000), 
hlm.12. 
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hukum pidana.560 Oleh karena itu, upaya mengembangkan konsep integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral sebagai strategi pencegahan tindak pidana suap 
memerlukan penilaian ulang yang radikal. Atas praktik prosedural hukum dan 
tindak pidana suap yang telah berlangsung melalui perspektif  yang lebih peka 
dan kontekstual terhadap sistem hukum nasional. Dengan kata lain, perlu re-
evaluasi praktik penegakan hukum pidana yang dilandasi oleh semangat 
keindonesiaan, yakni nasionalisme Pancasila.    
Kepekaan untuk memahami sistem hukum nasional merupakan pendorong 
positif dan termasuk hal yang semestinya dicapai oleh akademisi maupun praktisi 
hukum. Sebagai upaya  dalam kemajuan sistem pembangunan hukum nasional. 
Hal ini, menegaskan bahwa kebutuhan mendesak untuk memikirkan hukum 
nasional dan menempatkannya menjadi bagian integral sistem penegakan hukum 
tindak pidana korupsi. 
Model hukum Masaji Chiba dengan struktur hukum tiga level atau tripatrit 
hukum, bisa digunakan sebagai metode untuk menentang pemahaman ilmu 
hukum Barat. Dalam arti, memperkuat posisi praktik hukum nonBarat (Pancasila) 
dalam dunia penegakan hukum. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya dapat 
digunakan, kcuali hal-hal yang dianggap memiliki kesamaan dapat dipakai 
sebagai contoh. Hal-hal tersebut pertama, hukum negara atau hukum resmi yang 
berlaku. Memiliki karakter dan kultur hukum Barat, meskipun menggunakan 
istilah nasional atau Indonesia praktiknya merepresentasikan sebagai satu-satunya 
hukum resmi yang berlaku. Sebagai hukum modern yang mekanistik dan formal. 
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 Lazimnnya dalam tindak pidana korupsi selalu terjadi dan dilakukan tidak hanya oleh 
seseorang tetapi banyak melibatkan orang. Istilah yang digunakan seperti korupsi berjamaah, 
bancaan uang negara. 
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Dengan ini, Chiba mengajukan hukum agama (Islam) dan norma adat istiadat 
masyarakat sebagai elemen aktual atau potensial dari hukum resmi. Dengan kata 
lain, aparat penegak hukum, selain mengerti hukum resmi juga paham dan 
menghayati hukum nonresmi yang menjadi bagian hukum yang hidup dan sesuai 
dengan sosiokultural masyarakat Indonesia.  
Komitmen aparat penegak hukum terhadap sistem hukum nasional yang di 
dalamnya dihayati dan dipahami sebagai hukum agama dan hukum adat 
merupakan hal yang penting karena hukum tidak berada dalam ruang hampa. 
Hukum merupakan gejala sosial, setidaknya hukum beroperasi dalam kehidupan 
manusia dalam masyarakat. Operasional yang seperti itu, melemahkan asumsi 
bahwa hukum resmi sebagai satu-satunya hukum dan dibuat oleh negara. 561 
Hukum resmi dan hukum nonresmi membutuhkan analisis aparat penegak hukum 
dalam mengembangkan peran nilai-nilai kultural dalam kaitannya dengan 
pluralisme hukum. Identitas dari sebuah kultur hukum yang menuntun sebuah 
masyarakat dalam memilih cara bagaimana untuk merumuskan ulang kultur 
hukum internal. Oleh sebab itu, konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral 
mengidentitaskan watak hukum Indonesia yang merupakan kebutuhan mendesak 
bagi sistem hukum nasional. Sebab sistem penegakan hukum merupakan bagian 
dari sistem pembangunan hukum nasional. 
Menghidupkan hukum agama melalui praktik moral aparat penegak 
hukum memunyai implikasi, (1) memperkuat mental aparat menghadapi 
tantangan hukum modern dan tindak pidana suap, (2) meletakkan landasan 
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filosofis yang kuat dalam konteks sosiokultural hukum pidana Indonesia. 
Komitmen mental yang baik dan kesungguhan intelektual untuk mengembangkan 
integrasi ilmu hukum pidana dan moral. Aparat penegak hukum memunyai 
harapan besar mampu mencegah praktik prosedural hukum dan tindak pidana 
suap dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
2) Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral sebagai Penguat Asas 
Independensi Peradilan 
 
Sistem peradilan tindak pidana korupsi sebagai suatu rangkaian proses 
bekerjanya penyidik polisi dan jaksa penuntut umum dan hakim. Kondisi 
penegakan hukum diwarnai oleh aktivitas subkultur prosedural dan subkultur 
suap. Sulit diharapkan aparat penegak hukum untuk dapat mengintegrasikan 
sistem penegakan hukum yang adil dan tidak memihak sesuai asas independensi 
peradilan.  
Sistem peradilan tindak pidana korupsi selama ini telah menjadi objek 
kepentingan para koruptor. Sebagai upaya, agar tidak terjangkau hukum mereka 
melakukan pelemahan hukum. Misalnya, melakukan tindak pidana suap atau 
sejenisnya termasuk judicial corruption. Temuan-temuan yang diperoleh dari 
hasil analisis dan interpretasi terhadap catatan-catatan interaksi (wawancara 
dengan responden, informan) dan catatan hasil studi teks hukum hasil tindakan 
hukum aparat dalam bentuk dokumen hukum (berupa surat perintah penangguhan 
penahanan penyidik polisi, surat dakwaan/surat tuntutan, dan surat putusan 
hakim). Beragam temuan tersebut, menggambarkan kognisi hukum dan mentalitas 
aparat yang menggampangkan hukum, tebang pilih, membatasi jangkauan hukum, 
mempersempit pemaknaan hukum, dan memanfaatkan ketentuan berat dan ringan 
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ancaman hukuman. Aparat penegak hukum sudah tidak objektif dan tidak 
independen dalam menerapkan dan melaksanakan hukum. 
Independensi aparat dalam menegakkan hukum, merujuk pada 
independensi hakim menurut J. Djohansyah dalam Luhut M. Pangaribuan. 562  
Menyatakan bahwa, independensi aparat penegak hukum secara personal dapat 
ditinjau dari dua sudut, yaitu: (a) independensi personal, yaitu independensi 
seorang hakim terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya; (b) independensi 
substantif, yaitu independensi hakim terhadap pengaruh manapun, baik ketika 
memutuskan suatu perkara, maupun ketika menjalankan tugas-tugas dan 
kedudukannya sebagai hakim.   
Temuan mengenai adanya aktivitas subkultur prosedural dan subkultur 
suap dalam institusi penegak hukum, membuat kondisi tersebut menjadi sebuah 
refleksi lemahnya independensi substantif aparat penegak hukum. Konteks 
permasalahan independensi personal berkutat antara aparat penegak hukum 
dengan pencari keadilan (justice seeker/justitia belen). Hal  yang dikatakan oleh 
Mario Parakas,563  sebagai praktik penegakan hukum yang dikotomi oleh latar 
kaya atau miskinnya pencari keadilan dan atau rakyat (jelata) atau penguasa 
(berkedudukan), si pencari keadilan (justitia belen)  serta beberapa variabel 
lainnya seperti nepotisme kekeluargaan dan nepotisme institusional.  
Dalam perkembangannya akhir-akhir ini, pemerintah telah melakukan 
kebijakan substantif dan struktural untuk mengatasi masalah independensi 
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 Mario Parakas, Merajut Independesi Peradilan Melalui Skenario Perbaikan 
Kesejahteraan Hakim. www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?...Makalah%2. Di akses 3 februari 
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peradilan. Langkah yang diambil dengan menerbitkan Peraturan Pemerinah 
Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.564  Namun 
mirisnya, hakim dengan tunjangan gaji yang sudah meningkat banyak tidak 
memperbaiki kebiasaannya dalam melakukan tindak pidana suap. Pendapatan 
meningkat, namun tindak pidana suap pun berlanjut. Kesimpulannya, persoalan 
bukan terletak pada rendahnya kesejahteraan aparat penegak hukum, melainkan 
lemahnya integritas kemanusiaan aparat penegak hukum yang mencakup moral 
dan spiritual, keteladanan, mentalitas aparat penegak hukum. Ketiga aspek ini 
disebut sebagai persoalan jati diri/integritas aparat penegak hukum yang 
menyebabkan rendahnya independen terhadap kepentingan  materi (tindak pidana 
suap). 
Integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai representasi (spiritual, 
keteladanan, dan mentalitas) esensinya sebagai upaya menghindari terjadinya 
kesalahan dan ketidakobjektifan dalam melakukan tindakan hukum. Sekaligus 
sebagai cara memperbaiki permasalahan subkultur yang telah lama mengendap 
dari karakter yang mencerminkan nilai-nilai utama kultur hukum yang 
sesungguhnya. Dengan kata lain, pengembangan integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral ke dalam lingkungan institusi merupakan proses asimilasi dan akomodasi 
antara aparat dan kelompok sejawat. Perubahan pemikiran hukum aparat 
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berimplikasi pada penguatan asas independensi peradilan atau independensi 
intitusi yang tampak dalam gambar 13 berikut.  
Gambar 11 : Integrasi Ilmu Hukum dan Moral dalam Memperkuat Asas 
                     Independensi Peradilan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landasan falsafah dan landasan religius integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral  yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan dan cita hukum Pancasila dan 
Ketuhanan.  Mendudukkan karakter aparat yang memiliki independensi dan 
tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum 
dan keadilan aparat menjadikan nilai-nilai yang bersumber dari asas-asas 
peradilan yang baik, adat istiadat, agama, peraturan perundang-undangan, etika 
profesi, dan nilai-nilai utama lainnya. Nilai-nilai tersebut, menjadi pemandu 
dalam mewujudkan penegakan hukum yang berarti bagi kehidupan manusia dan 
masyarakat. Oleh karena itu, integrasi ilmu hukum pidana dan moral menjadi jiwa 
atau spirit aparat untuk melaksanakan asas-asas yang menjadi standar 
diaksanakannya hukum acara pidana.  
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Urgensinya penerapan asas dan spirit integrasi ilmu hukum pidana dan  
moral melalui pemahaman baru. Aparat penegak hukum diharapkan mampu 
melakukan Pemeriksaan dan penilaian secara obyektif atas kasus-kasus 
dihadapkan kepadanya. Peradilan yang tidak memihak berkaitan erat dengan 
aparat yang tidak memihak juga dalam melaksanakan hukum pidana materil-
substansif, maupun hukum pidana formal/acara. Dalam arti luas, pemenuhan dan 
pelaksanaan peradilan bebas dan merdeka ini tidak hanya melihat dan menilai, 
bagaimana proses pemeriksaan atas suatu kasus di muka persidangan oleh hakim. 
Akan tetapi, juga harus dilihat bagaimana proses awal yang mendahului suatu 
peradilan atau prapersidangan dan pascapersidangan. Dengan demikian, harus 
dilihat juga bagaimana proses penangkapan, penahanan, atau bentuk-bentuk 
upaya paksa lainnya terhadap seorang tersangka atau saksi. Serta proses 
pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan.  
Untuk itu penguatan independensi peradilan harus disertai usaha untuk 
memahami kontekstualitas hukum pidana Indonesia yang menjadi rambu-rambu 
sistem hukum nasional. Dipandang sebagai suatu upaya reorientasi dan reformasi 
hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, 
dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Penggalian nilai-nilai 
dimaksudkan agar mencerminkan sifat kemanusiaan dan kemasyarakatan 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sehingga, masa depan hukum pidana 
Indonesia nyata dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yakni bersumber 
dari hukum adat, hukum agama, KUHP, dan Pancasila.  
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Integrasi ilmu hukum pidana dan moral memiliki landasan religius yang 
bersumber pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila, 
Ketuhanan Yang Maha Esa menempati sila pertama. Posisi ini, menjelaskan 
prinsip dan sikap masyarakat Indonesia yang menempatkan hubungannya dengan 
Tuhan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Sehingga, apabila landasan 
relegiotas ini diyakini dan diimplementasikan dalam kehidupan aparat dalam 
sehari-hari (sosial) akan terwujud aparat yang berindependensi dalam 
menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. 
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BAB V 
P E N U T U P 
 
Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan serta seluruh 
pemaparan yang telah diuraikan dalam bab pendahuluan sampai dengan bab 
pembahasan. Dengan demikian,  simpulan dan rekomendasi serta implikasi 
penelitian disertasi ini sebagai berikut.   
A. Simpulan 
1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh sebagian penyidik polisi, 
jaksa penuntut umum, dan hakim di wilayah hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang belum merefleksikan penegakan hukum yang adil. Serta 
belum merefleksikan kultur hukum pencegahan tindak pidana suap. 
Bentuk  penyimpangan aparat penegak hukum yang dimaksud adalah 
sebagai berikut. (1) Telah memunculkan subkultur yang 
merepresentasikan praktik  prosedural hukum dan tindak pidana suap. 
Penegakan hukum  tindak pidana korupsi dimaknai oleh sebagian sebagai 
cara prosedural penindakan pelaku korupsi dan sebagian lainnya direduksi 
sebagai cara bekerja untuk mendapatkan keuntungan materi. (2) 
Rendahnya aktivitas kognitif aparat penegak hukum dalam proses 
interpretasi atau transformasi pengetahuan dan pemahaman hukum, 
keyakinan (moral dan spiritual), keteladanan, mentalitas (orientasi dan 
harapan). Hal tersebut berdampak terjadinya disfungsi sistem penegakan 
hukum tindak pidana korupsi pada ketidakberdayaan kultur hukum aparat 
dalam menggerakkan dan menjalankan struktur dan substansi hukum. (3) 
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Konstruksi kultur hukum dalam wujudnya sebagai tindakan hukum aparat, 
mengekspresikan aktivitas mental yang melemahkan penegakan hukum 
tindak pidana korupsi. Melalui konstruksi pemikiran hukum, seperti 
menggampangkan hukum, tebang pilih, membatasi jangkauan hukum, 
mempersempit pemaknaan hukum, dan memanfaatkan ketentuan berat dan 
ringannya ancaman pidana.    
2. Konsep dan strategi pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi 
integrasi ilmu hukum pidana dan moral yang memperkuat kultur penegakan 
hukum di wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Konsep-
konsep tersebut, meliputi hal-hal berikut. 
a. Konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam konteks sistem 
hukum nasional memunyai asumsi ontologi, bahwa keduanya menyatu, 
tidak terpisahkan, dan berfungsi saling memperkuat, dan memperkokoh 
dalam hubungan antara sesama manusia.  Dalam rangka mewujudkan 
keadilan dan kebaikan bersama serta dalam hubungan manusia dengan 
Tuhan untuk memperteguh keyakinan dan melaksanakan ketaatan serta 
berbuat kebaikan. Epistemologi integrasi ilmu hukum pidana dan moral 
bersumber dari tiga hal, yaitu  (1) indra, (2) akal, yaitu  rasio dan intuisi, 
dan (3) keyakinan yang bersumber dari Tuhan (Alquran dan Hadist). 
Aksiologi integrasi ilmu hukum pidana dan moral, menghendaki 
dikembangkannya perilaku luhur dalam bentuk keteladanan aparat 
penegak hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan serta 
menjaga sikap konsisten dalam kebenaran. 
429 
 
b. Strategi pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral. Sebagai upaya memperkuat kultur hukum 
penegakan hukum pidana memerlukan langkah-langkah perubahan dan 
perbaikan. Langkah-langkah tersebut dapat dirinci menjadi berikut. (1) 
Merekonstruksi cara berpikir hukum pidana yang linear, general, dan 
reduktif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi cara 
berpikir hukum pidana kritis, interpretatif, dan konstruktif dalam setiap 
tindakan hukum. (2) Melakukan reinterpretasi makna suap dari 
pemahaman inkonsisten selama ini (suap dipahami secara mendua, 
normatif dan kognitif) menjadi pemahaman konsisten bahwa suap 
sebagai tindak pidana korupsi. (3) Memperbaiki aktivitas mental aparat 
penegak hukum dengan menempatkan mindset (pola pikir) sebagai 
subjek perubahan melalui asimilasi dan akomodasi. Melalui skema 
pengetahuan/pemahaman baru konsep integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral. (4) Memosisikan integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai 
kontrol intelektual dan kontrol diri terhadap pembenaran diri 
(rasionalisasi).  Selama ini yang dicari-cari dari segalanya yang tidak 
relevan dengan nilai kebenaran, keadilan dan kebaikan, terhadap 
prasangka-prasangka, dan pembutaan oleh kepentingan  pribadi atau 
kelompok/golongan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
menegakkan hukum. (5) Implementasi asas independensi peradilan 
dalam konstruksi ilmu hukum pidana dan moral aparat penegak hukum 
yang memunyai independensi substantif dalam menegakkan hukum 
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pidana. Yang dimaksud, yakni aparat penegak hukum yang mampu 
melakukan pemeriksaan dan penilaian secara interpretatif dan konstruktif 
atas kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya tanpa ada kepentingan 
materi.  
B. Rekomendasi 
Berdasarkan simpulan, rekomendasi penelitian disertasi ini penting bagi 
pengemban hukum, pimpin dan aparat penegak hukum, serta pengemban 
kebijakan hukum sebagai berikut. 
1. Cara berpikir hukum dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi sudah 
waktunya bergeser. Pemikiran lama yang memisahkan ilmu hukum pidana 
dan moral dan mengakomodasi konsep integrasi ilmu hukum pidana dan 
moral sebagai skema pengetahuan dan pemahaman baru yang kontekstual. 
Serta merefleksikan kultur hukum yang sesuai dengan rambu-rambu sistem 
hukum nasional dan sistem penegakan hukum nasional. 
2. Perlunya figur aparat dan pimpinan institusi penegak hukum dari tingkat 
pusat hingga daerah sebagai model kognitif pencegahan tindak pidana suap 
dan dapat menjadi suri teladan (best practice) pelaksanaan penegakan hukum 
tindak pidana korupsi di daerahnya.  Dillakukan dengan membangun dan 
mengembangkan kultur hukum yang dapat menjadi sistem makna bersama,  
sehingga konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai piranti 
mental merepresentasikan tindakan hukum aparat yang independen. Dalam 
upaya mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusian dalam 
penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
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C. Implikasi Studi 
Penelitian disertasi dengan judul Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral 
Suatu Telaah Kultur Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Suap yang 
Melibatkan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor 
Tanjungkarang Lampung ini, mempunyai implikasi studi sebagai berikut: 
a. Implikasi teoritis,  
1) konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral berimplikasi pada 
terjadinya pergeseran paradigmatik dalam hukum pidana dan 
penegakan hukum pidana, dari tradisi berpikir legal positivisme 
kepada pola berpikir legal construktivisme dan kontekstual dan 
sejalan dengan pengembangan pemikiran hukum pidana Indonesia. 
2) Pola pikir (mindset) dalam konstruksi integrasi ilmu hukum pidana 
dan moral memperluas pengembangan studi kultur hukum sebagai 
bagian studi ilmu hukum pidana Indonesia.  
b. Implikasi praktis,  
1. Pencegahan tindak pidana suap dalam konstruksi integrasi ilmu 
hukum pidana dan moral berimplikasi pada terjadinya peningkatan 
kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi pada proses nilai dan 
produk yang dapat diuji kebenarannya secara transparan dan 
bertanggungjawab. 
2. Pengembangan konsep integrasi ilmu hukum pidana dan moral 
berimplikasi secara praktis pada kontrol intelektual dan kontrol diri, 
kritis dan konstruktif dalam hal kesungguhan melakukan analisis dan 
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pertimbangan yang cermat, kritis melihat hubungan-hubungan, 
kejanggalan-kejanggalan, dan kesalahan-kesalahan yang terselubung. 
Mawas diri terhadap pembenaran (rasionalisasi)  yang dicari-cari, 
serta kritis terhadap segalanya yang tidak relevan, terhadap prasangka-
prasangka, dan terhadap perasaan pribadi atau kelompok/golongan. 
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